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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT
atas segala limpahan rahmat dan hidayah dan 'inayah-Nya
sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan
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salam juga disampaikan buat Nabi Muhammad SAW, semoga
beliau ditempatkan oleh Allah SWT pada tempat yang paling
layak di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Penulis menyadari bahwa buku ini dapat diselesaikan
berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena
itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua
pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyelesaian
penulisan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih
kepada Rektor IAIN Bukittinggi yang telah menfasilitasi penulis
untuk melakukan penelitian ini. Demikian juga terima kasih
kepada LP2M JAIN Bukittinggi yang telah memberikan
kesempatan penulis untuk ikut dalam seminar proposal
penelitian sampai penelitiannya diloloskan menjadi nominasi.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, untuk semua
itu penulis mohon masukan dan saran dari pembaca hasil
penelitian ini.

Wassalam,
Bukittinggi November 2015
Al-Faqir wa al-Dha'if,

Dr. Busyro, M.Ag
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BAGIAN PERTAMA
PENDAHULUAN

Fatwa merupakan keputusan seorang atau beberapa
orang mufti setelah melakukan berbagai usaha dan
pertimbangan, baik pertimbangan dalil, kondisi yang dihadapi
dan akibat yang ditimbulkan oleh fatwa tersebut. Usaha
sungguh-sungguh yang dilakukan oleh mufti dilakukan melalui
ijtihad, yang secara umum dapat didefinisikan dengan usaha
berfikir optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum
[slam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban dari
permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.! Oleh
karenanya fatwa merupakan kegiatan yang berkesinambungan
dan tidak pernah berhenti kapan dan di mana saja mufti
berada, mengingat persoalan kemasyarakatan yang selalu
muncul dan membutuhkan jawaban hukum. Ketika
permasalahan tersebut tidak disikapi oleh mufti, maka
berlalulah persoalan itu tanpa ada jawaban hukum.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan fatwa itu harus
selalu dilakukan, antara lain karena ayat-ayat al-Qur'an yang
merupakan sumber pokok hukum Islam banyak yang bersifat
umum, global, dan implisit. Kemudian, sunnah Nabi SAW? pun
sangat terbatas jumlahnya, sedangkan kondisi sosial dan
persoalan kemasyarakatan senantiasa  berubah  dan
berkembang. Karena alasan inilah ketika ada pertanyaan

IMenurut istilah ulama ushul, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-
Amidi (w. 631H), ijtihad adalah : g sl § 1l (a saied Gul ol =lasal 8 L)
48 25 ge Jaadl i) (e e 4y e de 3 A8 (e (o G ke Saiif al-Din
al-Amidi, al-Thkdm fi Ushiil al-Ahkdam, (Kairo: Muassah al-Halabi, [t.th]), jilid
I, h.141

2Sunnah dalam hubungannya dengan al-Quran, memiliki fungsi sebagai
penguat dari hukum-hukum yang terkandung dalam al-Quran (mu’akkid),
menerangkan dan menjabarkan hukum-hukum tersebut (mubayyin), dan
menetapkan sendiri hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran.
Muhammad ‘Aj3j al-Khatib, Ushiil al-Hadits , (Beirut : Dar al-Fikr, 1975), h.
50



tentang hukum Islam, fatwa menjadi sebuah keniscayaan. Lebih
jauh, fatwa merupakan upaya untuk mengantisipasi dan
menjawab tantangan-tantangan baru yang senantiasa muncul
sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi. Fatwa dan
perubahan sosial memiliki interaksi yang jelas. Secara
langsung atau tidak, fatwa tidak terlepas dari pengaruh
perubahan sosial, sedangkan perubahan sosial tersebut selalu
terjadi dan tidak bisa dihindari.

Proses fatwa, yang penulis sebut sebagai suatu
keniscayaan itu, telah terjadi sejak masa Nabi SAW sampai
sekarang. Perjalanan fatwa sebenarnya tidak bisa dilepaskan
dari sejarah ijtihad yang juga sudah terjadi semenjak zaman
Nabi SAW. Hubungan fatwa dan ijtihad tidak bisa dipisahkan
karena salah satu syarat mufti, menurut al-Mahalli, (w. 864H))
adalah mujtahid,3 yaitu sudah memenuhi syarat-syarat tertentu
berdasarkan kaidah ushul figh atau menguasai ilmu ushul figh
itu sendiri.# Ini berarti bahwa fatwa merupakan satu keputusan
hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid,
(tentunya sesuai dengan tingkatan-tingkatan mujtahid). Akan
tetapi, di sisi lain Muhammad AbG Zahrah (w. 1974 M)
mengatakan bahwa fatwa merupakan sesuatu yang lebih
khusus dari ijtihad, di mana ijtihad menjawab persoalan-
persoalan yang sudah terjadi dan belum terjadi, sementara

3Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli al-Sya fi’i, Syarh al-
Waraqat fi ‘Ilm Ushill al-Figh, (Riyadh: Maktabah al-Nizar Musthafa al-Babi,
1996), cet. Ke-1, h. 139

4Ushul figh sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri memang belum
muncul pada masa Nabi SAW, dan sahabat, tetapi benih-benih ilmu ushul
figh itu sudah ada semenjak masa Nabi dan sahabat karena pada masa itu
sudah terjadi ijtihad. Menurut ‘Ali Hasab Allah SWT, para hakim dan mufti
dari kalangan sahabat dapat dipastikan memiliki pengetaahuan yang
mendalam tentang bahasa Arab, sebab-sebab turunnya al-Qur’an, rahasia-
rahasia pembentukan dan tujuan-tujuan hukum, karena mereka bergaul
dekat dengan Nabi SAW dan masa mereka pun dekat dengan kemunculan
risalah. Mereka memiliki ketajaman intuisi, tingkat intelektualitas yang
tinggi, cepat paham, dan berjiwa suci. Oleh karena itu mereka tidak lagi
memerlukan kaidah-kaidah itu dalam mengistinbathkan hukum dari
sumber-sumbernya, sebagaimana mereka tidak memerlukan kaidah-kaidah
bahasa Arab untuk mengetahui bahasa mereka. Lihat ‘Ali Hasaballah, Ushiil
al-Tasyri’ al-Isldmi, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1971), h. 6



fatwa hanya menjawab persoalan-persoalan yang sudah terjadi
saja, dan seorang faqih mestilah mengetahui hukum yang
hendak ditetapkan.5 Terlepas dari perbedaan antara fatwa dan
ijtihad di atas, yang jelas antara keduanya saling berhubungan
dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu ketika fatwa
dibicarakan, maka di dalamnya juga dibicarakan mengenai
ijtihad.

Fatwa dan ijtihad pada dasarnya merupakan sebuah
keniscayaan yang tidak dapat dibantah, karena peradaban
manusia senantiasa berkembang tiada henti, sementara tujuan
hukum adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia,
baik di dunia maupun di akhirat.® Kemashlahatan manusia,
yang menjadi tujuan hukum tersebut, tidak akan dapat
terwujud apabila hukum yang mengatur dan memberikan
jawaban atas masalah-masalah yang muncul akibat
perkembangan peradaban itu tidak dapat memberikan arah
dan mengaturnya. Mengenai hal ini, benar yang dikemukakan
Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) dalam kltabnya I'lam al-
Muvyaqql in, bahwa M&Y\j m_)‘!\ _).uu N L@A)u;\J ch}uﬂ\ ‘).ua_"a
2zl wldls JIsAY157 (perubahan dan berbedanya fatwa adalah
karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan
kebiasaan).

Pendapat Ibn al-Qayyim (w. 751 H) ini kemudian
dijadikan oleh pemikir hukum Islam kontemporer, seperti
Ahmad Zaki Yamani, sebagai sebuah kaedah pembaruan hukum
[slam. Menurutnya, produk hukum [baca; fatwa] dipengaruhi
oleh lingkungan dan perubahan masyarakat serta adat yang
berlaku pada suatu tempat.8 Seperti itu pula yang dikemukakan

5 Muhammad AbQ Zahrah, Ushill al-Figh, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabiy,
[t.th]), h. 401

6Lihat Izz al-Din al-Aziz bin 'Abd al-Salam, Qawd’id al-Ahkdm fi
al-Mashdalih al- Andm, (Beirut: Dar al-Jayl, 1980), juz ke-1, h. 1

7Ibn Qayyim al-Jauziyah, ditahqiq oleh Muhammad 'Abd al-Salam
Ibrahim, I'ldm al-Muwaqqi’in 'an Rabb al-'Alamin, (Beirut : Dar al-Kutub al-
'Ilmiyah, 1991), cet. Ke-1, Juzke-3 h. 11

8Muhammad Zaki Yamani, Syari'at Islam yang Abadi Menjawab
Tantangan Masa Kini, alih bahasa Mahyuddin Syaf, (Bandung : PT. Al-
Ma'arif, 1986), h. 38-39



oleh Farouq Abu Zeid, sebagaimana yang dikutip Amir
Syarifuddin, bahwa figh (hukum Islam) berkembang dan
berganti menurut kondisi setiap zaman dan situasi setiap
tempat.?

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa hukum
memiliki hubungan yang kuat dengan kondisi sosial
masyarakat. Tidak keliru bila Muhammad Siraj mengemukakan
sebuah teori bahwa keberhasilan suatu hukum adalah
kemampuannya dalam menyeimbangkan dan
mengkompromikan antara kepentingan-kepentingan sosial di
satu sisi dan tuntutan pemikiran figh di sisi lain0. Sejumlah
pandangan di atas memberikan petunjuk bahwa hukum
memiliki hubungan yang kuat dengan kondisi sosial
masyarakat. Sifat hukum yang berubah dan berkembang itu
ditopang oleh ijtihad dan fatwa.

Perubahan sosial yang tidak pernah berhenti,
menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan
hukum Islam yang ditandai dengan fatwa dan ijtihad.
Perkembangan hukum Islam tersebut terjadi sesuai dengan
tuntutan zaman dan keadaan di mana hukum itu diberlakukan
serta kecenderungan mujtahid dan mufti yang melakukannya.
Perkembangan ijtihad dan dan fatwa tersebut antara lain dapat
dilihat dari sejarah perkembangan atau periodesasi pembinaan
hukum Islam itu sendiri yang sudah dimulai sejak masa
Rasulullah SAW.

Menurut ‘Abd al-Wahhab Khalaf (w. 1955 M), sejarah
perkembangan hukum Islam dapat dibagi kepada empat
periode; yaitu periode Rasul SAW, periode sahabat, periode
keemasan hukum Islam, yaitu pada era imam-imam mujtahid,
dan terakhir periode jumud dan taqlid. 1! Sedangkan Manna' al-
Qaththan membaginya kepada enam periode; yaitu periode

Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, (
Padang : Angkasa Raya, 1993.),h. 118

10Muhammad Siraj, Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan, dalam
Johannes dan Syamsul Anwar, Islam Negara dan Hukum, (Jakarta : INIS,
1993), h.105

11‘Abd al-Wahhab Khallaf, Khuldshah Tarikh al-Tasyri' al-Islami,
(Kuwait: Dar al-Qalam, 1971), h.8



Rasul SAW (sampai tahun 11 H), periode al-khulafa" al-rasyidin
(11- 40 H), periode shighar al-shahabat dan kibar al-tabi’'in (41
H sampai awal abad II H), periode perkembangan figh dari awal
abad II H sampai pertengahan abad IV H, periode
perkembangan figh dari pertengahan abad IV H sampai
runtuhnya Baghdad tahun 656 H, dan terakhir periode
perkembangan figh dari keruntuhan Baghdad sampai
sekarang.1? Terlepas dari perbedaan di atas, agaknya periode
perkembangan hukum Islam versi Manna' al-Qaththan lebih
mencakup kepada perkembangan hukum Islam sampai
sekarang.

Periode awal, dimulai sejak masa kerasulan Muhammad
SAW sampai ia wafat. Pada periode ini kekuasaan untuk
menetapkan hukum sepenuhnya berada di tangan Nabi SAW.
Sumber hukum pada masa ini adalah al-Quran dan Sunnah.
[jtihad pada masa ini sebenarnya sudah dilakukan oleh para
sahabat, khususnya ketika ketika mereka dihadapkan pada
kasus yang belum diketahui hukumnya dan mereka tidak dapat
bertanya langsung kepada Nabi, karena jarak terjadinya kasus
itu jauh dari tempat Nabi. Namun, ijtihad sahabat itu akhirnya
dikonfirmasikan kembali kepada Nabi. Selain itu, ada pula
sahabat yang diperintahkan oleh Nabi berijtihad lalu disetujui
oleh Nabi, inilah yang kemudian disebut sunnah tagqririyah.

Periode kedua adalah periode al-khulafd™ al-rasyidin
(disebut juga dengan periode penafsiran dan fatwa). Masa ini
dimulai sejak wafatnya Nabi tahun 11 H sampai akhir masa
kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib (w.40 H). Periode ini
merupakan tahap awal dalam penafsiran-penafsiran nash dan
tumbuhnya jiwa ijtihad yang sempurna karena permasalahan
umat Islam semakin komplit seiring dengan luasnya wilayah
Islam sehingga melahirkan fatwa-fatwa sebagai konsekwensi
dari ijtihad. Tindakan sahabat pada periode ini bukan hanya
melestarikan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi, akan tetapi
lebih jauh sahabat mempunyai peranan yang sangat penting
artinya dalam mengembangkan figh ke berbagai wilayah Islam

12Manna’ al-Qaththéan, Tarikh al-Tasyri’ al-Isldmi, (Riyadh: Maktabah
al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tauz?’, 1992).,, h. 24



karena banyaknya timbul masalah baru yang tidak ada
hukumnya dalam nash.

Para sahabat yang mempunyai ilmu yang komprehensif,
baik ilmu bahasa Arab, asbabun nuzul, dan sebagainya, dan
karena lama bergaul dengan Nabi SAW serta sering melihat
dan mendengarkan bagaimana cara Nabi SAW dalam
memutuskan suatu hukum, selalu menyikapi masalah hukum
ini dengan merujuk kepada al-Qur’an dan sunnah. Akan tetapi
adakalanya persoalan hukum yang timbul tidak ditemukan
secara eksplisit dalam nash, tetapi secara implisit ditemukan
dengan memahami kandungan ayat al-Qur'an dan hadis.

Periode ketiga, ditandai dengan tumbuhnya figh sebagai
suatu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarnya para
sahabat ke berbagai daerah sejak masa al-khulafa® al-rasyidin,
mengakibatkan munculnya berbagai ijtihad dan fatwa hukum
yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tiap
daerah memiliki ciri figh sendiri, sesuai dengan situasi dan
kondisi masyarakatnya. Dari perkembangan ini dikenal
madrasah al-‘Irdq dan madrasah al-Kufah di satu pihak dan
madrasah Makkah dan madrasah Madinah di pihak lain.
Madrasah ‘Irdq dan madrasah Kufah disebut juga dengan
madrasah ahl al-ra'yi. Sedangkan madrasah al-Hijdz, Makkah
dan Madinah, dikenal juga dengan madrasah ahl al-hadits.

Periode keempat, dimulai sejak awal abad kedua sampai
dengan abad keempat Hijriyah. Dalam sejarah peradaban Islam,
periode ini termasuk ke dalam periode kemajuan Islam
pertama (700-1000 M).13 Salah satu ciri khas dari periode ini
adalah semakin meningkatnya semangat ijtihad di kalangan
ulama. Pada periode inilah munculnya ulama-ulama mazhab
terkenal seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik ibn
Anas (w. 179 H), Imam al-Syafi'l (w. 204 H), dan Imam Ahmad
ibn Hanbal (w. 241 H).

Periode kelima, dimulai dari pertengahan abad keempat
sampai pertengahan abad ketujuh Hijriyyah. Periode ini
ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad di kalangan

13 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Barbagai Aspeknya, (Jakarta :
Bulan Bintang, 1974) Jilid I, hlm. 12



ulama. Para ulama lebih banyak berpegang pada hasil dan
metode ijtihad yang telah dilakukan oleh imam madzhab
mereka masing-masing. Sekalipun ada ulama yang berijtihad,
ijtihadnya tidak terlepas dari prinsip madzhab yang dianutnya.
Mujtahid seperti ini dikenal dengan mujtahid fi al-madzhab,
dan paling tinggi berstatus sebagai mujtahid al-muntasib, yaitu
mujtahid yang berijtihad berdasarkan metode istinbath yang
disusun imam madzhabnya. Periode ini dalam sejarah
perkembangan figh sejalan dengan periode taklid. Pada periode
ini ulama lebih banyak memberikan penjelasan terhadap
kandungan kitab-kitab figh yang telah disusun dalam mazhab
mereka masing-masing. Penjelasan yang dibuat bisa berupa
mukhtasar (ringkasan) dari buku-buku yang mu'tabar
(standar) dalam mazhab atau memberikan komentar terhadap
kandungan buku tersebut.

Periode keenam, periode terakhir, merupakan kelanjutan
dari periode sebelumnya, yaitu periode taqlid sampai sekarang.
Di samping itu, upaya kodifikasi figh pada masa ini semakin
berkembang luas, sehingga berbagai negara muslim memiliki
kodifikasi hukum tertentu dan dalam mazhab tertentu dalam
hukum. Adanya kontak yang semakin intensif antara negara-
negara muslim dengan negara-negara Barat mengakibatkan
pengaruh hukum Barat sedikit demi sedikit masuk ke dalam
hukum-hukum yang berlaku di negara-negara muslim.1#

Pada periode terakhir ini tampil tokoh-tokoh pemikir
[slam, ulama pembaharu, yang menyerukan digalakkannya
kembali gerakan ijtihad dan fatwa untuk menjawab berbagai

14Misalnya perkembangan hukum di Mesir pasca penaklukkan
Napoleon Bonaparte, yaitu sejak tahun 1801 M (setelah berakhirnya
ekspedisi Napoleon Bounaparte dari Perancis) saat mana telah tumbuh
kontak yang intensif antara peradaban Islam dengan peradaban barat. Hal
ini ditandai dengan penerimaan hukum Perancis oleh Mesir yang mencakup
undang-undang hukum pidana, hukum dagang, dan hukum maritim, serta
dibentuknya sistem peradilan sekuler guna menerapkan undang-undang
tersebut. Bahkan untuk masa selanjutnya perkembangan hukum dalam
lembaga-lembaga peradilan ditentukan oleh pengaruh Barat yang kemudian
mendikte Islam. Lihat Noel ]. Coulson, History of Islamic Law, terj. Hamid
Ahmad, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, (Jakarta: P3M, 1989), h. 64
danh. 175



masalah baru yang ditimbulkan oleh adanya kemajuan pesat di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat begitu
banyaknya tokoh-tokoh ulama yang muncul pada periode ini,
penulis hanya akan mengemukakan beberapa di antaranya,
seperti; ibn Taimiyyah (w. 728 H/1327 M), ibn al-Qayyim al-
Jauziyyah (w. 751 H/1350 M), Jamaluddin al-Afghani (w. 1897
M), Sayyid Muhammad Khan (w. 1898 M.), Sayid Ameer Ali (w.
1928 M), Muhammad Abduh (w. 1905 M), Muhammad Rasyid
Ridha (w. 1935 M), dan Mahmid Syaltht (w. 1963 M).
Demikian juga muncul ulama-ulamadan pemikir kontemporer
yang cukup tinggi perhatiannya kepada pembaharuan serta
ijtihad dan fatwa seperti Sayyid Sabiq (w. 1419 H/2000 M),
Muhammad Abl Zahrah (w. 1974 M), KH. Ahmad Dahlan (w.
1943 M), Ahmad Hassan (w. 1982 M), KH. Ahmad Surkati (w.
1943 M), Hamka (w.1981 M), Muhammad Nashir al-Din al-
Albani, (w. 1420 H/1999 M), Abdullah ibn Baz (w. 1420
H/1999 M), Harun Nasution (w. 1998 M), Amir Syarifuddin (l.
1937 M), dan Ylsuf al-Qaradhawi (. 1926 M), dan lain
sebagainya.

Pentingnya ijtihad dan fatwa dalam menghadapi
masalah-masalah hukum Islam tidak hanya dimunculkan oleh
ulama-ulama kontemporer secara pribadi, tetapi di berbagai
wilayah Islam bermunculan lembaga-lembaga fatwa yang
bertugas memberikan fatwa kepada umat Islam terhadap
masalah-masalah yang mereka hadapi, baik lembaga resmi
negara maupun lembaga khusus yang dimiliki oleh organisasi-
organisasi Islam. Di Mesir muncul lembaga fatwa Majma’ al-
Fatdwad al-Azhar dan Majma’ al-Buhtits al-Isldmiyah, sedangkan
di Arab Saudi dan beberapa Negara Islam lainnya terdapat
lembaga fatwa yang dibentuk oleh pemerintah. Tidak
ketinggalan di Indonesia juga muncul lembaga fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul
Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah
Persatuan Islam (Persis), dan sebagainya, dengan metode atau
manhaj yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa
sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan
agamanya, mengingat aturan-aturan yang terdapat dalam al-
Qur'an dan Sunnah secara eksplisit tidak dapat menjelaskan



secara rinci persoalan-persoalan yang dihadapi di dunia
modern ini.

Untuk melakukan ijtihad dan fatwa, salah satu hal
terpenting yang perlu diperhatikan oleh mujtahid dan mufti
adalah mengusahakan bagaimana terwujudnya tujuan hukum
[slam, yaitu maslahah. Seorang mujtahid atau mufti tentunya
mesti mengaplikasikan teori yang dapat mewujudkan tujuan
tersebut, dalam hal ini adalah teori mdqdshid al-syari’ah (tujuan
penetapan hukum Islam).

Kajian madqashid al-syari’‘ah merupakan sesuatu yang
penting dalam istinbath hukum Islam. Menurut teori ini,
seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya
bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan. Berdasarkan
hasil penelitian ulama sebelumnya terhadap seluruh ketentuan
Allah SWT dan Rasul-Nya, seperti al-Juwaini (w. 478 H), al-
Ghazali (w. 505 H), al-Qarafl (w. 684 H), al-Syathibi (w. 790 H),
dan lainnya, secara induktif (al-istigra’) ditemukan tujuan-
tujuan asasi penetapan hukum Islam itu, yang pada intinya
hendak mewujudkan kemaslahatan dengan keharusan
memelihara lima kebutuhan fundamental dalam kehidupan
manusia, baik di dunia maupun akhirat. Dalam istilah ushul
figh, lima kebutuhan fundamental itu dikenal dengan al-
dhartiriyyah al-khams, yang mencakup pemeliharaan terhadap
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pada tahap selanjutnya, ulama membagi pemeliharaan
lima kebutuhan dasar itu kepada tiga tingkatan; yaitu tingkatan
dharitriyyah, hdjiyyah, dan tahsiniyyah.'> Berbedanya tingkatan

15Tiga tingkatan maslahah itu secara ringkas dapat disebutkan sebagai
berikut: Pertama; dharuriyah, yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk
menjamin kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang termasuk
kategori dharuriyah adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta [atau biasa juga dikenal dengan al-dharuriyah al-khams]. Kedua;
hajiyat, yaitu segala seuatu yang diperlukan untuk menolak kemudaratan
menurut Kebiasaannya dapat menimbulkan kesulitan dan kesusahan untuk
memenuhi tuntutan, seperti rukhsah dalam bidang ibadah, jual beli salam
dalam bidang muamalah, membayar diyat (denda) bagi pembunuhan tidak
sengaja ataupun telah sengaja yang telah dimaafkan oleh keluarga korban.
Ketiga; tahsiniyah, (kamaliyah) yaitu mengambil sesuatu hal yang dianggap
baik menurut adat dan menjauhi sesuatu yang dianggap keji (buruk) dengan



tersebut disebabkan oleh karena berbedanya kebutuhan
manusia. Tetapi yang sangat penting dari teori ini adalah
bahwa seluruh penetapan hukum Islam harus mengacu kepada
kemaslahatan, tentunya sesuai dengan tingkatan-tingkatan di
atas.

Pada era kontemporer ini, di antara tokoh yang cukup
serius memperhatikan masalah mdqdshid al-syari’ah sekaligus
banyak memberikan fatwa adalah Yisuf al-Qaradhawi (1. 1926
M). Ia termasuk salah seorang tokoh pemikir pembaharu yang
secara serius memfokuskan perhatiannya terhadap hukum
[slam. Fatwa-fatwanya secara khusus telah dibukukan dengan
judul Min Hadyi al-Islim Fatawad al-Mu’dshirah, di samping
tulisan-tulisannya yang lain yang cukup banyak memuat
ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Dalam pernyataannya, Ylsuf al-Qaradhawi mengatakan:
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"Orang-orang yang membaca karya-karyanya dalam bidang
figh atau tulisan yang mengarah ke sana akan menemukan
perhatian saya terhadap maqashid al-syari'ah".

[a mencontohkan beberapa tulisannya yang banyak
mengandung mdqdshid al-syari’ah, seperti al-Madkhal li
Dirasah al-Syari’ah al-Isldmiyyah (Pengantar Studi Islam), Kaifa
Nata’dmal ma’a al-Qurdn al-‘Azhim (Bagaimana Cara
Mengamalkan al-Qur'an), Kaifa Nata’dmal ma’a al-Sunnah al-
Nabawiyyah (Bagaimana Mengamalkan Hadis Nabi), al-Siydsah
al-Syar’iyyah fi Dhau’ Nushis al-Syart'ah wa Magqdshidiha
(Politik Islam Menurut Bimbingan Syar'iat dan Tujuannya),

pertimbangan akal sehat, dengan istilah lain adalah akhlak yang baik dan
terpuji dalam pandangan akal sehat. Contohnya adalah keharusan
membersihkan pakaian, tempat dan badan ketika hendak shalat, serta
berharum-haruman dalam ibadah. Dalam bidang adat seperti tatakrama
makan dan minum. Dalam bidang muamalah seperti larangan menjual najis,
dan dalam bidang jinayah seperti larangan membunuh wanita dan anak-
anak dalam peperangan. Ibrahim ibn Misa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki
Abi Ishaq al-Syathibi, al-Muwdfaqadt fi Ushiil al-al-Syari'ah, (Mesir: Maktabah
al-Tijariyah al-Kubrj, [t.th]), juz ke-2, h. 8-11

16Y{suf al-Qaradhawi, Dirdsah fi Figh Mdqdshid al-Syari’ah Bain al-
Magqashid al-Kulliyyah wa al-Nushils al-Juz'iyyah, (Kairo: Dar al-Syurig,
2008), cet ke-3,h. 13



Syari’ah al-Isldm Shdlihah li Tathbiq fi Kulli Zamdn wa Makan
(Syariat Islam Cocok Untuk Diterapkan pada Setiap Masa dan
Tempat), Taysir al-Figh fi Dhau’ al-Qur’dn wa al-Sunnah
(Konsep Kemudahan dalam Figh Menurut Bimbingan al-Qur an
dan Sunnah), Madkhal Ii Ma'’rifah al-Islam (Mengenal Islam
Sebuah Pengantar), Fi Figh al-Awlawiyyat (Figh Prioritas), Fi
Figh al-‘Aqaliyydt (Figh Minoritas), dan F1 Figh al-Dawlah f7 al-
Islam (Figh Negara dalam Islam). Di samping itu juga dapat
dijumpai perhatiannya terhadap mdgqdshid al-syari’ah dalam
karyanya al-Haldl wa al-Hardm fT al-Isldm (Halal dan Haram
dalam Islam), Figh al-Zakdh (Figh Zakat), dan Fatdwd al-
Mu’dshirah (Fatwa-fatwa Kontemporer),1” dan beberapa karya
lainnya.

Yasuf al-Qaradhawi pada awalnya merupakan sarjana
akidah filsafat dan tafsir hadis lulusan Universitas al-Azhar.
Akan tetapi sebagai seseorang da'i pada masanya, jamaah
sering menanyakan tentang masalah-masalah hukum Islam.
Hal ini membuat dirinya terpacu untuk mendalami hukum
[slam itu sendiri.!® Pengetahuannya tentang metodologi tafsir
dan hadis ditambah dengan keahlian dalam bidang akidah dan

17]pid., h. 13-14

18YQsuf al-Qaradhawi, Min Hadyi al-Islim Fatdwd al-Mu’dshirah,
(Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), jilid I, cet. Ke-9, h. 5. Apa yang dialami oleh
Y@suf al-Qaradhawi hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Abu
Hanifah, walaupun dengan alasan yang berbeda. Menurut Abd al-Halim al-
Jundi, pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang tokoh ulama kalam dan
ahli dalam berdebat dalam masalah teologi (sarjana teologi dan filsafat).
Kemudian ia “hijrah” menfokuskan dirinya kepada ahli hukum Islam. Lihat
Abdul Halim al-Jundi, Abii Hanifah Birath al-Hurriyyah wa al-Tasd@muh,
(Kairo: [tp], 1996), h. 10. Menurut Muhammad Abu Zahrah, agaknya kondisi
ini dilatarbelakangi oleh situasi kota Kufah waktu itu di mana ulama-
ulamanya lebih cenderung memusatkan perhatian kepada ilmu kalam
dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Abu Zahrah mengatakan bahwa
sebelum Islam masuk ke Irak di sana telah berkembang perselisihan dan
perdebatan akidah dalam agama Nashrani. Setelah Islam masuk dan
berkembang di sana terdapat pula kelompok-kelompok umat Islam yang
berbeda pemahaman tentang politik dan akidah seperti kelompok Sunni,
Syi'ah, Khawarij, Mu’tazilah, dan lain-lain. Lihat Muhammad Abu Zahrah,
Abil Hanifah Hayatuh wa ‘Ashruh wa Fighuh, (Kairo: Dar al-Fikr, 1947), cet.
Ke-2, h.20



filsafat sangat membantunya dalam menjawab persoalan
hukum Islam yang ditanyakan kepadanya. Perhatiannya
selanjutnya tercurah kepada hukum Islam sehingga pada
akhirnya ia mendirikan Fakultas Syariah di Qatar dan menjadi
dekan pertamanya.l?

Dari sebagian karya-karyanya dalam bidang figh dan
pemikiran dalam bidang ushul figh, seperti yang disebutkan di
atas, agaknya sudah cukup untuk menggambarkan bahwa
Yhsuf al-Qaradhawi cukup memahami ketentuan-ketentuan
hukum Islam, termasuk perhatian dan pemahamannya
terhadap magqdshid al-syari’ah.

Menurut Yiasuf al-Qaradhawi, teori maqdshid al-syari’ah
[dengan membagi pemeliharaan kebutuhan manusia kepada
tiga tingkatan; dharitriyyah, hdjiyyah, dan tahsiniyyah, dan
menghasilkan kulliyyah al-khams] yang dimunculkan oleh al-
Juwaini dan al-Ghazall dan kemudian disistematiskan oleh al-
Syathibi, merupakan pembagian rasional yang selalu
dibutuhkan oleh mujtahid ketika menetapkan hukum atau
ketika melakukan studi komparatif terhadap beberapa hal yang
kontradiktif. Hal ini sebagaimana diungkapkannya sebagai
berikut:
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"Maka pembagian rasional ini akan selalu dibutuhkan oleh
seorang mujtahid untuk menetapkan hukum terhadap
persoalan-persoalan yang terjadi dan dalam melakukan
perbandingan ketika terjadi perbedaan pendapat dalam satu
masalah".

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi
tidak berbeda secara umum dengan ulama-ulama
pendahulunya dalam penerimaan konsep magqdshid al-syari’ah.

19 ‘Isham Tallmah, Manhaj Figh Yisuf al-Qaradhdwi, judul asli, al-
Qaradhdawi Fagihan, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2001), h. 3. Juga Musthafa Malaikah, Manhaj Dakwah Yiisuf al-Qarddhdwi,
Harmoni Antara Kelembutan dan Ketegasan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2001), cet. Ke-1,h. 5

20Y{suf al-Qaradhawi, Dirdsah fi Figh...op.cit., h. 29



Salah satu contoh fatwa Ydsuf al-Qaradhawi adalah

tentang ‘amaliyah al-istisyhdd (mencari syahid dengan bom
bunuh diri). Menurutnya, secara mendasar tindakan bunuh diri
merupakan sesuatu yang dilarang agama, akan tetapi dalam
situasi-situasi tertentu tindakan bom bunuh diri merupakan
sebuah keniscayaan dalam memperjuangkan Islam. Dalam
fatwanya ini, ia mencontohkan kebolehan bom bunuh diri yang
dilakukan oleh pejuang Palestina dalam menghadapi tentara
Israel. Salah satu jawaban yang diberikannya adalah:
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"Tidak dapat dikatakan bahwa tindakan mereka (melakukan al-
intihar/bom bunuh diri) sebagai perbuatan yang menjatuhkan
diri ke dalam kebinasaan sebagaimana penilaian sebagian
orang, justru perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang
disyariatkan dan terpuji dalam berjihad yang ditujukan untuk
menghalau musuh dan membunuhnya serta membuat yang
lainnya merasa gentar serta menambah semangat kaum
muslimin".

Dengan demikian terlihat bahwa argumen Yusuf Al-
Qaradhawi menunjukkan bahwa tindakan tersebut sudah
sesuai dengan tuntutan agama walaupun harus mengorbankan
satu dua orang pejuang. Kematian satu dua orang dalam
tindakan bom bunuh diri tersebut akan mengakibatkan
hidupnya kaum muslimin yang begitu banyak dan terjaganya

21Lebih lengkap, lihat Yasuf al-Qaradhawi, Min Hadyi al-Isldm Fatdwa
al-Mu’dshirah, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), jilid ke-3, h. 503-510 .Majelis
Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa pada dasarnya
amaliyah al-istisyhad (tindakan untuk mencari kesyahidan) adalah sesuatu
yang dibolehkan dan bagian dari jihad yang dilakukan di daerah perang (dar
al-harb) untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian yang lebih besar di
pihak musuh yang bisa saja mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. Akan
tetapi amaliyah al-istisyhdd berbeda dengan bom bunuh diri. Dalam
fatwanya MUI memutuskan bahwa bom bunuh diri hukumnya haram
karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan dan
mencelakakan diri sendiri, baik dilakukan di daerah damai maupun di
daerah perang.



agama dari gangguan kaum kafir. Apalagi dengan tindakan itu
akan membuat musuh menjadi gentar dan takut.

Dari fatwanya ini, agaknya maqdshid al-syari’ah yang
dikedepankan  oleh  al-Qaradhawi adalah  menjaga
kemaslahatan agama didahulukan daripada kemaslahatan
individu dalam bentuk bersedia mengorbankan nyawa sendiri
demi melindungi agama. Apabila dilihat dari sisi kemaslahatan
yang ingin diwujudkan oleh Islam sebagai agama rahmat, bom
bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam,
walaupun dianggap mendatangkan kemaslahatan, tetapi
kemaslahatan yang ingin diwujudkan itu sepertinya
bertentangan dengan nash, yaitu larangan membunuh diri,?22
dan kemaslahatan inilah yang agaknya dikategorikan oleh
ulama sebagai maslahah al-mulghah dan tidak dilegalkan oleh
mayoritas ulama figh.

Fatwa-fatwa, yang menurut Yiasuf al-Qaradhawi, dapat
menghasilkan kemaslahatan ternyata sebagiannya mendapat
respon yang tidak baik dari ulama-ulama lainnya. Pada
dasarnya ulama-ulama yang menolak sebagian fatwa-fatwanya
juga memahami teori magqdshid al-syari’ah yang sudah
dikemukakan oleh ulama sebelumnya, tetapi mereka tidak
mendapatkan penerapan magqdshid al-syari’ah yang sesuai
dengan tujuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa tersebut.
Penentangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara Arab, tapi
juga terjadi di Indonesia. Misalnya fatwa tentang demokrasi
yang banyak ditentang oleh ulama-ulama Arab,?3 ‘amaliyah al-
istisyhdd, hisab dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan

22Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang melarang bunuh diri, di
antaranya QS al-Nisa" ayat 29, artinya, “dan janganlah kamu membunuh
dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”; juga dalam surat
al-Baqarah ayat 195, artinya, “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu
sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

23Dji antara antara ulama Arab yang menentang pemikiran hukum
Yisuf al-Qaradhawi adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Manshfr al-‘Udaini
al-Yamani, Syekh Mugbil ibn Hadi al-Wadi’i, Syekh Ahmad ibn Yahya al-
Najmi, Syekh Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Washabi, Syekh
Muhammad ibn Abdullah al-Imdm, dan Syekh ‘Abd al-‘Aziz ibn Yahya al-
Bura'i. Dikutip dari Maktabah al-Sunnah, http.//www.assunnah.ejb.net.



Idul Fitri, mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk
agama lain, dan sebagainya.

Berdasarkan pemikiran demikian, agaknya fatwa yang
dilahirkannya dengan berpedoman kepada teori maqdshid al-
syart’ah perlu disikapi dengan seksama. Di satu sisi hukum
menghendaki kemaslahatan, tetapi sebagian hasil dari
fatwanya seolah-olah tidak mewujudkan kemaslahatan itu.
Namun demikian, tentu dari segi yang lain fatwa Yasuf al-
Qaradhawi tentang ‘amaliyah al-istisyhdd ini mempunyai
dampak positif, di antaranya untuk menyemangati pejuang
Palestina dalam mempertahankan tanah kelahiran mereka.

Tulisan ini akan melihat praktek maqashid al-syari'ah
yang dilakukan oleh Yasuf al-Qaradhawi, dan melihat fighnyq
dari figh maqashid yang dikedepankannya dengan fokus
penelitian terhadap penerapan teori maqdshid al-syari’ah
dalam fatwa-fatwanya. Kajian terhadap hal ini akan penulis
sajikan dengan mengangkat beberapa hasil keputusan
fatwanya dalam bidang hukum Islam yang meliputi bidang figh
ibadah, al-ahwalus al-syakhsiyyah, muamalah, jinayah, dan
siyasah. Dan selanjutnya melakukan analisis tentang fatwa-
fatwanya tersebut dalam mengaplikasikan magqdshid al-
syari’ah.

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan
sehubungan dengan masalah ini, antara lain; pertama, Yisuf al-
Qaradhawi adalah tokoh pembaru yang memiliki perhatian
hukum Islam dan sangat moderat,?* ini dibuktikan dengan
banyaknya buku-buku tentang hukum Islam yang telah
ditulisnya dengan nuansa moderat. Kedua, belum ditemukan
tulisan yang secara khusus menghubungkan fatwa-fatwanya
dengan teori maqashid al-syarf’ah, sehingga dengan tulisan ini
akan lebih menampakkan perhatian YGsuf al-Qaradhawi
terhadap aplikasi magqdshid al-syari’ah. Hal ini sangat beralasan
karena al-Qaradhawi memandang masih adanya usaha lain

24Pernyataan tersebut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian
Muchlis Bahar. Lihat Muchlis Bahar, Pemikiran Hukum Islam Moderat, Studi
Terhadap Metode lIjtihad Yisuf al-Qaradhawi Dalam Masalah-masalah
Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009), cet. [, h. 375



dalam menemukan magqdshid al-syari’‘ah (tujuan penetapan
hukum Islam), seperti penelitian terhadap 'illat hukum, di
samping teori magqdshid al-syari’ah yang sudah ada. Ketiga,
peneliti-peneliti terdahulu belum menfokuskan penelitiannya
terhadap aplikasi magqdashid al-syari’ah dalam fatwa-fatwa
Yisuf al-Qaradhawi. Diharapkan dengan pengambilan aspek
ini pemikiran hukum al-Qaradhawi tentang maqdshid al-
syart’ah dalam fatwa-fatwanya dapat diungkap secara jelas.

Dalam rangka melihat fatwa-fatwa yang dilahirkan oleh
Yusuf al-Qaradhawi di atas dalam hubungannya dengn
magqashid al-syari'ah, maka di sini dipakaikan istilah figh
maqashid. Hal ini karena dalam bukunya sendiri Yusuf al-
Qaradhawi memakai istilah ini, yaitu kitab Dirasah fi Figh
Maqashid al-Syari'ah. Artinya fatwa-fatwa yang dilahirkannya
mengacu kepada pencapaian maqashid al-syari'ah. Apabila
ditarik ke belakang, istilah figh maqashid memang tidak
ditemukan dalam literatur-literatur figh Kklasik, karena
dimungkinkan ulama-ulama sebelumnya sudah menganggap
cukup dengan istilah figh saja. Penyebabnya bisa jadi karena
figh yang dilahirkan oleh ulama  klasik  sudah
mempertimbangkan dan mengkaji secara mendalam
tercapainya aspek maqashid al-syari'ah dalam ijtihad-ijtihad
mereka. Oleh karena itu pemakaian kata maqashid tidak
diperlukan.

Di samping itu, pemakaian kata tambahan setelah kata
figh, merupakan temuan baru dari ulama kontemporer,
sehingga ada yang disebut figh maqashid, figh wagqi’, figh
awlawiyyat, figh agqalliyyat, figh taisir, figh mu'ashir, figh
lingkungan, figh peradaban, figh lughah, figh lintas agama, dan
berbagai peristilahan lainnya, di samping istilah-istilah lain
yang sudah lama dipakai, semisal figh ibadah, figh zakat, figh
mugqaran, figh munakahat, figh muamalat, figh mawaris, figh
jinayah, dan figh siyasah. Hal ini dimaksudkan untuk
memberikan kekhususan tersendiri dalam pembahasan figh
berkenaan dengan stressing yang dikedepankan dalam setiap
pembahasannya.

Penulisan buku ini, dengan mengambil tema fatwa-
fatwa Yusuf al-Qaradhawi dalam bidang figh dimaksudkan



untuk mengukur penerapan teori maqashid al-syari'ah yang
sudah disepakati oleh ulama sebelumnya dalam sebuah fatwa
(figh). Hal ini bukan berarti hanya fatwa-fatwa al-Qaradhawi
yang mengandung keberpihakan kepada maqashid al-syari'ah.
Kekhususan pengkajian terhadap fatwa-fatwanya karena
disinyalir besarnya perhatian al-Qaradhawi terhadap teori
magqashid al-syari'ah dalam setiap penetapan hukum yang
dihasilkannya. Hal ini tergambar dalam pernyataannya yang
secara tegas mengatakan hal yang demikian. Dengan demikian,
dengan mengambil sampel fatwanya diharapkan dapat untuk
memahami bagaimana seharusnya menetapkan sebuah hukum,
baik dalam bentuk fatwa maupun penetapan hukum secara
umum (figh).

Sesuai dengan judul buku ini, Figh Magqashid, pada
akhirnya diharapkan praktisi dan akademisi hukum Islam era
modern ini, baik yang berprofesi sebagai mufti, hakim,
mujtahid (dalam tingkatan yang memungkinkan), guru, dosen,
ustadz, dan ulama pada umumnya betul-betul memperhatikan
satu hal penting dalam penetapan hukum Islam, yaitu
tercapainya tujuan penetapan hukum Islam, yang dalam istilah
lainnya disebut magqgashid al-syari'ah. Selain itu diharapkan
agar praktisi dan akademisi hukum Islam tidak terlalu mudah
memberikan fatwa atau menetapkan hukum tanpa terlebih
dahulu mengkaji secara mendalam keterpenuhan maqashid al-
syari'ah dalam fatwanya itu. Di samping itu juga diharapkan
agar praktisi dan akademisi hukum Islam dapat memilah dan
memilih, setelah melakukan penilaian berbasis maqashid al-
syari'ah, terhadap fatwa-fatwa ulama yang muncul di tengah-
tengah masyarakat, dan tidak tertutup kemungkinan melihat
kembali figh-figh sebelumnya dalam hubungannya dengan
teori ini.

Penulis menyadari bahwa pekerjaan seperti ini memang
sulit, karena harus membolak-balik teori maqashid al-syari'ah
yang tersebar dalam berbagai karya ulama, khususnya kitab al-
Muwafaqat karya al-Syathibi. Namun setidaknya, sebagian kecil
dari pemikiran hukum ulama sebelumnya tentang masalah ini
sudah penulis muat dalam pembahasan berikutnya dalam buku
ini. Begitu juga dengan persoalan fatwa dan persyaratan-



persyaratan serta kode etik yang mesti dimiliki oleh seorang
mufti atau praktisi hukum. Pemikiran yang terus menerus
tentang ini tentunya harus menjadi perhatian serius, mengingat
banyaknya fatwa yang dimunculkan oleh ulama dan orang yang
mengatasnamakan dirinya ulama. Kemampuan dalam bahasa
Arab saja tidaklah mencukupi untuk melahirkan fatwa, atau
kemampuan menyampaikan ajaran agama (ustadz, muballigh,
da'i) tidak menjamin mereka dibolehkan melahirkan fatwa.
Apalagi terhadap persoalan-persoalan yang tidak terdapat
ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.
Jangankan untuk hal yang sifatnya baru, menyampaikan yang
sudah tertulis dalam kitab-kitab figh sebelumnya pun
memerlukan kepiawaian dan pertimbangan. Hal ini mengingat
tidak samanya masa dan kondisi yang dihadapi pada zaman
modern ini dengan kondisi di mana figh-figh itu dilahirkan.



BAGIAN KEDUA

BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI

A. Kelahiran dan Pendidikan Yisuf al-Qaradhawi

Yisuf al-Qaradhawi dilahirkan di sebuah kampung yang
bernama Shaft al-Turab, sebuah desa yang terdapat di Kota al-
Mahallah al-Kubra Propinsi Gharbiyyah, dengan Ibu Kota
Thanta, Republik Islam Mesir. Nama lengkapnya adalah Y{suf
ibn Abdullah al-Qaradhawi yang dilahirkan pada tanggal 9
September 1926,2> bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1345 H. Ia
dilahirkan dari sepasang suami istri yang taat beragama dan
dari sebuah tempat yang masyarakatnya cukup religius.
Menurut Muchlis Bahar, orang Indonesia sering salah dalam
menyebutkan “al-Qaradhawi”  untuk nama belakangnya,
padahal yang betul adalah “al-Qaradhawi”. Hal ini pernah
dikoreksinya ketika ia berkunjung ke Indonesia.2®

Perjalanan hidupnya semasa kecil cukup memilukan,
karena ayahnya yang seorang petani sudah meninggal dunia
ketika Yasuf al-Qaradhawi berusia 2 tahun, dan untuk
selanjutnya Yasuf al-Qaradhawi kecil dipelihara oleh pamannya
dan diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandungnya
sendiri, bergaul dengan anak-anak pamannya seperti saudara
kandungnya sendiri, dan untuk selanjutnya dididik dan
disekolahkan oleh pamannya.2”

Z5Muhammad al-Majdzib, ‘Ulamd' wa Mutafakkiriin, (Beirut: Dar al-
Nafa'is, 1977), h. 439. Lihat juga Sulaiman ibn Shalih al-Khurasyi, al-
Qaradhawi fi al-Mizan, (Saudi Arabia, Dar al-Jawab, 1999), h. 8; juga ‘Isham
Talimah, Manhaj Figh Yisuf al-Qaradhdwi, judul asli, al-Qaradawi Faqihan,
terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 3. Juga
Musthafa Malaikah, Manhaj Dakwah Yiisuf al-Qarddhdawi, Harmoni Antara
Kelembutan dan Ketegasan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet. Ke-1, h.
xi

26Muchlis Bahar, Pemikiran Hukum Islam Moderat Studi Terhadap
Metode Ijtihad Yisuf al-Qarddhdwi dalam Masalah-masalah Kontemporer,
(Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009), cet. Ke-1, h. 122

Z7Abdurrahman Ali Bauzier, (ed.), Fatwa al-Qarddhdwi, Permasalahan,



Menurut Saepuloh, yang dikutipnya dari kitab ibn al-
Qaryah wa al-Kuttdb Maldmih Sirah wa Masirah, keluarga Ylsuf
al-Qaradhawi termasuk keluarga yang tidak terlalu besar. Hal
ini disebabkan karena ia hanya merupakan keturunan dari satu
orang, yaitu kakeknya yang sangat terkenal dengan nama Haji
‘Ali al-Qaradhawi. Ia termasuk salah seorang dari sebagian
masyarakat yang mampu melaksanakan haji, karena profesinya
sebagai pedagang. Keluarga YQsuf al-Qaradhawi termasuk
keluarga yang bermigrasi dari daerah lain. Asal usul nenek
moyangnya berasal dari sebuah daerah yang bernama al-
Qaradhah dan itulah sebabnya di belakang namanya
ditambahkan al-Qaradhaw1i.28

Yisuf al-Qaradhawl memulai pendidikan al-Qur'annya
pada usia lima tahun dengan memasuki lembaga pendidikan al-
Qur'an yang bernama al-Kuttdb, semacam pendidikan surau
atau Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di Indonesia. Di
sinilah ia mulai belajar menulis, membaca, dan menghapalkan
al-Qur’an. Pendidikan seperti ini tetap dijalaninya walaupun
pada umur tujuh tahun ia juga memasuki pendidikan formal,
semacam Sekolah Dasar, al-llzdmiyyah, di bawah kementerian
Pendidikan Mesir. Oleh karena itu sejak umur tujuh tahun
Yisuf al-Qaradhawi belajar di dua tempat, yaitu pada lembaga
al-Kuttab dan sekolah al-IlzGmiyyah. Pada lembaga al-Kuttab ia
belajar membaca dan menghapal al-Qur'an, sedangkan pada
sekolah al-llzdmiyyah ia mempelajari banyak hal, seperti
matematika, sejarah dan ilmu pengetahuan alam.2°

Suatu hal yang menarik dari Yasuf al-Qaradhawi adalah,
bahwa pada usia sepuluh tahun ia sudah hapal al-Qur‘an 30 juz,
dan sangat fasih melantunkan bacaan-bacaan ayat al-Quran,
baik dari segi tajwid dan iramanya. Oleh karena itu ia sudah
dipercaya untuk mengimami shalat berjamaah pada usia yang

Pemecahan dan Hikmah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), cet. Ke-1, h. 399
28Y{suf al-Qaradhawi, Ibn al-Qaryah wa al-Kuttdb, (Kairo: Dar al-
Syurtiq, 2002), h. 101. Juga Saepuloh, Figh Perempuan dalam Perspektif al-
Qaradhawi, (Jakarta: Perpustakaan UIN Syahid, 2001), h. 20. Tidak
diterbitkan
29Muchlis Bahar, Pemikiran..., op.cit, h. 122-123



relatif amat muda.3? Berkat kecerdasan dan kepandaiannya
dalam tilawah dan qiraat, maka masyarakat desanya
menyebutnya “Syekh Yasuf’,3! sebuah penghargaan untuk
orang yang tinggi ilmunya terhadap al-Qur an.

Setelah menamatkan sekolah dasar, dengan kondisi
ekonomi pamannya terbilang kurang mapan, ia tetap
melanjutkan pendidikannya ke madrasah menengah pertama
dan madrasah menengah umum di kota Thanta dengan biaya
yang pas-pasan, dan dapat diselesaikannya dalam waktu relatif
singkat. Kecerdasannya semakin nampak ketika ia berhasil
menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin Universitas
al-Azhar dengan yudisium terbaik yang diraihnya pada tahun
1952-1953. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya dengan
mengambil spesialisasi bahasa Arab Fakultas Bahasa Arab
Universitas al-Azhar selama dua tahun dan berhasil pula
menjadi sarjana terbaik dari lima ratus orang mahasiswa
waktu itu. Dari pendidikannya ini ia mendapatkan ijazah
internasional dan sertifikat mengajar.32

Pada tahun 1957 Yisuf al-Qaradhawi melanjutkan
studinya di Lembaga Tinggi Riset dan dan Pengajaran bahasa
Arab (Ma’had al-Buhiits wa al-Dirdsah al-‘Arabiyyah al-‘Aliyyah)
yang berada di bawah Liga Arab dan berhasil mendapat
diploma tinggi dari Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada tahun
yang sama ia juga melanjutkan pendidikannya pada Program
Pascasarjana Universitas al-Azhar, Kairo. Dari beberapa
jurusan yang ditawarkan kepadanya, yaitu tafsir hadis dan
akidah filsafat, Ylisuf al-Qaradhawi akhirnya memilih jurusan
tafsir hadis. Jurusan ini dipilihnya setelah mendapat
pertimbangan dari seniornya, Muhammad Y&suf Musa.
Menurut seniornya itu, yang merupakan dosen senior di
jurusan akidah filsafat, al-Qur'an dan hadis adalah sumber
utama ajaran Islam, sedangkan kajian akidah filsafat
sebenarnya hanya untuk mengikuti perkembangan pemikiran

30Isham Tallmah, Manhaj..., loc.cit.

3IMuhammad al-Majdzib, Ulama'..., op.cit, h. 440. Juga Muchlis Bahar,
Pemikiran..., op.cit, h. 123

32Muhammad al-Majdzb, ‘Ulama'..,, op.cit, h. 442-443



filsafat internasional dan filsafat kontemporer secara radikal
serta meluruskan kesalahan-kesalahan menurut pandangan
ajaran Islam. Materi ilmu filsafat bisa didapatkan melalui
bacaan-bacaan bebas, sedangkan tafsir hadis tidak begitu.
Muhammad YGsuf Misd juga menceritakan bagaimana
kepindahannya ke jurusan syari’ah setelah selama ini menjadi
dosen senior pada jurusan akidah filsafat.33

Pendidikannya pada tingkat magister pada jurusan
tafsir hadis dapat diselesaikannya pada tahun 1960, dan ia
satu-satunya mahasiswa yang lulus pada periode itu dengan
prediket amat baik. Selanjutnya ia melanjutkan studinya ke
tingkat doktor dan menulis disertasi yang berjudul al-Zakat f7
al-Islim.  Dalam  perkiraannya disertasi ini  dapat
diselesaikannya selama dua tahun, tetapi tertunda begitu lama,
tiga belas tahun, karena terjadi krisis politik di Mesir dan
mengharuskannya pindah ke Qatar. Setelah krisis mereda,
barulah ia merampungkan kembali disertasinya,
mengajukannya kembali, dan berhasil meraih gelar doktor
dalam bidang tafsir hadis dengan predikat amat baik pada
tahun 1973 M.34

Kepindahannya ke Qatar merupakan angin segar bagi
masyarakat Qatar, karena ia langsung diangkat menjadi imam
mesjid, guru, dan penceramah. Selanjutnya berkat
kerjasamanya dengan ‘Abd al-Mu’is ‘Abd al-Sattér, ia berhasil
mendirikan sekolah Ma’had al-Diniy, dan sekolah inilah yang
menjadi cikal bakal berdirinya fakuktas syari’ah Qatar. Fakultas
ini lebih lanjut berkembang menjadi Universitas Qatar dengan
berbagai fakultas di bawahnya. Pada tahun 1977 M Yusuf al-
Qaradhawi diangkat menjadi dekan pertama fakultas syari’ah
Qatar, dan ia juga diangkat menjadi Direktur Pusat Kajian
Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas tersebut.3>

Walaupun Ysuf al-Qaradhawi adalah seorang sarjana
tafsir hadis yang berasal dari fakultas Ushuluddin, tidak berarti

331bid., h. 447

34Muhammad al-Majdzlb, ‘Ulama'..., ibid., h. 43

35Muhammad al-Majdziib, Ulama’...,, ibid, h. 452. Juga Abdul Aziz
Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve,
1997), h. 1449



ia tidak memahami masalah-masalah hukum Islam. Dalam
pengantar bukunya Min Hadyi al-Islam Fatdwd Mu’dshirah, ia
menjelaskan bahwa sejak duduk di bangku sekolah lanjutan
pertama ia sudah aktif memberikan ceramah dan berkhutbah
di beberapa masjid di Thanta. Ia sering ditanya masalah-
masalah keagamaan, khususnya hukum Islam, sehingga
mendorongnya untuk lebih banyak membaca dan menelaah
buku-buku figh, ushul figh dan tarikh tasyri’. Buku rujukan
utamanya dalam masalah figh adalah Figh al-Sunnah karya
Sayyid Sabiq (w. 2000 M), dan ia sangat mengagumi buku itu.
Menurutnya metodologi yang ditawarkan oleh Sayyid Sabiq
berbeda dengan ulama lainnya, karena langsung merujuk
kepada al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan ulama-ulama lainnya,
seperti Abu Syuja’ (w. 593H) dengan karyanya Matn al-Ghdyah
wa al-Taqrib lebih mengarahkan kepada pendapat-pendapat
imam madzhab tertentu.3¢ Dan tentunya Yusuf al-Qaradhawi
kurang setuju dengan penekanan-penekanan terhadap
madzhab dalam menjawab permasalahan-permasalahan figh.
Sikapnya yang sepertinya tidak menganut madzhab
tertentu dalam figh tentu saja menimbulkan kritikan dari
ulama-ulama tempatnya berada. Dalam konteks ini ia pernah
berdebat dengan beberapa ulama di daerahnya. Untuk
menjawab permasalahan figh tersebut ia berargumentasi
dengan nash al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan ulama-ulama
lainnya berargumentasi dengan mengemukakan pendapat-
pendapat imam madzhab.37 [a berusaha meyakinkan ulama di
daerahnya bahwa ia tidak membenci madzhab, bahkan
sebaliknya sangat mengagumi pendiri-pendiri madzhab

36 Yiisuf al-Qaradhawi, Min Hadyi al-Isldim Fatdwa Mu’dshirah, (Kairo:
Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tawz?’, 2001), cet. Ke-9,jilid I, h. 6-7

37 Ibid. Pada dasarnya wajar saja ada kritikan dari berbagai ulama di
daerahnya pada waktu itu. Hal ini disebabkan oleh tradisi belajar agama,
khususnya figh, sejak awal sudah diarahkan kepada mazhab-mazhab
tertentu. Hal ini seperti yang pernah disampaikan oleh Harun Nasution,
bahwa ketika ia masuk Universitas al-Azhar, kepadanya diberikan pilihan
untuk mendalami mazhab-mazhab tertentu saja, tidak yang lain. Tentu saja
tradisi ini sudah begitu lama dan sampai saat ini masih tetap berlaku di
Universitas al-Azhar.



tersebut dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-
masing. Dalam salah satu pernyataannya ia menegaskan bahwa
ia berusaha untuk mengikatkan diri kepada semua mazhab
yang ada di dunia Islam, karena kebenaran itu tidak hanya
terdapat pada satu mazhab saja.38 la mengatakan seandainya
kita akan mengambil sebuah pendapat dari madzhab tertentu,
maka pengambilannya harus harus berdasarkan dalil dan
hujjah yang kuat. Tetapi jika mereka tidak memperhatikan
dalil-dalil, justru inilah yang selalu menimbulkan fanatisme
buta, meskipun mereka mengetahui bahwa pendapat tersebut
tidak memiliki hujjah yang kuat.3°

Sikapnya terhadap madzhab ini tetap dipertahankannya
sampai ia menjadi seorang ulama yang banyak melahirkan
ijtihad dan fatwa, walaupun tidak dapat diklasifikasikan kepada
mujtahid mandiri.#9 Walaupun dalam berbagai fatwanya sering
dikemukakannya berbagai pendapat ulama dalam masalah
yang dibahas, tetapi ia tidak terikat sama sekali dengan
pendapat-pendapat tersebut. Kalaupun ada pendapat yang
dipihnya berasal dari madzhab tertentu, ia mengemukakan
argumen yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah. Hal itu tidak
berarti ia mengikuti madzhab yang dipilihnya, tetapi dalil-dalil
yang dipakai oleh madzhab tersebut dari hasil kajiannya dapat
diterima untuk menjawab permasalahan yang ditanyakan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Yasuf al-
Qaradhawi sudah “menjadi seorang panutan umat” mulai dari
masa kecilnya, apalagi setelah ia dewasa dan berkiprah dalam
dunia Islam. Kecerdasannya sudah mulai nampak sejak ia
memulai pendidikan awalnya di madrasah al-Kuttdb dan
semakin berkembang seiring dengan perjalanan pendidikannya
sampai ia menjadi doktor.

38‘Isham Tallmah, Manhgj..., op.cit, h. 122-125

39]bid, h. 122-123

40Muchlis Bahar dalam penelitiannya mengatakan bahwa Yusuf al-
Qaradhawi tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori mujtahid mustaqil,
karena ia tidak mempunyai metode ijtihad tersendiri. Di samping itu ia juga
tidak tidak dapat dikategorikan mujtahid muntasib, karena ia tidak terikat
dengan metode pengambilan hukum imam madzhab tertentu. Lihat Muchlis
Bahar, Pemikiran..., op.cit, h. 374-375



B. Guru-guru Yuasuf al-Qaradhawi

Kepiawaian Yisuf al-Qaradhawi dalam berbagai bidang
keilmuan, khususnya figh, tentu tidak terlepas dari peranan
guru-guru yang pernah mengajarnya. Di dalam kitab Ibn al-
Qaryah wa al-Kuttdb, buku biografi yang ditulisnya sendiri,
Yhsuf al-Qaradhdwi menyebutkan nama-nama guru yang
mengajarnya dan ikut andil dalam membina pemikirannya.

Guru pertamanya adalah Syaikh Hamid yang
mengajarkannya menghapal al-Qur'an pada saat usianya lima
tahun.Kemudian dilanjutkan oleh Syaikh al-Bahi al-Khuli (w.
1977 M), pada saat ia menempuh pendidikan ibtida‘iyah di
Thanta. Kepada Syaikh al-Bahi ini Yasuf al-Qaradhawi belajar
beberapa bait sya'ir, geografi, dan mahfiizhah (kata-kata
hikmah dari ulama). Selain menjadi guru, Syaikh al-Bahi juga
beraktifitas sebagai da’i dan merupakan salah seorang sahabat
Hasan al-Banna (w. 1949 M).#1 Oleh karena itu tidak
mengherankan ketika usianya masih belia, al-Qaradhawi sudah
mengenal Hasan al-Banna dan ajaran-ajarannya.

Pada saat menempuh pendidikan di madrasah
ibtida'iyah ini, Yasuf al-Qaradhawi juga belajar ilmu nahwu dan
sharf. Gurunya adalah Syaikh Muhammad Sa’ad dan Syaikh
Rajab Zabadi (saudara iparnya). Dari kedua gurunya ini ia
berhasil menguasai ilmu nahwu dan sharf hanya sampai tingkat
kedua madrasah ibtida‘iyah. Pada tingkat ketiga dan keempat
ia tidak belajar nahwu dan sharf lagi, tetapi sudah mempelajari
matematika dan aljabar dari gurunya Syaikh ‘Abd al-Wahhab
Ghanim.#2 Dari pelajaran yang dituntutnya ini dapat dikatakan
bahwa ia cukup memahami ilmu matematika dan aljabar dan
tentunya sangat berguna dalam melahirkan ijtihad seputar
zakat dan waris.

Dalam bidang figh, YGsuf al-Qaradhawi sudah
mempelajarinya sejak berada pada tahun pertama ibtida’iyah.

“Yisuf al-Qaradhawi, Ibn al-Qaryah.., op.cit, h. 170. Syaikh
Muhammad al-Bahi merupakan salah seorang guru yang sangat dikagumi
oleh al-Qaradhawi karena kepintarannya dalam ilmu sastra dan ilmu
geografi. Lihat Muhammad al-Majdzib, ‘Ulama..., op.cit, h. 450-451

42Ytsuf al-Qaradhawi, Ibn al-Qaryabh..., op.cit, h. 179



Pada madrasah ini ia belajar kepada Syaikh Muhammad al-
Syandawi. Guru keduanya dalam bidang figh adalah Syaikh
Mahmd al-Diftar, yang mengajarkan figh madzhab Hanafi
kepadanya pada saat menduduki bangku tsanawiyah. Adapun
ilmu ushul figh baru didalaminya pada saat kuliah di al-Azhar
kepada Syaikh Thayyib Najjar.43

Di samping keilmuan di atas, YGsuf al-Qaradhawi juga
belajar ilmu balaghah (sastra Arab) yang mulai dipelajarinya
ketika berada pada tahun keempat tsanawiyah, gurunya
adalah Syaikh Mutawalli al-Sya’rawi (w. 1998 M). Ia juga
belajar ilmu tauhid kepada Syaikh Muhammad al-Baistin
sebelum menjadi Syaikh Universitas al-Azhar.#* Selain itu juga
belajar ilmu tauhid kepada Syaikh Shalih Syarf al-‘Isawi, Syaikh
Muhammad Y{suf dan Syaikh al-Syafi’ al-Zhawahiri.

Adapun tentang ilmu tafsir, Y@suf al-Qaradhawi
menimba ilmu dari Syaikh Muhammad Mukhtar Badir (salah
seorang Syaikh al-Azhar), seorang ahli tafsir dan mahir dalam
giraat dan sastra Arab. Gurunya dalam bidang tafsir yang
lainnya di al-Azhar adalah Syaikh Muhammad Amin Abd al-
Rauf.#> Dalam bidang ilmu hadis ia belajar kepada Syaikh
Muhammad Ahmadain dan Abd al-Hamid al-Syadzili.

Adapun dalam bidang ilmu sejarah, ia belajar kepada
Syaikh Abd al-Fatah Syahatah, Mahmd Fayyadh, dan Abu Zaid
Syalabi. Sedangkan dalam teori ilmu akhlak ia berguru kepada
Syaikh Abl Bakr Dzikri, dan dalam ilmu akhlaknya sendiri
diajarkan oleh Syaikh Manshir Rajab. Adapun dalam bidang
filsafat, al-Qaradhawl menerima pelajaran dari dua orang
dosen, yaitu Dr. Muhammad Ghalab, dosen al-Azhar yang
mengajarkan filsafat Timur dan Yunani, dan Dr. ‘Abd al-Halim
Mahmiid, yang mengajarkan filsafat Islam dan filsafat modern.
46 Selain itu ia juga belajar psikologi kepada Dr. Jamal al-Din,
dan belajar aliran-aliran dalam Islam kepada Syaikh ‘Ali al-
Gharabi.47

4]bid, h. 203

4“4Yiisuf al-Qaradhawi, Ibn al-Qaryah..., ibid, h. 394
45 Ibid., h. 395

46Saepuloh, “Figh..., op.cit, h. 28

47Y{suf al-Qaradhawi, Ibn al-Qaryah..., op.cit, h. 396



Nama-nama yang disebutkan di atas merupakan
sebagian guru-guru dan dosen-dosen yang pernah mengajar al-
Qaradhawi secara formal. Adapun secara non-formal ia
mempunyai guru-guru yang cukup banyak juga. Di antaranya
Syeikh Muhammad ‘Audan (ahli tasawuf), Dr. Muhammad al-
Bahi (w. 1977 M, ahli dalam bidang akidah filsafat), Syaikh
Muhammad YGsuf Misa (ahli hukum Islam, walaupun pada
awalnya ia adalah ahli filsafat), Syaikh Mahmid Syalthit (w.
1963 M, ahli hukum Islam dan seorang faqih yang terkenal di
dunia Islam), Syaikh Muhammad al-Ghazali (w. 1996 M, ahli
hukum Islam dan dakwah), Syaikh Sayyid Sabiq (w. 2000 M,
ahli hukum Islam),#® Syaikh Abdullah Darraz (w. 1932 M, ahli
hukum Islam), dan Hasan al-Banna (w. 1949 M, pendiri
Ikhawanul Muslimin).*9

Hubugannya dengan nama-nama tokoh yang disebutkan
terakhir bukan sebagai guru secara formal, tetapi ia
mengagumi tokoh-tokoh tersebut, berteman dengan mereka,
dan sering berkunjung dan berdiskusi dengan mereka sambil
menyerap keilmuan masing-masing. Kekagumannya di
antaranya disebabkan oleh kedudukan tokoh tersebut dalam
dunia ilmu pengetahuan dan karena sang tokoh aktif dalam
organisasi pergerakan Islam. Pengaruh tokoh-tokoh ini sangat
kuat dalam diri al-Qaradhawi, dan merekalah yang lebih

48Y{isuf al-Qaradhawi, Ibn al-Qaryah..., ibid, h. 398-399

“lkhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1968
bersama enam orang sahabatnya yang tertarik dengan materi dakwah al-
Banna. Keenam orang itu adalah Hafizh Abd al-Hamid, Ahmad al-Hushari,
Fu'ad Ibrahim, Isma’ll ‘1zz, Zaki al-Maghribi, dan ‘Abd al-Rahman Hasbullah.
Mereka menamakan organisasi ini dengan Ikhwanul Muslimin, dan
pusatnya di Isma'’iliyah, salah satu provinsi di Mesir. Organisasi ini didirikan
sebagai reaksi terhadap imperialisme Barat, terutama Inggris, yang
membawa paham sekularisme. Oleh karena itu diserukan kepada umat
Islam untuk membenci Inggris, bahkan mengusir mereka dari Mesir dan
wilayah-wilayah Islam lainnya. Karena pesatnya perkembangan organisasi
ini, pada tahun 1930 Hasan al-Banna memindahkan pusat organisasi ini ke
ibukota Mesir, Kairo. Lebih lengkap lihat ‘Ali Abd al-Halim Mahmiid,
Ikhwanul Muslimin Konsep Gerakan Terpadu, judul asli; Manhaj al-Tarbiyah
‘inda al-Ikhwan al-Muslimin, terj. Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press,
1997),jilid 1, h. 25-32



banyak mengarahkannya untuk menjadi seorang faqih, aktivis
dakwah, politik dan pergerakan Islam.

Di antara nama-nama di atas, agaknya Hasan al-Banna
(w. 1949 M) lebih banyak menginspirasi aktifitas Y@suf al-
Qaradhawi, di samping Sayyid Sabiq (w. 2000 M) dalam bidang
figh. Bahkan, Hasan al-Banna adalah tokoh yang paling
dikaguminya. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Yasuf al-
Qaradhawi. Menurutnya Hasan al-Banna adalah tokoh
kharismatik yang menggabungkan antara pemikiran
keagamaan dan politik, antara unsur spiritual dan semangat
jihad, antara idealisme dan pergerakan.’® Di samping itu
tulisan-tulisan Hasan al-Banna dikemas dengan bahasa yang
sederhana, menyenangkan, menyintuh akal dan hati, dan
mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Itulah
sebabnya al-Qaradhawi termasuk generasi penerus Hasan al-
Banna dan mewarisinya dalam mengembangkan dakwah dan
pergerakan Ikhwanul Muslimin.

Usahanya untuk menguraikan pokok-pokok pikiran
Hasan al-Banna (w. 1949 M) bukan berarti ia memandang al-
Banna sebagai seseorang yang bebas dari kesalahan (ma’shiim),
karena al-Banna sendiri juga mengatakan bahwa setiap
pendapat ulama boleh diikuti dan boleh pula ditinggalkan,
kecuali pendapat Nabi SAW. Dengan demikian al-Banna
termasuk moderat dalam menyikapi perbedaan pendapat.
Dengan mengemukakan pernyataan ini, sepertinya Ydsuf al-
Qaradhawi bukan “mendewakan” ajaran al-Banni, karena
dalam beberapa tulisannya ia juga membahas tentang metode
pendidikan dan dakwah al-Banna (al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa
Madrasah Hasan al-Bannd), dan hal itu dilakukannya untuk
memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada al-
Banna. Di samping itu ia juga menulis buku al-Hallu al-Islam

50 Y{suf al-Qaradhawi, Nahwa Wahdah Fikrah li al-‘Amilin li al-Islam
Syumiil al-Isldm, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), h. 7. Buku ini merupakan
karya al-Qaradhawi yang mengetengahkan tentang pokok-pokok pikiran
Hasan al-Banna dalam hal Syumiil al-Isldm (Islam sebagai ajaran yang
komprehensif). Dalam tulisannya ini al-Qarddhawi menyatakan bahwa
dalam prinsip Hasan al-Banna ajaran Islam merupakan sistem yang
komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.



Faridhah wa Dhariirah (Solusi Islam suatu Keniscayaan dan
Kebutuhan) yang di antaranya membantah pemikiran al-Banna
dalam mensukseskan dakwah dan pergerakannya. Dengan
demikian al-Qaradhawl memang benar seorang anggota
Ikhwanul Muslimin dan sangat mengagumi al-Bannj, tetapi ia
tidak fanatik secara membabi buta kepada al-Banna.

Aktifitasnya dalam pergerakan dan politik Ikhwanul
Muslimin sebenarnya sudah dimulainya sejak duduk di bangku
tsanawiyah di bawah asuhan gurunya Syaikh al-Bahi al-Khuli
(w. 1977 M). Bahkan ia sering mengikuti gurunya dan Hasan al-
Banna memberikan ceramah-ceramah di berbagai tempat di
kota Thanta. Kegiatannya sebagai aktifis [khwanul Muslimin
dibuktikannya dengan keaktifannya menggerakkan
demonstrasi-demonstrasi anti Barat dan Israel. Aktifitasnya ini
pernah membuatnya dimasukkan ke dalam penjara selama
sepuluh bulan pada tahun 1949 pada masa raja Faruq
berkuasa. Ia juga pernah masuk penjara selama dua bulan
tahun 1954 pada zaman revolusi Mesir. Pada akhir tahun 1954,
kembali ia mendekam dalam penjara selama dua puluh bulan,
dan pada tahun 1962 juga pernah dipenjarakan lagi selama
lima puluh hari. Pengalaman inilah yang membuatnya menjadi
tokoh militan dan pantang menyerah. Misi hidupnya adalah
memperjuangkan Islam, baik dalam bidang akidah, syari’ah,
akhlak, politik, dan peradaban Islam,>'dan hal itu terlihat dalam
karya-karya tulisnya.

Di samping mengagumi dan berguru kepada tokoh-
tokoh yang bertemu dengannya, Y{suf al-Qaradhawi juga
mengagumi ulama-ulama yang tidak semasa dengannya. Dalam
tulisan-tulisannya ditemukan bahwa ia juga mengagumi Imam
al-Ghazali (w. 505 H), Ibn Taimiyyah (w. 728 H), Ibn al-Qayyim
al-Jauziyyah (w. 751 H), Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935 M),
dan Abl Hasan ‘Ali al-Nadwi (w. 1420 H).

Mengenai Imam al-Ghazali (450 H/505 H - 1057-1111
M), walaupun sebagian orang menilainya sebagai salah seorang
penyebab kemunduran Islam dengan teori kalamnya yang
“lebih Asy’ariyah” dari AbG Hasan al-Al-Asy’arl (w. 323 H)

51 Muhammad al-Majdzib, ‘Ulama..., op.cit, h. 451



sendiri, dan menolak filsafat dalam bukunya Tahdfut al-
Falasifah, Namun al-Qaradhawi berusaha memposisikan al-
Ghazall (w. 505 H) sebagai tokoh yang mempunyai keilmuan
yang cukup bagus. Untuk pembelaannya ini al-Qaradhawi
menulis buku yang berjudul al-Imdm al-Ghazali Bain Madihihi
wa Naqidihi (Imam al-Ghazali antara Pembela dan Pencelanya).
Di dalam buku ini Ydsuf al-Qaradhdwi mengemukakan
keutamaan-keutamaan al-Ghazali (w. 505 H) dan menjawab
kritikan-kritikan terhadap pemikirannya. Agaknya pembelaan
ini didasari oleh pemikiran hukum al-Ghazall (w. 505 H) yang
senada dengan apa yang diaplikasikan oleh Y{suf al-Qaradhawi
dalam bidang maslahah dan eksplorasi illat suatu nash untuk
terwujudnya pengembangan hukum Islam. Di samping itu
karya-karya al-Ghazall (w. 505 H) dalam bidang hukum Islam
telah menginspirasi lahirnya konsep magqdshid al-syari’ah.
Konsep magqdshid al-syari’ah ini meneruskan konsep gurunya,
al-Juwainl Imam al-Haramain (w. 478 H), dan dimatangkan
oleh seorang ulama pengikut madzhab Maliki, Abl Ishaq al-
Syathibi (w. 790 H/1388 M).

Mengenai Ibn Taimiyyah (w. 728 H), kekaguman Y0suf
al-Qaradhawi sepertinya terletak pada sikapnya yang menolak
pernyataan sebagian orang bahwa hukum Islam sudah final di
tangan madzhab-madzhab yang empat, sehingga ijtihad tidak
diperlukan lagi. Sikapnya ini sekaligus berarti bahwa ia
mengumandangkan pintu ijtihad selalu terbuka dan tidak
pernah tertutup. Adapun hasil ijtihad ulama-ulama madzhab
belum tentu sesuai dengan kondisi yang dialami oleh umat
[slam dan belum tentu sudah menuntaskan semua persoalan
umat Islam. Di samping itu ia juga menyeru untuk tidak fanatis
kepada pendapat madzhab-madzhab tertentu, walaupun
mengikuti pendapat madzhab itu tidak terlarang. Untuk itu ia
mengemukakan beberapa prinsip dalam menanggapi imam-
imam madzhab sebelumnya, khususnya madzhab yang empat,
yaitu; pertama, ia sangat menghargai imam-imam madzhab
terdahulu; kedua, ia berpesan kepada ahli figh untuk tidak
mengikatkan diri kepada salah satu madzhab yang empat;
ketiga, ia menyuruh untuk meninggalkan pendapat-pendapat
madzhab apabila ditemukan hadis Nabi SAW yang



bertentangan dengan ijtihad itu.>2

Berdasarkan pemahamannya terhadap pemikiran Ibn
Taimiyyah (w. 728 H) ini pada akhirnya sangat berpengaruh
pula kepada pemikirannya dalam bidang hukum Islam. Hal ini
terbukti dengan penghargaannya yang tinggi kepada imam-
imam madzhab, walaupun pendapat mereka tidak harus diikuti
karena tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Di
samping itu Y@suf al-Qaradhawi menemukan dalil lain yang
lebih kuat dan relevan dengan konteks fatwanya.

Berkenaan dengan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H),
kekaguman Y(suf al-Qaradhawi terhadapnya sepertinya
hampir sama dengan kekagumannya terhadap Ibn Taimiyyah,
karena secara prinsip antara Ibn Taimiyyah (w. 728 H) dan Ibn
Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) hampir sama. Kedua ulama ini
merupakan pengikut madzhab Hanbali yang lebih
mengutamakan berdalil dengan hadis daripada dalil hukum
lainnya.

C. Aktifitas dan Karya-karya Ilmiahnya

Perjalanan ilmiah Ydsuf al-Qaradhawi, yang dimulai
dengan memasuki sekolah al-Kuttab dan seterusnya sampai
menjadi doktor, telah menempa dirinya untuk berkiprah dalam
dunia ilmiah, pergerakan, keterlibatan dalam dunia Islam
internasional, dan melahirkan karya-karya yang cukup banyak.
Karya-karyanya mencakup bidang akidah, tasawuf, pemikiran
[slam, hukum Islam (figh), figh kontemporer, ekonomi Islam,
dan sebagainya.

Menurut ‘Isham Talimah, aktifitas Yasuf al-Qaradhawi
dapat dibagi kepada sepuluh macam; yaitu dalam bidang ilmu
pengetahuan, figh dan fatwa, dakwah dan pengarahan, seminar
dan muktamar, kunjungan-kunjungan dan ceramah, ekonomi
[slam, amal sosial, usaha kebangkitan umat, pergerakan dan
jihad, dan Kketerlibatannya dalam lembaga-lembaga dunia.>3
Mengacu kepada pembagian ini penulis menyimpulkannya

52 Mhd. AbG Zahrah, Ibn Taimiyyah Haydtuhu wa ‘Ashruhu Ard'uhu wa
Fighuhu, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, [t.th]), h. 354
53 ‘Isham Talimah, Manhdj..., op.cit, h. 6



kepada beberapa item saja, yaitu aktifitas ilmiahnya, aktifitas
dakwah, pergerakan dan politiknya, dan aktifitasnya dalam
lembaga-lembaga dunia. Hal ini akan diterangkan satu persatu
sebagai berikut:

1. Aktifitasnya dalam bidang ilmiah

Sebagai seorang tokoh yang cukup dalam ilmunya dalam
bidang agama, Ylsuf al-Qaradhawi sangat produktif menulis
karya-karya keislaman dalam segala bidang ilmu agama Islam,
khususnya figh dan fatwa. Tulisan-tulisannya sangat
berpengaruh di dunia Islam dan mendapat komentar dan
pujian dari ulama-ulama Islam lainnya. Di antara tokoh ulama
yang mengomentari karya-karya ilmiahnya adalah Syaikh ‘Abd
al-‘Aziz ibn Baz (w. 1999 M).5* Dalam pernyataannya ibn Baz
pernah mengatakan bahwa buku-buku yang dikarang oleh
YGsuf al-Qaradhawi memiliki bobot ilmiah yang tinggi dan
memiliki pengaruh besar di dunia Islam.>> Hal ini dibuktikan
dengan banyaknya tulisan-tulisan, baik dalam bentuk artikel
maupun tulisan ilmiah lainnya yang mencoba melihat bentuk
pemikirannya dan kemungkinan diterapkan dalam dunia Islam
secara keseluruhan. Begitu pula halnya dengan Musthafa
Ahmad Zarqa® (w. 1999 M), ia mengatakan bahwa Y{suf al-
Qaradhawi adalah hujjah zaman ini dan dia merupakan nikmat
Allah SWT atas kaum muslimin.>¢ Pujian serupa juga
dikemukakan oleh tokoh-tokoh ulama lainnya yang tidak
disebutkan satu persatu dalam tulisan ini.>”

Di samping itu, pengaruh lain yang terlihat adalah
banyaknya buku-buku karya Yisuf al-Qaradhdwi yang dicetak
berulang kali, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bentuk
terjemahan ke dalam berbagai bahasa sesuai dengan bahasa di

54 Syaikh ‘Abd al-‘Aziz ibn Baz adalah Abd al-‘Aziz Bin Abdillah Bin
Muhammad Bin Abdillah Ali (keluarga) Baz. dilahirkan di kota Riyadh pada
bulan Dzulhijah 1330 H. Sejak tahun tahun 1346 H, matanya terkena infeksi
yang membuat rabun dan tidak melihat sama sekali pada tahun 1350
Hijriyah. Beliau adalah mantan Rektor Universitas Islam Madinah periode
1389 H - 1395 H dan salah seorang mantan mufti kerajaan Saudi Arabia.

55 ‘Isham Talimah, Manhadj...,, loc.cit.

56 Ibid., h. 23

57 Ibid,, h. 22-24



negara mana buku itu diterjemahkan, termasuk dalam bahasa

Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa buah Kkaryanya

ditunggu-tunggu dan diminati oleh jutaan umat Islam di dunia.

Menurut catatan ‘IshAm Talimah, buku-buku yang
dikarang oleh Ylsuf al-Qaradhawi hampir mencapai seratus
buah,>® dan dalam penelitiannya tahun 1999, Muchlis Bahar
menyebutkan dalam jumlah yang kongkrit, yaitu 75 buah judul
buku®?. Sedangkan dalam penelitiannya tahun 2004, Abd.
Rahman Gazaly menyebutkan 115 judul buku yang sudah
ditulis oleh Yisuf al-Qaradhawi.®® Adapun data terakhir yang
penulis dapatkan dari berbagai sumber, termasuk dari internet,
jumlah buku yang sudah dikarang oleh Yisuf al-Qaradhawi dan
dipublikasikan lebih dari 150 judul buku. Dengan demikian
terlihat bahwa dari waktu ke waktu karya Yasuf al-Qaradhawi
selalu meningkat jumlahnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia
tidak pernah berhenti beraktifitas menulis buku-buku dan
buah pikiran untuk menerangi kegelapan ilmu dalam
masyarakat Islam.

Dari sekian banyak buku yang ditulis oleh Ydsuf al-
Qaradhawi, penulis akan menyebutkan beberapa di antaranya,
khususnya yang berhubungan dengan hukum Islam atau
setidaknya menyinggung persoalan hukum Islam, yaitu:

1) Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Buku ini adalah buku
pertama dalam bidang figh yang ditulis oleh Yasuf al-
Qaradhawi. Buku ini berisi berbagai persoalan figh yang
terdiri dari empat bab. Pada bab pertama diketengahkan
tentang pengertian halal dan haram, perkara-perkara yang
halal dan haram pada masa jahiliyah, dan beberapa kaidah
tentang halal dan haram. Pada bab kedua dikemukakan
tentang hal-hal yang halal dan haram terkait dengan
makanan dan minuman. Adapun pada bab ketiga
diketengahkan pembahasan tentang tindakan-tindakan yang

58]pid. Data ini berdasarkan penelitiannya tahun 2001

59Muchlis Bahar, Pemikiran.., op.cit, h. 139. Data ini berdasarkan
penelitian disertasi yang bersangkutan pada tahun 1999

60Abd. Rahman Gazaly, Pandangan Yisuf al-Qarddhdwi Tentang Ijtihad
Kontemporer Prospeknya dalam Menunjang Pengembangan Hukum Islam,
(Jakarta: UIN Ciputat, 2004), Disertasi, tidak diterbitkan, h. 101



halal dan haram dalam bidang perkawinan dan rumah
tangga. Pada bab keempat Y{suf al-Qaradhawi membahas
tentang halal dan haram seputar muamalah antar sesama
muslim secara umum. Buku ini ditulis sebanyak 346
halaman.

2) Figh al-Zakdh Dirdsah Muqaranah Li Ahkdmihd wa
Falsafatihd fi Dhau'i al-Qur’dn wa al-Sunnah (Figh Zakat
Studi Perbandingan antara Hukum dan Filsafatnya dalam
Tinjauan al-Qur'an dan Sunnah). Buku ini berasal dari
disertasinya yang berjudul al-Zakah fi al-Islim wa Atsdruhd
fT Hall al-Masydkil al-ljtimd’iyyah (Zakat dalam Islam dan
Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Masyarakat)
dan terdiri dari dua jilid. Pada jilid I terdiri dari tiga bab, di
mana bab I berisi tentang ketentuan-ketentuan umum zakat
dalam Islam dan kedudukan zakat dalam syariat Islam.
Sedangkan pada bab II berisi tentang orang-orang yang
wajib membayar zakat, dan pada bab III tentang harta-harta
yang wajib dizakatkan. Adapun pada jilid II terdiri dari 6
bab, yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima
zakat, cara-cara membayarkan zakat, tujuan dan dampak
zakat pada kehidupan seseorang, zakat fitrah, kewajiban-
kewajiban di luar zakat, dan pembahasan tentang zakat dan
pajak. Buku ini terdiri dari 1225 halaman dan diterbitkan
pertama kali oleh Muassasah al-Risalah Beirut tahun 1973.

3) Al-Ijitihdd fi Syari’ah al-Islamiyyah ma’a Nazharat Tahliliyyah
f1 Ijtihad al-Mu’dshir (ljtihad dalam Syariat Islam dan
Analisis terhadap Ijtihad Kontemporer). Buku ini berisi
ketentuan-ketentuan berijtihad dalam Islam, persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi untuk berijtihad, dan
tuntunan untuk melakukan ijtihad kontemporer. Buku ini
terdiri dari 215 halaman dan diterbitkan pertama kali tahun
1996 oleh Dar al-Qalam, Kuwait.

4) Madkhal Li Dirdasah al-Syari’ah al-Isldmiyyah (Pengantar
untuk Mempelajari Syariat Islam). Buku ini berisi tentang
syariat-syariat sebelum Islam, tujuan umum syariat Islam,
Sumber-sumber syariat Islam, spesifikasi syariat Islam, dan
bentuk-bentuk penerapan syariat di era modern. Buku ini
terdiri dari 272 halaman dan diterbitkan pertama kali tahun



1993 oleh Mu'assasah al-Risalah, Beirut.

5) Min Figh al-Daulah fi al-Islam; Makdnatuhd, Mu’dlimuhd,
Thabi’atuhd  Mauqifuhd Min al-Dimugrdthiyah  wa
Ta’addudiyah wa al-Mar'ah wa Ghair al-Muslimin (Kajian
terhadap Figh Daulah dalam Islam; Kedudukannya,
Pengajarannya, Sifatnya, Penerimaannya terhadap konsep
Demokrasi dan Pemilu, Keterlibatan Perempuan dan Non-
Muslim dalam Pemerintahan Islam). Buku ini terdiri dari
199 halaman dan pertama kali diterbitkan di Kairo tahun
1997 oleh penerbit Dar al-Syurig.

6) Syart’ah al-Isldm Shalihah li al-Tahtbiq fi Kulli Zaman wa
Makan (Syariat Islam Sesuai Diterapkan untuk Setiap Masa
dan Tempat). Di samping membahas tentang kebutuhan dan
pentingnya peninjauan ijtihad masa lalu, buku ini di
antaranya juga berisi petunjuk bagaimana melakukan ijtihad
di waktu dan tempat yang berbeda pada era kekinian. Buku
ini terdiri dari 163 halaman dan pertama kali diterbitkan
oleh Dar al-Shahwah li al-Nasyr wa al-Tauzl’, Kairo, tahun
1993.

7) Fi Figh Awlawiyydt Dirdsah Jadidah fi Dhau® al-Qur'dn wa al-
Sunnah (Figh Prioritas dalam Perspektif al-Qur'an dan
Sunnah). Buku ini berisi tentang urutan-urutan amal dari
yang penting kepada yang lebih penting, dan pada akhirnya
al-Qaradhawl menawarkan solusi mana yang harus
diprioritaskan untuk diamalkan. Buku ini terdiri dari 288
halaman dan pertama kali diterbitkan tahun 1995 oleh
penerbit Maktabah Wahbah, Kairo.

8) Taysir al-Figh li al-Muslim fi Dhau" al-Qur'dn dan Sunnah
(Figh Praktis dalam Kehidupan Muslim Modern dalam
Tinjauan al-Qur'an dan Sunnah). Buku ini menjelaskan
tentang urgensi figh dalam menata kehidupan manusia
secara umum. Di samping itu buku ini juga memuat upaya-
upaya dan terobosan-terobosan baru guna menyelaraskan
figh dengan kondisi dan situasi umat Islam terkini, yaitu
dengan jalan menyederhanakan figh dalam pemahaman dan
prakteknya. Lebih lanjut ia membawa pemahaman figh ke
arah yang lebih luas, seperti politik, ekonomi, seni, keluarga,
dan sosial budaya, sehingga figh menjadi hidup dan dapat



menjawab tantangan zaman. Buku ini diterbitkan pertama
kali tahun 1999 oleh Maktabah Wahbah, Kairo.

9) Al-Fatwad Bain al-Indhibdth wa al-Tasayyub (Kode Etik dan
Penyimpangan Fatwa). Buku ini antara lain membahas
tentang kedudukan fatwa dan syarat-syarat berfatwa,
pedoman untuk melakukan fatwa kontemporer, dan
metode-metode fatwa kontemporer. Buku ini terdiri dari
145 halaman dan dicetak pertama kali tahun 1988 oleh Dar
al-Shahwah li al-Nasyr wa al-Tawzi’, Kairo, Mesir.

10) ‘Awdmil al-Sa’ah wa Martinah fi al-Syart’ah al-Islamiyyah
(Keluasan dan Fleksibelitas Hukum Islam). Di dalam buku
ini YGsuf al-Qaradhawl mengemukakan tentang dalil-dalil
hukum Islam yang tidak ditemukan dalam nash al-Qur'an
dan Hadis secara tegas, seperti istihsan, istishlah, dan ‘urf.
Di samping itu juga mengetengahkan tentang kajian fatwa
dan beberapa contoh fatwa sahabat, seperti fatwa Umar
bin Khatab (w. 23 H) dan ibn Abbas (w. 68 H). Lebih jauh
Yasuf al-Qaradhawi juga menyinggung tentang fatwa-fatwa
setelah periode sahabat. Buku ini memuat 116 halaman
dan diterbitkan pertama kali tahun 1991 oleh Dar al-
Shahwabh li al-Nasyr wa al-Tawz{’, Kairo, Mesir.

11) Min Figh al-Daulah fi al-Islim Makdnatuhd Mu’dlimuhad
Thabt'atuhd Mauqifuhda min al-Dimuqradthiyah wa
Ta’addudiyah wa al-Mar'ah wa Gahir al-Muslimin (Figh
Negara dalam Islam; Kedudukannya, Pengajarannya,
Sifatnya, Posisi Demokrasi dan Pemilihan Umum, dan
Posisi Wanita dan Non-Muslim). Buku ini secara khusus
merupakan kajian figh siyasah dan lebih lanjut menyoroti
secara kritis kondisi politikk masa kini yang lebih
mengedepankan demokrasi sebagai sebuah cara untuk
mewujudkan konsep syura (musyawarah). Di samping itu
Yasuf al-Qaradhawi juga mengomentari keterlibatan kaum
perempuan dan Non-Muslim dalam dunia politik Islam.
Buku ini terdiri dari 199 halaman dan diterbitkan pertama
kali tahun 1991 oleh Dar al-Syuriiq, Kairo, Mesir.

12) Al-Figh al-Isldmiy Bain al-Ashdlah wa al-Tajdid (Figh Islam
antara Pemurnian dan Pembaruan). Di dalam karyanya ini
Yasuf al-Qaradhawl mengawali pembahasannya dengan



mengemukakan keistimewaan figh (hukum Islam),
kemudian dilanjutkan dengan kajian terhadap pembaruan
dalam hukum Islam, perbandingan madzhab-madzhab figh
dengan perundang-undangan yang berlaku (hukum
positif), pembahasan tentang ijtihad dan ha-hal yang perlu
diperhatikan dalam berijtihad, dan lain-lain. Buku ini
terdiri dari 93 halaman dan diterbitkan pertama kali tahun
1998 oleh Maktabah Wahbah, Kairo, Mesir.

13) Dirasah fi Figh Maqashid al-Syart’ah Bain al-Maqashid al-
Kulliyyah wa al-Nushis al-Juz’iyyah (Studi terhadap Figh
Maqashid Syari’ah; Kajian terhadap Tujuan-Tujuan Global
Syariat dan Perbandingan dengan Teks-teks yang Parsial).
Di dalam buku ini Yasuf al-Qaradhawl membahas tentang
tujuan-tujuan umum syariat Islam, beberapa hal yang
terkait dengan magqashid al-syari’ah, dan lebih khusus
mengetengahkan adanya tiga aliran dalam hukum Islam,
yaitu; aliran yang sangat ketat yang diistilahkan dengan
Zhahiriyah baru; aliran yang sangat liberal dalam
memahami teks-teks hukum Islam; dan aliran yang berada
di tengah-tengah (moderat). Buku ini pertama kali
diterbitkan tahun 2006 oleh Dar al-Syuriiq Kairo, Mesir.

14) Al-'Ibddah fi al-Islam (Ibadah dalam Islam). Pembahasan
yang terdapat dalam buku ini berkenaan dengan makna
ibadah dalam Islam, baik ibadah secara sempit (al-
mahdhah), maupun ibadah secara luas (ghair al-Mahdhah).
Di samping itu Yasuf al-Qaradhawi juga mengemukakan
tentang  lapangan-lapangan  ibadah, alasan-alasan
melakukan ibadah, keseimbangan antara ibadah jasmnai
dan rohani, rahasia-rahasia ibadah, kajian tentang shalat,
zakat, puasa, dan haji. Pembahasan dalam buku ini ditutup
dengan kajian terhadap metode-metode untuk mengetahui
tatacara ibadah dalam Islam. Buku ini terdiri dari 288
halaman.

15) Hadyu al-Isldm Fatdwa Mu’dshirah. (Petunjuk Islam Fatwa-
fatwa Kontemporer). Buku ini terdiri dari tiga jilid yang
berisi fatwa-fatwa al-Qaradhawi tentang masalah-masalah
keagamaan yang ditanyakan kepadanya. Di dalamnya
terdapat fatwa Y{suf al-Qaradhawi dalam masalah akidah,



pemahaman terhadap al-Qur’an dan Sunnah, fatwa dalam
masalah figh dan ushul figh, tentang perempuan, politik,
dan lain-lain. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1989
oleh Dar al-Ma'’rifah, Maroko, dan buku ini jugalah yang
akan menjadi sentral penelitian dalam disertasi ini.

16) Kaifa Nata’dmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah (Bagaimana
Berinteraksi dengan Sunnah). Buku ini mengetengahkan
kajian tentang tatacara memahami Sunnah Nabi SAW agar
berdaya guna untuk masa kini. Kajian-kajian al-Qaradhawi
dalam bukunya ini sekaligus menolak cara-cara
pemahaman lieral yang dipergunakan oleh sebagian ulama
[slam, baik pada masa sebelumnya maupun masa sekarang.
Buku ini terdiri dari 212 halaman dan diterbitkan oleh Dar
al-Syuriiq Kairo tahun 2000 untuk pertama kalinya.

17) Al-Sunnah Mashdaran i al-Ma’rifah wa al-Hadhdrah
(Sunnah sebagai Sumber Pengetahuan dan Peradaban).
Buku mengetengahkan singkronisasi antara Sunnah dan
peradaban masa Kkini. Untuk itu Yasuf al-Qaradhawi
memulaiya dengan kajian yuridis (tasyri’) tentang Sunnabh,
kemudian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap Sunnah
sebagai sumber ilmu pengetahuan, baik sebagai sumber
ilmu pengetahuan agama, alam gaib, kesehatan,
pengetahuan ekonomi dan sains. Sebagai sumber
peradaban, pembahasan dalam buku ini ditekankan kepada
Sunnah sebagai sumber figh sebagai ilmu pengetahuan, figh
terapan, magqashid al-syari’ah, Sunnah sebagai sumber
perilaku dan budaya. Buku ini diterbitkan pertama kali
oleh Dar Syur(iq Kairo, Mesir, tahun 1997.

18) Daur al-Zakah fi ‘llaj al-Musykilat al-lIgtishadiyah wa al-
Syuriti  Najahiha (Tinjauan terhadap Zakat dalam
Mengatasi Kesulitan-kesulitan Ekonomi dan Syarat-syarat
untuk Mengatasi Kesulitan Tersebut). Buku ini berisi
tentang beberapa masalah tentang kesulitan-kesulitan
dalam menerapkan berlakunya ketentuan zakat dalam
masyarakat Islam, dan Y@suf al-Qaradhawi menawarkan
cara-cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.
Buku ini terdiri dari 101 halaman dan diterbitkan pertama
kali oleh Dar al-Syuriiq Kairo tahun 2001.



19) Fawd'id al-Buniik Hiya al-Ribd al-Hardm (Bunga Bank
Merupakan Riba yang Diharamkan). Di dalam buku ini al-
Qaradhawi mengetengahkan kajian figh terhadap riba dan
bunga bank. Di samping itu juga dikemukakan diskusi-
diskusi yang terjadi antara Y@suf al-Qaradhawi dengan
beberapa ulama di Mesir berkenaan dengan kedudukan
bunga bank. Lebih lanjut YGsuf al-Qaradhawi juga
mengemukakan fatwa-fatwa ulama di dunia tentang
masalah ini, seperti fatwa Majma’ al-Buhiits al-Islamiyyah
al-Azhar, Fatwa Rabithah al-‘Aldm Isldmiy, hasil muktamar
tokoh-tokoh Islam di Kuweit, dan sebagainya. Buku ini
terdiri dari 188 halaman dan diterbitkan pertama kali oleh
Dar al-Shahwabh li al-Nasyr wa al-Tawzi’ Kairo tahun 1992.

20) Al-Shahwah al-Isldmiyyah Bain al-Jumiid wa al-Tatharruf
(Kebangkitan Islam antara Sikap yang Stagnan (menolak)
dan Ekstrim). Dalam buku ini  Yasuf al-Qaradhawi
menceritakan tentang fenomena kebangkitan Islam di
negeri-negeri muslim dan sikap umat Islam dalam
menghadapinya. Sebagian orang tidak menerima bentuk-
bentuk pembaruan sebagai bentuk kebangkitan Islam, dan
sebagian lainnya menyikapinya dengan penolakan yang
sangat ekstrim. Hal ini didasari oleh ketakutan dan
kecurigaan mereka terhadap pemikiran-pemikiran baru
yang mungkin akan meruntuhkan nilai-nilai Islam yang
mereka anggap sudah mapan. Di sini Ylsuf al-Qaradhawi
menawarkan jalan tengah (moderat) dalam menerima
pembaruan yang ada dalam Islam. Buku ini terdiri dari 182
halaman dan pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Syurlq
Kairo tahun 2001.

21) Al-Shahwah al-Isldmiyyah wa Humiim al-Wathan al-‘Arabiy
wa al-Islamiy (Kebangkitan Islam dan Kekhawatiran
Negeri-negeri Arab dan Islam). Tulisan dalam buku ini di
antaranya berupaya mempersatukan antara kelompok-
kelompok pembela salafi dan kelompok pembaru,
membandingkan antara kelompok yang menginginkan
status quo dan kelompok yang menginginkan pembaruan,
mengingatkan bagi mereka yang tetap mempertahankan
sikap jumud dan tidak peduli dengan perkembangan dan



cita-cita Islam, dan selanjutnya juga berisi tentang
pemahaman Islam secara global dari sisi keimanan,
kemasyarakatan, politik, hukum, dan peradaban. Di
samping itu buku ini juga membahas aspek-aspek yang
perlu dikhawatirkan dan diwaspadai terkait dengan
pengaruh yang dilancarkan oleh Barat dan Yahudi
terhadap negeri-negeri Arab secara khusus dan negeri-
negeri Islam pada umumnya. Buku ini terdiri dari 184
halaman dan diterbitkan pertama kali oleh Maktabah
Wahbah Kairo tahun 1996.

22) Al-Islam wa al-‘Ilmdniyyah Wajhan li Wajhin (Islam Versus
Sekularisme). Buku ini mengkaji tentang pemahaman
keislaman dan pemahaman-pemahaman sekuler dalam
I[slam. Y(suf al-Qaradhawi memberi batas yang jelas antara
pemahaman Islam yang seharusnya dengan pemahaman
[slam secara sekuler. Untuk itu ia menyebutkan beberapa
contoh pemahaman sekuler yang ada di negeri-negeri
muslim, seperti di Mesir dan negeri-negeri Arab lainnya. Di
samping itu juga dituliskan perdebatan yang terjadi antara
al-Qaradhawil dengan beberapa tokoh Islam sekuler di
Mesir. Buku ini terdiri dari 216 halaman dan diterbitkan
pertama kali oleh Maktabah Wahbah Kairo tahun 1997.

23) Ri‘dyah al-Bi'ah fi Syari’ah al-Islamiyyah (Pemeliharan
Lingkungan dalam Syariat Islam). Di dalam karyanya ini
Yisuf al-Qaradhawi mengemukakan kaedah-kaedah syariat
[slam dalam pemeliharaan lingkungan. Untuk memperijelas
ketentuan syariat Islam tentag pemeliharaan lingkungan, ia
melakukan tinjauan dari berbagai aspek, yaitu aspek
ushuluddin, tasawuf, ilmu figh, ushul figh, ilmu al-Qur'an
dan ilmu hadis. Dari pengkajiannya tersebut al-Qaradhawi
menawarkan tatacara memelihara lingkungan di era
kontemporer ini. Buku ini terdiri dari 360 halaman dan Dar
al-Syur(iq Kairo pertama kali menerbitkannya tahun 2001.

24) Al-Aqalliyat al-Diniyah wa al-Hill al-Islimiy (Sekularitas
Agama dan Solusi Islam). Di sini YGsuf al-Qaradhawi
mengemukakan bahwa hukum Islam jauh lebih baik dari
hukum sekuler, dan pemahaman kelompok sekuler dalam
[slam sama saja dengan menolak ajaran Islam yang sudah



tegas dan jelas. Oleh karena itu Y(suf al-Qaradhawi juga
membahas kedudukan hukum orang-orang yang
memahami agama dengan paham sekulernya dan orang-
orang yang sangat fanatis dalam beragama. Dalam
pembahasan inti, ia menekankan perlunya dihidupkan
sikap toleransi dalam melihat perbedaan yang ada. Untuk
itu ia memperkuat inti pembahasannya ini dengan
mengemukakan bagaimana toleransi Islam terhadap
orang-orang yang berbeda agama, dan hal ini sudah
menjadi tradisi keislaman yang diwarisi dari Nabi, sahabat,
dan tercatat dalam sejarah Islam. Buku dicetak pertama
kali tahun 1996 oleh Maktabah Wahbah Kairo, dengan 80
jumlah halaman.

Buku-buku di atas merupakan sebagian karya Ylsuf al-
Qaradhawi sebagai gambaran bahwa ia memang merupakan
tokoh kontemporer yang sangat produktif dan cukup
menguasai ajaran Islam, khususnya dalam bidang hukum Islam.
Oleh karena itu cukup beralasan bila pemikiran dan gagasan-
gagasannya dalam hukum Islam perlu diteliti. Namun dari
beberapa karyanya tersebut tidak semuanya menampilkan ide
terbaru, karena pada beberapa bukunya sering terdapat
pembahasan yang sama.

Walaupun banyak tokoh ulama Islam yang mengagumi
karya ilmiahnya, tidak jarang pula yang mengkritik buah
pikiran Yasuf al-Qaradhawi dan bahkan menuduhnya sebagai
antek-antek barat untuk meruntuhkan Islam. Di antaranya
adalah Syaikh Ahmad bin Yahya al-Najmi, mufti daerah Jizan,
Yaman (1. 1346 H), Syaikh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab al-
Washabi, Syaikh Muhammad ibn Abdulldh al-Imam, Syaikh
‘Abd al-‘Aziz ibn Yahya al-Bura'i, Syaikh Mugbil ibn Hadiy al-
Wadji’i, Syaikh Dr. Shalih ibn Fauzdn ibn Abdullah, alumni
Universitas Imam Muhammad, Riyadh (l. 1933 M), dan ulama
hadis terkenal asal Yordania, Muhammad Nashir al-Din al-
Albani (w. 1999 M).

Kritikan yang dilontarkan terhadap Yasuf al-Qaradhawi
berkenaan dengan fatwa-fatwanya tentang berbagai masalah
keagamaan, di antaranya kritikan terhadap kebolehan
mengucapkan selamat natal kepada pemeluk Kristen,



demokrasi adalah syura, kebolehan wanita duduk di parlemen,
fatwa tentang jihad hanya untuk bertahan saja, memberikan
ucapan selamat kepada Israel, perang dengan Israel bukan
karena akidah, membolehkan banyaknya firqah dan pemikiran
yang beragam dalam Islam, terlalu gandrung kepada
rasionalisme dalam berfatwa, menghalalkan nyayian dan
musik, membolehkan memakan sembelihan orang kafir selain
ahli kitab, dan lain-lain sebagainya.®!

Walaupun demikian, YGsuf al-Qaradhawi menerima
kritikan itu dengan lapang dada dan tidak mempengaruhi
aktifitasnya dalam melahirkan berbagai macam fatwa
keagamaan. Hal ini didasari oleh pengetahuannya memiliki
landasan berpikir yang kuat dan sarat dengan keilmuan yang
mendalam dalam bidang yang ia bicarakan. Apalagi kondisi
yang dialaminya dan dilihatnya bisa saja berbeda dengan
kondisi yang dilihat dan dialami oleh ulama-ulama lainnya.
Dilihat dari sisi lainnya, ulama-ulama yang mengkritik
pemikiran dan ijtihad Yasuf al-Qaradhawi pada umumnya
adalah ulama hadis. Sedangkan Y@suf al-Qaradhawi sendiri
merupakan ulama figh yang memahami hadis-hadis Nabi SAW
untuk dapat diberdayakan untuk masa kekinian. Sikapnya
terhadap hadis hampir sama dengan sikap Imam Ab{ Hanifah
(w. 150 H), pendiri madzhab Hanafi. Sebuah hadis akan
diterima oleh Abu Hanifah sekurang-kurangnya memenuhi
empat syarat, dan ia lebih mengutamakan hadis yang
diriwayatkan oleh fuqaha" daripada seorang ahli hadis.®2

61Lebih lengkap lihat Ahmad bin Muhammad al-Manshur al ‘Udaini al-
Yamani, Membongkar Kedok al-Qarddhdwi Bukti-bukti Penyimpangan al-
Qarddhawi dari Syariat Islam, (http//www.assunnah.cjb.net/, Maktabah al-
Sunnah, [t.th]), h. 10-138

62Dalam pemikiran Abu Hanifah, kesalehan dan kejujuran saja belum
tentu cukup untuk mengetahui seluk beluk hadis apalagi yang berkaitan
dengan persoalan hukum. Oleh karenanya ia lebih memprioritaskan hadis
yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mengerti masalah fighiyyah.
Persyaratan ketat yang diberlakukannya tidak terlepas dari pemahamannya
terhadap hadis itu sendiri, dan ini pernah diungkapkan oleh Absi Muthi’i al-
Hakam ibn ‘Abdullah bahwa ia tidak pernah melihat orang yang lebih pandai
tentang hadis dari Sufyan al-Tsauri, tetapi Imam Ab{ Hanifah lebih mengerti
dan lebih paham darinya. Juga Zaid ibn Hariin mengatakan bahwa Sufyan al-



Kritikan-kritikan dari ulama-ulama lainnya tidak
menghentikan Yisuf al-Qaradhawi untuk terus mengeluarkan
pikiran-pikirannya dalam berbagai ilmu keislaman. Pembelaan
terhadap dirinya selalu dilakukannya, bahkan murid-muridnya
pun ikut andil dalam membela pemikiran gurunya tersebut.
Salah seorang muridnya, ‘Isham Talimah, mengatakan bahwa
siapa saja yang membaca karangan dan artikel-artikel Y{suf al-
Qaradhawa akan meyakini dan mengakui bahwa ia adalah
seorang penulis yang memiliki pikiran-pikiran jernih dan
orisinil. Tulisan-tuisannya selalu menggambarkan keluasan
ilmunya dan jauh dari taklid buta, di samping dapat
meluruskan pemahaman yang salah, mengokohkan pemikiran,
menerangkan yang tidak jelas, merinci yang global, menjawab
hal-hal yang syubhat, dan menerangkan hikmah-hikmah
hukum.63

. Aktifitasnya dalam Bidang Pergerakan, Dakwah, dan Politik

Selain sebagai seorang penulis dan pemikir produktif,
Yasuf al-Qaradhawi aktif pula dalam dunia dakwah (harakah
dan shahwah Islamiyah). Yang dimaksud
dengan shahwah adalah sebuah upaya untuk membangkitkan
umat dari Kketerlenaan, Kketerbelakangan, kejumudan dan
melepaskan mereka dari konflik internal melalui berbagai
wujud usaha dengan tujuan memperbaharui agama, sehingga
dapat memperbaharui kehidupan dunia mereka.®* Pada tataran
teknis, cita-cita shahwah tersebut berusaha diwujudkan dalam
sebuah aktivitas harakah (pergerakan Islam). Ia menyadari
bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, tidak dapat dilakukan
secara individual, tetapi ia membutuhkan sebuah Kkerja
massal (‘amal jamd’i)yang tersusun dan terprogram secara
rapi. Oleh karena hal inilah maka semenjak duduk di tingkat

Tsauri dan Imam Ab( Hanifah sama-sama ahli hadis, Sufyan terkemuka
dalam hafalan hadisnya, sedangkan Imam Abu Hanifah lebih memahami
seluk beluknya. Lihat Muhammad Yasuf Misa, Abidi Hanifah, (Mesir:
Maktabah al-Nahdhah, 1957), h. 62

63‘[sham Talimah, Manhdj..., op.cit, h. 6

64Muhammad ‘Imarah, al-Mausu’ah al-Islamiyah al-‘Ammah, (Kairo:
Wazarah al-Auqaf, 2001), h. 850



tsanawiyah, YaGsuf al-Qaradhawil telah memulai tugas
berdakwah dengan bergabung bersama Ikhwanul Muslimin
dan semenjak awal, ia telah dipersiapkan agar menjadi salah
seorang kader terbaik mereka. Salah satunya adalah pada saat
ia ditunjuk untuk menjadi da’i Ikhwan untuk seluruh Mesir,
dari Provinsi Alexandria (Iskandariyah) sampai Aswan dan
Sinai, bahkan ia pernah ditugaskan berdakwah di beberapa
negara Arab seperti Suriah, Libanon dan Yordania, dengan dana
yang didapatkannya dari Ustadz Hasan al-Hudhaibi, Mursyid
‘dm Ikhwan yang kedua, padahal saat itu ia masih berstatus
sebagai seorang mahasiswa.6>

Selain menjadi aktivis di lapangan, Yasuf al-Qaradhawi
juga adalah merupakan salah seorang pemikir yang ide-idenya
banyak dijadikan sebagai referensi oleh para aktivis harakah.
Menurutnya, yang dimaksud dengan harakah adalah sebuah
pekerjaan yang dilakukan secara kolektif dan dimulai dari
masyarakat paling bawah (bottom up) dan terorganisir secara
rapi dalam upaya mengembalikan masyarakat kepada ajaran
[slam.®¢ Menurut al-Qaradhawi, tujuan utama yang harus
direalisasikan oleh sebuah harakah Isl@miyah adalah
bagaimana mewujudkan sebuah pembaharuan (tajdid).
Melakukan tajdid adalah merupakan sebuah sunnatullah yang
akan terus berulang. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis
riwayat Abli Dawilid dan al-Hakim:“Sesunggunya pada setiap
seratus tahun, Allah akan mengutus untuk umat ini, orang yang
memperbaharui agamanya”. Yang dimaksudkannya dengan
pembaharuan (tajdid) adalah sebuah upaya untuk
memperbaharui pemahaman keagamaan, keimanan, sikap
iltizam kepada agama serta memperbaharui metode dakwah
yang digunakan. Ia bukanlah sebuah usaha untuk membuat
aturan baru dalam agama dengan merubah prinsip-prinsip
baku (tsawabit) atau merusak tatanan ajaran
yang qath’i.6” Adapun bidang-bidang yang harus diprioritaskan

65Yhsuf al-Qaradhawi, Syari’ah al-Islim, (Beirut: Maktabah al-
Islamiyah, [t.th]), h. 110; juga ‘Isham Talimah, Manhdj..., op.cit., h. 23-24

66Y(suf al-Qaradhawi, al-lkhwdn al-Muslimiin Sab’lina ‘Aman fi al-
Da’'wah wa al-Tarbiyah wa al-Jihdd, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 31

67Yhsuf al-Qaradhawi, Ummatund Baina al-Qarnain, (Kairo: Dar al-



dalam mencapai tujuan tersebut antara lain
adalah pendidikan (tarbiyah), politik Islam (siydsah), ekonomi
(iqtishddiyah), sosial (ijtimd’iyah), media massa (wasd’il al-
ildm) dan pekerjaan ilmiah.

Kontribusi Yasuf al-Qaradhawi dalam dunia dakwah
tersebut sangat kental dengan warna Hasan al-Banna. Dalam
hal ini dapat dikatakan, jika al-Banna adalah merupakan
pendiri (mu’assis) dan designer harakah Ikhwan, kemudian
diteruskan oleh para mursyid ‘@m lainnya, maka kemunculan
Yhsuf al-Qaradhawi dalam harakah ini adalah sebagai
penyambung lidah dan penerus cita-cita al-Banna. Dapat
diketahui bersama bahwa bahwa perjuangan al-Banna dalam
membesarkan harakah tersebut telah sampai pada tahap
pembentukan sebuah harakah yang terorganisir. Setelah lama
berkembang, maka kemunculan Ydsuf al-Qaradhawi dalam
gerakan ini adalah sebagai orang yang berusaha memagari
harakah tersebut. Oleh sebab itu, karya-karya utama Yasuf al-
Qaradhawi dalam bidang harakah danshahwah Isldmiyah,
selalu diarahkan kepada upaya memperkokoh gerakan
tersebut. Di antara karya-karyanya yang diarahkan kepada
tujuan tersebut adalah al-Shahwah al-Isldmiyyah baina al-Juhiid
wa al-Tatharruf, al-Shahwah al-Isldimiyyah baina al-Ikhtilaf al-
Masyrii’ wa al-Tafarruq al-Madzmim, al-Shahwah al-Isldmiyyah
wa Humim al-Wathan serta Aulawiyydt al-Harakah al-
Isldmiyah fi al-Marhalah al-Qadimah. Pada empat Kkarya
tersebut, al-Qaradhawi berusaha keras membuat batasan-
batasan etis yang harus dipegang dalam menjalankan tanggung
jawab harakah, serta mengobati penyakit yang biasanya
menghinggapi para aktivis harakah.

Menurut Yisuf al-Qaradhawi, hal-hal yang harus
dilakukan oleh seorang aktivis harakah Islamiyah adalah
bagaimana mewujudkan sikap moderat (wasathiyah)dan
menghindari sikap ekstrem (tatharruf), menghindari sikap
yang terlalu mudah mengkafirkan seseorang (takfir) serta
sudah saatnya agar harakah Islamiyah membuka diri untuk
berdialog dengan arus yang selama ini berseberangan dengan

Syurig, 2000), h. 65



mereka, baik kalangan sekuler, orientalis, mereka yang berbeda
agama, bahkan dialog dengan mereka yang ateis,
sehingga harakah Islamiyah tidak lagi diasumsikan sebagai
gerakan yang ekslusif (inghildq)®8. Satu hal yang tidak kalah
penting bagi para aktivis harakah Islamiyah adalah agar mau
merangkul semua kelompok yang sama-sama memiliki
dedikasi untuk Islam, sehingga dalam menghadapi berbagai
kekuatan dan pemikiran yang akan merusak jati diri Islam,
mereka dapat bersatu padu dalam sebuah barisan yang kokoh
dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki bersama.6?

Tentunya Yisuf al-Qaradhawi mempunyai sikap politik
yang diperjuangkannya melalui organisasi Ikhwanul Muslimin.
Pada awalnya Ikhwanul Muslimin hanya sebagai organisasi
Islam biasa yang bergerak dalam bidang dakwah dan
pembaruan Islam. Tetapi akhirnya menjadi kekuatan politik
yang diperhitungkan di Mesir. Aktifitasnya dalam organisasi ini
pada akhirnya membuat Y@suf al-Qaradhawl beberapa kali
keluar masuk penjara karena melancarkan kritik keras kepada
pemerintah.

Flatfon politik yang dibangun oleh Ikhwanul Muslimin
adalah berusaha menjadikan pemerintahan Islam dalam
bentuk Kkhilafah, walaupun bentuk negara tidak harus
mengikuti sistem khilafah sebagaimana yang dijalankan oleh
umat Islam sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah
khalifah tidak harus berasal dari keluarga khalifah
sebelumnya,’® tetapi dipilih oleh rakyat dengan suara
terbanyak atas dasar kemampuannya dan komitmennya
menjalankan ajaran agama. Dengan demikian teori demokrasi
modern seperti sekarang ini sangat direspon oleh Yasuf al-
Qaradhawi, termasuk banyaknya partai untuk menyalurkan
aspirasi politik seseorang.”?

Semua bentuk pemikirannya tersebut, baik dalam

68Y{suf al-Qaradhawi, al-Shahwah al-Isldmiyyah baina al-Juhiid wa al-
Tatharruf, (Kairo: Dar al-Syurtq, 2001), cetke-1,. h. 29 dan 53

69 Ibid

70 YQsuf al-Qarddhawi, Min Figh al-Dawlah, (Kairo: Dar al-Syurig,
1997),h.35

71 Ibid,, h. 144



bidang keilmuan, pergerakan, dan politik, disampaikan oleh
YGsuf al-Qaradhawil dengan berbagai cara, yaitu dengan
menulis buku, tulisan di majalah, dan atau langsung
mendakwahkannya. Dalam bidang dakwah ini, Yasuf al-
Qaradhawi aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan
melalui media-media yang bervariasi, seperti media klasik
(tradisional), media elektronik, media cetak, dan media
informatika. Untuk media Klasik, Yasuf al-Qaradhawi
menyampaikan dakwahnya melalui ceramah mimbar dari
masjid ke masjid dan melalui majlis ta’lim. Salah satu masjid
yang rutin dikunjunginya adalah masjid ‘Umar bin Khaththab di
Qatar, di mana Yisuf al-Qaradhawi adalah khatib tetap di sana.
Pelaksanaan ibadah Jumat di masjid itu disiarkan secara
langsung oleh salah satu stasiun TV Qatar.”2

Pada bidang media elektronik Yasuf al-Qaradhawi aktif
mengisi acara program khusus di radio dan televisi Qatar, di
antaranya melalui acara mingguan menjawab pertanyaan-
pertanyaan masyarakat tentang berbagai masalah agama.
Acara ini dinamakan hadyu al-Isldm yang dipancarluaskan
setiap hari Jumat. Acara ini sudah berlangsung sejak dibukanya
stasiun TV Qatar hingga saat ini dan bisa disaksikan oleh
pemirsa di Qatar, Bahrain, Emirat Arab, dan wilayah Timur
Saudi  Arabia. Acara televise lainnya yang rutin
dilaksanakannya untuk berdakwah adalah program siaran yang
berjudul al-syari’ah wa al-haydh. Acara ini sangat terkenal
hingga membuat beberapa penguasa di negara-negara Arab
menjadi geram. Bahkan untuk saat ini acara ini dianggap
sebagai acara paling sukses yang ditayangkan oleh channel
stasiun TV al-Jazirah.

Selain media elektronik (audio visual), Yasuf al-
Qaradhawi juga menyebarkan dakwahnya melalui media cetak.
Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai buku-buku yang
ditulisnya. Di samping itu ia juga aktif menulis di majalah-
majalah keislaman seperti majalah al-Azhar, Mimbar al-Islam,
al-Da’wah, al-Sya’ab, al-Ahram, ‘Afaq ‘Arabiyyah, Liwa" al-Islam,
al-I'tisham, dan majalah-majalah Hadharah al-Islam yang terbit

72 ‘Isham Talimah, Manhagj..., op.cit, h.11



di Damaskus, Suriah. Tulisan-tulisannya juga terdapat pada
majalah al-Wa'yu al-Islam dan al-Mujtama’ al-‘Arabiy yang
terbit di Kuweit; Al-Syihab yang terbit di Beirut; al-Ba’ats al-
[slamiy yang terbit di India; Manar al-Islam yang terbit di Abu
Dhabi; al-Da’'wah yang terbit di Doha; al-Ummah yang terbit di
Qatar; dan al-Muslim al-Mu’ashir yang terbit di Lebanon.”3

Adapun dalam media informatika dan komputer, Y(suf
al-Qaradhawil membuat situs sendiri yaitu al-Qaradhawi.com.
Di dalamnya berisi tulisan-tulisan yang berisi pemikirannya
dalam masalah keagamaan secara umum dan dakwah Islam. Di
samping itu umat Islam juga bisa bergabung dalam jejaring
facebook milik sebuah organisasi Islam di Qatar yang diketuai
oleh Yisuf al-Qaradhawi dengan nama akun al-Ittihdd al-‘Alimiy
li ‘Ulamd’ al-Muslimin. Umat Islam yang sudah bergabung
dengan jejaring facebook ini akan mendapatkan info terkini
tentang dakwah dan pergerakan Islam, termasuk nasehat-
nasehat dari beberapa orang ulama, khususnya dari Yasuf al-
Qaradhawi.
3. Aktifitasnya dalam Bidang Keagamaan di Dunia Islam

Yusuf al-Qaradhawi cukup aktif mengikuti seminar-
seminar di berbagai negara atas undangan berbagai
universitas, lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di negara-
negara Arab, negara-negara muslim, bahkan di luar dunia
[slam. Misalnya, ia aktif mengikuti seminar pembentukan
hukum Islam di Libya tahun 1972. Makalah yang diajukannya
dalam seminar ini kemudian dikembangkan dan dicetak
menjadi buku dengan judul Syari’ah al-Isldm Shdlihah i al-
Tathbiq fi Kulli Zamdn wa Makdn diterbitkan oleh Dar al-
Shahwah, Kairo, 1985; festival pendidikan yang diadakan oleh
Nadwah Ulama di India, muktamar internasional pertama
mengenai ekonomi Islam, muktamar hukum Islam dan Figh di
Riyadh, muktamar dakwah antara da'i di Madinah dan
muktamar Persatuan Pelajar Islam di Amerika dan Kanada dan
sebagainya.’4

Atas pembiayaan dan dana yang dihimpun oleh berbagai

73 ‘Isham Talimah, Manhaj..., ibid.,, h. 12
74 Muhammad al-Majdzib, ‘Ulama..., op.cit., h. 453



lembaga seperti universitas, organisasi-organisasi keagamaan,
yayasan-yayasan Islam di dunia Arab khususnya dan dunia
[slam umumnya, YGsuf al-Qaradhawi melakukan kunjungan ke
berbagai dunia Islam dan negara-negara nonmuslim untuk
suatu tugas keagamaan. Untuk Indonesia khususnya, dia sudah
lima kali melakukan lawatannya. Pertama, pada pertengahan
tahun 1989 dalam rangkaian kunjungannya ke berbagai negara
I[slam lainnya dan terakhir tahun 2007. Menurut Muchlis Bahar,
dalam kunjungan terakhir ini Yisuf al-Qaradhawi diundang
oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono,
sebagai tamu negara.”>
Yihsuf al-Qaradhawi juga seorang orator handal yang
mampu mengetuk hati dan perasaan para pendengarnya. la
juga seorang faqih yang teguh dan bersikap adil. Fatwa-fatwa
dan pandangan-pandangannya tersebar di penjuru dunia,
belahan barat dan timur. Seorang yang menguasai banyak
bidang ilmu-ilmu keislaman, yang mahir menggabungkan
antara disiplin ilmu, ahli kalam dan ahli hadits. Ia juga dikenal
juga sebagai seorang sastrawan dan penyair, di mana syair-
syairnya banyak dihafal generasi Islam di barat dan di timur.
Kepercayaan masyarakat kepadanya menjadikan
dirinya ditunjuk menjadi pengurus dan anggota berbagai
institusi keagamaan, yayasan pendidikan dan dakwah di
berbagai negara. Menurut catatan ‘Isham Talimah, setidaknya
terdapat dua puluh dua jabatan organisasi kemasyarakatan
yang diembannya, yaitu:
a. Anggota pada Majelis Tinggi Pendidikan di Qatar dalam
masa waktu beberapa tahun.
b. Anggota Majelis Pusat Riset Konstibusi Kaum Muslimin
dalam Peradaban, yang berpusat di Qatar.
c. Anggota Lembaga Figh Islam yang berafiliasi pada Liga
Muslimin Dunia yang berpusat di Makkabh.
d. Tenaga ahli Lembaga Riset Figh yang berada di bawah
naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
e. Anggota Lembaga Riset Malaki untuk Peradaban Islam, yaitu
Yayasan Ahlul Bait, di Yordania.

75 Muchlis Bahar, Pemikiran..., op.cit, h. 139
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Anggota Dewan Penyantun Internasional Islamic University,
Islamabad, Pakistan.

Anggota Dewan Penyantun pada Pusat Studi Keislaman di
Universitas Oxford.

Anggota Persatuan Sastra Islam.

Anggota Pendiri Organisasi Ekonomi Islam di Kairo.

Anggota Dewan Penyantun Organisasi Dakwah Islam di
Afrika yang berpusat di Khurtoum, Sudan.

Wakil Dewan Pengawas Internasional untuk masalah zakat,
yang berpusat di Kuweit.

Anggota Majelis Dana Islam di Qatar untuk zakat dan
sedekah.

.Anggota Dewan Penyantun Wakaf Islam untuk majalah al-

Muslim al-Mu’ashir.
Ketua Majelis Keilmuan pada Sekolah Tinggi Eropa untuk
studi Islam yang berpusat di Perancis.
Anggota Dewan Pengawas pada perusahaan al-Rajhi untuk
investasi yang berpusat di Saudi Arabia.
Ketua Dewan Pengawas Bank Islam di Qatar.
Ketua Dewan Pengawas Bank Islam Qatar Internasional.
Ketua Dewan Pengawas Bank Taqwa di Swiss.
Anggota yayasan Media Islam Internasional di Islamabad,
Pakistan.
Ketua Majelis Orgnaisasi Budaya al-Balagh untuk
pengabdian terhadap Islam melalui internet.
Ketua Majelis Fatwa dan Riset untuk Eropa.”®
Ketua Persatuan Ulama di Qatar.

Dari paparan di atas terlihat bahwa Y{suf al-Qaradhawi

memang salah satu ulama yang keilmuannya dibutuhkan untuk
memperkuat sebuah organisasi keislaman, hukum Islam,
perbankan Islam, dakwah Islam, dan pendidikan Islam. Hal ini
dibuktikan dengan banyaknya jabatan yang diembannya dalam
bidang-bidang tersebut, baik di Qatar sendiri, maupun di
negara-negara lainnya. Oleh karena itu tidak mengherankan
jika penelitian terhadap pemikirannya dalam berbagai bidang
keilmuan cukup banyak dilakukan, termasuk disertasi ini yang
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akan mencoba meneliti tentang aplikasi pemikiran hukum
Islamnya dalam bidang maqdshid al-syari’ah.



BAGIAN KETIGA
MAQASHID AL-SYARI'AH

DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Pemikiran Maqdshid al-Syari’ah

Kata pertama, maqdshid, merupakan jamak dari kata
magqshad, yaitu merupakan mashdar mimi dari kata qasada-
yaqshudu-qashdan-maqshadan. Menurut ibn al-Manzhir (w.
711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti istigdmah al-thdriq,
(keteguhan pada satu jalan) dan al-itimdd (sesuatu yang
menjadi tumpuan)’’. Misalnya Allah menjelaskan jalan yang
lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut,
sebagaimana terdapat QS al-Nahl ayat 9t yang berbunyi:

Gl (il 2 35 00 G D01 T

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di
antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan jikalau Dia
menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada
jalan yang benar).

Di samping itu kata ini juga bermakna al-'adl’®
(keadilan) dan al-tawassuth ‘adam al-ifrdth wa al-tafrith’®
(mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula
terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, "kamu harus
berlaku gasd (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat
dan berkata-kata", artinya mengambil jalan tengah (al-wasath)
dalam dua hal yang berbeda. Kata ini terpakai dengan arti di
atas, sesuai dengan QS Lugman ayat 19 yang berbunyi:

""Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhdr
[selanjutnya disebut ibn al-Manzhdr], Lisan al-'Arab, (Beirut: Dar Shadir, 1414
H), cet. Ke-3, jilid ke-3, h. 353

®Ibid

“Ibid., h. 355
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Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan rendahkanlah

suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara
keledai.

Demikian juga dalam hadis Nabi SAW, seperti hadis Nabi SAW:

e ks b e d Jia d Ok aa el 3808 G o sl
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Dari Jabir ibn Samrah, ia berkata, "Aku shalat bersama Rasul
SAW, shalat dan khutbahnya tidak terlalu panjang dan tidak
pula terlalu pendek. (HR Muslim)

Selain dari makna di atas, ibn al-Manzhir (w.711 H)
menambahkan dengan al-kasr fi ayy wajhin kdna8!
(memecahkan masalah dengan cara apapun). Misalnya
pernyataan seseorang qashadtu al-"lid qashdan kasartuhu (aku
telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah
pecahkan masalah itu dengan tuntas).

Berdasarkan makna -makna di atas dapat disimpulkan,
bahwa kata al-qashd, dipakaikan untuk pencarian jalan yang
lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata al-qashd
itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan
atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan
keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit,
tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna
tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar mungkin
dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama yang
kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat nash dan ada
juga yang terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan
demikian, maqdshid adalah adalah sesuatu yang dilakukan
dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai

®Muslim ibn Hajjaj Abl Yusuf al-Qusyairi al-Naisabiiri [ditahgiq oleh
Muhammad Fu'ad ‘Abd al-Baqi], al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Nag|l
al- ‘Adl ila Rasulillah SAW, (Beirut: Dar al-lhya al-Turats al-‘Arabi, [tth]), juz
ke-2, h. 591

&1pn al-Manzhur, Lisan al-'Arab, op.cit., h. 355



sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang
lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah
diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya
dengan  melakukan sesuatu itu diharapkan dapat
menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi
apapun.

Adapun kata syari‘ah secara bahasa berarti maurid al-
ma’ alladzi tasyra'u fihi al-dawdb®? (tempat air mengalir, di
mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis
Nabi, fa asyra’a ndqatahu 83 artinya adkhalaha fi syari'ah al-ma’
(lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta
itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti
masyra'ah al-ma’ (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu
mawrid al-sydribah allati yasyra'uhd al-nds fayasyribuhu minhd
wa yastaqiina®* (tempat lewatnya orang-orang yang minum,
yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat
mereka mengambil air). Selain itu pada tempat lain, kata
syari‘ah ini juga biasa dipakaikan untuk pengertian al-din dan
al-millah (agama), al-thdriq (jalan), al-minhdj (metode), dan al-
sunnah (kebiasaan).8>

Pemakaian kata al-syari'ah dengan pengertian di atas di
antaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS al-Jatsiyah
ayat 18, yang berbunyi:

05485 Gl 43T .55 35 a0 AT Ga a2 de sl 28

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat
(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu

dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak
mengetahui.

Juga berdasarkan QS al-Maidah ayat 48:

8|pn al-Manzhr, Lisan..., ibid., jilid ke-8, h. 176

8Muslim, al-Musnad al-Shahih..., juz ke-4, h. 2305

81bn al-Manzhr, Lisan..., op.cit.,, h. 175

®Nr al-Din ibn Mukhtar al-Khadimiy [selanjutnya disebut ibn Mukhtar al-
Khadimiy], ‘7im al-Maqgashid al-Syari’ah, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001),
cet. Ke-1, h. 14
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"Bagi setiap kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang".

Dalam QS al-Syura ayat 13 Allah SWT juga berfirman:
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Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama, yaitu apa
yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah
Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan
kepada Ibrahim, Musa dan Isa...

Pemakaian kata al-syari’ah dengan arti tempat tumbuh
dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air
merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-
tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam
merupakan sumber kehidupan setiap muslim,
kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di
dunia maupun di akhirat. Tanpa syari'ah manusia tidak akan
mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air
untuk diminum. Oleh karena itu syariat Islam merupakan
sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik
dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat
nanti.sé

Dengan demikian magqdshid al-syari’‘ah secara bahasa
artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang
sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama
ajaran Islam, al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW. Pengertian ini
tentunya belum dapat menjelaskan hakikat dari maqdshid al-
syarf’ah yang sebenarnya. Oleh karena itu pengertian secara
istilahiy perlu dikemukakan di bawah ini.

Ulama yang mematangkan konsep maqdshid al-syart’ah,
al-Syathibi (w. 790 H), tidak mendefinisikan magqdshid al-

®bn Mukhtar al-Khadimiy, ‘Iim al-Magaéshid..., Ibid., h. 14



syari’ah secara gamblang. Demikian yang tergambar dari
kitabnya, al-Muwdfaqdt, tetapi ia lebih menitik beratkan
kepada isi dari magqdshid al-syari’ah itu sendiri. Demikian pula
ulama-ulama klasik lainnya. Secara umum pembahasan ulama-
ulama tersebut sudah langsung mengacu kepada isi dari
maqdshid  al-syari’‘ah  itu, tanpa  terlebih  dahulu
mendefinisikannya. Pendefinisian magqdshid al-syari’ah baru
dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. Namun
setidaknya kajian utama dari magqdshid al-syari’ah atau materi-
materi yang menjadi inti dari semuanya sudah tergambar
dalam beberapa ungkapan dan pembahasan para ulama
tersebut. Pada dasarnya mereka mengatakan bahwa
sesungguhnya isi maqdshid al-syari’ah itu adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Menurut Thahir ibn ‘Asylr (w. 1973 M), sebagaimana
dikutip oleh Manshur al-Khalifi, maqdshid al-syari’ah adalah al-
ma'dni wa al-hikam (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang
diinginkan oleh Sydri’ (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam setiap
penetapan hukum secara umum.87 Sedangkan ‘Alal al-Fasly (w.
1973 M) mendefinisikan sebagai sebuah al-ghdyah (tujuan
akhir) dan (al-asrdr) rahasia-rahasia yang diinginkan oleh
Sydri’ pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.88 Adapun
Manshiir al-Khélifly mendefinisikan magqdshid al-syari’ah
sebagai al-ma'dni (makna-makna) dan al-hikam (hikmah-
hikmah) yang dikehendaki oleh Sydri’ dalam setiap penetapan
hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia
dan akhirat.8?

Definisi yang agak sempurna dikemukakan oleh Wahbah

al-Zuhaili, sebagai berikut:
o s Labina g 4dlSal mren 8 4da salal) Calaall el (& Ay all dialia

8"Riyadh Mansh(r al-Khaliff [selanjutnya disebut Manshdr al-Khaliff], al-
Maqashid al-Syari’ah wa Atsaruhd fi Figh al-Mu’dmaldt al-Milkiyyah, (Kuweit:
Maktabah al-Istisyaréat al-Syar’iyyah, 2004), h. 8

8« Alal al-Fasi, Magashid al-Syari’ah al-Islamiyyah wa Makarimuha, (Dar
al-Gharb al-1slamiy, 1993), cet.ke-5. H. 7

8¢ Alal al-Fasi, Magashid al-Syari’ah..., ibid
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"Magqashid al-syari'ah adalah makna-makna dan tujuan yang
dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk
mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan
dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang
ditetapkan oleh al-Sydri' pada setiap hukum yang ditetapkan-
Nya".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan
bahwa magqdshid al-syari’ah itu adalah rahasia-rahasia dan
tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Sydri’ dalam setiap
hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui yang
demikian akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi
orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi
mujtahid, pengetahuan terhadap magqgdshid al-syari'ah akan
membantu mereka dalam mengistinbathkan hukum secara
benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-
teks ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Adapun bagi orang
lain diharapkan mampu memahami rahasia-rahasia penetapan
hukum dalam Islam, sehingga akan memotivasi mereka dalam
melaksanakan hukum itu sendiri.

Menyimak keterangan di atas, terdapat hubungan
antara makna bahasa dengan istilah. Apabila dihubungkan
dengan pengertian secara bahasa, maqdshid al-syari’ah
merupakan istigdmah al-thdriq dan al-i'timdd (berpegang teguh
pada satu jalan) dan al-Sydri’ (Allah SWT) pun menghendaki
untuk merealisasikannya. Sesungguhnya al-Sydri’ (Allah SWT)
telah menjadikannya sebagai al-kasr fi ayy wajhin kdna
(menyelesaikan masalah dengan cara apapun), tetapi tetap
berpegang pada prinsip al-'adl wa al-tawassuth 'adam al-ifrath
wa al-tafrith (mengambil sikap pertengahan dan tidak
berlebih-lebihan). Dengan demikian maqdshid al-syari’ah itu
merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara', di mana
semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana.

Berbicara tentang tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang
hendak diwujudkan dalam magqdshid al-syari’ah, YGsuf Hamid

% Wahbah al-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, (Damaskus, Dar al-Fikr,
1986), juz ke-2, cet. 1, h. 1017



al-‘Alim mengatakan bahwa tujuan Sydri’ (Allah SWT) dalam
menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di
dunia dan akhirat, baik dengan cara mewujudkan manfaat atau
dengan cara menolak segala bentuk mafsadat.? Sejalan dengan
itu dalam salah satu pernyataannya ibn Taimiyah (w. 728 H)
juga telah mengatakan bahwa sebagai sebuah hukum yang
dikehendaki oleh Allah SWT, baik dalam bentuk perintah
maupun larangan, ada dua tujuan yang hendak diwujudkan,
yaitu untuk pengabdian kepada-Nya dan untuk merealisasikan
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.?2

Bertitik tolak dari keterangan di atas, maqdshid al-
syart’ah adalah tujuan akhir (al-ghdyah) yang dikehendaki oleh
al-Syari' untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Kajian
yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketetapan hukum
dalam al-Qur’an dan Sunnah telah membawa kepada suatu
kesimpulan, bahwa secara umum Kketetapan Allah SWT dan
Rasul-Nya tidak ada yang sia-sia dan tanpa tujuan apa-apa,
yaitu mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan
umum maupun kemaslahatan individu. Walaupun demikian,
secara khusus terkadang sulit untuk menemukan kemaslahatan
dari sebuah penetapan hukum. Misalnya larangan Nabi SAW
memakai emas dan sutera bagi laki-laki.?? Apabila dihubungkan
dengan ketentuan larangan secara umum, tentunya apa saja
yang dilarang akan menyebabkan mafsadah bagi orang yang
melanggarnya. Akan tetapi pada larangan bagi laki-laki
memakai emas dan sutera sepertinya tidak akan menimbulkan
mafsadah apabila dilanggar. Sebab, apabila menimbulkan
mafsadah bagi laki-laki, tentu saja bagi perempuan juga akan
menimbulkan mafsadah yang sama pula. Namun seperti yang

yosuf Hamid al-Alim, al-Magashid al- ‘Ammah li al-Syari’ah al-
Islamiyyah, (Riyadh: al-Ma’had al-‘Alawiy 1i al-Fikr al-1slamiy, 1994), cet. Ke-
2,h. 79

%2y(suf Ahmad Muhammad al-Badawiy, Magashid al-Syari“ah ‘ind Ibn
Taimiyah, (Mesir: Dar al-Nafa'is, 2000), cet. Ke-1, h. 52

“Muhammad ibn Ismd’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari, ditahgiq oleh
Muhammad Zahir ibn Nashir al-Né&shir, al-Jdmi’ al-Musnad al-Shahth al-
Mukhtashar min Umdr Ras(lillah SAW wa Sunanuh wa Ayyamuh, (Damaskus:
Dar Thauf al-Najah, 1422 H), jilid ke-7, h.150 dan jilid ke-8, h. 49



dikatakan oleh Ibn Taimiyah (w. 728 H), terkadang tujuan al-
Syari' itu tidak hanya untuk kemaslahatan manusia, tetapi
sebagai sebuah ujian (al-ibtild'wa al-imtihdn) untuk menguji
kepatuhan seorang hamba.%*

Secara umum, jika ada orang Islam yang bertanya
kenapa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu, puasa di
bulan Ramadhan, zakat, haji, menghadirkan saksi dalam
pernikahan, menuliskan transaksi hutang piutang, memotong
tangan pencuri, mencambuk orang yang berzina, dan
sebagainya, maka hal itu tentu mempunyai tujuan-tujuan yang
hendak diwujudkan untuk kemaslahatan hidup manusia itu
sendiri, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Walaupun
sebagian tujuan itu terkadang tidak diketahui oleh manusia,
setidaknya dengan melaksanakan hukum-hukum yang
ditetapkan oleh al-Sydri’ seseorang ingin membuktikan
pengabdian kepada-Nya. Pengetahuan terhadap tujuan dalam
bentuk rahasia-rahasia hukum (asrdr al-ahkdm) pada materi-
materi hukum yang telah ditetapkan Allah SWT, dikenal di
kalangan ulama dengan istilah hikmah. Istilah ini berbeda
dengan 'illat (alasan) yang menyebabkan ditetapkannya suatu
hukum. Pembicaraan tentang hikmah di satu sisi dan ‘illat di
sisi lain merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kajian
magqdashid al-syari'ah.

Lebih lanjut ibn Mukhtar al-Khadimiy mencontohkan
dengan penyariatan jual beli yang ditujukan untuk
menciptakan kemaslahatan, yaitu mendapatkan manfaat dari
proses melakukan tukar menukar benda. Maslahah yang
dilahirkan dari jual beli menurutnya merupakan kemaslahatan
yang hakiki, karena terjadinya pemindahan hak milik dari
seseorang kepada orang lain secara sah, sehingga keduanya
dapat menikmatinya dengan halal. Hal ini tentunya berbeda
dengan riba, yang walaupun menghasilkan maslahah, tetapi
hanya untuk kalangan tertentu saja, yaitu bagi si pelaku riba.
[tulah sebabnya Allah SWT menyatakan “perang” terhadap

%Taqiy al-Din Abu al-'Abbas Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taimiyah (w.
728 H) al-Harani, [ditahgiq oleh 'Abd al-Rahman ibn Muhammad Qasim],
Majmu' al-Fatawa, (Madinah: Majma’ al-Mulk, 1995), jilid ke-14, h. 144-145



pelaku riba dan menurunkan aturan yang menghapuskan
transaksi tersebut.>

Munculnya teori magqdshid al-syari’ah disebabkan
karena mujtahid tidak menemukan dalil secara eksplisit untuk
berijtihad, sedangkan permasalahan hukum yang perlu
ditetapkan hukumnya tidak pernah berhenti. Oleh karena itu
mujtahid berdaya upaya untuk menemukan jalan untuk
melandasi ijtihad mereka, dan salah satunya adalah dengan
menemukan teori maqgdshid al-syari’ah.

Penemuan teori magqdshid al-syari’ah tentu saja tidak
lahir begitu saja, tetapi diilhami oleh dalil-dalil berupa ayat al-
Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Terdapat kesulitan untuk
menentukan ayat atau hadis mana yang melandasi teori
magqdashid al-syari’ah ini secara langsung, karena tidak satupun
ayat ataupun Hadis yang menyatakan secara jelas tentang itu.
Namun, seperti diakui oleh al-Khadimiy, bahwa indikasi dalil
untuk mengatakan bahwa maslahah merupakan tujuan dari
magqdshid al-syari’ah ini sangat banyak dan tidak terbatas
jumlahnya. Dalil-dalil yang mengindikasikan kepada maslahah
tersebut terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma’ sahabat,
pendapat para tabi’in dan seluruh mujtahid. Dalam berbagai
dalil tersebut disinyalir bahwa ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam hukum-hukum yang ditetapkan pada dasarnya
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai perwujudan
dari magqdshid al-syari’ah. Seluruh penetapan hukum itu
menghendaki terealisasinya hal-hal yang membawa manfaat
dan kebaikan kepada manusia, dan sebaliknya menghindarkan
manusia dari hal-hal yang membahayakan dan merusak
dirinya.%

Menurut al-Khadimiy, walaupun terdapat banyak ayat-
ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW dan sulit untuk memilah-
milahnya, ada sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan
hadis tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori magqashid al-
syart'ah ini. Ayat-ayat dimaksud di antaranya:°?

®1bn Mukhtér al-Khadimiy , ‘Ilm Magdshid..., op.cit., h. 28
%bid., h. 77
lbn Mukhtar al-Khadimiy , ‘Ilm Magdshid..., ibid., h. 78
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“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan”.
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“Allah hendak memberikan kerlnganan kepadamu dan
manusia d1]ad1kan bersifat lemah”.
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“Allah tidak membebani seseorang melamkan sesuai dengan
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang

sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan
kepada kami apa yang tak sanggup kami memzkulnya
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“Allah  menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran baglmu
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“Allah tidak hendak menyulitkan kamu...”
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“..dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-

belenggu yang ada pada mereka...
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Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan
sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

\
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Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam
hadis Nabi SAW. Di antaranya terdapat dalam sunan al-Nasa'i
sebagai berikut:
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Dari Abu Hurairah ra berkata, telah bersabda Nabi SAW,
“Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah". (HR al-Nasa'i).
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Dari Sa’id ibn Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata,
“ketika Rasulullah SAW mengutus Mu’adz ibn Jabal, Rasulullah
berkata, “Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah
dan jangan ditakut-takuti... (HR al-Bukhari).

%Abi ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu’ib ibn ‘Ali al-Nasa'i, ditahgiq oleh
Nashir al-Din al-Albani, Sunan al-Nasa'i, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif 1i al-
Nasyr wa al-Tawzi’, 1417 H), h. 464

®Muhammad ibn Ismd’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari, ditahgiq oleh
Muhammad Zahir ibn Nashir al-Nashir, al-Jami’ al-Musnad al-Shahth al-
Mukhtashar min Umdr Ras(lillah SAW wa Sunanuh wa Ayyamuh, (Damaskus:
Dér Thauf al-Najah, 1422 H), juz ke-8, h. 30
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Dari Urwah ibn al-Zubeir, bahwa Azsyah RA berkata, ”Ada
seorang Pemuka agama Yahudi datang menemui Rasulullah
SAW dan berkata “kecelakaan atasmu (Muhammad)”. Aisyah
menjawab, “Untukmu kecelakaan dan laknat”. Lalu Rasulullah
SAW bersabda, “Sabar ya Aisyah, sesungguhnya Allah SWT
menyukai orang-orang yang santun (penuh kasih sayang) dalam
setiap urusannya”. (HR al-Bukhari).

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan,
bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan
tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya.
Seorang muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan
kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk
diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam
pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu
pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk
memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang,
karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak
sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan. Makna
lain dari ayat dan hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran
Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan
manfaat dan menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat
mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan,
sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudharatan,
kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang
dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut.
Dengan demikian magqdshid al-syari’ah, yang berujung kepada
kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik
dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.

Tentu saja dalil untuk menghasilkan magqgdshid al-
syari’ah itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat
atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu
ketentuan dalam beberapa ayat atau hadis yang lain diteliti dan

W0A|-Bukhari, al-Jami’ al-Musnad..., ibid., h. 12



ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan
hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka
diambil kesimpulan secara istiqrd" (induktif) dan disimpulkan
bahwa semua hukum syara’ itu bermuara kepada
kemaslahatan. Oleh karena itu untuk melanjutkan hal yang
demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal agar
dalam penetapan hukum (baca; figh) harus mengacu kepada
kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT.

Keberadaan magqdshid al-syart’ah, sebagai sebuah teori
hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan
mujtahid (ijmd’). Dari sisi ijma’ dapat dilihat bahwa ulama-
ulama salaf dan khalaf, dari dulu sampai sekarang,
menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan
dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.101

Untuk membuktikan hal itu banyak sekali contoh-
contoh berupa ketentuan-ketentuan Allah SWT dan Rasul SAW
yang menunjukkan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan
utama syariat Islam. Misalnya kebolehan mengqashar dan
menjamak shalat bagi seseorang yang berada di perjalanan,
gugurnya qadha shalat bagi wanita haidh dan nifas, dispensasi
untuk tidak berpuasa bagi orang yang lanjut usia, orang sakit
dan orang yang sedang melakukan perjalanan, pembebasan
taklif bagi orang gila, orang pingsan, dan anak kecil. Hal ini
menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum Islam memberikan
pertimbangan hukum sesuai dengan kemampuan seseorang.

Contoh-contoh dalam bidang muamalah juga dapat
ditunjukkan dengan kebolehan jual beli salam (pesanan), aqad
musdqdh dan muzdra’ah, ijGrah, dan sebagainya. Semua ini
mengartikan bahwa syariat Islam mengutamakan kemudahan
dan menjauhkan seseorang dari kesulitan-kesulitan yang tidak
sanggup ia pikul, baik dalam melakukan aktifitas dunianya
maupun dalam aktifitas akhiratnya. Dengan ketentuan-
ketentuan seperti itu maka tidak dapat dipungkiri bahwa
syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan
perlindungan bagi manusia mulai dari kehidupan dunianya
sampai kehidupan akhiratnya.

19%1hn Mukhtar al-Khadimly , ‘lim Magashid..., op.cit., h. 11



Magqdashid al-syari’ah, yang merupakan penelusuran
terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum,
mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika
berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid,
atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan
untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum
[slam dan dalam rangka menjawab permasalahan-
permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat
terbatasnya dalil-dalil hukum yang terdapat dalam al-Qur'an
dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi
umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui
magqdshid al-syari’‘ah hukum Islam akan mengalami stagnasi
dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai
sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak
akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip
hukum Islam itu sendiri.

Akan tetapi perlu digarisbawahi, bahwa maslahat yang
dituju oleh sebuah penetapan hukum lebih bermuara kepada
kepentingan manusia, karena dengan maslahat akan dapat
menghasilkan ~ manfaat dalam  pelaksanaannya dan
menghindarkan pelakunya dari hal-hal yang membahayakan
dirinya. Sedangkan maqdshid al-syari’ah lebih jauh dari itu,
yaitu untuk menjaga kepentingan Allah SWT. Hal ini
sebagaimana dikatakan oleh al-Ghazali (w. 505 H) (w. 505 H)
dalam al-Mustashfd; ‘ ‘ ‘
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"Maslahat pada dasarnya merupakan sebuah kesimpulan untuk
mewujudkan manfaat atau menolak hal-hal yang bersifat
mudharat, tetapi bukan itu yang kami maksud, karena mencari
manfaat dan menolak mudharat merupakan tujuan setiap
makhluk dan kebaikan untuk makhluk dalam mencapai tujuan
mereka, tetapi yang kami maksud dengan maslahat itu
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sebenarnya adalah memelihara tujuan syara'.

12 Ap0 Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, al-Mustashfa Min 1Im al-
Ushdl,(Qum: Intisyarat Dar al-Dzakha’ir, 1368 H), cet.ke-2, juz ke-1, h. 286-287



Dengan demikian pembicaraan tentang magqdshid al-
syarf’ah tidak hanya berkenaan dengan kemaslahatan yang
hendak dicapai oleh manusia, tetapi lebih jauh dari itu
bagaimana sebuah penetapan hukum dapat memelihara
kepentingan Allah SWT.

Menurut ‘Abdullah Darraz (w. 1932 M) ,pentahqiq kitab
al-Muwdfagqat fi Ushil al-Syari’ah karya al-Syathibi (w. 790 H),
kebanyakan pembahasan yang dilakukan oleh ulama klasik
dalam kitab ushul fighnya kurang memperhatikan maqashid al-
syart’ah,193 namun al-Syathibi (w. 790 H) telah menjadikan hal
ini sebagai tema sentral dalam karyanya, al-Muwdfaqat. Hal ini
dilakukan oleh al-Syathibi (w. 790 H) untuk membuktikan
bahwa hukum syara’ itu ditetapkan untuk memelihara
kemaslahatan yang merupakan kepentingan manusia secara
keseluruhan. Untuk itu al-Syathibi (w. 790 H), sebagai “bapak”
magqashid al-syari’ah, telah membagun kaedah-kaedah ilmiah
yang didukung oleh dalil-dalil yang diinduksi dari dalil-dalil
syar'i dan memformulasikannnya sedemikian rupa sehingga
akhirnya menjadi sebuah teori maqdshid al-syari’ah.

B. Faidah Mempelajari Ilmu Maqdshid al-Syari’ah
Berdasarkan pengertian dan landasan berpikir ilmu
magqashid al-syari’ah di atas, berikut akan dikemukakan secara
ringkas beberapa faidah mempelajari ilmu magqdshid al-
syart’ah. Faidah-faidah itu dapat disebutkan sebagai berikut:104
1. Meletakkan pondasi kaedah-kaedah yang diharapkan dapat
membantu mujtahid dalam mengistinbathkan hukum syar’i,
dan mengetahui kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah
SWT dari setiap beban hukum yang dipikulkan kepada
manusia. Apapun persoalan yang dihadapi oleh mujtahid, di
mana pun ia berada, bagaimana pun situasi dan kondisi yang

1931 hrahim ibn M(sa al-Lakhmi al-Gharnathi Ab Ishaq al-Syathibf (w. 790
H) [ditahqiq oleh ‘Abdullah Darraz], al-Muwéafagat fi Ush(l al-Syari’ah, (Mesir:
Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, [tth]), juz ke-1, h. 5

10%Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali ibn Rabi’ah [selanjutnya
disebut Ibn Rabi’ah], ‘lim Magashid al-Sydri’, (Riyadh: Maktabah al-Malik
Fahdh al-Wathaniyyah Atsna’ al-Nasyr, 2002), cet. Ke-1, h. 38



dihadapinya, ia akan mampu untuk menetapkan hukum
sesuai dengan kondisi itu.

2. Seorang mujtahid akan mampu melakukan tarjih terhadap
pendapat ulama yang berbeda-beda dan mampu memilih
yang lebih kuat.

3. Dengan mengetahui magqdshid al-syari’‘ah menjadikan
seorang mujtahid mampu memahami ketentuan syariat
I[slam secara kulliy (global), dan dengan bekal itu ia juga
akan mampu memahami syariat Islam secara juz’i (parsial).

4. Pengetahuan terhadap magqdshid al-syari’ah menjadikan
seorang mujtahid mampu untuk mengaplikasikan qiyas
dalam menghadapi persoalan-persoalan baru,1%5 dan mampu
untuk menolak pendapat orang-orang yang menolak berdalil
dengan qiyas atau mengingkari kehujjahan qiyas.

5. Menjadikan seorang mujtahid mampu untuk menyelesaikan
ta’drudh (pertentangan) antara teks-teks al-Qur'an dan
Sunnah dengan maqashid (tujuan hukum).106

Menurut al-Khadimiy, faidah mempelajari ilmu
magqdshid al-syari’ah ada tujuh, dapat disimpulkan sebagai
berikut:107

1. Adanya motivasi untuk mendalami ‘illat-‘illat dari setiap
penetapan hukum Islam serta hikmah dan tujuan-tujuannya,
baik secara umum maupun secara khusus. Tujuan utama
ta'lil al-ahkam itu ditempuh dengan cara menemukan dan
mendalami sifat-sifat yang menyertai hukum dalam teks
hukum tersebut. Namun menurut ibn ‘Asytr (w. 1973 M) (w.
1973 M), sebagian ketentuan hukum yang ditetapkan Allah
SWT terkadang tidak ditemukan fllat dan hikmahnya, di
mana mujtahid mengkategorikannya dengan ketentuan-
ketentuan yang ta’abbudi.1%8

2. Mampu menghubungkan setiap pembahasan dalam ilmu
ushul figh dengan konsep magqdshid al-syari’ah. Misalnya

195 jhat juga Muhammad Thahir ibn ‘Asyur [ditahqiq oleh Muhammad al-
Théhir al-Maisawi], Maqashid al-Syari’ah al-l1slamiyyah, (Yordania: Dar al-
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dalam melakukan pembahasan dan penerapan qiyds, ‘urf,
dzart’ah, dan sebagainya.

3. Mengurangi intensitas perbedaan dan perselisihan dalam
masalah figh, begitu juga dengan fanatisme mazhab. Hal ini
tentunya diakibatkan oleh pengetahuan ulama terhadap
maqdshid al-syari’ah. Dengan ilmu ini ulama mampu
mengambil jalan tengah dari pendapat yang berbeda-beda
dan sekaligus mampu menghilangkan pertentangan-
pertentangan tersebut, termasuk mampu
mengkompromikan antara pendapat-pendapat yang
berpegang kepada nash secara tekstual dan pendapat yang
berpegang kepada jiwa sebuah teks (riih al-nash).

4. Memotivasi seorang mukallaf untuk melaksanakan beban
taklifnya untuk senantiasa patuh dan mengikuti taklif itu
dengan sebaik-baiknya, terutama ketika hikmah-hikmah
hukum yang dibebankan kepadanya diketahui dengan
sepenuhnya.

Berdasarkan beberapa faidah yang dikemukakan di atas
dapat disimpulkan bahwa suatu keharusan bagi seorang ulama
dan mujtahid untuk mengenal dan mendalami magqdshid al-
syari’ah. Hal ini secara umum dimaksudkan agar ia mampu
untuk berijtihad terhadap perkara-perkara yang tidak
ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam nash dan
ijtihadnya itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT.
Di samping itu, untuk menyikapi banyaknya perbedaan
pendapat yang berkembang dalam bidang figh, seorang ulama
mempunyai kemampuan untuk memilih dan selanjutnya
menguatkan salah satu pendapat yang lebih sesuai dengan
kondisi yang dihadapinya. Hal ini sekaligus mengurangi
intensitas persaingan dan fanatisme mazhab.

Menurut penulis, pengetahuan terhadap magqdshid al-
syari'ah akan mengantarkan seorang mujtahid mampu
memahami ketentuan Allah SWT dan untuk selanjutnya ia akan
mampu mengembangkan hukum Islam sesuai dengan
kehendak Allah SWT. Walaupun faidah mengetahui magqdshid
al-syari'ah tidak hanya sebatas yang dikemukakan di atas,
setidaknya pernyataan ini dapat mewakili banyaknya faidah
yang didapatkan dalam mempelajari maqgdshid al-syari’ah itu.



C. Sejarah Pemikiran dan Perhatian Ulama terhadap
Magqashid al-Syari’ah

Istilah maqdashid al-syari’ah dan semua peristilahan yang
terkandung di dalamnya memang tidak ditemukan pada masa
Nabi SAW dan sahabatnya, akan tetapi dari kajian sejarah
hukum Islam, diketahui bahwa pada dasarnya Nabi SAW telah
menerapkan magqgdshid al-syari’ah dalam keputusan-keputusan
hukumnya, begitu juga pada periode sahabat. Indikasi-indikasi
perkataan Rasul SAW dan sahabatnya pada akhirnya
menginspirasi mujtahid berikutnya untuk melahirkan teori
hukum baru dalam Islam, yaitu magqdshid al-syari’ah. Kondisi
ini sama saja dengan ilmu-ilmu lainnya dalam Islam yang tidak
mempunyai istilah sendiri pada periode Rasul SAW dan
sahabat, tetapi terinspirasi oleh perkataan dan perbuatan Nabi
SAW.

Aktifitas mujtahid dalam menghasilkan teori magqdshid
al-syart’ah agaknya terinspirasi oleh jawaban Nabi SAW dalam
hadis-hadisnya yang berasal dari pertanyaan para sahabat,
antara lain ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW kenapa
suatu perbuatan disuruh atau dilarang atau kenapa Nabi SAW
mengatakan sesuatu. Misalnya ketika Nabi SAW ditanya lima
dza atau [limd (kenapa), seperti pertanyaan tentang
penyelenggaraan jenazah syuhada” perang Uhud yang langsung
dikuburkan dengan pakaian dan darah yang melekat pada
tubuh mereka tanpa dimandikan terlebih dahulu. Hadits
tersebut berbunyi sebagai berikut:
el JE ) B8 e Capdl alus agle A s Gl Ol s o 04l 0
sty ot st 5 Alall o3y 5y 13Lad U8 (b a3 gy b sla3h 8Y5m e
Aalai, sela 35 A LAl ) )il AaUail s et Jusll e 3 pell oY (Ll
| sinial 285 300 slads da S sl e ) Jae 3 1510 Lay slagll s Ao Als
4 Zlia) lae aalief Lab cladll ey 2SO e )5l cila ) Jlef i xie

109 (sl o) 5)) oelals agilil Gy aedl 8 o ) sile (han an e
"Dari ibn Abi Sha'ir, bahwa Nabi SAW telah memuliakan para
sahabat yang gugur dalam perang Uhud, lalu ia bersabda, "Aku
telah menjadi saksi atas mereka, maka kuburkanlah mereka
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dengan darah dan pakaiannya”. Lalu ketika ia ditanya, "kenapa
mereka dikuburkan dengan kondisi seperti itu sedangkan
biasanya dimandikan terlebih dahulu?" Kami menjawab,
"sesungguhnya tujuan mandi itu adalah untuk mensucikan dan
membersihkan karena mereka akan berpindah dari alam dunia
ke alam akhirat, untuk itu diperlukan kesucian dan kebersihan
dirinya. Sedangkan orang-orang yang mati syahid telah
menyerahkan nyawa dan darah mereka yang mulia di jalan
Allah. Oleh karena itu mereka lebih berhak untuk mendapatkan
derajat yang tinggi di sisi Allah dan sambutan dari Malaikat.
Mereka lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang
wafat di atas tempat tidur dan dikelilingi oleh keluarganya. (HR
Bukhari)

Demikian pula dalam hadis Nabi SAW lainnya tentang
mandi sebelum shalat Jumat:
Galgl Al g Jidll e VL S 3100 JAT e il O i o) o2
M\ [ \M(,sﬁu, )G_L.\jw;\}@m:.\w olie S Lagd O € 5a
Oshiags , Caslall shaly | (palids alug adle 0 a5k 68 B G0 (8
ﬂ\‘;ma.u\dyjc_);s u&.w]\u‘)u.a IAMA;..MS\UISJ em_)}@_h‘;cd;.d\
g_d;ﬁa_a)u}mbu\ 3:3..490‘).\.\.«:} );J\ q_\mu.al.me}q@w\ey?&“}
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"Dari ibn 'Abbds, sesungguhnya ada dua orang dari Iraq yang
mendatanginya dan bertanya tentang mandi pada hari Jumat,
apakah wajib? Ibn 'Abbds menjawab, "siapa yang mandi maka
itu lebih baik dan lebih mensucikan, saya (kata ibn 'Abbds) akan
menjelaskan kepadamu kenapa harus mandi sebelum Jumat.
Manusia pada masa Rasul SAW banyak mempunyai kepentingan,
mereka memakai pakaian dari wol kasar sambil memikul kurma
di atas punggung mereka. Sedangkan masjid pada saat itu
sangat sempit. Suatu ketika Rasul SAW masuk ke masjid dalam
cuaca yang amat panas, ia berdiri di atas mimbar yang kecil,
berkhutbah, dan hanya berjarak tiga hasta dari jamaah. Bau

MOAh Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, [ditahqiq oleh
Muhammad Mushthafé al-A'zhami], Shahth ibn Khuzaimah, (Beirut: al-Maktab
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keringat dan pakaian wol mereka membuat yang lain merasa
terganggu, termasuk mengganggu penciuman Rasul SAW. Lalu
Nabi SAW bersabda di atas mimbarnya, "Wahai manusia,
apabila datang hari Jumat maka mandilah terlebih dahulu, dan
pakailah harum-haruman". (HR ibn Khuzaimah)

Dua buah hadis di atas menunjukkan bahwa perkataan
dan perbuatan Nabi SAW dipertanyakan oleh sahabatnya
karena mereka tidak mengetahui tujuannya, lalu jawaban Nabi
SAW menyebutkan adanya kebaikan apabila sesuatu yang
ditetapkannya diikuti oleh sahabatnya. Kebaikan itulah yang
pada akhirnya disebut oleh mujtahid dengan istilah maslahat.
Setidaknya jawaban Nabi SAW dalam keputusan hukum yang
diambilnya telah menginspirasi mujtahid untuk menemukan
kemaslahatan dalam setiap perkataan dan perbuatan Nabi
SAW.

Terdapat ijtihad Rasul lainnya yang mengindikasikan
kepada pencapaian magqdshid al-syari’ah, di antaranya adalah
tentang seorang wanita datang kepada Rasulullah yang
mengadukan masalah nazar orang tuanya untuk menunaikan
ibadah haji yang belum sempat dilaksanakan karena orang
tuanya wafat sebelum sempat melaksanakan nazarnya. Rasul
menanyakan bagaimana sekiranya kalau orang tuanya
berhutang, dia menjawab bahwa ia akan membayar hutang
tersebut. Lalu Rasul SAW menyatakan bahwa hutang kepada
Allah lebih utama untuk dibayar.11! Dalam hal ini Rasul SAW
sepertinya memakai metode gqiyds. Metode yang digunakan
Rasul SAW jika dihubungkan dengan magqdshid al-syari’ah
dimungkinkan untuk memelihara agama (hifzh al-din) yang
merupakan bagian utama dalam magqdshid al-syari’ah.

Begitu juga dengan ijtihad sahabat yang terkadang
dilakukan sendiri-sendiri, seperti ijtihad Umar (w. 23 H) dalam
kasus orang-orang muallaf. Muallaf mempunyai bagian dari
zakat yang diambil dari muzakki (QS. 9: 60), kemudian bagian
muallaf ini tidak diberikan oleh Umar karena illat yang
mendasari ketentuan hukum tersebut tidak ada pada saat itu,
yaitu ta lif (menjinaki hati orang yang baru masuk Islam agar
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tetap dengan keislamannya), dan ia merasa bahwa keadaan
negara sudah mantap dan stabil sehingga tidak perlu lagi
membujuk atau menjinaki orang untuk masuk Islam atau tetap
kokoh dengan Islamnya. Dengan demikian terlihat bahwa
kedudukan 'illat sangat berpengaruh dalam menetapkan atau
menangguhkan sebuah hukum yang telah ditetapkan. Dilihat
dari sisi penggunaan 'illat dalam kasus muallaf ini, agaknya
Umar tidak menentangi nash, hanya memaknainya sesuai
dengan 'illat yang ditemukan dalam ayat tersebut.

Di sisi lain sahabat juga berijtihad secara bersama-sama
(musyawarah). Ijtihad seperti ini biasa dilakukan oleh Abu
Bakar (w. 13 H) dan Umar (w. 23 H). Artinya, ra yu merupakan
alternatif dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi
yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam al-Qur’an
dan Sunnah. Misalnya pengumpulan al-Qur'an dan masalah
orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dalam persoalan
orang yang enggan membayar zakat, Abu Bakar berpendapat
bahwa mereka harus diperangi, sedangkan Umar mengatakan
mereka tidak harus diperangi karena mereka adalah orang-
orang yang sudah mengucapkan dua kalimah syahadat,
walaupun kemudian Umar memahami jalan pikiran Abu Bakar.
112 Demikian juga pada kasus seorang laki-laki yang dibunuh
oleh ibu tirinya dengan dibantu oleh kawan-kawannya
(pembunuh lebih dari satu). Umar merasa kebingungan dalam
menghadapi masalah ini, lalu muncul Ali (w. 40 H) dengan
rayunya dan berpendapat bahwa mereka harus diqgishas
semuanya, sama halnya dengan orang yang berserikat mencuri
harus pula dipotong tangan seluruhnya. Semua hasil ijtihad ini
mungkin bagian dari maqdshid al-syari’ah yang telah
dipraktekkan oleh sabahat. Dengan demikian ijtihad-ijtihad
yang dilakukan oleh sahabat dimungkinkan telah menerapkan
magqdshid al-syari’ah, walaupun belum ada istilah itu pada masa
mereka. Artinya, yang mereka tuju dari ijtihadnya adalah
menghasilkan kemaslahatan sesuai dengan keinginan Allah
SWT. Bahkan apa yang mereka putuskan secara umum telah

Y“2Muhammad  Khudhari Beik, Tarikh...op.cit, h. 115; juga ‘Abbas
Sylman, Mashddir ..., op.cit., h. 98-99



mengilhami mujtahid berikutnya, seperti al-Juwaini (w. 478 H),
al-Ghazali (w. 505 H) (w. 505 H), ibn Taimiyah (w. 728 H) (w.
728 H), ibn Qayyim (w. 751 H), al-Syathibl (w. 790 H), ibn
‘Asylr (w. 1973 M) dan lain-lainnya dalam merancang dan
menyusun magqdshid al-syari’‘ah dalam sebagai sebuah
keilmuan.

Begitu juga pada masa tabi’in dan tabi’ tabi’in, istilah
maqdshid al-syari’‘ah juga belum menjadi bahasa mereka
sehari-hari. Hal ini karena mereka tidak membentuk istilah
sendiri dengan maqdshid al-syari’ah ketika melahirkan ijtihad-
ijtihadnya. Akan tetapi dari metode-metode yang mereka
tawarkan dalam pemecahan hukum Islam ternyata mereka
sudah melakukannya. Hal ini sama saja dengan kondisi yang
ada pada masa sahabat. Metode qiyds, istihsdn, maslahah al-
mursalah, sad al-dzarf’ah, al-‘urf, istishdb, dan lain-lain,
merupakan metode yang ditawarkan untuk mewujudkan
kemaslahatan. Dalam ijtihad-ijtihadnya, mujtahid era tabi’in
dan tabi’ tabi’in selalu mengarahkan ijtthad mereka untuk
melahirkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip dan tujuan
yang mereka teliti dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Kemaslahatan
yang lahir dari ijtihad mereka minimal dapat dirasakan
hikmahnya oleh masyarakat di era mereka. Tidak benar kalau
dikatakan mereka tidak menggunakan magqdshid al-syari’ah.
Misalnya ketika mujtahid mencari ‘illat pengharaman khamar,
mereka menemukan bahwa iskar (memabukkan) merupakan
alasan Allah SWT mengharamkannya. Dari alasan ini pada
akhirnya Jumhur ulama mengembangkannya kepada setiap
makanan atau minuman yang mempunyai potensi
memabukkan. Tujuan akhir yang diinginkan mujtahid adalah
menolak mafsadat dan mewujudkan manfaat sebagaimana
yang diinginkan oleh Allah SWT. Apa yang mereka lakukan ini
merupakan buah dari pemahaman mereka terhadap magqgdshid
al-syart’ah, walaupun istilah itu tidak mereka sebutkan ketika
berijtihad.

Berpijak kepada pernyataan di atas, pembicaraan
tentang magqdshid al-syari’ah, sebelum al-Syathibi (w. 790 H),
sudah dilakukan oleh para mujtahid, walaupun tidak
menyebutkan dan membahasnya secara spesifik. Hal ini



sebagaimana disebutkan oleh ‘Abd al-Rahman Yasuf ‘Abdullah
al-Qaradhawi [bukan Yasuf al-Qaradhawi yang menjadi tema
sentral penelitian ini, dan selanjutnya disebut Y{suf ‘Abdullah]
dalam tesisnya pada Universitas Kairo, Mesir. Ylsuf ‘Abdullah
menyebutkan bahwa mujtahid yang telah menyinggung
magqdshid al-syari’ah ini dalam kitab-kitab mereka antara lain
ibn Hazm (w.456 H/1064 M), al-Juwaini Imam al-Haramain (w.
478 H/1078 M), al-Ghazall (w. 505 H) (w. 505 H/1105 M),
Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H) (w. 606 H/1206 M), al-Amidi
(w. 631 H/1231 M), ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam (w. 660
H/1262 M), al-Qarafi (w. 684 H) (w. 684 H/1285 M), Najm al-
Din al-Thifi (w. 716 H/1316 M), al-Zarkasyl (w. 794 H/1394
M), ibn Taimiyah (w. 728 H/1328 M), ibn al-Qayyim al-
Jauziyyah (w. 751 H/1350 M), dan al-Syathibi (w. 790 H/1388
M).113 Pembahasan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di atas
maupun tokoh-tokoh sesudahnya tidak sesempurna yang
dilakukan oleh al-Syathibi (w. 790 H). Misalnya dalam kitab al-
Mustashfd karya al-Ghazall (w. 505 H), yang disebut-sebut
sebagai tokoh yang juga fokus dengan magqdshid al-syari’ah ini,
di mana pembahasan maslahah dan pembagian pemeliharaan
kebutuhan manusia kepada tiga tingkatan, ditempatkan pada
bab al-istishldh,11* sementara ‘Abd al-Karim Zaidan (w. Januari
2014 M) membahasnya pada bab metode-metode istinbath
hukum,115 dan juga dibahas oleh pakar figh Indonesia, Hasbi
ash-Shiddieqy (w. 1975 M) dalam bab tujuan-tujuan hukum
[slam dalam bukunya Falsafah Hukum Islam. Tetapi jika dilihat
semua pembahasan ulama itu, maka al-Syathibi (w. 790 H)
dapat dikatakan sebagai ulama yang sudah membahasnya
secara sempurna dan integral, walaupun ulama-ulama

Y31 ebih lengkap dapat dibaca pada ‘Abd al-Rahman Ydsuf ‘Abdullah al-
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sesudahnya masih dituntut untuk mendalaminya dan
mengembangkannya sesuai dengan kondisi zaman mereka
masing-masing.

Kelihatannya, semua kitab ushul figh pasca al-Syathibi
(w. 790 H) sudah membahas tentang teori maqdshid al-syari’ah
ini. Perbedaan dijumpai dalam menempatkan pembahasannya.
Ada yang membahas di bawah bab al-istishldh, ada yang
membicarakannya pada bab al-illat, bab al-qiyds, dan ada yang
memang membahasnya dengan memberikan  judul
pembahasan dengan magqdashid al-syari’ah.

Teori magqdshid al-syari’ah yang sudah ada benihnya
sejak masa Nabi SAW dan sahabat terus berkembang menuju
sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sesuai dengan teori
Yiasuf ‘Abdullah, ibn Hazm (w. 456 H/ 1064 M) disebut-sebut
sebagai ulama figh, sebelum al-Juwaini (w. 478 H), yang
dianggap menyinggung magqdshid al-syari’ah dalam ijtihadnya.
Menurutnya, teori hukum yang dikembangkan oleh ibn Hazm
(w. 456 H) yang cenderung tekstual dan kurang dalam
pemakaian ra'yu menyebabkan ia menolak berdalil dengan
qiyads. Apa yang dilakukannya, menurut Yasuf ‘Abdullah, adalah
untuk memenuhi pencapaian tujuan yang diyakininya sesuai
dengan kehendak Allah SWT. Mungkin orang mengira ia tidak
tahu dengan magqdshid al-syari’ah, akan tetapi anggapan orang
tersebut tidak sepenuhnya benar.116

Untuk membenarkan teorinya ini Y{suf ‘Abdullah
mengemukakan dua argumen. Pertama, dilihat dari segi masa
antara abad ke-5 Hijriyah sampai abad ke-8 Hijriyah, di mana
dalam rentang waktu itu ibn Hazm (w. 456 H) hidup dan
beraktifitas dalam dunia figh dan ushulnya. Pada masanya ia
melihat banyaknya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di
kalangan ulama yang mendasari pendapatnya dengan ra'yu
(qivas). Sebagai seorang faqih tentu saja ia harus berpikir
meluruskan hal itu. Sebab, tidak mungkin Allah SWT
menetapkan sebuah hukum dengan tujuan yang berbeda-beda.
Kedua, dalam pembahasannya ia memberikan penilaian
terhadap pemikiran-pemikiran yang mengacu kepada
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maqdshid al-syari’ah [baca; al-ra’yu] dan menyebutkan
pendapat-pendapat ulama tentang suatu masalah, menimbang-
nimbang pendapat itu lalu mengeluarkan pendapatnya dalam
masalah yang sama. Usahanya menuliskan semua itu tentu saja
berawal dari pengetahuannya terhadap seluruh pendapat
ulama dan tujuan yang hendak dicapai dengan pendapat ulama
tersebut. Ini salah satu alasan yang mengindikasikan bahwa ibn
Hazm (w. 456 H) sepertinya juga mengedepankan magqdshid al-
syarf’ah dalam penetapan hukumnya, walaupun terkesan
bahwa maslahat yang dimaksudnya dalam magqdshid al-syari'ah
itu adalah maslahah al-mu'tabarah.1’

Salah satu yang banyak disorot oleh pengkaji-pengkaji
hukum Islam adalah penolakannya terhadap teori giyds yang
umum dipakai di kalangan ulama ushul, yaitu qiyds al-tamtsil,
namun ia tidak menolak logika gqiyds al-manthiqi dalam
penetapan hukum. Akibat penolakannya terhadap qiyds al-
tamtsil yang dipergunakan oleh mayoritas ulama ushul, ia
dikategorikan sebagai ulama yang tekstual dan tidak punya
perhatian terhadap makna-makna yang ada di balik sebuah
teks. Hal itu karena salah satu kajian inti dalam qiyas adalah al-
illat. Namun, walaupun ia menolak metode giyds, ibn Hazm (w.
456 H) menawarkan teori lain yang disebut al-istidldl. Teori ini
secara sederhana dapat dicontohkan dengan larangan
mengatakan uff terhadap kedua orang tua. Menurut teori giyas,
‘illat dari lafaz uff itu adalah menyakiti orang tua, oleh karena
itu setiap perbuatan yang berpotensi menyakiti orang tua
seperti memukul, walaupun tidak disebut secara eksplisit
dalam nash, juga dilarang.

Menurut ibn Hazm (w. 456 H), teori giyds dengan
mencari ‘illat hukum tidak bisa dibenarkan, tetapi bukan
berarti memukul orang tua dibolehkan oleh agama. Dengan
teori al-istidldl-nya ibn Hazm mengembalikan persoalan itu
kepada ayat al-Qur'an secara tekstual yang mewajibkan
berbuat baik kepada orang tua. Kesimpulannya, hukum
memukul orang tua tetap dilarang tetapi lebih meyakinkan
apabila dasar hukumnya adalah ayat al-Qur an secara tekstual.

Uy tsuf ‘Abdullah, Nazhariyah..., ibid



Walaupun Yisuf ‘Abdullah memasukkan nama ibn Hazm
sebagai salah satu pemerhati maqdshid al-syari’ah, menurut
penulis hal ini kurang tepat. Alasannya karena di dalam teori
magqdshid al-syari’ah yang menjadi fokus pembicaraan adalah
maslahah, dan itulah tujuan hukum Islam. Tidak satu pun
tulisan ibn Hazm tentang teori maslahah ini, apalagi jika
dihubungkan dengan tingkatan-tingkatan kebutuhan dalam
magqdshid al-syari’ah berupa kebutuhan al-dhartiriyah, al-
hdjiyah, dan al-tahsiniyah (al-takmiliyah). Yang paling banyak
sumbangannya dalam teori maslahah ini adalah gqiyads,
khususnya dalam proses pencarian ‘illat hukum (masdlik al-
illat), dan masdlik al-'illat merupakan Kkajian inti dari
penemuan magqdshid al-syari’ah. Adapun ibn Hazm (w. 456 H)
menolak berdalil dengan gqiyds, dan tentu saja menolak teori
masalik al-'illat. Suatu hal yang tidak mungkin memasukkan ibn
Hazm ke dalam salah satu tokoh maqdshid al-syari’ah ketika
kajian inti untuk menemukan magqdshid al-syari’ah itu justru
ditolaknya. Apabila ibn Hazm dimasukkan ke dalam tokoh
pemerhati magqdshid al-syari’‘ah, tentu lebih utama
memasukkan pendiri-pendiri mazhab terkenal dalam hukum
I[slam ke dalam kategori itu, seperti Imam Abx Hanifah (w. 150
H), Imam Malik (w. 179 H), Imam al-Syafi'l (w. 204 H), dan
Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H). Alasannya, para tokoh ini
bahkan sudah membuat teori-teori penetapan hukum Islam
yang diyakini bertujuan untuk menghasilkan maslahah, seperti
teori al-qiyds, al-istihsdn, maslahah al-mursalah, sad al-dzari’ah,
dan lain sebagainya.

Menurut Ahmad al-Raistini, tokoh pertama yang
menggunakan istilah al-maqdshid ini adalah al-Hakim al-
Turmudzl (w. 320 H). Walaupun al-Hakim adalah seorang
filosof dan sufi, tapi yang jelas di dalam salah satu karyanya ia
sudah menggunakan istilah al-magqdshid, yaitu kitab al-Shaldh
wa Magqdshiduhd. Sedangkan setelah itu muncul AbG Manshir
al-Maturidi (w. 333 H) dengan karyanya Ma’khaz al-Syard'’
dan selanjutnya diikuti oleh Ab( Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.
365 H) dengan karyanya Mahdsin al-Syari’ah. Beberapa karya
di atas ini sudah memperbincangkan tentang al-maqdshid,
yaitu mencari hikmah-hikmah hukum dan fllat hukum.



Pemikiran al-maqdshid oleh al-Maturidi (w. 333 H), selanjutnya
telah mengilhami al-Juwaini (w. 478 H) dalam merumuskan
teori al-maqdshid ini.118 Hal ini terlihat dalam kitab al-Burhan,
di mana al-Juwaini (w. 478 H) banyak mengutip dan
menguatkan pendapat al-Maturidi (w. 333 H), khususnya
dalam masalah al-maqdshid ini.

Terlepas dari perbedaan di atas, yang disepakati oleh
ulama sebagai tokoh yang berjasa dan punya keutamaan dalam
hukum Islam secara umum dan magqdshid al-syari’ah secara
khusus adalah Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H). Kitab
ushul fighnya yang terkenal, al-Burhdn fi Ushiil al-Fiqh, telah
mencantumkan tentang teori maqdshid al-syari’‘ah ini, dan
dialah ulama pertama yang menyebutkan hal itu dalam
tulisannya. Oleh karena itu ia layak disebut sebagai penemu
teori magqdshid al-syari’ah. Dalam sebuah pernyataannya al-
Juwaini (w. 478 H) mengatakan:

s b bomar Gl puli alslly el oY) (B aalial ¢ d g phdl Al

119 :""7‘)‘:‘“
"Barangsiapa yang tidak memahami maqdshid al-syari’ah
dalam setiap perintah dan larangan Allah SWT, maka ia tidak
bisa dikategorikan kepada orang yang luas pandangannya
terhadap tujuan-tujuan sydri’ah".

Selanjutnya, teori tentang magqdshid al-syari’ah ini
tergambar dalam kitabnya pada pembahasan giyds dan fllat.
Setelah mengemukakan pandangannya tentang giyds, orang-
orang yang menerima dan yang tidak memberlakukannya, al-
Juwaini (w. 478 H) mengatakan bahwa dasar-dasar memahami
makna hukum Islam itu dapat dibagi kepada lima macam, yaitu:
120

Pertama, nash yang dapat didalami maknanya, dan hal
itu merupakan asal (pondasi) dari nash itu. Hal itu didapatkan

“8Ahmad al-Raistini, Nazhariyah al-Magdshid ‘Ind Imém al-Syathibi (w.
790 H), (Riyadh: Dar al-‘Ilmiah li al-Kitab al-Islamfy, 1999), h. 9

U9Abi al-Ma’aliy ‘Abd al-Malik ibn ‘Abdillah ibn Ydsuf al-Juwaini, al-
Burhan fT Ushdl al-Figh, (Beirut: Déar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), cet. Ke-1, juz
ke-1, h. 101

12%enjelasan lebih lengkap tentang hal ini dapat dibaca al-Juwaini, al-
Burhan..., ibid., h. 79-95



dengan cara mentakwilkan nash (al-mangqiil minh) kepada hal-
hal yang bersifat dhaririyah, dan hal semacam ini adalah
sebuah kemestian. Misalnya kewajiban qishas yang dilihat dari
alasannya (‘illat) adalah untuk memberikan perlindungan
terhadap darah manusia. Apabila orang memahami alasan itu
maka ia akan menetapkan hukum sesuai dengan makna
tersebut, yaitu memberikan perlindungan terhadap manusia.
Jika dihubungkan dengan persoalan lain, misalnya jual beli,
juga ditujukan untuk memelihara jiwa manusia. Sebab, apabila
saling tukar menukar benda antar manusia tidak dibolehkan,
maka akan timbul situasi dharurat. Oleh karena itu apabila
dalam satu ketentuan sudah didapatkan maknanya secara jelas,
maka seorang ahli hukum mesti menerapkannya untuk
ketentuan-ketentuan lainnya. Kedua, ada suatu ketentuan yang
berhubungan dengan al-hdjah (kepentingan) umum dan tidak
sampai kepada batas al-dhartirah. Misalnya kebolehan sewa
menyewa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang
mampu secara materi untuk memiliki sesuatu. Hal ini
merupakan kebutuhan (al-hdjah) yang jelas tetapi tidak
mencapai tingkatan al-dhartirah. Ketiga, ada suatu ketentuan
yang tidak berhubungan dengan al-dharurah dan al-hdjah,
tetapi didalamnya terkandung maksud untuk meningkatkan
kemuliaan diri, seperti membersihkan diri dari kotoran, dan
sebagainya. Keempat, adanya Kketentuan yang tidak
disandarkan kepada al-hdjah dan al-dharirah, dan yang
dimaksud adalah mengerjakan sesuatu yang dianjurkan dengan
jelas. Kelima, sesuatu yang tidak didapatkan makna asalnya
oleh ahli hukum, dan ia tidak pula bagian dari al-dhartirah, al-
hdjah, dan al-mukramah, apabila terhalang mendapatkan
makna asalnya secara juz'iy (parsial), maka tidak ada salahnya
mempergunakan makna yang sudah didapatkan secara kulliy
(global).

Di samping itu al-Juwaini (w. 478 H) pada beberapa
tempat juga sudah menyebutkan tujuan ibadah, gishas, hudud,
takbir, jual beli, ijarah, dan tujuan tayammum. Bahkan,
pernyataan al-Juwaini, sebagaimana di atas, secara jelas
menunjukkan perhatiannya terhadap maqdshid al-syari’ah.
Lebih lanjut apa yang sudah ditulis oleh al-Juwaini (w. 478 H)



merupakan langkah awal dalam merumuskan tingkatan-
tingkatan maslahah yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu
maslahah al-dhaririyah, al-hdjiyah, dan al-tahsiniyah, dan
sekaligus sebagai cikal bakal lahirnya teori maqdshid al-syari’ah
yang cukup berkembang setelah itu.

Teori magqdshid al-syari’ah yang ditemukan oleh al-
Juwaini (w. 478 H), lebih lanjut dijelaskan oleh muridnya, Ab{
Hamid al-Ghazali (w. 505 H) (w. 505 H/1105 M). Menurut
penelitian Yasuf ‘Abdullah, pada dasarnya teori magqdshid al-
syart’ah yang berkembang di kalangan Jumhur Ulama setelah
itu, merupakan pengembangan dari teori yang dijelaskan oleh
al-Ghazali (w. 505 H) (Ghazaliyyah).121 Salah satu bagian dari
kitab al-Mustashfd min ‘Ilm al-Ushil dan kitab Syifd’ al-Ghalil fi
Baydn al-Syabh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’lil, yang dikarang
oleh al-Ghazali (w. 505 H), menjelaskan pemikiran al-Ghazali
(w. 505 H) dalam teori maqdshid al-syart’ah ini.

Setidaknya terdapat tiga tempat, di mana ia menjelaskan
teori ini, antara lain ketika ia membahas tentang al-mundsabah,
sebagai salah satu cara menemukan ‘illat hukum, dalam kitab
Syifa’ al-Ghalil. Dalam salah satu pembahasannya tentang al-
mundsabah ia menyebutkan:
dadio ala Y aa s daliadl 5 L jlal s adiadd) o sa g ) adile dauliall el

? dgeala el e 5 (I gn i palial) () 5 ana g
"Makna al-mundsabah itu adalah apa saja yang mengisyaratkan
kepada maslahah dan tanda-tanda yang mengarah ke sana dan
maslahah merupakan merupakan hasil dari terwujudnya
manfaat atau tertolaknya mudharat. Sesungguhnya al-
mundsabah harus memenuhi ketentuan yang yang menjadi
tujuan”.

Pada bagian lain al-Ghazili (w. 505 H) menyebutkan
bahwa tidak ada jalan untuk mengingkari keberadaan al-
mundsabah,?3 dan dapat dipastikan bahwa seluruh ketentuan
yang didasari oleh al-mundsabah akan menghasilkan

2Yysuf < Abdullah, Nazhariyah. .., op.cit., h. 59

122Ab0 Hamid al-Ghazali, [ ditahgiq oleh Hamid al-Kabisiy], Syifd’ al-
Ghalil fi Bayan al-Syabh wa al-Mukhil wa Masélik al-T« /i, (Baghdad: lhya" al-
Turéts al-Islamiy, 1971), h. 158

2%1bid., h. 165



terpeliharanya kemaslahatan.124

Adapun perlindungan terhadap lima hal penting bagi
manusia disebutkan oleh al-Ghazali (w. 505 H) dalam kitab
Syifa’ al-Ghalil-nya. Dalam pernyataannya ia menyebutkan
bahwa sesungguhnya telah diketahui secara pasti bahwa
perlindungan atau memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta
merupakan tujuan yang dikehendaki oleh syara’ (faqad ‘ulima
‘ald al-qath’ anna hifzh al-nafs wa al-‘aql, wa al-bidha’ wa al-mdl
magshid fi al-syar’).12> Memang al-Ghazall (w. 505 H) tidak
menyebutkan pemeliharaan agama (al-din) dalam pernyataan
ini, tetapi bukan berarti ia melupakan masalah itu. Di dalam
mencontohkan dalil-dalil yang mendukung teori maqdshid ini,
ia mengutip QS al-‘Ankabut ayat 45 untuk contoh pemeliharaan
agama. Setelah itu ia mengatakan bahwa ayat itu merupakan
contoh untuk pemeliharaan agama (fahuwa jami’ limashalih al-
din).126 Begitu juga dalam kitab al-Mustashfd, pada bab al-
istishldh, ia menyebutkan secara secara jelas tentang
pemeliharaan agama ini sebagai berikut:
peluis aglic 5 agudiy agind agale Lany () g5 dad GlAD) (o g Hdll 3 gaia
XYY QJSALA dSJ dalias }@A Aadll ‘;}m‘ﬂ\ oda Jass MLA dSs (QGJLAJ

127 3alins Leada s 3auia sgd J sal)

“Tujuan pensyariatan hukum terhadap manusia ada lima, yaitu
untuk memelihara agamanya, jiwanya, akalnya, keturunan, dan
hartanya. Setiap hal yang berpotensi dapat mewujudkan
perlindungan terhadap lima hal pokok ini, maka akan
menghasilkan  maslahah. Sedangkam semua hal yang
mengabaikannya akan menimbulkan mafsadah. Maslahah baru
akan dapat dicapai dengan menolak mafsadah itu”.

Penyebutan tentang al-din (agama) sebagai bagian
utama dari maqdshid al-syart’ah juga dapat dipahami dari kitab
Ihya" ‘Uliim al-Din pada pembahasan tentang dosa-dosa besar.
Dalam salah satu pernyataannya ia mengatakan bahwa tujuan
syariat Islam adalah untuk membuat seorang manusia dekat

2%1bid., h. 160 dan 162

Y2 Al-Ghazali, Syifd’ al-Ghalil..., ibid., h. 159

128 A1-Ghazali, Syifd ..., ibid., h. 161

27 Al-Ghazali, al-Mustashfa..., op.cit., juz ke-1, h. 287



kepada Allah SWT, dan hal itu tidak akan terwujud kecuali
orang itu mengenal Tuhannya dan mengabdi kepada-Nya.
Semua itu akan terwujud jika ia memprioritaskan
pemeliharaan terhadap agamanya, karena agama merupakan
yang utama. Pemeliharaan terhadap agama merupakan tujuan
yang amat besar dan harus mendapatkan perhatian yang besar
pula dibandingkan tujuan-tujuan yang lainnya. Pemeliharaan
tujuan-tujuan yang lain hanyalah sebagai sarana untuk
menggapai tujuan yang utama ini, yaitu hifz al-din
(pemeliharaan agama).1?8 Adapun tentang tingkatan-tingkatan
pemeliharaan maslahah yang lima itu, berupa maslahah al-
dhartiriyah, al-hdjiyah, dan al-tahsiniyah, juga disebutkan oleh
al-Ghazali (w. 505 H) dalam kedua kitabnya, Syifd" al-Ghalil dan
al-Mustashfd.'?® Dengan demikian secara sepintas sudah
terlihat bahwa al-Ghazall (w. 505 H) termasuk ulama yang
telah meneruskan pemikiran gurunya, al-Juwaini, tentang
magqdshid al-syari’ah ini.

Pemerhati maqdshid al-syarf’ah selanjutnya adalah
Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H). Sama dengan al-Ghazali (w.
505 H), ia menyebutkan dalam kitab ushulnya, al-Mahshil fi
‘lm al-Ushiil, ketika membahas teori al-mundsabah sebagai
salah satu cara menemukan fllat hukum. Pada dasarnya ia
menyatakan bahwa syariat Islam ditetapkan oleh Allah SWT
berdasarkan alasan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi
manusia.130

Pada salah satu pembahasannya al-Razi (w. 606 H)

128 Al-Ghazali, Ihya® “Uliim al-Din, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, [tth]), juz ke-4,
h. 19

129 A1-Ghazali, Syifa" ..., op.cit., h. 160; al-Mustashfa..., op.cit., juz ke-1, h.
286-289; juga dapat dibaca kesimpulan dari al-YOmiy tentang perhatian al-
Ghazali terhadap magashid al-syari’ah, lihat Muhammad Sa’ad ibn Ahmad ibn
Mas’id al-Yamiy [selanjutnya disebut ibn Mas’ad al-Y0dmiy], Magashid al-
Syari’ah al-Islamiyyah wa ‘Aldqatuhd bi al-Adillah al-Syar’iyyah, (Saudi
Arabia, Dér al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1998), cet.ke-1, h. 51-54

130Fakhr al-Din Muhammad ibn ‘Umar ibn al-Husein al-Razi [ditahgiq oleh
Thaha Jabir Fayyadh al-‘Alwaniy], al-Mahshil fi ‘Ilm Ushil al-Figh, (Mesir:
Muassasah al-Risélah, 1968), juz ke-5, h. 172; juga Fakhr al-Din Muhammad ibn
‘Umar ibn al-Husein al-Razi [ditahqiq oleh Ahmad ‘Abd al-Maujad], al-Ma’dlim
f1 Ushdl al-Figh, (Kairo: Dar al’ Alim al-Ma’rifah, 1998), h. 166



menyebutkan urutan-urutan al-dhartriyydt al-khams (lima hal
pokok), sebagai perwujudan dari teori magqgdshid al-syari’ah,
yaitu pemeliharaan terhadap jiwa, harta, nasab, agama, dan
akal.131 Pemeliharaan terhadap jiwa dilakukan dengan adanya
syariat qishas, pemeliharaan atau perlindungan terhadap harta
dengan cara legalisasi hukuman hudud, perlindungan terhadap
keturunan dengan mengharamkan zina, perlindungan terhadap
agama dengan larangan murtad dan perintah memerangi
orang-orang kafir yang memusuhi Islam, dan perlindungan
terhadap akal dengan cara mengharamkan khamar. Lima hal
inilah yang disebut dengan pemeliharaan terhadap lima hal
yang pokok (al-dhartiriyyat al-khams).132

Selain membicarakan tentang hal-hal yang al-dhartiriyah
(pokok), al-Razi (w. 606 H) juga menjelaskan tentang
kedudukan al-hdjiyah dan al-tahsiniyah.133 Perbedaannya
dengan al-Ghazali (w. 505 H) terletak pada urutan-urutan lima
hal pokok yang mesti dipelihara itu. Menurut analisa Yasuf
‘Abdullah, al-Razi (w. 606 H) tidak menfokuskan
pembahasannya pada urutan-urutan yang mesti didahulukan
dan yang diakhirkan. Agaknya ia melakukan itu karena al-
Ghazall (w. 505 H) pun tidak menjelaskan dasar urutan-urutan
itu dalam kitabnya.134 Dengan demikian, sampai pada tahap ini,
perkembangan teori maqdshid al-syari’ah hanya bicara
substansi dari tujuan hukum Islam, yaitu maslahah, dan belum
membicarakan prioritas untuk lima hal tersebut.

Pada tahap selanjutnya muncul Saif al-Din al-Amidi (w.
631 H/1231 M), yang juga merupakan murid dari al-Razi (w.
606 H). Teori yang dikembangkannya tidak jauh berbeda
dengan gurunya dan juga al-Ghazall (w. 505 H). Pembahasan
tentang magqdshid al-syart’ah ini ditulis dalam kitabnya, al-
Ihkdm fi Ushiil al-Ahkdm pada bab al-qiyds, yaitu ketika
membahas metode-metode penetapan sebuah ‘llat (masalik

Blytsuf ‘Abdullah, Nazhariyah...,opcit., h. 78. Penjelasan lebih lengkap
dapat dibaca Fakhr al-Din al-Razi, al-Mahshiil..., op.cit., h. 159-160

132Fakhr al-Din al-Razi, ibid., h. 160

331pid., h. 160-161

B4y asuf ‘Abdullah, Nazhariyah..., op.cit., h. 82



itsbat al-'illat).13>

Menurut ibn Rabi’ah, ada dua Kkesimpulan teori
magqdshid al-syart’ah yang dikemukakan oleh al-Amidi (w. 631
H); pertama, ia hanya mengulang apa yang disebutkan oleh al-
Ghazall (w. 505 H) tentang magqdshid al-syart’ah; kedua, ia
sudah membuat prioritas yang lebih diutamakan apabila
terdapat pertentangan kepentingan pada lima hal pokok
tersebut, dan pembicaraan tentang masalah ini cukup luas
dalam kitabnya.13¢ Urutan-urutan dimaksud dimulai dengan
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.137
Dengan demikian al-Amidi (w. 631 H) sudah membuat urutan-
urutan al-dhartriyydt al-khams sekaligus menunjukkan
prioritas yang harus diutamakan dari yang lain. Akan tetapi
Yisuf ‘Abdullah menambahkan, selain dari kesimpulan di atas,
al-Amidi (w. 631 H) kurang memperhatikan salah satu tema
penting dalam teori maqdshid al-syart’ah ini, yaitu pembahasan
tentang metode-metode untuk mengetahui magqgdshid al-
syari’ah itu sendiri.138

Pada tahap selanjutnya teori magdshid al-syart’ah
dikembangkan oleh salah seorang murid al-Amidi, ‘Izz al-Din
ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H/1262 M). Untuk tujuan ini ia
menulis kitab, Qawd’id al-Ahkdm fi Mashdlih al-Andm, yang
secara khusus membahas tentang konsep maslahah sebagai
tujuan penetapan hukum Islam, dan lawan dari maslahah, yaitu
mafsadah. Pembahasan tentang maslahah dan mafsadah dalam
kitab ini cukup luas dan detail, baik dari sisi hakikat maslahah
dan mafsadah, pembagiannya, dan tingkatan-tingkatannya.
Dalam mugaddimahnya ia menyatakan bahwa hukum Islam
bertujuan untuk menghasilkan maslahah di dunia dan akhirat,
sebaliknya menolak segala bentuk mafsadah (hal-hal yang
membawa kepada kerusakan) Apabila maslahah tidak tercapai

1°Abi al-Hasan ‘Ali ibn Abi ‘Ali Muhammad ibn Salim al-Ma’raf bi Saif
al-Din al-Amidi, [ditahqiq oleh ‘Abd al-Razziq ‘Afifiy], al-lhkam f Ushdl al-
Ahkam, (Riyadh: Dar al-Shami’iy, 2003), cet. Ke-1, h. 338-339

1361hn Rabi’ah, 7Im Magdshid..., op.cit., h. 62

Y75aif al-Din al-Amidi, al-Zhkdm..., op.cit, h. 343-345; juga Ydsuf
‘Abdullah, Nazhariyah Magdshid..., op.cit., h. 89

B8y asuf ‘Abdullah, Nazhariyah..., ibid., h. 92



dalam dua kehidupan ini, dan yang mengemuka hanya
mafsadah saja, maka rusaklah seluruh urusan dan hancurlah
(merugilah) penghuninya.13°

Hal lain yang dibicarakan oleh ‘Izz al-Din (w. 660 H)
adalah cara-cara mengetahui magqdashid al-syari’ah, baik untuk
maslahah dan mafsadah dunia dan akhirat. Untuk mengenal
keduanya dalam urusan dunia cukup dengan menggunakan
dalil akal (rasio), begitu juga dalam hal menilai mana yang
paling kuat. Yang dimaksudnya adalah mengetahui dengan al-
dhartirah (mendapatkan makna dengan pemikiran sederhana),
al-tijdrab (pengujian dan penelitian), al-‘addt (tradisi-tradisi
yang berlaku), dan al-zhuniin (dugaan-dugaan yang kuat) yang
disandarkan kepada dalil. Sedangkan untuk mengetahui
maslahah dan mafsadah untuk akhirat hanya dapat diketahui
melalui dalil syara’, yaitu al-Qur’an, al-sunnah, al-ijmd’, al-qiyds,
dan dalil-dalil hukum lainnya.140

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa dalam
pandangan ‘Izz al-Din (w. 660 H) tujuan-tujuan Allah SWT
dalam menetapkan hukum, walaupun dalam istilahnya
disebutkan untuk urusan dunia, dapat diketahui dengan akal
(rasio). Ini merupakan salah satu langkah maju dalam teori
magqdshid al-syari’ah. Sebab, bagaimanapun juga, maslahah
dunia, juga merupakan sarana untuk menuju maslahah akhirat.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aturan-aturan dari Allah
SWT dan Rasul-Nya berkenaan dengan tatacara menjalani
hidup di dunia. Akan tetapi penempatan porsi akal dalam
melakukan penilaian terhadap maslahah dan tidak
maslahahnya sesuatu merupakan hal yang patut diapresiasi
dari ‘Izz al-Din (w. 660 H).

Berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya, ‘Izz al-Din
(w. 660 H) mengisyaratkan adanya satu tambahan dari al-
dhartriyyat al-khams (lima kebutuhan pokok) sebelumnya,
yaitu dengan mengisyaratkan masuk al-irdh (kehormatan)
sebagai bagian dari kebutuhan dhariri (pokok). Hal ini

139 Abi Muhammad ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Salam al-Salmiy
[selanjutnya disebut ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam], Qawd’id al-Ahkém fi
Mashalih al-Anam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, [tth]), juz ke-1, h. 3

140177 al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Qawa’id ..., ibid., h. 4 dan 8



diisyaratkannya ketika menjelaskan pemeliharaan kehormatan
dalam masalah qadzaf, dan dalil yang digunakan adalah ayat
qadzaf itu sendiri. Memasukkan al-‘irdh sebagai kebutuhan al-
dhartiriyah untuk selanjutnya dipertegas oleh al-Qarafi (w. 684
H/1264 M), salah seorang murid ‘Izz al-Din.14!

Menurut al-Qarafi (w. 684 H/1264 M), ada dua hal yang
dikandung oleh syariat yang agung ini (syariat Islam), yaitu
kajian tentang ushul (pokok) dan furu’ (cabang). Pada bidang
ushul dibahas ilmu ushul figh dan qawa’id fighiyyah, dan untuk
yang disebutkan terakhir ini jumlahnya sangat banyak. Di
dalam dua keilmuan itu terkandung rahasia-rahasia dan
hikmah-hikmah hukum.

Di dalam kitabnya, al-Furiq, al-Qarafi (w. 684 H)
menyebutkan sebagian kaidah-kaidah maqdshid al-syari’ah, dan
sebagian lagi ditulisnya dalam kitab Tangih al-Fushil. Di
samping menyebutkan ketentuan al-dhariiriyah, al-hdjiyah, dan
al-tahsiniyah, khususnya al-dhaririyyat al-khams (kebutuhan
pokok yang lima), di dalam Tanqih al-Fushil ia juga
menyebutkan al-irdh sebagai bagian dari al-dhartriyah dan
menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang masalah itu.
Hanya saja al-Qarafi (w. 684 H) memberikan urutan yang
berbeda dengan sebelumnya, yaitu dimulai dengan jiwa, agama,
keturunan, akal, harta, dan terakhir kehormatan.¥? Namun
bukan al-Qarafi (w. 684 H) yang pertama menempatkan
pemeliharaan jiwa di atas pemeliharaan agama. Agaknya
mendahulukan jiwa dari agama didasari oleh pemikiran bahwa
agama tidak akan tegak dan tidak bisa dilindungi apabila jiwa
tidak dipelihara terlebih dahulu. Oleh karena itu melindungi
jiwa lebih diutamakan daripada melindungi agama.

Keberadaan al-Qarafi (w. 684 H), yang bermazhab
Maliki, untuk selanjutnya telah memberikan pengaruh besar
bagi ulama-ulama mazhab Maliki sesudahnya dalam pengkajian
teori maqashid al-syari’ah ini. Hal ini pada akhirnya dibuktikan
dengan munculnya al-Syathibl (w. 790 H), yang juga

Ly tsuf ‘Abdullah, Nazhariyah..., op.cit., h. 105

142gyihab al-Din Ab( al-‘Abbas Ahmad ibn Idris al-Qaréfi, Syarh Tangih
al-Fushdl i Ikhtishar al-Mahshdl T al-Ushdl, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 303-
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bermazhab Maliki, dan disebut-sebut sebagai tokoh utama
magqdshid al-syarf’ah. Dengan demikian, di tangan al-Qarafi lah
terjadinya perpindahan pemikiran maqdshid al-syarf’ah dari
ulama-ulama mazhab al-Syafi'i ke ulama mazhab Maliki.

Sebelum al-Syathibi (w. 790 H), tokoh yang juga sangat
fokus dengan konsep maslahah ini adalah Najm al-Din al-Thfi
(w. 716 H/1316 M), ulama terkenal dalam mazhab Hanbali dan
terkenal dengan konsep ri‘dyah al-maslahah. la berpendapat
bahwa ri’dyah al-maslahah (memelihara kemaslahatan),
sebagai tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum,
merupakan sesuatu yang mesti diutamakan, sekalipun terkesan
bertentangan dengan nash dan ijma’.143 Hadis Nabi SAW “lad
dharara wa la dhirdr” cukup menginspirasi al-Thifi (w. 716 H)
dalam memaknai ri‘dyah al-maslahah ini. Apalagi jika
dihubungkan dengan dalil-dalil lain dalam al-Qur’an dan
Sunnah, yang semuanya bermuara kepada pemeliharaan
kemaslahatan dan menolak segala yang berpotensi membawa
kepada kerusakan dan bahaya.

Jalan pikiran al-Thifi (w. 716 H), dalam hubungannya
dengan ri’dyah al-maslahah ini, di mana nash dan ijma’ adalah
dua dalil hukum yang secara umum tidak menghendaki adanya
kemudharatan atau mafsadah dalam kehidupan, namun kedua
dalil itu menghendaki adanya ri’dyah al-maslahah dalam setiap
penetapan hukum.!#* [tulah sebabnya ketika terjadi
pertentangan antara ri‘dyah al-maslahah di satu sisi dengan
nash dan ijma’ di sisi lainnya, maka yang harus diutamakan itu
adalah ri’dyah al-maslahah, karena ia merupakan dalil yang
disepakati, baik oleh nash, ijma’, dan ulama.

Untuk tidak salah dalam memahami pemikirannya ini,
al-Thifi (w. 716 H) membagi magqdshid al-syart’ah itu kepada
dua bagian; pertama, magqdshid al-syari’‘ah yang berkenaan
dengan hak Allah SWT semata, yaitu hal-hal yang berkenaan
dengan ibadah; kedua, magqdshid al-syari’'ah yang tidak
berhubungan langsung dengan hak-Nya atau berada di luar hak

3Najm al-Din al-Thafi [ditahgiq oleh Ahmad ‘Abd al-Rahim al-Sayih],
Risdlah fi Ri’dyah al-Maslahah, (Mesir: al-Mishriyyah li al-Banih, 1993), cet.
Ke-1,h. 23

“bid., h. 24



Allah SWT, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan persoalan
kehidupan manusia sehari-hari (muamalah).14> Menurut al-
Thifi (w. 716 H), berkenaan dengan persoalan ibadah, yang
merupakan hak Allah SWT semata, ri’dyah al-maslahah hanya
ditentukan oleh Allah SWT, dan manusia tidak berwenang
menentukannya. Adapun tentang ri‘dyah al-maslahah yang
berhubungan dengan bidang muamalah, maka manusialah yang
menentukan dan menilai maslahah atau tidaknya sesuatu.
Bahkan menurut ‘Abd al-Wahhab Khalaf (w. 1955 M), maslahah
dalam pemikiran al-Thaft (w. 716 H) merupakan dalil yang
paling kuat secara mandiri dan dapat dijadikan alasan
penetapan hukum syara’. Salah satu alasannya bahwa maslahah
itu merupakan dalil yang disepakati oleh semua ulama. Hal ini
didasarkan kepada pemikiran bahwa syariat yang diturunkan
Allah SWT bertujuan sepenuhnya untuk mewujudkan
kemaslahatan itu. Hal itu menempatkan maslahah pada tempat
yang lebih utama. Ini terlihat ketika terjadi pertentangan
antara maslahah dengan nash dan ijma’, maka yang dijadikan
pegangan itu adalah maslahah, bukan nash ataupun ijma’.146
Tentunya, sekali lagi, hal ini berlaku dalam bidang muamalah.
Menurut al-Thifi (w. 716 H), ayat-ayat al-Qur'an dan
hadis-hadis Nabi SAW, yang berhubungan dengan bidang
muamalah, ditujukan untuk memelihara jiwa, harta, dan
keturunan (kehormatan). Untuk mendukung pendapatnya ia
mengemukakan beberapa ayat al-Qur'an tentang masalah itu,
seperti QS al-Baqgarah ayat 179 tentang hukuman qishas, QS al-
Maidah ayat 38 tentang hukuman pencurian, dan QS al-Nur
ayat 2 tentang sanksi zina. Begitu juga ia mengutip hadis Nabi
SAW tentang larangan membeli (menawar) barang yang sudah
ditawar orang lain, larangan membeli komoditi pertanian di
luar pasar, dan larangan menikahi bibi, jika itu dilakukan maka
dapat memutuskan silaturrahim.14” Berdasarkan ayat-ayat dan
hadis di atas, begitu juga dengan ayat-ayat dan hadis-hadis

YSAI-ThOfl, Risdlah..., ibid., h. 25

146<Abd al-Wahhab Khalaf, Mashadir al-Tasyri’ al-lslamiy fi Ma L&
Nashsha Fih, (Kairo: Dar al-Qalam, 1982), h. 110; juga al-Thifi, Risalah,
op.cit., h. 47.
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lainnya, al-Thifi (w. 716 H) berkesimpulan bahwa ri‘dyah al-
maslahah merupakan dalil yang ditunjukkan oleh nash, oleh
karena itu seyognyalah seorang mujtahid berpedoman
kepadanya dalam melakukan istinbath hukum Islam, dan
mempergunakan akalnya dalam menemukan maslahah yang
sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri.

Argumentasi lainnya yang dikemukakan al-Thafi (w.
716 H) di antaranya: Pertama, orang-orang yang mengingkari
terjadinya ijma’ berpegang kepada keharusan memelihara
kemaslahatan (ri‘dyah al-maslahah), dan inilah yang
sebenarnya disepakati dibandingkan dengan ijma’ yang sarat
dengan perbedaan pendapat. Menjadikan sesuatu yang
disepakati sebagai pegangan hukum lebih utama daripada
berpegang kepada sesuatu yang diperselisihkan. Kedua,
Sesungguhnya nash-nash syara’ terkadang bertentangan antara
satu sama lainnya, dan hal ini menyebabkan berbedanya
hukum yang ditetapkan (untuk kasus yang sama). Sedangkan
ri‘dyah al-maslahah merupakan sesuatu yang disepakati oleh
ulama, dan tidak ada perbedaan dalam masalah itu. Oleh
karena itu menjadikannya sebagai dalil hukum merupakan
suatu keharusan.148

Menurut Musthafa Zaid dan Husein Himid Hasan, al-
Thifi (w. 716 H) sudah menempatkan posisi akal yang lebih
tinggi dari nash dan ijma’. Dalam pandangan al-Thifi (w. 716
H), akal bebas menentukan maslahah dan tidak maslahahnya
sesuatu yang berhubungan dengan bidang muamalah.
Pandangan ini tentu saja berbeda dengan Jumhur Ulama,
apalagi mazhab Hanbali, yang menyatakan bahwa sekalipun
kemaslahatan dan kemudharatan itu bisa dinilai dengan akal
manusia, tapi tetap harus mendapatkan dukungan (justifikasi)
dari nash dan ijma’. Di samping itu, maslahah dalam pandangan
al-Thifi (w. 716 H) dapat dijadikan dalil yang berdiri sendiri
dalam menetapkan hukum, dan sekaligus sebagai dalil yang
paling kuat jika terjadi pertentangannya dengan nash dan

YA -Thafi, Risalah. .., ibid., h. 34-35



ijma’.149

Pemikiran al-Thifi (w. 716 H) yang menempatkan
maslahah (baca; aqal) di atas nash dan ijma’ tentu saja berbeda
dengan mayoritas ulama ushul figh. Bahkan al-Syathibi (w. 790
H) sendiri pun, yang terkenal dengan teori magqdshid al-syari’ah
nya, dan dalam hal ini juga mengedepankan maslahah, tidak
sampai menempatkan akal setinggi itu. Dalam pernyataannya
al-Syathibi (w. 790 H) mengatakan:
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"Sesungguhnya yang dimaksud dengan maslahah menurut kami
adalah suatu pemahaman untuk memelihara hak manusia
berupa mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan,
dan caranya tidak dengan mengandalkan akal semata. Apabila
tidak ada pengakuan syara' (dalil) untuk mendapatkan makna
tersebut atau justru bertentangan dengan dalil syara’, maka
dalam hal ini kaum Muslimin sepakat menolaknya".
Menurut penulis, terlepas dari kontoversi terhadap pemikiran
al-Thafi (w. 716 H) dalam menempatkan maslahah sebagai
salah satu dalil hukum yang paling utama, yang pasti
pemikirannya tentang maslahah menunjukkan bahwa ia cukup
memahami tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum
syara’, dan keyakinannya bahwa atas dasar kemaslahatan
itulah hukum dibuat oleh Allah SWT. Tugas mujtahid
selanjutnya menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan
hukum yang terjadi di tengah umat Islam sesuai dengan yang
diinginkan oleh Allah SWT, yaitu mewujudkan ri‘dyah al-
maslahah. Akan tetapi yang perlu dicermati di sini, al-ThiGfi (w.
716 H) sepertinya melupakan bahwa penetapan hukum itu
bukan hanya ditujukan untuk kepentingan manusia saja, tetapi

“SMusthafa Zaid, al-Maslahah fi al-Tasyri” al-lslamiy wa Najm al-Din al-
Thoff, (Mesir: Dar Fikr al-‘Arabiy, 1946), cet.ke-2, h. 127-132; Husein Hamid
Hasan, Nazhariyah al-Maslahah fi Figh al-Islamiy, (Kairo: Déar al-Nahdhah al-
‘Arabisyyah, 1971), h. 529-568

1% prahim ibn Msa al-Lakhmi al-Gharnathi Ab(i Ishaq al-Syathibf (w. 790
H), [ditahgig oleh ibn Hasan Ali Salman], al-I'tisham, ([ttp], Maktabah al-
Tawhid, [tth]), jilid ke-3, h. 8



yang terutama sekali adalah memelihara kepentingan Allah
SWT, sebagaimana telah dikatakan oleh al-Ghazali (w. 505
H).151 Akibat kealpaannya itu, secara berani ia menempatkan
akal di atas al-nushus (teks-teks ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi
SAW). Pada dasarnya apabila pendapat al-Thift (w. 716 H) ini
dimaksudkan untuk mentakhsiskan nash dengan akal, mungkin
masih dapat diterima oleh mayoritas ulama ushul, atau
pemikirannya mengesampingkan nash-nash yang zhanni ketika
bertentangan dengan akal. Tetapi apabila akal sudah
menasakhkan nash secara mutlak, di sinilah pendapatnya
banyak mendapat tantangan.

Ulama Hanabilah yang juga menjadikan maqdshid al-
syart’ah sebagai kajian yang cukup luas adalah ibn Taimiyah (w.
728 H/1328 M). Memang tidak dijumpai kitab khusus yang
ditulisnya tentang magqdshid al-syart’ah ini, tetapi pemikiran-
pemikirannya tersebar di berbagai karya tulisnya. Menurutnya,
syariat Islam itu membawa kemaslahatan dan kesempurnaan,
sebaliknya menghindarkan seseorang dari hal-hal yang
mafsadah dan sarana-sarana yang menyebabkannya (anna al-
syari’ah ja'at bi tahshil al-mashdlih wa takmilihd wa ta’thil al-
mafsadah wa ta’liliha).152

Ibn Taimiyah (w. 728 H) membatasi kebutuhan pokok
manusia itu kepada al-dhariiriyyat al-khams (lima kebutuhan
pokok) saja, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,
untuk itu ia mencoba mengembalikan bentuk-bentuk lain yang
ditawarkan atau disebut-sebut sebelumnya sebagai sebuah
kebutuhan pokok kepada al-dhartriyydt al-khams ini. Dan ini
sekaligus mempertegas bahwa apapun bentuknya kebutuhan
manusia pada dasarnya kembali kepada al-dhartriyyat al-
khams.

Menurutnya, kajiannya terhadap magqdshid al-syari’ah,
selain membagi magqdshid al-syari’ah kepada tiga tingkatan; al-
dhartiriyah, al-hdjiyah, dan al-tahsiniyah; fokus Kkajiannya
terhadap magqdshid al-syari’ah ini terdapat pada persoalan ta’lil

BIAI-Ghazalf (w. 505 H), al-Mushtashfa..., op.cit., h. 286-287

152Taqiy al-Din ibn Taimiyah (w. 728 H) [ditahgiq oleh Shalah al-Din al-
Munjid], Majmi’ al-Fatdwd, (Beirut: Dar al-Kitdb al-Jadid, 1983), cet. Ke-4, h.
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al-ahkdm (proses mencari sebuah ‘llat hukum), metode-
metode untuk mengetahui magqdshid al-syari’ah, dan kajiannya
yang mendalam terhadap pemeliharaan al-dharitriyydt al-
khams itu sendiri, serta hubungan antara magqdshid al-syari’ah
dengan dalil-dalil hukum Islam, baik dalil-dalil yang disepakati
maupun yang diperselisihkan. Salah satu ciri khususnya, dan
ini belum dibahas oleh ulama sebelumnya, adalah mencoba
menghubungkan antara magqdshid al-syari’ah dengan siydsah al-
syar’iyyah (politik Islam).153 Hal ini sangat dimungkinkan
mengingat ibn Taimiyah (w. 728 H) adalah seorang ulama yang
banyak berbicara masalah politik, sehingga teori maqdshid al-
syart’ah diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan
politik yang terjadi pada masanya dan di masa yang akan
datang.

Kajian tentang magqdshid al-syari’ah ini dilanjutkan oleh
muridnya, ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), yang secara
khusus membahas teori maqdshid al-syari’ah ini dalam
kitabnya yang terkenal, I'ldm al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-
‘Alamin. Sama dengan gurunya, ibn al-Qayyim (w. 751 H) juga
memusatkan perhatiannya pada persoalan ta’lil al-ahkam
(proses pencarian ‘illat hukum).

Pada dasarnya teori magqdshid al-syari’‘ah yang
dikemukakan oleh ibn al-Qayyim sama dengan gurunya. Ibn al-
Qayyim mengatakan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar
kemaslahatan, baik untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Di
dalamnya terkandung seluruh bentuk keadilan dan dipenuhi
oleh kasih sayang (anna al-syari’‘ah mabndha wa asdsuha ‘ald
al-hukm wa al-mashdlih fi al-ajil wa al-‘djil wa hiya ‘adl kulluhd
wa rahmah kulluhd).15*

Akan tetapi ibn Rabi’ah menyimpulkan bahwa perhatian
ibn al-Qayyim (w. 751 H) terhadap teori magqgdshid al-syari’ah

3Mantbah Burhanty, al-Fikr al-Magdshidiy ‘Ind Muhammad Rasyid
Ridhd, (Al-Jazair: Wizarah al-Ta’lim al-‘Aliy wa al-Bahts al-‘Ilmiy, 2007), cet.
Ke-1, h. 57
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lebih luas dari gurunya. Kesimpulan ini berdasarkan alasan;15>
pertama, perhatiannya lebih tinggi dalam persoalan ta’lil al-
ahkdm, di mana ia menjelaskan metode-metode penemuan
illat hukum secara lebih detail. Di samping itu ia juga
menjelaskan hikmah-hikmah hukum sebagaimana yang
ditulisnya dalam kitab Syifa" al-‘Alil dan Miftdh Dar al-Sa’ddah;
kedua, ibn al-Qayyim sudah melakukan pembahasan yang
cukup luas tentang hailah al-syariyyah dan kemungkinan
berubahnya fatwa sesuai dengan perubahan masa, tempat, dan
keadaan, sesuatu yang belum dibahas oleh ibn Taimiyah (w.
728 H) secara luas. Tentunya pembahasan ini dalam
hubungannya dengan mewujudkan tujuan hukum Islam,
maslahah; ketiga, ia juga membicarakan secara luas tentang
magqdashid al-mukallaf dan persoalan niat, yang mana keduanya
erat kaitannya maqdshid al-syari’ah. Materi ini banyak
dibicarakannya dalam kitab I'ldm al-Muwaqqi’in; dan keempat,
ia banyak membahas materi-materi hukum Islam dalam
seluruh bidang hukum Islam dan sekaligus mengemukakan
tujuan-tujuan dari penetapan hukum tersebut. Pembahasan ini
tersebar pada beberapa kitabnya seperti Syifa" al-‘Alil, Miftdh
Dar al-Sa’ddah, Zad al-Ma’ad, Syarh Tahdzib al-Sunan, I'ladm al-
Muwaqqi’in, dan sebagainya.

Selain tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, nama-nama
lain sebelum al-Syathibl (w. 790 H) yang juga memasukkan
kajian magqdshid al-syari’ah dalam kitab-kitabnya antara lain al-
Baidhawiy (w.685 H), al-Isnawiy (w. 772 H), al-Zarkasyiy (w.
794), dan lain-lain. Setidaknya dengan penjelasan sederhana ini
dapat dipahami perkembangan pemikiran tentang magqdshid al-
syari’‘ah, dan beberapa tokoh dijelaskan sebelumnya dapat
mewakili sejarah pemikiran maqdshid al-syari’ah sebelum al-
Syathibi (w. 790 H).

Sebagaimana disebutkan di awal, al-Syathibi (w. 790 H)
merupakan ulama yang sangat fokus dengan teori magqashid al-
syari’‘ah. Kitab yang ditulisnya, al-Muwdfaqdt fi Ushil al-
Syarf’ah, merupakan karya monumentalnya dalam bidang ini,
terutama pada juz ke-2 dari al-Muwadfaqgdt. Kitab ini selalu

15Tbn Rabi’ah, ‘Ilm Magqdshid..., op.cit., h. 67



dijadikan rujukan utama oleh pengkaji-pengkaji hukum Islam
sesudahnya, khususnya dalam bidang maqdashid al-syari’ah. Hal
ini menempatkan al-Syathibi (w. 790 H) sebagai tokoh yang
layak disebut sebagai “bapak maqdshid al-syart’ah”.

Pembahasan yang dilakukan oleh al-Syathibi (w. 790 H)
dalam bidang ini terkenal cukup luas dan integral. Dapat
disimpulkan bahwa dalam ilmu magqgdshid al-syari’ah, al-
Syathibi (w. 790 H) melanjutkan apa yang telah dibahas oleh
ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh al-
Syathibi (w. 790 H) bisa menarik perhatian banyak pihak
karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer
dan dibahas sepotong-sepotong oleh ulama-ulama sebelumnya
menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya al-
Muwdfaqadt di mana ia mengkhususkan pembahasan mengenai
magqdshid ini satu juz (yaitu juz dua) dari empat juz isi kitabnya.
[a juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah
dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqdshid ini,
juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah
disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk
dipelajari. Walaupun demikian, sampai pada tahap ini teori
magqdshid al-syari’ah belum juga disebut sebagai ilmu yang
berdiri sendiri.

Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan al-Syathibi
(w. 790 H) dalam ilmu magqdshid al-syari’ah, sehingga usaha
yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang
pentingnya magqdshid ini, serta memberi inspirasi banyak
ulama untuk membahas maqdshid al-syari’ah ini lebih jauh,
hingga ibn ‘Asytr (w. 1393 H/1973 M/) pada akhirnya lebih
mempopulerkan maqashid al-syari’ah ini dan disebut-sebut
sebagai ulama pertama yang menyatakan magqdshid al-syari’ah
ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri dengan
membuat karya yang berjudul = Maqdshid al-Syart’ah al-
Islamiyyah.

Al-Syathibi  (w. 790 H) sudah  mencoba
mensistematiskan pembahasan magqdshid al-syari’ah ini, dan
sekaligus hal ini menunjukkan kelebihannya dari ulama-ulama
sebelumnya. Dalam pembahasannya, al-Syathibi (w. 790 H)
membagi al-maqdshid ini kepada dua bagian penting yakni dari



sisi tujuan Allah SWT (gashu al-Sydri’) dan tujuan mukallaf

(qashd al-mukallaf).15¢ Khusus untuk gqasd al-Sydri’ (tujuan

Allah SWT), ia membaginya kepada empat bagian, yang masing-

masingnya dengan pembahasan yang cukup panjang, yaitu:

1. Qasd al-Syarti’ fi wadh'’i al-syari’ah (maksud Allah SWT dalam
menetapkan syariat). Pembahasan yang dilakukan dalam
masalah ini menjelaskan tujuan-tujuan Allah SWT
menetapkan hukum bagi manusia. Menurut al-Syathibi (w.
790 H), Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum)
tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan
menghindari kemudharatan (jalb al-mashdlih wa dar'u al-
mafasid). Al-Syathibi (w. 790 H) ingin meyakinkan bahwa
aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT
hanya wuntuk merealisir kemaslahatan bagi manusia.
Kemudian berkenaan dengan kemaslahatan yang harus
diwujudkan itu, al-Syathibi (w. 790 H) membaginya kepada
tiga bagian, yaitu al-dhaririyydt (primer), al-hdjiyydt
(sekunder) dan al-tahsiniyydt (tersier).157

2. Qashd al-Sydri’ fT wadh'i al-syari’ah Ii al-ifhdm (tujuan Allah
SWT dalam menetapkan hukum adalah agar dapat
dipahami). Dalam hal ini tujuan Allah SWT menetapkan
hukum adalah agar manusia dapat memahaminya.
Tema penting yang dibicarakan di sini adalah tentang
bahasa al-Qur'an, bahasa Arab, di mana untuk
memahaminya dibutuhkan pengetahuan yang cukup dari
segi gaya bahasa Arab, cara memahami petunjuk lafazh, dan
ilmu-ilmu lainnya tentang bahasa Arab, dan sebagainya. Di
samping itu, pemahaman terhadap bahasa al-Qur'an tidak
membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab,
kimia, fisika dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syari’ah
mudah dipahami oleh semua kalangan manusia.

3. Qashd al-Syari’ fi wadh'i al-syart’ah li al-taklif bi muqtadhdha
(tujuan Allah SWT dalam menentukan hukum adalah untuk
dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendakinya-Nya.
Tema pokok yang dibicarakan dalam bagian ini adalah

16 Abi Ishaq al-Syathibf (w. 790 H), al-Muwidfagat..., op.cit., juz ke-2, h. 5
157 Abii Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwidfagat..., ibid., juz ke-2, h. 8



seputar taklif di luar kemampuan manusia dan taklif yang
mengandung masyaqqah (kesulitan) di dalamnya.

4. Qashd al-Syart’ fi dukhiil al-mukallaf tahta ahkdm al-syari’ah
(tujuan Allah SWT agar manusia selalu berada dalam
bimbingan dan aturan-aturan hukum syara'). Secara ringkas
tujuan itu adalah untuk menghindarkan manusia dari
keinginan hawa nafsunya dalam menjalankan syariat agama.
Oleh karena itu manusia diharapkan selalu mengikuti
petunjuk agama dalam melakukan setiap aktifitasnya,
karena aktifitas itulah yang diakui oleh Allah SWT.

Demikianlah gambaran ringkas tentang teori maqdshid
al-syart’‘ah  menurut al-Syathibi (w. 790 H), dan pada
pembahasan selanjutnya teori al-Syathibl (w. 790 H) ini akan
kembali diuraikan sesuai dengan tema yang dibicarakan.
Setidaknya rumusan al-Syathibi (w. 790 H) ini lebih sistematis
dan lengkap dibandingkan rumusan-rumusan para ulama
sebelumnya.

Pemikiran magqdshid al-syari’ah tidak berhenti sampai
al-Syathibi (w. 790 H), tetapi teori yang ditulisnya telah
mengispirasi dan mempengaruhi pemikiran para ulama
sesudahnya, seperti Muhammad ‘Abduh (w. 1905 M),
Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935 M), ‘Abdullah Darraz (w.
1932 M), ‘Abd al-Karim Zaidan, Muhammad Thahir ibn ’Asyﬁr
(w. 1973 M), ‘Alal al-Fasly (w. 1973 M), Muhammad Sa’id
Ramadhan al-Biithi (w. 2013 M), Wahbah al-Zuhailiy,YGsuf al-
Qaradhawi, dan sebagainya. Akan tetapi pemikiran-pemikiran
ulama sesudahnya sepertinya hanya menyadur dan mengulang
apa yang sudah ditulis oleh al-Syathibi (w. 790 H). Bahkan
rujukan utama dalam karya-karya mereka adalah kitab al-
Muwdfaqadt dan juga kitab al-I'tishdm, karya al-Syathibi (w. 790
H).

Menurut ibn ‘Asytr (w. 1973 M), maqdshid al-syari’ah
merupakan ilmu yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari
ilmu ushul figh, dan ini bertolak belakang dengan ulama ushul
figh pada umumnya. Hanya saja ia memandang bahwa ilmu
ushul figh perlu dipertimbangkan penggunaannya karena
banyak melahirkan produk figh yang cenderung kurang



menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan,>8 dan
pemikirannnya ini perlu dibicarakan lebih lanjut dalam
pembahasan tersendiri.

Demikianlah sekilas tentang sejarah pemikiran
maqdshid al-syari’ah dan perhatian ulama terhadapnya.
Walaupun tidak menggambarkan secara detail pada setiap
generasi ulama yang membahasnya, namun hal ini rasanya
cukup untuk mengatakan bahwa teori maqdshid al-syari’ah ini
sudah dipraktekkan sejak masa Rasul SAW, sahabat, tabi’in,
tabi’ tabi’in dan seterusnya sampai sekarang. Begitu pentingnya
ilmu magqdshid al-syari’ah ini, sehingga ada keinginan dari
sebagian ulama untuk menjadikannya sebagai ilmu yang
berdiri sendiri, terlepas dari ilmu ushul figh. Pandangan ini
menurut penulis merupakan hal yang wajar, karena teori
magqdshid al-syari’ah merupakan persoalan ijtihddiyah (lahir
dari pemikiran manusia karena pemahamannya terhadap
nash). Tetapi yang jelas, teori maqdshid al-syari’ah mendapat
perhatian yang sangat besar dari ulama sepanjang
perkembangan hukum Islam, karena mereka ingin menetapkan
hukum Islam sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Untuk lebih ringkasnya, perkembangan umum
pemikiran tentang teori magqdshid al-syari’ah ini, khususnya
sejak al-Juwainl sampai kepada Yisuf al-Qaradhawi, dapat
dilihat pada table berikut ini:

N '?jl?;i Pemikiran Umum Tentang Maqashid al-Syarfah
AlJuwaini | & Membahasnya dalam kitab al-Burhdn fi Ushiil al-
Imamal- Figh.

Haramain | b. Memperkenalkan tiga tingkatan maqdshid al-
(w.478 H), syarfah, yaitu al-dhardriyah, al-hdjiyah, dan al-

ulama makramah.
mazhabal- | ¢ Sudah menyebutkan sebagian dari tujuan-tujuan
Syafi1 ibadah, hudud dan gishas, sertajual beli.

d. Mengatakan bahwa orang tidak memahami

158 ebih lengkap dapat dibaca Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyir [ditahqiq
oleh Muhammad al-Thahir al-Maisawi], Magéshid al-Syari’ah al-1slamiyyah,
(Yordania: Dar al-Nafa’is, 2001), cet. Ke-2, h. 89-111



magqdshid al-syarfah dalam setiap ketentuan
Allah SWT tidak dapat dikategorikan kepada
orang yang luas pandangannya terhadap syariah.

e. Mengatakan bahwa dasar-dasar memahami

maqashid al-syariah itu dapat dibagi kepada lima
macam:

1) Menakwilkan nash kepada hal-hal yang bersifat
al-dhartriyah.

2) Adanya kebutuhan-kebutuhan yang jelas tetapi
tidak sampai kepada tingkatan al-dhartiriyah.

3) Adanya suatu ketentuan yang tidak berhubungan
dengan al-dhaririyah dan al-hdjiyah, tetapi di
dalamnya ada maksud untuk meningkatkan
kemuliaan diri.

4) Adanya ketentuan yang bukan merupakan al
hdjivah dan al-dhartriyah, tetapi dimaksudkan
untuk mengerjakan sesuatu yang dianjurkan
dengan jelas.

5) Ada yang tidak didapatkan makna asalnya, tidak
pula bagian dari al-dharuriyah, al-hajah, dan al-
makramah, maka hal ini dipahami menurut
makna kulliy yang didapatkan sebelumnya.

f. Magqdshid al-syarfah al-ammah itu merupakan
kesimpulan umum yang gath'i.

Ab(i Hamid
al-Ghazalh
(w.505H),
ulama
madzhab al-

Syafit

a. Membicarakan maqdshid al-syariah dalam kitab
al-Mustashfd dan kitab Syifa’ al-Ghalil, khususnya
ketika menguraikan konsep maslahah dan al-
mundsabah, karena al-mundsabah  akan
menghasilkan kemaslahatan.

b. Sudah menyebutkan adanya lima kebutuhan
pokok manusia yang mesti dipelihara/dilindungj,
yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,
tetapi tidak menjelaskan dasar dari urutan-
urutan tersebut.

¢. Menyatakan bahwa pemeliharaan terhadap
agama merupakan tujuan yang paling besar.

d. Membagi tingkatan-tingkatan pemeliharaan lima
kebutuhan pokok manusia tersebut kepada al-




dhartiriyah, al-hdjiyah, dan al-tahsiniyah.

. Memberikan gambaran bahwa substansi dari

tyjuan hukum Islam itu adalah untuk
menghasilkan kemaslahatan.

. Maslahah al‘ammah dalam al-dharuriyat al-

khams merupakan kesimpulan yang qath'j, tetapi
maslahah yang ditemukan setelah itu termasuk
zhanni.

. Kegath'ian maqdshid al-syariah apabila maslahah

yang ditemukan merupakan maslahah al-
mu'tabarah.

Fakhral-Din
al-Razl (w.
606 H),
ulama
madzhab al-

Syafit

Membicarakan magqdshid al-syariah dalam kitab
al-Mahshul fi 'Ushul al-Figh, khususnya ketika
menguraikan teori al-mundsabah.

. Membuat urutan-urutan yang berbeda dari al-

Ghazali (gurunya), yaitu dimulai dari jiwa, harta,
nasab, agama, dan akal, tetapi tidak menjelaskan
dasar dari urutan-urutan tersebut.
Menyebutkan bahwa syariat Islam itu ditetapkan
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.
Kesimpulan umum dari tujuan-tujuan syara'
dalam rangka menetapkan hukum untuk
menghasilkan ~ kemaslahatan ~ merupakan
kesimpulan yang zhanni, walaupun beramal
dengan yang zhanni itu wajib hukumnya.

Saifal-Din
al-Amidi (w.
631H),

madzhab al-
Syafi1

Membahas magqdshid al-syarfah dalam kitab al-
Ihkdm fi Ushiil al-Ahkdm, yaitu pada bab qiyas,
khususnya dalam menguraikan masdlik al-llat
(metode menemukan 'illat).

. Lebih banyak mengulang apa yang sudah

dijelaskan oleh al-GhazAli.

Sudah membuat prioritas yang lebih diutamakan
apabila terjadi pertentangan antara lima
kepentingan pokok tersebut, yaitu dimulai dari
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Belum membahas tentang cara-cara mengetahui
maqashid al-syariah.

'Tzz al-Din

Membahas magqashid al-syariah dalam Kkitab




ibn'Abd al-
Salam (w.
660 H),
ulama
madzhab al-

Syafit

Qawa'id al-Ahkam fi Mashdlih al-Andm.

b. Sudah membahas secara khusus konsep
maslahah dan mafsadah, dan bagaimana
mencarikan  jalan keluar ketika terjadi
pertentangan antara sesama  maslahah,
pertentangan maslahah dengan mafsadah,
pertentangan sesama mafsadah.

¢. Mengatakaan bahwa tujuan akhir dari syariat
[slam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
dunia dan akhirat.

d. Sudah membuat tatacara mengetahui maslahah
dan mafsadah, yaitu dengan cara:

1) Mengetahuinya dengan pemikiran yang
sederhana (al-dhartirah)

2) Melakukan penelitian dan pengujian (al-tjjarab).

3) Menghubungkan dengan tradisi yang berlaku (al-
adat).

4) Mengetahuinya dengan dugaan yang kuat (ak
zhuntin al-mu'tabar).

5) Mengetahuinya dengan nash, yaitu dengan
adanya ayat-ayat yang menyebutkan ancaman
dan cacian pada sesuatu yang dilarang, dan ayat-
ayat yang menyebutkan pujian pada sesuatu
yang diperintahkan.

6) Mengetahuinya dengan ijma), giyas, dan metode-
metodeistidlal lainnya.

7) Mengetahuinya dengan metode al-istigrd
(induktif)

e. Mengatakan bahwa tujuan Allah dalam hal-hal
yang berhubungan dengan masalah keduniaan
dapat diketahui dengan akal, dan untuk tujuan
akhirat hanya dapat diketahui dengan dalil-dalil
syara), yaitu al-Qur an, al-Sunnah, ljma', Qiyas, dan
dalil-dalil lainnya.

f Memberikan satu tambahan lagi untuk
kebutuhan pokok manusia yang mesti dipelihara,
yaitu hifzh al-irdh (melindungi kehormatan).

Syihabal-

a. Membicarakan magqdshid al-syariah dalam kitab




Dinal-Qarafi
(w.684H),
ulama
madzhab
Maliki.

al-Furiiq.

Memberikan satu tambahan lagi untuk
kebutuhan pokok manusia yang mesti dipelihara,
yaitu hifzh al-irdh (melindungi kehormatan).
Memberikan urutan yang berbeda dengan ulama
sebelumnya, yaitu dimulai dengan jiwa, agama,
keturunan, akal, harta, dan kehormatan, tetapi
tidak menjelaskan dasar dari urutan-urutan
tersebut.

Memberikan pengaruh besar kepada ulama-
ulama mazhab Maliki sesudahnya untuk
mengkaji teori maqashid al-syariah.

Dari tangannya terjadi perpindahan pengkajian
maqashid  al-syariah  yang  sebelumnya
didominasi oleh ulama mazhab SyafiT kepada
ulama mazhab Maliki.

Maqashid al-syariah menghasilkan kekuatan
yang qathi apabila ditemukan dengan
menggunakan teori al-istigrd’ al-tdm (induktif
sempurmna), sedangkan al-istiqrd” al-ndqis hanya
menghasilkan kesimpulan zhanni.

Najmal-Din
al-Thafi (w.
716 H),
ulama
madzhab
Hanbalt

d

Membahas teori maslahah dalam pembahasan
khusus, yaitu dalam kitabnya Ridyah al-
Maslahah.

Memelihara kemaslahatan lebih diutamakan dari
nashdan[jma’.

Maslahah merupakan sesuatu yang qath'i,
sedangkan dalil-dalil lainnya (termasuk ijma’)
rentan dengan perbedaan pendapat, oleh karena
itu dipandang zhanni.

Membagi magqdshid al-syariah kepada dua
bagian:

1) Maqashid al-syariah berkenaan dengan hak

Allah, yaitu bidang ibadah, dan hanya Allah yang
tahu dan berhak menentukan maslahahnya.

2) Maqashid al-syariah yang tidak berhubungan

langsung dengan hak Allah atau berada di luar
hak Allah, yaitu muamalah, dan manusialah yang




berhak menentukan maslahahnya.

. Maslahah merupakan dalil yang kuat secara

mandiri, karena seluruh ayat al-Qur'an bermuara
kepada kemaslahatan.

Ibn
Taimiyah
(w.728H),
ulama
mazhab
Hanbali

Membatasi kebutuhan pokok manusia itu
kepada lima macam saja (aldhartriyyat al-
khams).

. Mengikuti pembagian al-Ghazali dalam maqdshid

al-syariah, yaitu kepada tiga tingkatan; al-
dhartriyah, al-hdjiyah, dan al-tahsiniyah.
Menfokuskan kajian magqdshid al-syariah dalam
persoalan talil al-ahkdm (proses peng-illat-an
suatu hukum).

Menjelaskan hubungan antara maqashid al-
syariah dengan dalil-dalil hukum Islam.

. Metode al-istiqra” al-tdm yang digunakan untuk

menemukan magqdshid al-syariah merupakan
sesuatu yang qath, dan hal ini salah satu
penekanan yang diunggulkan oleh ibn Taimiyah
untuk menemukan maqdshid al-syari‘ah.

. Mencoba menghubungkan kajian maqdshid al-

syariah dengan alsiydsah al-syarfyah (politik
Islam).

Ibnal-
Qayyimal-
Jauziyyah
(w.751H),
ulama
mazhab
Hanbalt

Membicarakan teori maqashid al-syariah dalam
kitab Ildm al-Muwaqqi'in, Syifa” al-’Alil, Zad al-
Ma'Gd, dan lain-lain.

. Pada dasarnya teori maqashid al-syariah yang

dibahasnya sama dengan teori ibn Taimiyah
(gurunya), tetapi sedikit lebih luas.

Sudah menjelaskan lebih detail tentang hikmah-
hikmah hukum dalam berbagai materi figh.
Membahas tentang al-hailah al-syariyah dan
menghubungkannya dengan magqdshid al-
syariah.

. Membuat konsep perubahan fatwa disebabkan

berbedanya tempat, waktu, kondisi, dan adat
dalam hubungannya dengan magqdshid al-
syariah.




f. Membicarakan secara luas tentang maqashid al-
mukallaf, yaitu tentang niat mukallaf dalam
melakukan perintah dan menjauhi larangan al-
Syari.

[ERN

Ab( Ishagq
al-Syathibi
(w.790H),
ulama
mazhab
Maliki

a. Membicarakan teori magqashid al-syariah dalam
kitab al-Muwafaqat dan al-I'tisham.

b. Mampu mengumpulkan pembahasan-
pembahasan ulama sebelumnya tentang
maqashid al-syarfiah untuk disusun dan
disistematiskan dalam satu pembahasan yang
integral dan utuh.

¢. Memposisikan maqashid al-syarfah sebagai
bagian dari ushul figh.

d. Membagi maqashid al-syariah kepada dua
macam, yaitu maqdshid al-Syari' dan maqdshid al-
mukallaf. Pembahasannya lebih luas dalam

bidang maqdshid al-Syari
e. Membuat syarat untuk mengetahui magqdshid al-
syariah, yaitu:

1) Mengetahui bahasa Arab.

2) Mengetahui al-Sunnah dengan segala seluk
beluknya.

3) Mengetahui asbab al-nuzul ayat dan asbab al-
wwurud hadits.

f. Membuat metode untuk menemukan magqdshid
al-syariah, yaitu:

1) Menganalisis lafazh-lafazh al-amr dan al-nahy;,
baikk dari segi ‘illamya, hakikatnya, dan
mengetahui tujuan primer dan tujuan sekunder.

2) Menganalisis sukiit al-Syari'.

3) Menyempurnakan teori al-istiqra .

g Konsep maqashid al-syari'ahnya, yang
mengedepankan teori al-istigrd , lebih ditekankan
untuk menemukan tujuan-tujuan al-Sydri' pada
ketentuan-ketentuan hukum yang tidak terdapat
dalinya secara eksplisitt dan lebih banyak
berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan
dengan muamalah (maslahah al-mursalah).




Teori al-istiqrd” menghasilkan ketentuan umum
yang gath’i

1 | Ibn '"Asylr Membicarakan teori maqdshid al-syariah secara
1 | wW.1973 khusus dalam kitab Magqgdshid al-Syariah al-
1 | M),ulama Islamiyah.
kontempor . Maqashid al-syariah dapat dipergunakan untuk
er mengistinbathkan hukum secara mandiri,
terlepas dari ushul figh.
Menekankan kajian magdshid al-syariah nya
pada tujuan akinsaniyah (hukum yang
manusiawi) dan al-hurriyyah (hukum yang
bermuatan kebebasan/kemerdekaan).
1| Yasuf al- Membicarakan teori maqdshid al-syariah dalam
1| Qaradhawi berbagai karyanya.
2| (-1926M), | b. Maqdshid al-syariah merupakan ilmu istinbath
ulama hukum tapi tidak terlepas dari induknya, ushul
kontempor figh.
er Memperkuat tawaran ulama sebelumnya, 'Izz al-

. Menilai bahwa orientasi

Din ibn 'Abd al-Salam dan Syihab al-Din al-Qarafi,
untuk menjadikan al-dharuriyydt kepada enam
macam, yaitu dengan menambahkan hifzh al-
irdh (melindungi kehormatan).

Mengarahkan suatu ijtthad dan fatwa untuk
mempertimbangkan terwujudnya keadilan, rasa
kemanusiaan, kesetaraan, religius spiritual,
akhlak, punya wawasan ekonomi, kesejahteraan
dan keamanan, dan berorientasi ke masa depan.

. Berpikir moderat (al-wasathiyah) di antara

penganut pemikiran tekstualis (Zhahiriyah)
dengan pemikiran sekuler (al-Mu aththilah).

ahli ushul figh
sebelumnya diarahkan untuk kemaslahatan
individu, dan menganjurkan agar diarahkan
untuk kepentingan masyarakat, umat, negara,
dan hubungan kemanusiaan.

Mengkritik pemikiran ulama sebelumnya yang
memasukkan akhlak kepada kebutuhan tingkat
al-tahsiniyah. Menurutnya mestinya dimasukkan




ke dalam kebutuhan al-dhartiriyah. Nilai akhlak
yang dimaksud adalah kejujuran, amanah, adil,
kesucian, kebaikan, malu, rendah diri, kemuliaan,
kasih sayang, lemah lembut, keberanian, dan
dermawan.

h. Secara umum, teori magqdshid al-syariah al-
Qaradhawi ini mengulang dan mengulas teori
ulama sebelumnya, khususnya teori al-Ghazall
dan al-Syathibi.

i Teori umum maslahah yang dikemukakannya
tidak berbeda dengan teori maslahah yang
dikemukakan oleh 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam,
ibn Taimiyah, ibn al-Qayyim, dan al-Syathibi.

D. Syarat, Tatacara Mengetahui, dan Kekuatan Magqdshid
al-Syari’ah

Ada tiga pokok pembahasan yang akan dikemukakan di
sini; pertama, apa syarat yang dibutuhkan untuk menemukan
magqdshid al-syari’ah; kedua bagaimana cara mengetahui
magqashid al-syari’ah; dan, ketiga, bagaimana kekuatan hasil
temuan magqdshid al-syari’ah itu.

Pengetahuan terhadap tatacara mengetahui magqdshid
al-syari’‘ah merupakan tema yang sangat penting dalam
pembahasan ini. Sebab, tidak ada ketentuan yang jelas, baik
dalam al-Qur’an maupun Sunnah Nabi-Nya, yang menyebutkan
tentang persoalan yang dimaksud. Keyakinan ulama terhadap
adanya tujuan umum Sydri’ (Allah SWT) dalam menetapkan
hukum, yaitu maslahah, membuat ulama berdaya upaya
mencari cara untuk mengetahui tujuan Allah SWT tersebut
secara khusus. Dengan pengetahuan itu diharapkan agar setiap
ijtihad dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan yang
diinginkan oleh Allah SWT.

Mengingat tidak ada petunjuk yang pasti tentang
masalah ini, para ulama berbeda pemikiran dalam
mengemukakan metode mengetahui maslahah sebagai inti dari
magqdshid al-syari’ah, walaupun pada bidang-bidang tertentu



terdapat kesamaan. Dalam pembahasan ini, teori al-Syathibi
(w. 790 H) akan dijadikan patokan awal dalam mengkaji
metode-metode tersebut, dan untuk selanjutnya dihubungkan
dengan pemikiran-pemikiran ulama yang memiliki kesamaan
dengan itu.

Menurut al-Syathibi (w. 790 H), sebagaimana
disimpulkan oleh Ahmad al-Rais(inily, ada beberapa hal yang
dibutuhkan untuk mengetahui magqdshid al-syari’ah yang dapat
dikelompokkan kepada syarat dan tatacara mengetahuinya.
Dalam uraian di bawah ini penulis akan menguraikan syarat
dan tatacara dimaksud.15?

1. Syarat Mengetahui Magdshid al-Syari’ah
a) Menguasai bahasa Arab

Dalam hal ini ada dua hal yang dikemukakan oleh al-
Syathibi (w. 790 H). Pertama, syariah ini diturunkan dalam
bahasa Arab, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Yusuf
ayat 2 dan al-Syu’ara’ ayat 195. Oleh kerena itu, untuk dapat
memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk
dan usliib (tata bahasa) bahasa Arab.1® Dalam hal ini al-
Syathibi (w. 790 H) mengatakan bahwa siapa orang yang
hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahaminya
sesuai dengan lisan orang Arab terlebih dahulu, karena tanpa
ini tidak mungkin dapat memahaminya secara sempurna.l6!
Bahkan ibn Taimiyah (w. 728 H) berpendapat bahwa bahasa
Arab merupakan bagian penting dari agama, wajib hukumnya
untuk dipelajari bagi orang yang ingin memahami maqdashid al-
syari’ah.162

Lebih lanjut al-Syathibi (w. 790 H) mengatakan bahwa

1 Ahmad al-Raistiniy, Nazhariyah al-Magdshid ‘ind al-Imam al-Syathibf
(w. 790 H), (al-Ma’had al-*Alimiy 1i al-Fikr al-Islamiy, 1995), cet. Ke-4, h. 295-
307; Lihat juga Asafri Jaya Bakri, Konsep Magdshid Syari’ah Menurut al-
Syathibt (w. 790 H), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke-1, h. 89-
103; Muhammad ibn Husein al-Jizaniy, Tahdzib al-Muwéfagat li al-Imdm Abi
Ishaq ibn Masé al-Sydthibi (w. 790 H) ‘Ardhan wa Dirdsah wa Tahlilan, (Saudi
Avrabia: Dér ibn al-Jauziy, [tth]), h. 209-262

0Ah0 1shaq al-Syathibt (w. 790 H), al-Muwdfagat..., op.cit., juz ke-2, h.
64-66.

'L 1bid., h. 64

162Muhammad al-Badawiy, Maqgashid al-Syari’ah..., h. 215



apabila seseorang memiliki penguasaan yang tinggi terhadap
bahasa Arab, maka ia akan dapat memahami tujuan syari’ah
secara mendalam. Sebaliknya siapa yang  sedikit
penguasaannya terhadap bahasa Arab, tentu ia akan sedikit
juga memahami tujuan syari’ah.163 Pengetahuan bahasa Arab
dimaksud tidak semata-mata ilmu nahwu dan sharf, tetapi juga
keahlian lainnya yang terkait dengan bahasa, di antaranya
mampu membedakan lafazh yang shdrih dan tidak shdrih,
zhdhir dan mujmal, haqiqat dan majaz, ‘amm dan khds, muhkam
dan mutasydbih, muthlaq dan muqayyad, fahw al-khithdb dan
lahn al-khithdb, serta mafhiim.164 Hal ini sejalan dengan apa
yang disampaikan oleh ibn Taimiyah (w. 728 H), bahwa
pemahaman bahasa Arab yang dimaksud tidak hanya terfokus
kepada bahasa semata, sebagaimana keahlian yang dimiliki
oleh al-Syibawaihi dalam ilmu nahwu, tetapi memerlukan
keahlian lain sebagaimana keilmuan yang dimiliki oleh ahli
figh, seperti takwil, dan sebagainya.16>

Kedua, bahwa syari’at ini ummiyyah, karena masyarakat
Arab ketika itu pada umumnya tidak pandai menulis dan

183Ab0 Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfagdt..., op.cit., juz ke-4, h.
115. Teks aslinya sebagai berikut:

ped 8 hsie sed Uangia sl Aay pall agh (8 (sdine 5ed A el agd (B Liine Lica 8 14
0S8 Ay ) 8 IS S Ay jal) 8 A sy ) gl 8 Al dn o iy o Jaus siall 5 a5
ot sl iy ol b daa 1A ) gagd (oAl claaill (g ot e 5 Alaaall agd IS LS das Lgb dagd
N sia g A8 SV g dan 2xy al dagd juad (o JS 5 agie il e day Al agh (e Auails 28

"Apabila kami mewajibkan memahami bahasa Arab untuk pertama kalinya,
maka seseorang akan dapat memahami magqashid al-syari‘ah, dan jika hanya
memiliki kemampuan (bahasa Arab) pada tingkat menengah, maka seseorang
akan memahami magashid al-syari‘ah pada tingkat pertengahan saja, sedangkan
tingkat pertengahan itu tidak akan dapat mencapai derjat yang paling tinggi
(dalam memahami magqashid al-syari‘ah). Jika seseorang memiliki kemampuan
maksimal dalam bahasa Arab maka pemahamannya (tentang magashid al-
syari‘ah) dapat bernilai hujjah sebagaimana pemahaman para sahabat dan
orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Pemahaman mereka terhadap al-
Qur'an dapat dijadikan hujjah. Barangsiapa yang tidak sampai (kepada
penguasaan yang tinggi dalam bahasa Arab), dipastikan pemahamannya
rendah/kurang, dan (konsekwensinya) apa yang mereka pahami (tentang
magashid al-syari‘ah) tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak dapat diterima".

%Abi Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfagdt..., ibid., juz ke-4, h.
117

®*Muhammad al-Badawiy, Magashid al-Syari’ah..., op.cit., h. 218



membaca. Oleh karena itu menurut al-Syathibi (w. 790 H),
Allah SWT mensifatkan syariat ini sesuai dengan kondisi umum
masyarakat ketika itu.166 Sifat ummi yang dimiliki oleh
masyarakat Arab ketika itu disampaikan sendiri oleh Nabi SAW
dalam sebuah hadis, bahwa mereka (orang Arab) adalah umat
yang ummi, tidak bisa berhitung dan menulis, 167 dan juga
dinyatakan dalam beberapa ayat al-Quran. Hal ini
menunjukkan bahwa syariat itu diletakkan pada awalnya pada
masyarakat yang mempunyai sifat ummi, sesuai dengan kondisi
masyarakatnya. Akan tetapi mereka mampu memahami
suruhan-suruhan dan larangan Allah SWT. Hal ini karena al-
Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka, dan dengan kondisi
itu tentunya mereka tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu
lainya, seperti ilmu alam, ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya.
Dengan demikian syariat akan mudah dipahami apabila
seseorang menguasai bahasa Arab. Menurut 'Abdullah Darraz
(w. 1932 M), apabila untuk memahami syari’at ini memerlukan
bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua
kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu
kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaannya.168
Oleh karena itu menurutnya, syari’ah mudah dipahami oleh
siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja apabila ia memahami
bahasa Arab.16°

Di antara landasan bahwa syari’at ini ummiyyah adalah
karena pembawa syari‘at itu sendiri (Rasulullah SAW)
merupakan bagian dari masyarakat yang ummi, yaitu sifat yang
dinisbahkan kepada sifat umum masyarakat Arab saat itu. Oleh
karena itu ummi di sini tidak dimaksudkan untuk mengatakan
bahwa Rasul SAW sama dengan masyarakatnya. Hal ini
sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS al-

186 Ab0 Ishaq al-Syathibf (w. 790 H), al-Muwafaqd..., op.cit., juz ke-2, h.
69-70

7Abu 'Umar Yusuf ibn 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Abd al-Barr ibn
'‘Ashim al-Namiriy al-Qurthubiy, Jami' Bayan al-'lim wa Fadhlih, (Arab Saudi:
Dar ibn al-Jauziy, 1994), cet. Ke-1, juz ke-1, h. 294

%8 Ab{ Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfagdt..., ibid., juz ke-2, h. 79-
80

189 Ab0 Ishag al-Syathib? (w. 790 H), al-Muwidfagat..., ibid., juz ke-2, h. 69



Jum’ah ayat 2; al-Araf ayat 158, al-‘Ankabut ayat 48 dan
keterangan-keterangan lainnya. Ada kecenderungan berlebihan
dari sebagian ulama yang tidak sesuai dengan sifat syari‘ah
ummiyyah ini, lanjut al-Syathibl (w. 790 H), yaitu bahwa al-
Qur’an mencakup semua bidang keilmuan, baik keilmuan lama
ataupun modern. Al-Qur'an memang menyinggung dan sesuai
dengan berbagai disiplin ilmu, namun tidak berarti al-Qur’an
mencakup semuanya, itu semua hanyalah isyarat saja dan
bukan sebagai pengakuan terhadap semua keilmuan itu (untuk
memahami al-Qur’an). Ayat yang sering dijadikan dalil adalah
QS al-Nahl ayat 89 yang artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu
al-Qur’an untuk menjelaskan segala sesuatu”, dan QS al-An’am
ayat 38 yang artinya: “Tidaklah Kami lewatkan sesuatupun dari
al-Qur’an”. Menurut al-Syathibi (w. 790 H), kedua ayat di atas
mempunyai makna tertentu. Ayat pertama dimaksudkan dalam
bidang taklif dan ibadah sedangkan maksud al-kitdb dalam
ayat kedua adalah al-kitdb yang terdapat di lauh al-mahfiizh.17°

Penguasaan bahasa Arab merupakan suatu hal yang
mutlak bagi seseorang yang ingin mengetahui qasd al-Syari’
(tujuan Allah SWT) dalam menetapkan hukum. Tanpa
menguasai bahasa Arab, kecil kemungkinannya bagi seseorang
untuk sampai kepada pemahaman terhadap tujuan Allah SWT,
apalagi mengembangkannya dalam berijtihad. Hal ini
dibuktikan dengan kemampuan sahabat-sahabat Nabi SAW
dari golongan Muhajirin dan Anshar, sebagai generasi awal,
dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang merupakan bahasa
sehari-hari mereka.l”l  Walaupun mereka tidak memiliki
pengetahuan dalam bidang ilmu lainnya sebagaimana dikenal
dan berkembang pada saat ini, namun mereka diakui sebagai
generasi yang terbaik tingkat pemahamannya terhadap al-
Qurtan.
b) Mengetahui al-Sunnah

Pengetahuan terhadap Sunnah Rasulullah SAW juga
merupakan suatu keharusan bagi orang-orang yang ingin
mengetahui maqdshid al-syari’ah. Hal ini karena tidak semua

YOAhi 1shaq al-Syathibf (w. 790 H), al-Muwidfagat..., ibid., juz ke-2, h. 81
Y*Muhammad al-Badawiy, Magashid al-Syari’ah..., op.cit., h. 216



bahasa al-Qur'an dapat dipahami hanya mengandalkan
kemampuan bahasa Arab saja. Misalnya terdapat beberapa ayat
al-Qur’an yang petunjuknya memerlukan penjelasan dari Nabi
SAW, seperti lafazh shalat dan hajji, yang jika dipahami secara
bahasa berarti doa dan ziarah/kunjungan. Lafazh-lafazh
tersebut dijelaskan oleh Nabi SAW dengan arti shalat dan hajji
sebagaimana yang dilaksanakan hari ini. Oleh karena itu al-
Syathibi (w. 790 H) mengatakan bahwa Sunnah merupakan
sumber kedua setelah al-Qur’an.172

Tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara al-
Syathibi (w. 790 H) dengan ulama lainnya dalam melihat fungsi
Sunnah di samping al-Qur'an. Namun ia menegaskan bahwa
pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam Sunnah telah
disebutkan dalam al-Qur'an, baik secara global maupun
terperinci.l’3 Oleh karena itu pemahaman terhadap al-Qur’an
akan lebih meyakinkan apabila ditopang oleh pengetahuan dan
pemahaman terhadap Sunnah.
c) Mengetahui Sebab-sebab Turunnya Ayat

Ayat-ayat al-Qur'an diturunkan secara berangsur-
angsur (tadarruj), dan penyebab turunnya juga berbeda-beda.
Adakalanya sebuah ayat diturunkan untuk menjawab
pertanyaan seseorang kepada Nabi SAW, dan terkadang ayat
turun berkenaan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Pada
dasarnya sebab-sebab turunnya ayat tidak bisa dipisahkan
dengan ayat itu sendiri, karena keduanya saling berkaitan.
Pengetahuan terhadap sebab-sebab turunnya ayat al-Qur'an,
menurut al-Syathibi (w. 790 H), akan menentukan maksud
yang ingin dituju dalam ayat itu. Oleh karena itu pengetahuan
terhadap hal itu mutlak diperlukan.174

Para ulama ushul figh sudah menjelaskan faedah-faedah
mengetahui sebab-sebab turunnya ayat dalam kitab-kitab
mereka. Pada intinya mereka sepakat pentingnya pengetahuan
itu untuk memahami petunjuk-petunjuk al-Qur'an. Bahkan al-
Syathibi (w. 790 H) sendiri pun tidak hanya mencukupkan

Y2 ab 1shaq al-Syathibf (w. 790 H), al-Muwdfagdt..., op.cit., jilid ke-4, h.

Y3 Abi Ishaq al-Syathibf (w. 790 H), al-Muwidfagat..., ibid., h. 12
1" Abi1 Ishaq al-Syathib (w. 790 H), al-Muwdfagat..., ibid



dengan penyebab-penyebab khusus turunnya ayat, yang
biasanya diawali dengan pertanyaan atau peristiwa tertentu,
akan tetapi lebih jauh ia mengatakan bahwa dengan
mengetahui sebab-sebab turunnya ayat akan dapat diketahui
kebiasaan-kebiasaan orang Arab dan kondisi umum ketika ayat
diturunkan. Pengetahuan berkenaan dengan hal demikian juga
diperlukan untuk meluruskam pemahaman terhadap sebuah
ayat.17s
Dengan demikian ketiga ilmu di atas secara mutlak
harus dimiliki oleh ulama-ulama yang hendak mengetahui
magqdshid al-syari’ah. Apabila hal itu diabaikan, maka tujuan al-
Syari' dalam menetapkan hukum tidak akan ditemukannya.
2. Metode Mengetahui Maqdashid al-Syari’ah
a. Melakukan analisis terhadap lafazh-lafazh perintah dan
larangan yang mencakup; sifat-sifat hukum yang terdapat
pada lafazh-lafazh tersebut (‘illat al-awdmir wa al-nawdhiy),
hakikat perintah dan larangan secara lahiriyah (al-awamir
wa al-nawahiy al-syar’iyyah bain al-ta’lil wa al-zhahiriyah)
disertai analisis terhadap tujuan utama dan tujuan tambahan

(magqdashid al-ashliyah wa maqdshid al-tdbi’ah)

1) Analisis terhadap sifat-sifat hukum yang akan dijadikan
‘illat al-awdmir (perintah-perintah) dan al-nawdhiy
(larangan-larangan)

Analisis terhadap sifat-sifat ‘illat perintah
dan larangan dilakukan untuk mengetahui alasan Sydri’ (Allah
SWT dan Rasul-Nya) dalam menetapkan sesuatu. Menurut al-
Syathibi (w. 790 H), alasan itu terkadang disebutkan secara
jelas (tertulis) dalam nash (al’illah al-manshiishah) dan ada
pula yang tidak jelas/tidak tertulis dalam nash (al-’illah ghair
al-manshiishah). Ketika alasan itu disebutkan secara jelas, maka
alasan itu harus diikuti. Sebab, dengan mengikuti yang tertulis
itu tujuan hukum akan tercapai. Al-Syathibi (w. 790 H)
mencontohkan fllat yang jelas/tertulis itu dengan perintah
nikah yang bertujuan untuk melestarikan keturunan, syariat
jual beli untuk mendapatkan manfaat satu sama lain, dan

Y5 Abi I1shag al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfagdt..., ibid., jilid ke-3, h.
348



ketentuan  hudud untuk memelihara  kemaslahatan
jiwa.l76Namun, ketika fllat itu tidak jelas tertulis dalam nash,
maka menurut al-Syathibl (w. 790 H) seorang harus berhenti
(tawaqquf) sampai di situ, karena hanya Allah SWT lah yang
Mengetahui alasannya. Untuk mengambil sikap tawaqquf ini ia
mengemukakan dua alasan; pertama, tidak boleh memperluas
cakupan alasan (ta’addiyah) dari alasan atau sebab yang sudah
tertulis jelas dalam nash, karena hal ini sama saja dengan
menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, perluasan cakupan
alasan dibolehkan apabila memungkinkan dapat mengetahui
tujuan hukum.177

Menurut Asafri Jaya Bakri, pertimbangan tawaqquf yang
diambil oleh al-Syathibi (w. 790 H) ini terletak pada orientasi
atau objek permasalahan. Pertimbangan pertama lebih
ditujukan kepada nash-nash yang berkaitan dengan ibadah,
sedangkan pertimbangan kedua, yang memungkinkan adanya
perluasan cakupan fllat, berkaitan dengan permasalahan-
permasalahan muamalah.1’8 Pendapat ini sepertinya sejalan
dengan usaha-usaha ulama sebelumnya yang bersungguh-
sungguh dalam mencari cara untuk menemukan ‘llat hukum
yang terdapat dalam nash al-Quran dan Sunnah. Tujuan
ditemukannya fllat tidak lain adalah untuk merentangkan
ketentuan hukum yang sudah jelas Kkepada hukum
permasalahan yang belum ada kejelasannya. Apabila usaha
menemukan fllat itu tidak ada, tentu hukum tidak mungkin
dikembangkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Pada dasarnya al-Syathibi (w. 790 H) tidak terlalu kaku
dalam mengemukakan konsep tawaqquf dalam perluasan
cakupan fllat ini. Asafri Jaya Bakri menguatkan pendapat ini
dengan mengemukakan pengertian ‘llat yang dikemukakan
oleh al-Syathibl (w. 790 H). Menurutnya, konsep penemuan
illat al-Syathibl (w. 790 H) itu mengandung arti yang sangat
luas, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah
yang berkaitan dengan al-awdmir (perintah-perintah) dan al-

Y6 Ab0 Ishaq al-Syathibt (w. 790 H), al-Muwdfagat..., op.cit., juz ke-2, h.
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nawdhiy (larangan-larangan. Artinya, ‘illat suatu hukum adalah
maslahah dan mafsadah itu sendiri, baik al-zhdhir (terdapat
kejelasannya dalam nash) atau ghair al-zhdhir (tidak terdapat
kejelasannya dalam nash), al-mundhabith (dapat dipastikan)
atau ghair al-mundhabith (tidak dapat dipastikan).17 Contoh-
contoh yang dikemukakan oleh al-Syathibi (w. 790 H) dapat
mengarahkan kepada kesimpulan bahwa sebenarnya
pemikirannya tentang ‘illat sangat dinamis. Misalnya
pemahamannya tentang ‘llat hadis “Janganlah hakim
memutuskan perkara dua orang yang berperkara, sedangkan ia
dalam keadaan marah”. Menurut al-Syathib1 (w. 790 H), kondisi
marah adalah sabab, sedangkan sifat-sifat lain yang mungkin
dijadikan‘illatnya adalah munculnya ketidakstabilan pikiran
hakim dalam mengambil pertimbangan hukum.180

Berdasarkan contoh ini dapat dipahami bahwa sifat-sifat
yang mungkin diinventaris, yang kemudian dipilih salah
satunya sebagai ‘llat oleh al-Syathibi (w. 790 H) tidak
dituliskan secara jelas dalam nash. Tetapi munculnya
pemikiran yang tidak stabil dalam mencari alasan penetapan
hukum, yang ditetapkan sebagai Tllat, juga berakibat
dilarangnya seorang hakim memutuskan hukum. Hal ini
menunjukkan bahwa al-Syathibi (w. 790 H) cukup piawai
dalam memahami sifat-sifat yang akan disaring menjadi ‘illat
hukum, dan berusaha dengan ‘illat yang dipilih itu akan dapat
mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT, yaitu
mewujudkan maslahah dan menghindarkan seseorang dari
mafsadah.

Apabila dihubungkan dengan pengembangan hukum
Islam, buah dari perluasan cakupan ‘illat, maka setiap kondisi
yang membuat seorang hakim tidak stabil dalam mencari
alasan pertimbangan hukum, maka pada saat itu hakim tidak
boleh memberi putusan hukum. Misalnya, kondisi sakit, sedang
berduka, dan sebagainya. Sebab, dikhawatirkan putusan yang

Y psafri Jaya Bakri, Konsep..., ibid., h. 96. Rujukan aslinya dapat dilihat
dalam AbQ Ishdq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfaqdt..., op.cit., juz ke-1, h.
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diambil dalam kondisi demikian tidak akan menghasilkan
maslahah dan tidak akan menghindarkan seseorang dari
mafsadah.

Menurut penulis, cara Kkerja analisis terhadap ‘illat
menurut al-Syathibi (w. 790 H) ini diawali dengan
mengumpulkan sifat-sifat yang shahih yang mungkin terdapat
pada suatu nash, dan untuk selanjutnya sifat-sifat itu disaring
atau dipilih dengan mempergunakan teori madsalik al-'illat.
Selanjutnya sifat yang terpilih nantinya ditetapkan sebagai 'illat
hukum, dan dengan 'illat itulah hukum dapat dikembangkan
kepada persoalan-persoalan lain yang ada di luar nash.

2) Melakukan analisis terhadap hakikat al-awdmir (perintah-
perintah) dan al-nawdhiy (larangan-larangan)

Setiap perintah dan larangan yang terdapat dalam nash
mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan
kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan.
Menurut ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H), sebagaimana
dikutip oleh ‘Umar ibn Shalih ibn ‘Umar, jika sesuatu disuruh
mengerjakan, berarti di dalamnya terkandung tujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan. Sebaliknya jika dilarang, berarti di
dalamnya terkandung sebuah kemafsadatan. Akibat hukumnya,
perbuatan yang diperintahkan akan menghasilkan hukum
wajib, mandub, atau mubah. Sedangkan perbuatan yang
dilarang akan menghasilkan hukum haram dan makruh.181

Menurut al-Syathibi (w. 790 H), ketika ada perintah (al-
amr) dan dengan perintah itu dilakukan suatu perbuatan, maka
itulah tujuan Allah SWT. Sebaliknya ketika ada larangan (al-
nahy) dan dengan larangan itu tidak dilakukan suatu
perbuatan, maka itu pulalah tujuan Allah SWT. Terlaksananya
isi dari perintah itu dan dengan berhentinya seseorang dari
melakukan hal-hal yang dilarang menjadi tujuan inti yang

81Umar ibn Shalih ibn ‘Umar, Maqashid al-Syari’ah ‘ind al-Imdm ‘Izz al-
Din ibn ‘Abd al-Saléam, (Yordania: Dér al-Nafa'is, 2003), cet. Ke-1, h. 186; juga
al-Amidi, al-IThkdm..., op.cit., juz ke-4, h. 337; lihat juga al-Qarafi, al-Furg,
op.cit., juz ke-2, h. 126; juga ibn Mukhtar al-Khadimiy, ‘Iim al-Magdshid...,
op.cit., h. 67



dikehendaki oleh Sydri’(Allah SWT).182 Untuk itu al-Syathibi (w.
790 H) membuat dua persyaratan agar kedua kategori itu
menghasilkan terealisasinya tujuan Allah SWT, yaitu; pertama,
keduanya (al-amr dan al-nahy) itu semata-mata perintah atau
larangan yang dituju sejak awalnya (an yakiina kullu wahidin
minhuma ibtidd’iyan); kedua, perintah dan larangan itu
jelas/tegas (an yakiina kullu wdhidin minhuma tashrihan).183
Sebagai contoh dapat dilihat dalam QS al-Jum’ah ayat 9:
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila (kamu) diseru untuk
melaksanakan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah
mengingat Allah SWT dan tinggalkanlah (aktifitas) jual beli,
yang demikian lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

Lafazh ayat di atas mengandung perintah dan larangan,
yaitu perintah untuk bersegera mengingat Allah SWT (shalat
Jumat) dan larangan melakukan jual beli. Menurut al-Syathibi
(w. 790 H), larangan jual beli bukanlah larangan yang berdiri
sendiri sejak awal (ibtida'iy), tetapi hanya bertujuan
menguatkan perintah untuk segera mengingat Allah SWT
(shalat Jum'’at). Oleh karena itu larangan jual beli hanya
merupakan tujuan kedua dari ayat itu. Hal ini tidak sama
dengan larangan riba, zina, dan lain-lain!84 yang dari semula
memang ditujukan untuk melarang perbuatan itu. Larangan
jual beli di atas juga dapat dimaknai dengan larangan
melakukan aktifitas apapun yang dapat menghalangi seseorang
melaksanakan shalat Jumat, seperti bekerja di kantor,
mengajar, bertani, dan sebagainya.

¥2Ab0 Ishaq al-Syathibt (w. 790 H), al-Muwdfagat..., op.cit., juz ke-2, h.
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al-Syari’ah..., op.cit., h. 197
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Contoh lain, seperti QS Thaha ayat 14 dan QS al-
‘Ankabut ayat 45:

G i 00 el BT s Rl ST e o A B LA
“Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku”. (QS Thaha: 14)
“Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah
dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar”.(QS al-'Ankabut:
45)

Potongan ayat di atas mengandung kalimat perintah
yang dituju sejak semula, (ibtida'iyan) yaitu dirikanlah shalat
untuk mengingat-Ku) dan itulah perintah yang hakiki yang
wajib hukumnya. Dalam kondisi ini ketika perintah sudah jelas
dan tegas dan diketahui ditujukan untuk perintah itu sendiri
dari semula, maka ia menjadi tujuan primer (magqdshid al-
ashliyah) yang dikehendaki Allah SWT. Sedangkan sambungan
ayat “shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan
mungkar”, merupakan tujuan sekunder (maqdshid al-tab’iyah)
yang tidak menjadi alasan semula dalam memerintahkan
shalat.

Al-Syathibi (w. 790 H) mengemukakan bahwa setiap
perintah dan larangan Allah SWT mempunyai tujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari
kemudharatan, baik aturan dalam bidang kehidupan dunia (al-
‘ddiyah) maupun dalam bidang ibadah (al-ibddiyah). Namun
untuk mengetahui maksud Allah SWT yang sebenarnya perlu
dilihat terlebih dahulu apa tujuan utama (magqdshid al-ashliyah)
dan tujuan tambahan (magqdshid al-tabi’ah) Allah SWT dalam
setiap ketentuan-Nya.

Hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT, baik dalam
hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia (al-‘ddiyah)
maupun dalam ibadah mempunyai tujuan utama (maqdshid al-
asliyah) dan tujuan tambahan (magqdshid al-tdbi’ah).185 Dua

¥ Abi Ishaq al-Syathibt (w. 790 H), al-Muwdfagat..., op.cit., juz ke-2, h.
396; juga ibn Mukhtar al-Khadimily , ‘Tlm Magqdshid..., op.cit., h. 69; juga



bentuk tujuan hukum ini menurut ibn Taimiyah (w. 728 H)
mempunyai hubungan yang saling mendukung. Menurutnya,
magqdshid al-ashliyah akan melahirkan dan menetapkan
magqdshid al-tdbi’ah, dan maqdshid al-tabi'ah itu akan
memperkuat dan memelihara terwujudnya magqgdshid al-
ashliyah.186

Untuk menjelaskan hal ini, al-Syathibi (w. 790 H)
mengemukakan  beberapa  contoh. Misalnya  tujuan
disyariatkannya menikah. Menurutnya, maqdshid al-ashliyah
(tujuan primer) menikah adalah untuk memperoleh keturunan.
Tujuan ini diikuti oleh tujuan-tujuan sekunder lainnya
(maqashid al-tabi’ah) seperti mendapatkan ketenangan,
mendapatkan teman hidup, saling tolong menolong dalam
mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, bersenang-senang
dengan cara yang halal, leluasa memandang keindahan ciptaan
Allah SWT pada diri seorang perempuan, dapat menjaga diri
dari syahwat yang terlarang, dan lain-lain sebagainya.18”

Selanjutnya ia mengatakan bahwa tujuan-tujuan
sekunder itu berfungsi untuk mengukuhkan tujuan utama,
menguatkannya, memotivasi seseorang untuk melakukannya,
agar seseorang bertekad melanggengkan pernikahannya, dan
dapat mewujudkan kasih sayang dalam pernikahannya.
Tujuan-tujuan sekunder itu memperkuat tercapainya tujuan
primer (utama) pernikahan, yaitu memperoleh keturunan.188

Sebaliknya, ketika tujuan-tujuan di atas tidak dapat
direalisasikan, maka hal itu bertentangan dengan tujuan Allah
SWT (qashd al-Sydri’). Misalnya, nikah tahlil yang dilakukan
untuk menghalalkan seseorang dapat menikah kembali dengan
mantan istrinya setelah menjatuhkan thalaq tiga, menurut al-
Syathibi (w. 790 H) merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan tujuan Allah SWT dalam pernikahan.18® Hal ini juga
disampaikan oleh ibn Taimiyah (w. 728 H). Menurutnya tujuan

Muhammad al-Badawi, Magdshid ..., op.cit., h. 225; juga Ibn ‘Asyur, Magashid
..., op.cit., h. 197
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primer (utama) sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan
keturunan, sedangkan yang lain hanyalah sebagai tujuan-
tujuan sekunder dan berfungsi untuk menyempurnakan tujuan
primer (utama). Oleh karena itu untuk tercapainya tujuan
utama mengharuskan seseorang untuk melenggengkan
hubungan perkawinannya, dan itulah tujuan Allah SWT. Oleh
karena itu nikah tahlil yang bertujuan untuk menghalalkan
seorang laki-laki dengan mantan istrinya merupakan
perbuatan yang Dbertentangan dengan tujuan utama
pernikahan. Sebab, setelah pernikahan itu akan diiringi dengan
perceraian yang akan membatalkan kelanggengan hubungan
pernikahan.190

Menurut ibn Taimiyah (w. 728 H) dan al-Syathibi (w.
790 H), hukum nikah tahlil sama dengan nikah mut’ah, karena
di dalam kedua bentuk pernikahan itu menghilangkan tujuan-
tujuan lain yang ingin dicapai oleh pernikahan. Tujuan
utamanya untuk mendapatkan keturunan, dan untuk mencapai
tujuan utama tersebut harus memperhatikan tujuan lain yang
mengikutinya, yaitu melanggengkan pernikahan (al-dawdm wal
al-baqa’ fi al-nikah).1°1

Memahami jalan pikiran di atas, persoalan yang terkait
dengan urusan muamalah, tujuan sekunder (magqdshid al-
tabi'‘ah) berpengaruh kepada penetapan hukum. Hal ini
dibuktikan dengan dilarangnya nikah tahlil dan nikah mut’ah
yang tidak memungkinkan terwujudnya tujuan utama
pernikahan. Dengan demikian keinginan menikah untuk
menyakiti pasangannya, tidak dengan niat membangun rumah
tangga bahagia dan langgeng, dan tidak dengan niat saling
tolong menolong dalam urusan dunia dan akhirat, tidak sesuai
dengan tujuan disyariatkannya menikah.

Adapun magqdashid al-ashliyah (tujuan primer/utama)
dalam masalah ibadah adalah untuk menghadapkan dan
menundukkan diri secara total kepada Allah SWT dalam
kondisi apapun. Sedangkan tujuan lain yang mengikuti tujuan

1\uhammad al-Badawi, Magdshid ..., op.cit., h. 227-228
¥IAbG Ishaq al-SyathibT (w. 790 H), al-Muwdfagdt..., loc.cit., juz ke-2, h.
397; Muhammad al-Badawi, Magdshid ..., op.cit., h. 227



primer tersebut (maqdshid al-tdabi’ah) di antaranya adalah
untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat, menjadi
wali Allah SWT, dan lain-lain, yang berfungsi untuk
memperkuat dan  memotivasi  terlaksananya  tujuan
primer/utama.192

Salah satu contoh adalah perintah shalat. Pada
pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa tujuan
primer/utama shalat adalah untuk mengingat Allah SWT.
Sedangkan tujuan sekundernya adalah agar seseorang
terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Di samping itu
terdapat tujuan-tujuan sekunder lainnya, seperti untuk
memberi peluang beristirahat sejenak dalam urusan dunia,
untuk mendapatkan rezki dari Allah SWT, memperoleh
ganjaran surga, agar terhindar dari neraka, memperoleh
keselamatan, dan sebagainya. Secara umum semua itu memang
tujuan yang mengikuti tujuan utama dan merupakan faidah dan
manfaat dari ibadah, khususnya shalat. Akan tetapi hal itu
hanya sebagai tujuan sekunder yang mendukung terlaksananya
tujuan primer/utama, yaitu menundukkan diri kepada Allah
SWT dengan mengingat-Nya.193

Dalam persoalan ibadah ini, tujuan sekunder memang
ditujukan untuk memperkuat dan memotivasi seseorang
melakukan ibadah tersebut. Mengedepankan tujuan sekunder
dalam beribadah memang menjadi perbincangan ulama, akan
tetapi pada dasarnya tidak membuat batalnya ibadah
seseorang menurut ketentuan hukum Islam (figh). Misalnya
seseorang melakukan shalat dhuha untuk mendapatkan
kemudahan rezki dari Allah SWT, shalat hajat untuk meminta
sesuatu kepada Allah SWT, shalat istikharah untuk meminta
petunjuk untuk memilih, shalat tahajjud untuk mendapatkan
kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, berpuasa untuk
menghindarkan diri perbuatan tercela, berzakat untuk
membersihkan diri dan harta, dan menunaikan ibadah haji
untuk memperoleh pahala surga, dan lain-lain sebagainya.

1¥2Abh0 1shaq al-Syathibf (w. 790 H), al-Muwafagaz..., op.cit., juz ke-2, h.
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Setelah melakukan pembahasan tentang tujuan
primer/utama (magqdshid al-ashliyah) dan tujuan sekunder
(magqashid al-tabi‘ah), al-Syathibl (w. 790 H) membuat
klasifikasi hubungan antara keduanya sebagai berikut:1%4
(a) Apabila maqashid al-tdbi’ah (tujuan sekunder) berfungsi

sebagai penguat, penghubung, dapat mengukuhkan, dan
diyakini dapat menghasilkan magqdshid al-ashliyah (tujuan
primer/utama), maka tidak diragukan lagi hal-hal seperti
itu merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT.
Dengan demikian tujuan-tujuan yang menjadi penyebab
terlaksananya tujuan yang dikendaki oleh Allah SWT
merupakan tujuan-tujuan yang sesuai dengan keinginan
Allah SWT. Misalnya melakukan shalat karena ingin
mendapatkan rezki dari Allah SWT atau menikah karena
ingin hidup dalam rumah tangga yang bahagia.

(b) Apabila maqashid al-tdbi’ah (tujuan sekunder), baik dalam
bidang ibadah maupun di luar ibadah menjauhkan
seseorang dari pencapaian maqdshid al-ashliyah (tujuan
primer/utama), maka hal ini bertentangan dengan tujuan
Allah SWT. Oleh karena itu sebab-sebab yang membawa
kepada kondisi ini dipandang tidak sah. Misalnya mencuri
air untuk berwudhu’ dan melakukan nikah tahlil dan nikah
mut’ah.

(c) Apabila magqgdshid al-tdbi’ah (tujuan sekunder) tidak
berfungsi sebagai penguat, tidak pula sebagai penghubung,
namun ia tidak menjauhkan dari pencapaian maqdshid al-
ashliyah (tujuan primer/utama), maka magqdshid al-tabi’ah
seperti ini dapat dilakukan dalam persoalan-persoalan di
luar ibadah.

b. Melakukan analisis terhadap sukiit al-Syari’ (diamnya Sydri’)

dalam pensyariatan suatu hukum

Cara ini dilakukan untuk memahami hukum yang tidak
disebutkan oleh al-Sydri’ di dalam nash, baik dalam persoalan-
persoalan yang berkenaan dengan urusan keduniaan (al-
‘adiyah) maupun perbuatan-perbuatan yang berhubungan

1% Abi Ishaq al-Syathibt (w. 790 H), al-Muwdfagat..., op.cit., juz ke-2, h.
407. Lihat juga Muhammad al-Badawi, Magdshid ..., loc.cit., h. 227



dengan ibadah. Dengan kata lain, terhadap ketetapan hukum
yang diambil tidak ada dalil yang mendukungnya secara tegas
dan jelas dan tidak ada pula yang melarangnya.

Untuk memahami sukut al-Sydri’ (diamnya Allah SWT
dan Rasul-Nya) dalam permasalahan hukum ini, al-Syathib{ (w.
790 H) membaginya kepada dua kategori, yaitu:19>
1) Diamnya Sydri’ karena memang tidak ada faktor yang

menghendaki untuk melahirkan ketetapan hukum (an
yaskuta ‘anhu li annahu la dd’iyah lahu taqtadhihi).

Misalnya munculnya persoalan-persoalan yang dihadapi
oleh sahabat setelah wafatnya Nabi SAW sementara tidak ada
dalil atau aturan yang jelas (sukut al-Syari’) tentang persoalan
itu. Oleh karena itu para ahli hukum Islam di kalangan sahabat
berupaya untuk melahirkan hukum untuk persoalan tersebut
dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat
umum. [nilah yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi SAW (salaf
al-shalih) ketika memutuskan untuk mengumpulkan al-Qur’an
dan membukukannya.196

Pada masa Nabi SAW, kebutuhan untuk mengumpulkan
al-Qur'an mungkin belum diperlukan. Hal ini disebabkan
antara lain karena al-Qur'an masih terpelihara dalam hafalan
Nabi SAW dan para sahabat. Akan tetapi setelah Nabi SAW
wafat, begitu juga banyaknya sahabat penghafal al-Qur'an yang
syahid di medan perang, maka kebutuhan untuk
mengumpulkan dan juga membukukan al-Qur'an dirasakan
sangat dibutuhkan dan sebuah keniscayaan untuk dilakukan.197

1%5Ab0 Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfagdt..., op.cit., juz ke-2, h.
409-410; Kategori yang sama juga dikemukakan oleh ibn Taimiyah (w. 728 H).
Lihat Muhammad al-Badawi, op.cit., h. 232

1% Ab{ Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdifagdt..., loc.cit., juz ke-2, h.
409; Lihat juga Muhammad ibn Husein al-Jizamiy, Tahdzib al-Muwafagat li al-
Imam AbT Ishaq ibn Mdsa al-Syathibl (w. 790 H), (Saudi Arabia: Dar ibn al-
Jauziy, [tth]), h. 209

Y¥pengumpulan al-Quran terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar al-
Shiddig. Di awal kepemimpinannya ia telah dihadapkan kepada peristiwa
kemurtadan orang Arab, munculnya nabi-nabi palsu, dan gerakan orang-orang
yang ingkar membayar zakat. Pada tahun ke-12 H, terjadilah perang Yamamah
yang melibatkan sejumlah besar sahabat penghafal al-Qur'an (huffazh), dan
dalam peperangan itu telah gugur 70 orang sahabat hafal al-Qur'an. Melihat



Sejalan dengan itu ibn Taimiyah (w. 728 H) mengatakan bahwa
dalam contoh tersebut, sikap diamnya al-Sydri’, di mana Nabi
SAW tidak melakukan pengumpulan al-Qur'an pada masanya,
karena tidak ada alasan yang mengharuskan untuk itu atau
karena ada halangan waktu itu.1® Oleh karena itu sikap
diamnya Nabi SAW dalam masalah itu disebabkan karena hal
itu belum diperlukan. Namun, bukan berarti apa yang
dilakukan oleh sahabat, dalam mengumpulkan dan
membukukan al-Qur'an, sebuah perbuatan yang dilarang.
Justru apa yang mereka lakukan sangat bernilai positif
(maslahat) dan diperlukan karena ada faktor yang
mengharuskannya. Dengan demikian perbuatan sahabat
mengumpulkan dan membukukan al-Qur'an sepeninggal Nabi
SAW dapat menempati hukum wajib. Pertimbangan mereka
melakukan itu karena adanya kebutuhan (al-hdjah) terkait
dengan pemeliharaan al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran
[slam. Memelihara atau menjaga al-Qur an merupakan sesuatu
yang wajib, dan setiap cara untuk sampai kepada tujuan itu
juga diwajibkan. Hal ini sesuai dengan kaidah figh, li al-wasa’il

kenyataan ini, Umar ibn Khatab cemas dan mengusulkan kepada Abu Bakar agar
segera mengumpulkan al-Qur an dalam satu mushaf. Umar beralasan apabila al-
Qur’an tidak segera dikumpulkan, maka dikhawatirkan al-Qur an akan hilang di
permukaan bumi. Walaupun pada awalnya menolak, tetapi pada akhirnya Abu
Bakar menyetujui usulan Umar dan langsung memerintahkan kepada Zaid ibn
Tsabit untuk melaksanakannya. Pekerjaan ini dapat diselesaikan oleh Zaid ibn
Tsabit selama satu tahun. Lihat Muhammad ‘Ali al-Shab(ni, al-Tibydn fi Ulim
al-Qur’an, ([ttp], ‘Alim al-Kutub, [tth]), h. 54; juga Muhammad Shubh al-
Shalih, Mabdhits fi ‘Ulim al-Qur an, (Beirut: Dar al-‘Tlm, 1977), h. 71; juga
Muhammad Amin Suma, Studi lmu-ilmu Al-Qurian (1), (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2000), cet. Ke-1, h. 53-58. Adapun pembukuan al-Quran dan
Penggandaannya dilakukan pada masa Khalifah Usman ibn ‘Affan. Alasan untuk
melakukan pembukuan al-Qur an didasarkan atas adanya laporan dari Hudzaifah
al-Yamani kepada khalifah Usman bahwa telah terjadi perselisihan di kalangan
umat Islam dalam hal membaca al-Quran. Untuk menyelesaikan perselisihan
itu, sekaligus menyeragamkan bacaan umat Islam, maka Usman membentuk
panitia pembukuan mushaf al-Qur’an yang diketuai oleh Zaid ibn Tsabit dengan
tiga anggotanya, masing-masing Abdullah ibn Zubeir, Sa’id ibn al-‘Ash, dan
Abd al-Rahman ibn al-Harits ibn Hisyam. Lihat Muhammad Amin Suma,
Studi..., ibid., h. 58-62
1%¥Muhammad al-Badawi, Magdshid..., op.cit., h. 231



hukm al-maqashid™® (hukum wasilah itu sama dengan hukum

pokok yang dituju).

Sepertinya dengan contoh yang dikemukakan di atas
merupakan persoalan-persoalan yang tidak berhubungan
langsung dengan ibadah. Persoalan pengumpulan al-Qur'an
dan pembukuannya merupakan kebutuhan umat, yang
menurut ibn Taimiyah (w. 728 H) memang dibutuhkan dalam
memelihara kelangsungan agama. Persoalan itu lebih bermuara
kepada wurusan pengaturan kehidupan beragama atau
muamalah. Oleh karena itu berijtihad dalam persoalan ini
dibolehkan dan dimasukkan ke dalam kajian maslahah al-
mursalah. 200 Hal ini tentu berbeda dengan urusan-urusan yang
berkenaan dengan ibadah, di mana sikap diamnya al-Sydri’
harus diartikan dengan tidak bolehnya melakukan sesuatu
yang tidak diatur oleh al-Sydri’ itu sendiri.

Berkenaan dengan itu, dalam persoalan-persoalan yang
berhubungan dengan muamalah, sikap diamnya al-Sydri’ bukan
berarti terlarangnya suatu perbuatan yang terjadi sesudahnya
ketika perbuatan itu dapat mewujudkan apa yang dikehendaki
oleh al-Syari’. Justru sikap diam yang diambil oleh al-Syari’
mempunyai dampak pengembangan hukum Islam yang lebih
luas dalam bidang muamalah, khususnya dalam pembahasan
salah satu dalil hukum Islam, maslahah al-mursalah.

2) Sikap diamnya al-Sydri’ dalam suatu persoalan hukum
walaupun pada saat itu sebenarnya al-Sydri’ tidak harus
diam, karena ada faktor yang mendorong untuk menetapkan
hukum (an yaskuta ‘anhu wa mujibuhu al-muqtadhiy lahu
qa’'imun)

Pada dasarnya hukum harus dipraktekkan sesuai
dengan ketentuan nash yang ada tanpa menambah atau
mengurangi sedikit pun, dan begitulah yang dikehendaki oleh
al-Sydri’. Menambah-nambah dari apa yang telah ditetapkan
dapat dikategorikan bid’ah (mengada-ada) dan tentunya
bertentangan dengan keinginan al-Sydri’ itu sendiri. Untuk

%Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawd’id al-
Fiqhi%/.yah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), cet.ke-2, h. 36
"Muhammad al-Badawi, Magashid al-Syari’ah..., ibid., h. 232



memperjelas hal itu al-Syathibi (w. 790 H) mencontohkan
dengan sujud syukur, yang mana di dalam mazhab Maliki sujud
syukur itu tidak disyariatkan sama sekali. Alasannya karena
sujud syukur tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, walaupun
secara rasional hal itu diperlukan. Walaupun ada riwayat yang
mengatakan bahwa Abu Bakar Shiddiq (w. 13 H) pernah
melakukannya setelah perang Yamamah, namun menurut al-
Syathibi (w. 790 H) riwayat itu tidak betul dan
menyesatkan.201Sedangkan menurut ibn al-Qayyim al-
Jauziyyah (w. 751 H), sujud syukur mempunyai dasar yang kuat
dalam Islam. Hal ini didasarkan kepada hadis shahih dan atsar
yang cukup banyak yang satu sama lain saling mendukung.202
Dengan demikian ibn al-Qayyim tidak melihat adanya sikap
diam al-Syari’ di sini. Agaknya perbedaan pendapat ini hanya
dilatarbelakangi oleh perbedaan mereka dalam melihat
eksistensi atau validitas hadis yang mengatur persoalan sujud
syukur. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam masalah ini,
penulis melihat bahwa inti pembicaraan al-Syathibi (w. 790 H)
adalah mengenai penambahan-penambahan yang dilakukan
oleh umat Islam dalam melakukan suatu ibadah, di mana hal itu
tidak dapat dibenarkan. Pengkhususan dalam ibadah pada
persoalan ini disimpulkan dari contoh-contoh yang
dikemukakan oleh al-Syathibi (w. 790 H).

Ibn Taimiyah (w. 728 H) lebih menegaskan bahwa pada
pembagian yang kedua ini berkenaan dengan ibadah. Ketika
Nabi SAW tidak melakukannya, jika didapatkan ada di antara
sahabat setelahnya yang melakukan perbuatan itu, maka dapat
dipastikan perbuatan itu bid’ah dan sesat serta tidak boleh
melakukan ijtihad (qiyas) dalam persoalan itu. Misalnya
menggqiyaskan azan dan iqgamah pada shalat ‘Ied (hari raya),
[stisqa’ (meminta hujan), dan shalat Kusuf (gerhana matahari)
kepada azan dan igamah pada shalat lima waktu.203 Hal ini
karena melakukan azan dan igamah pada shalat-shalat sunat

2IAbQ Ishaq al-Syathibt (w. 790 H), al-Muwdfagat..., op.cit., juz ke-2, h.
410

202 ebih lengkap dapat dibaca ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I'lam..., op.cit.,
jilid ke-4, h. 309-314

203\uhammad al-Badawi, Magdshid..., op.cit., h. 231-232



tersebut tidak pernah dilakukan pada masa Nabi SAW.
Berdasarkan contoh yang dikemukakan di atas, dapat
dipahami bahwa dalam persoalan ibadah, baik ibn Taimiyah
(w. 728 H) (w. 728 H) maupun al-Syathibl (w. 790 H)
berpendapat tidak boleh ada penambahan dan pengurangan
dalam bidang ibadah. Semua mesti dilakukan sesuai dengan
tuntunan nash. Alasannya karena apa yang telah ditetapkan
itulah yang mengandung magqdshid al-syari’‘ah. Sedangkan
menambah ataupun menguranginya justru bertentangan
dengan magqdshid al-syari’ah. Oleh karena itu diamnya al-Sydri’
untuk sesuatu yang bersifat ibadah berarti larangan untuk
berbuat. Walaupun manusia memandang perlu melakukan
perbuatan tambahan karena ada faktor yang mendorongnya,
namun dalam persoalan ibadah hal itu justru bertentangan
dengan tujuan yang dikehendaki oleh al-Sydri’. Dengan
demikian konsep maslahah al-mursalah tidak dapat
diberlakukan =~ dalam  masalah  ibadah  sebagaimana
pemberlakuannya dalam persoalan muamalah.
Berkenaan dengan al-Sydri’ dalam pembahasan di atas, baik ibn
Taimiyah (w. 728 H) dan al-Syathibi (w. 790 H), dan ulama-
ulama lainnya tidak membatasi siapa yang dimaksud dengan
al-Syari’ itu, apakah khusus untuk Allah SWT atau termasuk
juga Rasul-Nya. Tapi dari contoh-contoh yang mereka
kemukakan, agaknya mereka tidak membedakan antara al-
Sydri’ Allah SWT dan al-Sydri’ Rasul SAW. Keduanya
merupakan al-Sydri’ yang dibicarakan dalam tulisan mereka.
Artinya sikap diamnya al-Sydri’ adalah sesuatu yang tidak
dibicarakan secara tegas dalam al-Qur’an dan Sunnah.
Apabila Rasul SAW merupakan al-Sydri’, persoalan lain yang
muncul adalah apa bedanya antara diamnya Rasul SAW dengan
taqrir Rasul SAW? Hal ini karena kedua perbuatan itu sama, di
mana Rasul SAW tidak mengatakan sesuatu berkenaan dengan
sebuah persoalan. Menurut penulis, antara kedua istilah
tersebut jika dikaitkan dengan Rasul SAW jelas berbeda. Sukiit
(diamnya) Rasul SAW dapat diartikan untuk persoalan-
persoalan yang terjadi setelah ia wafat, sedangkan taqrir Rasul
SAW adalah sikap diam yang dilakukannya pada saat ia masih
hidup dan menyaksikan atau mengetahui sebuah peristiwa



yang terjadi.
c. Melalui Metode al-Istiqrd’ (induksi dalil-dalil)

Al-istigr@” al-ma’nawi merupakan sebuah metode
penetapan kesimpulan qasd al-Sydri’ (tujuan pembuat syariat)
yang bukan hanya dilakukan dengan satu dalil tertentu saja,
tetapi dengan menghimpun sejumlah dalil lainnya yang
digabungkan satu sama lain, walaupun mengandung persoalan
atau objek yang berbeda. Kumpulan dalil-dalil itulah yang
menghasilkan sebuah kesimpulan makna umum (general) yang
pada akhirnya diterapkan untuk menyelesaikan secara
keseluruhan persoalan-persoalan yang tidak dibicarakan dalam
nash (al-mangtil).

Di dalam ilmu mantiq pembicaraan tentang al-istiqra" ini
cukup luas, di antaranya adalah kekuatan yang dihasilkan oleh
al-istiqra® dalam menerapkannya kepada satuan yang lain.
Untuk itu ulama mantiq membagi al-istigra’ ini kepada dua
bentuk, al-istiqra’ al-tdm dan al-istiqra’ al-ndqis. Menurut ibn
Taimiyah (w. 728 H), metode al-istigra’ al-tdm adalah dengan
mengumpulkan seluruh satuan-satuan (jami' al-juz’iyyat)
untuk dilakukan penelitian, dan dari penelitian itu diambil
kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya kesimpulan
umum itu digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan lain
yang muncul kemudian. Penggunaan al-istigra’ al-tdm ini
sangat meyakinkan untuk menyamakan ketentuan hukum
selanjutnya berdasarkan makna umum yang didapatkan.
Sedangkan al-istigra” al-ndqis adalah pengambilan kesimpulan
umum tanpa meneliti seluruh satuan yang sama, tetapi hanya
sebagian. Penggunaan al-istiqrd’ al-ndqis ini tidak membawa
kepada keyakinan dalam menerapkan kesimpulan umum yang
didapatkan kepada satuan (persoalan) yang muncul
belakangan. Contohnya, kesimpulan yang menyebutkan bahwa
yang disebut hewan adalah sesuatu yang ketika ia makan maka
akan bergerak rahang bawahnya.?04 Pertanyaannya, apakah
sudah dilakukan penelitian terhadap seluruh hewan sehingga
mengambil kesimpulan seperti itu? Sebab, ada hewan yang

204Taqiy al-Din ibn Taimiyah (w. 728 H), al-Radd ‘ala al-Mathigiyyin,
(Beirut: Dar al-Ma'rifah, [tth]), juz ke-1, h. 159



ketika makan yang bergerak adalah rahang bagian atasnya,
seperti buaya. Dengan demikian, penggunaan metode al-istiqra
al-ndqis, jika dihubungkan dengan penetapan hukum Islam
memiliki kelemahan yang yang tidak bisa dipungkiri.

Menurut ibn ‘Asylr (w. 1973 M), metode istigrd" ini
adalah sebuah penelitian terhadap alasan-alasan dari setiap
penetapan hukum yang relevan, dan untuk selanjutnya
ditemukan satu tujuan umum (hikmah wdhidah), maka tujuan
umum yang ditemukan itu dapat dipastikan sebagai tujuan
hukum (magqdshid al-syari’ah).205

Menurut al-Rais(inly, walaupun al-Syathibl (w. 790 H)
secara eksplisit tidak menyebutkan hal ini sebagai salah satu
cara untuk menemukan magqdshid al-syarf’ah, namun
pembicaraannya tentang metode ini cukup luas, bahkan ia
mengatakan bahwa metode ini merupakan metode yang amat
penting dan paling kuat untuk mengenal magqdshid al-syari’ah,
di samping sebagai cara terbaik. Begitu pentingnya metode ini
sampai-sampai al-Syathibi (w. 790 H) berkeyakinan bahwa
dengan melakukan al-istiqra" al-ma’nawi ini akan menghasilkan
kesimpulan hukum yang mempunyai daya kepastian (qath’i).
206 Hal ini sejalan dengan pendapat al-Ghazall (w. 505 H) dan
ibn Taimiyah (w. 728 H) yang mengatakan bahwa al-istiqra’ al-
tam itu sesuatu yang meyakinkan (qath’i), sedangkan al-istiqra’
al-ndqis hanya menghasilkan perkiraan saja (zhanni).207
Agaknya yang dimaksud oleh al-Syathibi (w. 790 H) di atas,
sejalan dengan pendapat al-Ghazali (w. 505 H) dan ibn
Taimiyah (w. 728 H), yakni dalam hal memposisikan kekuatan
hasil dari al-istiqrd" al-tdm dan al-istiqrd" al-naqis.

Alasan yang dikemukakan oleh al-Syathibi (w. 790 H)
adalah karena ketentuan-ketentuan umum tujuan hukum Islam
itu tidak hanya didasarkan kepada satu dalil saja, tetapi
didapatkan dengan menghimpun banyak dalil yang mempunyai
kesamaan makna, baik dalil-dalil yang bersifat umum
(universal) maupun dalil-dalil yang bersifat khusus

2%1pn <Asydr, Magdshid..., op.cit., h. 190-191

ZOGAI-Raisuniy, Nazhariyah..., op.cit., h. 308

29"Muhammad al-Badawi, Magadshid..., loc.cit., h. 203; juga al-Ghazali, al-
Mustashfa..., op.cit., juz ke-1, h. 163



(partikular). Menurut ketentuan yang mu'tabar dalam hukum
[slam, ketentuan yang bersifat al-‘dm (umum) itu membuahkan
hukum qath’i,2%8 setidaknya untuk makna umum yang
didapatkan dengan metode al-istiqrd" al-tdm ini.

Oleh karena itu seorang ahli figh tidak boleh
menetapkan maqdshid al-syari’ah  (tujuan Allah SWT)
berdasarkan dalil tertentu saja, tetapi untuk menemukannya
haruslah dengan meneliti semua dalil yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti. Dalil-dalil itu dapat bersifat zhahir,
mutlaq, muqayyad, kulliyah (general), atau juz'iyah
(partikular) dalam berbagai bidang hukum Islam. Selain itu
harus mempertimbangkan gard’in al-ahwal (kondisi-kondisi
yang melatarbelakangi munculnya dalil, seperti sebab-sebab
turunnya ayat atau keluarnya penetapan hukum dalam hadis),
baik yang dicantumkan dalam nash (al-mangqiil) maupun yang
tidak dicantumkan dalam nash (ghair al-manqil). Dengan cara
inilah sebuah kesimpulan makna hukum akan didapatkan
secara meyakinkan.209

Berdasarkan hal ini, menurut Duski Ibrahim, dalam
disertasinya yang berjudul “Metode Penetapan Hukum Islam
Menurut al-Syathibi (w. 790 H) (Suatu Kajian tentang Konsep
al-Istiqgra® al-Ma'nawi)”, karakteristik metode al-istiqra” al-
ma’nawi yang dikembangkan oleh al-Syathibi (w. 790 H) dapat
disimpulkan kepada empat bentuk. Pertama, ungkapan
penggabungan dalil-dalii menggambarkan bahwa prinsip
metode al-istiqrd’ ini tidak menganggap cukup menetapkan
suatu hukum hanya dengan satu dalil saja, tetapi dengan
menghimpun banyak dalil yang relevan walaupun dalam
bidang hukum yang berbeda. Kedua, dalil-dalil hukum yang
dihimpun tersebut ada yang sifatnya kulliy dan ada yang juz'iy.
Konsekwensi adanya hukum-hukum yang kulliy dan ada yang
juz'iy. Oleh karena itu dalil-dalil itu lafaznya dapat berbentuk
umum, khusus, amr, nahy, zhahir, mutlaq, muqayyad, dan lain-
lain. Ketiga, sedemikian pentingnya metode ini, maka al-

28Ah0 Ishaq al-Syathibt (w. 790 H), al-Muwdfagat..., op.cit., juz ke-2, h.
53

2Abi Ishaq al-Syathibf (w. 790 H), al-Muwdfagat..., op.cit., juz ke-2, h.
51



Syathibi (w. 790 H) memandang bahwa seorang ahli figh tidak
akan menemukan tujuan al-Sydri’ secara umum (kulliy) dalam
menetapkan hukum apabila hanya dilakukan dengan satu dalil
atau beberapa dalil saja. Tujuan al-Syari’ itu baru dapat
ditemukan dengan melakukan penelitian terhadap semua dalil
yang relevan dengan persoalan yang dihadapi. Keempat,
seorang ahli figh juga harus memperhatikan qard’in al-ahwal,
baik yang berkaitan dengan nash tersebut secara tertulis (al-
manqil) maupun yang tidak tertulis secara langsung dalam
nash-nash tersebut (ghair al-mangqtil).210

Secara praktis al-istigra’ ini dapat dicontohkan dengan
mengumpulkan aturan-aturan juziy (parsial) dalam bidang
hukum yang berbeda, misalnya; kebolehan melakukan gashar
shalat dan berbuka puasa dalam perjalanan, bertayammum
ketika tidak mendapatkan air atau terhalang memakai air
karena ada uzur, kebolehan membayarkan nazar orang tua
untuk melaksanakan ibadah haji, kebolehan melakukan jual
beli salam, kebolehan melakukan transaksi jual beli, kerjasama
perdagangan, kerjasama pertanian, kebolehan berhutang,
kebolehan membayar mahar tidak pada waktu akad nikah,
kebolehan thalag, kebolehan memakan sesuatu yang
diharamkan Kkarena terpaksa, kebolehan melihat wajah
perempuan ketika meminangnya, dan sebagainya. Apabila
dilihat alasan kebolehan semua tindakan di atas, maka dapat
ditarik benang merahnya, yaitu untuk menghilangkan
kesulitan. Dengan demikian, melakukan suatu tindakan untuk
menghilangkan kesulitan merupakan ketentuan umum yang
didapatkan memalui metode al-istigra".

Lebih lanjut Duski mengatakan bahwa al-Istiqrd" al-
ma’nawi bagi al-Syathibi (w. 790 H) merupakan metode
alternatif yang signifikan untuk menetapkan hukum atau
kaidah hukum dibanding metode-metode lain yang dilakukan
secara parsial, yakni penggunaan dalil secara terpisah-pisah.
Alasannya cukup jelas, karena metode ini berupaya

2%Dyski Ibrahim, "Metode Penetapan Hukum Islam Menurut al-Syathib?
(w. 790 H) (Suatu Kajian tentang Konsep al-Istiqra” al-Ma’nawi)”, (Jakarta:
Pustaka UIN Syahid, 2006), h. 202-203



menemukan dan mempertahankan kesatuan dasar-dasar
syari’ah dengan tidak mengabaikan kondisi yang berkembang
dalam masyarakat.211 Walaupun demikian, ia menambahkan,
bahwa al-Syathibl (w. 790 H) tidak memberikan uraian rinci
tentang cara kerja yang ditempuhnya dalam metode al-istiqra
al-ma’nawi ini secara sistematis, melainkan hanya memberikan
isyarat dalam berbagai konsepnya, terutama konsep pencarian
tujuan-tujuan hukum.

Metode al-istigra’ yang disimpulkan Duski Ibrahim ini
sepertinya sekaligus merangkum secara keseluruhan metode
menemukan maqdshid al-syarf’ah yang dikemukakan oleh al-
Syathibi (w. 790 H), sebagaimana pembahasan sebelumnya.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa seluruh metode-
metode yang dikemukakan di atas pada dasarnya mengacu
kepada penemuan magqdshid al-syari’‘ah melalui metode al-
istiqrd’, karena penemuan makna umum (kulliy) berangkat dari
analisa-analisa yang dilakukan terhadap seluruh ketentuan al-
amr dan al-nahiy (perintah dan larangan). Metode inilah yang
merupakan inti dari penemuan tujuan-tujuan al-Syari’ dalam
menetapkan hukum. Oleh karena itu tidak salah kiranya
penulis menyimpulkan bahwa metode inti untuk menemukan
magqdshid al-syarf’ah ini adalah dengan al-istiqrd’, yaitu
menginduksikan dalil-dalil secara keseluruhan dan untuk
selanjutnya ditemukan makna umum dari keseluruhan dalil
tersebut. Makna umum inilah yang pada akhirnya dijadikan
sebagai panduan dalam menetapkan hukum Islam. Adapun
metode-metode lainnya adalah sarana untuk sampainya
seorang ahli hukum Islam kepada penemuan al-istiqgrd" al-
ma’nawi ini.

Menurut ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H), metode
penemuan magqdshid al-syarf’ah ini diistilahkannya dengan
metode-metode menetapkan maslahah dan mafsadah.
Kesimpulan dari cara-cara yang disebutkannya untuk
mengetahui maslahah dan mafsadah itu dapat disebutkan

2'Dyski Ibrahim, ” Metode Penetapan.. ., ibid., h. 205



sebagai berikut, yaitu:212 Pertama, maslahah dapat diketahui
dengan nash. Dalam hal ini ia berpendapat bahwa
kemaslahatan akhirat hanya dapat diketahui dengan dalil naql
(al-Qur’an dan Sunnah), sementara dalam pernyataannya yang
lain ia mengatakan bahwa maslahah dunia juga dapat diketahui
dengan nash. Kedua, Maslahah dan mafsadah itu juga dapat
diketahui dengan adanya ayat-ayat yang menyebutkan
terhadap ancaman-ancaman Allah SWT terhadap orang yang
mengingkari aturan-aturan-Nya. Ketiga, maslahah dikenal
dengan adanya pujian Allah SWT terhadap orang yang
melakukan perintah-Nya itu, sedangkan mafsadah dikenal
dengan adanya cacian terhadap perbuatan itu dan terhadap
pelakunya. Keempat, maslahah dan mafsadah dapat diketahui
dengan adanya al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan).
Menurutnya ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah yang mengandung
al-amr pastilah di dalamnya terkandung maslahah, sedangkan
jika dilarang (al-nahy) berarti di dalamnya terkandung
mafsadah. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dapat
menghasilkan maslahah maka hukumnya bisa wajib, mandub,
atau mubah, sedangkan setiap perbuatan yang menghasilkan
mafsadah maka hukumnya bisa haram dan makruh. Kelima,
maslahah dan mafsadah dapat diketahui dengan al-ijma’,
artinya diketahui dalam satu persoalan telah terjadi
kesepakatan mujtahid bahwa suatu perbuatan mengandung
maslahah atau sebaliknya disepakati sebagai sebuah mafsadah.
Keenam, maslahah dan mafsadah dapat diketahui dengan al-
qiyas. Ketujuh, maslahah dan mafsadah dapat diketahui melalui
cara istidlal yang shahih. Kedelapan, maslahah dan mafsadah
dapat diketahui melalui rasio (al-‘aql). Kesembilan, maslahah
dan mafsadah dapat diketahui dengan mempergunakan
perkiraan yang terukur (bi al-zhuniin al-mu’tabar). Ketetapan
hukum yang diambil oleh mujtahid dalam menetapkan hukum
wajib, mandub, mubah, haram, dan makruh tidak diragukan
lagi berdasarkan kepada al-zhuniin al-mu’tabar ini. Kesepuluh,
maslahah dan mafsadah dapat diketahui dengan melakukan

?12gelengkapnya dapat dibaca ‘Umar ibn Shalih, Magashid al-Syari’ah...,
op.cit., h. 184-210



induksi dalil (al-istigrd’). Kesebelas, maslahah dan mafsadah
dapat diketahui dengan melakukan penelitian (al-tijarab)
terhadap kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.?13

Cara-cara menemukan magqashid al-syari'ah, yang
merupakan kesimpulan dari ‘Izz al-Din (w. 660 H) ini, agaknya
tidak berbeda jauh dengan konsep al-Syathibi (w. 790 H),
karena pada dasarnya sebelas hal yang dikemukakannya sudah
mencakup terhadap metode-metode yang dipergunakan oleh
al-Syathibi (w. 790 H), walaupun ia mempergunakan istilah
berbeda dan memperincinya sebanyak mungkin. Sebagai
seorang ulama yang mengkhususkan tulisannya tentang
maslahah dan mafsadah, dapat dipahami penyebab ia merinci
ketentuan maslahah dan mafsadah tersebut. Sebab,
mewujudkan maslahah dan menghindarkan mafsadah itulah
tujuan al-Syari’.
3. Kekuatan (Kualitas) Hasil Temuan Magqdshid al-Syari’ah

Kajian terhadap magqdshid al-syari’‘ah pada akhirnya
menyimpulkan bahwa tujuan al-Sydri’ dalam menetapkan
hukum adalah untuk mewujudkan Kkemaslahatan dan
menghindarkan seseorang dari kemudharatan. Untuk sampai
kepada terwujudnya kemaslahatan itu dan terhindarnya
seseorang dari kemudharatan, maka al-Sydri’ menetapkan
hukum-hukum tertentu yang dengannya hendak dipelihara dan
dilindungi lima kebutuhan pokok (al-dhariiriyyat al-khams)
bagi manusia, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Setidaknya pemeliharaan terhadap al-
dharitriyyat al-khams inilah yang merupakan hasil dari metode
al-istigra” (induksi dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah). Yang
menjadi pertanyaan bagaimanakah kekuatan (kualitas) dari
hasil temuan magqdshid al-syari’ah itu? Apakah kesimpulan para
ulama itu menghasilkan ketentuan yang qath’i atau zhanni?
Lalu bagaimana menyikapinya dalam mengistinbathkan hukum
syar’i?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, para ulama
yang mengkaji tentang magqdshid al-syarf’ah ini sebenarnya

213gelengkapnya lihat ‘Umar ibn Shalih, Magashid al-Syari’ah..., op.cit., h.
184-210



sudah menyatakan dalam tulisan-tulisannya mengenai
persoalan dimaksud. Al-Juwaini (w. 478 H), sebagaimana
dikutip oleh al-Badawi, mengemukakan bahwa magqdshid al-
syari’ah al-'ammah itu qath’i, karena sesungguhnya ia
merupakan kaidah umum yang dikembalikan kepadanya
hukum-hukum lainnya sampai hari kiamat. Hal ini senada
dengan al-Ghazali (w. 505 H), dan ia lebih memperjelas letak
kegath’iannya. Menurut al-Ghazall (w. 505 H), keqgath’ian
magqadshid al-syari’ah terletak pada sisi wadha’ al-syara’
(penetapan hukum untuk pertama kalinya). Menurutnya untuk
memastikan keqath’iannya dilihat dari sisi wadha’ al-syara’ ini
tidak memerlukan kajian-kajian ushul yang mendalam. Adapun
maslahah yang ditemukan setelah itu termasuk hal-hal yang
zhanni.214

Untuk memperkuat pendapatnya al-Ghazali (w. 505 H)
berargumentasi di mana magqdshid al-syari’ah diketahui tidak
hanya dengan satu dalil saja, tetapi dengan menghimpun
banyak dalil, baik dari al-Qur‘an, al-Sunnah, gard’in al-ahwadl,
dan tanda-tanda (al-imardt) yang beragam. Oleh karena itu ia
dapat dijadikan hujjah. Tetapi sekali lagi, al-Ghazall (w. 505 H)
berpendapat bahwa keqath’ian dalam maqdshid al-syari’ah itu
apabila maslahah yang ditemukan merupakan maslahah al-
mu’tabarah?'> (ada dalilnya dalam nash). Dengan demikian
tentunya kesimpulan-kesimpulan hukum yang tidak didukung
langsung oleh nash dikategorikan zhanni oleh al-Ghazali (w.
505 H).

Sepertinya yang dimaksud qath’i oleh al-Ghazali (w. 505
H) hanya terdapat pada lima hal pokok (al-dhartriyyat al-
khams), yaitu keharusan memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Menurutnya lima hal itu juga merupakan
kesimpulan dari seluruh agama dan syariat-syariat
sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara
hukum dalam syariat Islam dan syariat sebelumnya tentang
keharaman melakukan kekafiran, pembunuhan, perzinaan,

2Y*Muhammad al-Badawi, Magdshid..., op.cit., h. 241-242
2B Al-Ghazali, al-Mustashfa..., op.cit., juz ke-1, h. 311



pencurian, dan meminum khamar.21¢ Oleh karena itu dapat
dipastikan bahwa dengan memelihara lima hal pokok itu, baik
dalam hal melakukan perintah-perintah terkait dengan itu
maupun menjauhi larangan-larangan yang merusak lima hal
dimaksud, akan menghasilkan maslahah secara gath’i. Hanya
saja al-Ghazali (w. 505 H) membatasi keqath’iannya pada
maslahah-maslahah yang ditunjukkan secara langsung oleh
nash (maslahah al-mu’tabarah). Adapun maslahah-maslahah
yang dihasilkan melalui pemikiran (al-rayu), seperti maslahah
al-mursalah, walaupun dapat dikaitkan dengan nash-nash
tertentu, maslahah dimaksud hanya sampai pada kualitas
zhanni. Agaknya dari apa yang dikemukakan oleh al-Ghazali (w.
505 H) ini dapat dipahami, bahwa setiap hasil ijtihad dalam
rangka memahami nash al-Qur'an dan al-Sunnah tidak dapat
dikategorikan qath'’i.

Sejalan dengan itu, al-Razi (w. 606 H) juga
mengemukakan, bahwa menyimpulkan tujuan-tujuan al-Sydri’
dalam rangka menetapkan hukum untuk menghasilkan
kemaslahatan merupakan kesimpulan yang zhanni (dugaan
kuat), walaupun ia berpendapat bahwa beramal dengan
sesuatu yang zhanni itu hukumnya wajib.217 Agaknya yang
dimaksud oleh al-Razi (w. 606 H) di sini adalah kesimpulan
hukum yang dihasilkan oleh sebuah dalil juz'iy, bukan
keseluruhan atau kebayakan dalil. Sebelumnya ia sudah
mengatakan bahwa tujuan al-Sydri’ dalam menetapkan hukum
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam rangka
memelihara al-dhaririyydt al-khams (lima hal pokok).218 Tapi
yang menjadi pertanyaan kenapa ia hanya menetapkan kualitas
zhanni untuk itu?

Menurut analisa penulis, al-Razi (w. 606 H) lebih tegas
lagi dalam menilai setiap usaha manusia dalam memahami al-
nushiis al-muqaddasah (teks-teks al-Qur’an dan al-Sunnah).

218 Al-Ghazali, al-Mustashfa..., ibid., juz ke-1, h. 287-288; pendapat dan
alasan yang sama juga dikemukakan oleh ibn Taimiyah (w. 728 H) dan ibn al-
Qayyim al-Jauziyyah. Lihat Muhammad al-Badawi, Magdshid..., op.cit., h. 243-
244; juga ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’ldm..., op.cit., juz ke-4, h. 337

*Y"rakhr al-Din al-Razi, al-Mahshiil..., op.cit., juz ke-5, h. 177-180

28Fakhr al-Din al-Razi, al-Mahshiil..., ibid., juz ke-5, h. 172



Penetapan al-dhaririyydt al-khams tidak diragukan lagi
merupakan hasil usaha mujtahid dalam memahami al-Qur’an
dan al-Sunnah. Begitu banyak dalil yang ditemukan dan
dikumpulkan, dan untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan
hukum, yaitu maslahah, tidak lain adalah hasil kreatifitas
mujtahid (ijtihad). Kenyataannya memang tidak ditemukan
satu dalil pun yang secara langsung menyebutkan kata
maslahah dalam sebuah penetapan hukum. Akan tetapi
walaupun ia berpendapat bahwa kesimpulan seperti itu zhanni,
al-Razi (w. 606 H) tetap mengatakan bahwa kesimpulan hukum
tersebut wajib diamalkan. Dengan demikian, yang dimaksud
oleh al- Razi adalah tujuan-tujuan khusus yang didapatkan
dengan mempergunakan teori masalik al-'illat.

Pada sisi lain penulis juga menilai, bahwa al-Razi (w.
606 H) tidak bermaksud mengecilkan arti dari magqdshid al-
syart’ah. Agaknya yang ia maksud dengan berkekuatan zhanni
adalah ketika menilai persoalan-persoalan lain apabila
dihubungkan dengan pemeliharaan al-dhaririyydt al-khams
tersebut. Maksudnya, ketika muncul suatu persoalan baru
dalam hukum Islam, lalu ulama mencoba menghubungkan
istinbath hukumnya dengan mengaitkannya kepada salah satu
dari al-dhartiriyydt al-khams, maka di sanalah letak
kezhanniannya. Apabila analisa ini dapat dibenarkan, maka
sepertinya al-Razi (w. 606 H) tidak berbeda prinsip dengan al-
Ghazali (w. 505 H) dalam menilai kekuatan maqdshid al-
syart’ah ini.

Adapun al-Qarafi (w. 684 H), ia mengatakan bahwa
dalam hal menemukan maqdshid al-syari’ah melalui metode al-
istigra” dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu metode al-
istigrd" al-tdm (induksi yang sempurna) dan al-istiqgrd" ghair al-
tadm (induksi yang tidak sempurna). Untuk kategori pertama,
al-Qarafi (w. 684 H) berpendapat bahwa ketentuan hukum
yang ditemukan berkualitas qath’i, sedangkan untuk kategori
yang kedua hanya sebatas zhanni.?® Hal ini sama dengan

21%Abd ‘Abbas Ahmad ibn ‘Abd al-Rahman ibn Msa al-Zaliyathni al-
Malikily [ditahgiq oleh Qa&sim ibn Dzakir ibn Muhammad al-Zabidiy], al-
Taudhth fi Syarh al-Tangih, (Makkah: Jami’ah Ummul Qura, 2004), juz ke-2,
h.956-957



pendapat ibn Taimiyah (w. 728 H), sebagaimana disebutkan
sebelumnya. Di samping itu ia juga mengatakan bahwa ketika
metode al-istqrd” menghasilkan hukum kulliy (general), dan
kesimpulan yang kulliy tersebut dapat diterapkan kepada
setiap persoalan figh (juz’iy), baik dalam bidang ibadah,
muamalah, munakahat, jinayah, dan siyasah, maka ia
dikategorikan al-istiqrd” al-tdm (induksi yang sempurna).
Sebaliknya apabila ketentuan hukum kulliy tersebut hanya
dapat diterapkan kepada sebagian persoalan figh saja, maka ia
dikategorikan al-istiqra" al-ndqis. Pada bentuk kedua ini tentu
saja kesimpulan kulliy yang ditemukan menjadi sebuah
perdebatan, dan pada dasarnya setiap ketentuan hukum yang
menimbulkan perbedaan dapat dikatakan sebagai hukum yang
zhanni. Hal ini dibenarkan oleh ibn ‘Asyftir (w. 1973 M), di mana
ia berpendapat bahwa dalam kesimpulan hukum yang
didapatkan dengan metode al-istiqrd’ ini pada umumnya qath’i,
tetapi sebagiannya zhanni.?20 Sepertinya yang dimaksudnya
dengan zhanni di sini adalah apabila ketentuan hukum kulliy
yang ditemukan pada umumnya tidak berdasarkan kepada
seluruh dalil, tapi hanya meneliti sebagian dalil, atau
kezhanniannya ketika tidak dapat diterapkan kepada seluruh
persoalan figh yang dihadapi. Sebaliknya ketika ia dapat
diterapkan kepada seluruh persoalan figh, maka akan
menghasilkan kekuatan yang qath’i.

Adapun al-Syathibi (w. 790 H) mengemukakan bahwa
mengetahui maqdshid al-syari’ah dengan metode al-istiqra’ ini
menghasilkan ketentuan umum yang qath’i. Sebagaimana telah
disebutkan sebelumnya, alasan yang disampaikan al-Syathibi
(w. 790 H) adalah karena ketentuan-ketentuan umum hukum
[slam itu tidak hanya didasarkan kepada satu dalil saja, tetapi
didapatkan dengan menghimpun banyak dalil yang mempunyai
satu makna, baik dalil-dalil yang bersifat umum (general)
maupun dalil-dalil yang bersifat khusus (partikular).221

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat dipahami

21bn < Asyir, Magdshid..., op.cit., h. 40-42
22IAb Ishaq al-Syathibf (w. 790 H), al-Muwdfagat..., op.cit., juz ke-2, h.
53



bahwa magqdshid al-syari’‘ah merupakan sebuah ketentuan
umum yang didapatkan oleh pengkaji hukum Islam (mujtahid)
dalam memahami tujuan-tujuan al-Sydri’ dalam menetapkan
hukum. Makna umum yang dimaksud adalah bahwa al-Sydrr’,
dalam menetapkan hukum, bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi manusia. Untuk terwujudnya kemaslahatan
itu ditemukanlah keharusan memelihara lima hal pokok (al-
dharitriyyat al-khams) yang merupakan tujuan al-Sydri’ dalam
menetapkan hukum (magqdshid al-syari’ah). Menetapkan al-
dhartiriyyat al-khams sebagai tujuan al-Sydri’ dalam
menetapkan hukum menurut ulama pada umumnya
merupakan sesuatu yang qath'i.

Alasan yang dikemukakan untuk membenarkan
kesimpulan ini di antaranya; pertama, seluruh syariat yang
dibawa oleh Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga
mempunyai misi yang sama dengan syariat yang dibawa oleh
Nabi Muhammad SAW terkait dengan al-dhariiriyyat al-khams
ini; kedua, dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-
Sunnah, setelah dihimpun semuanya melalui metode al-istigrad’,
menghasilkan suatu kesimpulan untuk memelihara dan
melindungi al-dhartiriyydt al-khams. Oleh karena itu tidak
diragukan lagi bahwa pemeliharaan al-dhaririyyat al-khams
merupakan inti dari magqdshid al-syari’ah dan merupakan
sesuatu yang qath’i.

Walaupun demikian, terhadap persoalan-persoalan
furu’iyyah (cabang), yang tidak dibicarakan secara khusus
dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak dapat dikategorikan
qath’i. Hal ini terjadi ketika mujtahid mencoba mengaitkan
antara persoalan furu’iyyah yang dihadapinya dengan al-
dhartiriyyat al-khams. Tidak ada jaminan mengaitkan persoalan
furu’iyyah dengan al-dhaririyyat al-khams akan melahirkan
hukum gath’i. Salah satu contoh bisa terlihat ketika ulama
membicarakan dan menetapkan hukum merokok, yang
dikaitkan dengan pemeliharaan jiwa, ternyata tidak ada
kesepakatan hukum yang didapatkan. Begitu juga pembicaraan
dan penetapan hukum tentang bunga bank konvensional,
dengan menghubungkannya dengan pemeliharaan harta, juga
tidak membuahkan kesepakatan. Dan banyak lagi contoh-



contoh lainnya di mana ulama tidak sepakat tentang hukum
sesuatu padahal dasarnya adalah untuk memelihara salah satu
al-dhartriyyat al-khams.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa al-
dhartiriyyat al-khams, sebagai buah dari maqdshid al-syari’ah,
merupakan sesuatu yang qath’i. Akan tetapi ketika akan
menerapkannya kepada persoalan-persoalan furu’ yang selalu
muncul, terdapat kezhannian di dalamnya. Hal ini dibuktikan
dengan terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam
menetapkan hukum-hukum untuk kasus-kasus baru yang
ditemui. Sesuatu penetapan hukum yang menimbulkan
perbedaan pendapat, diyakini sebagai sesuatu yang zhanni.

Dalam menetapkan keqath'ian maqdshid al-syari’ah ini,
agaknya perlu dipertimbangkan beberapa hal. Pertama, tidak
ada dalil yang jelas dan secara pasti menunjukkan bahwa
ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya diarahkan untuk
mewujudkan kemaslahatan, khususnya kemaslahatan pada al-
dhartriyyat al-khams. Kehendak al-Sydri’itu secara pasti tentu
hanya diketahui oleh al-Sydriitu sendiri. Adapun yang
dilakukan oleh ulama hanya memperkirakan bahwa semua
ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya mempunyai tujuan yang
dimaksud di atas. Ketika hal ini merupakan buah pemikiran
ulama dengan kemampuan rayu-nya, maka sebenarnya
kekuatannya hanya sebatas zhanni. Kedua, Walaupun ulama
berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah al-dharitriyydt
yang akan dipelihara, namun mereka sepakat untuk
menetapkan al-dhartriyydt al-khams sebagai tujuan al-
Sydri’dalam menetapkan hukum. Menurut penulis, atas dasar
kesepakatan wulama (ijma') itulah maqdshid al-syari’ah
mempunyai kekuatan yang qath'i, bukan dari cara-cara yang
dilakukan untuk menemukannya.

Dengan demikian, cara-cara yang mengandalkan ra'yu
di dalam menemukan magqdshid al-syari’ah tidak dapat
dikategorikan qath'i, tetapi hasil yang didapatkan dengan cara-
cara tersebut yang kemudian disepakati oleh ulama (ijma’)
membuatnya menjadi qath'i.



E. Pembagian Magqdshid al-Syari’ah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, al-Syathibi (w.
790 H) sudah mencoba mensistematiskan pembahasan
magqdshid al-syarf’ah ini, dan sekaligus hal ini menunjukkan
kelebihannya dari ulama-ulama sebelumnya. Dalam
pembahasannya, al-Syathibi (w. 790 H) membagi al-maqdshid
ini kepada dua bagian penting yakni tujuan Pembuat hukum
(qashu al-Sydri’) dan tujuan mukallaf (qashd al-mukallaf).222
Namun mengingat begitu luasnya pembicaraan tentang
masalah ini, penulis hanya akan membahas seputar qasd al-
Sydri’ (tujuan Allah SWT) dalam masalah qasd al-Sydri’ fi wadh’i
al-syart’ah (maksud Allah SWT dalam menetapkan syariat). Hal
ini karena sangat berkaitan dengan pembahasan inti dari
tulisan ini, sekaligus sebagai alat ukur untuk menguji fatwa-
fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, khususnya fatwa Yasuf al-
Qaradhawi. Di samping itu, menitikberatkan pembahasan
seputar qasd al-Sydri’ fi wadh’i al-syari’ah (maksud Allah SWT
dalam menetapkan syariat), karena para ulama yang fokus dan
ikut membicarakan teori magqdshid al-syari’ah  juga
menekankan dan tidak melewatkan pembahasannya dalam
persoalan ini. Dengan demikian, pembagian inilah yang
sebenarnya paling menentukan dalam pembahasan magqdshid
al-syart’ah.

Menurut al-Syathibi (w. 790 H), Allah SWT menurunkan
syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (jalb al-mashdlih
wa dar'u al-mafasid). Al-Syathibi (w. 790 H) ingin meyakinkan
bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT
hanya untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan
dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila
dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syathibi (w.
790 H) dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga
tingkatan, yaitu al-dhartriyydt (primer), al-hdjiyydt (sekunder)
dan al-tahsiniyyadt (tersier).223

222 Abi Ishaq al-Syathibt (w. 790 H), al-Muwifagdt..., op.cit., juz ke-2, h. 5
22Abi1 Ishaq al-Syathibf (w. 790 H), al-Muwdfaqgat..., ibid., juz ke-2, h. 8;
lihat juga al-Juwaini, al-Burhdn..., loc.cit, h. 79-95; juga al-Ghazali, al-



Dalam hal ini, ulama sudah menyimpulkan bentuk-
bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu,
yaitu kemaslahatan al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-nasb
(keturunan), al-‘aql (akal), dan kemaslahatan al-mdl (harta).
Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi pula sesuai dengan
tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup
pemeliharaan dalam bentuk al-dhartriyah, sebagai prioritas
utama, pemeliharaan dalam bentuk al-hdjiyah, sebagai prioritas
kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk al-tahsiniyah, sebagai
prioritas ketiga.

Sebelum menjelaskan tiga tingkatan kemaslahatan
sebagaimana di atas, perlu dikemukakan terlebih dahulu
analisa berkenaan dengan pendapat umum ulama untuk
membatasi pemeliharaan kemaslahatan itu kepada lima hal
pokok saja. Analisa ini penting mengingat tidak ditemukan
secara tesktual dalil-dalil yang mendasari pendapat para ulama
tersebut, baik oleh al-Syathibl (w. 790 H) sendiri atau oleh
ulama-ulama sebelum dan sesudahnya. Di samping itu mereka
juga tidak menjelaskan kenapa terjadi pembatasan tersebut.
Oleh karena itu pembatasan ini merupakan hasil ijtihad para
ulama dengan berpedoman kepada dalil-dalil yang secara
umum mengarah ke sana. Akibatnya bisa saja pemeliharaan
kemaslahatan itu tidak hanya terfokus pada lima hal, tetapi bisa
lebih dari itu. Misalnya, sebagaimana pendapat al-Qarafi (w.
684 H) yang menambahkannya dengan al-‘irdh (pemeliharaan
kehormatan) sebagai bagian dari al-dhartiriyydt yang wajib
dipelihara. Berkenaan dengan itu, menurut analisa penulis,
setidaknya terdapat tiga alasan yang menyebabkan para ulama
pada umumnya membatasi al-dhartriyyat itu kepada lima saja.

Pertama, persoalan yang dibicarakan dalam al-
dhaririyyat adalah persoalan hukum Islam dalam tataran
praktis dan umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan
mempunyai pengaruh yang signifikan sampai ke akhirat, bukan
persoalan keislaman secara umum. Hal ini dibuktikan dengan

Mustashfa..., loc.cit., h. 286-289; al-Ghazali, Syifa™ al-Ghalil..., loc.cit., h. 160;
Fakhr al-Din al-Razi, al-Mahshiil..., loc.cit., h. 160; dan al-Qarafi (w. 684 H),
Syarh Tangih..., loc.cit., h. 303-304



pembahasan-pembahasan dalam berbagai kitab figh yang pada
umumnya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Misalnya, adanya aturan-aturan tertentu dalam bidang ibadah
dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Di samping itu hal-hal
yang mengganggu eksistensi agama diatur sedemikian rupa,
baik dalam bentuk perintah untuk membela dan
melindunginya, maupun dalam bentuk larangan-larangan yang
mengganggu eksistensinya. Begitu juga dalam pemeliharaan
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal pokok ini diatur
secara jelas dan tegas dalam syariat Islam, dan bagi yang
mengabaikannya juga ada aturan yang jelas. Sedangkan
penambahan-penambahan yang dilakukan oleh sebagian
ulama, seperti al-irdh, tidak mempunyai dampak sebesar
dampak yang ditimbulkan akibat melalaikan ketentuan yang
terdapat pada al-dhartriyydt al-khams. Kalaupun akibat itu ada,
mungkin hanya berakibat untuk kehidupan dunianya,
sedangkan magqdshid al-syari’ah tidak hanya ingin mewujudkan
kemaslahatan dunia, tetapi lebih jauh untuk mewujudkan
kemaslahatan itu sampai ke akhirat.

Kedua, ketentuan-ketentuan untuk memelihara al-
dhartiriyyat al-khams disertai dengan ancaman-ancaman di
dunia berupa sanksi fisik yang tidak ringan ketika aturan itu
dilanggar, dan pelakunya dikategorikan melakukan dosa-dosa
besar. Itulah sebabnya al-Ghazali (w. 505 H), dalam kitab Ihyd"
Ulim  al-Din, memasukkan pelanggaran terhadap al-
dhartiriyyat al-khams itu sebagai suatu dosa besar. Dalam hal
pemeliharaan agama, dilarang melakukan riddah (murtad),
dalam pemeliharaan jiwa dilarang membunuh, dalam
pemeliharaan akal dilarang meminum khamar, dalam
memelihara keturunan dilarang berzina, dan dalam
memelihara harta dilarang mencuri. Jika larangan-larangan itu
dilakukan, maka sanksinya tidak hanya berupa hukuman fisik
di dunia, tetapi juga siksaan yang amat berat di akhirat. Adapun
tentang al-‘irdh (memelihara kehormatan) yang diambil dari
ketentuan gadzaf (menuduh orang berzina), walaupun ada
sanksi pidananya berupa hukuman fisik, tetapi pada dasarnya
dapat dikembalikan kepada persoalan pokok dari hakikat



qadzafitu, yaitu memelihara keturunan.

Ketiga, Penemuan al-dhartiriyyat al-khams berdasarkan
penelitian ulama dengan menghimpun seluruh dalil, baik dalil-
dalil yang menyuruh maupun dalil-dalil yang melarang.
Berdasarkan penelitian ulama dengan mempergunakan teori
al-istigra’, hanya 5 (lima) hal itu yang sepertinya menjadi fokus
al-Syari’ dalam menetapkan sebuah hukum, baik dalam bidang
ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, dan siyasah. Artinya,
secara umum seluruh ketetapan hukum al-Syari’ bermuara
kepada salah satu dari al-dhaririyydt al-khams (agama, jiwa,
nasab, akal, dan harta). Adapun mengenai al-'irdh merupakan
ketentuan khusus, dan tidak banyak ketentuan al-Syari' yang
dapat dikaitkan dengan itu.

Berdasarkan hal itu, pembatasan al-dhariiriyydt kepada
lima perkara saja, walaupun dihasilkan melalui ijtihad para
ulama, tetapi hasil ijtihad itu secara logis dapat diterima oleh
seluruh ulama (ijma'), termasuk ulama yang memberikan
tambahan selain dari itu. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa kesepakatan ulama terhadap al-dhartriyydt al-khams
merupakan sesuatu yang qath’i, sedangkan penambahan-
penambahan selain dari itu bukan sebuah kesepakatan, oleh
sebab itu hanya menempati kualitas zhanni. Akan tetapi tidak
tertutup kemungkinan untuk menambah kategori al-
dhaririyyat menjadi enam, tujuh, dan seterusnya apabila ada
dasar yang kuat dan secara al-istiqgra’ juga dapat dibuktikan
keshahihannya. Namun dalam pembahasan-pembahasan
selanjutnya, penulis hanya akan fokus kepada al-dhartriyydt
yang telah disepakati oleh mayoritas ulama sampai saat ini,
yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan,
harta.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemeliharaan
kemaslahatan itu dilihat dari segi kepentingannya mempunyai
tiga tingkatan, yaitu pemeliharaan terhadap kepentingan al-
dhartiriyyah, al-hdjiyyah, dan al-tahsiniyyah. Berikut akan
dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut.

1. Al-dhaririyah (kebutuhan primer)

Lafaz  al-dhaririyah  terpakai dalam  berbagai

peristilahan, di antaranya terpakai dalam peristilahan dalam



ilmu mantiq dan ushul figh. Dalam ilmu mantiq hal ini
dibicarakan ketika membahas tatacara mendapatkan ilmu yang
terbagi kepada dua, yaitu ilmu dhaririy dan ilmu iktisabiy atau
nazhariy. llmu dhartiriy adalah ilmu yang dihasilkan tanpa
melalui proses berpikir yang mendalam dan usaha yang
banyak, sedangkan ilmu iktisabiy atau nazhariy adalah ilmu
yang didapatkan melalui pemikiran yang mendalam dan usaha
yang sungguh-sungguh.224 Dalam ilmu fiqh, istilah dhartriy
berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan,?2> dan menurut
Muhammad Rawwas Qal'ahjiy adalah suatu kebutuhan yang
amat penting untuk menolak bahaya (dharar) yang terjadi pada
salah satu al-dhariiriyyat al-khams. Apabila dharuriy ini tidak
ada, maka muncullah dharurah, yaitu suatu kondisi yang sangat
dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan (al-hdjah al-syadidah
wa al-masyaqqah al-syaddah).?26 Untuk tidak keliru memahami
tulisan ini, maka yang dimaksud dengan al-dhariiriyah dan
kata-kata yang mirip dengannya adalah dalam pengertian
ulama figh.

Al-dhartiriyah menurut ulama ushul figh adalah segala
sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia,
baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dhartiriyah ini
tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah
kehidupan manusia di dunia dan akhirat.22” Dengan kata lain,
al-dhartiriyah adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia
demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum
Islam dalam bentuk al-dhartiriyyah ini mengharuskan
pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial
bagi manusia yang dikenal dengan al-dhartriyyat al-khams,
yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan

224Aayyub ibn Musa al-Husainiy al-Quraimiy al-Kafawiy, [ditahgiq oleh
Muhammad al-Mishriy], al-Kulliyyat Mu'jam fi al-Musthalahat wa al-Furuq al-
Lughawiyah, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, [tth]), juz ke-1, h. 616; juga Ahmad
Mukhtar 'Abd al-Hamid 'Umar, Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'ashirah,
([Ttp]: 'Alam al-Kutub, 2008), cet.ke-1, juz ke-3, h. 2233

22> Ahmad Mukhtar 'Abd al-Hamid 'Umar, Mu'jam al-Lughah..., ibid., juz
ke-2, h. 1358

?2%Muhammad Rawwas Qal‘ahjiy, Mu'jam Lughah al-Fugaha’, ([Ttp]: Dar
al-Nafa’is, 1988), cet.ke-2, juz ke-1, h. 283

22T Ab{ Ishaq al-Syathib? (w. 790 H), al-Muwidfagat..., loc.cit., juz 2, h. 8



harta.228 Menurut Amir Syarifuddin, kelima al-dhaririyydt itu
adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Oleh
karenanya Allah SWT menyuruh untuk melakukan segala
upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya
Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat
menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima al-
dhartiriyyat ini.22° Dengan demikian pengertian memelihara di
sini setidaknya memiliki dua makna, yaitu:

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan
mengokohkan landasannya yang disebut dengan muru’'ah min
janib al-wujid. 23° Dalam hal pemeliharaan agama dapat
dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua
kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya.
Sedangkan dalam pemeliharaan jiwa seperti kewajiban
mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan
sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti
aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah
secara umum. Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima
kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga
dengan baik, yang disebut dengan muru'ah min janib al-
‘adam.?31 Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam
bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si
peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang
dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.

Pada aspek pertama, pemeliharaan dilakukan dengan
mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan lima
hal mendasar dalam kehidupan manusia. Sedangkan pada
aspek kedua ditekankan kepada menjauhi atau meninggalkan
semua perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu kelima
hal tersebut.

2. Al-Hdjiyah (kebutuhan sekunder)
Al-hdjiyah adalah suatu kebutuhan yang juga mesti

228Ali Hasaballah, Ushdl al-Tasyri’ al-lslamiy, (Mesir: Dar al-Ma’arif,
[t.th]), h. 296-297

22 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1999),
cet.ke-1, jilid I1, h. 209

20 Abii Ishaq al-Syathibf (w. 790 H), al-Muwidfagdt..., op.cit., juz 2, h. 8-9

ZAb0 Ishag al-Syathib? (w. 790 H), al-Muwidfagat..., ibid., juz 2, h. 8



dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat
hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari
kesulitan.232 Oleh karena itu orang yang tidak memperoleh atau
mengedepankan kebutuhan al-hdjiyah ini pada dasarnya tidak
akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi
akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktifitas
keduniawian maupun aktifitas ukhrawinya. Itulah sebabnya
dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan mengambil
keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti mengqashar
shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang
sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak
sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi,
dan sebagainya.Setidaknya itulah definisi yang umum dan di
antara contoh-contoh yang dikemukakan dalam kitab-kitab
ushul figh pada umumnya.

Berkenaan dengan itu Amir Syarifuddin mengatakan
bahwa definisi di atas hanya salah satu dari pengertian al-
hajiyah. Sesungguhnya al-hajiyah adalah sesuatu yang dapat
menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan al-
dhartriyah. Dalam hal ini Amir Syarifuddin mengelompokkan
tujuan al-hdjiyah ini dilihat dari segi penetapan hukumnya
kepada tiga kelompok, yaitu; pertama, hal-hal yang disuruh
syara’ melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban
syara’ secara baik. Hal ini disebut dengan muqaddimah wajib.
Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan
menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan
sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak
didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapainya upaya
mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat
dilaksanakan di luar sekolah; kedua, hal-hal yang dilarang
syara’ melakukannya untuk menghindarkan secara tidak
langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri.
Perbuatan zina berada pada larangan tingkat dharuri. Namun
segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu
juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya zina.
Melakukan khalwat memang bukan zina dan tidak akan

22Ab0 Ishaq al-Syathib? (w. 790 H), al-Muwidfagat..., ibid., juz 2, h. 10-11



merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir zina.
Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka
menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat
dharuri; dan ketiga, segala bentuk kemudahan yang termasuk
hukum rukhshah (kemudahan) yang memberi kelapangan
dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhshah pun
tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang dharuri, tetapi
manusia akan berada dalam kesempitan. Rukhshah itu berlaku
dalam hukum ibadat seperti shalat bagi yang dalam perjalanan;
dalam muamalat seperti bolehnya jual beli salam (inden); juga
dalam jinayat seperti adanya maaf untuk membatalkan
pelaksanaan qgishas bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat
(denda) atau tanpa diyat sama sekali.233

Dengan demikian al-hdjiyah merupakan sesuatu yang
harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk
melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan untuk
menghindarkan diri dari larangan-larangan-Nya yang
berkenaan dengan al-dhaririyydt al-khams. Apabila hal ini
tidak dilakukan, maka perintah dan larangan Allah SWT tidak
akan dapat dijalankan dengan semestinya. Oleh karena itu bila
dihubungkan dengan pengertian ini, maka al-hdjiyah akan
menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan
diperintahkan, dan hukum haram Kketika perbuatan itu
dilarang.

3. Al-Tahsiniyah (kebutuhan tertier)

Al-tahsiniyah merupakan kebutuhan manusia untuk
menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya
lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak
didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak
tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi
keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai
keindahan dan akhlak yang tinggi.?3% Dengan demikian
kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi
terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima,

23 Amir Syarifuddin, Ushul Figh..., op.cit., h. 213-214
2%Ab Ishag al-Syathib? (w. 790 H), al-Muwdfaqdt..., ibid., juz 2, h. 11;
juga Amir Syarifuddin, Ushul Figh..., op.cit., h. 214



karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap.
Misalnya memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri
shalat berjamaah, mandi sebelum jumat, belajar di ruangan
yang bagus dan memakai media yang modern, menikah dengan
orang yang keturunannya terpandang, larangan memakan
sesuatu yang menebarkan aroma tidak sedap, larangan
menikah dengan kerabat dekat, dan sebagainya. Apabila
dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada
tingkat ini hanya menempati hukum sunat pada suatu
perbuatan yang disuruh, dan hukum makruh pada perbuatan
yang dilarang.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, ulama
berbeda pendapat dalam menempatkan urutan-urutan yang
mesti dipelihara pada al-dhartiriyydt al-khams. Akan tetapi
pada umumnya mereka menempatkan pemeliharaan agama
(al-din) sebagai prioritas utama. Memang tidak ditemukan
banyak dalil untuk mengatakan agama yang menjadi prioritas
pertama, apalagi jika dihubungkan dengan manusia yang akan
melaksanakan agama itu. Dilihat dari satu sisi, secara logis
tentu saja nyawa manusia (al-nafs) yang mesti diprioritaskan,
karena agama tidak akan tegak apabila tidak ada manusia yang
menjalankannya. Sebaliknya manusia akan tetap hidup
walaupun tidak ada agama. Namun setidaknya terdapat satu
ayat dalam al-Quran yang memerintahkan manusia untuk
memelihara agama (berjihad) walaupun harus mengorbankan
nyawa dan hartanya. Agaknya dalil inilah yang menjadi dasar
utama bagi ulama untuk menempatkan pemeliharaan agama di
atas pemeliharaan jiwa dan yang lainnya. Oleh karena itu dalam
pembahasan selanjutnya, penulisan tentang pemeliharaan
agama akan didahulukan dari yang lainnya.

Dengan demikian dilihat dari sisi urutan-urutan yang
mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan al-dhartiriyah, al-
hdjiyah, dan al-tahsiniyah, maka penulis lebih memilih urutan-
urutan yang dikemukakan oleh ulama pada umumnya, yaitu
memelihara agama (hifzh al-din), memelihara jiwa (hifzh al-
nafs), memelihara akal (hifzh al-'aql), memelihara keturunan
(hifzh al-nasl), dan memelihara harta (hifzh al-mal). Secara
berurutan kelima hal ini akan penulis paparkan sebagai



berikut:
a) Memelihara Agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan

kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

(1)

(2)

Memelihara agama dalam peringkat al-dhartiriyah , yaitu
memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang
termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat
lima waktu, puasa, zakat, dan hajji. Bila shalat ini diabaikan,
maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga
memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar,
sehingga dalam hal ini diwajibkan berjihad. Ketentuan ini
dilihat dari sisi muru'ah min janib al-wujiid (dalam rangka
mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri). Adapun dari
sisi muru'ah min janib al-‘adam (menolak hal-hal yang
mengganggu eksistensi agama), terdapat larangan-
larangan yang berakibat adanya ancaman dan sanksi bagi
pelakunya. Misalnya dilarang keluar dari agama Islam
(murtad), dan kalau itu tetap dilakukan, maka diancam
dengan label kekafiran dan pidana mati. Begitu juga
ancaman-ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan
perintah shalat, puasa, zakat, hajji, dan sebagainya. Selain
contoh-contoh di atas, ibn Taimiyah (w. 728 H)
menambahkan dengan dilarangnya mempersekutukan
Allah SWT dan melakukan perbuatan-perbuatan bid’ah
dalam ibadah.235

Memelihara agama dalam peringkat al-hdjiyah, yaitu
melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud
menghindari kesulitan, seperti shalat jama’ dan gashar bagi
musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka
(rukhshah). Menurut ibn Taimiyah (w. 728 H), sebagian
ulama membolehkan untuk membayar zakat dengan nilai
bendanya, membolehkan wanita haid masuk ke dalam
mesjid karena ada kepentingan, begitu juga membolehkan
wanita haid untuk thawaf karena ada alasan yang kuat
untuk itu, walaupun dengan melakukan perbuatan itu

25Muhammad al-Badawi, Magdshid..., op.cit., h. 453-457



mereka dikenakan dam (denda hajji).23¢ Kalau ketentuan
ini tidak dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi agama,
cuma dapat mempersulit pelaksanaannya. Dalam bentuk
lain dapat dicontohkan dengan dengan kewajiban belajar
agama, seperti belajar shalat, belajar wudhu' agar dapat
melaksanakan perintah shalat sebagaimana mestinya.
Contoh-contoh ini dilihat dari segi min janib al-wujud
(sarana-sarana agar terlaksananya perintah).

Apabila dilihat dari segi min janib al-'adam (sarana-
sarana yang dapat menghindarkan seseorang dari
perbuatan yang dilarang), dapat dicontohkan dengan
larangan lari dari peperangan mempertahakan agama,
larangan menambah-nambah dalam bidang ibadah,
larangan berdusta atas nama Rasul SAW, dan sebagainya.

(3) Memelihara agama dalam peringkat al-tahsiniyah, yaitu
mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi
martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan
kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya suruhan untuk
berpakaian yang baik di dalam shalat dan membersihkan
pakaian, badan dan tempat, berhias, dan berharum-
haruman ke tempat ibadah. Dengan demikian dianjurkan
untuk mandi sebelum pergi shalat Jumat dan memakai
pakaian yang bagus. Kegiatan ini erat kaitannya dengan
akhlak terpuji. Sedangkan dalam masalah jihad misalnya
dilarang membunuh anak-anak, kaum perempuan, dan
tokoh-tokoh agama dari pihak musuh, begitu juga merusak
tempat-tempat ibadah mereka. Apabila semua itu tidak
dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak
mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak
berarti al-tahsiniyah itu dianggap tidak perlu, sebab
peringkat ini akan menguatkan kepentingan al-dhartiriyah
dan al-hdjiyah.

b) Memelihara Jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya
setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam
untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri.

26Muhammad al-Badawi, Magdshid..., ibid., h. 496



Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang
lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang
kecuali Allah SWT. Ketika ada orang yang mendahului
kekuasaan Allah SWT dengan melenyapkan nyawa orang lain,
tentu saja di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang,

juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya di

hadapan Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT mengancam

orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dengan
hukuman berat dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan
dianggap sudah membunuh semua orang. Tidak hanya
pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan
tidak sengaja pun diancam dengan hukuman kifarat. Begitu
juga dalam bentuk lain yang tidak mematikan, tetapi cukup
membuat terancamnya eksistensi nyawa orang lain, Allah SWT
juga mensyariatkan qisas dalam hal itu. Itulah sebabnya dalam
syariat Islam penganiayaan juga termasuk hal yang diqisas,
yaitu dibalas sejalan atau setimpal dengan apa yang
dilakukannya.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya
dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

(1) Memelihara jiwa pada peringkat al-dhaririyah adalah
memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat
memelihara kelangsungan kehidupan, misalnya kebutuhan
makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam hal ini ibn
Taimiyah (w. 728 H) mengatakan wajib hukumnya makan,
sekalipun makanan haram apabila berada dalam situasi
dharurat. Sedangkan di sisi lain haram hukumnya
melenyapkan jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan
syara’.237 Di samping itu syariat Islam juga mengharamkan
tindakan bunuh diri, dan larangan melakukan
penganiayaan, walaupun tidak sampai  kepada
pembunuhan. Untuk kasus penganiayaan dalam hukum
[slam juga dikenakan hukuman qishas. Apabila aturan
tentang kebutuhan-kebutuhan untuk memelihara jiwa ini
tidak diindahkan, akan berakibat kepada terancamnya
eksistensi jiwa manusia.

2\Muhammad al-Badawi, Magdshid..., op.cit., h. 462-464



(2) Memelihara jiwa pada peringkat al-hdjiyah adalah
dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang
lezat dan halal, kebolehan memakai sutera bagi laki-laki
dalam keadaan cuaca sangat dingin. Kalau kegiatan ini
diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan
manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
Begitu juga dibolehkan untuk melihat aurat perempuan
untuk pengobatan, jika hal itu sangat dibutuhkan,
walaupun secara dharuri, melihat aurat perempuan itu
dilarang, namun adanya kepentingan untuk itu
menyebabkan al-hdjiyydt harus diprioritaskan untuk
memelihara jiwa yang bersifat dharuri.

Contoh lain misalnya perintah untuk mencari rezki
dan perintah untuk menafkahi keluarga. Di sisi lain
dilarang memakan harta orang lain secara bathil, larangan
memakan riba dan sebagainya.

(3) Memelihara jiwa pada peringkat al-tahsiniyah seperti
ditetapkannya tata cara makan dan minum, misalnya hanya
mengambil makanan yang ada di dekatnya, tidak makan
dan minum dalam keadaan berdiri, dan sebagainya.
Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan
etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa
manusia atau mempersulitnya.

c) Memelihara Akal

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang
membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan
akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari
permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal
lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggulah perjalanan
hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak
memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak
semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini adakalanya ia
kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang
memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang
seperti ini tidak akan bahagia, atau tatanan kehidupannya
rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan
akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik
berupa perintah maupun larangan-larangan yang ditujukan



untuk memelihara dan melindungi akal manusia. Berkenaan
dengan itu, memelihara akal dilihat dari kepentingannya dapat
dibagi menjadi tiga peringkat:

(1)

(2)

(3)

Memelihara akal pada peringkat al-dhartiriyah, seperti
kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat.
Oleh karena itu diperintahkan untuk menuntut ilmu dan
hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal.
Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan akal dilarang
oleh syara’. Misalnya diharamkan meminum minuman
keras dan benda-benda lain yang mempunyai akibat yang
sama. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat
terancamnya eksistensi akal manusia. Oleh karenanya ia
berhak mendapatkan sanksi di dunia berupa hukuman
dera sebanyak 80 kali dan mendapatkan ancaman siksa di
akhirat.

Memelihara akal pada peringkat al-hdjiyah, seperti
mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu,
sebagaimana disampaikan oleh Amir Syarifuddin.238
Begitu juga dilarang merusak sarana-sarana yang
disiapkan untuk menuntut ilmu, seperti membakar buku-
buku, merusak bangunan sekolah, menghalangi orang lain
untuk mendapatkan ilmu, dan sebagainya. Sekiranya
aturan-aturan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi
akal, akan tetapi dapat menghalangi seseorang terkait
mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas
kepada kesulitan dalam hidup.

Memelihara akal pada peringkat al-tahsiniyah, seperti
anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang
berkualitas dan menghindarkan diri dari Kkegiatan
mengkhayal dan mendengarkan atau melihat melihat
sesuatu yang tidak berfaedah. Hal itu tidak secara langsung
menambah kualitas akal manusia dan tidak pula
mengancam eksistensi akal. Namun ketika anjuran itu
dilakukan dan dihindarkan hal-hal yang dilarang, akan
berimbas kepada terwujudnya akal yang berkualitas dan

28 Amir Syarifuddin, Ushul Figh..., op.cit., h.214



tidak diiringi oleh pikiran-pikiran yang mengotori akal
tersebut.

d) Memelihara Keturunan

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan
perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab
itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan
dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka
memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan
mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui
garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan
tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka

Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut,

termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT)

dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan
yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan.

Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum

selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan

kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu
pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang
mesti dipelihara oleh manusia.

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya
dapat dibagi menjadi tiga:

(1) Memelihara keturunan pada peringkat al-dhariiriyah,
seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina.
Menikah adalah cara sah untuk mendapatkan keturunan,
sebaliknya anak hasil zina tidak diakui sebagai keturunan
yang sah. Oleh karena itu mengabaikan aturan tentang
memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi
keturunan, baik di dunia maupun di akhirat. Pentingnya
garis keturunan yang jelas ini tidak hanya menghasilkan
kemaslahatan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan
akhirat nanti.

(2) Memelihara keturunan pada peringkat al-hdjiyah, seperti
keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan
mahar ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya
hak talak kepada suami. Apabila yang demikian tidak
dilakukan, akan menyulitkan dalam hal pengakuan
perkawinan yang berimbas kepada keturunan, akan



menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahar
mitsl, dan kesulitan untuk mengakhiri perkawinan di saat
perkawinan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Di
Indonesia, aturan tentang pencatatan perkawinan dapat
dikategorikan kepada kebutuhan ini. Menurut ibn
Taimiyah (w. 728 H), dalam hal ini juga diharamkan
menikahi wanita pezina sebelum ia bertaubat, dilarang
menjatuhkan thalaq kecuali dalam situasi darurat, baik
darurat agama maupun darurat dunia. Begitu juga larangan
menyia-nyiakan pendidikan anak-anak.23® Larangan-
larangan ini juga bertujuan untuk menghindari seseorang
dari kesulitan yang mungkin dialaminya berkenaan dengan
pemeliharaan keturunan.

(3) Memelihara keturunan pada peringkat al-tahsiniyah,
seperti disyariatkannya khitbah (peminangan), dibolehkan
melihat wanita yang akan dipinang, dan mengadakan
walimah (resepsi) dalam pernikahan. Dalam bentuk
larangan, misalnya larangan menikah dengan kerabat
terdekat. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara
pernikahan dan agar sebuah pernikahan lebih baik. Bila
tidak dilakukan tidak akan berakibat negatif terhadap
eksistensi perkawinan dan keturunan.

e) Memelihara Harta

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan

manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di

akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia

mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah
dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu Islam mengakui
hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan
seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak
mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang
ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan
terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia
tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan
ketersediaan harta, seperti zakat dan haji.

[tulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan

2°Muhammad al-Badawi, Magadshid..., op.cit., h. 474 dan 478



yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki
oleh manusia. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan
kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil
harta orang lain.

Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi

menjadi tiga peringkat:

(1)

(2)

(3)

Memelihara harta pada peringkat al-dhartiriyah, seperti
disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli,
kewajiban berusaha mencari rezki, kewajiban menjaga
amanah terhadap harta orang lain yang berada di
tangannya, dan disyariatkannya pembagian harta melalui
hukum kewarisan. Begitu juga diwajibkan mengeluarkan
zakat apabila harta sudah mencapai nisab dan haulnya.
Sebaliknya syariat Islam melarang mengambil harta orang
lain dengan cara tidak benar seperti mencuri dan
merampok, juga dilarang melakukan riba, menipu,
memakan harta anak yatim dengan zhalim, melakukan
suap (risywah), dan sebagainya. Apabila aturan-aturan ini
tidak diindahkan akan menghasilkan kemudaratan yang
jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta.

Memelihara harta pada peringkat al-hdjiyah,
seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam,
dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, hutang
piutang, mudharabah, musaqah, dan sebagainya.
Sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau menimbun
barang perdagangan (ihtikdr), menyonsong petani sebelum
sampai ke pasar, dan dilarang melakukan jual beli pada
waktu shalat Jumat. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan,
tidak akan merusak kehidupan seseorang berkenaan
dengan harta, tetapi membuat kehidupannya, yang
berhubungan dengan harta, mengalami kendala dan
kesulitan. Oleh karena itu keberadaan aturan-aturan
tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam
kehidupan.

Memelihara harta pada peringkat al-tahsiniyah, seperti
adanya ketentuan syuf'ah dalam melakukan transaksi harta
benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah,
walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini



berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak akan
merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula
menimbulkan kesulitan. Sebaliknya dilarang melakukan
perbuatan mubazir atau terlalu kikir dengan hartanya,
karena sikap boros dan kikir dalam hidup akan
menjatuhkan kewibawaan dan kemuliannya.

Berkenaan dengan  urutan-urutan dalam  hal
pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima di atas (al-
dhartiriyydt al-khams), dengan urutan-urutan pemeliharaan
terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, merupakan
hasil ijtihad ulama, dan sekaligus sebagai patokan umum dalam
menempatkan prioritas yang harus diutamakan dari yang
lainnya.240 Urutan-urutan seperti itu pertama kali dikemukakan

yrutan-urutan al-dhardriyyat al-khams adalah hasil ijithad ulama, hal ini
dibuktikan dengan berbedanya para ulama dalam masalah itu. Dalam hal ini
dapat disebutkan di antaranya sebagai berikut; menurut al-Ghazali urutannya
adalah hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al- ‘aq/, hifzh al-nasab, dan hifzh al-mal,
lihat Al-Ghazali, al-Mustashfd..., loc.cit.,, h. 287; menurut al-Razi urutannya
adalah hifzh al-nafs, hifzh al-mal, hifzh al-nasab, hifzh al-din, dan hifzh al- ‘aql,
lihat Fakhr al-Din al-Razi, al-Mahshiil..., op.cit., h. 159-160; menurut al-Qaréafi
(w. 684 H) urutannya adalah hifzh al-nafs, hifzh al-din, hifzh al-nasab, hifzh al-
‘aql, dan hifzh al-m@l, lihat Ahmad ibn Idris al-Qarafi (w. 684 H), Syarh
Tangih...,loc.cit., h. 303-304; menurut ibn Subki adalah hifzh al-din, hifzh al-
nafs, hifzh al’-aql, hifzh al-nasab, hifzh al-méal, dan ia menambahkan dengan
hifzh al- irdh, lihat Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Ali al-Subki [ditahqiq oleh
‘Abd al-Mun’im Khalil Ibrahim], Jam'u al-Jawdmi’ fi Ushiil al-Figh, (Beirut:
Dér al-Kutub al-‘Tlmiyah, 2003), cet.ke-2, h. 92; menurut al-Zarkasyi adalah
hifzh al-nafs, hifzh al-mal, hifzh al-nasl, hifzh al-din, dan hifzh al-‘agl, di
samping itu ia menambahkan dengan hifzh al-‘irdh, lihat Badar al-Din
Muhammad ibn ‘Abdullah al-Zarkasyi, [ditahqiq oleh ‘Abd al-Sayyar AbQ
Gharrah], al-Bahrul Muhith fi Ushdl al-Figh, (Kuweit: Dar al-Shafwah, 1992),
cet.ke-2, juz ke-5, h. 209-210; sedangkan bagi al-SyathibT (w. 790 H) sepertinya
tidak terlalu memperhatikan urutan-urutan dimaksud karena terdapat tiga tempat
(versi) dalam kitabnya di mana urutan dimaksud berbeda-beda, tetapi selalu
konsisten pada urutan pertama dan kedua. Pertama; urutannya adalah hifzh al-
din, hifzh al-nafs, hifzh al-nasl, hifzh al-mal, dan hifzh al- ‘ag/, lihat AbQ Ishaq
al-Syathibt (w. 790 H), al-Muwafagdt..., op.cit., juz ke-1, h. 38; kedua; hifzh al-
din, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl, dan hifzh al-mal, lihat AbG Ishaq
al-SyathibT (w. 790 H), al-Muwidfagqat..., ibid., juz ke-2, h. 10; ketiga, hifzh al-
din, hifzh al-nafs, hifzh al-nasl, hifzh al-‘aql, dan hifzh al-mal, lihat AbQ Ishaq
al-SyathibT (w. 790 H), al-Muwdfaqdt..., ibid., juz ke-3, h. 10, dan juz ke-4, h.
27-32



oleh al-Ghazall (w. 505 H), dan merupakan urutan yang paling
banyak dipegang para ulama figh dan ushul figh berikutnya.241
Dengan demikian urutan versi al-Ghazali (w. 505 H) ini
sepertinya adalah urutan yang lebih mendekati kebenaran.

Dengan demikian urutan kelima al-dhaririyyat ini
bersifat ijtihadiyah bukan naqliyah,  artinya ia  disusun
berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang
diambil dengan cara al-istigra’ (induktif). Dalam merangkai
kelima al-dhartiriyydt ini (ada juga yang menyebutnya
dengan al-kulliyyat al-khams), al-Syathibi (w. 790 H) terkadang
lebih mendahulukan al-‘agl dari pada al-nasl, terkadang al-
nasl terlebih dahulu kemudian al-‘aql dan terkadang al-nasl lalu
al-mdl dan terakhir al-‘agl. Namun satu hal yang perlu dicatat
bahwa dalam susunan yang manapun imam al-Syathibi (w. 790
H) tetap selalu mengawalinya dengan al-din dan al-
nafs terlebih dahulu. Perbedaan urutan di atas, menunjukkan
bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya ijtihadi. Cara
kerja dari kelima dhartriyydtdi atas adalah masing-masing
harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga al-din harus
lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga al-
nafs harus lebih didahulukan dari pada al-aql dan al-nasl begitu
seterusnya.

Amir Syarifuddin, dalam bukunya Ushul Figh,
menyatakan bahwa pembagian hukum syara’ pada tiga hal di
atas (al-dhartriyah , al-hdjiyah , dan al-tahsiniyah), sekaligus
menunjukkan peringkat Kkepentingan. Tingkat yang al-
dhartriyyah lebih tinggi dari tingkat al-hdjiyah, dan tingkat al-
hajiyah lebih tinggi dari tingkat al-tahsiniyah . Kebutuhan

*Ulama-ulama setelah al-Ghazali, termasuk al-Syathibi (w. 790 H),
banyak berpedoman kepada urutan-urutan yang dikemukakan oleh al-Ghazali, di
antaranya; al-Amidi, al-lhkam, op.cit., h. 343-345; ibn Taimiyah (w. 728 H),
lihat Muhammad al-Badawi, Magdshid..., op.cit., h. 446-480; ‘Abd al-Karim
Zaidan, al-Wajiz..., op.cit., h. 379; Wahbah al-Zuhailiy, al-Wajiz fi Ushdl al-
Figh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), cet.ke-2, h. 219; ‘Abd al-Wahhab Khalaf,
Im...op.cit., h.199; ibn Mukhtar al-Kh&dimily, ‘Ilm Magdshid..., op.cit., h. 72;
Ibn Rabi’ah, ‘Ilm Magdshid..., op.cit., h. 147; Ton ‘Asytr, Magdshid..., op.cit., h.
79; Riyadh Manshdr al-Khalifiy, Magdshid..., op.cit., h. 10; Yasuf Hamid al-
‘Alim, al-Magashid al-‘Ammah..., op.cit, h. 189; dan Amir Syarifuddin,
Ushul..., op.cit., h. 209



dalam peringkat al-dhartiriyah pun berurutan pula tingkat
kepentingannya, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu, menurut Amir,
akan tampak di saat terjadi perbenturan antar masing-masing
kepentingan itu dan salah satu di antaranya harus
didahulukan,?42  termasuk dalam hal ini perbenturan
kepentingan dalam hal memelihara kebutuhan yang sama
peringkatnya, seperti perbenturan sesama al-dhartiri.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan umum urutan-
urutan al-dhariri, maka memelihara agama harus didahulukan
daripada memelihara jiwa dan lainnya, memelihara jiwa harus
didahulukan daripada memelihara akal, memelihara akal harus
didahulukan daripada memelihara keturunan, dan memelihara
keturunan harus didahulukan daripada memelihara harta.
Secara teoritis dan dalam situasi normal, ketentuan yang sudah
dianggap baku itu mungkin dapat dilaksanakan tanpa ada
kendala. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu, ketentuan
umum ini tidak mutlak harus dilaksanakan seperti itu, karena
ada maslahah-maslahah lain yang mesti dipertimbangkan
tanpa mengecilkan arti dari urutan-urutan yang sudah
dianggap baku tersebut. Dalam hal ini Ismail Muhammad Syah
mengatakan bahwa mujtahid berkewajiban meneliti dari segi
cakupan kemaslahatan itu sendiri atau ada faktor lain yang
menguatkan salah  satu  kemaslahatan yang harus
didahulukan.?43 Contoh yang dapat dikemukakan di sini di
antaranya adanya perbenturan antara kepentingan agama dan
jiwa, yaitu ketika seseorang akan dibunuh apabila ia tetap
dengan Kkeislamannya, maka dalam hal ini ia boleh
menyembunyikan  keyakinannya ~demi menyelamatkan
nyawanya. Akan tetapi di sisi lain, dalam kondisi normal, agama
harus didahulukan dari kepentingan jiwa, seperti bersedia
mengorbankan nyawa di medan jihad demi menegakkan panji-
panji agama Islam.

Apabila perbenturan itu terjadi dalam hal memelihara

242 Amir Syarifuddin, Ushul..., loc.cit, h. 209
2%31gmail Muhammad Syah, dkk, dalam “Tujuan dan Ciri Hukum Islam,
Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 133



jiwa dan akal, maka jiwa harus diutamakan.244 Misalnya ketika
ketika seseorang sangat kehausan dan minuman yang ada di
dekatnya hanya minuman Kkeras, yang bisa menghilangkan
akalnya, maka dalam hal ini ia boleh meminum minuman keras
tersebut untuk menyelamatkan jiwanya dari dahaga yang
bersangatan. Begitu juga ketika seseorang akan menghadapi
operasi karena sakit yang dideritanya, maka ia boleh dibius,
yang secara otomatis menghilangkan akalnya demi untuk
menyelamatkan jiwanya.

Adapun perbenturan antara akal dan keturunan, maka
yang diutamakan adalah menjaga akal. Misalnya bila harus
memilih antara menyerahkan diri untuk diperkosa atau
disuntikkan cairan-cairan tertentu yang menyebabkan
hilangnya akal selamanya, maka pada saat itu, secara teoritis,
yang dipilih adalah memelihara akal. Hal ini disebabkan karena
ketiadaan akal akan membuat hidup lebih rusak dan parah
daripada kehilangan kehormatan. Hilangnya akal akan
membuat seseorang terhenti berpikir dan beribadah,
sedangkan hilangnya kehormatan akan segera pulih seiring
dengan berjalannya waktu, dan hal itu tidak akan
menghentikan aktifitas seseorang dalam hubungannya dengan
Allah SWT (ibadah). Berkenaan dengan perbenturan antara
keharusan memelihara keturunan dan harta, maka yang
diutamakan adalah memelihara keturunan. Misalnya seseorang
dipaksa untuk menyerahkan hartanya dengan ancaman,
apabila ia tidak mau menyerahkannya maka ia akan diperkosa.
Dalam hal ini, pilihan yang tepat, sesuai dengan urutan-urutan
di atas, adalah mendahulukan memelihara keturunan daripada
harta.

Sepertinya dengan memperhatikan urutan-urutan al-
dharidriyydt yang banyak dipergunakan oleh ulama di atas,
pemilihan terhadap kebutuhan yang harus mendapat prioritas
bila terjadi perbenturan kepentingan rasanya cukup mudah.
Akan tetapi, sekali lagi, kajian yang mendalam tentang hal ini
dari seorang mujtahid masih perlu dilakukan karena ternyata
tidak gampang memilih antara dua kepentingan yang berbeda.

24177 al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Qawd’id..., op.cit., h. 88



Hal ini mengingat berbedanya maslahah yang dapat
diwujudkan, atau berbedanya mafsadah yang hendak
dihindarkan. Menentukan kualitas maslahah dan mafsadah
itulah yang salah satunya merupakan Kkreatifitas seorang
mujtahid, di mana ia harus pandai menimbang dan mengukur
sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Dalam hal ini ‘Izz al-
Din ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H) memberikan patokan umum
yaitu, apabila dalam satu kasus terdapat maslahah dan
mafsadah sekaligus, maka yang diutamakan adalah memelihara
kemaslahatan bila memungkinkan; bila mafsadah lebih besar
dari maslahah yang ingin dicapai, maka diutamakan
menghindarkan mafsadah terlebih dahulu. Untuk pernyataan
ini ‘Izz al-Din (w. 660 H) mencontohkan dengan manfaat yang
diperoleh dengan meminum khamar dan berjudi, tetapi
dosanya lebih besar dari manfaat yang didapatkan,24> yang oleh
karenanya harus ditinggalkan. Agaknya dalam konteks ini
jugalah  Amir Syarifuddin mengatakan apabila terjadi
perbenturan antara kepentingan al-dhartiri dan al-hdji, yang
didahulukan adalah yang al-dhartiri. 246 Sebab, kemaslahatan
yang ingin dicapai oleh kepentingan al-dhartri itu lebih besar
dari kepentingan-kepentingan lainnya. Dalam hal ini ia
mencontohkan dengan seorang dokter laki-laki menghadapi
pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan
operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si sakit dituntut
dalam tingkat al-dhariri, tetapi untuk melakukan tuntutan ini
ia harus melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang
dalam tingkat al-hdji. Berdasarkan contoh ini ulama
membolehkan si dokter melihat aurat pasien perempuan itu
karena harus mendahulukan kepentingan yang al-dhartri dari
al-hdji.

‘Izz al-Din (w. 660 H) mencontohkan dengan kasus lain,
misalnya larangan untuk berwudhu' dengan air yang
dipanaskan oleh matahari (al-ma’ al-musyammas), tetapi
apabila seseorang tidak mendapatkan air selain dari itu, maka
wajib baginya untuk memakai air itu untuk berwudhu’, karena

245177 al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Qawdid..., ibid., h. 83
246 Amir Syarifuddin, Ushul..., op.cit., h. 209



yang akan dipeliharanya adalah kemaslahatan yang lebih besar,
yaitu agama.?4” Sedangkan mafsadah yang ditimbulkan hanya
berada pada tingkat al-hdjiyah, dan itupun berkenaan dengan
kemaslahatan memelihara jiwa. Pada kasus lain ia
mencontohkan dalam hal orang yang shalat tetapi selalu
mengeluarkan hadas (al-sulus) atau perempuan yang selalu
mengeluarkan darah (al-mustahddhah). Dalam hal ini ia
mengatakan bahwa memelihara shalat (hifzh al-din) harus
diutamakan daripada memelihara larangan dalam hal thaharah
(bersuci).248 Walaupun keduanya adalah persoalan dalam
hubungannya dengan memelihara agama, tetapi kepentingan
memelihara shalat, dengan melaksanakannya, berada pada
tingkat al-dhariiri, sedangkan larangan menjauhi shalat dalam
keadaan bernajis berada pada tingkat al-hdji.

Sepertinya hal ini juga dimaksudkan oleh ibn al-Qayyim
(w. 751 H) ketika mengeluarkan statemen bahwa perubahan
fatwa itu karena berbedanya masa, tempat, situasi dan kondisi,
niat, dan tradisi masyarakat,?4° yang salah satunya dapat
dimaknai dengan adanya usaha mujtahid untuk menimbang
dengan seksama, untuk memutuskan maslahah atau
mafsadahnya sesuatu, sesuai dengan perubahan waktu, tempat
di mana kasus tersebut terjadi, situasi dan kondisi yang
mengitari persoalan dimaksud, niat untuk berbuat, dan
kebiasaan masyarakat setempat dalam memandang baik
buruknya sesuatu.

Sedangkan perbenturan pada sesama peringkat al-
hajiyah, mesti didahulukan salah satunya, yaitu yang paling
ringan resikonya250 Apabila resikonya sama, maka yang

241177 al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Qawd id..., op.cit., h. 84

24817z al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Qawd’id..., ibid., h. 86
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20ketentuan ini sesuai dengan kaidah figh idzd ta’dradhat mafsadatani
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perbenturan antara dua hal yang mengandung mafsadah, maka dilihat mana yang
lebih besar mudharatnya, kemudian diambil mudharat yang lebih ringan). Lihat
kaidah ini dalam Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, al-Qawdi’id al-Fighiyyah al-
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diutamakan adalah kepentingan yang al-hdjiyah berdasarkan
urutan-urutan pemeliharaan al-dhartiri di atas. Amir
Syarifuddin mencontohkan dengan kepentingan menutup aurat
[tidak boleh melihatnya] pada satu sisi dan belajar pokok-
pokok agama pada sisi lain, di mana keduanya merupakan
bagian dari pemeliharaan agama pada tingkat al-hdjiyah. Bila
untuk kepentingan proses belajar mengajar seorang guru
terpaksa harus melihat wajah si murid yang semestinya tidak
boleh dilakukan, maka ia dibolehkan melihatnya meskipun
yang demikian adalah aurat.251

Akan tetapi yang perlu ditekankan di sini, menghadapi
perbenturan antara masing-masing kebutuhan tersebut tidak
ada aturan yang absolut. Mujtahid harus mengerahkan
kemampuannya [berijtihad] mendudukkan persoalan tersebut
agar tujuan yang diinginkan oleh al-Sydri’ dapat terealisasi
sesuai dengan kehendak-Nya. Apabila ijtihadnya benar, maka ia
akan mendapatkan dua pahala, sebaliknya bila salah, ia
mendapatkan satu pahala. Persoalannya, seorang mujtahid
tidak mengetahui dengan pasti apakah ijtihadnya benar atau
salah. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab figh ditemukan
pernyataan akhir dari mujtahid [setelah menyampaikan
kesimpulan hukumnya) dengan menuliskan wallahu a’lam
(Allah SWT yang lebih Mengetahuinya).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, al-Syathibi (w.
790 H) sudah mencoba mensistematiskan pembahasan
magqdshid al-syari’ah ini, dan sekaligus hal ini menunjukkan
kelebihannya dari ulama-ulama sebelumnya. Dalam
pembahasannya, al-Syathibi (w. 790 H) membagi al-maqdshid
ini kepada dua bagian penting yakni tujuan Pembuat hukum
(qashu al-Syari’) dan tujuan mukallaf (gqashd al-mukallaf).252
Namun mengingat begitu luasnya pembicaraan tentang
masalah ini, penulis hanya akan membahas seputar qasd al-
Sydri’ (tujuan Allah SWT) dalam masalah qasd al-Sydri’ fi wadh’i

Muhammad al-Zarga, Syarh al-Qawd’id al-Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-
Qalam, 1989), cet.ke-2, h. 201

2 Amir Syarifuddin, Ushul..., ibid., h. 216

252Ab1 Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwadfaqdt..., op.cit., juz ke-2, h.



al-syari’ah (maksud Allah SWT dalam menetapkan syariat). Hal
ini karena sangat berkaitan dengan pembahasan inti dari
tulisan ini, sekaligus sebagai alat ukur untuk menguji fatwa-
fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, khususnya fatwa Yasuf al-
Qaradhawi. Di samping itu, menitikberatkan pembahasan
seputar qasd al-Sydri’ fi wadh’i al-syari’ah (maksud Allah SWT
dalam menetapkan syariat), karena para ulama yang fokus dan
ikut membicarakan teori magqdshid al-syari’ah  juga
menekankan dan tidak melewatkan pembahasannya dalam
persoalan ini. Dengan demikian, pembagian inilah yang
sebenarnya paling menentukan dalam pembahasan magqdshid
al-syart’ah.

Menurut al-Syathibi (w. 790 H), Allah SWT menurunkan
syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (jalb al-mashdlih
wa dar'u al-mafdsid). Al-Syathibl (w. 790 H) ingin meyakinkan
bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT
hanya untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan
dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila
dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syathibi (w.
790 H) dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga
tingkatan, yaitu al-dhartriyydt (primer), al-hdjiyydt (sekunder)
dan al-tahsiniyydt (tersier).2>3

Dalam hal ini, ulama sudah menyimpulkan bentuk-
bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu,
yaitu kemaslahatan al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-nasb
(keturunan), al-‘aql (akal), dan kemaslahatan al-mdl (harta).
Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi pula sesuai dengan
tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup
pemeliharaan dalam bentuk al-dhartriyah, sebagai prioritas
utama, pemeliharaan dalam bentuk al-hdjiyah, sebagai prioritas
kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk al-tahsiniyah, sebagai
prioritas ketiga.

253Ab1 Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfagqadt..., ibid,, juz ke-2, h. 8;
lihat juga al-Juwaini, al-Burhdn.., loc.cit, h. 79-95; juga al-Ghazali, al-
Mustashfa..., loc.cit, h. 286-289; al-Ghazali, Syifa" al-Ghalil..., loc.cit, h. 160;
Fakhr al-Din al-Razi, al-Mahshiil..., loc.cit, h. 160; dan al-Qarafi (w. 684 H),
Syarh Tangqih..., loc.cit, h. 303-304



Sebelum menjelaskan tiga tingkatan kemaslahatan
sebagaimana di atas, perlu dikemukakan terlebih dahulu
analisa berkenaan dengan pendapat umum ulama untuk
membatasi pemeliharaan kemaslahatan itu kepada lima hal
pokok saja. Analisa ini penting mengingat tidak ditemukan
secara tesktual dalil-dalil yang mendasari pendapat para ulama
tersebut, baik oleh al-Syathibl (w. 790 H) sendiri atau oleh
ulama-ulama sebelum dan sesudahnya. Di samping itu mereka
juga tidak menjelaskan kenapa terjadi pembatasan tersebut.
Oleh karena itu pembatasan ini merupakan hasil ijtihad para
ulama dengan berpedoman kepada dalil-dalil yang secara
umum mengarah ke sana. Akibatnya bisa saja pemeliharaan
kemaslahatan itu tidak hanya terfokus pada lima hal, tetapi bisa
lebih dari itu. Misalnya, sebagaimana pendapat al-Qarafi (w.
684 H) yang menambahkannya dengan al-‘irdh (pemeliharaan
kehormatan) sebagai bagian dari al-dhartiriyydt yang wajib
dipelihara. Berkenaan dengan itu, menurut analisa penulis,
setidaknya terdapat tiga alasan yang menyebabkan para ulama
pada umumnya membatasi al-dhartriyydt itu kepada lima saja.

Pertama, persoalan yang dibicarakan dalam al-
dhaririyyat adalah persoalan hukum Islam dalam tataran
praktis dan umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan
mempunyai pengaruh yang signifikan sampai ke akhirat, bukan
persoalan keislaman secara umum. Hal ini dibuktikan dengan
pembahasan-pembahasan dalam berbagai kitab figh yang pada
umumnya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Misalnya, adanya aturan-aturan tertentu dalam bidang ibadah
dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Di samping itu hal-hal
yang mengganggu eksistensi agama diatur sedemikian rupa,
baik dalam bentuk perintah untuk membela dan
melindunginya, maupun dalam bentuk larangan-larangan yang
mengganggu eksistensinya. Begitu juga dalam pemeliharaan
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal pokok ini diatur
secara jelas dan tegas dalam syariat Islam, dan bagi yang
mengabaikannya juga ada aturan yang jelas. Sedangkan
penambahan-penambahan yang dilakukan oleh sebagian
ulama, seperti al-irdh, tidak mempunyai dampak sebesar



dampak yang ditimbulkan akibat melalaikan ketentuan yang
terdapat pada al-dhartriyydt al-khams. Kalaupun akibat itu ada,
mungkin hanya berakibat untuk kehidupan dunianya,
sedangkan maqdshid al-syari’ah tidak hanya ingin mewujudkan
kemaslahatan dunia, tetapi lebih jauh untuk mewujudkan
kemaslahatan itu sampai ke akhirat.

Kedua, ketentuan-ketentuan untuk memelihara al-
dhartiriyyat al-khams disertai dengan ancaman-ancaman di
dunia berupa sanksi fisik yang tidak ringan ketika aturan itu
dilanggar, dan pelakunya dikategorikan melakukan dosa-dosa
besar. Itulah sebabnya al-Ghazali (w. 505 H), dalam kitab Ihyd"
‘Ulim  al-Din, memasukkan pelanggaran terhadap al-
dhartiriyyat al-khams itu sebagai suatu dosa besar. Dalam hal
pemeliharaan agama, dilarang melakukan riddah (murtad),
dalam pemeliharaan jiwa dilarang membunuh, dalam
pemeliharaan akal dilarang meminum khamar, dalam
memelihara keturunan dilarang berzina, dan dalam
memelihara harta dilarang mencuri. Jika larangan-larangan itu
dilakukan, maka sanksinya tidak hanya berupa hukuman fisik
di dunia, tetapi juga siksaan yang amat berat di akhirat. Adapun
tentang al-irdh (memelihara kehormatan) yang diambil dari
ketentuan gadzaf (menuduh orang berzina), walaupun ada
sanksi pidananya berupa hukuman fisik, tetapi pada dasarnya
dapat dikembalikan kepada persoalan pokok dari hakikat
qadzafitu, yaitu memelihara keturunan.

Ketiga, Penemuan al-dhartiriyyat al-khams berdasarkan
penelitian ulama dengan menghimpun seluruh dalil, baik dalil-
dalil yang menyuruh maupun dalil-dalil yang melarang.
Berdasarkan penelitian ulama dengan mempergunakan teori
al-istigra’, hanya 5 (lima) hal itu yang sepertinya menjadi fokus
al-Syari’ dalam menetapkan sebuah hukum, baik dalam bidang
ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, dan siyasah. Artinya,
secara umum seluruh ketetapan hukum al-Syari’ bermuara
kepada salah satu dari al-dharitiriyydt al-khams (agama, jiwa,
nasab, akal, dan harta). Adapun mengenai al-'irdh merupakan
ketentuan khusus, dan tidak banyak ketentuan al-Syari' yang
dapat dikaitkan dengan itu.

Berdasarkan hal itu, pembatasan al-dhariiriyydt kepada



lima perkara saja, walaupun dihasilkan melalui ijtihad para
ulama, tetapi hasil ijtihad itu secara logis dapat diterima oleh
seluruh ulama (ijma'), termasuk ulama yang memberikan
tambahan selain dari itu. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa kesepakatan ulama terhadap al-dhaririyydt al-khams
merupakan sesuatu yang qath’i, sedangkan penambahan-
penambahan selain dari itu bukan sebuah kesepakatan, oleh
sebab itu hanya menempati kualitas zhanni. Akan tetapi tidak
tertutup kemungkinan untuk menambah kategori al-
dhartiriyydt menjadi enam, tujuh, dan seterusnya apabila ada
dasar yang kuat dan secara al-istiqgra’ juga dapat dibuktikan
keshahihannya. Namun dalam pembahasan-pembahasan
selanjutnya, penulis hanya akan fokus kepada al-dhartriyydt
yang telah disepakati oleh mayoritas ulama sampai saat ini,
yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan,
harta.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemeliharaan
kemaslahatan itu dilihat dari segi kepentingannya mempunyai
tiga tingkatan, yaitu pemeliharaan terhadap kepentingan al-
dhaririyyah, al-hdjiyyah, dan al-tahsiniyyah. Berikut akan
dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut.

4. Al-dhartiriyah (kebutuhan primer)

Lafaz  al-dhaririyah  terpakai dalam  berbagai
peristilahan, di antaranya terpakai dalam peristilahan dalam
ilmu mantiq dan ushul figh. Dalam ilmu mantiq hal ini
dibicarakan ketika membahas tatacara mendapatkan ilmu yang
terbagi kepada dua, yaitu ilmu dhaririy dan ilmu iktisabiy atau
nazhariy. llmu dhartiriy adalah ilmu yang dihasilkan tanpa
melalui proses berpikir yang mendalam dan usaha yang
banyak, sedangkan ilmu iktisabiy atau nazhariy adalah ilmu
yang didapatkan melalui pemikiran yang mendalam dan usaha
yang sungguh-sungguh.2> Dalam ilmu fiqh, istilah dharitriy

254Ayyub ibn Musa al-Husainiy al-Quraimiy al-Kafawiy, [ditahqiq oleh
Muhammad al-Mishriy], al-Kulliyyat Mu'jam fi al-Musthalahat wa al-Furuq
al-Lughawiyah, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, [tth]), juz ke-1, h. 616; juga
Ahmad Mukhtar 'Abd al-Hamid 'Umar, Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-
Mu'ashirah, ([Ttp]: 'Alam al-Kutub, 2008), cet.ke-1, juz ke-3, h. 2233



berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan,?’®> dan menurut
Muhammad Rawwas Qal'ahjiy adalah suatu kebutuhan yang
amat penting untuk menolak bahaya (dharar) yang terjadi pada
salah satu al-dhartriyyadt al-khams. Apabila dharuriy ini tidak
ada, maka muncullah dharurah, yaitu suatu kondisi yang sangat
dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan (al-hdjah al-syadidah
wa al-masyaqqah al-syaddah).25¢ Untuk tidak keliru memahami
tulisan ini, maka yang dimaksud dengan al-dhariiriyah dan
kata-kata yang mirip dengannya adalah dalam pengertian
ulama figh.

Al-dhartiriyah menurut ulama ushul figh adalah segala
sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia,
baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dhaririyah ini
tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah
kehidupan manusia di dunia dan akhirat.257 Dengan kata lain,
al-dharitriyah adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia
demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum
Islam dalam bentuk al-dhartiriyyah ini mengharuskan
pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial
bagi manusia yang dikenal dengan al-dhaririyyat al-khams,
yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta.2>8 Menurut Amir Syarifuddin, kelima al-dhariiriyydt itu
adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Oleh
karenanya Allah SWT menyuruh untuk melakukan segala
upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya
Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat
menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima al-
dhartriyydt ini.2>° Dengan demikian pengertian memelihara di
sini setidaknya memiliki dua makna, yaitu:

255Ahmad Mukhtar 'Abd al-Hamid 'Umar, Mu'jam al-Lughah..., ibid., juz
ke-2,h. 1358

256Muhammad Rawwas Qal'ahjiy, Mu'jam Lughah al-Fuqaha’, ([Ttp]:
Dar al-Nafa'is, 1988), cet.ke-2, juz ke-1, h. 283

257Ab1 Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfagqat..., loc.cit, juz 2, h. 8

258Ali Hasaballah, Ushiil al-Tasyri’ al-Isldimiy, (Mesir: Dar al-Ma'arif,
[t.th]), h. 296-297

259 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),
cetke-1,jilid II, h. 209



Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan
mengokohkan landasannya yang disebut dengan muru'ah min
janib al-wujid. 260 Dalam hal pemeliharaan agama dapat
dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua
kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya.
Sedangkan dalam pemeliharaan jiwa seperti kewajiban
mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan
sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti
aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah
secara umum. Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima
kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga
dengan baik, yang disebut dengan muru'ah min janib al-
‘adam.?61 Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam
bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si
peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang
dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.

Pada aspek pertama, pemeliharaan dilakukan dengan
mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan lima
hal mendasar dalam kehidupan manusia. Sedangkan pada
aspek kedua ditekankan kepada menjauhi atau meninggalkan
semua perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu kelima
hal tersebut.

5. Al-Hajiyah (kebutuhan sekunder)

Al-hdjiyah adalah suatu kebutuhan yang juga mesti
dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat
hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari
kesulitan.262 Oleh karena itu orang yang tidak memperoleh atau
mengedepankan kebutuhan al-hdjiyah ini pada dasarnya tidak
akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi
akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktifitas
keduniawian maupun aktifitas ukhrawinya. Itulah sebabnya
dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan mengambil
keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti mengqgashar

260Abii Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfaqdt..., op.cit., juz 2, h. 8-9

261Ab{ Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfaqadt..., ibid, juz 2, h. 8

262Ab1i Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfaqat..., ibid., juz 2, h. 10-
11



shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang
sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak
sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi,
dan sebagainya.Setidaknya itulah definisi yang umum dan di
antara contoh-contoh yang dikemukakan dalam kitab-kitab
ushul figh pada umumnya.

Berkenaan dengan itu Amir Syarifuddin mengatakan
bahwa definisi di atas hanya salah satu dari pengertian al-
hajiyah. Sesungguhnya al-hajiyah adalah sesuatu yang dapat
menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan al-
dhartriyah. Dalam hal ini Amir Syarifuddin mengelompokkan
tujuan al-hdjiyah ini dilihat dari segi penetapan hukumnya
kepada tiga kelompok, yaitu; pertama, hal-hal yang disuruh
syara’ melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban
syara’ secara baik. Hal ini disebut dengan muqgaddimah wajib.
Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan
menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan
sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak
didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapainya upaya
mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat
dilaksanakan di luar sekolah; kedua, hal-hal yang dilarang
syara’ melakukannya untuk menghindarkan secara tidak
langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri.
Perbuatan zina berada pada larangan tingkat dharuri. Namun
segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu
juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya zina.
Melakukan khalwat memang bukan zina dan tidak akan
merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir zina.
Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka
menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat
dharuri; dan ketiga, segala bentuk kemudahan yang termasuk
hukum rukhshah (kemudahan) yang memberi kelapangan
dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhshah pun
tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang dharuri, tetapi
manusia akan berada dalam kesempitan. Rukhshah itu berlaku
dalam hukum ibadat seperti shalat bagi yang dalam perjalanan;
dalam muamalat seperti bolehnya jual beli salam (inden); juga
dalam jinayat seperti adanya maaf untuk membatalkan



pelaksanaan qishas bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat
(denda) atau tanpa diyat sama sekali.263

Dengan demikian al-hdjiyah merupakan sesuatu yang
harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk
melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan untuk
menghindarkan diri dari larangan-larangan-Nya yang
berkenaan dengan al-dhartiriyydt al-khams. Apabila hal ini
tidak dilakukan, maka perintah dan larangan Allah SWT tidak
akan dapat dijalankan dengan semestinya. Oleh karena itu bila
dihubungkan dengan pengertian ini, maka al-hdjiyah akan
menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan
diperintahkan, dan hukum haram ketika perbuatan itu
dilarang.

6. Al-Tahsiniyah (kebutuhan tertier)

Al-tahsiniyah merupakan kebutuhan manusia untuk
menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya
lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak
didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak
tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi
keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai
keindahan dan akhlak yang tinggi.2¢* Dengan demikian
kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi
terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima,
karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap.
Misalnya memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri
shalat berjamaah, mandi sebelum jumat, belajar di ruangan
yang bagus dan memakai media yang modern, menikah dengan
orang yang keturunannya terpandang, larangan memakan
sesuatu yang menebarkan aroma tidak sedap, larangan
menikah dengan kerabat dekat, dan sebagainya. Apabila
dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada
tingkat ini hanya menempati hukum sunat pada suatu
perbuatan yang disuruh, dan hukum makruh pada perbuatan
yang dilarang.

263Amir Syarifuddin, Ushul Figh..., op.cit, h. 213-214
264Abli Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfaqat..., ibid, juz 2, h. 11;
juga Amir Syarifuddin, Ushul Figh..., op.cit, h. 214



Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, ulama
berbeda pendapat dalam menempatkan urutan-urutan yang
mesti dipelihara pada al-dhartiriyydt al-khams. Akan tetapi
pada umumnya mereka menempatkan pemeliharaan agama
(al-din) sebagai prioritas utama. Memang tidak ditemukan
banyak dalil untuk mengatakan agama yang menjadi prioritas
pertama, apalagi jika dihubungkan dengan manusia yang akan
melaksanakan agama itu. Dilihat dari satu sisi, secara logis
tentu saja nyawa manusia (al-nafs) yang mesti diprioritaskan,
karena agama tidak akan tegak apabila tidak ada manusia yang
menjalankannya. Sebaliknya manusia akan tetap hidup
walaupun tidak ada agama. Namun setidaknya terdapat satu
ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk
memelihara agama (berjihad) walaupun harus mengorbankan
nyawa dan hartanya. Agaknya dalil inilah yang menjadi dasar
utama bagi ulama untuk menempatkan pemeliharaan agama di
atas pemeliharaan jiwa dan yang lainnya. Oleh karena itu dalam
pembahasan selanjutnya, penulisan tentang pemeliharaan
agama akan didahulukan dari yang lainnya.

Dengan demikian dilihat dari sisi urutan-urutan yang
mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan al-dhartiriyah, al-
hdjiyah, dan al-tahsiniyah, maka penulis lebih memilih urutan-
urutan yang dikemukakan oleh ulama pada umumnya, yaitu
memelihara agama (hifzh al-din), memelihara jiwa (hifzh al-
nafs), memelihara akal (hifzh al-'aql), memelihara keturunan
(hifzh al-nasl), dan memelihara harta (hifzh al-mal). Secara
berurutan kelima hal ini akan penulis paparkan sebagai
berikut:

a) Memelihara Agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan
kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

(4) Memelihara agama dalam peringkat al-dhartriyah , yaitu
memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang
termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat
lima waktu, puasa, zakat, dan hajji. Bila shalat ini diabaikan,
maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga
memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar,



(5)

sehingga dalam hal ini diwajibkan berjihad. Ketentuan ini
dilihat dari sisi muru’'ah min janib al-wujiid (dalam rangka
mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri). Adapun dari
sisi muru'ah min janib al-‘adam (menolak hal-hal yang
mengganggu eksistensi agama), terdapat larangan-
larangan yang berakibat adanya ancaman dan sanksi bagi
pelakunya. Misalnya dilarang keluar dari agama Islam
(murtad), dan kalau itu tetap dilakukan, maka diancam
dengan label kekafiran dan pidana mati. Begitu juga
ancaman-ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan
perintah shalat, puasa, zakat, hajji, dan sebagainya. Selain
contoh-contoh di atas, ibn Taimiyah (w. 728 H)
menambahkan dengan dilarangnya mempersekutukan
Allah SWT dan melakukan perbuatan-perbuatan bid’ah
dalam ibadah.265
Memelihara agama dalam peringkat al-hdjiyah, yaitu
melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud
menghindari kesulitan, seperti shalat jama’ dan qashar bagi
musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka
(rukhshah). Menurut ibn Taimiyah (w. 728 H), sebagian
ulama membolehkan untuk membayar zakat dengan nilai
bendanya, membolehkan wanita haid masuk ke dalam
mesjid karena ada kepentingan, begitu juga membolehkan
wanita haid untuk thawaf karena ada alasan yang kuat
untuk itu, walaupun dengan melakukan perbuatan itu
mereka dikenakan dam (denda hajji).26¢ Kalau ketentuan
ini tidak dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi agama,
cuma dapat mempersulit pelaksanaannya. Dalam bentuk
lain dapat dicontohkan dengan dengan kewajiban belajar
agama, seperti belajar shalat, belajar wudhu" agar dapat
melaksanakan perintah shalat sebagaimana mestinya.
Contoh-contoh ini dilihat dari segi min janib al-wujud
(sarana-sarana agar terlaksananya perintah).

Apabila dilihat dari segi min janib al-'adam (sarana-
sarana yang dapat menghindarkan seseorang dari

265Muhammad al-Badawi, Magqdshid..., op.cit, h. 453-457
266Muhammad al-Badawi, Maqdshid..., ibid., h. 496



perbuatan yang dilarang), dapat dicontohkan dengan
larangan lari dari peperangan mempertahakan agama,
larangan menambah-nambah dalam bidang ibadabh,
larangan berdusta atas nama Rasul SAW, dan sebagainya.
(6) Memelihara agama dalam peringkat al-tahsiniyah, yaitu
mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi
martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan
kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya suruhan untuk
berpakaian yang baik di dalam shalat dan membersihkan
pakaian, badan dan tempat, berhias, dan berharum-
haruman ke tempat ibadah. Dengan demikian dianjurkan
untuk mandi sebelum pergi shalat Jumat dan memakai
pakaian yang bagus. Kegiatan ini erat kaitannya dengan
akhlak terpuji. Sedangkan dalam masalah jihad misalnya
dilarang membunuh anak-anak, kaum perempuan, dan
tokoh-tokoh agama dari pihak musuh, begitu juga merusak
tempat-tempat ibadah mereka. Apabila semua itu tidak
dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak
mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak
berarti al-tahsiniyah itu dianggap tidak perlu, sebab
peringkat ini akan menguatkan kepentingan al-dhartiriyah
dan al-hdjiyah.
b) Memelihara Jiwa
Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya
setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam
untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri.
Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang
lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang
kecuali Allah SWT. Ketika ada orang yang mendahului
kekuasaan Allah SWT dengan melenyapkan nyawa orang lain,
tentu saja di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang,
juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya di
hadapan Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT mengancam
orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dengan
hukuman berat dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan
dianggap sudah membunuh semua orang. Tidak hanya
pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan
tidak sengaja pun diancam dengan hukuman kifarat. Begitu



juga dalam bentuk lain yang tidak mematikan, tetapi cukup

membuat terancamnya eksistensi nyawa orang lain, Allah SWT

juga mensyariatkan qisas dalam hal itu. Itulah sebabnya dalam
syariat Islam penganiayaan juga termasuk hal yang diqisas,
yaitu dibalas sejalan atau setimpal dengan apa yang
dilakukannya.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya
dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

(4) Memelihara jiwa pada peringkat al-dhaririyah adalah
memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat
memelihara kelangsungan kehidupan, misalnya kebutuhan
makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam hal ini ibn
Taimiyah (w. 728 H) mengatakan wajib hukumnya makan,
sekalipun makanan haram apabila berada dalam situasi
dharurat. Sedangkan di sisi lain haram hukumnya
melenyapkan jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan
syara’.267 Di samping itu syariat Islam juga mengharamkan
tindakan bunuh diri, dan larangan melakukan
penganiayaan, walaupun tidak sampai kepada
pembunuhan. Untuk kasus penganiayaan dalam hukum
[slam juga dikenakan hukuman qishas. Apabila aturan
tentang kebutuhan-kebutuhan untuk memelihara jiwa ini
tidak diindahkan, akan berakibat kepada terancamnya
eksistensi jiwa manusia.

(5) Memelihara jiwa pada peringkat al-hdjiyah adalah
dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang
lezat dan halal, kebolehan memakai sutera bagi laki-laki
dalam keadaan cuaca sangat dingin. Kalau kegiatan ini
diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan
manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
Begitu juga dibolehkan untuk melihat aurat perempuan
untuk pengobatan, jika hal itu sangat dibutuhkan,
walaupun secara dharuri, melihat aurat perempuan itu
dilarang, namun adanya kepentingan untuk itu
menyebabkan al-hdjiyyat harus diprioritaskan untuk
memelihara jiwa yang bersifat dharuri.

26’Muhammad al-Badawi, Maqdshid..., op.cit, h. 462-464



Contoh lain misalnya perintah untuk mencari rezki
dan perintah untuk menafkahi keluarga. Di sisi lain
dilarang memakan harta orang lain secara bathil, larangan
memakan riba dan sebagainya.

(6) Memelihara jiwa pada peringkat al-tahsiniyah seperti
ditetapkannya tata cara makan dan minum, misalnya hanya
mengambil makanan yang ada di dekatnya, tidak makan
dan minum dalam keadaan berdiri, dan sebagainya.
Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan
etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa
manusia atau mempersulitnya.

c) Memelihara Akal

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang
membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan
akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari
permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal
lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggulah perjalanan
hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak
memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak
semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini adakalanya ia
kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang
memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang
seperti ini tidak akan bahagia, atau tatanan kehidupannya
rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan
akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik
berupa perintah maupun larangan-larangan yang ditujukan
untuk memelihara dan melindungi akal manusia. Berkenaan
dengan itu, memelihara akal dilihat dari kepentingannya dapat
dibagi menjadi tiga peringkat:

(4) Memelihara akal pada peringkat al-dhartriyah, seperti
kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat.
Oleh karena itu diperintahkan untuk menuntut ilmu dan
hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal.
Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan akal dilarang
oleh syara’. Misalnya diharamkan meminum minuman
keras dan benda-benda lain yang mempunyai akibat yang
sama. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat
terancamnya eksistensi akal manusia. Oleh karenanya ia



(5)

(6)

berhak mendapatkan sanksi di dunia berupa hukuman
dera sebanyak 80 kali dan mendapatkan ancaman siksa di
akhirat.

Memelihara akal pada peringkat al-hdjiyah, seperti
mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmuy,
sebagaimana disampaikan oleh Amir Syarifuddin.268
Begitu juga dilarang merusak sarana-sarana yang
disiapkan untuk menuntut ilmu, seperti membakar buku-
buku, merusak bangunan sekolah, menghalangi orang lain
untuk mendapatkan ilmu, dan sebagainya. Sekiranya
aturan-aturan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi
akal, akan tetapi dapat menghalangi seseorang terkait
mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas
kepada kesulitan dalam hidup.

Memelihara akal pada peringkat al-tahsiniyah, seperti
anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang
berkualitas dan menghindarkan diri dari Kkegiatan
mengkhayal dan mendengarkan atau melihat melihat
sesuatu yang tidak berfaedah. Hal itu tidak secara langsung
menambah kualitas akal manusia dan tidak pula
mengancam eksistensi akal. Namun ketika anjuran itu
dilakukan dan dihindarkan hal-hal yang dilarang, akan
berimbas kepada terwujudnya akal yang berkualitas dan
tidak diiringi oleh pikiran-pikiran yang mengotori akal
tersebut.

e) Memelihara Keturunan

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan

perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab
itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan
dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka
memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan
mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui
garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan
tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka
Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut,

268 Amir Syarifuddin, Ushul Figh..., op.cit, h.214



termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT)

dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan

yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan.

Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum

selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan

kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu
pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang
mesti dipelihara oleh manusia.

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya
dapat dibagi menjadi tiga:

(4) Memelihara keturunan pada peringkat al-dhaririyah,
seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina.
Menikah adalah cara sah untuk mendapatkan keturunan,
sebaliknya anak hasil zina tidak diakui sebagai keturunan
yang sah. Oleh karena itu mengabaikan aturan tentang
memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi
keturunan, baik di dunia maupun di akhirat. Pentingnya
garis keturunan yang jelas ini tidak hanya menghasilkan
kemaslahatan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan
akhirat nanti.

(5) Memelihara keturunan pada peringkat al-hdjiyah, seperti
keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan
mahar ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya
hak talak kepada suami. Apabila yang demikian tidak
dilakukan, akan menyulitkan dalam hal pengakuan
perkawinan yang berimbas kepada keturunan, akan
menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahar
mitsl, dan kesulitan untuk mengakhiri perkawinan di saat
perkawinan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Di
Indonesia, aturan tentang pencatatan perkawinan dapat
dikategorikan kepada kebutuhan ini. Menurut ibn
Taimiyah (w. 728 H), dalam hal ini juga diharamkan
menikahi wanita pezina sebelum ia bertaubat, dilarang
menjatuhkan thalaq kecuali dalam situasi darurat, baik
darurat agama maupun darurat dunia. Begitu juga larangan
menyia-nyiakan pendidikan anak-anak.26® Larangan-

269Muhammad al-Badawi, Maqgdshid..., op.cit, h. 474 dan 478



larangan ini juga bertujuan untuk menghindari seseorang
dari kesulitan yang mungkin dialaminya berkenaan dengan
pemeliharaan keturunan.

(6) Memelihara keturunan pada peringkat al-tahsiniyah,
seperti disyariatkannya khitbah (peminangan), dibolehkan
melihat wanita yang akan dipinang, dan mengadakan
walimah (resepsi) dalam pernikahan. Dalam bentuk
larangan, misalnya larangan menikah dengan kerabat
terdekat. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara
pernikahan dan agar sebuah pernikahan lebih baik. Bila
tidak dilakukan tidak akan berakibat negatif terhadap
eksistensi perkawinan dan keturunan.

e) Memelihara Harta

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan
manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di
akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia
mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah
dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu Islam mengakui
hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan
seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak
mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang
ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan
terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia
tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan

ketersediaan harta, seperti zakat dan haji.

Itulah sebabnya harta menjadi Een\;\)]prang kehidupan
yang sangat penting dan diakui oleh Allah S untuk dimiliki
oleh’ manusia. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan
kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil
harta orang lain.

Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi
menjadi tiga peringkat:

(4) Memelihara harta pada peringkat al-dharitiriyah, seperti
disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli,
kewajiban berusaha mencari rezki, kewajiban menjaga
amanah terhadap harta orang lain yang berada di
tangannya, dan disyariatkannya pembagian harta melalui
hukum kewarisan. Begitu juga diwajibkan mengeluarkan
zakat apabila harta sudah mencapai nisab dan haulnya.



(5)

(6)

Sebaliknya syariat Islam melarang mengambil harta orang
lain dengan cara tidak benar seperti mencuri dan
merampok, juga dilarang melakukan riba, menipu,
memakan harta anak yatim dengan zhalim, melakukan
suap (risywah), dan sebagainya. Apabila aturan-aturan ini
tidak diindahkan akan menghasilkan kemudaratan yang
jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta.
Memelihara harta pada peringkat al-hajiyah,
seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam,
dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, hutang
piutang, mudharabah, musaqah, dan sebagainya.
Sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau menimbun
barang perdagangan (ihtikdr), menyonsong petani sebelum
sampai ke pasar, dan dilarang melakukan jual beli pada
waktu shalat Jumat. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan,
tidak akan merusak kehidupan seseorang berkenaan
dengan harta, tetapi membuat kehidupannya, yang
berhubungan dengan harta, mengalami kendala dan
kesulitan. Oleh karena itu keberadaan aturan-aturan
tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam
kehidupan.
Memelihara harta pada peringkat al-tahsiniyah, seperti
adanya ketentuan syuf’ah dalam melakukan transaksi harta
benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah,
walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini
berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak akan
merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula
menimbulkan kesulitan. Sebaliknya dilarang melakukan
perbuatan mubazir atau terlalu kikir dengan hartanya,
karena sikap boros dan kikir dalam hidup akan
menjatuhkan kewibawaan dan kemuliannya.

Berkenaan  dengan  urutan-urutan dalam  hal

pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima di atas (al-
dhartiriyyat al-khams), dengan urutan-urutan pemeliharaan
terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, merupakan
hasil ijtihad ulama, dan sekaligus sebagai patokan umum dalam
menempatkan prioritas yang harus diutamakan dari yang



lainnya.2’? Urutan-urutan seperti itu pertama kali dikemukakan
oleh al-Ghazali (w. 505 H), dan merupakan urutan yang paling
banyak dipegang para ulama figh dan ushul figh berikutnya.271

270Jrutan-urutan al-dhartriyydt al-khams adalah hasil ijithad ulama,
hal ini dibuktikan dengan berbedanya para ulama dalam masalah itu. Dalam
hal ini dapat disebutkan di antaranya sebagai berikut; menurut al-Ghazali
urutannya adalah hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasab, dan
hifzh al-mdl, lihat Al-Ghazali, al-Mustashfa..., loc.cit., h. 287; menurut al-Razi
urutannya adalah hifzh al-nafs, hifzh al-mdl, hifzh al-nasab, hifzh al-din, dan
hifzh al-‘aql, lihat Fakhr al-Din al-Razi, al-Mahshiil..,, op.cit, h. 159-160;
menurut al-Qarafi (w. 684 H) urutannya adalah hifzh al-nafs, hifzh al-din,
hifzh al-nasab, hifzh al-‘aql, dan hifzh al-mdl, lihat Ahmad ibn Idris al-Qarafi
(w. 684 H), Syarh Tangqih...loc.cit, h. 303-304; menurut ibn Subki adalah
hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al’-aql, hifzh al-nasab, hifzh al-mdl, dan ia
menambahkan dengan hifzh al-‘irdh, lihat Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Ali
al-Subki [ditahqiq oleh ‘Abd al-Mun’im Khalil Ibrahim], Jam’u al-Jawdmi’ fi
Ushill al-Figh, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyah, 2003), cet.ke-2, h. 92;
menurut al-Zarkasyi adalah hifzh al-nafs, hifzh al-mal, hifzh al-nasl, hifzh al-
din, dan hifzh al-‘aql, di samping itu ia menambahkan dengan hifzh al-‘irdh,
lihat Badar al-Din Muhammad ibn ‘Abdullah al-Zarkasyi, [ditahqiq oleh ‘Abd
al-Sayyar Abu Gharrah], al-Bahrul Muhith fi Ushill al-Figh, (Kuweit: Dar al-
Shafwah, 1992), cetke-2, juz ke-5, h. 209-210; sedangkan bagi al-Syathibi
(w. 790 H) sepertinya tidak terlalu memperhatikan urutan-urutan dimaksud
karena terdapat tiga tempat (versi) dalam kitabnya di mana urutan
dimaksud berbeda-beda, tetapi selalu konsisten pada urutan pertama dan
kedua. Pertama; urutannya adalah hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-nasl,
hifzh al-mdl, dan hifzh al-‘aql, lihat AbQ Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-
Muwdfaqat..., op.cit, juz ke-1, h. 38; kedua; hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-
‘aql, hifzh al-nasl, dan hifzh al-mdl, lihat Abi Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-
Muwdfagqat..,, ibid., juz ke-2, h. 10; ketiga, hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-
nasl, hifzh al-‘aql, dan hifzh al-mdl, lihat Ab{ Ishaq al-Syathib1 (w. 790 H), al-
Muwdfaqat..., ibid.,, juz ke-3, h. 10, dan juz ke-4, h. 27-32

271Ulama-ulama setelah al-Ghazali, termasuk al-Syathibl (w. 790 H),
banyak berpedoman kepada urutan-urutan yang dikemukakan oleh al-
Ghazali, di antaranya; al-Amidi, al-Thkam, op.cit, h. 343-345; ibn Taimiyah
(w. 728 H), lihat Muhammad al-Badawi, Magqdshid..., op.cit, h. 446-480; ‘Abd
al-Karlm Zaidan, al-Wajiz..., op.cit, h. 379; Wahbah al-Zuhailiy, al-Wajiz fi
Ushill al-Figh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), cetke-2, h. 219; ‘Abd al-
Wahhab Khalaf, Tim...op.cit, h. 199; ibn Mukhtar al-Khadimiy, TIm
Magqdshid...,, op.cit, h. 72; Ibn Rabl’ah, llm Magqdshid..., op.cit, h. 147; Ibn
‘Asylir, Magqdshid..., op.cit, h. 79; Riyadh Manshtr al-Khalifiy, Maqdshid...,
op.cit, h. 10; Y{suf Hamid al-‘Alim, al-Magqdshid al-‘Ammabh..., op.cit,, h. 189;
dan Amir Syarifuddin, Ushul..., op.cit, h. 209



Dengan demikian urutan versi al-Ghazadli (w. 505 H) ini
sepertinya adalah urutan yang lebih mendekati kebenaran.

Dengan demikian wurutan Kkelima al-dhaririyyat ini
bersifat ijtihadiyah bukan naqliyah,  artinya ia  disusun
berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang
diambil dengan cara al-istigra’ (induktif). Dalam merangkai
kelima al-dhariiriyydt ini (ada juga yang menyebutnya
dengan al-kulliyyat al-khams), al-Syathibi (w. 790 H) terkadang
lebih mendahulukan al-‘agl dari pada al-nasl, terkadang al-
nasl terlebih dahulu kemudian al-‘aql dan terkadang al-nasl lalu
al-mdl dan terakhir al-‘agl. Namun satu hal yang perlu dicatat
bahwa dalam susunan yang manapun imam al-Syathibi (w. 790
H) tetap selalu mengawalinya dengan al-din dan al-
nafs terlebih dahulu. Perbedaan urutan di atas, menunjukkan
bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya ijtihadi. Cara
kerja dari kelima dhartriyydt di atas adalah masing-masing
harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga al-din harus
lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga al-
nafs harus lebih didahulukan dari pada al-aql dan al-nasl begitu
seterusnya.

Amir Syarifuddin, dalam bukunya Ushul Figh,
menyatakan bahwa pembagian hukum syara’ pada tiga hal di
atas (al-dhariiriyah , al-hdjiyah , dan al-tahsiniyah), sekaligus
menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat yang al-
dhartiriyyah lebih tinggi dari tingkat al-hdjiyah, dan tingkat al-
hdjiyah lebih tinggi dari tingkat al-tahsiniyah . Kebutuhan
dalam peringkat al-dhariiriyah pun berurutan pula tingkat
kepentingannya, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu, menurut Amir,
akan tampak di saat terjadi perbenturan antar masing-masing
kepentingan itu dan salah satu di antaranya harus
didahulukan,?’2  termasuk dalam hal ini perbenturan
kepentingan dalam hal memelihara kebutuhan yang sama
peringkatnya, seperti perbenturan sesama al-dhartri.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan umum urutan-
urutan al-dhariri, maka memelihara agama harus didahulukan

272 Amir Syarifuddin, Ushul..., loc.cit, h. 209



daripada memelihara jiwa dan lainnya, memelihara jiwa harus
didahulukan daripada memelihara akal, memelihara akal harus
didahulukan daripada memelihara keturunan, dan memelihara
keturunan harus didahulukan daripada memelihara harta.
Secara teoritis dan dalam situasi normal, ketentuan yang sudah
dianggap baku itu mungkin dapat dilaksanakan tanpa ada
kendala. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu, ketentuan
umum ini tidak mutlak harus dilaksanakan seperti itu, karena
ada maslahah-maslahah lain yang mesti dipertimbangkan
tanpa mengecilkan arti dari urutan-urutan yang sudah
dianggap baku tersebut. Dalam hal ini Ismail Muhammad Syah
mengatakan bahwa mujtahid berkewajiban meneliti dari segi
cakupan kemaslahatan itu sendiri atau ada faktor lain yang
menguatkan salah  satu  kemaslahatan yang harus
didahulukan.?’3 Contoh yang dapat dikemukakan di sini di
antaranya adanya perbenturan antara kepentingan agama dan
jiwa, yaitu ketika seseorang akan dibunuh apabila ia tetap
dengan keislamannya, maka dalam hal ini ia boleh
menyembunyikan  keyakinannya demi  menyelamatkan
nyawanya. Akan tetapi di sisi lain, dalam kondisi normal, agama
harus didahulukan dari kepentingan jiwa, seperti bersedia
mengorbankan nyawa di medan jihad demi menegakkan panji-
panji agama Islam.

Apabila perbenturan itu terjadi dalam hal memelihara
jiwa dan akal, maka jiwa harus diutamakan.2’4 Misalnya ketika
ketika seseorang sangat kehausan dan minuman yang ada di
dekatnya hanya minuman Kkeras, yang bisa menghilangkan
akalnya, maka dalam hal ini ia boleh meminum minuman keras
tersebut untuk menyelamatkan jiwanya dari dahaga yang
bersangatan. Begitu juga ketika seseorang akan menghadapi
operasi karena sakit yang dideritanya, maka ia boleh dibius,
yang secara otomatis menghilangkan akalnya demi untuk
menyelamatkan jiwanya.

Adapun perbenturan antara akal dan keturunan, maka

273Ismail Muhammad Syah, dkk, dalam “Tujuan dan Ciri Hukum Islam,
Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 133
274[zz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Qawa’id..., op.cit, h. 88



yang diutamakan adalah menjaga akal. Misalnya bila harus
memilih antara menyerahkan diri untuk diperkosa atau
disuntikkan cairan-cairan tertentu yang menyebabkan
hilangnya akal selamanya, maka pada saat itu, secara teoritis,
yang dipilih adalah memelihara akal. Hal ini disebabkan karena
ketiadaan akal akan membuat hidup lebih rusak dan parah
daripada kehilangan kehormatan. Hilangnya akal akan
membuat seseorang terhenti berpikir dan beribadah,
sedangkan hilangnya kehormatan akan segera pulih seiring
dengan berjalannya waktu, dan hal itu tidak akan
menghentikan aktifitas seseorang dalam hubungannya dengan
Allah SWT (ibadah). Berkenaan dengan perbenturan antara
keharusan memelihara keturunan dan harta, maka yang
diutamakan adalah memelihara keturunan. Misalnya seseorang
dipaksa untuk menyerahkan hartanya dengan ancaman,
apabila ia tidak mau menyerahkannya maka ia akan diperkosa.
Dalam hal ini, pilihan yang tepat, sesuai dengan urutan-urutan
di atas, adalah mendahulukan memelihara keturunan daripada
harta.

Sepertinya dengan memperhatikan urutan-urutan al-
dhaririyydt yang banyak dipergunakan oleh ulama di atas,
pemilihan terhadap kebutuhan yang harus mendapat prioritas
bila terjadi perbenturan kepentingan rasanya cukup mudah.
Akan tetapi, sekali lagi, kajian yang mendalam tentang hal ini
dari seorang mujtahid masih perlu dilakukan karena ternyata
tidak gampang memilih antara dua kepentingan yang berbeda.
Hal ini mengingat berbedanya maslahah yang dapat
diwujudkan, atau berbedanya mafsadah yang hendak
dihindarkan. Menentukan kualitas maslahah dan mafsadah
itulah yang salah satunya merupakan kreatifitas seorang
mujtahid, di mana ia harus pandai menimbang dan mengukur
sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Dalam hal ini ‘Izz al-
Din ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H) memberikan patokan umum
yaitu, apabila dalam satu kasus terdapat maslahah dan
mafsadah sekaligus, maka yang diutamakan adalah memelihara
kemaslahatan bila memungkinkan; bila mafsadah lebih besar
dari maslahah yang ingin dicapai, maka diutamakan
menghindarkan mafsadah terlebih dahulu. Untuk pernyataan



ini ‘Izz al-Din (w. 660 H) mencontohkan dengan manfaat yang
diperoleh dengan meminum Kkhamar dan berjudi, tetapi
dosanya lebih besar dari manfaat yang didapatkan,27> yang oleh
karenanya harus ditinggalkan. Agaknya dalam konteks ini
jugalah  Amir Syarifuddin mengatakan apabila terjadi
perbenturan antara kepentingan al-dhartiri dan al-hdji, yang
didahulukan adalah yang al-dhariiri. 276 Sebab, kemaslahatan
yang ingin dicapai oleh kepentingan al-dhartri itu lebih besar
dari kepentingan-kepentingan lainnya. Dalam hal ini ia
mencontohkan dengan seorang dokter laki-laki menghadapi
pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan
operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si sakit dituntut
dalam tingkat al-dhariri, tetapi untuk melakukan tuntutan ini
ia harus melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang
dalam tingkat al-hdji. Berdasarkan contoh ini ulama
membolehkan si dokter melihat aurat pasien perempuan itu
karena harus mendahulukan kepentingan yang al-dhartri dari
al-hdji.

‘Izz al-Din (w. 660 H) mencontohkan dengan Kkasus lain,
misalnya larangan untuk berwudhu' dengan air yang
dipanaskan oleh matahari (al-md’ al-musyammas), tetapi
apabila seseorang tidak mendapatkan air selain dari itu, maka
wajib baginya untuk memakai air itu untuk berwudhu’, karena
yang akan dipeliharanya adalah kemaslahatan yang lebih besar,
yaitu agama.2’’ Sedangkan mafsadah yang ditimbulkan hanya
berada pada tingkat al-hdjiyah, dan itupun berkenaan dengan
kemaslahatan memelihara jiwa. Pada kasus lain ia
mencontohkan dalam hal orang yang shalat tetapi selalu
mengeluarkan hadas (al-sulus) atau perempuan yang selalu
mengeluarkan darah (al-mustahddhah). Dalam hal ini ia
mengatakan bahwa memelihara shalat (hifzh al-din) harus
diutamakan daripada memelihara larangan dalam hal thaharah
(bersuci).2’8 Walaupun keduanya adalah persoalan dalam

275‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Qawd’id..., ibid., h. 83
276 Amir Syarifuddin, Ushul..., op.cit., h. 209

277Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Qawad’id..., op.cit., h. 84
278‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Qawd’id..., ibid.,, h. 86



hubungannya dengan memelihara agama, tetapi kepentingan
memelihara shalat, dengan melaksanakannya, berada pada
tingkat al-dhariri, sedangkan larangan menjauhi shalat dalam
keadaan bernajis berada pada tingkat al-hdji.

Sepertinya hal ini juga dimaksudkan oleh ibn al-Qayyim
(w. 751 H) ketika mengeluarkan statemen bahwa perubahan
fatwa itu karena berbedanya masa, tempat, situasi dan kondisi,
niat, dan tradisi masyarakat,?’? yang salah satunya dapat
dimaknai dengan adanya usaha mujtahid untuk menimbang
dengan seksama, wuntuk memutuskan maslahah atau
mafsadahnya sesuatu, sesuai dengan perubahan waktu, tempat
di mana kasus tersebut terjadi, situasi dan kondisi yang
mengitari persoalan dimaksud, niat untuk berbuat, dan
kebiasaan masyarakat setempat dalam memandang baik
buruknya sesuatu.

Sedangkan perbenturan pada sesama peringkat al-
hajiyah, mesti didahulukan salah satunya, yaitu yang paling
ringan resikonya?80 Apabila resikonya sama, maka yang
diutamakan adalah kepentingan yang al-hdjiyah berdasarkan
urutan-urutan pemeliharaan al-dhariri di atas. Amir
Syarifuddin mencontohkan dengan kepentingan menutup aurat
[tidak boleh melihatnya] pada satu sisi dan belajar pokok-
pokok agama pada sisi lain, di mana keduanya merupakan
bagian dari pemeliharaan agama pada tingkat al-hdjiyah. Bila
untuk kepentingan proses belajar mengajar seorang guru
terpaksa harus melihat wajah si murid yang semestinya tidak
boleh dilakukan, maka ia dibolehkan melihatnya meskipun

2791bn Qayyim al-Jauziyah, I'ldm...,op.cit, juz ke-3, hlm. 5

280Ketentuan ini sesuai dengan kaidah figh idza ta’aradhat mafsadatdani
ru’iya a’zhamuhumd dhararan bi irtikdb akhaffihima (apabila terjadi
perbenturan antara dua hal yang mengandung mafsadah, maka dilihat mana
yang lebih besar mudharatnya, kemudian diambil mudharat yang lebih
ringan). Lihat kaidah ini dalam Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, al-Qawd’id al-
Fighiyyah al-Kubré wa ma Tafarra’a ‘Anhd, (Riyadh: Dar Balnasiah,
1997/1417), h. 527; juga ‘Ubaid al-Da’as, al-Qawd’id al-Fighiyyah ma’a Syarh
al-Mujiz, (Damaskus: Dar al-Tirmidziy, 1989), cetke-3, h. 33; juga Ahmad
ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawd’id al-Fighiyyah,
(Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), cetke-2, h. 201



yang demikian adalah aurat.281

Akan tetapi yang perlu ditekankan di sini, menghadapi
perbenturan antara masing-masing kebutuhan tersebut tidak
ada aturan yang absolut. Mujtahid harus mengerahkan
kemampuannya [berijtihad] mendudukkan persoalan tersebut
agar tujuan yang diinginkan oleh al-Sydri’ dapat terealisasi
sesuai dengan kehendak-Nya. Apabila ijtihadnya benar, maka ia
akan mendapatkan dua pahala, sebaliknya bila salah, ia
mendapatkan satu pahala. Persoalannya, seorang mujtahid
tidak mengetahui dengan pasti apakah ijtihadnya benar atau
salah. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab figh ditemukan
pernyataan akhir dari mujtahid [setelah menyampaikan
kesimpulan hukumnya) dengan menuliskan wallahu a’lam
(Allah SWT yang lebih Mengetahuinya).

281 Amir Syarifuddin, Ushul..., ibid., h. 216



BAGIAN KEEMPAT
HUBUNGAN MAQASHID AL-SYARI’AH
DENGAN DALIL-DALIL HUKUM ISLAM

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya,
maqdshid  al-syari’ah  merupakan tujuan-tujuan yang
dikehendaki oleh al-Sydri’ dalam setiap penetapan hukum-Nya.
Oleh karena itu setiap usaha yang dilakukan oleh mujtahid
dalam menetapkan hukum selalu diarahkan untuk mencapai
tujuan dimaksud. Usaha-usaha dimaksud adalah dengan
mempergunakan dalil-dalil dan metode-metode tertentu agar
ijtihad yang dilahirkannya sesuai dengan yang dikendaki oleh
al-Syart’.

Dalam Kkerangka inilah perlu dijelaskan hubungan
antara magqdshid al-syari’ah dengan dalil-dalil atau metode-
metode yang dipakai oleh mujtahid dalam mengistinbathkan
hukum Islam. Dalil-dalil dan metode-metode tersebut adalah
al-Qur'an, al-Sunnah, al-ijmd’, al-qiyds, maslahah al-mursalah,
al-istihsan, sadd al-dzart’ah, qaul al-shahabi, al-‘urf, syar'u man
qabland, dan al-istishab.

1. Hubungan Magqdshid al-Syari’ah dengan al-Qur an

Al-Qur’an merupakan sumber dan dalil pertama dalam
hukum Islam yang didefiniskan dengan kalam Allah SWT yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan
malaikat Jibril, beribadah membacanya, diriwayatkan kepada
kita secara mutawatir, yang dimulai dengan surat al-Fatihah
dan diakhiri dengan surat al-Nas.282

Pembicaraan tentang tujuan-tujuan al-Sydri’ dalam
menetapkan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an telah
panjang lebar dikemukakan sebelumnya. Pada intinya,
ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam al-Quran
disimpulkan oleh ulama bermuara kepada keinginan Allah SWT
untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam

282‘Abbas Syliman, Mashddir..., op.cit, , h. 35



kehidupan dunia dan akhiratnya. Keinginan Allah SWT itulah
yang  ingin direalisasikan  oleh mujtahid  ketika
mengistinbathkan hukum pada persoalan-persoalan yang tidak
dibicarakan secara eksplisit dalam al-Qur'an, yaitu melalui
metode-metode penetapan hukum, baik metode-metode yang
disepakati [al-ijma4’ dan al-qiyds], maupun metode-metode
lainnya yang diperselisihkan. Berkenaan dengan ini, agaknya
pembahasan sebelumnya sudah cukup untuk menggambarkan
hubungan antara magqdshid al-syart’ah dengan sumber hukum
[slam yang pertama ini, yaitu al-Quran.

2. Hubungan Magqdshid al-Syari’ah dengan al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-
Qur'an, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi
Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan
maupun pengakuan dan sifat Nabi.?83 Dalam merumuskan
tujuan al-Sydri’, selain meneliti al-Qur'an secara al-istiqra’, para
ulama juga meneliti hadis-hadis Nabi SAW dan untuk kemudian
ditarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW
juga bermuara kepada pencapaian tujuan al-Sydri’, yaitu untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan
manusia dari kemudharatan.

Sebagai sumber kedua hukum Islam, setidaknya ada tiga
fungsi al-Sunnah terhadap al-Qur’an,284 yaitu memperkuat apa
yang sudah ada dalam al-Qur’an, seperti perkataan Nabi SAW
tentang lima hal pokok-pokok keislaman;285 menjelaskan

283Muhammad Musthafa Syalabi, Ushill al-Figh al-Isldmiy, (Beirut: Dar
al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1986), juz 1, h. 109; ‘Abbas Syliman, Mashadir...,
op.cit, h. 52. Wahbah al-Zuhaili memasukkan sifat Nabi SAW sebagai Sunnah
di samping tiga kategori di atas. Lihat Wahbah al-Zuhaili, Ushill al-Figh al-
Islami, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1986), juz 1, cet. 1, h. 449; juga Muhammad
Sa’id Ramadhan al-Biithi, Mabdhits al-Kitdb wa al-Sunnah min ‘Ilm al-Ushiil,
(Damaskus: al-Mathba’ah al-Ta’awuniyah, 1974), h. 15.

284]bn Mas’Gd al-Ymi, Maqdshid al-Syari’ah..., op.cit, h. 495

285Muhammad Isma’il Abu Abdillah al-Bukhéri al-Ja’fiy, [ditahqiq oleh
Muhammad Zhahir ibn Nashir al-Din], al-Jdmi’ al-Musnad al-Shahih al-
Mukhtashar min Umiir Rasilillah SAW wa Sunanuhu wa Ayydmuhu,
(Damaskus: Dar al-Thiiq al-Najah, 1422 H), cet.ke-1, juz ke-1, h. 11; juga
Muslim ibn Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy, [ditahqiq oleh
Muhammad Fu'ad ‘Abd al-Baqi], al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql



sesuatu yang belum dijelaskan secara detail dalam al-Quran,
seperti penjelasan Nabi SAW tentang tatacara shalat dan
waktu-waktunya, tatacara pelaksanaan hajji, ukuran zakat yang
diwajibkan, dan sebagainya; dan menetapkan hukum sendiri
yang tidak terdapat dalam al-Qur’an, seperti larangan memadu
seorang perempuan dengan bibinya,?8¢ larangan membeli
barang yang sudah dibeli orang lain dan larangan meminang
pinangan orang lain,287 larangan bagi pedagang ketika membeli
produk pertanian dengan menyongsong petani di luar pasar,288
dan sebagainya.
Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, baik dalam
fungsinya memperkuat ketentuan yang sudah ada dalam al-
Qur'an, menjelaskan sesuatu yang belum ada penjelasannya
dalam al-Qur'an, atau membuat hukum sendiri di luar al-
Qur’an, semuanya ditujukan untuk menghasilkan kemaslahatan
bagi manusia dan menghindarkan manusia dari kemudharatan.
Sebagai sumber kedua hukum Islam, al-Yami
berpendapat, al-Sunnah tidak bisa dipisahkan dengan al-
Qur'an. Keterkaitan antara keduanya sangat erat dan saling
mendukung. Kajian tentang maqdshid al-syari’‘ah bersumber
dari kedua dalil hukum Islam tersebut, dengan alasan-alasan
sebagai berikut:287
a. Sumber syariat Islam itu adalah al-Qur'an dan al-Sunnah,
dan maqashid al-syari’ah yang dimaksud adalah maqashid
yang dibicarakan oleh kedua sumber tersebut. Apabila
seseorang tidak meneliti al-Sunnah, maka ia tidak akan
menemukan magqdshid al-syari’ah secara sempurna.

b. Al-Sunnah memberikan penjelasan tambahan terhadap yang
dimaksud oleh al-Quran. Adakalanya al-Qur’an sudah

al-‘Adl ‘an al-‘Adl Ila Rastilillah SAW, (Beirut: Dar al-lhya" al-Turats, [tth]), juz
ke-1, h. 45

286 Al-Bukhari, al-Jdmi’ al-Musnad..., op.cit, juz ke-7, h. 12

287A1-Bukhari, al-Jdmi’ al-Musnad..., ibid,, juz ke-7,h. 19

288A]-Bukhari, al-Jdmi’ al-Musnad..., ibid., juz ke-3, h. 69; Muslim ibn
Hajjaj, al-Jdmi’ al-Shahih..., op.cit,, juz ke-3, h. 1157

289]bn Mas'id al-YGmi, Magqgdshid al-Syari’ah..., op.cit, h. 495-498;
bandingkan dengan Ibn Rab?’ah, 71Im Magqdshid..., op.cit, h. 291-295; juga ibn
Mukhtar al-Khadimi, IIm Magqdshid..., op.cit., h. 24-25



menjelaskan  maksud-maksud tertentu dari sebuah
ketetapan hukum, misalnya tujuan nikah untuk
mendapatkan kehidupan yang tenang, penuh cinta dan
kasih-sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah).?°° Lalu Nabi
SAW menyebutkan pula tujuan lainnya, yaitu untuk
menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.291
Begitu juga hadis Nabi SAW yang bersifat umum, seperti ld
dharara wa la dhirdr,?%? yang merupakan kesimpulan Nabi
SAW terhadap nash-nash al-Qur'an yang begitu banyak.
Menolak kemudharatan, sebagaimana dalam hadis tersebut,
merupakan magqdshid al-syari’ah (tujuan Allah SWT dalam
menetapkan hukum).

c. Rasulullah SAW diyakini sebagai orang yang paling tahu
tentang tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum,
karena ke tangannyalah al-Qur'an secara langsung
diturunkan. Oleh Kkarena itu bagi orang yang hendak
mengetahui maqdshid al-syari’ah maka suatu kemestian
baginya untuk melihat penjelasan-penjelasan Nabi
Muhammad SAW.

d. Walaupun terkadang al-Sunnah menetapkan hukum secara
mandiri, tapi hal itu dilakukan Nabi SAW untuk menjelaskan
tujuan-tujuan Allah SWT dalam bentuk juz'iy, seperti
penjelasan Nabi SAW , setelah melarang memadu antara
seorang perempuan dengan bibinya, yaitu bertujuan agar
silaturrahmi antara mereka tidak terputus.

e. Ketika al-Sunnah datang untuk memperkuat atau sama
muatannya dengan al-Qur'an, maka hal ini menunjukkan
bahwa untuk mengenal magqdshid al-syart’ah itu dibutuhkan
banyak dalil yang mempunyai makna yang sama. Tambahan
dalil-dalil itu sekaligus menguatkan tujuan yang hendak

290QS al-Rum ayat 20

291A1-Bukhari, al-Jdmi’ al-Musnad..., op.cit, juz 7,h. 3

29z2Malik ibn Anas ibn Malik ibn ‘Amir al-Ashbahiy al-Madaniy (w. 179
H), [ditahqiq dan ditakhrij oleh Muhammad Fu'ad ‘Abd al-Baqi], Muwatha®
al-Imdm Malik, (Beirut: Dar al-lThya" al-Turats, 1985), juz ke-2, h. 745; juga
Ibn M3jah Abl ‘Abdillah Muhammad ibn Yazld al-Quzqainiy (w. 273 H),
[ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad ‘Abd al-Baqi], Sunan Ibn Mdjah, (Beirut:
Dar Thya" al-Kutub al-‘Arabiyyabh, [tth]), juz ke-2, h. 784



dicapai dan lebih memperjelas apa yang dikehendaki oleh
Allah SWT.

’

Dengan demikian, pengkajian tujuan-tujuan al-Syari
tidak dapat dilepaskan dari pengkajian terhadap al-Sunnah,
karena al-Sunnah melengkapi dan menyempurnakan hal-hal
tertentu yang tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur an.

3. Hubungan Maqdashid al-Syari’ah dengan al-Ijma’

Al-ijma’ adalah adalah kesepakatan seluruh mujtahid
pada suatu masa setelah wafatnya Nabi SAW terhadap suatu
kasus yang berhubungan dengan hukum syara".2?3 Berdasarkan
definisi ini, hal-hal yang disepakati di luar hukum syara’, begitu
juga kesepakatan yang tidak melibatkan seluruh mujtahid yang
ada di dunia Islam, tidak dapat dikategorikan al-ijma’.

Menurut Ibn Rabi’ah, hubungan al-ijma’ dengan magqdshid al-

syart’ah dapat dilihat pada tiga hal, yaitu:2%4

a. Dilihat dari segi terbentuknya al-ijmad’, adalah kesepakatan
dari seluruh mujtahid, yang tentunya mempunyai
kemampuan untuk berijtihad. Salah satu persyaratan ijtihad
yang mu’tabarah dan tidak boleh dilalaikan adalah
kemampuan seorang mujtahid dalam mengetahui maqashid
al-syari’ah, dan hal itu tidak terlepas dari kemampuan
mereka memahami kedua sumber hukum Islam, yaitu al-
Qurian dan al-Sunnah.2?> Pemahaman terhadap kedua
sumber hukum tersebut tidak akan sempurna kecuali
dengan mengetahui maqashid al-syari’ah. Oleh karena itu al-
ijma’ akan terwujud dengan adanya ijtihad yang diilhami
oleh magqdshid al-syari’ah. Al-Khadimi  mencontohkan
dengan adanya al-ijmd’ ulama dalam masalah perwalian
anak kecil, yaitu karena belum cukup umur (al-shagirah).
Perwalian itu berlaku terhadap masalah-masalah yang
berhubungan dengan harta benda dan perkawinan mereka.
Tujuan yang dapat dihasilkan dari al-ijma’ ini adalah untuk

293Wahbah al-Zuhaili, Ushill ..., op.cit, juz ke-1, h. 490; juga ‘Abd al-
Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushiil..., op.cit,, h. 45

294]bn Rabf’ah, 1lm Magqdshid..., op.cit, h. 299

295]bn Mas’td al-Ymi, Magqdshid..., op.cit, h. 515



mewujudkan kemaslahatan bagi anak dan melindungi
mereka dari kerugian-kerugian dalam bertindak hukum
(tasharruf).2%6
b. Dilihat dari segi sandaran al-ijmd’, yaitu nash-nash al-Qur'an
dan hadis-hadis Nabi SAW. Apabila sandaran al-ijjma’ itu
adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, maka hubungan antara al-
ijmd’ dengan maqdshid al-syari’ah sangat jelas. Hal ini karena
kedua sumber ajaran Islam itu berisi ketentuan-ketentuan
untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan
sekaligus menolak kemudharatan bagi mereka. Menurut al-
Yimi, penyandaran al-ijmd’ kepada dua sumber hukum
tersebut secara meyakinkan akan melahirkan maqashid al-
syart’ah.2%7
c. Dilihat dari segi mengetahui maqdshid al-syari’ah dan
kekuatannya, maka di antara cara mengetahui magqdshid al-
syart’ah itu adalah dengan al-ijmd’. Maqashid yang dihasilkan
dengan al-ijjmd’ mempunyai kekuatan dan kualitas yang
tinggi dibandingkan dengan maqashid yang dihasilkan oleh
dalil-dalil lain yang diperselisihkan oleh ulama.2%8
Dengan demikian, hubungan antara maqdshid al-syari’ah
dengan al-ijmd’ sudah sangat jelas, karena tidak hanya
merupakan pendapat satu atau dua orang mujtahid saja, tetapi
sudah merupakan Kkesepakatan seluruh mujtahid yang
mengetahui tujuan-tujuan al-Sydri’ dalam menetapkan hukum.
Oleh karena itu kekuatan yang dihasilkannya sama dengan
kekuatan al-ijmd’ itu sendiri, yaitu qath’i.
4. Hubungan Magqdshid al-Syari’ah dengan al-Qiyds
Al-qiyds adalah membandingkan dan mempersamakan
antara suatu kasus yang terdapat dalam nash dengan kasus
yang tidak terdapat ketentuannya dalam nash karena
persamaan ‘illat hukumnya.2®® Dengan adanya perbandingan

296]bn Mukhtar al-Khadimi, /im Magqdshid..., op.cit., h. 35

297]bn Mas’lid al-YGmi, Maqdshid..., op.cit, h. 216

298]pn Mas’d al-Ymi, Magqdshid..., ibid, h. 215

299‘Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz..,, op.cit, h. 194; bandingkan dengan
‘Abbas Syiman, Mashddir..., op.cit, h. 68; lihat juga Muhammad Ab{l Zahrah,
Tarikh al-Madzdhib al-Islamiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, [t.th]), juz 2,
h. 538



itu dimaksudkan untuk menyamakan hukum yang terdapat
dalam nash dengan persoalan-persoalan baru yang tidak
ditemukan ketentuan hukumnya dalam nash. Oleh karena yang
menjadi sentra pembicaraan di kalangan ulama ushul adalah
tentang masalah ‘llat (alasan hukum) yang terdapat dalam
nash, baik dari segi pengertiannya, syarat-syaratnya, dan lebih
mendalam lagi mengenai tatacara menemukannya.

Pentingnya persoalan ‘illat ini menyebabkan sebagian
besar ulama, terutama ulama Syafi'iyah, menempatkan kajian
maqashid al-syari’ah ketika membicarakan persoalan ‘llat
[khususnya dalam persoalan al-mundsabah/kesesuaian ‘illat
dengan tujuan hukum], sebagaimana dilakukan oleh al-Juwaini,
al-Ghazali, al-Amidi, al-Razi, al-Zarkasyi, dan lain-lain. Hal ini
menunjukkan bahwa persoalan magqdshid al-syari’ah erat
kaitannya dengan ‘illat hukum. Tanpa mengetahui dan
mendalami kajian terhadap persyaratan dan proses penemuan
illat, maka magqdshid al-syart’ah tidak akan terwujud sesuai
dengan yang dikehendaki oleh al-Sydri’.

Terkait dengan salah satu persyaratan ‘illat,3%0 yaitu al-
mundsabah, secara gamblang al-Ghazall mengatakan, bahwa
seluruh bentuk al-mundsabah mesti dikembalikan kepada
tujuan memelihara kemaslahatan, dan hal-hal yang tidak dapat

300Syarat ‘illat itu adalah; pertama, ‘llat itu hendaknya berupa sifat
yang jelas (washfan zhdhiran), yaitu sifat yang bisa ditangkap oleh indra
manusia; kedua, ‘illat itu hendaklah berupa sifat yang dapat diukur (washfan
mundhabithan). Maksudnya, sesuatu sifat yang akan dijadikan sebagai illat
tersebut, meskipun zhanni (dugaan) tetapi keberadaanya dapat diukur dan
dipastikan; ketiga, ‘illat itu hendaklah sifat yang serasi atau sejalan dengan
pensyari'atan hukum (washfan mundsiban). Artinya, jika tidak sesuai
dengan tujuan Allah (mundsabah) dalam mensyariatkan hukum tidak dapat
diterima sebagai ‘illat; keempat, ‘llat itu tidak hanya terdapat pada asal
(pokok), tetapi juga pada furu’ (muta’addiyah); Kemudian Muhammad Ab{
Zahrah dan Abd al-Karim Zaidan -- di samping empat syarat di atas --
menambahkan satu syarat lagi, yaitu bahwa ‘llat itu tidak bersifat mulghah.
Maksudnya adalah bahwa sifat illat itu tidak boleh bertentangan dengan
nash dan ketentuan-ketentuan yang sudah pasti. Abd al-Wahhab Khalaf, 1lm
Ushill..,op.cit, h. 68-70; Zakiy al-Din Sya'ban, Ushil al-Figh.., op.cit., h.
141-143; Ali Hasab Allah, Ushul.,op.cit, h. 147-151; Muhammad Abl
Zahrah, Ushill.., op.cit,, h. 238-241; Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz..., op.cit., h.
203-206.



memelihara kemaslahatan tidak dapat dikategorikan kepada
al-mundsabah. Adapun segala sesuatu yang mengisyaratkan
kepada tercapainya pemeliharaan kemaslahatan itu juga
merupakan al-mundsabah.3°! Al-Amidi memperkuat apa yang
disampaikan al-Ghazali. Menurutnya tujuan al-Sydri’ dalam
mensyariakan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
atau menolak mafsadah atau kedua-duanya, dan cara apapun
yang dapat mewujudkannya, itulah yang sesuai dengan
magqdashid al-syari’ah.302

Contoh yang sering dikemukakan oleh ulama dalam
masalah ini adalah tentang ‘llat larangan meminum khamar.
Dari pembahasan yang dilakukan ditemukan bahwa ‘illat
larangan itu adalah karena di dalam khamar terdapat unsur
yang memabukkan (iskar). Bila dihubungkan dengan minuman-
minuman lainnya (nabidz), yang tidak disebutkan secara
eksplisit dalam nash, jika ditemukan unsur yang sama dengan
khamar (iskdr), maka ketentuan hukumnya juga sama, yaitu
dilarang mengkonsumsinya. Secara ringkas begitulah cara kerja
al-qiyds dalam menetapkan hukum.

Sebagaimana  diketahui, dampak negatif yang
ditimbulkan dari meminum khamar cukup banyak, dan semua
itu bermuara kepada timbulnya mafsadah, tidak hanya bagi si
pelaku namun juga kepada orang lain. Oleh karena itu
pengharaman khamar akan mewujudkan kemaslahatan dan
menghindarkan seseorang dari mafsadah. fllat iskdr yang
ditemukan pada khamar juga ditemukan pada makanan atau
minuman lainnya yang juga mempunyai dampak negatif sama
dengan meminum khamar. Memposisikan ‘illat khamar (iskar)
kepada makanan atau minuman lainnya yang mempunyai ‘illat
yang sama merupakan penemuan fllat yang sesuai dengan
tujuan disyariatkannya hukum (mundsabah li qasd al-Syari’).
Dengan demikian al-giyds mempunyai keterkaitan yang jelas
dengan magqdshid al-syari’ah dalam mewujudkan tujuan hukum
yang dikehendaki oleh al-Sydri’.

5. Hubungan Magqdshid al-Syari’ah dengan Maslahah al-

301A]l-Ghazali, Syifa’ al-Ghalil..., op.cit, h. 159, 161, dan 163
302A1-Amidi, al-Thkdm..., op.cit, juz ke-3, h. 339



Mursalah
Maslahah al-mursalah merupakan salah satu bentuk
maslahah yang dikenal dalam ushul figh. Untuk melihat posisi
maslahah al-mursalah dalam istinbath hukum Islam, ulama
ushul figh membagi maslahah itu kepada tiga macam, yaitu:303

a. Maslahah al-mu’tabarah; yaitu maslahah yang secara
langsung didasarkan kepada dalil-dalil al-Qur'an dan al-
Sunnah. Maslahah ini menempati peringkat tertinggi dalam
pembagian maslahah. Misalnya maslahah dalam hukuman
hudud (pencurian, perzinaan, perampokan, murtad, qadzaf,
pemberontakan, dan meminum khamar). Kemaslahatan
yang terwujud dengan hukuman-hukuman yang dijatuhkan
kepada si pelaku pidana tersebut didukung secara langsung
dan tegas oleh nash.

b. Maslahah al-mulghah; yaitu sesuatu yang dipandang
menghasilkan  maslahah, tetapi maslahah tersebut
bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya ada
pendapat yang mengatakan bahwa pembagian warisan
antara anak laki-laki dan perempuan harus sama (50:50).
Sepintas terlihat pendapat ini dapat menghasilkan maslahabh,
apalagi dihubungkan dengan kondisi kekinian. Akan tetapi
sesuatu yang dipandang maslahah itu bertentangan dengan
nash qath’i, di mana nash mengatur bahwa anak laki-laki
memiliki dua kali bagian anak perempuan.

Contoh klasik untuk persoalan ini adalah kasus salah
seorang pembesar Andalus (Spanyol) yang bersetubuh
dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Yahya
al-Laits, mufti dan faqih kerajaan, memberi fatwa dan
menetapkan bahwa untuk pejabat tersebut dikenakan saksi
kafarat berpuasa dua bulan berturut-turut dengan
pemikiran agar dengan kafarat yang begitu berat akan

303Muhammad Yahya ibn ‘Umar al-Mukhtar ibn al-Thalib ‘Abdullah,
Ishal al-Salik f Ushil al-Imdm Malik, (Tunis: al-Mathba’ah al-Tunisiyah, 1346
H), h. 28-30; Wahbah al-Zuhailiy, Ushill.., op.cit, juz 2, h. 752-754; juga
‘Iyadh ibn Namiy al-S&’iy, Ushill al-Figh al-Ladziy La Yasa’ al-Faqih Jahlahu,
(Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005), cetke-1, h. 205-206; juga Khalid
Ramadhan Hasan, Mu’jam Ushiil al-Figh, (Mesir: Li al-Dirasat al-Insaniyah,
1998), cet.ke-1, h. 268-270



membuat sang pejabat jera. Inilah kemaslahatan menurut
Yahya al-Laits. Akan tetapi di dalam nash sudah ada aturan
hukum yang mengatur dan dilaksanakan secara berurutan
(memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan
memberi makan enam puluh orang miskin). Apabila
dilakukan kafarat memerdekakan budak, maka bagi orang
kaya seperti pejabat tersebut tidak akan mempengaruhi
sikapnya karena ia mampu memerdekakan budak berapa
pun banyaknya. Oleh karena itu yang maslahat menurut
Yahya al-Laits adalah puasa dua bulan berturut-turut. Akan
tetapi mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut,
sekalipun mengandung maslahat, bertentangan dengan
nash. Untuk ini, menurut As’ad al-Sa’adiy, ulama ushul
sepakat untuk tidak menjadikan maslahah al-mughah
sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan.304
c. Maslahah  al-mursalah;  yaitu  kemaslahatan yang
keberadaannya tidak didukung oleh syara’ secara khusus
dan tidak pula dalil yang membatalkannya, tetapi
kemaslahatan itu didukung oleh sekumpulan makna nash30>
(ayat atau hadis). Misalnya kasus pengumpulan al-Qur'an
yang dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq
dan pembukuannya pada masa khalifah ‘Utsman ibn ‘Affan.
Kedua tindakan itu tidak ditemukan dalilnya secara khusus
dalam nash, dan tidak pula ditemukan ayat al-Qur'an
maupun hadis Nabi SAW yang melarangnya. Namun efek
positif dari tindakan tersebut menghasilkan kemaslahatan
dalam hal pemeliharaan al-Qur'an dan agama sampai hari
ini. Walaupun secara khusus tidak ditemukan dalil
pengakuan, tetapi secara umum makna ayat-ayat al-Qur'an
mengisyaratkan kebolehan melakukannya, yaitu keharusan
memelihara agama dan memelihara al-Qurian sebagai

304Muhammad Sa’ild Ramadhan al-Bhthi, Dhawdbith al-Maslahah...,
op.cit, h. 221; Lihat juga ‘Abd al-Hakim ‘Abd al-Rahman As’ad al-Sa’adiy,
Mabahits al-‘lllah fi al-qiyds ‘ind al-Ushiiliyyin, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-
Islamiyyah, 2000), cetke-2, h. 435; juga ‘Abd al-Wahhab Khallaf, 7im...
op.cit, h. 87

305Ljhat Muhammad Mushthafa Syalabi, op.cit, h. 288; juga ‘Abd al-
Wahhab Khallaf, ‘Ilm..., op.cit., h. 84



sumber ajaran Islam.

Apabila dilihat cara kerja maslahah al-mursalah, pada
dasarnya mirip dengan metode al-istigra’, salah satu metode
menemukan magqdshid al-syari’ah, yaitu meneliti banyak dalil
yang berhubungan dengan sesuatu persoalan dan untuk
selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Suatu
kepastian, bahwa aturan-aturan dalam teks al-Qur’an dan al-
Sunnah akan melahirkan kemaslahatan. Kesimpulan umum
yang didapatkan dari teks-teks tersebut secara tidak langsung
juga melahirkan kemaslahatan. Dalil-dalii umum itulah
nantinya yang akan dijadikan dasar untuk mengistinbathkan
hukum terhadap sebuah persoalan yang dibicarakan, dan
diduga keras (mazhinnah) akan dapat mewujudkan maslahah
dalam persoalan yang diijtihadkan, dan yang demikianlah yang
dinamakan maslahah al-mursalah.

Walaupun maslahah al-mursalah dijadikan salah satu
dalil hukum Islam, tetapi pemberlakuannya tidaklah mutlak.
Ulama memberikan persyaratan tertentu untuk
memberlakukan maslahah al-mursalah sebagai salah satu
metode istinbath hukum. Menurut Amir Syarifuddin ada empat
syarat yang harus dipenuhi untuk pemberlakuan maslahah al-
mursalah ini, yaitu:306
1) Maslahah al-mursalah itu adalah maslahah yang hakiki dan

bersifat umum, dalam arti dapat diterima akal sehat bahwa
ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan
menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.

2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki
betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara’
dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan
kemaslahatan bagi umat manusia.

3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki
dan telah sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan
hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara’ yang telah
ada, baik dalam bentuk nash al-Qur'an dan Sunnah, maupun
ijma’ ulama terdahulu.

306Amir Syarifuddin, Ushul.., op.cit, h. 337; juga Ibn Rabi’ah, Tim
Magqdshid..., op.cit, h. 307-308



4) Maslahah al-mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang
memerlukan, yang seandainya persoalannya tidak
diselesaikan degan cara ini, maka umat akan berada dalam
kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk
menghindarkan umat dari kesulitan. Menurut ‘Izz al-Din ibn
‘Abd al-Salam, siapa yang memahami magqdshid al-syart’ah,
maka dengan mengamalkan dalil-dalil yang bersifat umum
tersebut akan menimbulkan keyakinan dan pengetahuan
bahwa kemaslahatan itu tidak boleh dilalaikan dan
mafsadah itu tidak boleh didekati, sekalipun dalam
persoalan tersebut tidak ditemukan al-ijmd’, al-qiyds, dan
nash-nash yang secara khusus ditujukan untuk itu.
Memahami riih al-syara’ (jiwa hukum) pada saat itu sudah
merupakan suatu kemestian.307

Memperhatikan syarat-syarat di atas, terlihat begitu
hati-hatinya ulama dalam memberlakukan maslahah al-
mursalah ini. Kehati-hatian itu perlu mengingat dalil hukum
yang dipergunakan tidak mempunyai sandaran yang pasti. Di
samping itu ketetapan hukum yang dihasilkan juga harus
menekankan kepada tercapainya tujuan al-Sydri’, yaitu
mewujudkan kemaslahatan dan melindungi seseorang dari
kemudharatan.

Dengan demikian keterkaitan antara maslahah al-
mursalah dengan maqdshid al-syari’ah sesuatu yang amat jelas,
yaitu berusaha mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan
seseorang dari kemudharatan dengan mendasari istinbath
hukum kepada dalil-dalil umum. Persoalan berikutnya yang
mungkin muncul adalah bagaimana kesungguhan, kepiawaian,
dan ketepatan seorang mujtahid dalam menghubungkan
permasalahan yang dihadapi dengan dalil-dalil umum tersebut,
dan untuk selanjutnya dapat mewujudkan tujuan al-Sydri’
dalam menetapkan hukum, yaitu kemaslahatan.

6. Hubungan Magqdshid al-Syari’ah dengan al-istihsdn

Secara etimologi al-istihsdn adalah mengambil sesuatu
yang baik, sehingga dengan pengertian ini ada suatu

307Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Qawd’id al-Ahkdm..., op.cit, juz ke-2, h.
160



kecenderungan ulama yang tidak setuju dengan al-istihsdn
mengatakan  bahwa  pemakaian al-istihsGn  berarti
mempergunakan ra'yu secara bebas tanpa ada dalil yang
kongkrit. Adapun secara istilah al-Sarkhisi (seorang ulama
Hanafiyah) mendefinisikan al-istihsdn sebagai sebuah dalil
yang menyalahi qiyas yang zhahir (jelas) yang sebelumnya
diragukan keabsahannya, tetapi setelah dilakukan penelitian
yang mendalam ternyata dalil tersebut lebih kuat dari al-qiyds
pada persoalan hukum dan dasar-dasar yang sama dengan itu,
dan oleh karena wajib diamalkan.3%8 Dengan kata lain, terdapat
penetapan hukum dari seseorang mujtahid terhadap suatu
masalah yang menyimpang dari ketentuan al-qiyds karena ada
alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya
penyimpangan itu. Al-istihsdn dalam pengertian ini pada
hakikatnya sudah mewakili definisi-definisi yang dikemukakan
oleh ulama-ulama lainnya, karena pada dasarnya al-istihsdn
merupakan dalil hukum yang menyimpang dari kaedah yang
biasa berlaku karena ada faktor yang lain yang mendorong agar
keluar dari kaedah itu, yang justru lebih dekat kepada tujuan-
tujuan syara’ dibandingkan dengan tetap terpaku pada kaedah
itu.

Menurut Wahbah al-Zuhailiy, dari definisi-definisi yang
dikemukakan oleh ulama, al-istihsdn ini terbagi kepada dua
macam, yaitu:309
a. Al-istihsdn bi al-qiyds, yaitu adanya dua sifat pada suatu

masalah yang menghendaki giyds yang berbeda. Sifat yang
pertama dapat segera ditanggapi, yaitu qiyas yang telah
dikenal menurut istilah. Sifat yang kedua tersembunyi dan
memerlukan dalil-dalil lain. Dalam isyarat-isyarat yang
disimpulkan dari al-Sarkhisi, al-istihsdn itu pada dasarnya
adalah dua gqiyds, salah satunya terang (jelas), tapi lemah
pengaruhnya, inilah yang disebut giyds jaliy, dan yang kedua

308Abi Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarkhisi, [ditahqiq
oleh Abl al-Wafa® al-Afghani], Ushill al-Sarkhisi, (Kairo: Dar al-Kutub al-
‘Arabi, 1376 H), juz I, h. 200

309Lebih lengkap tentang pembagian al-istihsdn ini dapat dilihat pada
Wahbah al-Zuhailiy, Ushiil al-Figh..., op.cit, juz ke-2, h. 741-748. Juga Abi
Sahl al-Sarkhisi, Ushiil al-Sarkhisi...,op.cit, juz 11, h. 200-207



tersembunyi  (khafiy) tetapi pengaruhnya kuat.310
Perpindahan dari giyas jaliy kepada yang kedua inilah yang
dinamakan al-istihsdn. Misalnya apabila terjadi perselisihan
antara dua pihak yang saling melakukan transaksi jual beli
(sebelum si sepembeli menerima barangnya) tentang
besarnya harga, maka menurut giyas yang zhahir, yang wajib
mendatangkan saksi adalah si penjual sebagai pihak yang
menggugat adanya tambahan harga berdasarkan kaedah
“mendatangkan saksi wajib bagi si penggugat dan bersumpah
bagi si tergugat31l. Jadi apabila si penjual tidak
mendatangkan saksi, pembeli harus bersumpah. Tetapi
berdasarkan al-istihsdn keduanya harus bersumpah karena
pada hakikatnya masing-masing pihak saling mengingkari
sesuatu yang digugat pihak lain. Penjual menggugat adanya
tambahan harga dan mengingkari untuk memberikan
barang, sedangkan si pembeli menggugat atas barang tanpa
ada tambahan harga dan mengingkari tambahan harga
tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam al-istihsdn
terdapat ‘illat yang lebih kuat pengaruhnya daripada fillat
yang terdapat pada qiyas zhahir. Menurut al-Sarkhisi, dalam
kategori ini beramal dengan al-istihsdn lebih diutamakan
walaupun tidak menghalangi pengamalan qiyas. Perbedaan
antara keduanya sama dengan perbedaan antara al-thard312

310Abi Sahl al-Sarkhisi, Ushill al-Sarkhisi...,ibid,, juz 11, h. 203

311Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawd’id al-
Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), cet.ke-2, h. 369; ‘Abd al-Rahman
ibn Nashir al-Sa’adiy, [ditahqiq oleh Muhammad ibn Shalih al-‘Utsmaini], al-
Qawd’id wa al-Ushill al-Jami’ah, ([Ttp]: Maktabah al-Sunnah, 2002), cet.ke-1,
h. 88; juga ‘Ali Ahmad al-Nadwiy, al-Qawd’id al-Fighiyyah Mafhtiimuhd
Nasy'atuhd Dirdsah Mu’allifitihd Adillatih@ Mahammatuhd Tathbigatuhd,
(Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), cetke-2, h. 240

3124]-thard ialah penyertaan hukum dengan suatu sifat dan sifat itu
tidak mempunyai keserasian (mundsabah) dengan hukum yang ditetapkan.
Lihat Fakhr al-Din al-Razi, al-Mahshiil.,, op.cit, h. 355; juga Amir
Syarifuddin, Ushul., op.cit, h. 199. Maksudnya, dalam penetapan suatu
hukum disebutkan pula sifat yang mengiringinya namun antara hukum dan
sifat itu tidak mempunyai kaitan sama sekali. Misalnya ucapan.,"Hukumlah
seorang pincang itu". Dalam contoh di atas memang diperintahkan untuk
menghukum seseorang disertai dengan penjelasan sifatnya (pincang),
namun antara sifat dengan hukum tidak ada keterkaitan yang berarti,



dan al-mundsib al-mu’atstsir313 dalam ‘illat qiyas, di mana al-
mu atstsir lebih utama untuk diamalkan, di samping al-thard
pun tetap boleh dijadikan pegangan.314

b. Al-istihsdn yang faktor pendorongnya bukan ‘llat khafi
(tersembunyi) akan tetapi pertentangan qiyds [dalam hal ini
yang dimaksud dengan qiyds adalah ketentuan-ketentuan
umum yang sudah baku] dengan dalil-dalil yang lain seperti
Sunnah, ijma’, dharurat, ‘urf, dan maslahah, dan dalil-dalil

artinya tidak ada sangkut pautnya antara penetapan hukuman dengan
pincang dalam ucapan tersebut. Untuk menjadikan al-thard sebagai salah
satu prosedur dalam menemukan illat terdapat perbedaan pendapat ulama.
Sekelompok ulama ushul menjadikan al-thard sebagai salah satu prosedur
penemuan illat, hanya saja mereka berbeda dalam hal kualitas
penunjukannya. Sebab Mu'tazilah mengatakan bahwa penunjukkannya
(dilalahnya) qath’i sementara sebagian yang lain, di antaranya Qadhi Abii
Bakar dan sebagian besar ulama ushul dari kalangan generasi belakangan
berpendapat bahwa penunjukannya hanya bersifat zhanni. Akan tetapi
pendapat terpilih menurut al-Amidi dan sebagian ulama lainnya
mengatakan bahwa al-thard tidak dapat dijadikan salah satu prosedur
penemuan ‘llat. Menurut al-Amidi, ia lebih melihat kepada ada tidaknya
relevansi antara sifat dengan hukum yang ditetapkan. Dalam contoh di atas
memang tidak terdapat relevansi atau munasabah antara sifat dan hukum.
Jadi kata kunci diterimanya suatu sifat sebagai ‘illat bagi golongan yang
menolak ini adalah adanya unsur mundsabah antara sifat dan hukum.
Al-Amidi, al-Thkam..., op.cit.,, h. 93

313A-mundsib al-muatstsir, yaitu sifat illat yang jelas pengaruhnya
secara langsung terhadap penetapan hukum. Artinya, nash atau ijma’ yang
menjelaskan kedudukan illat itu untuk suatu hukum secara langsung. Al--
mundsib dalam bentuk ini berada pada tingkatan tertinggi sehingga
disepakati oleh ulama dalam hal kedudukannya sebagai illat hukum.
Misalnya illat membatalkan wudhuk karena menyentuh kemaluan yang
didasarkan kepada hadis riwayat ibn Majah. Dalam hadis ini perbuatan
menyentuh kemaluan dihubungkan dengan batalnya wudhuk terlihat
bahwa perbuatan menyentuh kemaluan tersebut mempunyai pengaruh
yang jelas dan langsung terhadap penetapan hukum batalnya wudhuk.
Dengan demikian perbuatan menyentuh kemaluan merupakan sifat (illat)
yang menjadi dasar pensyari'atan hukum, dan penetapan ini dipengaruhi
langsung oleh perbuatan menyentuh kemaluan tersebut. Zakiy al-Din
Sya'ban, Ushiil al-Figh.., op.cit. , 147; sedangkan hadis batalnya wudhu’
karena menyintuh kemaluan dapat dilihat pada Ibn M3ajah, Sunan ibn Mdjah,
op.cit.,, juzl, h.161

314Abi Sahl al-Sarkhisi, Ushill al-Sarkhisi...,op.cit., juz 11, h. 201



tersebut lebih kuat pengaruhnya dalam mewujudkan
kemaslahatan. Al-istihsdn macam kedua ini terbagi kepada
lima bentuk, yaitu al-istihsan bi Sunnah, al-istihsGn bi al-
ijma’, al-istihsan bi al-dhartrat, al-istihsan bi al-‘urf, dan al-
istihsdn bi al-maslahah.

1) Al-istihsdn bi al-Sunnah; yaitu meninggalkan qiyas
[ketentuan-ketentuan umum] karena ada hadis yang
bertentangan dengan gqiyas, seperti hadis tidak batalnya
puasa orang yang makan dan minum karena lupa, sedangkan
menurut teori qiyds puasanya batal. Pada bagian lain dapat
dicontohkan dengan aturan giyas tentang jual beli, di mana
ketika terjadi transaksi, benda yang dibeli sudah ada. Akan
tetapi ada hadis Nabi SAW yang membolehkan jual beli
salam (pesanan). Untuk itu mujtahid beralih dari
mengamalkan gqiyas kepada hadis Nabi tersebut.
Perpindahan dari qiyas kepada hadis ini disebut al-istihsdn
bi al-Sunnah.

2) Al-istihsan bi al-ijmd’; yaitu beralihnya mujtahid dari qiyds
kepada ijmad’, misalnya seperti menjual barang-barang yang
tidak ada pada tempatnya ketika akad berlangsung (akad
ishtishnd”) dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya
yang sah menurut ijmd’, tetapi menurut teori giyas jual beli
seperti ini tidak sah karena dalam ketentuan umum jual beli
ketika uang diserahkan maka barang pun harus diserahkan.
Dalam hal ini mujtahid berpaling dari memberlakukan giyas
kepada ijma’ karena hal itu lebih mendatangkan kemudahan
dan menghindarkan manusia dari Kkesulitan dalam
bertransaksi.

3) Al-istihsan bi al-dharirat; yaitu beralihnya seorang mujtahid
dari gqiyds kepada dhartdrat. Misalnya dalam kasus
mensucikan sumur yang kemasukan najis. Secara gqiyas, air
sumur yang ada di sumur tersebut harus dikuras habis
untuk menghilangkan sisa-sisa najis yang ada di dalamnya,
dan ini tidak mungkin dilakukan. Jalan keluarnya adalah
dengan memasukkan air tambahan ke sumur itu atas dasar
kesulitan tadi. Teori ini dinamakan al-istihsdn bi al-dhartrat.

4) Al-istihsdn bi al-‘urf; yaitu perbenturan yang terjadi antara
qiyas di satu sisi dengan ‘urf pada sisi lainnya. Misalnya



dalam persoalan sewa menyewa kolam renang yang biasa
dilakukan oleh masyarakat tanpa memakai batasan waktu
yang jelas walaupun pembayarannya tidak ada penambahan.
Secara giyas, untuk melakukan transaksi sewa menyewa
harus jelas sewa dan waktunya, dan bila dilakukan seperti
yang biasa dilakukan oleh masyarakat, maka transaksi sewa
menyewa tersebut tidak sah. Sedangkan masyarakat pada
umumnya sudah membiasakan hal demikian dan
menganggap bahwa transaksi yang mereka lakukan sudah
baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Berpindahnya
mujtahid dari ketentuan qiyas kepada memberlakukan ‘urf
masyarakat dinamakan dengan al-istihsdn bi al-‘urf.

5) Al-istihsdn bi al-maslahah; yaitu perbenturan yang terjadi
antara ketentuan qiyas dengan maslahah. Misalnya wasiat
yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah
perwalian karena belum dewasa. Menurut teori giyas, ia
tidak boleh bertasharruf dengan mewasiatkan hartanya
karena kewenangannya dalam masalah itu sudah diambil
oleh walinya. Akan tetapi mengingat tujuan perwalian
adalah untuk menjaga hartanya dan tidak menyia-
nyiakannya, maka ia dibolehkan mewasiatkan hartanya
tersebut sebagai kebaikan bagi dirinya. Dengan kata lain,
wasiat yang dilakukannya tidak bertentangan dengan tujuan
perwalian tersebut. Oleh karena itu, membolehkannya
berwasiat terhadap hartanya dan meninggalkan beramal
dengan qiyas dinamakan al-istihsdn bi al-maslahah.

Al-istihsdn, sebagai salah satu dalil hukum Islam, tidak
diragukan lagi mempunyai keterkaitan yang jelas dengan
magqdshid al-syari’ah. Hal ini menurut al-Yimi dapat dilihat
pada tiga sisi.31>

a) Dilihat dari pembagian al-istihsdn, baik al-istihsdn bi al-qiyads,
bi al-nash, bi al-ijmd’, bi al-dhartirah, bi al-‘urf, dan al-istihsan
bi al-maslahah, semuanya mempunyai hubungan yang
sangat kuat dengan magqdshid al-syari’ah. Hal ini karena al-
istihsdn adalah meninggalkan giyas dan untuk selanjutnya
berpindah kepada mengamalkan dalil-dalil lain yang lebih

315]bn Mas’td al-Ymi, Magqdshid..., op.cit, h. 565-567



kuat pengaruhnya terutama dalam mewujudkan tujuan
hukum yang dikehendaki oleh al-Sydri’.

b) Qiyas sebagai dalil yang pertama terlihat membawa

kesulitan =~ dan  mengabaikan = kemudahan  dalam
melaksanakan ketentuan hukum. Apabila dikembalikan
kepada tujuan al-Sydri’ dalam memelihara kemaslahatan
manusia dan menolak  hal-hal yang mafsadah
(memberatkan), tentu saja tujuan al-Sydri’ tidak akan
tercapai. Al-istihsdn di sini berfungsi untuk menghindarkan
seseorang dari kesulitan hidup, dan hal itu sekaligus
merupakan tujuan penting dalam magqdshid al-syari’ah.
Dengan bahasa lain, al-istihsdn lebih mampu merealisasikan
kemaslahatan yang dikehendaki oleh al-Sydri’ dan juga
menolak mafsadah yang ingin dihindarkan-Nya. Dalam
sebuah pernyataannya tentang al-istihsdn bi al-dhartirah al-
Sarkhisi mengatakan, “kami meninggalkan giyas karena ada
dharurah, karena hal ini berkenaan dengan hajat
(kepentingan) orang banyak. Apabila kami tetap
mengamalkan giyas, berarti bertentangan dengan nash yang
menginginkan tertolaknya kesulitan pada manusia”.316
Dari contoh-contoh yang dikemukakan pada setiap
pembagian al-istihsdn tergambar bahwa al-istihsdn dapat
mewujudkan maqdshid al-syari’ah. Misalnya ketika nash
membolehkan jual beli salam atau boleh melakukan sewa
menyewa, dan lain-lain, hal itu menunjukkan bahwa nash
menginginkan untuk menghilangkan kesulitan manusia
dalam bertransaksi dan sebagainya. Dalam kajian magqdshid
al-syart’ah, kesimpulan hukum berdasarkan al-istihsdn ini
dimasukkan dalam pembahasan maslahah al-hdjiyyat.
Dengan demikian hubungan antara keduanya cukup

jelas dan sesuai dengan tujuan al-Sydri’ dalam menetapkan

hukum, yaitu untuk mewujudkan Kkemaslahatan dan
menghindarkan manusia dari kesulitan (jalbu al-mashdlih wa
daf’u al-mafdsid).

7.

Hubungan antara Sadd al-Dzari’ah dengan Maqdshid al-
Syart’ah

316Abi Sahl al-Sarkhisi, Ushiil al-Sarkhist..., loc.cit., juz 11, h. 203



Al-dzari’ah secara etimologi adalah wasilah (jalan) yang
menyampaikan kepada sesuatu, baik kepada sesuatu yang
membawa kepada maslahah atau mafsadah. Apabila wasilah itu
berhubungan dengan perbuatan yang baik, wulama
mengistilahkannya dengan fath al-dzart’ah. Jika dihubungkan
dengan perbuatan yang dilarang dapat diartikan dengan jalan
atau sarana yang dimungkinkan membawa seseorang kepada
perbuatan yang dilarang itu, yang diistilahkan dengan sadd al-
dzari’ah.317

Persoalan sadd al-dzari’ah yang dibicarakan secara
serius oleh ulama bukanlah yang terkait dengan sadd al-
dzart’ah yang sudah disebutkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya,
tetapi yang belum terdapat ketentuan hukumnya secara jelas
dalam nash. Ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW itu justru
mengilhami mujtahid untuk menciptakan metode istinbath
hukum berkenaan dengan kasus-kasus yang tidak dibicarakan
dalam nash. Oleh karena itu, beranjak dari kaedah figh, al-ashl
fi al-asyd’” al-ibahah3'® (pada dasarnya seluruh bentuk
perbuatan [dalam bidang muamalah] itu dibolehkan, kecuali
ada dalil yang melarangnya), ulama mencoba untuk menilai
sebuah perbuatan manusia dengan metode sadd al-dzari’ah ini.
Dengan demikian sadd al-dzari’ah yang dimaksud adalah suatu
bentuk perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan (tidak
dilarang), tetapi apabila dilakukan dikhawatirkan pelakunya
jatuh kepada perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu wasilah
yang dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan yang
dilarang itu juga dilarang.31°

Berdasarkan penelitian ulama terhadap ayat-ayat al-
Qurian, hadis-hadis Nabi SAW, dan juga Kkesimpulan-
kesimpulan hukum yang terdapat dalam berbagai kitab figh,

317Wahbah al-Zuhailiy, Ushill...,, op.cit, juz ke-2, h. 873; juga ‘Abd al-
Karim Zaidan, al-Wajiz..., op.cit, h. 245

318‘Ali Ahmad al-Nadwiy, al-Qawd’id ..., op.cit, h. 207; juga Jalal al-Din
‘Abd al-Rahman al-Suytthiy, al-Asybah wa al-Nazhd'ir fi Qawd’id wa Furu’
Figh al-Sydfi'iyyah, (Makkah: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, 1997),
cet.ke-2,juz ke-1, h. 102

319Lebih detail baca metode istinbath hukum ini dalam Amir
Syarifuddin, Ushul..., op.cit,, h. 396-403



akhirnya dilahirkanlah beberapa kaedah figh, di antaranya:
320\ aliall oS il sl

“Hukum wasilah itu sama dengan hukum pokok yang dituju”.
Kaedah ini merupakan kaedah umum yang tidak hanya
berbicara tentang hukum pokok yang disuruh, tetapi juga
mengenai hukum pokok yang dilarang. Apabila wasilah itu
berkenaan dengan hukum pokok yang disuruh, maka wasilah
yang menyampaikan kepada hukum itu juga diperintahkan.
Misalnya kewajiban seseorang untuk memelihara jiwanya,
apabila jatuh sakit, maka ia wajib untuk memelihara jiwanya
dengan berobat. Begitu juga sebaliknya, dilarang
mengkonsumsi minuman keras, maka menjual bahan dasar
minuman keras itu (anggur) kepada pemilik pabrik minuman
keras juga dilarang. Untuk bagian yang kedua ini sejalan
dengan kaedah figh lainnya;

321 4l ay a9 Lo oSa 4l oy 5l

"Al-harim  mempunyai hukum seperti yang betul-betul
diharamkan". Al-harfm itu adalah wilayah di sekitar sesuatu
yang diharamkan. Jika sesuatu perbuatan diharamkan, maka
wilayah sekitarnya dan menuju ke sana juga haram. Misalnya
dilarang bermusuhan, bermarah-marahan sesama muslim, atau
memutuskan silaturrahim, maka segala perbuatan yang
mengarah kepada larangan pokok tersebut juga dilarang,
seperti larangan meminang pinangan orang lain karena
dimungkinkan akan membawa kepada permusuhan, sakit hati,
dan putusnya hubungan silaturrahim. Begitu juga diharamkan
berzina, maka segala perbuatan yang mungkin membawa
kepada perzinaan itu juga diharamkan, seperti hadis Nabi SAW
yang melarang melakukan khalwat (berdua-duaan dengan
lawan jenis) karena dimungkinkan akan terjerumus ke dalam
perzinaan.

Memperhatikan sekelumit cara kerja sadd al-dzari’ah di

320Muhammad al-Zarq3, Syarh ..., op.cit,, h. 36
321‘Abd al-Rahman al-Suyfthiy, al-Asybah ..., op.cit., juz ke-1, h. 207



atas, ketetapan hukum yang ingin direalisasikan dengan
metode ini pada dasarnya ditujukan untuk menjaga
kemaslahatan manusia dan menghindarkan kemudharatan
darinya, khususnya kemaslahatan yang berhubungan dengan
pemeliharaan al-dharitriyydt al-khamsah. Hal ini dibenarkan
oleh Fathiy al-Duraini, bahwa prinsip yang ditekankan oleh
sadd al-dzarf’ah dipercayai sebagai dasar-dasar umum yang
membuat tegaknya tujuan hukum Islam, yaitu jalbu al-mashdalih
wa dar'u al-mafdsid. Hal ini karena secara tidak langsung ia
sudah berusaha mewujudkan magqdshid al-syari’ah secara jelas,
walaupun pada awalnya tidak ada aturan yang jelas tentang
itu.322

Meskipun ulama berbeda pendapat dalam menilai
sebuah perbuatan, yaitu dalam hal kepastiannya akan
membawa kepada mafsadah atau dimungkinkan menghasilkan
mafsadah, akan tetapi mereka menyepakati bahwa untuk hal-
hal yang bisa dipastikan membawa kepada mafsadah maka
perbuatan itu dilarang. Prinsip dasar yang dipakai dalam hal ini
adalah  kehati-hatian dalam beramal apabila terjadi
perbenturan antara maslahah dan mafsadah; bila maslahah
yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadah yang
dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama antara maslahah
dan mafsadah, maka harus beramal sesuai dengan prinsip yang
berlaku, yaitu menolak mafsadah harus lebih diutamakan dari
mengambil kemaslahatan (dar'u al-mafdsid awld min jalbi al-
mashalih).323 Oleh karena itu kejelian seorang mujtahid sangat
dituntut untuk menentukan prioritas antara keduanya. Dengan
demikian metode sadd al-dzari’ah  tidak diragukan lagi

322Muhammad Fathiy al-Duraini, al-Mandhij al-Ushiiliyyah fi al-ljtihdd
bi al-Rayi fi al-Tasyri’ al-Islimiy, (Beirut: Mu'assasah al-Risdlah, 1997),
cet.ke-3, h. 487

323Disimpulkan dari pembacaan terhadap bahasan ini dalam Amir
Syarifuddin, Ushul.., loccit, h. 396-403; kaedah figh tentang
memprioritaskan penolakan terhadap mafsadah ini dapat dilihat pada
Muhammad al-Zarqa’, Syarh...,, op.cit, h. 205; juga ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
Salam, Qawd’id..., op.cit, h. 98; Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, Qawd’id al-
Kubrd...,, op.cit, h. 514; ‘Ubaid al-Da’as, Qawd’id..., op.cit, h. 34; juga ‘Ali
Ahmad al-Nadwiy, al-Qawd’id..., op.cit, h. 170



mempunyai hubungan yang jelas dalam rangka mewujudkan
kemaslahatan dan menolak kemudharatan sesuai dengan
tujuan yang hendak dicapai dalam magqdshid al-syari’ah.

8. Hubungan Qaul al-Shahdbi dengan Maqdashid al-Syari’ah

Menurut Jumhur Ulama ushul, sahabat adalah orang-
orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman dengannya,
dan bergaul dengan Nabi SAW dalam masa yang lama.
Sedangkan menurut mayoritas ulama hadis, sahabat adalah
orang-orang yangbbertemu dengan Nabi SAW lalu masuk Islam
dan mati dalam keislamannya itu, tanpa membedakan lama
atau tidaknya bergaul dengan Nabi SAW.32¢ Dalam
hubungannya dengan pengertian qaul al-shahdbi, tentunya
sahabat-sahabat yang bertemu dan beriman kepada Nabi SAW
dan selanjutnya banyak menemani Nabi SAW dalam
menyiarkan dakwah Islam.

Menurut Amir Syarifuddin, sulit menemukan arti
mazhab (gaul) shahabi itu secara definitif yang bebas dari
kritik. Namun beberapa literatur yang dirujuknya, dapat
dirumuskan arti mazhab (gaul) shahabi itu secara sederhana,
yaitu fatwa sahabat secara perorangan.32> Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa qaul al-shahdbi adalah keputusan-
keputusan hukum yang bersumber dari sahabat Nabi SAW
secara perorangan yang secara umum berdasarkan kepada
hasil ijtihad mereka. Di samping itu juga termasuk perbuatan
atau tingkah laku mereka dalam masalah-masalah tertentu
yang berhubungan dengan hukum Islam.

Fatwa sahabat merupakan dalil hukum yang bernilai
hujjah menurut Imam Abu Hanifah, walaupun sebagian ulama
tidak menjadikannya sebagai hujjah.326 Dasar pemikiran untuk

324Wahbah al-Zuhailiy, Ushiil..., op.cit., juz ke-2, h. 850

325 Amir Syarifuddin, Ushul., opcit., h. 379

326Menurut Wahbah al-Zuhailiy, terdapat empat pendapat ulama dalam
menerima qaul al-shahdbi ini sebagai hujjah. Pertama, pendapat yang
menolak secara mutlak berhujjah dengan qaul al-shahdbi. Pendapat ini
dikemukakan oleh ulama Asy’ariyah, Mu’tazilah, Syi'ah, al-Syafi'i dalam
salah satu pendapatnya, Ahmad ibn Hanbal, sebagian ulama Hanafiyah dan
Malikiyah, dan ibn Hazm. Kedua, pendapat yang menerima qaul al-shahabi
sebagai hujjah yang harus didahulukan dari qiyas. Pendapat ini



menerimanya sebagai hujjah dapat dikatakan, bahwa secara
rasional pendapat yang dikemukakan sahabat sangat
dimungkinkan sebagai bagian dari Sunnah Nabi SAW, dengan
alasan mereka sering menyebutkan hukum yang dijelaskan
oleh Nabi SAW tanpa menyebutkan bahwa hal itu datang dari
Nabi SAW. Di samping itu pandangan mereka lebih berhak
untuk diikuti karena kemungkinan besar berasal dari nash
(Sunnah) serta sesuai dengan daya nalar (rasional). Kehujjahan
fatwa sahabat ini sebagaimana terungkap dalam pernyataan
Abu Hanifah, “apabila tidak ditemui dalam kitabullah dan
Sunnah Rasulullah, aku mengambil pendapat salah seorang
sahabat dan tidak pernah beralih kepada selain mereka, tetapi
ketika Ibrahim al-Nakha'’i, al-Sya’bi, dan lain-lain (ulama tabi’in)
sudah berijtihad, maka akupun akan berijtihad juga seperti
mereka”.327

Dengan demikian Imam Abu Hanifah sangat menghargai
ijtihad sahabat. Misalnya pendapat ibn ‘Abbas tentang jima’
(hubungan suami istri) sebelum wuquf di Arafah membatalkan
haji, sedangkan sesudah wuquf tidak membatalkan haji.
Sedangkan Ibrahim al-Nakha'l (guru Abu Hanifah) berpendapat
bahwa kedua-duanya membatalkan haji, sebagaimana
pendapat Imam Malik dan al-Syafi’i. Dalam hal ini Imam Abu
Hanifah mengambil pendapat ibn ‘Abbas dan menolak fatwa
Ibrahim al-Nakha'’i. Hanya saja Abu Hanifah mewajibkan untuk

dikemukakan oleh tokoh-tokoh ulama Hanafiyah, Malik, al-Syafi'i dalam
qaul gadim-nya, dan Ahmad ibn Hanbal menurut satu riwayat. Ketiga,
pendapat yang menjadikannya hujjah apabila sesuai dengan giyas. Pendapat
ini dikemukakan oleh al-Syafi'i dalam qaul al-jadidnya. Keempat, pendapat
yang menjadikannya sebagai hujjah apabila bertentangan dengan qiyas.
Pendapat ini merupakan pendapat umum di kalangan mazhab Hanafi. Lihat
Wahbah al-Zuhailiy, Ushiil...,, op.cit, h. 851-852; lihat juga Muhammad ibn
‘Ali ibn Muhammad al-Syaukaniy, Irsydd al-Fuhill ild Tahqiq al-Haqq min ‘lIm
al-Ushiil, (Beirut: Dar al-Fikr, [tth], h. 243

327Muhammad Yasuf Ms4, Abil Hanifah, (Mesir: Maktabah al-Nahdhabh,
1957), h.66-67; lihat juga ‘Abd al-Halim al-Jundi, Abli Hanifah Birath al-
Hurriyyah wa al-Tasd@muh, (Kairo: [tp], 1996), h. 144; penempatan qaul al-
shahdbf pada urutan ketiga juga dapat dilihat pada Muhammad Ab{ Zahrah,
Abil Hanifah Hayatuh wa ‘Ashruh wa Fighuh, (Kairo: Dar al-Fikr, 1947), cet.
Ke-2,h. 240



menyembelih hewan qurban agar ibadah hajinya sempurna,
sebagaimana pendapat ibn ‘Abbas. Sedangkan Imam Malik dan
al-Syafi'i juga mewajibkan menyembelih hewan qurban dan
mewajibkan kepada yang bersangkutan mengqadha’ hajinya
sebagai konsekwensi dari batalnya ibadah hajinya. Akan tetapi
dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pendapat Imam
Malik sama dengan Abu Hanifah. 328
Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam
menerima qaul al-shahabt sebagai hujjah, menurut ibn Mas’iad
al-Yimi, sahabat Nabi SAW mempunyai kedudukan dan
pemahaman yang sangat tinggi terhadap al-Qur'an dan Sunnah
dibandingkan dengan ulama sesudahnya. Mengutip pendapat
ibn Mas’ld, al-Yimil mengatakan bahwa sahabat merupakan
umat yang terbaik, mempunyai ilmu yang mendalam, kaum
yang dipilih untuk menemani Nabi SAW, dan teguh dalam
menjalankan syariat agama. Oleh karena itu suatu kewajiban
untuk mengenal keutamaan mereka dan mengikuti atsar-atsar
mereka, karena dari tangan merekalah petunjuk-petunjuk yang
lurus didapatkan.329
Menurut al-Yimi, kedalaman pemahaman sahabat
terhadap syariat Islam didukung oleh alasan-alasan sebagai
berikut:330
a. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan
Nabi SAW. Bertemu dan bergaulnya mereka dengan Nabi
SAW tentu saja memposisikan mereka pada tempat yang
lebih tinggi khususnya dalam memahami syariat Islam.
Setidaknya terdapat 5 (lima) alasan untuk mendukung
statemen ini. Pertama,mereka menyaksikan secara langsung
turunnya wahyu dan juga mendengarkan hadis-hadis Nabi
SAW secara langsung. Pengetahuan mereka dalam
memahami ayat dan hadis Nabi SAW ketika itu tidak

328]bn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andaltisi [disyarah, ditahqiq,
dan ditakhrij oleh ‘Abdullah al-‘Ibadi], Syarh Biddyah al-Mujtahid wa
Nihdyah al-Mugqtashid, ([ttp]: Dar al-Salam, 1995), cet. Ke-1, jilid ke-2, h.
912; juga Mun'im A. Sirri, Sejarah Figh Islam Sebuah Pengantar, (Surabaya:
Risalah Gusti, 1995), cet.ke-1, h. 89

329]bn Mas’lid al-YGmi, Maqashid..., op.cit, h. 597

330]bn Mas’td al-Ymi, Magqashid..., op.cit, h. 598-599



bercampur dengan ilmu-ilmu lainnya, sebagaimana adanya
sekarang ini, tetapi semata-mata mendapatkan ilmu secara
langsung dari al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Kedua,
pemahaman mereka terhadap syariat Islam diajarkan
langsung oleh gurunya, Nabi Muhammad SAW, dengan
bahasa yang sangat fashdhah (jelas) dan baldghah (tepat
sasaran dalam penyampaian). Oleh karena itu tidak
diragukan lagi pemahaman mereka terhadap wahyu dan
Sunnah Nabi SAW sesuai dengan tujuan Allah SWT dan
Rasul-Nya. Ketiga, pengetahuan-pengetahuan yang mereka
miliki berkenaan dengan syariat Islam diyakini berasal dari
pendengaran dan pemahaman mereka langsung dari Nabi
SAW. Inilah yang membedakan mereka dengan ulama-ulama
sesudahnya. Keempat, sahabat mengetahui asbdb al-nuziil
ayat dan asbdb al-wuriid hadis dan mengetahui nasikh dan
mansukh. Pengetahuan terhadap hal-hal yang demikan lebih
mempertegas bahwa mereka memahami tujuan-tujuan
hukum Islam. Kelima, mereka juga menyaksikan secara
langsung perbuatan-perbuatan dan tingkah laku Nabi SAW,
dan dari merekalah didapatkan penafsiran dan penjelasan
terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW.

b. Sahabat adalah orang yang sangat memahami bahasa Arab,
sehingga dengan kelebihan itu mereka mampu memahami
ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, termasuk
mengetahui petunjuk-petunjuk dan makna-makna yang
tersimpan di dalamnya. Oleh karena itu mereka tidak
membutuhkan berbagai macam ilmu untuk memahami al-
Qur'an dan hadis sebagaimana hal itu dibutuhkan oleh
ulama-ulama sesudahnya.

c. Sahabat adalah orang-orang yang paling ikhlas dan bertakwa
kepada Allah SWT.

Dengan alasan-alasan sebagaimana di atas, tidak
diragukan lagi bahwa sahabat Nabi SAW merupakan orang-
orang yang sangat dalam keilmuan dan pemahamannya, dan
diyakini lebih memahami maqdshid al-syari’ah dibandingkan
dengan ulama-ulama sesudahnya. Oleh karena itu al-Syathibi
mengatakan bahwa sahabat adalah orang yang paling
memahami maqdshid al-syari’ah (tujuan-tujuan hukum Islam)



dan makna-makna terdalam dari nash.331 Hal ini karena
magqashid al-syart’ah tidak akan dapat dipahami kecuali dengan
memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW,
dan metode-metode mengistinbathkan hukum dari kedua
sumber tersebut, dan persyaratan itu secara sempurna sudah
dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW. Dengan demikian, qaul al-
shahabfi tidak diragukan lagi mempunyai hubungan yang jelas
dengan magqdshid al-syart’ah.

9. Hubungan Magqdshid al-Syari’ah dengan al-‘Urf

Al-‘urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat
pada suatu tempat atau semua tempat, baik dalam bentuk
perkataan maupun perbuatan.332 Kebiasaan-kebiasaan yang
dimaksud tentunya adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan
tidak bertentangan dengan nash dan akal yang sehat.

Sebagaimana diketahui, ajaran-ajaran Islam yang
berhubungan dengan muamalah banyak yang diinspirasi oleh
kebiasaan masyarakat Arab yang sudah ada pada masa Nabi
SAW. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang bertentangan
dengan kemaslahatan dan menghasilkan kemudharatan
dihapuskan oleh syariat Islam, seperti riba. Sedangkan
kebiasaan-kebiasaan yang baik dikukuhkan oleh Islam, seperti
keharusan memberi mahar dalam perkawinan, walaupun
dalam hal ini Nabi SAW lebih menyempurnakannya agar dapat
mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan seorang
perempuan dari  kemudharatan. Dengan  demikian
pelembagaan al-‘urf sebagai salah satu dalil hukum Islam
berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan
menghindarkan seseorang dari kemudharatan.

Berpedoman kepada pengakuan al-‘urf yang pernah
dilakukan oleh Nabi SAW, maka ulama membuat persyaratan
tertentu untuk menerima al-urf sebagai dalil atau
pertimbangan hukum. Hal itu karena al-urf yang akan
dijadikan dalil atau pertimbangan hukum harus memenuhi

331]bn Ishaq al-Syathibi, al-Muwdfagqadt..., op.cit., juz ke-3, h. 409

332Ljhat Musthafi Ahmad Zarqa', al-Madkhal al-Figh al-Am,
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), juz ke-1, h. 131; juga ‘Abd al-Wahhab Khallaf,
1im..., op.cit, h. 89



syarat-syarat sebagai al-‘urf yang shahih. Syarat-syarat itu

adalah:333

a. Al-‘urf mempunyai nilai yang menghasilkan maslahat dan
dapat diterima akal sehat. Artinya apabila kebiasaan
masyarakat tersebut tidak menghasilkan kemaslahatan yang
dikehendaki oleh al-Sydri’, maka tidak dapat diakui sebagai
al-‘urf. Misalnya kebiasaan masyarakat di suatu daerah atau
kelompok tertentu yang menghidangkan minuman-
minuman keras dalam pesta perkawinan mereka, walaupun
menurut mereka hal tersebut baik, tapi bertentangan
dengan salah satu maslahah yang mesti dipelihara, yaitu
hifzh al-’aql. Begitu juga halnya, apabila kebiasaan tersebut
tidak dapat diterima oleh akal sehat, maka tidak diakui
sebagai al-‘urf. Amir Syarifuddin mencontohkan hal ini
dengan kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya
dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah
suaminya. Mungkin hal ini dipandang baik oleh masyarakat
tertentu, tetapi bertentangan dengan akal sehat.

b. Al-‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-
orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau di
kalangan sebagian besar warganya. Misalnya kebiasaan
umum dan merata di kalangan pedagang yang menyediakan
faktur pembelian barang yang memiliki warna putih dan
merah. Apabila si pembeli membayar tunai, maka faktur
yang diberikan berwarna putih, dan jika transaksi jual beli
dilakukan dengan hutang, maka si pembeli menerima faktur
warna merah. Apabila kemudian hari terjadi perselisihan
antara pedagang dan pembeli dalam hal pembayaran, maka
menurut tradisi yang berlaku dalam dunia perdagangan si
pemegang faktur warna putihlah yang mesti dibenarkan.
Tradisi warna faktur ini pada akhirnya menghasilkan
kepastian hukum yang dapat merealisasikan kemaslahatan
dan menghindarkan seseorang dari kerugian.

c. Al-‘urfyang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu
telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan al-‘urf yang muncul

333Amir Syarifuddin, Ushul..., op.cit, h. 376-378; juga ‘Abd al-Karim
Zaidan, al-Wajiz..., op.cit., h. 256-257



kemudian. Artinya al-‘urf itu harus telah ada sebelum
penetapan hukum.

d. Al-‘urf itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil-dalil
syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang
pasti.

Dengan demikian, pelembagaan al-‘urf sebagai dalil dan
pertimbangan dalam memutuskan hukum syara’ sangat terkait
dengan keinginan untuk merealisasikan kemaslahatan dan
menghindarkan seseorang dari kemudharatan. Oleh karena itu
keberadaan al-‘urf adalah untuk mewujudkan tercapainya
tujuan hukum Islam itu sendiri (magqdshid al-syari’ah).

10. Hubungan Magqdshid al-Syari’ah dengan Syar'u Man

Qablana

Syar’u man qabland adalah hukum-hukum yang telah
disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para
Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk
diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad
SAW.334 Misalnya syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa
as, Nabi Isa as, Nabi Ibrahim as, dan Nabi-nabi lainya. Ulama
ushul figh sudah membicarakan dalam kajian mereka
berkenaan dengan syariat-syariat sebelumnya, apakah
diberlakukan juga untuk umat Nabi Muhammad SAW atau
tidak. Dalam hal ini ulama ushul mengklasifikasikan syariat
sebelumnya itu kepada tiga bentuk:33>
a. Syariat terdahulu yang terdapat dalam al-Qur'an atau

penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi
Muhammad SAW dan dijekasan pula dalam al-Qur'an atau
hadis Nabi bahwa yang demikian telah dinasakh dan tidak
berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Umpamanya
firman Allah SWT dalam surat al-An’am ayat 146:
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33¢Amir Syarifuddin, op.cit, h. 391
335[bid., h. 392-394



“Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala
binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, Kami
haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain
lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut
besar dan wusus atau yang bercampur dengan tulang.
Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan
mereka; dan Sesungguhnya Kami adalah Maha Benar.

Ayat ini menceritakan apa yang diharamkan Allah SWT
untuk orang Yahudi, kemudian dijelaskan pula dalam al-
Qur'an bahwa hal itu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi
Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam surat al-
An’am ayat 145:
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“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang
yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu
bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena
Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang
disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam
keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Di dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwa



ketentuan untuk umat Yahudi tersebut tidak berlaku bagi
umatnya, sebagaimana sabda Nabi SAW:

8 (e aaY Jasal g Hlial) s
“Dihalalkan untukku domba yang tidak pernah dihalalkan
untuk umat sebelumku”.
. Hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an maupun
hadis Nabi SAW disyariatkan untuk umat sebelumnya dan
dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW
dan dinyatakan juga berlaku untuk selanjutnya. Umpamanya
firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 183 yang
menyebutkan bahwa puasa disyariatkan untuk umat
terdahulu dan diwajibkan pula atas umat Nabi Muhammad
SAW: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum
kamu agar kamu bertakwa.

Di dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan tentang
berkurban yang sebelumnya merupakan syariat untuk Nabi
Ibrahim as, dan kemudian disyariatkan juga untuk umat
Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang berbunyi:

aa) ) oSl A Lgld ) ga
“Berkurbanlah, karena yang demikian itu merupakan sunnah
bapakmu, Ibrahim”.

Dengan demikian, walaupun syariat tersebut
merupakan syariat sebelumnya, tetapi diberlakukan kembali
terhadap umat Islam atas ketetapan dalam al-Qur'an dan
hadis Nabi SAW.

. Hukum-hukum yang disebutkan dalam al-Qur’an atau hadis
Nabi SAW, dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi
Muhammad SAW, namun secara jelas tidak dinyatakan
berlaku untuk umat Nabi Muhammad, juga tidak ada
penjelasan bahwa hukum tersebut telah dihapuskan
(nasakh). Bentuk ketiga inilah sebenarnya menjadi
pembicaraan ulama ushul dalam mengkaji apakah syariat
seperti itu juga berlaku untuk umat Islam atau tidak.
Misalnya firman Allah SWT tentang pelaksanaan hukuman
gishas dalam pidana penganiayaan yang berlaku
sebelumnya bagi umat Yahudi, di mana pemberlakuan
gishas harus sesuai dengan tindak pidana penganiayaan



yang dilakukan. Hal ini terdapat dalam surat al-Maidah ayat
45 yang berbunyi:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya
(Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata
dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga,
gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya.
Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
zalim”.

Berkenaan dengan syar’'u man qablana dalam bentuk
ketiga ini, ulama ushul figh berbeda pendapat dalam
menerimanya sebagai sebuah syariat yang berlaku untuk umat
Islam, yang dalam hal ini terdapat dua pendapat:33¢
1) Jumhur ulama Hanafiyah dan Hanabilah dan sebagian

Syafi’iyah dan Malikiyah, serta ulama kalam Asy’ariyah dan
Mu'tazilah berpendapat bahwa syar'u man qabland dalam
bentuk ketiga ini tidak berlaku bagi umat Islam. Hal ini
karena tidak ada penjelasan tentang hal itu yang juga berarti
bahwa syariat tersebut berlaku secara khusus bagi umat
sebelumnya dan tidak dapat diberlakukan secara umum
untuk umat Nabi Muhammad SAW.

2) Sebagian sahabat Abu Hanifah, sebagian ulama Malikiyabh,
sebagian sahabat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam
salah satu riwayatnya mengatakan bahwa syar'u man
qabland dalam bentuk ketiga itu berlaku untuk umat Nabi
Muhammad  SAW  selama  dihapuskan  (nasakh)

336Amir Syarifuddin, ibid, h. 396; lihat juga ‘Abd al-Wahhab Khalaf,
op.cit, h. 94; Selain dari dua pendapat di atas, ‘Abdillah al-Darwisy, guru
besar hukum Islam Fakultas Syari’ah Universitas Imam Muhammad Su’ud,
Riyadh, menambahkan satu pendapat lagi, yaitu pendapat yang tawaqquf
(tidak menerima dan tidak menolak), walaupun dalam hal ini ia tidak
menyebutkan tokoh-tokoh yang tawaqquf tersebut. Lihat ‘Abd al-Rahméan
ibn ‘Abdillah al-Darwisy, al-Syard’i’ al-Sdbiqah wa Mada Hujjiyatihd fi al-
Syari’ah al-Islamiyyah, (Riyadh: [tp], 1410 H), h. 269; sedangkan menurut al-
Syaukaniy, tokoh yang tawaqquf dalam hal ini adalah ibn al-Qusyairi dan ibn
Burhan. Lihat al-Syaukaniy, Irsydd..., op.cit, h. 240



pemberlakuannya. Pemberlakuan syar’u man qabland dalam
bentuk ketiga ini menurut Amir Syarifuddin bukan karena ia
merupakan syariat sebelumnya atau dalil yang berdiri
sendiri, tetapi karena ketentuan tersebut terdapat dalam al-
Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Menurut ibn Mas’ad al-Y{mi,
hakikatnya ketika itu kita tidak mengamalkan syariat-syariat
terdahulu itu, tetapi sebenarnya mengamalkan syariat kita
sendiri, karena ketentuan hukum tersebut terdapat dalam
sumber hukum yang wajib diikuti umat Islam, al-Qur'an dan
Sunnah.337 Selama ketentuan tersebut tidak dinasakhkan
secara jelas oleh syariat Islam, maka menurut al-Syaukaniy,
syariat tersebut juga merupakan syariat yang berlaku untuk
umat [slam.338
Konsekwensi dari penolakan dan penerimaan syar’u
man qabland dalam bentuk ketiga ini terlihat dalam
kesimpulan hukum ulama figh. Misalnya dalam menetapkan
persyaratan diberlakukannya hukum qishas pada kasus
pembunuhan yang dilakukan oleh seorang merdeka terhadap
budak, atau muslim terhadap kafir dzimmi. Dalam hal ini Malik,
al-Syafi’i, dan Ahmad ibn Hanbal menetapkan bahwa keduanya
(si pembunuh dan yang dibunuh) harus sama kondisi dan
kedudukannya (kafa'ah). Dalam hal ini mereka menilai bahwa
antara orang merdeka dan budak atau muslim dan kafir
dzimmi tidak setara, oleh karena itu tidak diberlakukan hukum
gishas apabila orang merdeka membunuh budak atau muslim
membunuh kafir dzimmi.33° Sedangkan Abu Hanifah
berpendapat bahwa hukuman qishas wajib dilakukan dalam
pembunuhan seperti itu, karena ia tidak mensyaratkan kafa'ah
yang sedemikian rupa dalam pembunuhan.340 Agaknya
perbedaan pendapat ini salah satunya disebabkan oleh prinsip
mereka dalam menerima syar’'u man qabland, khususnya dalam
memahami keumuman QS al-Maidah ayat 45 di atas, yaitu

337Ibn Mas’lid al-YGmi, Maqashid..., op.cit, h. 616

338A]-Syaukani, loc.cit

339‘Abd al-Qadir ‘Audah, al-Tasyri’ al-Jind’iy al-Isldmiy Muqdranan bi al-
Qantin al-Wadh'’iy, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), cet. Ke-11, juz ke-2,
h.119

340Jpid, h. 121



potongan ayat anna al-nafs bi al-nafs (jiwa dibalas dengan
jiwa).

Menurut analisa penulis, pada dasarnya tidak ada
penolakan yang mendasar dari Imam Malik, al-Syafi’i, dan
Ahmad ibn Hanbal terhadap syar'u man qabland ini, karena
dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya mereka tidak
selalu menyetarakan antara si pelaku dan korban, seperti
pembunuhan yang dilakukan oleh orang dari kalangan
terhormat terhadap masyarakat biasa, anak kecil terhadap
orang dewasa, orang pandai terhadap orang bodoh, laki-laki
terhadap perempuan, dan sebagainya.34! Penekanannya hanya
pada pada ketidaksetaraan antara merdeka dengan budak dan
muslim dengan kafir dzimmi. Pengecualian terhadap dua hal ini
didasarkan kepada ketentuan lain dalam hadis Nabi SAW.342
Artinya, hadis Nabi SAW tersebut telah mentakhsis ketentuan
umum yang terdapat dalam QS surat al-Maidah ayat 45.
Ketentuan figh yang dihasilkan tentunya dimaksudkan untuk
mewujudkan kemaslahatan dan menolak hal-hal yang
menghasilkan mudharat, sebagaimana tujuan yang hendak
dicapai oleh hukum Islam. Di samping itu, bila dikatakan
mereka menolak syar'u man qabland secara mutlak, tentunya
hukum-hukum pembunuhan, perzinaan, pencurian, dan
sebagainya mestinya juga ditolak, karena larangan-larangan itu
juga merupakan syar’'u man qabland. Oleh karena itu, selama
ketentuan hukum itu terdapat dalam al-Qur’an dan hadis, dan
tidak diketahui ada dalil yang menasakhnya, secara tidak
langsung syar’u man qabland diterima sebagai dalil hukum oleh
ulama. Perbedaannya hanya dalam mengistinbathkan hukum

341pid, h. 119

342Hadis tentang larangan mengqishas orang merdeka disebabkan
membunuh budak di antaranya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan
oleh Abu Dawud dari Qatadah, “Id yuqtalu hurrun bi ‘abdin”. Lihat Abi
Dawiid Sulaiman [ditahqiq oleh Muhammad Muhyi al-Din ‘Abd al-Hamid],
Sunan Abi Dawiid, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, [tth]), juz ke 4, h. 176.
Sedangkan hadis tentang larangan menggqishas seorang muslim karena
membunuh orang kafir di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-
Bukhari dari ‘Ali ibn Abi Thalib, “la yuqtalu mu'min bi kdfir”. Lihat al-
Bukhari, al-Jami’..., op.cit, juz ke 9, h. 12; juga AbG Dawid, Sunan..., op.cit,
juz ke-4, h. 180



dari ayat tersebut sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan

mereka menggali dan memahami ayat, sebagaimana
perbedaan dalam memahami ayat-ayat atau hadis-hadis
lainnya.

Dengan demikian, karena syar'u man qabland
merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dan
dikukuhkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, maka
hubungannya dengan maqdshid al-syari’ah cukup jelas.
Berdasarkan kajian-kajian terdahulu, seluruh ketentuan hukum
yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah ditujukan untuk
merealisir kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di
akhirat kelak. Apabila ia tidak dapat merealisasikan tujuan al-
Syari” dalam menetapkan hukum, tentu saja tidak akan
ditempatkan di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW.

11. Hubungan Magqdshid al-Syari’ah dengan al-Istishab

Al-Istishab adalah memberlakukan ketentuan yang lama
sebelum adanya ketentuan baru yang mengubahnya.343
Ketentuan hukum yang lama itu menurut ibn Hazm harus
berdasarkan petunjuk nash dan perubahannya pun mesti
dengan nash pula.3* Dengan makna yang sama al-Syaukani
mendefinisikan dengan ketetapan yang pernah berlaku
sebelumnya, dan pada dasarnya ketentuan itu tetap
diberlakukan pada masa yang akan datang selama tidak ada
ketentuan lain (dalil) yang mengubahnya.345 Dalam
penjelasannya al-Syaukani mengatakan, yang dikutipnya dari
kitab al-Kdfiy karya al-Khawarizmiy, bahwa apabila seorang
mufti ditanya tentang suatu persoalan yang jawabannya
mestinya ada di dalam al-Qur’an, Sunnah, [jma’, atau qiyas,
tetapi tidak dapat ditemukan oleh mufti, maka mufti harus
mengembalikan jawaban persoalan tersebut kepada al-istishdb.
Al-istishdb yang dimaksud boleh jadi dalam rangka meniadakan
(al-nafiy) suatu hak atau menetapkan (al-itsbhat) suatu hak. Bila
terdapat keraguan dalam meniadakan atau membatalkan

3#3Muhammad Musthafa Syalabi, Ushill.., op.cit, h. 337; juga
Muhammad Khudhari Beik, Ushiil.., op.cit, h. 356; Wahbah al-Zuhailiy,
Ushill..., op.cit, juz ke-2, h. 859;

344lbn Hazm, al-Ihkdm...,op.cit,, juz ke-5, h. 3

345A]-Syaukaniy, op.cit., h. 237



hukum yang sudah berlaku sebelumnya, maka mufti harus
mengembalikan kepada ketentuan asal, yaitu mengukuhkan
hukum yang sudah tetap itu. Sebaliknya bila keraguan itu
berkenaan dengan menetapkan hukum yang baru, maka
sebaiknya mufti berpegang kepada kaedah untuk tidak
menetapkan hukum yang baru.346

Berdasarkan penjelasan ini dapat dicontohkan dengan
kasus orang hilang (al-mafqid). Hilangnya seseorang akan
berdampak kepada hukum-hukum lainnya, baik dalam
pernikahan, kewarisan, dan sebagainya. Dalam hal pernikahan
misalnya, apabila seorang suami yang pergi merantau dan tidak
pernah ada kabar beritanya untuk waktu yang lama, maka hal
ini akan berdampak kepada status hukum yang harus
ditetapkan untuk istrinya. Apakah si istri masih dipandang
sebagai istri sah dari suaminya itu atau harus ditetapkan
hukum baru untuknya sebagai janda. Begitu juga dalam hal
kewarisan, apakah dengan mafqiidnya seseorang dianggap
sudah meninggal dunia, yang berdampak kepada dibaginya
warisan yang ditinggalkannya, atau statusnya ditetapkan masih
hidup sehingga harta warisan yang ditinggalkannya belum
boleh untuk dibagikan.

Dengan demikian terlihat bahwa pembicaraan tentang
al-istishab  disebabkan tidak ditemukannya dalil yang
mengubah ketentuan lama untuk memberlakukan ketentuan
yang baru (al-istishdb ‘ind ‘adam al-dalil). Berkenaan dengan
ini, ulama ushul figh memperbincangkan kehujjahannya
apakah ketiadaan dalil itu dapat dijadikan pertimbangan dalam
menetapkan hukum.

Menurut Wahbah al-Zuhailiy, setidaknya terdapat tiga
pendapat ulama tentang kehujjahan al-istishdb ini, yaitu:347
a. Mayoritas ulama kalam berpendapat bahwa al-istishdb tidak

dapat dijadikan dalil dalam mengistinbathkan hukum,
karena ketetapan hukum harus didasarkan kepada dalil
yang jelas, baik pada hukum yang lama (al-zamdn al-awwal)
maupun pada hukum yang baru (al-zamdn al-tsaniy). Dalam

346A]-Syaukaniy, ibid
347Wahbah al-Zuhailiy, Ushiil..., op.cit., juz ke-2, h. 867-868



hal ini, menurut al-Syaukaniy, sebagian ulama Hanafiyah
juga berpendapat sama.348

b. Jumhur ulama Hanafiyah generasi terakhir berpendapat
bahwa al-istishab dapat dijadikan hujjah dalam rangka
menolak dan meniadakan hukum yang baru, bukan untuk
menetapkan hukum yang baru. Dalam hal ini, kelompok
yang kedua ini berpegang kepada kaidah figh al-ashlu baqa’
ma kdna ‘ald md kana3#° (pada dasarnya suatu hukum tetap
berlaku sebagaimana ketentuan sebelumnya). Misalnya
tetapnya kepemilikan seseorang terhadap harta benda
dengan transaksi yang dilakukan sebelumnya, dan al-
istishdb menjadi hujjah di sini untuk menolak gugatan orang
lain yang bertujuan untuk menghilangkan kepemilikannya
terhadap harta itu, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan
bahwa hak kepemilikannya sudah berakhir atau hilang.

c. Jumhur wulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan
Zhahiriyah berpendapat bahwa al-istishdb menjadi hujjah
secara mutlak, baik dalam menetapkan hukum yang lama
maupun menetapkan hukum yang baru (al-ijabiy wa al-
salabiy)350. Ulama Syi'ah dalam hal ini juga mengeluarkan
pendapat yang sama.3>1 Oleh karena itu, berkenaan dengan

348A1-Syaukaniy, loc.cit

349Kaidah ini dapat dilihat antara lain pada ibn Nujaim al-Hanafiy
[ditahqiq oleh Muhammad Muthi’ al-Hafizh], al-Asybah wa al-Nazhd'ir,
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), cet. Ke-4, h. 62; juga ‘Ali Ahmad al-Nadwiy,
al-Qawda’id..., op.cit, h. 295, 318, dan 417

350Al1-Syaukaniy, loc.cit

351Salah satu contoh ijtihad ulama Syi'ah tentang al-istishdb adalah
tentang pembagian waktu-waktu shalat fardhu yang dibagi kepada tiga,
yaitu; pertama, waktu awal (waktu utama), dan pada waktu ini hanya boleh
dilaksanakan shalat tertentu saja, seperti Zhuhur saja atau Ashar saja.
Kedua, waktu ikhtiar, dan dalam waktu ini boleh dilaksanakan dua shalat
sekaligus seperti shalat Zhuhur dan Ashar. Ketiga, waktu dharurah, yang
mana pada waktu ini hanya boleh dilakukan shalat tertentu saja seperti
Zhuhur atau Ashar saja. Hal ini juga dapat dilihat dari pendapat Imam Ja'far
yang menyatakan bahwa apabila matahari sudah tergelincir maka masuklah
waktu Zhuhur sekedar untuk shalat 4 rakaat. Setelah itu masuklah waktu
Zhuhur dan Ashar bersamaan sampai tersisa beberapa saat yang hanya
cukup untuk shalat 4 rakaat, saat itu keluarlah waktu Zhuhur dan tinggallah
waktu Ashar saja sampai matahari terbenam. Lebih lanjut Imam Ja'far



kasus mafqiidnya seseorang, sebagaimana dikemukakan
sebelumnya dalam hal kewarisan, menurut pendapat yang
ketiga ini, ketentuan yang ditetapkan kepadanya adalah
dengan menganggapnya masih hidup untuk diberikan hak-
haknya sebagai ahli waris (al-ijjabiy), dan menetapkannya
sudah meninggal dunia agar harta yang ditinggalkannya
dapat dibagi oleh ahli warisnya (al-salabiy). Hanya saja
ulama Hanabalah memberikan batas waktu maksimal 4
(empat) tahun dari kepergiannya sebelum hartanya dibagi
oleh ahli warisnya, sedangkan untuk statusnya sebagai
seorang suami dari istri yang ditinggalkannya ulama
Hanabilah tidak menjelaskannya. Akan tetapi berdasarkan
prinsip penerimaan mereka secara mutlak terhadap al-
istishdb, agaknya pendapat mereka sama dengan
pendapatnya dalam hal kewarisan. Sedangkan menurut
ulama Hanafiyah, tidak boleh ditetapkan untuknya hak yang
baru, berupa kewarisan dan wasiat dari orang lain, dan harta
benda yang dimilikinya masih diakui sebagai harta miliknya
sama seperti sebelum kepergiannya. Dengan al-istishab
dianggap ia masih hidup, yang gunanya untuk menolak
akibat-akibat yang timbul atas kematiannya, seperti
pembagian hartanya di kalangan ahli waris dan perceraian
dengan istrinya. Begitu juga al-istishdb tidak berlaku dalam

berkata bahwa setiap shalat punya dua waktu, dan waktu yang pertama
adalah waktu yang utama. Ulama Syi'ah sepakat (ijma’) bahwa shalat
Zhuhur dan Ashar mempunyai waktu masing-masing dan waktu bersama-
sama. Al-Thisi menambahkan bahwa sesaat sebelum terbenam matahari
jika masih tersisa waktu untuk mengerjakan 5 rakaat shalat, maka seukuran
4 rakaat adalah waktu khusus Ashar dan ukuran 1 rakaat akhir adalah
waktu yang diperbolehkan shalat Zhuhur. Pada waktu ini wajib bagi
seseorang untuk melakukan kedua shalat tersebut [tentunya bagi mereka
yang belum shalat]. Akan tetapi jika hanya menyisakan 4 rakaat saja maka
yang diwajibkan hanya shalat Ashar karena tidak ada dalil yang
membolehkan shalat Zhuhur pada waktu itu. Menurut al-Thisi, ketentuan
ini didasarkan kepada kaedah al-istishdb. Lihat Syaikh al-Tha‘ifah Abu Ja’far
Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thsi, al-Mabsiith Fi Figh al-Imdmiyyah,
(Taheran, al-Maktabah al-Murtdhayyah Li Thya" al-Atsar al-]Ja’fariyyah,
[t.th]), juz ke-1, h. 73; juga Muhammad Jawad Mughniyyah, Figh Imam Ja'far
Shadig, terj. Samsuri dKk, judul asli, Figh al-Imdm Ja'far al-Shddiq ‘Aradh wa
Istidldl, (Jakarta: Lentera, 2001), cet. 2, h. 123



memindahkan milik orang lain kepadanya. Oleh karena itu ia
masih ditetapkan sebagai orang yang masih hidup dalam
hubungannya dengan harta milik dan istrinya, hingga
didapatkan dalil lain yang membuktikan kematiannya atau
diputuskan oleh pengadilan. Dengan demikian orang yang
mafqud dipandang masih hidup berkenaan dengan hak-hak
keperdataannya, dan dianggap sudah meninggal dunia bila
dihubungkan dengan hak orang lain.3>2
Menurut Abu Zahrah, ulama ushul membagi al-istishdb
ini kepada empat empat bentuk, yaitu:

1) Al-istishab al-bard’ah al-ashliyah, atau bard’ah al-‘adam al-
ashliyah dalam istilah ibn al-Qayyim. Maksudnya adalah
bebasnya seseorang dari tanggungjawab dan beban (taklif)
keagamaan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa taklif
itu dibebankan kepadanya. Misalnya tidak ada taklif untuk
anak kecil sampai ia mencapai usia dewasa (baligh), atau
tidak adanya hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan
perempuan sampai dilakukan pernikahan antara keduanya.

2) Al-istishab atas petunjuk syara’ atau berdasarkan akal yang
sehat terhadap keberadaannya. Misalnya keraguan
seseorang dengan hutangnya. Secara al-istishdb ia masih
dipandang berhutang selama tidak ada petunjuk bahwa ia
sudah membayar hutangnya atau sudah dibebaskan dari
hutangnya itu. Begitu juga seseorang masih dipandang halal
berhubungan suami istri sampai ada dalil yang
menunjukkan bahwa pernikahan mereka sudah berakhir.
Ketentuan ini ditetapkan dengan hukum syara’, dan
berdasarkan akal sehat dapat diterima selama tidak ada
petunjuk yang mengubahnya.

3) Al-istishdb al-hukm, yaitu hukum asal sesuatu dalam bentuk
dibolehkan atau dilarang. Kebolehan terhadap sesuatu tetap
berlaku seperti itu selama tidak ada dalil yang melarangnya,
dan begitu juga sebaliknya.

4) Al-istishab al-washf, yaitu ketentuan yang berhubungan sifat
yang masih dipertahankan seperti itu selama tidak dalil yang
mengubah sifat itu. Misalnya tentang kewarisan orang yang

352Wahbah al-Zuhailiy, Ushiil..., op.cit., juz ke-2, h. 869



mafqud, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, atau
sifat air yang tetap dipandang suci selama tidak ada tanda
yang menunjukkan kenajisannya.

Dari penjelasan tentang al-istishdb di atas, dapat
dipahami bahwa ketentuan yang didasarkan kepada al-istishab
juga ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan
menghindarkan seseorang dari kemudaratan. Misalnya, anak
kecil tidak akan diberikan beban taklif sebelum ia mampu
untuk memikul beban tersebut, dan apabila kepadanya tetap
diberikan beban taklif, maka tentunya akan menimbulkan
kesulitan bagi dirinya dan menolak kesulitan itu merupakan
bagian dari tujuan penetapan hukum. Itulah sebabnya taklif itu
diberikan kepadanya setelah ia dewasa (baligh). Begitu juga
halnya dengan ketetapan ulama ushul bahwa apapun yang
akan dilakukan oleh manusia, dalam bidang muamalah,
dipandang boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.
Ketentuan ini cukup memberikan kemudahan bagi manusia
untuk melakukan aktifitasnya dalam bermuamalah, dan
mendapatkan kemudahan itu merupakan bagian dari tujuan al-
Syari’ dalam menetapkan hukum. Setidaknya contoh-contoh di
atas sudah cukup menggambarkan bahwa penggunaan al-
istishab sebagai dalil hukum Islam akan menghasilkan
kemaslahatan bagi manusia, baik dalam urusan ibadahnya,
muamalahnya, dan sebagainya. Dengan demikian antara al-
istishdb dan magqdshid al-syarf’ah mempunyai keterkaitan jelas.

Berdasarkan pemaparan di atas, berkenaan dengan
hubungan antara magqdshid al-syari’ah dengan dalil-dalil hukum
Islam, dapat dipahami bahwa magqdshid al-syari’‘ah bukan
sebuah ilmu yang berdiri sendiri di luar ushul figh, tetapi ia
harus mengilhami setiap ketetapan hukum yang dilahirkan
oleh mujtahid. Dengan kata lain, dengan melakukan istinbath
hukum melalui metode-metode di atas, yang menjadi tujuan
mujtahid adalah agar hukum yang ditetapkannya dapat
merealisir kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun
di akhirat. Oleh karena itu, suatu hal yang berlebihan jika ada
yang berpendapat bahwa magqdshid al-syart’ah, dalam hal ini
maslahah, dapat menjadi dalil hukum mandiri, sebagaimana
dikemukakan oleh al-Thiifi dan ibn ‘Asyiir. Apabila pendapat



terakhir ini dibenarkan, maka akan muncul maslahah-
maslahah menurut akal manusia yang dimungkinkan
bertentangan dengan nash dan ijma’, dan tentunya suatu hal
yang berlebihan juga ketika akal yang hanya menghasilkan
kesimpulan yang zhanni lebih diutamakan dari nash atau ijma’
yang disepakati keqath’iannya oleh ulama.

Oleh karena itu, teori maqdshid al-syari’ah lebih pantas
dikatakan sebagai pemandu bagi mujtahid dalam menetapkan
hukum, agar hukum yang ditetapkan tidak melenceng dan
sesuai dengan yang dikehendaki oleh al-Syari’. Dalil-dalil
hukum manapun yang akan digunakan oleh seorang mujtahid,
apabila mereka sungguh-sungguh memperhatikan magqashid al-
syart’ah, diduga kuat (al-mazhinnah) dapat mewujudkan tujuan
hukum Islam itu, yaitu jalb al-mashalih wa daf’u al-mafasid.



BAGIAN KELIMA
APLIKASI FIQH MAQASHID DALAM FATWA

A. Pemikiran Hukum Yasuf al-Qaradhawi Tentang
Maqashid al-Syari’ah
1. Landasan Pemikirannya

Yihsuf al-Qaradhawi merupakan salah seorang tokoh
yang cukup serius memperhatikan masalah mdqdshid al-
syari’ah sekaligus banyak memberikan fatwa. [a termasuk salah
seorang tokoh pemikir pembaharu yang secara serius telah
menfokuskan perhatiannya terhadap hukum Islam. Fatwa-
fatwanya secara khusus telah dibukukan dengan judul Min
Hadyi al-Islam Fatdwd al-Mu’dshirah, di samping fatwa-fatwa
lainnya yang tersebar pada berbagai tulisannya yang lain yang
cukup banyak memuat ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Dalam pernyataannya, Ylsuf al-Qaradhawi mengatakan:
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"Orang-orang yang membaca karya-karyanya dalam bidang figh
atau tulisan yang mengarah ke sana akan menemukan
perhatian saya terhadap maqashid al-syari'ah".

[a mencontohkan beberapa tulisannya yang banyak
mengandung mdqdshid al-syari’ah, seperti al-Madkhal li
Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyyah (Pengantar Studi Islam), Kaifa
Nata’dmal ma’a al-Qurdn al-‘Azhim (Bagaimana Cara
Mengamalkan al-Qur'an), Kaifa Nata’dmal ma’a al-Sunnah al-
Nabawiyyah (Bagaimana Mengamalkan Hadis Nabi), al-Siydsah
al-Syar’iyyah fi Dhau’ Nushis al-Syari'ah wa Magqdshidiha
(Politik Islam Menurut Bimbingan Syar'iat dan Tujuannya),
Syart’ah al-Islam Shalihah li Tathbiq fi Kulli Zamdn wa Makdn
(Syariat Islam Cocok Untuk Diterapkan pada Setiap Masa dan
Tempat), Taysir al-Figh fi Dhau’ al-Qur’dn wa al-Sunnah
(Konsep Kemudahan dalam Figh Menurut Bimbingan al-Qur an
dan Sunnah), Madkhal Ii Ma'’rifah al-Islam (Mengenal Islam

353Y{suf al-Qaradhawi, Dirdsah fi Figh Mdaqashid al-Syari’ah Bain al-
Magqashid al-Kulliyyah wa al-Nushils al-Juz'iyyah, (Kairo: Dar al-Syurig,
2008), cet ke-3,h. 13



Sebuah Pengantar), Fi Figh al-Awlawiyydt (Figh Prioritas), Fi
Figh al-"Aqaliyydt (Figh Minoritas), dan Fi Figh al-Dawlah fT al-
Isldm (Figh Negara dalam Islam). Di samping itu juga dapat
dijumpai perhatiannya terhadap mdqdshid al-syari’ah dalam
karyanya al-Haldl wa al-Hardm fT al-Islam (Halal dan Haram
dalam Islam), Figh al-Zakdh (Figh Zakat), dan Fatdwd al-
Mu’dshirah (Fatwa-fatwa Kontemporer),3>4 dan beberapa karya
lainnya.

Walaupun Yasuf al-Qaradhdwi menyatakan tingginya
perhatiannya kepada mdqdshid al-syari’ah pada sebagian
karyanya sebagaimana di atas, namun perlu ditegaskan bahwa
karya-karya Ylsuf al-Qaradhdwi tersebut bukan membahas
teori maqadshid al-syari’‘ah secara khusus. Pembahasan-
pembahasannya, khususnya dalam bentuk memberikan fatwa
dan ijtihad, dapat dipahami sebagai penerapan mdgqdshid al-
syart’ah sesuai dengan pemahaman Yisuf al-Qaradhawi sendiri.

Lebih lanjut Yasuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa
mdqdshid al-syari’ah adalah: g
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"Adapun yang dimaksud dengan magqashid al-syari'ah adalah
tujuan-tujuan yang menjadi target nash (teks), baik dalam
bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, maupun dalam
bentuk kebolehan. (Juga menjadi target) hukum-hukum juz'iy
untuk diterapkan pada kehidupan manusia, baik kehidupan
individu, keluarga, jamaah, dan umat. Di samping itu maqdshid
al-syari’ah juga dapat diartikan dengan hikmah-hikmah [baca;
rahasia-rahasia hukum] yang menjadi tujuan ditetapkannya
hukum”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa magqdshid al-
syarif’ah menurut YGsuf al-Qaradhawi adalah tujuan dari
sebuah penetapan hukum pada setiap perintah dan larangan
Allah SWT dan Rasul-Nya yang terkadang dapat juga

354]bid., h. 13-14
355]bid., h. 20-21



diistilahkan dengan rahasia-rahasia hukum. Pengetahuan
tentang tujuan-tujuan tersebut pada akhirnya berguna untuk
direalisasikan untuk menjawab persoalan-persoalan yang
muncul pada individu seseorang, persoalan keluarga, jamaah,
dan persoalan umat secara umum.

Lebih lanjut Ylsuf al-Qaradhawi mengatakan:
O O 2 Oad Leie Y By i due LA HSAI Jlally aaliall 4 e
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"Bahwa sesungguhnya pengetahuan tentang tujuan-tujuan dan
"illat-"illat hukum merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan
bagi mereka yang ingin mempelajari syari'ah dan ingin
mengetahui secara mendalam hakikat dan rahasia syari'ah".

Oleh karena itu, sejalan dengan al-Syathibl (w. 790 H),
Yhsuf al-Qaradhawi mensyaratkan bagi seorang mujtahid
untuk belajar secara mendalam tentang mdgqdshid al-syari’ah.
Ketidakmengertian seseorang terhadap mdqdshid al-syari’ah
akan memunculkan fatwa yang hanya akan menyulitkan
manusia,3>” dan dimungkinkan akan terjerumus Kkepada
kesalahan, di mana bisa saja ia membatalkan sesuatu yang yang
seharusnya ditetapkan atau menetapkan sesuatu yang
seharusnya dibatalkan.358

Untuk memperjelas pengertian ini Y{suf al-Qaradhawi
membedakan antara ‘illat hukum dengan hikmah hukum.
Menurutnya, ‘illat itu terkadang sesuai bagi hukum, seperti
ketetapan ahli ushul figh bahwa ‘illat dibolehkannya shalat
qashar dan berbuka adalah karena safar (melakukan
perjalanan). Sedangkan hikmah adalah kesusahan yang
dirasakan oleh seseorang melakukan shalat dan berpuasa
dalam perjalanan. Dalam contoh ini Yasuf al-Qaradhawi

356Y{suf al-Qaradhawi, Madkhal Li Dirdasah al-Syariah al-Islamiyah,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), cet.ke-1, h. 76; juga ‘Isham Talimah,
Manhaj Fiqh Yisuf al-Qaradhdwi, judul asli, Yisuf al-Qaradhdwi Faqihan, ter;.
Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 142; juga Y{suf al-
Qaradhawi, Figh Mdgqdshid.., op.cit, h. 35; bandingkan dengan Yasuf al-
Qaradhawi, al-Ijtihdd..., op.cit, h. 44

357Isham Talimah, Manhaj Figh..., op.cit, h. 76

358Y{suf al-Qardahawi, Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih,
judul asli Taysir al-Figh li al-Muslim al-Mu'ashirah, alih bahasa Zuhairi
Misrawi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), cet.ke-1. h. 101



sepertinya menolak berdalil hanya dengan hikmah semata (al-
hikmah al-munfarid), karena kesusahan yang dirasakan oleh
seorang musafir berbeda-beda, bahkan ada yang tidak merasa
susah atau sulit sama sekali. Apabila hukum ditetapkan dengan
hikmah tentu saja akan menimbulkan hukum yang berbeda
untuk kasus yang sama, dan hal ini suatu hal yang tidak
mungkin.3>

Lebih lanjut YiGsuf al-Qaradhdwi mengatakan, bahwa
kadang-kadang hikmah dan tujuan hukum yang terletak di
balik suatu hukum itu cukup jelas, namun kadang-kadang
cukup sulit dan samar kecuali bagi mereka yang betul-betul
ahli dan sangat mendalami ilmu syariat. Artinya mereka
melihat suatu hukum dengan wawasan yang cemerlang dan
menyeluruh dan mampu menggabungkan hal-hal yang
terpisah.360 Ketika hikmah itu jelas, YGsuf al-Qaradhawi
cenderung untuk mengambil hikmah sebagai alasan hukum.
Misalnya hikmah yang didapat dengan penelitian biasa, seperti
hikmah pembagian warisan antara anak laki-laki dan
perempuan, sebagaimana ketent}lan QS al-Nisa" ayat 11:
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"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama
dengan bagian dua orang anak perempuan...".

Sebagian orang ada yang mempertanyakan ketentuan
ini, kenapa pembagian warisan antara anak laki-laki dan
perempuan berbeda? Bukankah mereka sama-sama manusia
yang berasal dari asal yang satu, anak yang sama, dan derajat
yang sepadan? Namun bagi orang-orang yang meneliti hukum-
hukum dan menggabungkan antara satu hukum dengan hukum
lainnya, akan mengetahui bahwa perbedaan itu karena adanya
perbedaan kewajiban dan tanggungjawab terhadap harta yang
dipikulnya, dan ini sebuah keadilan hukum.3¢1 Apa yang
disimpulkan oleh Yasuf al-Qaradhawi ini sebenarnya telah

359/pid,, h. 18-19
360Y{suf al-Qaradhawi, Fikih Taysir..., ibid., h. 101
361Y{isuf al-Qaradhawi, Dirdsah fT Figh Maqdshid..., op.cit, h. 22



memperkuat ketentuan Allah SWT dalam pembagian warisan.
Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak membantah
ketentuan Allah SWT, tetapi sebaliknya semakin termotivasi
untuk melaksanakan hukum tersebut.

Untuk menjelaskan posisinya dalam kajian mdqdshid al-
syarf’ah  ini,  YGOsuf al-Qaradhawi terlebih  dahulu
mengemukakan tiga kecenderungan ulama dalam memahami
nash, yaitu:362
Pertama, aliran pemikiran yang lebih bergantung kepada teks-
teks juz'ly (partikular), memahaminya dengan pemahaman
literal dan jauh dari maksud-maksud syari'at. Aliran ini disebut
Zhdhiriyah al-Judiid (Zhdhiriyah baru). Mereka adalah aliran
pemikiran hukum yang mengingkari adanya ta'lil al-ahkdm
(mencari-cari alasan hukum), dan lebih jauh menolak
mengkaitkan sesuatu hukum dengan hikmah dan tujuan-tujuan
yang hendak diwujudkan dengan hukum tersebut. Pada
dasarnya mereka mewarisi tradisi kelompok Zhdhiriyah
sebelumnya, tetapi kurang mewarisi keluasan ilmu mereka,
terutama berkenaan dengan hadis-hadis dan atsar-atsar
sahabat.

Kedua, aliran pemikiran hukum yang sangat berlebihan dalam
memahami mdqdashid al-syari’ah, sehingga kecenderungan
mereka adalah lebih mengutamakan berpegang kepada ruh
syariat dan agama dan akibatnya mengabaikan ketentuan-
ketentuan teks-teks partikular yang ada di dalam al-Qur‘an dan
Sunnah. Mereka mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan
juga sudah dipraktekkan oleh Umar ibn al-Khatab, di mana
beberapa ayat al-Qur’an dan Sunnah tidak diberlakukan ketika
bertentangan dengan kemaslahatan. Menurut Ydsuf al-
Qaradhawi, klaim mereka ini tidak benar karena Umar ibn al-
Khatab telah melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan al-
Quran dan Sunnah. Kelompok ini disebut sebagai al-
mu'aththilah al-judiid (penganulir baru).

Ketiga, aliran pemikiran moderat (madrasah al-washathiyah)
yang tidak mengabaikan teks-teks partikular dari al-Qur’an dan
Sunnah, tetapi dalam satu waktu juga tidak memisahkannya

362]pid., h. 39-42



dari tujuan-tujuan umum ditetapkannya syariat ini. Bahkan
teks-teks partikular tersebut dipahami dalam bingkai tujuan-
tujuan umum tersebut.

Yiasuf al-Qaradhawi menempatkan dirinya pada jajaran
kelompok ketiga dari ketiga kelompok aliran pemikiran hukum
ini, yaitu berpikir moderat (mengambil jalan tengah) antara
kelompok zhdhiriyah al-judiid dan al-mu'aththilah al-judiid.
Artinya tidak terlalu tekstual dalam memahami sebuah teks
sehingga mengabaikan tujuan-tujuan umum yang hendak
diwujudkan oleh hukum Islam, dan tidak pula terlalu longgar
dalam menerapkan mdgqdshid al-syari’ah, sehingga seringkali
menolak ketentuan-ketentuan khusus yang dalam al-Qur'an
dan Sunnah apabila bertentangan dengan kemaslahatan yang
mereka pikirkan.

Pengelompokan aliran pemikiran sebagaimana di atas,
sebenarnya sudah disampaikan oleh al-Syathibi (w. 790 H).
Dalam kitab al-Muwdfaqadt, al-Syathibi (w. 790 H) mengatakan
bahwa dalam memahami ketentuan-ketentuan Allah SWT dan
Rasul-Nya, juga terdapat tiga kecenderungan berpikir, yaitu;
pertama, kelompok berpikir tekstual dan tidak beralih dari
ketentuan tekstual ini, sehingga mereka menolak berdalil
dengan qiyas. Ini yang biasa dilakukan oleh ulama Zhdahiriyah;
kedua, kelompok yang mengatakan bahwa madgqdshid al-syari’ah
tidak ditunjukkan oleh zhdhir suatu lafazh, tetapi ditunjukkan
oleh sesuatu yang ada di balik lafazh itu. Orang yang hanya
berpegang kepada zhdhir lafazh tidak akan menemukan
madgqdshid al-syari’ah. Inilah yang dilakukan oleh ulama al-
Bathiniyah. Di samping itu, masih dalam bentuk ini, ada aliran
pemikiran yang sepertinya masih mengaitkan antara madqdshid
al-syart’‘ah  dengan pengertian lafzhiyah, tetapi ketika
pengertian lafzhiyah bertentangan dengan rasio (akal), maka
yang diutamakan adalah pengertian yang didapatkan
berdasarkan akal. Kelompok ini disebut wulama al-
muta ammigqin fi al-qiyds; ketiga, ulama yang menggabungkan
antara kedua aliran pemikiran di atas, yang diistilahkan oleh al-
Syathibi (w. 790 H) dengan ulama al-Rasikhin.363 Dalam hal ini,

363]brahim ibn Misa al-Lakhmi al-Gharnathi Abl Ishaq al-Syathibi (w.



al-Syathibi (w. 790 H) mengelompokkan dirinya kepada aliran
ketiga ini (al-Rdsikhin), yaitu memadukan antara pendekatan
lafzhiyah dan pertimbangan nalar dalam menemukan tujuan-
tujuan umum ditetapkannya hukum (mdqdshid al-syari’ah).

Dengan demikian model berpikir yang disebutkan oleh
Yhsuf al-Qaradhawi dengan istilah yang sedikit berbeda,
bukanlah suatu hal baru, tetapi telah dimunculkan dan
dipraktekkan oleh ulama pendahulunya, al-Syathibi (w. 790 H)
. Walaupun keduanya, al-Syathibi (w. 790 H) dan Yasuf al-
Qaradhawi, pada prinsipnya sama-sama menempatkan diri
mereka pada kelompok yang tidak terlalu tekstual dan tidak
terlalu longgar dalam memahami maqdshid al-syari’ah, namun
dalam rincian, ulasan, dan prakteknya ketika mengistinbathkan
hukum dimungkinkan adanya perbedaan antara mereka.
Menurut penulis hal ini wajar saja terjadi mengingat
berbedanya kapasitas intelektual seseorang dan landasan
keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing tokoh tersebut, di
samping berbedanya permasalahan, situasi dan kondisi yang
mereka hadapi, serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam pemikirannya, Ylsuf al-Qaradhawi berkeyakinan
bahwa syariat Islam tidak mungkin menghalalkan atas manusia
sesuatu yang membahayakan mereka, sebagaimana juga tidak
mungkin mengharamkan sesuatu yang bermanfaat bagi
mereka. Bahkan ketetapan yang berlaku pada nash dan
penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa syariat Islam
tidak membolehkan kecuali yang baik dan bermanfaat serta
tidak melarang kecuali yang kotor dan berbahaya, sebagaimana
firman Allah SWT dalam QS al-A'raf ayat 157:364
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"..dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang

790 H) [ditahqiq oleh ‘Abdullah Darraz], al-Muwdfaqdt fi Ushiil al-Syari’ah,
(Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubrj, [tth]), juz ke-2, h. 391-392

364Y{isuf al-Qaradhawi, Islam Agama Peradaban, judul asli "Malamih al-
Mujtama' al-Muslim", terj. Abdus Salam Masykur, Lc, (Solo: Era Intermedia,
2004), cet.ke-2, h. 362



dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada
mereka".

Apabila dihubungkan dengan pengembangan figh,
menurutnya mdqdshid al-syari’ah merupakan salah satu unsur
yang amat penting, karena dengan itu dapat diperhatikan
tujuan-tujuan hukum, prinsip-prinsipnya, dan rahasia di balik
hukum tersebut. Yang pasti Allah SWT tidak memberlakukan
suatu hukum secara sembarangan tanpa mempunyai tujuan,
sebagaimana Dia juga tidak menciptakan sesuatu pun dengan
sia-sia.365 Oleh karena itu Allah SWT telah menetapkan dasar
dan tujuan semua ibadah, termasuk juga ibadah yang
dikerjakan semata-mata mengikuti perintah-Nya (ta'abbudi).
Al-Qur'an  menjelaskan sebab, tujuan, dan maksud
disyariatkannya suatu ibadah. Misalnya shalat yang
disyariatkan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar (QS
al-'Ankabut:  45), zakat yang diperintahkan untuk
membersihkan dan mensucikan harta (QS al-Taubah: 103),
puasa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa (QS al-
Bagarah: 183), ibadah haji supaya mereka menyaksikan
berbagai manfaat dan supaya mereka menyebut nama Allah
(QS al-Hajj: 28).366

Jika perintah yang bersifat ta'abbudi saja mempunyai
tujuan-tujuan tertentu, seperti untuk moral dan akhlak sosial,
di samping tujuan spritual, maka lebih-lebih lagi pada
ketentuan-ketentuan Allah SWT di luar bidang ta'abbudi ini.367
Pengetahuan terhadap tujuan-tujuan Allah dalam menetapkan
hukum memotivasi seseorang untuk melaksanakan ketentuan-
ketentuan Allah agar dapat merealisasikan tujuan tersebut

365Y{isuf al-Qaradhawi, As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban,
judul asli "al-Sunnah Mashdaran 1i al-Ma'rifah wa al-Hadharah", ter;j.
Setiawan Budi Utomo, Lc, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), cet.ke-1, h.
282

366]pid, h. 282-283; juga YGsuf al-Qaradhawi, Fi Figh al-Awlawiyyadt
Dirdsah Jadidah fi Dhau" al-Qur'dn wa al-Sunnah, (Kairo: Maktabah Wahbah,
1996), cet.ke-2, h. 35

367Y{suf al-Qaradhawi, As-Sunnah..., op.cit.,, h. 283



tanpa merasa keberatan.368

Menurut penulis, walaupun Yasuf al-Qaradhawi
menyebutkan beberapa sifat yang harus ada dalam penetapan
hukum, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat-sifat yang mesti
diperhatikan oleh mujtahid dalam mengaplikasikan al-
dharuriyyat al-khams. Sifat-sifat tersebut adalah keadilan (al-
‘adl wa al-qisth), kesejahteraan dan keamanan, memandang
kesetaraan (al-musdwah), religius spritual (al-diniyah wa al-
rithiyah), mencerminkan akhlak (al-akhldqiyah), manusiawi (al-
insdniyah), punya wawasan ekonomi (al-igtishadiyah), dan
berorientasi ke masa depan (al-mustagbaliyah).3¢® Sedangkan
dalam kitabnya Dirdsah Fi Figh Magqdshid al-Syari'ah,
menurutnya  hukum  yang  ditetapkan juga  harus
memperhatikan terciptanya manusia yang shaleh (bind" al-
insdn al-shalih), keluarga yang shaleh (bind' al-usrah al-
shalihah), masyarakat yang shaleh (bind" al-mujtama’ al-shalih),
umat yang shaleh (bind" al-ummah al-shdlihah), dan mengajak
kepada kemanusiaan (al-da‘'wah ila khair al-insdniyah).370

Penyebutan beberapa sifat di atas, agaknya tidak
berbeda dengan pendapat ulama lainnya dalam memberikan
nilai-nilai tertentu yang dikedepankan oleh ajaran Islam secara
umum. Akan tetapi penyebutan sifat-sifat tersebut belum
mengkhususkan kajiannya berkenaan dengan mdqdshid al-
syari’ah dalam hukum Islam, sebagaimana yang dibahas dan
dikaji oleh ulama pada umumnya. Pada pembahasan
selanjutnya akan digambarkan pemikiran Yasuf al-Qaradhawi
berkenaan dengan mdgqdshid al-syari’ah yang dimaksudkan
oleh ulama pada umumnya.
2. Pembagian Magqashid al-Syari’ah Menurut Yisuf al-

Qaradhawi

Menurut Yasuf al-Qaradhawi, teori maqashid al-syari’ah
[dengan membagi pemeliharaan kebutuhan manusia kepada
tiga tingkatan; dharitriyyah, hdjiyyah, dan tahsiniyyah, dan
menghasilkan kulliyyah al-khams] yang dimunculkan oleh al-

368Y{isuf al-Qaradhawi, FT Figh al-Aqalliyyat..., op.cit, h. 35-36
369Y{suf al-Qaradhawi, As-Sunnah..., op.cit,, h. 283-284
370Y{suf al-Qardhawi, Dirdsah Fi Figh Maqdshid..., op.cit, h. 27



Juwaini (w. 478 H) dan al-Ghazali (w. 505 H) dan kemudian
disistematiskan oleh al-Syathibi (w. 790 H), merupakan
pembagian rasional yang selalu dibutuhkan oleh mujtahid
ketika menetapkan hukum atau ketika melakukan studi
komparatif terhadap beberapa hal yang kontradiktif. Hal ini
sebagaimana diungkapkannya sebagai berikut:
O 5 sally slaadl iy e aSall b e die iy Y ilie il 38
371 o jlaii L die ¢LuiY)
"Maka pembagian rasional ini akan selalu dibutuhkan oleh
seorang mujtahid untuk menetapkan hukum terhadap
persoalan-persoalan yang terjadi dan dalam melakukan
perbandingan ketika terjadi perbedaan pendapat dalam satu
masalah".

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ytsuf al-Qaradhawi
tidak berbeda secara umum dengan ulama-ulama
pendahulunya dalam penerimaan konsep magqdshid al-syari’ah,
khususnya dalam membagi tingkat kebutuhan manusia dan
kekuatan masing-masingnya. Dalam pernyataannya Y@suf al-
Qaradhawi menyebutkan bahwa maslahah itu adalah
memelihara tujuan syara', dan tujuan syara' itu adalah
memelihara lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Setiap ketentuan yang ditetapkan untuk memelihara
lima hal ini adalah maslahah, dan setiap ketentuan yang
melalaikan pemeliharaan lima hal tersebut merupakan
mafsadah.372

Namun di sisi lain, Ysuf al-Qaradhawi [sebagaimana al-
Qarafi], juga menawarkan satu penambahan terhadap al-
dhartriyyat  al-khams, yaitu al-irdh  (pemeliharaan
kehormatan).373 Alasan memasukkan al-'irdh sebagai salah satu
al-dhartriyah karena ada beberapa hadis Nabi SAW yang
menyebutkan pentingnya menjaga kehormatan bagi manusia.
Di samping itu al-Qur'an juga telah menyebutkan hukuman

371Y{suf al-Qaradhawi, Dirasah fi Figh...op.cit., h. 29

372Y{suf al-Qaradhawi, al-Siydsah al-Syar'iyah fi Dhu' Nushis al-
Syar'iyah wa Maqdshidihd, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), h. 91-92

373Y{suf al-Qaradhawi, Dirdsah fi Figh Magdshid...op.cit.,, h. 27; lihat
juga Yusuf al-Qaradhawi, Madkhal Li Dirdsabh..., op.cit., h. 55-56



bagi orang-orang yang menodai kehormatan orang lain
(qadzaf), yaitu dengan di dera sebanyak 80 kali. Dengan
adanya sanksi yang jelas tersebut menjadi pertimbangan untuk
memasukkannya ke dalam salah satu hal yang al-dhartriyah.374

Berdasarkan logika yang jelas, YQsuf al-Qaradhawi
menyatakan bahwa dengan adanya hukuman had bagi orang
yang murtad diambil pemahaman mengenai pentingnya
menjaga agama; dengan adanya hukuman qishas bagi si
pembunuh diambil pemahaman mengenai pentingnya menjaga
nyawa; dengan adanya hukuman had bagi orang yang berzina
diambil kesimpulan pentingnya memelihara keturunan; dengan
adanya hukuman had bagi pencuri dapat dipahami pentingnya
menjaga harta hak milik; dan dengan adanya hukuman had
bagi pelaku minum-minuman Kkeras diambil kesimpulan
mengenai pentingnya memelihara akal. Dengan demikian
adanya hukuman had atas orang yang mencemarkan nama baik
orang lain dengan menuduhnya berbuat zina (qadzaf), sama
pentingnya dengan lima al-dhartiriyah lainnya. Hal ini karena
kehormatan adalah martabat dan kemuliaan manusia, apalagi
dihubungkan dengan besarnya perhatian dunia terhadap hak
tersebut di zaman sekarang.37> Namun kesimpulan ini bukan
merupakan ide murni Yasuf al-Qaradhawi, karena sebelumnya
al-Qarafi (w. 684 H) sudah mencanangkannya untuk
dimasukkan ke dalam salah satu al-dharuriyyat.

Logika yang berpikir yang dipergunakan oleh Ysuf al-
Qaradhawi sepintas memang dapat diterima untuk
memasukkan al-'irdh sebagai bagian dari al-dhartiriyydt, akan
tetapi pada pembahasan sebelumnya penulis sudah mencoba
untuk menolak pemikiran ini. Kesepakatan ulama dari dulu,
yang membatasi al-dhartiriyydt kepada lima hal saja, sepertinya
lebih  mempunyai kekuatan dan dasar hukum yang
meyakinkan. Memasukkan tambahan selain dari itu boleh-
boleh saja, tentu dalam konteks mdqdshid al-syari'ah yang
diperdebatkan dan kekuatannya yang juga diperdebatkan.

374]pid., h. 67
375]bid; juga Yusuf al-Qaradhawi, Dirdsah fi Figh Maqashid ...., op.cit., h.
27



Artinya, argumentasi yang dipergunakan dengan alasan
memelihara al-'irdh ketika berijtihad dan berfatwa tidak akan
menghasilkan kesimpulan hukum yang meyakinkan karena
tidak disepakati oleh ulama.

Di lain pihak, sepertinya ada kecenderungan berpikir
Yihsuf al-Qaradhawi yang melihat bahwa orientasi para ahli
ushul figh sebelunya diarahkan untuk kemaslahatan individu
seseorang saja, baik dari segi agama, jiwa, keturunan, akal, dan
harta. Orientasi tersebut tidak diarahkan kepada masyarakat,
umat, negara, dan hubungan kemanusiaan,37¢ namun pendapat
ini secara tegas dibantah oleh Ahmad al-Mursi. Menurutnya,
ketika Allah SWT melarang sesuatu dan berakibat kepada
haramnya melakukan perbuatan tersebut, menjauhinya
merupakan sesuatu yang bermanfaat tidak hanya bagi individu
seseorang, tetapi juga bagi masyarakat. Seandainya ketentuan
tersebut tidak ada pastilah segala sesuatu untuk menguatkan
eksistensi sebuah masyarakat dan hubungan antar anggota
masyarakat akan terganggu. Seandainya tidak dilarang, tentu
seseorang akan melakukan sesuatu yang akan menimbulkan
keguncangan dan keresahan dalam masyarakat. Di samping itu
akan berakibat terganggunya eksistensi bangunan sebuah
masyarakat. Dengan adanya ketentuan yang melarang
seseorang melakukan suatu perbuatan akan mengakibatkan
kuatnya pondasi masyarakat dan mampu merealisir
ketenangan dan rasa aman pada masyarakat.377

Oleh karena itu agaknya tidak beralasan ketika Yisuf al-
Qaradhawi melihat pembahasan ulama sebelumnya lebih
diarahkan untuk kepentingan individu, bukan untuk
kepentingan orang banyak. Memang pada awalnya sebuah
ketentuan hukum diarahkan kepada setiap individu, tetapi efek
dari kepatuhan seseorang terhadap ketentuan tersebut akan
berdampak kepada masyarakat secara umum, umat, dan
negara.

376]bid., h. 28

377Ahmad al-Mursi Husein Jauhar, Magqashid Syari'ah, judul asli
"Maqashid al-Syari'ah fi al-Islam", terj. Khikmawati Kuwais, (Jakarta: Amzah,
2009), cet.ke-1, h. xii



Di samping itu, YOsuf al-Qaradhawi juga mengkritik
sesuatu yang berkenaan dengan akhlak tetapi tidak
dimasukkan oleh para ahli ushul sebelumnya ke dalam
tingkatan al-dhaririyah atau al-hdjiyah, namun mereka
memasukkannya ke dalam al-tahsiniyah. Ulama sebelumnya
sudah merasa cukup dengan agama yang merupakan al-
dharuriyah pertama, sehingga akhlak-akhlak seperti jujur (al-
shidq), amanah (al-amdnah), adil (al-'adl), kebaikan (al-ihsdn),
kesucian (al-'iffah), malu (al-haya’), tawadhu' (al-tawdadhu"),
kemuliaan (al-'izzah), kasih sayang (al-rahmah), lemah lembut
(al-rifq), keberanian (al-syaja’ah), dermawan (al-sakhd’), dan
lain-lain tidak menjadi perhatian, karena dianggap sudah
masuk dalam bidang pemeliharaan agama.378

Menurut penulis, pernyataan Y{suf al-Qaradhawi ini
agaknya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh ulama
sebelumnya dengan al-tahsiniyah. Al-tahsiniyah  yang
dimaksudkan adalah sebuah kebutuhan manusia yang
merupakan pelengkap untuk memenuhi kebutuhan al-
dharuriyah. Tidak ada ulama yang membolehkan tindakan-
tindakan yang melanggar ajaran agama, seperti tidak jujur,
tidak amanah, tidak menjaga kebaikan, tidak menjaga rasa
malu, tidak tawadhu’, tidak berkasih sayang dan sebagainya.
Semua sifat-sifat itu justru diperintahkan dalam segala bidang,
baik dalam bidang ibadah dan di luar ibadah. Contoh-contoh
yang dikemukakan untuk bidang al-tahsiniyah sepertinya tidak
dalam arti mengabaikan pentingnya perintah pokok atau
larangan pokok itu. Misalnya perintah memakai pakaian yang
bagus dalam shalat atau memakai harum-haruman. Dengan
contoh ini terlihat bahwa tanpa pakaian bagus dan berharum-
haruman tidak akan mengganggu perintah pokok, yaitu
mendirikan shalat. Oleh karena itu sifat-sifat yang disebutkan
oleh Yasuf al-Qaradhawi di atas, sebenarnya telah diterapkan
oleh ulama sebelumnya dalam konteks pembagian mdagqdshid al-
syarf’‘ah yang mereka tawarkan, yaitu dalam konteks al-
dharuriyah, al-hdjiyah, dan al-tahsiniyah.

Berkenaan dengan  beberapa  karyanya @ yang

378Y{isuf al-Qaradhawi, Dirdsah fi Figh Maqdshid...., op.cit., h. 28-29



mengindikasikan pemahamannya terhadap madqdshid al-
syari’ah, sepertinya YQsuf al-Qaradhawi tidak menjelaskan
secara terperinci tentang pembagian mdgqdshid al-syari’ah ini.
Penjelasan yang didapatkan hanya dalam bentuk umum dan
lebih banyak dalam tataran praktis aplikatif, tidak dalam
tataran teoritis. Hal ini tentu saja tidak memberikan
sumbangan pemikiran yang utuh dalam teori mdqdshid al-
syari’ah. Walaupun demikian, dari karya-karyanya yang terkait
dengan madqdshid al-syari’ah, ditemukan banyaknya (pada
umumnya) pernyataan al-Syathibl (w. 790 H) yang
dijadikannya sebagai dasar pemikirannya, di samping
pemikiran ibn Taimiyah (w. 728 H) dan ibn Qayyim al-
Jauziyyah (w. 751 H). Dengan demikian, menurut penulis, teori
utuh mdqdshid al-syari’‘ah yang dimaksud oleh Yasuf al-
Qaradhawi adalah teori mdgqdshid al-syari’ah yang sudah
disistematiskan dan diuraikan lebih luas oleh al-Syathibi (w.
790 H), sebagaimana juga banyak terilhami oleh pemikiran ibn
Taimiyyah (w. 728 H) dan ibn al-Qayyim (w. 751 H). Hal ini
diperkuat oleh pernyataan 'Ishom Talimah, bahwa Ydsuf al-
Qaradhawi mengambil jalan yang ditempuh oleh al-Syathibi (w.
790 H), di antaranya dalam memberlakukan ketentuan yang
kulliy atas yang juz'iy, atau menjadikan yang juz’iy tunduk
kepada ketentuan kulliy.37° Ketentuan-ketentuan yang juz'iy,
sebagai dasar pokok sebuah ketentuan hukum, pada dasarnya
bersumber dari ketentuan-ketentuan yang kulliy. Jika ada
seorang mujtahid mengambil salah satu nash dalam masalah
yang juz'iy dan tidak memperhatikan dalil-dalil yang kulliy,
maka ia telah melakukan kesalahan,380 karena keduanya
mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait satu
sama lain.

3. Metode Menemukan Maqashid al-Syari’ah Menurut
Yasuf al-Qaradhawi

Yasuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa untuk mencapai

mdqadshid al-syari’ah dapat ditempuh dengan beberapa cara,

379'Ishom Talimah, Manhadj..., op.cit, h. 152
380[pbid., h. 151



yaitu; pertama, dengan meneliti sifat [yang mungkin] dijadikan
illat yang terdapat dalam nash al-Qur’an dan Hadis; kedua,
dengan meneliti dan memikirkan hukum-hukum juz'iy
(partikular) untuk kemudian menyatukan antara satu hukum
dengan hukum yang lain guna mendapatkan maksud-maksud
umum Allah SWT dalam membuat hukum-hukum tersebut,38!
yang dinamakan dengan metode istigra .

Pada dasarnya kedua metode yang ditulis oleh Ydsuf al-
Qaradhawi tidak berbeda dengan cara yang sudah dibahas oleh
al-Syathibi (w. 790 H). Oleh karena itu tidak pada tempatnya
dalam tulisan ini mengemukakan tatacara tersebut karena
hanya akan mengulangi apa yang sudah ditulis pada bab
sebelumnya. Persamaan ini tidak hanya terlihat dalam
merumuskan tatacara menemukan mdqdshid al-syari’ah, tetapi
juga dalam menilai kualitas hasil temuan maqdashid al-syart’ah
yang menghasilkan kesimpulan meyakinkan (yufid al-yaqin),382
setidaknya pada al-dhartriyydt al-khams yang disepakati oleh
mayoritas ulama.

4. Maslahah dan Mafsadah Menurut Yasuf al-Qaradhawi

Sebagaimana diketahui, maslahah yang ditetapkan
syara' dibagi oleh ulama kepada tiga tingkatan, yaitu al-
dhartiriyah, al-tahsiniyah, dan al-hdjiyah. Dalam hal ini seorang
mujtahid harus mendahulukan kepentingan al-dhartriyah
daripada al-hajiyah dan al-tahsiniyah, dan harus mendahulukan
kepentingan al-hdjiyah dari al-tahsiniyah. Sesuai dengan
pendapat mayoritas ulama, Yasuf al-Qaradhawi juga
mengatakan:

Sl 5 (il Cpall oot slalell 83 LS g 45 glitia Lguadh (& <y 5 pual) ) LS
a5 Leanls Ledsl sa 0oalls im el o 5 Aualis Laal) ilial pgaiany 5 JLall 5 Jinll

383 lalacle e dadie Gudil) () LS Guiil) i (52 il 55 guall S e adia
"Kepentingan al-dhartriyyat itu bertingkat-tingkat,
sebagaimana telah disebutkan oleh ulama sebelumnya, yaitu
lima tingkatan, yaitu; dimulai dengan pemeliharan agama, jiwa,
keturunan, akal, dan harta. Sebagian ulama menambahkan

381Y{suf al-Qaradhawi, Dirdsah fi Figh Maqdshid...., op.cit., h. 24-25

382Y{suf al-Qaradhawi, al-Siydsah al-Syar'iyyah..., op.cit, h. 231

383Y{isuf al-Qaradhawi, Fi Figh Awlawiyydt..., op.cit, h. 27; juga Yasuf al-
Qaradhawi, Madkhal Li Dirdsah..., op.cit, h. 63



dengan al-'irdh (kehormatan) sebagai yang keenamnya. Adapun
agama, merupakan prioritas pertama yang mesti didahulukan
dari kepentingan lainnya, termasuk dari kepentingan jiwa, sama
halnya kepentingan jiwa harus didahulukan dari kepentingan
yang lainnya".

Terkait dengan adanya pertentangan antar sesama
maslahah, YGsuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa untuk
memprioritaskan antara satu dengan lainnya harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:384
1. Lospsall of 45 gidaall daliadll e didiiall daliadll 2355 (mendahulukan

maslahah yang diyakini kebenarannya daripada maslahah
yang diragukan atau masih diperkirakan kebenarannya).

2. 3_puall Aaliadl e 3 Sl dsbadll 23855 (mendahulukan maslahah
yang besar daripada maslahah yang kecil).

3. 28l dalas e delasll dalas o355 (mendahulukan maslahah
umum daripada maslahah khusus).

4, 4l dsbias Je 5 KN dsbias 23855 (mendahulukan yang banyak
mengandung maslahah daripada yang sedikit menghasilkan
maslahah).

5. dakiiall 5 da jlall daladl) e Aol daliadl 23855 (mendahulukan
maslahah yang abadi daripada maslahah yang hanya bersifat
sementara).

6. Anialglly LA daladl o Lulul) 4je sl daladl L (
mendahulukan maslahah yang esensial (asasiyah) daripada
maslahah yang tidak esensial).

7. Admall 4y dAsladdl e Ll Al dslaldl Ly
(mendahulukan maslahah yang berorientasi ke depan
(mustagbaliyah) lagi kokoh daripada maslahah yang sesaat
yang lemah).

Salah satu contoh yang dikemukakan oleh Yasuf al-
Qaradhawi berkenaan dengan tindakan Nabi SAW dalam
perjanjian Hudaibiyah yang lebih mementingkan kemaslahatan
yang asasiyah (esensial), substansial, dan berorientasi ke masa
depan daripada maslahah yang yang mungkin hanya dirasakan

384Y{isuf al-Qaradhawi, Fi Figh Awlawiyyat..., op.cit, h. 28



pada waktu itu (temporal). Dalam perjanjian itu Nabi SAW
menerima sebagian syarat yang dinilai oleh sebagian sahabat
sebagai syarat yang merugikan kaum muslimin. Realitanya,
maslahat yang muncul setelah itu adalah terjadinya gencatan
senjata yang mengakibatkan terbukanya peluang yang lebih
luas untuk menyebarkan ajaran Islam.38>

Adapun dalam hal mafsadah, Yasuf al-Qaradhawi juga
mengatakan: ‘

Jhaad 1) 520ialld mlladd) coiglds LS &iglite XS Lil aad jliadly aulid)
O3 Jwdb i A Basdall y Liead Jhaat e Lals Jlad (Al e L
386 sadall g Gally et (Al 034 5 udilly i Al Bandall
"Mafsadah atau mudharat itu tidak sama tingkatannya
sebagaimana tingkatan-tingkatan pada maslahah. Mafsadah
pada tingkat kepentingan dhaririyah lebih tinggi daripada
mafsadah kepentingan hajiyah, dan mafsadah pada kepentingan
hajiyah lebih tinggi daripada mafsadah pada tingkatan
tahsiniyah. Mafsadah pada harta tidak dianggap mafsadah
ketika bertentangan dengan mafsadah pada jiwa, dan mafsadah
pada jiwa tidak dianggap sebagai sebuah masfsadah ketika
berhadapan dengan mafsadah pada agama dan akidah".

Dengan demikian terlihat bahwa pemikiran Yasuf al-
Qaradhawi secara umum tidak berbeda dengan pendapat
ulama pada umumnya. Kalaupun terjadi perbedaan
pendapatnya dengan ulama lain, hal ini bukan pada prinsip-
prinsip mana yang harus diutamakan, tetapi dalam melakukan
penilaian terhadap mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu
aktifitas atau tindakan. Artinya, mungkin Y{suf al-Qaradhawi
menilai bahwa mafsadah yang ditimbulkan berhubungan
dengan agama, sedangkan ulama lainnya menilai dari sisi
pemeliharaan jiwa, dan sebaliknya.

Apabila terjadi pertentangan antara maslahah dan
mafsadah, maka jalan keluar yang ditawarkan oleh Yisuf al-
Qaradhawi adalah dengan memperbandingkan antara
keduanya dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan. Jika

385]bid., h. 28-29; bandingkan dengan Y{suf al-Qaradhawi, Madkhal Li
Dirdsabh..., op.cit, h. 65

386Y{isuf al-Qaradhawi, Fi Figh Awlawiyyat..., op.cit, h. 29; juga Yasuf al-
Qaradhawi, Madkhal Li Dirdsah..., op.cit, h. 63



mafsadatnya lebih besar dari manfaatnya, maka harus
diprioritaskan untuk menolak mafsadah itu daripada
mewujudkan manfaat. Misalnya ketentuan tentang khamar
yang mengandung manfaat sekaligus mafsadah. Dalam hal ini,
sesuai dengan tuntunan Allah SWT, menolak mafsadah harus
diutamakan daripada memetik manfaatnya.387 Sebaliknya, jika
manfaatnya lebih besar, maka manfaat itulah yang harus
diutamakan.

Ada beberapa kaidah yang dipedomani oleh Yisuf al-

Qaradhawi tentang hal ini, yaitu:388
cladl Qs e aaie auldall ¢

"Mencegah mafsadah harus didahulukan daripada mendapatkan
maslahah".

3uSl daliadll Jaf (e 85235 paaall 3auial ()]

"Mafsadah yang lebih kecil ditoleransi demi mewujudkan

maslahah yang lebih besar".
LA dalialll d;i u“*—m)\aﬁ\ PRV (! ~.....j

"Mafsadah yang hanya berlaku sesaat (temporal) diabaikan
demi mendapatkan maslahah yang abadi (berlaku lama)".

Ao giadaude Jal (e dfincdaliaa & 1 Y
"Maslahah yang pasti tidak ditinggalkan karena adanya
mafsadah yang diragukan".

Lebih lanjut Yasuf al-Qaradhawi mengatakan, bahwa
untuk mengetahui adanya maslahah dan mafsadah ini dapat
diketahui dengan nash, pemikiran (rasio), atau kedua-duanya
sekaligus. Untuk itu ia mengutip pemikiran 'Izz al-Din ibn 'Abd
al-Salam (w. 660 H) yang mengatakan bahwa pada umumnya
maslahah dan dan mafsadah yang berhubungan dengan hal-hal
yang bersifat keduniaan dapat diketahui dengan rasio, dan hal
itulah yang menjadi bagian terbesar dalam syariat Islam. 389
Adapun kemaslahatan akhirat dan kemafsadatannya hanya
dapat diketahui melalui dalil naqli (nash).390

387Y{suf al-Qaradhawi, Fi Figh Awlawiyyat..., op.cit., h. 30
388]pjd, h. 30-31

389]bid,, h. 31

390]pid,, h. 33



Dari gambaran di atas, sepertinya Yasuf al-Qaradhawi
tidak berbeda dengan ulama lainnya dalam merumuskan teori
mengetahui maslahah dan mafsadah. Apalagi yang
dipedomaninya dalam masalah ini adalah ulama-ulama yang
fokus membicarakan masalah ini, seperti ibn 'Abd al-Salam (w.
660 H). Oleh karena itu ketika terjadi perbedaan pendapat,
menurut Y@suf al-Qaradhawi hal itu hanyalah dalam usaha
menentukan persamaan dan tingkatan mana yang lebih utama.

B. Aplikasi Mdqashid al-Syari’ah dalam Fatwa-fatwa Yasuf
al-Qaradhawi

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, khusus berkenaan
dengan tujuan-tujuan umum disyariatkannya hukum Islam,
pada dasarnya Yusuf al-Qaradhawi tidak berbeda jauh dengan
ulama-ulama pendahulunya, walaupun pada bagian-bagian
tertentu ia mempunyai pemikiran yang berbeda. Hal ini
nampak ketika ia memasukkan al-'irdh sebagai suatu sifat yang
menjadi bagian dari al-dhartriyydt yang mesti dipelihara dan
dilindungi. Namun setidaknya ia menerima apa yang menjadi
kesepakatan mayoritas ulama yang menjadikan lima hal
penting (al-dhartiriyydt al-khams) yang mesti dijaga dan
dilindungi dalam setiap penetapan hukum yang dihasilkan.
Untuk melihat sejauhmana Ydsuf al-Qaradhawi telah
mengaplikasikan teori mdqdshid al-syari’ah itu, pada
pembahasan berikut akan dilihat beberapa fatwanya dalam
berbagai bidang hukum Islam, baik dalam bentuk pemeliharaan
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fatwa-fatwanya ini
akan diukur dan diuji dengan teori mdqdshid al-syari’ah yang
secara umum disepakati oleh ulama. Lebih lanjut akan dilihat
apakah fatwa-fatwanya telah mampu mewujudkan tujuan yang
dikehendaki oleh al-Syari’, atau lebih banyak bertujuan untuk
mewujudkan apa yang diinginkan oleh mukallaf (manusia).

Secara teoritis, Y(suf al-Qaradhawi merupakan salah
seorang ulama yang cukup moderat, sehingga tidak terlalu
tekstual dalam memaknai sebuah teks, kecuali memang
diharuskan untuk itu, dan tidak terlalu longgar dalam
mengedepankan kemaslahatan ketika bertentangan dengan
nash. Artinya ketika sebuah kemaslahatan yang dipikirkan oleh



seseorang bertentangan dengan nash yang jelas, maka ia akan
menolak cara berpikir seperti itu. Cara berpikir moderat inilah
yang akan dilihat dalam fatwa-fatwanya, khususnya dalam
bukunya Fatawa Mu'ashirah, sehingga tergambar posisinya
dalam mengaplikasikan mdgqdshid al-syari’ah.

1. Fatwa tentang Hisab dalam Penentuan Awal Bulan
Ramadhan dan Syawal

Fatwa ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan seseorang
yang merasa bingung dengan perbedaan mengawali puasa dan
berhari raya di kalangan umat Islam. Bahkan perbedaan itu
terjadi pada daerah-daerah atau negara yang berdekatan.
Apakah tidak ada jalan untuk menyatukan umat Islam dalam
masalah ini, misalnya dengan memakai ilmu falak?3°1

Dalam menjawab persoalan ini Yasuf al-Qaradhawi
mengatakan bahwa penetapan awal masuknya bulan
Qamariyah di zaman Nabi SAW dilakukan dengan cara yang
alami, sederhana, dan tidak rumit. Hal ini disebabkan oleh
kondisi umat Islam pada masa Nabi SAW tidak bisa tulis baca
(ummi) dan tidak punya kemampuan untuk melakukan hisab
falak, sehingga kepada mereka ditetapkan ketentuan untuk
melihat bulan (hilal) secara langsung dengan mata kepala.392
Hal ini juga sekaligus rahmat bagi mereka karena Allah SWT
tidak membebani mereka dengan sesuatu yang tidak sanggup
dilakukannya. Ketetapan ini dapat dilihat dalam hadis Nabi
SAW:
anih \,A,m (,L,A_dcm\‘;m@ﬂ\ JB - JE ade 4.\\\6..'433:).\’)5 S
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"Dari Abu Hurairah ra berkata, "telah bersabda Nabi SAW",
"Berpuasalah kamu karena melihat bulan (hilal) dan berbukalah
karena melihat bulan (hilal), apabila pandanganmu tertutup

391yGsuf al-Qaradhawi, Min Hadyi al-Islim Fatdwa Mu'dshirah,
(Manshtrah: Dar al-Wafa™ al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1994), cet.
Ke-3,jilid ke-2, h. 207-208

392]pid, h. 208

393A1-Bukhari, al-Jami' al-Musnad al-Shahih..., op.cit, jilid ke-3, h. 27;
Muslim ibn Hajjaj, al-Jami’ al-Musnad al-Shahih...,op.cit, jilid ke-2, h. 762



awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari". (Muttafaq
'Alaih).

Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda:

u@)ﬁdéujucﬂ\émﬂ\d}u‘)u\ %&M\w)ﬁwc&\muﬁ
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"Dari 'Abdullah ibn Umar ra, bahwa Rasul SAW menyebut-
nyebut bulan Ramadhan, lalu ia bersabda: "Janganlah kamu
berpuasa hingga kamu melihat hilal, dan janganlah kamu
berbuka hingga kamu pun melihat hilal. Apabila pandanganmu
tertutup awan maka perkirakanlah hilal itu (awal bulan)".
(Muttafaq 'Alaih).

Dari hadis-hadis Nabi SAW di atas, maka tatacara
penetapan awal bulan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu;
pertama, dengan ru'yah (melihat hilal secara langsung); kedua,
dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari; dan
ketiga dengan memperkirakan (menghitung) masuknya waktu.

Yisuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa halangan untuk
melihat hilal itu akan hilang ketika umat Islam dapat menulis
dan punya kemampuan melakukan hisab. Perkembangan ilmu
hisab sudah terjadi sejak zaman keemasan umat Islam dan
mengalami kemajuan yang pesat pada zaman ini. Walaupun
Imam al-Nawawi (w. 676 H) mengatakan bahwa ilmu hisab
hanya diketahui oleh segelintir orang saja, maka pernyataan ini
menurut YGsuf al-Qaradhawi ada benarnya jika dihubungkan
dengan zaman hidupnya Imam al-Nawawi (w. 676 H). Tetapi
apabila dihubungkan dengan zaman sekarang, pernyataan
Imam al-Nawawi (w. 676 H) itu akan terbantahkan. Hal ini
karena pada saat ini ilmu falak sudah dipelajari di berbagai
perguruan tinggi dan didukung oleh peralatan yang canggih,
sehingga menjadi sebuah ketetapan yang dikenal luas di dunia.
Kemungkinan salah perhitungan berdasarkan ilmu falak ini
hanya 1: 100.000 saja (wdhidan ild mi‘ah alf fi al-tsdniyah) 395

394Al-Bukhari, al-Jami' al-Musnad al-Shahih..., op.cit, jilid ke-3, h. 27;
Muslim ibn Hajjaj, al-Jami' al-Musnad al-Shahih...,op.cit, jilid ke-2, h. 762
395Y{suf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirabh..., jilid ke-2, op.cit, h. 212



Lebih lanjut YGsuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa
ilmu falak modern mempunyai dasar yang sangat kuat dan
perhitungan matematis yang pasti. Adapun penolakan para
ulama terhadap hisab bukanlah hisab dalam pengertian ilmu
falak modern, tetapi perhitungan yang dipakai tanpa dasar
yang jelas dan meyakinkan. Hisab seperti inilah yang sering
membuat berbedanya jumlah hari dalam satu bulan, ada yang
29 hari dan 30 hari,3° dan berakibat kepada berbedanya
pelaksanaan awal Ramadhan dan Idul Fithri.

Menyikapi hadis tentang ruyah al-hilal, Yasuf al-
Qaradhawi mengatakan: ‘
13g1 el clld & ol Aalal 5 poiall 5 Al Aluus gl 8 L gl S
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"Ru’yah (melihat) hilal secara langsung hanya merupakan
sebuah wasilah (perantara) sesuai dengan kemampuan manusia
ketika itu. Oleh karena itu hadis menjelaskan tentang cara
seperti ini. Sebab seandainya kepada dibebani dengan dengan
cara lain seperti hisab falak, sedangkan mereka masih ummi dan
tidak bisa berhitung, tentu akan menyulitkan bagi mereka,
sedangkan Allah menghendaki kemudahan bagi mereka, bukan
meenghendaki kesulitan".

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa melihat
bulan dengan mata telanjang merupakan wasilah yang
mungkin dilakukan pada zaman Nabi SAW karena yang
demikianlah yang sesuai untuk kondisi umat pada saat itu,
yaitu umat yang ummi, tidak bisa menulis dan berhitung.
Dilihat dari segi alasan hukum ('illat), maka '‘illat hadis-hadis
Nabi SAW tentang ru'yah ini tidak ditemukan lagi pada masa
sekarang. Oleh karena itu suatu keharusan untuk
mempergunakan ilmu falak modern sebagai wasilah agar
tujuan yang diinginkan oleh hadis-hadis Nabi SAW dapat
diwujudkan.3?8 Menurut Ydsuf al-Qaradhawi kesimpulan ini
juga berdasarkan qaidah ushul yang berbunyi:399

3%]bid, h. 213-214
397Ibid., h. 215
398]pid., h. 215
3991bid., h. 216
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"Hukum itu bergantung kepada 'illatnya, baik pada waktu
adanya 'illat dan pada waktu tidak adanya 'illat".

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa menurut
Yisuf al-Qaradhawi pada saat ini tidak perlu lagi melihat ru’yah
untuk menentukan awal bulan, karena sama artinya kembali ke
masa silam yang penuh dengan kebodohan, kesederhanaan dan
kedangkalan pengetahuan, khususnya dalam ilmu falak. Hari ini
umat Islam harus berpindah kepada ilmu falak dan
memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh
keilmuan modern yang sangat canggih itu, seperti ilmu
astronomi, ilmu antariksa, matematika, dan lain-lain.

Berdasarkan fatwa Yasuf al-Qaradhawi di atas, ada
beberapa poin yang terkait dengan kajian mdqdshid al-syari’ah,
yaitu; pertama, pembicaraan tentang '‘illat hukum yang
ditemukan dalam hadis-hadis Nabi SAW; kedua, wasilah
(ketentuan perantara) yang mengantarkan kepada tujuan
hukum; dan ketiga tujuan al-Syari’ dalam menetapkan ru'yah
al-hildl. Penulis akan mencoba manganalisis poin-poin tersebut
dan mencari keterkaitannya dengan mdgqdshid al-syart’ah.

Pertama, sifat yang ditemukannya dalam hadis Nabi di
atas, dan kemudian dipilih dan dijadikan sebagai '‘illat hukum
oleh Yisuf al-Qaradhawi adalah kebodohan umat pada masa
Nabi SAW yang ditandai dengan ketidakmampuan mereka
membaca, menulis dan berhitung. Proses penemuan '‘illat
tersebut tentu saja harus berangkat dari salah satu pernyataan
yang terdapat dalam hadis. Menurut teori proses penemuan
“illat (masalik) al-'illat, seorang mujtahid terlebih dahulu
harus menginventarisir sifat-sifat yang mungkin ada dalam
sebuah nash dan untuk selanjutnya memilih salah satu sifat
tersebut untuk dijadikan 'illat hukum. Sejauh pengamatan
penulis, YiGsuf al-Qaradhawi tidak melakukan proses ini dan
secara langsung menetapkan Kketidaktahuan umat (jahil)
sebagai "illat. Alasan utama yang dikemukakan oleh Yusuf al-
Qaradhawi adalah pengakuan Nabi SAW sendiri bahwa "Kami
adalah umat yang ummiy, tidak bisa menulis dan berhitung

400'Ali Ahmad al-Nadwi, Qawa'id al-Fighiyyah..., op.cit, h. 227



(hisab)".#01 Hadis ini secara jelas tidak berhubungan dengan
hadis-hadis tentang ruyah al-hilal secara langsung, tetapi
berkenaan kondisi umat yang dihadapi oleh Nabi secara umum.

Ulama ushul figh telah membagi tatacara mendapatkan
"illat ini kepada dua macam, yaitu '‘illat yang secara langsung
disebutkan oleh nash (''illat manshushah) dan "illat yang tidak
didapatkan secara langsung dari nash ('fillat ghair al-
manshushah). Dalam hubungan ini al-Subki (w.771H)
mengistilahkannya dengan o_liic) axe 5 & LAl o jizy aulia 402 Dj
tempat lain pengarang kitab Matan Jam'u al-Jawami’
mengistilahkannya  dengan  'illat  manshushah  dan
mustanbathah.#03  ‘illat manshishah adalah 'fillat yang
dipandang gath’i oleh ulama ushul.

Munasib  ya'tabiruh  al-Syari’ atau  manshushah
merupakan 'illat yang disebutkan secara langsung oleh nash,
baik secara sharih (jelas) maupun dengan isyarat atau tanda
saja. Secara shdrih dapat dicontohkan dengan menggunakan
lafal-lafal Js) = ,da¥ (demi untuk, karena untuk) dan < (agar,
supaya). Contoh yang sering dikemukakan oleh ulama ushul
ialah seperti terdapat dalam surat al-Maidah ayat 32 sebagai
berikut:

A 5 s gy s 8 oa A oty o e e s e

Gt BT 5 3SS
"Disebabkan oleh hal itu kami fardukan kepada Bani Israil
bahwa siapa yang membunuh bukan karena orang itu

(membunuh) orang lain, atau bukan karena membual kerusakan
di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia

401 Ab{i 'Umar Ytsuf ibn 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Abd al-Barr ibn
'Ashim al-Namiri al-Qurthubi, Jdmi' Baydn al-'llm wa Fadhlih, (Arab Saudi:
Daér ibn al-Jauziy, 1994), cet. Ke-1, juz ke-1, h. 294

“92p1-Subki, Al-Ibhdj fi Syarh al-Minhdj, (Beirut: Dar al- Kutub, 1984),
cetakan I, h. 60

“S3Taj al-Din Abd al-Wahab al-Subki, op.cit, jilid II, h. 245-253.
Umumnya ulama ushul sepakat dalam pembagian illat dari segi cara
mendapatkannya ini secara umum terbagi kepada dua macam, yang
ditetapkan secara langsung oleh nash dan yang tidak ditetapkan oleh nash.
Lebih lanjut bisa dilihat dalam Musthafa Syalabi, op.cit., h. 14-15 dan 64-65



seluruhnya".

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah
menetapkan suatu hukum bagi Bani Israil di mana orang yang
melakukan pembunuhan terhadap seorang manusia padahal
orang tersebut tidak membunuh dan tidak pula berbuat
kerusakan di bumi ini, maka Allah SWT memandang si
pembunuh tersebut sama halnya dengan melakukan
pembunuhan terhadap semua manusia. Begitu pula sebaliknya
bila ia memelihara kehidupan manusia, maka ia telah
memelihara kehidugaan manusia seluruhnya.

Dalam ayat yang disebutkan ini terdapat kata J=! (=
(disebabkan oleh, oleh karena) yang dijadikan sebagai 'illat.
Secara lafziah dapat dipahami dengan jelas bahwa J=! (=
merupakan dasar penetapan hukum dalam ayat tersebut.

. _Contoh di dalam hadis di antaranya:
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"Dari Aisyah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW,
“Sesungguhnya aku (rasul) melarang (menyimpan daging
korban) karena ada tamu yang akan datang. (Sekarang)
makanlah dan simpanlah serta sedekahkanlah". (HR. Al-Nasa'i)

Dalam hadis tersebut dilarang oleh Nabi SAW
menyimpan daging korban karena banyaknya orang yang
memerlukannya. Yang menjadi 'illat larangan tersebut adalah
lafal Ja¥ (karena, untuk) pada kalimat 43lal Ja¥ Lafal tersebut
tidak bisa dipahami untuk memberi arti selain ta’lil
(peng-'illatan) larangan menyimpan daging korban.

Adapun 'illat yang tidak tegas (ghair al-shdrih) dapat
diketahui melalui isyarat dan tanda yang menunjukkan sifat
yang berhubungan dengan ketentuan hukum, sehingga kuat
dugaan bahwa sifat tersebutlah yang merupakan ‘illat. Dasar
pemikirannya adalah, kalau sifat tersebut bukan untuk ‘illat
tentu ia tidak disebutkan secara beriringan dengan hukum.
Misalnya larangan melakukan jual beli ketika azan pada hari
Jum'at. Larangan ini disebutkan Allah SWT dalam surat

404Abti Abd al-Rahman ibn Syu’ib al-Nasa'i, Sunan al-Nasd'i, (Mesir:

Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1964), cet.ke-1, juz ke-7, h. 208



al-Jumu'ah ayat 9:
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"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil

untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah

untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli...".

Larangan jual beli dalam ayat ini dapat dipahami dalam
ungkapan tinggalkanlah jual beli yang sebelumnya didahului
oleh ungkapan apabila kamu diseru untuk mengerjakan shalat
pada hari Jum'at, di mana keduanya disebutkan secara
beriringan dalam nash. Penyebutan larangan (perintah
meninggalkan) jual beli beriringan dengan tuntutan untuk
mengerjakan shalat Jum'at memberi isyarat atau tanda bahwa
shalat Jumat itulah yang menjadi sifat (''illat) larangan tersebut.
Sebab jika tidak demikian tentu tidak disebutkan secara
beriringan. Artinya, jika tidak karena adanya seruan untuk
menunaikan shalat Jum'at tentu jual beli tidak dilarang.

Dalam contoh ini walaupun substansi ‘illatnya juga
berasal dari nash, akan tetapi penetapan ‘illat-nya tidak secara
tegas dinyatakan oleh Allah SWT (ghair al-shdrih), sehingga
penetapan ‘illat seperti itu -- walaupun manshushah -- juga
terkesan zhanni (dugaan) karena membutuhkan kepiawaian
seorang mujtahid dalam mencari isyarat dan tanda yang ada
pada nash tersebut.

Adapun ‘illat mustanbathah adalah penetapan ‘illat
berdasarkan ketajaman penalaran seseorang mujtahid dalam
menentukan apa yang menjadi alasan suatu penetapan hukum
syara' karena nash tidak menyebutkan atau tidak memberi
isyarat tentang alasan yang melatarbelakangi ketetapan hukum
tersebut. Contohnya, dalam satu riwayat diceritakan bahwa ada
seorang laki-laki telah menyetubuhi istrinya pada siang hari
bulan Ramadhan. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi dan
beliau menetapkan hukuman kafarat bagi orang tersebut
dengan memerdekakan budak dan jika tidak sanggup maka
puasa dua bulan berturut-turut. Seandainya masih tidak
sanggup diwajibkan memberi makan enam puluh orang



miskin.405

Dalam kasus ini tidak tampak dengan jelas apa yang
menjadi 'llat-nya. Oleh karena itu diperlukan istinbath dengan
jalan berijtihad untuk mencari apa kira-kira yang pantas untuk
menjadi ‘illat-nya.#%¢ Menyetubuhi istri pada dasarnya tidak
dilarang, akan tetapi setelah diteliti sebagian wulama
menetapkan 'illatnya adalah karena menyetubuhi istri di siang
hari bulan Ramadhan. Sebab jika tidak demikian tentu tidak
ada hukum Kkafarat. 407 Walaupun ulama berbeda pendapat
dalam menetapkan ‘illat dalam hadis ini, tetapi perbedaan 'illat
yang mereka temukan dapat dihubungkan dengan rangkaian
lafazh dan kondisi khusus yang terdapat dalam nash. Artinya
llat yang ditemukan tidak keluar dari substansi yang
dibicarakan dalam nash.

Dari gambaran sederhana di atas, apabila dihubungkan
dengan metode penemuan ‘illat yang dilakukan Yasuf al-
Qaradhawi, sepertinya tidak ditemukan celah untuk
menetapkan bahwa 'illat ru’yah al-hildl itu adalah karena sifat
ummiyah (ketiadaan pengetahuan) umat yang merupakan
kondisi umum pada saat itu. Tidak ada indikasi dalam nash

“%Muslim ibn Hajjaj Abl Yisuf al-Qusyairi al-Naisabiiri [ditahqiq oleh

Muhammad Fu'ad ‘Abd al-Baqi], al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql
al-‘Adl ila Rastlillah SAW, (Beirut: Dar al-Thya" al-Turats al-‘Arabi, [tth]), juz
ke-2,h. 781
406Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan illat dalam
kasus ini, dan tentunya juga berakibat berbedanya hukum figh yang mereka
hasilkan. Imam Ab( Hanifah, al-Tsauri dan Imam Malik menyatakan bahwa
illat bagi orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan itu adalah
karena tidak menghormati bulan Ramadhan. Akibatnya apabila ada orang
yang sengaja makan dan minum pada siang hari bulan Ramadhan, maka ia
harus membayar kafarat yang terdapat dalam hadis, sekaligus menggadha
puasanya. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah, Hanabalah dan
Zhdhiriyah, menurut mereka illatnya adalah bersetubuh itu sendiri,
sehingga mereka membatasi hukuman kafarat terhadap orang yang
bersetubuh saja. Lihat Musthafa Sa'ld Khin, Atsar al-Ikhtildf Fi al-Qawad’id
al-Ushiiliyyah fi Ikhtildf al-Fugahd®, (Kairo: Muassasah al-Risalah, [t.th]), h.
484
“"Muhammnad Wafa', Dildlat al-Kitab al-Syar’i ‘ala al-hukm
(al-Mantilq wa al-Mafhiim), (Kairo: Dar al-Thabad'ah al-Muhammadiyyabh,
1984),h. 6



yang memungkinkan untuk menetapkan sifat ummi (tidak
punya pengetahuan) sebagai ‘illat yang mendasari
ditetapkannya ketentuan ruyah al-hildl. Dasar yang dipakai
oleh Ylsuf al-Qaradhawi beranjak dari nash yang lain dan
kondisi umum masyarakat ketika itu. Ketika sebuah sifat masih
dapat dihubungkan kepada nash dan untuk selanjutnya dipilih
sebagai 'illat, tidak ada kesepakatan ulama dalam menerima
illat tersebut (zhanni), apalagi sifat yang ditetapkan sebagai
llat itu tidak terkait langsung dengan substansi nash yang
dibicarakan, tentu lebih zhanni lagi.

Menurut penulis, apabila dasar pengambilan ‘illat tidak
langsung berasal dari nash secara tegas, atau tidak ada indikasi
yang dapat diteliti dalam nash untuk menetapkan suatu sifat
yang akan dijadikan ‘illat, maka proses yang demikian tidak
mempunyai dasar yang kuat. Apalagi dihubungkan dengan
kondisi umum masyarakat Arab pada zaman Nabi SAW yang
tidak memiliki pengetahuan, tentu saja tidak hanya hadis
ruyah al-hilal ini yang bisa dihubungkan dengan itu, tetapi
banyak ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi SAW juga dapat
dihubungkan dengan 'illat yang ditemukan tersebut. Akibatnya,
akan banyak ketentuan dalam ayat al-Qur’an dan juga hadis-
hadis Nabi SAW yang tidak bisa diberlakukan lagi karena
kondisi umum masyarakatnya sudah tidak sama dengan
kondisi umum masyarakat sekarang.

Kedua, YGsuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa ru'yah
al-hildl adalah wasilah (perantara) yang mengantarkan untuk
terwujudnya tujuan hukum. Wasilah yang demikian tidak cocok
lagi dengan zaman modern ini karena menimbulkan perbedaan
pendapat dalam menentukan awal bulan. Wasilah yang cocok
dan sesuai adalah dengan memanfaatkan ilmu falak yang sudah
sedemikian maju dan dapat mengindarkan perbedaan dalam
menentukan awal bulan.

Menyikapi hal ini penulis melihat bahwa ruyah al-hilal
adalah salah satu cara untuk memulai sebuah ibadah, seperti
puasa Ramadhan dan shalat hari raya. Begitulah yang tertulis
secara jelas dalam nash. Melihat tanda-tanda alam untuk
mengawali sebuah ibadah tidak hanya terdapat dalam hadis
ruyah al-hildl, tetapi juga dinyatakan oleh Allah SWT ketika



mewajibkan shalat-shalat fardhu, sebagaimana firman Allah
dalam QS al-Isra” ayat 78:

\Jj.@.m.n ngz.aj\ Q\;J_e U\JNJ\ u\;ﬁ) J_J\ J\ WJ\ _Sjl.ﬂ jld\ rﬁ\
"Dirikanlah shalat karena tergelmczrnya matahari sampai gelap
malam dan (dirikanlah pula shalat) fajar (subuh). Sesungguhnya

shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
Juga dalam QS Hud ayat 114:

S WS U Gald enndl 8 (W 5x W55, G5 Al
"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan

petang) dan pada permulaan malam".
Dalam QS Thaha ayat 130 Allah SWT juga berfirman:

M B 53 \wﬁ J55 il ,ls 38 055wz QM) Ok s 6 550
(235 ¢ )Lé—“ L";L\) Cw-"

"Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari
dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-
waktu malam dan pada siang hari, supaya kamu merasa
tentram”.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa
kewajiban melakukan shalat-shalat fardhu dikaitkan oleh Allah
SWT dengan melihat tanda-tanda alam ciptaan-Nya. Apabila
dikatakan bahwa ketentuan tersebut disebabkan oleh tidak
adanya kemampuan umat Islam pada masa Nabi SAW dalam
melakukan perhitungan (hisab), tentu saja ayat-ayat tersebut
juga tidak dibutuhkan lagi pada zaman modern ini, karena
melihat tanda-tanda alam seperti itu hanya sebagai wasilah
untuk mengetahui waktu-waktu shalat. Sedangkan ada wasilah
yang lain yang lebih maju, yaitu ilmu falak, sehingga tidak
diperlukan lagi melihat tanda-tanda alam yang diciptakan oleh
Allah SWT. Setidaknya begitulah yang terjadi ketika kondisi
umum di zaman Nabi SAW dijadikan sebagai sifat yang
ditetapkan sebagai ‘illat hukum.

Ketiga, Yhsuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa tujuan



yang hendak diwujudkan oleh nash adalah agar tidak
terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan.
Dalam pernyataannya Yisuf al-Qaradhawi mengatakan:
ol b e iy ) g el ALY Al o) (adadl)l Clually 22N )
SLil e L damy Wb ol Al gy AV W e pa ) A () ey Y
T oAl 2 sualall Gaiaiy sl JaSls el Ay (=8 5Y Ay5)l) b s JuiaYly
san gl U lalaasly la ki Lealm Ay a3 3dl) COERY) (e ZaYL
LS5 Lelemy Lghaall s Lgin  pal ity Alsiall Lol 5 a e 3 5 ) sl

108 adal) ol Alan g (a5 (o)
"Memanfaatkan hisab yang qath'i pada saat ini merupakan
wasilah untuk menetapkan bulan yang wajib diterima
berdasarkan penggunaan qiyas aulawi (qiyas yang utama).
Artinya Sunnah dari (Rasul SAW) telah mensyariatkan kepada
kita untuk menggunakan wasilah yang rendah, mengandung
keraguan dan mungkin keliru, yaitu dengan cara ru yah (melihat
bulan dengan mata kepala). Hal ini tidak berarti menolak
penggunaan wasilah yang lebih tinggi, lebih sempurna, dan lebih
lengkap. Ini ditujukan untuk mengeluarkan umat dari perbedaan
pendapat yang cukup tinggi dalam menentukan permulaan
berpuasa, berbuka (idul fithri), dan berqurban (idul adha)
sehingga terlihat kesatuan syiar (agama) dan ibadah, yang
berhubungan dengan keagamaan dan lebih dekat dengan
kehidupan dan kerohanian, yaitu (dengan menggunakan)
wasilah hisab yang qath'i.

Berdasarkan pernyataan di atas, menurutnya, ruyah al-
hilal terbukti tidak menghasilkan tujuan tersebut, dan satu-
satunya cara untuk dapat mewujudkan tujuan itu adalah
dengan mengganti ruyah al-hildl dengan ilmu falak. Sepintas
penulis melihat pandangan Yisuf al-Qaradhawi ini sebagai
sebuah solusi dalam menyatukan umat dalam mengawali
ibadahnya. Tetapi pertanyaan yang muncul kemudian adalah,
apakah memang demikian tujuan al-Sydri’ dalam menetapkan
ruyah al-hilal? Bagaimana menyikapi tujuan al-Sydri’ dalam
menetapkan ketentuan-ketentuan dalam ibadah lainnya yang

408 Y{suf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., jilid ke-2, op.cit, h. 215-
216



juga disuruh melihat tanda-tanda alam ciptaan Allah SWT?

Berkenaan dengan ini, apabila dihubungkan dengan
ketentuan-ketentuan ibadah dalam Islam, banyak hal yang
tidak diberitahukan tujuannya oleh al-Sydri* dan mujtahid juga
tidak mengetahui tujuan itu. Tetapi diyakini oleh seluruh
mujtahid bahwa seluruh ketentuan Allah SWT bertujuan untuk
menghasilkan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Dalam masalah
ibadah, pada umumnya tujuan al-Sydri° dalam menetapkan
sebuah taklif (beban hukum) adalah untuk menguji ketaatan
seseorang (al-ibtild"). Demikian yang dikatakan oleh al-Syathibi
(w. 790 H) dan ibn Taimiyah (w. 728 H).#99 Bahkan al-Thufi (w.
716 H), ulama yang cukup kontroversial dalam perbincangan
maslahat ini, mengatakan bahwa maslahat dalam bidang
ibadah bukan sesuatu yang harus dibahas, tetapi diserahkan
kepada al-Sydri® sendiri.#1® Hal ini Kkarena sulit untuk
mengetahui tujuan al-Sydri° dalam menetapkan sebuah
ketentuan dalam ibadah. Oleh karena itu al-Thafl (w. 716 H)
hanya mengembangkan pemikirannya dalam bidang maslahat
kepada hal-hal di luar ibadah.

Sehubungan dengan itu penulis berpendapat bahwa,
tujuan al-Sydri® dalam menetapkan ru'yah al-hildl adalah untuk
menguji ketaatan manusia dalam mengikuti aturan-aturan-Nya,
sama halnya dengan tujuan al-Sydri° dalam menetapkan
ketentuan lainnya dalam ibadah. Inilah tujuan yang dapat
dipastikan dan diyakini. Oleh karena itu tidak ada kepastian
atau sesuatu yang mesti dijadikan pegangan dalam menetapkan
tujuan al-Sydri® dalam ruyah al-hildl itu untuk menyatukan
umat dalam mengawali ibadahnya. Ketika yang terakhir ini
yang dijadikan tujuan, realitas yang ada juga tidak
membuktikan terjadinya kesatuan umat dalam mengawali
ibadahnya dengan mempergunakan ilmu falak modern.

409Abi Ishaq al-Syathibl (w. 790 H), al-Muwdfaqadt.., op.cit., jilid ke-3, h.
511: Taqiy al-Din Abi al-'Abbas Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taimiyyah al-
Harani, [ditahqiq oleh 'Abd al-Rahman ibn Muhammad Qasim], Majmii’ al-
Fatdwa, (Madinah: Majma' al-Mulk, 1995), jilid ke-14, h. 144-145

410Najm al-Din al-Thifi [ditahqiq oleh Ahmad ‘Abd al-Rahim al-Sayih],
Risdlah fi Ri‘dyah al-Maslahah, (Mesir: al-Mishriyyah li al-Banih, 1993), cet.
Ke-1,h.25



Dengan demikian al-Sydri° mempunyai tujuan-tujuan
tertentu dengan memerintahkan melihat alam yang diciptakan-
Nya untuk memulai sebuah ibadah. Tujuan-tujuan itu
dimungkinkan untuk melihat kebesaran Allah SWT sehingga
ibadah yang akan dilakukan lebih khusyu', tawadhu’,
menghilangkan sifat sombong, dan dilakukan dengan penuh
keyakinan karena merasa diri kecil dan begitu agungnya Allah
SWT.

Pernyataan ini bukan untuk menafikan perkembangan
teknologi modern yang terjadi hari ini, khususnya pesatnya
perkembangan ilmu falak. Penulis melihat bahwa ilmu falak
merupakan sebuah ilmu yang sangat penting, tetapi
keberadaannya tidak harus menafikan ketentuan-ketentuan
nash yang sudah jelas, tetapi mendukung keberadaan nash-
nash al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Pada tataran praktis,
ilmu falak dipakai dalam memperkirakan masuknya awal bulan
baru dan memberitahukan kepada umat waktu untuk ruyah al-
hilal. Tanpa mengurangi arti dari kesimpulan Yasuf al-
Qaradhawi, pendapat terakhir inilah yang menurut penulis
lebih sesuai dengan madqdashid al-syari’‘ah, karena kajian
mdgqdshid al-syari’ah bukan untuk menjadikan seseorang
mengabaikan ketentuan nash, tetapi untuk memotivasi
seseorang mengamalkan sebuah ketentuan dalam nash.

Satu hal yang patut dipujikan terhadap Yasuf al-
Qaradhawi, di mana ia tidak memaksakan pendapatnya untuk
diikuti oleh semua orang, walaupun dari pemahahan dalil yang
dilakukakannya menjadikan argumentasinya sulit untuk
terbantahkan. la menyadari bahwa apa yang dilakukannya
hanyalah sebatas ijtihad yang mungkin saja berbeda dengan
pendapat ulama lainnya. Selanjutnya ia menyerahkan
perbedaan pendapat dalam menetapkan awal bulan ini kepada
penguasa dan otoritas keagamaan yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam masalah itu. Dalam pernyataannya
dalam kitab Taisir al-Figh fi Dhau" al-Qur'dn wa al-Sunnah Figh
al-Shiydm, ia mengatakan: ‘ ‘
iRl ) ga¥) (A AL &8y je¥) (g ) B gl sSall oS o) e el (el
LaSaall odlud 2l 6 D) ) e sl due il bl <ol 138 e
xd YL i o gl s )8 s e i diaal) o indl Al Sl SLEY) la sl sl
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"Pendapat yang disepakati adalah keputusan hukum yang
diambil oleh hakim atau ketetapan penguasa karena hal itu
akan menghilangkan perbedaan pendapat dalam hal-hal yang
diperselisihkan.  Apabila  sebuah otoritas agama yang
bertanggungjawab telah menetapkan awal bulan di sebuah
negara Islam, atau lembaga fatwa (yang diakui secara resmi),
atau tokoh-tokoh agama terkemuka, dan sejenisnya, maka hal
itu merupakan hukum yang paling tinggi. Suatu keniscayaan
bagi seorang muslim di negara itu untuk taat dan patuh
terhadap keputusan yang mereka ambil untuk berpuasa atau
berbuka (hari raya), karena ketaatan di sana adalah untuk
sesuatu yang baik. Jika masih ada yang berbeda pendapat
dengan dasar menyamakan dengan negara lain, maka
keputusan hakim yang telah diambil tersebut tetap lebih kuat,
walaupun pada setiap negara itu (berbeda) hasil ru’yahnya".

Di samping itu ia juga mengatakan, bahwa
sepatutnyalah bagi umat Islam untuk tidak berbeda pendapat
dalam tiga hal. Pertama, penetapan awal bulan tersebut
merupakan keluasan dan fleksibelitas (sa'‘ah wa murtinah)
dalam memahami teks-teks keagamaan dan hukum-hukumnya.
Perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini merupakan
suatu kelapangan dan rahmat bagi umat Islam. Tidak seorang
pun boleh mengingkari hasil ijtihad ulama walaupun ia tidak
sepaham dengan ijtihad itu. Kedua, (jika terjadi) kekeliruan
dalam menghasilkan ijtihad berkenaan dengan persoalan ini,
hal ini akan diampuni (oleh Allah SWT), walaupun terjadi
kesalahan seseorang dalam menyaksikan telah melihat hilal.
Hal ini karena Allah SWT akan mengampuni Kkesalahan-
kesalahan (dalam rangka ijtihad) tersebut. Ketiga, menyatukan
umat Islam dalam melakukan puasa dan berhari raya begitu
juga dalam mensyiarkan agama dan syariat mereka merupakan
sesuatu yang sangat diharapkan.412

411Y{suf al-Qaradhaw, Taisir al-Figh fi Dhau® al-Qur‘dn wa al-Sunnah
Figh al-Shiyam, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), cet. Ke-2, h. 36
412 Jpjd.,, h. 35-36



Oleh karena itu kajian penulis dalam masalah ini bukan
dimaksudkan untuk menolak atau membatalkan ijtihad yang
dilakukan oleh Yisuf al-Qaradhawi, tetapi melihat dari sisi lain
yang mungkin saja berbeda dengan apa yang telah
diputuskannya. Dalam kajian ijtihad, sebagaimana diungkapkan
oleh Yasuf al-Qaradhawi di atas, perbedaan pendapat itu
merupakan hal yang biasa dalam memahami nash, dan
seseorang tidak boleh mengingkari ijtihad yang sudah
dikeluarkan oleh orang lain.

2. Fatwa tentang Mahram Bagi Jamaah Haji Wanita

Menurut terminologi hukum Islam, mahram adalah laki-
laki yang diharamkan (untuk menikah) dengan seseorang
wanita buat selama-lamanya karena ada hubungan
kekerabatan (keturunan), perkawinan atau karena adanya
pertalian sepersusuan.#13  Pengertian yang lain juga
dikemukakan oleh ibn Qudamah (w. 620 H), menurutnya
mahram ada dua pengertian, yaitu suami dan laki-laki yang
diharamkan menikahi seorang wanita buat selama-lamanya
disebabkan oleh adanya hubungan nasab (keturunan), atau
karena sebab-sebab yang lain. Misalnya bapak, anak laki-laki,
saudara yang seketurunan atau sepersusuan dengannya dan
sebagainya.*14

Di dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa Nabi SAW
melarang wanita melakukan perjalanan (musafir) kecuali
didampingi oleh mahramnya. Setidaknya ada beberapa buah
hadis yang memberikan aturan bagaimana seharusnya seorang
wanita melakukan safar (perjalanan). Di dalam hadis yang
diriwayatkan oleh al-Bukhari, ada 4 buah hadis tentang hal ini
dengan sanad yang berbeda, di antaranya:#15

“BHasanain Muhammad al-Ma'lif, Fatdwa Syar’iyyah wa Buhiits
Islamiyyah, ( Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1951 ), h. 67

“41bn Qudamah, Al-Mughni, (Mesir: Maktabah al-Jumhfriyah
al-Arabiyah, [t.th]), juz ke-6, h. 238

415]bn Hajar al-Atsqalani, Fathu al-Bdri Syarh Shahih al-Bukhdri,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1991), jilid 6, h. 250. Hadis-hadis senada juga dapat
ditemukan dalam kitab yang sama pada jilid 4, h. 766 dalam kitab puasa;
jilid 4, h. 553, dalam kitab berburu; jilid 3, h. 392, dalam kitab shalat di
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"Dari Ibn Abbas ra. mendengar RasulullahSAW bersabda:
"langanlah seorang laki-laki berdua-duaan (khalwat) dengan
seorang wanita dan janganlah seorang wanita melakukan safar
(perjalanan) kecuali didampingi oleh mahramnya. Lalu seorang
laki-laki berdiri dan bertanya, “Wahai Rasulullah, istriku ingin
untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan aku sedang bertugas
dalam peperangan, apakah aku harus menemaninya? Rasulullah
menjawab, 'Betul, berangkatlah, temanilah istrimu untuk
menunaikan ibadah haji". (HR. Bukhari).

Menyikapi hadis di atas, para Imam mazhab telah
memberikan komentarnya. Imam al-Syafi'i (w. 204 H)
mengatakan bahwa kewajiban didampingi mahram bagi wanita
musafir ini berlaku terhadap seluruh perjalanan yang tidak
diwajibkan, seperti ziarah, tour dan sebagainya. Apabila dalam
melakukan perjalanan ini wanita tidak didampingi oleh
mahramnya, maka berarti ia telah melakukan suatu perbuatan
yang haram, sekalipun dalam hal ini ditunjuk beberapa orang
wanita terpercaya untuk mendampinginya. Akan tetapi
terhadap perjalanan wajib, seperti ibadah haji, maka boleh saja
seorang wanita didampingi oleh beberapa orang wanita lain
sebagai mahramnya.#16 Bahkan kalau sudah diduga terwujud
keamanan, maka dibolehkan wanita pergi sendirian.*1”

Sementara itu Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H)%18
mengatakan tidak wajib bagi wanita melakukan perjalanan
(safar) dalam rangka menunaikan ibadah haji tanpa didampingi
oleh mahram atau suaminya. Wanita yang masih melaksanakan

mesjid Medinah dan mesjid Mekah. Hadis-hadis tentang mahram ini juga
diriwayatkan oleh Muslim dengan 17 sanad yang berbeda. Lihat al-Nawaw?,
Shahth Muslim Bi Syarh al-Nawawi. (Beirut: Dar al-Fikr, [tth]), jilid ke-5, juz
ke-9,h.103-110

416]bn Syihab al-Din al-Ramli, Nihdyah al-Muhtdj Ila Syarh al-Minhdj,
(Beirut: Dar al-Thya" al-Tarikh al-'Arabi, 1992), cet. ke-3, juz ke-3, h. 250

417 [bid

418]bn Qudamabh, al-Mughni, op.cit., juz ke-3, h. 235



perjalanan haji tanpa didampingi mahramnya berarti ia telah
melakukan perbuatan yang haram.41® Dengan demikian
mahram merupakan sesuatu yang sangat urgen bagi wanita
dalam melakukan perjalanan, sehingga bisa saja sesuatu yang
pada dasamya diwajibkan berubah menjadi tidak diwajibkan
lagi.

Yisuf al-Qaradhawi dalam fatwanya mengatakan bahwa
pada prinsipnya seorang wanita harus ditemani oleh mahram
atau suaminya dalam melakukan perjalanan haji. Dasar
kewajiban itu adalah beberapa hadis Nabi SAW yang antara
lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah (w. 57 H), ibn 'Abbas (w.
68 H), ibn Umar (w. 74 H), dan Abu Sa'id al-Khudri (w. 84 H).420
Walaupun teks-teks hadis tersebut berbeda satu sama lain,
tetapi mempunyai makna yang sama, yaitu larangan bagi
wanita melakukan perjalanan sendirian. Hal ini dimaksudkan
untuk menjaga nama baik dan kehormatan wanita, di samping
melindunginya dari kejahatan orang lain, perampok, dan
binatang buas, khususnya bila wanita tersebut melewati
lingkungan yang membahayakan seperti padang pasir atau
situasi daerah yang sepi dan tidak aman.421

Dalam salah satu pernyataannya Yisuf al-Qaradhawi
menuliskan: ; ‘
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"Melakukan perjalanan pada hari ini tidak sama dengan masa
sebelumnya yang penuh dengan bahaya karena harus melewati
padang pasir, dihadang perampok, dan sebagainya. Bahkan

419Abd al-Qadir ibn Umar al-Syaibani wa Ibrahim ibn Muhammad
Dhiwani, al-Mu'tamad fi Figh al-Imdm Ahmad, (Beirut: Dar al-Khair, 1991),
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berpergian saat ini sudah menggunakan alat-alat transportasi
yang memuat banyak orang, seperti kapal laut, pesawat, dan bus
umum ukuran besar dan kecil yang melewati beberapa tempat.
Hal ini menimbulkan rasa percaya diri dan menghilangkan
kekhawatiran (ketakutan) bagi kaum wanita, karena pada saat
itu ia tidak sendirian di suatu tempat. Oleh karena itu tidak ada
halangan bagi seorang wanita pergi menunaikan haji dengan
suasana yang tenang dan aman ini".

Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut Yasuf
al-Qaradhawi, perjalanan haji yang dilakukan oleh wanita pada
hari ini sudah aman, berbeda dengan perjalanan haji
sebelumnya yang penuh dengan bahaya. Hal ini karena
bepergian sekarang sudah mempergunakan alat-alat
transportasi yang sudah memiliki safety (keamanan) yang tidak
ada pada masa sebelumnya, dan biasanya memuat banyak
orang, seperti kapal laut, pesawat terbang, dan bus umum yang
tidak perlu dikhawatirkan lagi dari sisi keamanannya. Oleh
karena itu perjalanan haji yang dilakukan oleh seorang wanita
sendirian untuk kondisi sekarang dibolehkan tanpa didampingi
oleh mahramnya.

Pembahasan tentang suatu ketetapan hukum, dalam hal
ini adalah mahram bagi wanita jamaah haji wanita, sudah pasti
tidak  terlepas dari faktor  atau  alasan  yang
melatarbelakanginya. Alasan yang dimaksud di sini adalah ‘illat
ketetapan tersebut. Dalam kajiannya para wulama tidak
menyinggung dengan tegas apa 'illat dari ketetapan itu, akan
tetapi dari apa yang mereka sampaikan dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa ‘illat itu ada, seperti isyarat al-Syafi'l (w.
204 H) yang mengatakan bahwa eksistensi mahram adalah
untuk mewujudkan rasa aman bagi wanita.423 Begitu juga apa
yang diisyaratkan dari pernyataan Ahmad ibn Hanbal (w. 241

“BAbl  Zakaria Muhyi al-Din al-Nawawi, Al-Majmi' Syarh
al-Muhadzdzab, (Kairo:Syirkah al-Azhar,[t.th]), juz ke-7, h. 86, Wahbah
al-Zuhaili, Al-Figh al-Isldmi wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), juz
ke-3, h. 36; Syihab al-Din Ahmad ibn Hajar al-Haitami al Syafi'l, Hawasy
Tuhfah al-Muhtdj bi Syarah al-Minhdj, (Mesir: Mustafa Muhammad, [t.th]),
juz ke-4, h. 24; Abd al-Hamid al-Syarwani, Hawdsy 'Ala Tuhfah Li al-Muhtdj,
(Beirut: Dar al-Thya" al-Turats al-'Arabi, [t.th]), jilid ke-2, h. 358



H) yang tidak menyinggung soal aman atau tidak, tapi hanya
menfokuskan kepada wanita yang melakukan safar.#24 Dengan
demikian dapat dipahami, bahwa menurut Ahmad ibn Hanbal
(w. 241 H), safar itu sendirilah yang kelihatannya menjadi ‘illat
penetapan hukum. Begitu juga dengan yang diisyaratkan oleh
Abu Hanifah (w. 150 H) dan ibn Hazm (w. 438 H).

Dari gambaran ini, nash (hadis) tentang mahram bagi
wanita musafir tidak menunjukkan atau tidak disertai dengan
penyebutan illatnya secara tegas, sehingga terbuka
kemungkinan interpretasi untuk menetapkan ‘illat karena
sangat terkait dengan aktifitas ibadah yang dilakukan oleh
seorang wanita.

Berdasarkan kajian-kajian tentang macam-macam ‘illat
dan tatacara menemukannya, ada di antaranya yang
manshiishah (disebutkan secara eksplisit di dalam nash) dan
ada pula yang mustanbathah (diusahakan mencarinya dengan
pemikiran yang mendalam). Maka ‘illat mahram bagi jamaah
haji wanita ini termasuk kategori mustanbathah karena tidak
ditemukan secara jelas di dalam nash sehingga diperlukan
usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukannya, dengan
pertimbangan harus ada mundsabah (keserasian) antara 'illat
tersebut dengan hikmah yang hendak dituju.

Berpijak dari kesimpulan-kesimpulan yang telah
diambil dari pernyataan-pernyataan ulama, maka metode yang
paling tepat dalam menentukan ‘illat hukum mahram dalam
masalah ini adalah melalui al-sibr wa al-tagsim, yaitu
menghimpun sejumlah sifat yang kira-kira bisa dijadikan
alasan penetapan hukum kemudian membatasi kepada satu
sifat yang dianggap lebih tepat. Sifat yang terakhir inilah
nantinya yang dipilih sebagai ‘illat dalam penetapan hukum
tersebut. Di sisi lain sifat yang mundsabah (sesuai dengan
tujuan penetapan hukum) perlu juga diperhatikan karena tidak
bisa dikategorikan ‘illat jika tidak mengandung mundsabah.

42 Abd al-Qadir ibn Umar al-Syaibani wa Ibrahim ibn Muhammad
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Oleh karena itu sifat-sifat yang telah dihimpun itu akan dilihat

juga sisi-sisi mundsabahnya.

Setelah meneliti dengan seksama ada beberapa sifat
yang agaknya melandasi ketetapan tersebut; pertama, safar
(perjalanan) itu sendiri; kedua, kekhawatiran timbulnya fitnah;
dan ketiga, keamanan terhadap wanita dalam melakukan
perjalanan. Penulis akan menganalisis satu persatu sifat ini
sesuai dengan ketentuan penetapan suatu ‘illat.

Pertama adalah safar (perjalanan) itu sendiri.
Penentuan safar sebagai ‘illat apabila dihubungkan dengan
persyaratan ‘illat yang telah dikemukakan dapat dianalisis
sebagai berikut:

1. Dari segi kejelasan (zhdhir) sifat tersebut. Di sini safar
kelihatannya sudah merupakan sifat yang zhdhir (jelas). Hal
ini dilihat dari sisi tekstual hadis-hadis tentang mahram bagi
wanita musafir. Namun tentang safar yang bagaimana dan
berapa harikah yang dikategorikan safar itu? Di sinilah
terjadi perbedaan ulama. Akan tetapi dari sekian banyak
hadis tentang mahram bagi wanita musafir ini ada satu hal
yang perlu diketahui, bahwa perbedaan ukuran jarak dan
waktu tempuh perjalanan bukan merupakan pembatasan.
Setidaknya inilah yang dikemukakan oleh al-Nawawi (w. 864
H) ketika memberikan syarah terhadap kitab Shahih
Muslim.42> Perbedaan itu diakibatkan oleh berbeda-bedanya
orang yang bertanya dan tempat yang akan dituju. Menurut
al-Nawawi (w. 864 H), salah satu hadis dari beberapa hadis
tentang ini, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Shahth
Muslim, menghilangkan pembatasan tersebut, yaitu hadis
yang diriwayatkan oleh ibn 'Abbas:426
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SAW bersabda dalam khutbahnya, “Janganlah seorang
wanita berdua-duaan dengan seorang laki-laki tanpa
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didampingi oleh mahramnya dan janganlah melakukan safar
tanpa didampingi oleh mahramnya". (HR Muslim)

Kondisi ini mencakup seluruh bentuk dan jarak
perjalanan dan sangat jelas dan nyata serta dapat dicerna
dengan indra manusia. Dengan demikian safar sebagai suatu
sifat sudah memenubhi kriteria pertama persyaratan 'illat, yaitu
washfan zhahiran (sifat yang jelas).

2. Dari segi dapat tidaknya sifat itu diukur dan berlaku untuk
semua orang (washfan mundhabithan), maka di sini sifat
safar sudah pasti dapat diukur dan juga berlaku umum bagi
setiap orang yang melakukan perjalanan.Oleh karena itu
Kriteria inipun sudah terpenuhi oleh sifat ini.

3. Dari segi keserasiannya dengan hikmah hukum (washfan
mundsiban li al-hukm), maka di sini kelihatannya
menjadikan safar semata-mata sebagai ‘illat sangat
menyulitkan untuk merealisir hikmah suatu hukum. Hal ini
akan terasa sekali ketika berhadapan dengan zaman modern
yang sarat dengan berbagai kemajuan transportasi dan
mengingat mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk
melakukan suatu perjalanan itu. Suatu kondisi yang sulit jika
seorang wanita harus ditemani oleh mahramnya ke mana
saja ia pergi. Seperti seorang pelajar wanita yang menuntut
ilmu ke luar negeri umpamanya. Selama di dalam perjalanan
sampai sekolahnya selesai (tamat) tentu saja ia harus selalu
didampingi oleh mahramnya karena selama ia tidak berniat
menetap di negeri tujuan maka posisinya masih sebagai
musafir. Begitu juga dengan perjalanan bisnis, tour dan
sebagainya. Artinya jika ia harus ditemani oleh mahramnya
ke mana saja ia pergi, maka berarti ia harus mengeluarkan
dana minimal untuk dua orang (dia dan mahramnya). Kalau
ketentuan hukum ini diberlakukan secara mutlak maka
sama saja dengan menghambat aktifitas seorang wanita,
termasuk menghambat aktifitas mereka untuk memperoleh
pengetahuan ke negeri orang. Mungkin bagi orang-orang
yang punya dana besar (konglomerat), berapa pun biaya
tidak akan jadi masalah, tapi di sisi lain juga akan
menyulitkan terutama bagi mahram yang akan menemani
wanita tersebut. Oleh karena itu memberlakukan safar



secara mutlak belum mampu merealisir hikmah yang
hendak direalisir (kemaslahatan). Oleh karena itu dengan
ketentuan mutlak seperti ini maka kemaslahatan yang
hendak dicapai dan juga menolak hal-hal yang menghalangi
kemaslahatan itu sulit untuk diwujudkan. Lagi pula
ketentuan mahram bagi wanita musafir dalam, hadis-hadis
Rasulullah SAW bukanlah berkaitan dengan
ketentuan-ketentuan ibadah (ta'abbudi), tapi lebih bersifat
hubungan kemasyarakatan yang dapat dipastikan
mempunyai alasan-alasan tersendiri di luar safar.
Alasan-alasan khusus itulah nantinya yang menghasilkan
hikmah yang akan direalisir dengan penetapan hukum itu.
Dengan demikian penulis tidak melihat adanya relevansi
yang meyakinkan menetapkan safar secara mutlak dengan
hikmah yang hendak dicapai dengan ketetapan hukum ini,
dan tentu saja dalam hubungan ini safar tidak dapat
dijadikan 'illat ketidakbolehan wanita melakukan perjalanan
sendirian tanpa didampingi oleh mahramnya.

Memperhatikan hal-hal di atas, maka di satu sisi safar
memang memenuhi sebagian syarat-syarat 'illat akan tetapi di
sisi lain sifat safar semata tidak dapat mewujudkan hikmah
hukum. Dalam kajian hukum Islam, hikmah adalah sesuatu
yang hendak dituju dengan penetapan suatu hukum. Jika suatu
hikmah yang berupa kemaslahatan dan menolak hal-hal yang
merugikan tidak dapat diwujudkan, maka penetapan hukum
seperti itu perlu untuk dikaji ulang. Hal ini karena muara
hukum Islam adalah untuk mewujudkan maslahah dalam
kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

Alternatif kedua tentang ‘illat larangan safar bagi wanita
tanpa didampingi oleh mahram atau suaminya adalah
kehawatiran timbulnya fitnah. Fitnah dalam hal ini dapat saja
berbentuk tercemarnya nama baik seorang wanita, dituduh
sebagai perempuan tidak baik atau suka keluyuran dan
sebagainya. Bentuk-bentuk seperti ini bukan saja berdampak
buruk kepada wanita yang bersangkutan, akan tetapi akan
merusak nama baik dan kehormatan keluarga dan kampung
halamannya. Akibat yang lebih parah lagi adalah terganggunya
pergaulan dalam hubungan rumah tangga dan kemasyarakatan.



Dalam hubungan ini dapat dicontohkan dengan fitnah
yang melanda ummul mukminin Aisyah ra (w. 57 H). Kisahnya
bermula ketika Aisyah mendapat giliran untuk berangkat
bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan sebagai
kesatuan belakang guna merawat tentara-tentara yang terluka.
Setelah peperangan usai dengan kemenangan di pihak tentara
muslim, pasukan Islam pun bersiap-siap kembali ke Madinah.
Sebagai istri Nabi, Aisyah dipersilahkan masuk ke dalam
sekedup. Sebelum sekedup diangkat tiba-tiba Aisyah
merasakan hendak buang hajat. Tatkala kembali ke
sekedupnya didapatinya kalung yang biasa terikat dilehernya
hilang. Kembalilah ia ke tempat buang hajat tadi dan memang
didapatkannya di sana. Orang-orang tidak menyangka Aisyah
pergi dan mereka telah menutup sekedup tersebut dan
menaikkannya ke punggung unta, Lalu pasukan tersebut mulai
berangkat. Tentu saja Aisyah terkejut ketika ia mendapati
dirinya sudah ditinggalkan. Sambil menunggu pasukan itu
kembali menjemputnya, Aisyah tertidur. Pada saat itulah lewat
sahabat Nabi, Shafwan ibn al-Mu'athal al-Salmi. Sudah menjadi
kebiasaan Shafwan berjalan di belakang pasukan untuk
mengemasi barang-barang yang terjatuh atau hilang dan
dikembalikan kepada pemiliknya. Shafwan sangat terkejut
melihat Aisyah ra. Akhirnya ia menyuruh Aisyah naik ke atas
untanya dan ia sendiri menuntunnya. Peristiwa inilah yang
menggemparkan kaum muslimin dan menghadapkan
tuduhan/fitnah yang bermacam-macam kepada Aisyah dan
Shafwan. Dalam hal ini orang-orang munafik lebih banyak
ambil bagian untuk mendiskriditkan Aisyah. Akibatnya nama
baik Aisyah tercemar dan bahkan mengganggu hubungannya
dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Allah SWT menurunkan
wahyu-Nya, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nur ayat 11
dan surat Yasuf ayat 18 yang membersihkan nama baik Aisyah
serta kecaman terhadap orang-orang yang menuduh tanpa ada
bukti-bukti kongkrit. Peristiwa inilah yang lebih dikenal
dengan hadits al-ifk (berita bohong).427
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Kisah di atas memberi pemahaman, bahwa perjalanan
wanita tanpa didampingi oleh mahram atau suaminya
berpotensi untuk menimbulkan fitnah dan mengakibatkan
terganggunya hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan.
Tetapi dapat tidaknya kekhawatiran timbulnya fitnah dijadikan
alternatif ‘illat ini akan dianalisis dengan menghubungkannya
dengan persyaratan 'illat.

Apabila dilihat dari segi kejelasan sifat (zhdahir),
timbulnya fitnah tidak dapat dikategorikan sebagai sifat yang
nyata dan jelas atau bisa dicermati dengan indra manusia. Hal
ini karena timbulnya fitnah merupakan sifat yang sulit untuk
dicermati dan diindrai oleh manusia. Fitnah terkadang hanya
ditunjukkan dengan perubahan sikap seseorang kepada orang
lain, seperti sikap sinis atau menjauhi dari pergaulan.
Mengukur dan melihat sikap seseorang adalah suatu hal yang
sulit. Yang dibutuhkan sebagai 'illat adalah sifat yang memang
jelas, nyata dan dapat diindrai oleh manusia. Timbulnya fitnah
sebagai ‘illat baru menjadi jelas dan nyata apabila ada
pernyataan dan komitmen seluruh masyarakat, baik tertulis
maupun tidak tertulis, bahwa seorang wanita yang melakukan
perjalanan tanpa didampingi oleh mahram atau suaminya
adalah wanita tidak baik, wanita jalang atau wanita tunasusila.
Akan tetapi belum ditemukan secara nyata
pernyataan-peryataan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu
timbulnya fitnah masih merupakan suasana batin yang sulit
untuk diidentifikasi oleh indra manusia. Tentu saja dalam hal
ini menetapkannya sebagai ‘illat tidak dapat memenuhi
ketentuan syarat ‘illat yang pertama, yaitu washfan zhdhiran
(sifat yang jelas, nyata dan dapat diindrai oleh manusia).

Di samping itu timbulnya fitnah apabila dihubungkan
dengan perjalanan wanita tanpa didampingi mahram atau
suaminya tidak dapat diukur secara pasti dan tidak berlaku
untuk semua orang (washfan mundhabithan). Hal ini
disebabkan karena berbedanya kondisi dan situasi perjalanan

terjemahan Alwi AM, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), cet.ke-3, h.
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wanita itu. Memang ada wanita yang tercemar nama baiknya
dengan beragam konsekwensi dengan melakukan perjalanan
tersebut, tapi tidak sedikit pula wanita yang tidak
mendapatkan fitnah apa-apa dengan perjalanan yang ia
lakukan sendirian. Dengan kata lain, timbulnya fitnah mungkin
saja dialami oleh sebagian wanita dan sebagian kondisi, seperti
kisah Aisyah di atas, akan tetapi tidak dialami oleh sebagian
wanita dan kondisi yang lain. Misalnya ketika Aisyah pergi
menunaikan ibadah haji ke Mekah sepeninggal Rasulullah SAW
tanpa didampingi oleh mahramnya tidak menimbulkan fitnah
apa-apa. Dalam rentangan sejarah pun kurang didapati data-
data lain yang dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa
timbulnya fitnah akan dialami oleh wanita yang melakukan
perjalanan tanpa mahram atau suaminya. Barangkali inilah
sebabnya ulama-ulama figh klasik dan kontemporer tidak
menyinggung-nyinggung dalam pembahasannya ketika
berbicara penyebab larangan wanita safar sendirian. Di
samping itu juga tidak ditemukan hadis-hadis Rasulullah SAW
yang mengarah kepada kekhawatiran timbulnya fitnah jika
wanita safar sendirian.

Menurut penulis, tidak disebutnya kekhawatiran
timbulnya fitnah sebagai sifat yang mendorong penetapan
hukum karena timbulnya fitnah lebih mengacu kepada suasana
batin atau perasaan yang tidak terkait langsung dengan fisik
dan indra manusia, sedangkan kajian ulama figh pada
umumnya lebih terfokus kepada hal-hal yang bersifat jelas,
nyata dan terkait langsung dengan indra atau fisik manusia.
[tulah sebabnya penetapan hukum untuk suatu kasus lebih
dititikberatkan kepada sesuatu yang zhdhir (dapat diindrai)
dan bukan kepada sesuatu yang merupakan suasana batin
(kondisi psikologis). Seperti sikap sukarela dalam jual beli yang
tidak bisa diamati karena merupakan suasana batin
(psikologis). Untuk merealisasikan adanya sikap sukarela
tersebut ditetapkanlah berlakunya ijab dan gqabul karena
dengan itulah Kkerelaan seseorang itu dapat diamati dan
diindrai. Berdasarkan hal itu maka kekhawatiran timbulnya
fitnah tidak merupakan sifat yang mundhabith, karenanya ia
tidak dapat memenuhi syarat 'illat yang kedua ini.



Walaupun kedua syarat di atas tidak dapat dipenuhi,
namun sifat tersebut terlihat mempunyai relevansi dengan
dengan maslahah yang hendak diwujudkan, yaitu
terpeliharanya wanita dari fitnah-fitnah yang mungkin saja
timbul akibat perjalanan yang ia lakukan tanpa mahram atau
suaminya (washfan mundsiban). Jika sifat tersebut dijadikan
sebagai alasan penetapan hukum maka satu sisi dari
kemaslahatan sudah dapat diwujudkan. Akan tetapi perlu
dikemukakan bahwa kekhawatiran timbulnya fitnah kurang
didukung oleh qarenah-qarenah, baik dari segi kultur sosial
pada waktu itu (saat hadis disampaikan) maupun penjelasan
Rasulullah SAW yang mengacu ke arah itu. Qarenah yang ada
cuma kisah Aisyah di atas. Memang Aisyah ra diisukan berbuat
negatif dengan Shafwan, tapi bukankah Allah SWT telah
membersihkan namanya disertai dengan kecaman terhadap
orang-orang yang mendiskriditkannya. Di samping itu Allah
SWT juga mengecam orang-orang yang menuduh wanita
baik-baik melakukan perbuatan mesum (zina) tanpa
menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang betul-betul
menyaksikan terjadinya peristiwa itu dengan mata kepala
mereka sendiri (QS. Al- Nur: 4). Berhubung fitnah sering timbul
karena adanya berita dari orang lain, maka Allah SWT pun
memperingatkan untuk tidak mempercayai berita itu begitu
saja tanpa menyelidiki kebenarannya (QS. Al-Hujurat: 6). Satu
hal yang dapat dipahami dalam hal ini adalah bahwa tidak
mudah untuk melancarkan fitnah kepada seseorang kecuali ada
bukti-bukti dan saksi langsung dari peristiwa itu. Hal ini juga
larangan kepada orang-orang mukmin untuk mencemarkan
nama baik orang lain karena akan berakibat buruk pada diri
maupun keluarganya. Bahkan dalam kaitan ini pun banyak
ditemukan larangan-larangan menyingkap aib orang lain
disertai dengan ancaman-ancaman bagi orang yang
melakukannya.

Dengan demikian kekhawatiran timbulnya fitnah
walaupun dapat mewujudkan kemaslahatan akan tetapi kurang
dapat diduga kuat sebagai suatu sifat yang mendorong
penetapan hukum. Tentu saja alternatif sifat ini tidak dapat
ditetapkan sebagai 'illat larangan wanita melakukan perjalanan



haji sendirian tanpa didampingi oleh mahram atau suaminya.
Kondisi ini akan lebih terasa lagi jika dikaitkan dengan
perjalanan wanita zaman moderen ini yang jarang bahkan tidak
mendapatkan fitnah apa-apa ketika melakukan perjalanannya.
Ketiga adalah keamanan terhadap wanita dalam
perjalanan. Dijadikannya keamanan sebagai alternatif ‘illat
karena ada beberapa kemungkinan qarinah (tanda) yang
mengindikasikan untuk itu. Di antara kemungkinan qarinah itu
adalah kondisi geografis dan sisa-sisa jahiliyah yang masih ada
pada waktu hadis-hadis tersebut diucapkan. Sebagaimana
diketahui bahwa Jazirah Arabia sebagian besar terdiri dari
gurun pasir tandus lagi gersang dan banyaknya tempat-tempat
sunyi dari manusia sehingga jangankan wanita, seorang
laki-laki pun sangat dikhawatirkan melakukan perjalanan
sendirian dalam kondisi seperti itu. Sementara itu jika dilihat
suasana dan prilaku masyarakat jahiliyah sudah tidak asing lagi
bahwa pada masa jahiliyah itu wanita adalah obyek penipuan
dan kekejaman laki-laki. Haknya dirampas, hartanya dikuasai,
diharamkan mewarisi dan setelah dicerai atau kematian suami
mereka pun dicampakkan, tak boleh kawin dengan lelaki yang
disenangi, tetapi diwarisi bagaikan harta benda atau binatang
kendaraan.#28 Di sisi lain bersumber dari sistem kehidupan
pengembara, bangsa Arab memiliki temperamen suka
berperang dan mengadakan penyerbuan. Demikian kuat
temperamen itu sehingga berperang sudah menjadi semacam
hiburan dan keisengan. Mereka memandang enteng
peperangan dan pertumpahan darah sehingga peristiwa kecil
saja bisa membangkitkan perang besar. Menurut Abu al-Hasan
Ali al-Nadwi seluruh Jazirah itu diliputi ketegangan yang tak
henti-hentinya. Orang-orang tidak tahu kapan ia dirampok atau
dibunuh. Seseorang bisa diculik dari rombongan kafilahnya di
tengah perjalanan.#?® Hal-hal yang disebutkan di atas,
walaupun merupakan kondisi umum zaman jahiliyah, tentu

428 Ab{i Hasan Ali al-Nadwi, Islam Membangun Peradaban Dunia, judul
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saja belum lenyap sama sekali ketika Nabi SAW menyiarkan
dakwah Islam. Adanya ketidaknyamanan dalam melakukan
perjalanan tentu juga dipicu oleh ketegangan yang
terus-menerus terjadi antara umat Islam dengan kafir Quresys
Mekah, Yahudi Madinah dan musuh-musuh Islam lainnya,
khususnya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ditambah lagi
dengan alat transportasi pada waktu itu yang sangat
sederhana, yaitu unta, kuda atau keledai. Bahkan tidak jarang
perjalanan itu dilakukan dengan berjalan kaki. Oleh karena itu
wajar kalau ada kekhawatiran terjadinya bahaya yang akan
dialami oleh wanita yang melakukan perjalanan sendirian,
sehingga Rasulullah SAW melarang wanita berpergian
sendirian tanpa ada mahram atau suaminya.

Hal lain yang dapat dijadikan qarinah untuk sifat
keamanan ini adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan
oleh al-Bukhari dari Adi ibn Hatim:
dA.\JJua.H\uq)_dcaL\;d_n_dLLuu uad\dy)d\ﬁdue.\\éw‘;muc
Lg)\AJ\}A_A;\a\}J) &\Y\\Q\ubqyuaﬁbuj_lmw;w)_mﬂ

430 (ks Jm\ P

"Dari Adi bin Hatim berkata, telah bersabda Rasulullah

SAW, “Jika umurmu panjang engkau akan menyaksikan nanti

seorang wanita dengan berkendaraan kuda pergi dari Hirah

(Irak) untuk thawaf (menunaikan ibadah haji) di Ka'bah

(Makkah) dengan perasaan tidak takut kepada siapapun kecuali
kepada Allah”. (HR al-Bukhari, Ahmad, dan al-Daruquthni).

Dalam riwayat Ahmad dan al-Daruquthni disebutkan
bahwa wanita tersebut tidak takut walaupun tidak ditemani
oleh siapapupun.431 Hadis ini menurut ibn Hazm (w. 438 H),
sebagaimana informasi Y@suf al-Qaradhawi,#32 bukan
merupakan pengingkaran terhadap ketentuan-ketentuan safar
bagi wanita dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, akan tetapi
mencerminkan  kecermelangan Islam dan  keamanan

430A1-Bukhéri, al-Jami’ al-Musnad al-Shahfth..,, op.cit, jilid ke-4, h. 197

431Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad, jilid ke-30, h. 196; juga al-
Daruquthni, Sunan al-Daruquthni, op.cit, jilid ke-3, h. 224
B2y suf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., jilid ke-1, op.cit, h. 353;
juga Yusuf al-Qaradhawi, Kaifa Nata'dmal..., op.cit., h. 149



wilayahnya pada masa yang akan datang, sehingga tidak ada
lagi gangguan keamanan yang dikhawatirkan akan dialami oleh
wanita. Oleh karena itu faktor keamanan nampaknya lebih
ditonjolkan oleh Yasuf al-Qaradhawi dalam isyarat yang
ditemukan dari hadis di atas. Maksudnya dengan pernyataan
tersebut Rasulullah SAW sudah dapat membayangkan suasana
yang terjadi setelah beliau pergi (wafat), dan lebih jauh lagi
hadis tersebut mengisyaratkan bahwa kemananlah sebenarnya
yang melandasi ketetapan hukum tersebut.

Berdasarkan hal itu apabila pendapat Yasuf al-
Qaradhawi ini dianalisis dengan pengkajian terhadap
syarat-syarat '‘illat yang sederhana, maka keamanan sebagai
suatu sifat, walaupun tidak dapat memenuhi satu syarat, yaitu
sifat yang jelas (washfan zhdhiran) yang dapat dicermati oleh
indra manusia, namun menurut Ydsuf al-Qaradhdawi dapat
diduga kuat sebagai 'illat yang memotivasi penetapan hukum.
Dugaan ini tentu saja dapat disimpulkan dari sosio-kultural
jahiliyah yang masih tersisa sedikit banyaknya ditambah lagi
dengan ketegangan yang terus-menerus terjadi antara umat
[slam dengan kafir Mekah, Yahudi, dan musuh-musuh Islam
lainnya pada waktu itu serta geografis Jazirah Arab yang
kurang bersahabat untuk melakukan perjalanan sendirian, dan
juga adanya isyarat hadis yang disebutkan terakhir tadi. Tetapi
pandangan ini tentu saja harus dianalisis secara utuh dengan
melihat persyaratan ‘illat lainnya.

Syarat selanjutnya adalah washfan mundhabithan (sifat
yang relatif dapat diukur). Artinya sifat tersebut dapat
dipastikan keberadaannya dan berlaku umum untuk semua
orang. Keamanan sebagai 'illat larangan wanita melakukan
safar sendirian walaupun didapatkan secara zhanni tapi dapat
diduga kuat keberadaannya (walaupun tidak mundhabith). Hal
ini didukung oleh kondisi intern wanita yang merupakan
makhluk yang lemah untuk mempertahankan diri dalam
menghadapi bahaya. Walaupun ada wanita yang kuat, mampu
menjaga diri sendiri, bahkan bisa melebihi laki-laki, namun hal
itu hanya pada wanita-wanita tertentu saja. Akan tetapi secara
umum wanita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan
bantuan dan perlindungan dari orang lain.



Selain dari itu, kondisi Arab, baik dari segi geografis
maupun dari segi masyarakatnya yang masih menyisakan
peradaban-peradaban dan tradisi-tradisi jahiliyah masih sangat
mengkhawatirkan untuk melepas kepergian seorang wanita
melakukan perjalanan sendirian. Faktor keamanan wanita
itulah yang merupakan sifat yang dapat menimbulkan dugaan
kuat (mazhinnah) telah mendorong Rasulullah SAW
mengeluarkan ketentuan keharusan wanita ditemani oleh
mahramnya di dalam melakukan perjalanan. Di lihat dari segi
ini maka kekhawatiran/keamanan bagi wanita memang tidak
bisa diukur dan berlaku umum. Maksudnya kondisi perjalanan
oleh masing-masing wanita tentu saja berbeda satu sama lain.
Oleh karena itu jika diikuti persyaratan ‘illat yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka sifat mundhabith (pasti) tidak
teraplikasi dalam sifat keamanan ini.

Persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya dari
kedua syarat di atas adalah adanya keserasian antara ‘illat
tersebut dengan hikmah yang hendak dicapai oleh ketetapan
hukum itu (mundsib i al-hukm). Menetapkan keamanan
sebagai 'illat kalau dilihat secara kontekstual mempunyai
alasan yang dapat dibenarkan karena larangan tersebut
tentunya untuk menjaga dan melindungi wanita dari hal-hal
yang tidak diinginkan. Dengan adanya larangan tersebut maka
wanita tidak diperkenankan melakukan perjalanan sendirian.
Apabila hal itu masih dilakukan juga maka sangat
dikhawatirkan akan terjadi bahaya yang akan menimpa
dirinya. Menghilangkan bahaya (mafsadah) merupakan hikmah
yang hendak dicapai oleh suatu ketetapan hukum sekaligus
juga akan dapat mewujudkan kemaslahatan. Agaknya faktor
keamanan inilah sebenarnya yang telah memotivasi Rasulullah
SAW melarang wanita melakukan perjalanan sendirian. Dengan
demikian mundsib sebagai salah satu syarat ‘illat terakumulasi
dengan sifat ini.

Memperhatikan  analisis  terhadap  illat  yang
dipergunakan oleh Ylsuf al-Qaradhawi di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa faktor keamanan merupakan alasan logis
yang memotivasi penetapan hukum larangan wanita
melakukan safar sendirian. Tentu saja dalam hal ini faktor



keamanan, sebagaimana telah disinggung di atas, bukan
merupakan sifat yang dapat dipastikan secara mutlak karena
tidak semua wanita yang melakukan perjalanan sendirian akan
mengalami bahaya yang mengancam diri, harta dan
kehormatannya. Akan tetapi walaupun demikian adanya
kekhawatiran dan terwujudnya keamanan di dalam perjalanan
dapat menimbulkan dugaan kuat telah memotivasi penetapan
hukum tersebut. Dalam konteks inilah sebagian ulama
ushul figh telah membicarakan kemungkinan-kemungkinan
dijadikannya hikmah sebagai ‘illat hukum. Ibn Taimiyah (w.
728 H) tidak mensyaratkan adanya sifat yang mundhabith
(relatif dapat diukur) pada 'illat, tetapi lebih menitikberatkan
pada keserasian antara penetapan suatu hukum dengan
hikmah yang hendak dicapai (al-washf al-mundsib), dan hikmah
itulah yang memotivasi penetapan hukum tersebut.#33 Begitu
juga dengan al-Syathibi (w. 790 H) yang mengartikan "illat
dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang hendak diwujudkan
dan penolakan-penolakan terhadap mafsadah. Konsep "fillat al-
Syathibi (w. 790 H) ini erat sekali kaitannya dengan mdqdshid
al-syari’ah yang dipopulerkannya sehingga dengan pemahaman
illat yang seperti itu akan mampu membentuk suatu
mekanisme hukum Islam yang dinamis karena 'illat itu secara
umum merupakan mdqdshid al-syari’ah itu sendiri.43* QOleh
karena itulah al-Syathibi (w. 790 H) memberikan pengertian
illat berbeda dengan sebagian besar ulama ushul lainnya. lllat
dalam pemahaman ulama lainnya, bagi al-Syathibi (w. 790 H)
adalah al-sabab. Sedangkan hikmah dalam pemahaman jumhur,
bagi al-Syathibi (w. 790 H) adalah ‘illat itu sendiri.#35> Oleh
karena itu jika dihubungkan dengan contoh lainnya, seperti
kebolehan qashar shalat bagi musafir maka safar yang
dinyatakan oleh jumhur ulama sebagai ‘illatnya, bagi al-
Syathibi (w. 790 H) hal itu tak lain adalah al-sabab. Sedangkan
masyaqqah yang merupakan hikmah dalam pandangan jumhur

“3Muhammad Abi Zahrah, Ibn Taimiyyah Haydtuhu wa Ashruh Ard'uh

wa Fighuh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arably, [t.th]). h. 476

3 Abi Ishaq al-Syathibi (w. 790 H) , al-Muwdfaqdt..., op.cit, jilid ke-1,
h. 265

“®Ibid



ulama maka bagi al-Syathibl (w. 790 H) masyaqqah itu adalah
Illat yang memotivasi penetapan hukum itu sendiri. Lebib jauh
ia mengatakan bahwa mundhabith (dapat diukur) atau
tidaknya sifat itu, jika ia mampu merealisir tujuan hukum,
maka itulah 'illatnya.436

Al-Sa'diy dalam kitabnya Mabahits al-'illah fi al-Qiyds
'inda al-Ushiliyyin, mengakui bahwa hikmah memang
merupakan sifat yang tersembunyi dan kurang dapat
dipastikan keberadaannya sehingga menyebabkan berbedanya
ulama dalam memposisikannya sebagai alasan penetapan
hukum ('illat). Akan tetapi menurutnya suatu sifat yang
menimbulkan dugaan kuat terhadap eksistensi sifat itu
(mazhinnah) sudah dapat dikatakan 'illat, seperti mazhinnah
(sesuatu yang menimbulkan dugaan kuat) adanya masyaqqah
di dalam melakukan perjalanan adalah ‘illat yang memotivasi
hukum qashar shalat.437 Bahkan al-Baidhawi dalam hal ini
membolehkan ber'illat dengan hikmah secara mutlak karena
hikmah adalah sifat yang mundsabah (sesuai dengan tujuan
hukum). Jika tidak boleh ber'illat dengan hikmah berarti juga
tidak diperkenankan ber'illat dengan sifat yang mundsabah.
Oleh karena itu senada dengan ulama di atas, menurutnya
[dalam kasus kebolehan qashar bagi musafir] kebolehan
tersebut bukan karena masyaqqah semata-mata, tetapi karena
adanya safar.438

Dari pernyataan-pernyataan ulama di atas berikut
dengan contoh yang mereka kemukakan dapat disimpulkan
bahwa ber'illat dengan hikmah itu boleh saja dengan syarat
adanya mazhinnah (suatu sifat yang menimbulkan dugaan
kuat) bahwa sifat itu mampu mewujudkan tujuan hukum
(mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan
kemudharatan). Akan tetapi sebelum melihat hikmah itu harus
pula dilihat faktor utama penetapan hukum itu. Maka dalam
contoh di atas, safar adalah faktor utama (dalam pemahaman

“O1bid
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jumhur safar itulah yang mazhinnah) dan hal ini harus
terwujud terlebih dahulu sebelum melihat masyagqahnya.
Artinya masyaqqah semata-mata tanpa ada safar tidak dapat
dijadikan alasan penetapan hukum kebolehan qashar shalat,
sama artinya dengan keamanan semata-mata tanpa ada safar
juga tidak dapat dijadikan alasan penetapan hukum.

Mengamati jalan pemikiran seperti ini penulis melihat
adanya pertemuan pendapat antara kelompok yang
membolehkan ber'illat dengan hikmah ini dengan kelompok
yang menentangnya. Setidaknya persesuaian itu terlihat di
dalam menjadikan faktor utama (safar) sebagai sesuatu yang
harus ada terlebih dahulu sebelum melihat faktor
masyaqqahnya.

Apabila dihubungkan dengan eksistensi mahram bagi
jamaah haji wanita, yang mana keamanan terhadap wanita,
maka langkah berikutnya adalah menentukan dan
mempertanyakan lagi terhadap 'illat tersebut; apakah 'illat itu
masih berlaku atau masih ada sekarang sehingga hukum masih
tetap seperti sediakala, atau sudah sepantasnya ada perubahan
hukum karena mungkin saja ‘illat yang mendasarinya sudah
tidak ada lagi (berubah) sebagaimana kaedah ushul
mengatakan: "Hukum itu berkisar (berubah) sesuai dengan 'illat,
baik dalam mewujudkan maupun dalam meniadakannya”.
Namun satu hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa kaedah ini
bukan dimaksudkan untuk kasus asal tapi untuk kasus furu’
yang akan dicarikan hukumnya.

Sekarang adalah zaman modern yang sudah pasti
berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Kajian terhadap ada
atau tidaknya ‘illat hukum yang mendasari hukum perlu
dilakukan secara cermat. Suatu hal yang harus dipegang adalah
bahwa hukum tidak pernah berubah dari sediakala, hanya saja
apakah pantas diterapkan atau tidak maka di sinilah fungsinya
ijtihad tathbiqi (mengkaji pantas atau tidak pantasnya suatu
hukum diterapkan dan bagaimana cara penerapannya),
sehingga pada akhirnya dapat merealisir tujuan hukum Islam
untuk mewujudkan kemaslahatan. Untuk menghubungkan dua
kondisi (kondisi pada waktu nash diucapkan dengan kondisi
sekarang) dilakukan juga dengan pendekatan kajian terhadap
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llat tasyriT ('illat yang memotivasi pembentukan hukum)
dengan menghubungkannya dengan konteks yang dihadapi
sekarang.

Sebagaimana yang telah disaksikan, kemajuan dalam
dunia transportasi/perhubungan membuat seseorang yang
akan melakukan perjalanan jauh tidak perlu lagi berjalan kaki,
naik unta, kuda, keledai dan sebagainya. Kalau pada masa
Rasulullah SAW untuk melakukan perjalanan jauh harus
melewati tempat-tempat sepi, melalui padang pasir yang
tandus ditambah lagi dengan banyaknya
perkemahan-perkemahan penjahat dan penyamun, maka untuk
zaman sekarang hal itu tidak begitu ditemukan. Manusia
berpergian sudah mempergunakan pesawat terbang, mobil,
kereta api, kapal laut dan sebagainya. Dari masing-masing
kendaraan tersebut membawa atau mengangkut penumpang
puluhan bahkan ratusan orang, dengan sendirinya
kekhawatiran berpergian sendirian dirasakan tidak ada lagi.
Justru itu fatwa YdGsuf Yasuf al-Qaradhawi, yang membolehkan
wanita melakukan perjalalan haji sendirian dengan alasan
llatnya tidak ada lagi dalam perjalanan itu sendiri, agaknya di
satu sisi dapat diterima. Tetapi di sisi lain, kesimpulan umum
Yisuf al-Qaradhawi ini masih perlu dikritisi.

Kalau melihat situasi di atas kendaraan, seperti pesawat
terbang, maka memang betul bahaya yang mungkin akan
menimpa seorang wanita tidak perlu dikhawatirkan lagi. Akan
tetapi permasalahannya akan lain kalau sudah turun dari
kendaraan, apakah ketika kendaraan berhenti sebentar atau
ketika sudah sampai diperhentian terakhir (terminal,
pelabuhan atau bandara). Tentu saja dari perhentian terakhir
ini para musafir tersebut akan berpencar sesuai dengan tujuan
masing-masing. Di sinilah mungkin bahaya yang dikhawatirkan
akan menimpa wanita bisa saja terjadi dan mungkin saja tidak
terjadi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Informasi yang berkembang selama ini [berdasarkan
data-data yang diperoleh dari sebagian jemaah haji Indonesia)
masih banyaknya bahaya, penculikan bahkan pemerkosaan dan
sebagainya yang dialami oleh jemaah haji wanita di Saudi
Arabia. Hal ini menunjukkan bahwa untuk daerah ini



kekhawatiran itu masih tetap ada. Konsekwensinya hukum
masih tetap diberlakukan seperti semula, yaitu wajibnya
seorang wanita didampingi oleh mahramnya. Namun karena
tidak semua jemaah haji wanita mempunyai mahram, maka
pendapat Imam al Syafi't (w. 204 H) dan Imam Malik (w. 179 H)
perlu dipertimbangkan karena mereka membolehkan beberapa
orang wanita untuk menjadi mahram pengganti dalam
melaksanaan ibadah haji. Hal ini disebabkan oleh karena
ibadah haji merupakan suatu kewajiban dan sarana jihad untuk
wanita. Di satu sisi keberadaan beberapa orang wanita sebagai
mahram pengganti dapat mewujudkan keamanan bagi
sesamanya, sedangkan di sisi lain kewajiban haji dapat
terlaksana. Oleh karena itu pendapat ini telah mencarikan
alternatif terbaik dalam mengamalkan dua ketentuan yang
berlawanan (ta’drudh), yaitu kewajiban haji di satu pihak dan
larangan melakukan perjalanan tanpa adanya mahram yang
akan menjaga dan melindungi di pihak lain. Konsep
pemeliharaan dan perlindungan ini dibolehkan dengan tidak
melanggar ketentuan lain, jadi bisa saja pemeliharaan itu
dilakukan oleh wanita, yaitu dengan cara bersama-sama atau
berkelompok sehingga mereka dimungkinkan terhindar dari
bahaya. Akan tetapi untuk daerah-daerah lain secara umum
dan dalam perjalanan biasa (tidak wajib) perlu diselidiki
terlebih dahulu bagaimana situasi yang berkembang di sana.
Kalau biasanya situasi di sana baik dan relatif aman, wanita
tidak pernah mendapat gangguan kalau berjalan sendirian dan
secara umum situasi daerah kunjungan adalah daerah yang
relatif aman, maka berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan
terhadap keselamatan wanita.

Pembahasan yang telah dikemukakan menunjukkan
masih perlunya seorang wanita ditemani oleh mahramnya
dalam kondisi-kondisi tertentu dan sebaliknya juga
menunjukkan tidak perlu lagi mahram dalam kondisi yang lain.
Kesimpulan ini diambil tentu saja dari penelaahan terhadap
eksistensi ‘illat hukum dan hubungannya dengan hikmah yang
hendak dicapai oleh hukum. Selain itu hal ini juga berpijak pada
pemahaman terhadap tujuan-tujuan hukum Islam (mdqdshid
al-syari'ah) yang akan memelihara agama, jiwa manusia,



kehormatan/keturunan, akal dan harta benda. Dengan
demikian mencari '‘illat hukum dalam hadis-hadis Nabi SAW
tentang mahram bagi wanita musafir bukan berarti
menyia-nyiakan nash, akan tetapi lebih memahami jiwa dan
semangat yang terkandung di dalamnya untuk menerapkannya
pada saat ini.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan fatwa Yisuf
al-Qaradhawi yang berkesimpulan tidak perlu lagi ada mahram
bagi wanita dalam setiap perjalanannya, termasuk perjalanan
haji, menurut penulis belum sepenuhnya mengaplikasikan
magqdshid al-syari’ah. Hal ini karena sifat keamanan yang
dipilihnya sebagai 'illat hukum belum terbukti secara nyata
dalam setiap perjalanan haji seorang wanita. Walaupun
keamanan yang dipilih sebagai ‘'‘illat, setidaknya ia
mengakomodir kemungkinan adanya mahram pengganti, yaitu
sekelompok wanita-wanita yang saling menjaga satu sama lain,
sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al Syafi't (w. 204 H)
dan Imam Malik (w. 179 H). Berdasarkan hal ini, setidaknya
ketentuan nash secara tekstual tidak diabaikan secara
keseluruhan, tetapi dipalingkan maknanya (ta'wil) kepada
makna yang tidak terlalu jauh melenceng dari ketentuan
tekstualnya.

3. Zakat Untuk Pembangunan Masjid dan Pusat Kegiatan Islam
(Islamic Centre)

Secara etimologi ®S) merupakan masdar dari S) ,
artinya tumbuh dan berkembang. Bisa juga berarti berkat, suci
dan kebaikan.#3? Dengan pengertian ini maka zakat merupakan
sesuatu yang tumbuh, berkembang, pensucian diri, keberkatan
dan sesuatu yang mengandung kebaikan.

Sedangkan menurut terminologi Yisuf al-Qaradhawi
mendefinisikan bahwa zakat adalah bahagian-bahagian
tertentu dari harta yang difardhukan oleh Allah SWT untuk
diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.440

43%Majma’ al-Lughah al-Arabiyah, Mu’jam al-Wajiz, (Mesir: Wizarah
Tarbiyah wa Ta'lik, 1993), h. 290

440Y{isuf al-Qaradhawi, Figh al-Zakdh Dirdsah Muqdranah li Ahkdmiha
wa Falsafatihd fi Dhau’ al-Qur’an wa al-Sunnah, (Beirut: Mu'assasah al-
Risalah, 1973), cet. Ke-2, juz ke-1, h. 37



Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa zakat merupakan nama
bagi sesuatu hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia untuk
diberikan kepada kaum fakir.441

Dari dua terminologi zakat yang telah dikemukakan di
atas, terlihat ada perbedaan dalam hal ini. Definisi pertama
kelihatannya tidak menyebutkan siapa yang harus
mengeluarkan zakat (subjek zakat), akan tetapi di sana
objek penerima zakat sudah tercakup keseluruhannya
(sebagaimana Q.S. 9: 60). Sedangkan definisi Sayyid Sabiq (w.
2000 M) menyebutkan subjek zakat (dalam hal ini manusia),
akan tetapi dia membatasi objek penerima zakat ini terhadap
kaum faqir saja. Oleh karena itu untuk kesempurnaan definisi
ini maka antara keduanya perlu digabungkan sehingga
berbunyi bahwa zakat adalah suatu nama bagi harta yang
ditentukan oleh Allah SWT (al-Syari’) untuk dikeluarkan
oleh manusia mukmin dan diberikan kepada orang-orang yang
berhak menerimanya.

Di dalam al-Qur’an dan Hadis terdapat dua bentuk kata
yang menunjukkan pengertian zakat, yaitu al-zakah dan al-
shadaqah. Kata al-zakah dalam al-Qur'an dalam berbagai
konteksnya diungkapkan sebanyak 34 kali. 27 kali di
antaranya beriringan dengan kata-kata shalat, dan 9 kali
diucapkan dalam konteks perintah yang mengiringi perintah
shalat, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 43, 83 dan 110, al-
Nisa’ ayat 77, al-Hajj ayat 78, al-Nur ayat 56, al-Mujadalah ayat
13 dan al-Muzammil ayat 20. Sedangkan zakat dengan
mempergunakan lafal al-shadaqah sesuai dengan konteksnya
terdapat dalam 3 ayat yaitu, al-Taubah ayat 58, 60 dan 104.

Dengan demikian istilah al-shadagah kadangkala
bermakna sedekah wajib (zakat) dan terkadang bisa bermakna
sedekah biasa. Akan tetapi tiga pemakaian kata al-shadaqah
dalam ayat-ayat di atas menunjukkan arti zakat. Hal ini karena
ketika Allah mengungkapkan zakat dengan lafal al-shadaqah,
menunjukkan fungsi zakat itu sendiri, baik fungsi zakat
terhadap orang yang bersangkutan maupun terhadap objek

441 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dal al-Fikr, 1983), jilid ke-1,
h.276



penerima zakat.

Sama halnya dengan al-Qur’an, di dalam hadis pun
terdapat dua kata di atas (al-zakah dan al-shadagah) untuk
mengungkapkan perintah zakat, antara lain:
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"Dari ibn 'Abbas, sesungguhnya ketika Nabi SAW telah mengutus
Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, ia berkata: "Sesungguhnya engkau
menghadapi kelompok ahlu kitab, maka ajaklah mereka untuk
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya saya
adalah  Rasulullah. Jika mereka ~mematuhimu maka
beritahukanlah kepada mereka untuk mengerjakan shalat lima
kali sehari semalam, dan jika itu dipatuhinya, lanjutkan dengan
memberitahukan bahwa Allah SWT telah mewajibkan untuk
menyedekahkan (menzakatkan) harta mereka yang diambil dari
golongan orang-orang kaya dan diberikan kepada kaum fakir...".
(HR al-Tirmidzi)

Yang jelas, lafal al-shadaqah dengan makna zakat
banyak ditemukan dalam hadis Nabi. Sedangkan lafal al-zakah
sering digunakan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan
tentang zakat fitrah.443

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat
disebutkan oleh Allah SWT dalam QS al-Taubah ayat 60, yang
berbunyi
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442 Al-Tirmidzi, Sunan al-Kubra..., op.cit, jilid ke-3, h. 45

443 Hadis-hadis tentang hal ini dapat dilihat antara lain pada; al
Bukhari, Jami' al-Musnad al-Shahih..., op.cit, jilid ke-2, h. 130; Muslim ibn
Hajjaj, al-Jami' al-Musnad al-Shahih..,, op.cit, jilid ke-2, h. 677; juga Abi
Dawid, Sunan Abi Dawild, op.cit..., jilid ke-2, h. 111.



"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk (orang yang berjuang) di
jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Berdasarkan ayat di atas, terdapat delapan golongan
yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang faqir, orang-
orang miskin, amil zakat, muallaf, orang yang berkeinginan
memerdekakan dirinya dari perbudakan, orang yang berhutang
tapi tidak sanggup membayarnya, orang yang berjuang di jalan
Allah, dan para musafir yang kehabisan bekal perjalanannya.
Dilihat dari ketentuan tekstual ayat ini, zakat diberikan kepada
individu manusia. Di lain pihak dapat dipahami bahwa
ketentuan ini dimaksudkan untuk membantu dan
mensejahterakan orang yang menerimanya.

Dalam salah satu fatwanya YGsuf al-Qaradhawi
mengatakan bahwa mustahiq zakat tidak hanya dikaitkan
dengan pribadi seseorang, tetapi boleh diberikan untuk
pembangunan masjid44* atau pembangunan pusat-pusat
kegiatan Islam*4> (Islamic Centre). Fatwa yang pertama
dikeluarkan berdasarkan pertanyaan seorang kaya yang
berada di negara Teluk. Kekayaannya yang begitu melimpah
membuatnya berkeinginan menyumbangkan kekayaannya itu
ke negara-negara Islam lainnya untuk membangun masjid
melalui zakat hartanya itu.#4¢ Adapun fatwa tentang kebolehan
memberikan zakat untuk pembangunan Islamic Centre
dilatarbelakangi oleh pertanyaan seorang pengurus proyek
pembangunan kegiatan Islam yang berada di Amerika Serikat.
Pengurus proyek sering menerima bantuan dalam bentuk zakat
yang ditujukan oleh donaturnya untuk menyediakan fasilitas
kegiatan keislaman bagi pelajar-pelajar Islam yang ada di sana,

444Y(Gsuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-2, h. 227-
228

445]pid., h. 233-234

446]pid., h. 227



namun mereka keberatan mempergunakannya untuk
membangun fasilitas tersebut dengan uang zakat.#4” Untuk
kedua pertanyaan ini YOsuf al-Qaradhawi menyimpulkan
bahwa dana zakat boleh dipergunakan untuk membangun
keduanya.

Menurut YGsuf al-Qaradhawi, salah satu mustahiq zakat,
fi sabilillah, tidak harus dimaknai dengan perang (jihad), tetapi
juga mencakup terhadap aktifitas-aktifitas apa saja yang dapat
meninggikan Islam. Dalam pernyataannya disebutkan:
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"Sesungguhnya saya memperkuat apa yang disepakati oleh
Jumhur Ulama dengan memperluas makna jihad yang meliputi
perjuangan bersenjata, dan inilah yang cepat ditangkap oleh
pemikiran manusia, (tetapi juga) jihad dalam pemikiran, jihad
dalam pendidikan dan dakwah, jihad keagamaan (secara
umum), dan sebagainya. Seluruhnya bertujuan untuk
memelihara eksistensi Islam dan melindungi agama Islam dari
serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-
akarnya, baik datangnya dari kaum salib (misionaris Kristen),
marxisme, komunisme, free masonry, dan zionis, atau dari
gerakan-gerakan  sempalan  Islam, seperti  Baha'iyah,
Qadiyaniyah, Bathiniyah, dan sebagainya, serta yang datang dari
kelompok sekuler yang selalu mengajak kepada sekularisasi di
dunia Arab dan Islam".

Oleh karena itu jihad tidak hanya berarti perang dengan
mengangkat senjata, tetapi juga berarti jihad pemikiran, jihad
dalam dunia pendidikan, jihad dalam bidang dakwah, jihad
dalam memperjuangkan agama secara umum, dan lain-lain

447]pid., h. 232-233

448Y{isuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah...,op.cit, jilid ke-2, h. 228;
lihat juga Yusuf al-Qaradhawi, Fi Figh al-Aqalliyydt al-Muslimah, (Kairo: Dar
al-Syuriiq, 2001), cetke-1, h. 82



sebagainya. Semua ini bertujuan untuk memelihara eksistensi
agama dan menjaga Islam dari serangan-serangan pemikiran
yang berasal dari musuh Islam. Dalam hal ini membangun
masjid dan pusat kegiatan Islam akan dapat merealisasikan
pemeliharaaan agama dengan adanya perluasan makna jihad
sebagaimana disebutkan sebelumnya. Hal ini sebagaimana
dapat dilihat dalam lanjutan tulisan YGsuf al-Qaradhawi
sebagai berikut: :
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"Berdasarkan gambaran ini saya berpendapat dengan penuh
kemantapan bolehnya memberikan zakat untuk membangun
masjid di daerah-daerah miskin yang sedang menghadapi
bahaya kristenisasi, komunisme, zionisme, qadiyaniyah,
bathiniyah, dan sebagainya. Bahkan menyalurkan zakat untuk
kondisi seperti itu lebih utama daripada menyalurkannya
kepada yang lain".

Fatwa yang disampaikan oleh Yasuf al-Qaradhawi ini
tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi untuk tempat-tempat dan
kondisi-kondisi tertentu di mana umat Islamnya dalam
keadaan miskin sehingga tidak mampu membangun masjid
kecuali dari uang zakat yang disumbangkan dari daerah-daerah
yang kaya. Adapun di daerah-daerah yang rata-rata
berpenduduk kaya, mereka tidak dibolehkan membangun
masjid dengan uang zakat.4>0

Begitu pula dalam hal membangun pusat-pusat kegiatan
[slam (Islamic Center) dan pendirian yayasan-yayasan
Keislaman lainnya . Perluasan makna fi  sabilillah,
sebagaimana dikatakan sebelumnya, dan dengan alasan yang
sama menyebabkan Yasuf al-Qaradhawi membolehkan
membangun sarana-sarana tersebut dengan uang zakat. Hal ini
juga disebutkannya dalam kitab Figh al-Zakah sebagai berikut:
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"Oleh karena itu kami berpendapat bahwa menyalurkan (zakat)
dalam bentuk ini untuk jihad dalam bidang peradaban dan
pendidikan serta pemberitaan lebih utama pada saat ini dengan
syarat dilakukan dengan cara yang ikhlas dan benar. Kita
sanggup mengemukakan beberapa contoh tentang banyaknya
perbuatan yang membutuhkan risalah Islam pada saat ini, dan
ini secara meyakinkan patut dikategorikan sebagai jihad fi
sabilillah. (Misalnya dengan) mendirikan pusat kegiatan dakwah
Islam dalam rangka menyampaikan risalah Islam kepada non-
muslim di semua benua, yang dipenuhi oleh berbagai agama dan
aliran. (Perbuatan itu) termasuk jihad fi sabilillah. (Begitu juga)
dengan mendirikan pusat kegiatan Islam (Islamic Center) yang
bagus di sebuah negara Islam untuk mendidik generasi muda
Islam, mengajarkan agama secara benar, memelihara akidah
seseorang dari kepercayaan anti Tuhan, memelihara diri
pengaruh pemikiran (yang tidak baik) dan memelihara dari
tergelincirnya seseorang dari jalan yang benar, sebagai sarana
untuk mempersiapkan diri dalam membela Islam dari musuh-
musuhnya. (Ini juga termasuk) jihad fi sabilillah".

Berdasarkan fatwanya itu penulis melihat bahwa pada
dasarnya Yisuf al-Qaradhdwi menyepakati bahwa mustahiq
zakat itu adalah individu-individu muslim yang membutuhkan
untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Artinya
zakat ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan
mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang miskin dan
orang kaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS
al-Hasyr ayat 7, yaitu "agar harta tersebut tidak hanya beredar

451Y{isuf al-Qaradhawi, Figh al-Zakdh Dirdsah Muqdranah li Ahkdmiha
wa Falsafatihd fi Dhau’ al-Qur’an wa al-Sunnah, (Beirut: Mu'assasah al-
Risalah, 1973), cet. Ke-2, juz ke-2, h. 668



di kalangan orang-orang kaya saja”.

Walaupun secara prinsip tidak ada perbedaan dalam
memaknai ketentuan QS al-taubah ayat 60 di atas, tetapi pada
lafazh fi sabilillah, Yasuf al-Qaradhawi sepertinya tidak
menfokuskan lagi kepada kepentingan individu-individu
muslim, tetapi kepada penunjang ke-Islaman lainnya. Penerima
zakat tidak lagi ditujukan untuk kesejahteraan ekonomi (dalam
hal ini adalah dalam rangka memelihara jiwa), tetapi diarahkan
kepada pemeliharaan agama dalam bentuk membangun sarana
ibadah dan pusat-pusat kegiatan Islam.

Untuk melihat keterkaitan fatwanya ini dengan
mdqadshid al-syari'ah, maka penulis akan menganalisisnya
dengan melihat '‘illat hukum yang terdapat dalam ayat tersebut
dan tujuan al-Syari’ dalam menetapkan orang-orang yang
berhak menerima zakat.

Pertama, dilihat dari proses penemuan '‘illat, al-Syari’
tidak menyebutkan secara jelas apa ‘'illat yang
melatarbelakangi munculnya ketentuan tersebut. Oleh karena
itu kalaupun 'illatnya ada, tentu saja ditemukan dengan
penelitian al-sibr wa al-taqsim.*52 Setidaknya ada tiga alternatif

452 Dalam terminologi ushul figh al-sibr berarti pengujian sifat yang
cocok untuk dijadikan illat, sedangkan al-tagsim adalah membatasi
sifat-sifat yang akan dipilih untuk dijadikan illat itu. Lihat Abd al-Rahman
As'ad Al-Sa'dy, Mabahits al-'lllah..., op.cit,h. 444. Dengan kata lain al-sibr wa
al-tagsim adalah menghimpun sejumlah sifat yang terdapat pada suatu
ketentuan hukum dan kemudian memilih mana di antaranya yang tepat
untuk dijadikan illat. Al-Ghazadli mengatakan bahwa cara seperti ini
merupakan cara yang paling tepat (shahih) untuk menentukan illat hukum.
Al-Ghazali, op.cit, h. 295; juga Muhammad Shidiq Hasan Khan Bahadur,
Hushul al-Ma’mul Min ‘ilm al-Ushul, (Tanpa tempat terbit: Tp, [t.th]), h. 141;
Dalam kajian ulama sebelumnya, aplikasi metode al-sibr wa al-tagsim ini
dapat dicontohkan dengan penukaran (barter) pada enam macam benda
sejenis dengan cara tidak sama akan menimbulkan riba fadhal, sebagaimana
hadis Rasulullah SAW, "(Penukaran) emas dengan emas perak dengan perak
gandum dengan gandum, syair dengan sya'ir, korma dengan korma, garam
dengan garam, barang-barang yang semisal dan sama, (pertukaran) dengan
cara tunai. Apabila berbeda jenis-jenis benda itu, maka lakukanlah jual beli
sesuai dengan keinginan mu, dengan syarat dilakukan dengan tunai. (HR.
Muslim dan Ahmad dari Ubadah bin al-Shamit). Penukaran benda sejenis
dengan cara tidak sama pada hadis di atas ditemukan sifat yang tidak sama



sifat yang mungkin melatarbelakangi ketentuan ini; pertama,
mereka adalah orang-orang yang membutuhkan dana untuk
melepaskan diri dari keterikatan dengan orang lain; kedua,
mereka adalah orang-orang yang membutuhkan dana untuk
memperjuangkan agama; dan ketiga, mereka adalah orang-
orang membutuhkan dana untuk keperluan hidupnya. Dengan
adanya tiga sifat itu selanjutnya dipilih salah satunya yang lebih
umum dan dapat diberlakukan kepada semua kriteria yang
disebutkan dalam nash.

Untuk sifat yang pertama, agaknya hanya dua ashnaf
yang memenuhi sifat tersebut, yaitu orang-orang yang
berhutang dan hamba sahaya, sedangkan yang lainnya tidak
memenuhi sifat tersebut. Adapun untuk sifat yang kedua,
sepertinya hanya fi sabilillah yang dapat memenuhi sifat itu,
sedangkan yang lainnya tidak demikian. Adapun sifat yang
ketiga, menurut penulis, dimungkinkan dimiliki oleh semua
ashnaf. Hal ini karena dalam satu ketentuan nash tidak
mungkin ada beberapa alasan yang mendasarinya. Sebab,

pada masing-masing jenis benda yang disebutkan, sebab gandum sebagai
salah satu jenis dari enam macam benda tersebut kadang-kadang bisa
sebagai makanan pokok dan makanan biasa. Jika ‘illatnya dikatakan pokok
maka hal ini kurang tepat (dalam pandangan hanafiyah) karena riba dapat
pula terjadi pada garam yang bukan makanan pokok. Juga tidak cocok
karena riba terjadi pula pada emas dan perak yang bukan berupa makanan.
Pada gandum terdapat tiga sifat, yaitu; dapat dipastikan kadarnya
(takarannya); merupakan makanan pokok; dan merupakan jenis tanaman.
Pada emas dan perak hanya didapati sifat pertama. Pada sya'ir (gandum
kering) dan korma terdapat tiga macam sifat di atas, tapi pada garam hanya
ada satu sifat, yaitu sifat yang pertama. Berdasarkan hal itu para mujtahid
berusaha mencari satu sifat yang sama terhadap seluruh jenis benda itu.
Akhirnya setelah meneliti secara seksama diperoleh suatu sifat yang
dipunyai oleh keenam macam benda tersebut yaitu sifat yang pertama,
bahwa keenamnya dapat diukur, baik dengan timbangan maupun takaran.
Sifat inilah yang dapat dijadikan ‘illat untuk menetapkan hukum haramnya
mempertukarkan barang yang sejenis bila tidak sama timbangan, takaran
dan ukurannya. Penemuan 'illat hukum seperti ini tidak hanya dimaksudkan
untuk menjelaskan apa yang disebutkan oleh nash, tetapi lebih jauh
dimaksudkan agar dapat direntangkan kepada jenis-jenis benda lainnya
yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.



kegunaan mencari alasan tersebut adalah untuk memperluas

cakupan nash kepada bentuk-bentuk lain yang tidak

disebutkan. Oleh karena itu sifat yang dipilih sebagai '‘illat dari
penyebutan delapan ashnaf dalam ayat di atas adalah karena
mereka memerlukan dana untuk kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, ketika 'illatnya adalah perlu dana
untuk keperluan hidup, maka menyalurkan zakat yang bukan
untuk kepentingan hidup manusia (hifzh al-nafs) agaknya tidak
sesuai dengan alasan al-Syari'. Artinya, pembicaraan tentang
zakat adalah pembicaraan tentang mengatasi kesulitan
ekonomi masyarakat, karena yang dituju dengan zakat adalah
kesejahteraan ekonomi individu-individu dalam masyarakat.
Oleh karena itu ketika zakat dipergunakan untuk membangun
masjid atau pusat kegiatan Islam, agaknya kurang sesuai
dengan tujuan al-Syari' dalam menetapkan hukum zakat. Di
samping itu Penemuan 'illat hukum seperti ini tidak hanya
dimaksudkan untuk menjelaskan apa yang disebutkan oleh
nash, tetapi lebih jauh dimaksudkan agar dapat direntangkan
kepada bentuk-bentuk kondisi lainnya yang tidak disebutkan
secara eksplisit dalam nash ("illat muta'addiyah).

Menurut penulis, alasan-alasan penetapan sifat terakhir
sebagai ''illat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faqir; adalah orang yang tidak mempunyai harta sama
sekali, sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya. Dana zakat yang disalurkan kepadanya akan
sangat membantunya mengatasi kesulitan hidupnya,
terutama sekali untuk kebutuhan pangannya (makan dan
minum).

b. Miskin; adalah orang yang memiliki sedikit harta, tetapi
tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
terutama kebutuhan pangan.

c. Amil zakat; adalah orang yang bekerja mengurus harta
zakat. Dalam teorinya kelompok ini bekerja penuh waktu
dan tidak mempunyai kesempatan untuk mencari pekerjaan
lain. Oleh karena itu secara logis biaya hidupnya ditanggung
oleh zakat. Sudah dapat dipastikan bahwa dengan dana
zakat itulah ia memenuhi kebutuhan hidup, terutama
kebutuhan pokoknya.



d. Muallaf; dipahami dengan orang yang baru masuk Islam.
Menurut kebiasaan, apabila seseorang pindah agama dan
memeluk agama Islam, ia akan disisihkan, diusir, dan
diperlakukan tidak baik oleh keluarganya. Akibatnya ia tidak
punya tempat sebagai sandaran hidupnya. Oleh karena itu
dana zakat yang disalurkan kepadanya adalah untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya.

e. Hamba sahaya; yaitu mereka yang biasanya secara legal
dimiliki oleh seseorang karena kalah dalam peperangan.
Tidak seorang pun di dunia ini yang rela untuk diperbudak
oleh siapapun, namun untuk bebas dari perbudakan itu
terkadang mereka harus membayar tebusan kepada
tuannya, sebagaimana tebusan yang diberikan oleh Abu
Bakar (w.13 H) untuk memerdekakan Bilal ibn Rabah (w. 20
H). Dengan tebusan itu mereka dapat hidup bebas seperti
manusia lainnya, dan dapat berusaha untuk memiliki harta
dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

f. Orang-orang yang berhutang; yaitu orang yang
membutuhkan bantuan untuk melunasi hutang-hutangnya.
Biasanya seseorang akan berhutang untuk Kkeperluan
produktif yang tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan
pokoknya, atau sengaja berhutang untuk keperluan
komsumtif pokok. Ketika ia terkendala tidak mampu
membayar hutangnya, maka dana zakat pada hakikatnya
adalah untuk membantunya memenuhi kebutuhan hidupnya
tersebut.

g. Fisabilillah; yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah.
Dalam perkembangannya, ketika perang atas nama agama
(jihad) tidak ada lagi, makna fi sabilillah lebih diperluas
kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah baik dalam
bentuk dakwah, pemikiran, pendidikan, dan sebagainya.
Akan tetapi satu hal yang perlu ditekankan di sini, apapun
bentuk dan tatacaranya berjuang, namun sasaran zakat itu
tetap diperuntukkan bagi individu-individu yang berjuang
untuk agama Allah itu dan untuk mendanai kegiatan-
kegiatan untuk meninggikan agama Allah (Ii i'la’
kalimatillah). Hal ini dimaksudkan agar perjuangan mereka
tidak terhenti hanya karena kebutuhan hidup mereka tidak



tercukupi. Oleh karena itu menfasilitasi orang-orang yang
berjuang demi agama Islam dalam berbagai aspek di atas
ditujukan agar mereka tetap melanjutkan perjuangannya
tanpa terganggu oleh desakan kebutuhan hidupnya. Dengan
demikian sasaran zakat dalam kelompok ini tetap saja
berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan seseorang.

h. Ibnu sabil; yaitu orang-orang yang berada di dalam
perjalanan untuk suatu kepentingan yang bukan maksiat,
tetapi terkendala karena ketidakcukupan biaya. Biaya yang
dimaksud di sini tentunya termasuk semua macam
kebutuhannya di perjalanan, terutama sekali kebutuhan
pokoknya.

Khusus untuk makna fi sabilillah, ulama tafsir pada
umumnya mengartikannya dengan orang-orang yang
membutuhkan bantuan untuk berperang menghadapi musuh-
musuh Allah. Walaupun ada makna lain, pengembangan makna
tersebut salah satunya menyebutkan untuk membantu
seseorang pergi menunaikan ibadah haji.#>3 Dari gambaran ini
penulis menyimpulkan bahwa penyaluran zakat ditujukan
dalam rangka memenuhi kebutuhan individu seseorang, baik
untuk menjalani kehidupan di dunia ini atau untuk biaya
mempertahankan agama dari serangan musuh-musuh Islam
dengan berbagai aktifitas dalam rangka meninggikan agama
Allah, apakah itu untuk biaya perang, biaya dakwah, biaya
pendidikan Islam, dan sebagainya. Agaknya inilah tujuan al-
Syari' menetapkan ketentuan hukum bagi orang-orang yang
berhak menerima zakat, bukan untuk mendirikan sebuah
bangunan. Dengan demikian, tanpa mengurangi arti dari fatwa
Yiasuf al-Qaradhawi, penulis berpendapat bahwa menyalurkan

453Selengkapnya dapat dibaca pada Abu 'Abdillah Muhammad ibn
Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi, ditahqiq oleh Ahmad al-Barduniy, al-Jami’
al-Ahkam al-Quran, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), cet. Ke-2, jilid
ke-8, h. 185; juga Muhammad ibn Jarir al-Thabariy, ditahqiq oleh Ahmad
Muhammad Syakir, Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, (Mesir: Muassasah al-
Risalah, 2000), cet. Ke-1, jilid ke-14, h. 319; baca juga Abu al-Fida" ibn Katsir
al-Qurasyi, ditahqiq oleh Samiy ibn Muhammad Salamah, Tafsir al-Qur'an al-
'"Azhim, ([ttp]; Dar al-Thaibah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1999), cet. Ke-2, jilid
ke-6,h. 591



zakat untuk membangun masjid atau pusat kegiatan Islam
kurang sesuai dengan mdgqdshid al-syari’ah.
4. Menikahkan Anak Perempuan Tanpa Persetujuannya

Fatwa ini berawal dari pertanyaan seseorang berkenaan
dengan hak ijbar (hak memaksa) wali, di mana menurut
mazhab Syafi'i seorang wali berwenang menikahkan anak
gadisnya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya.
Pendapat ini menurut si penanya bertentangan dengan
ketentuan umum yang mensyaratkan adanya persetujuan dari
seorang gadis yang akan dinikahkan. Dalam fatwanya Yusuf al-
Qaradhawi mengatakan bahwa suatu keharusan bagi wali
untuk meminta izin kepada anak gadisnya sebelum dinikahkan.
Adapun pendapat dalam Imam al Syafi't (w. 204 H) bisa saja
salah atau benar. Setidaknya, menurut Yasuf al-Qaradhawi,
seseorang harus menempatkan seorang mujtahid sesuai
dengan zamannya,*>* yang apabila dihubungkan dengan zaman
sekarang mungkin tidak sama lagi.

Berkenaan dengan ini Ysuf al-Qaradhawi memperkuat
fatwanya dengan hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya:
chusm&;)ﬂ\éuy» d\AceLuth: \ému_ul\uc co).\)aac_;a\
a\‘,‘)) uLa\J\)) du"l_g_m\c_q_\Sca.\s\ Js)H d_\ss«_}q\_\_m‘rx;@_‘d\

455((5 L:.ﬂ\
"Dari Abu Hurairah ra, telah bersabda Nabi SAW, "Tidak
dibolehkan seorang gadis dinikahkan sebelum diminta
persetujuannya terlebih dahulu dan tidak boleh menikahkan
janda sebelum dimusyawarahkan dengannya. Para sahabat
bertanya, "Bagaimanakah tanda persetujuannya itu?” Rasul
menjawab, "Apabila ia diam". HR Bukharf.
a3 bl Gy &% dug adle 2 \L;m@us\qs\ 1R G plie ol e
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454 Y{suf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., jilid ke-2, h. 337; juga
Yasuf al-Qaradhawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Kairo: Maktabah
Wahbah, 1997), cet.ke-22, h. 158

455 Muhammad ibn Isma’il Abl ‘Abdillah al-Bukhari, ditahqiq oleh
Muhammad Zahir ibn Nashir al-Nashir, al-Jdmi’ al-Musnad al-Shahih al-
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Dar Thauf al-Najah, 1422 H), jilid ke-4, h.344

456 Tbn Majah Ab( 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, ditahqiq



"Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan melaporkan
tindakan ayahnya yang telah menikahkan dirinya (dengan
seseorang) padahal ia tidak menyukainya, lalu Rasulullah SAW
memberikan kepadanya hak untuk memilih (melanjutkan atau
membatalkan)”. HR ibn Majah.

Pada hadis yang lain yang diriwayatkan dari Aisyah ra,
ada seorang perempuan yang mengadu kepadanya tentang
perilaku ayahnya yang menikahkan dirinya dengan anak
saudaranya untuk mengangkat derajatnya, padahal ia tidak
suka menikah dengan laki-laki itu. Ketika persoalan itu
disampaikan kepada Nabi SAW beliau menyuruh memanggil
ayah perempuan itu dan memerintahkan menyerahkan
persoalan itu kepada anak perempuannya. Setelah itu
perempuan tersebut berkata: ) )
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A7( Sk lall g Sl ol 5 )
"Ya Rasulullah, saya setuju saja dengan apa yang dilakukan oleh
ayah saya kepada saya, tetapi (dengan bertanya ini) saya hanya
ingin memberitahukan kepada kaum wanita, apakah mereka
punya hak dalam masalah ini?" HR al-Nasa'i dan al-
Daruquthni).

Fatwa Y(suf al-Qaradhawi ini setidaknya didasarkan
kepada pendapat beberapa ulama, di antaranya al-Tsauri (w.
161 H), al-Auza'i, al-Syaukani (w. 1250 H), dan satu golongan
Hanafiyah, serta ibn Taimiyyah (w. 728 H). Bahkan mereka
mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa
persetujuan seorang perempuan tidak sah. Dalam hal ini ibn
Taimiyyah (w. 728 H) mengatakan bahwa wajib hukumnya
bagi seorang wali untuk meminta persetujuan kepada anak

oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bagqi, Sunan Ibn Majah, (Mesir: Dar lhya" al-
Kutub al-'Arabiyabh, [tth]), jilid ke-1, h.603
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gadisnya.*>® Menurut ibn Taimiyyah (w. 728 H), sebagaimana
juga Ylsuf al-Qaradhawi, menjadikan "keperawanan" sebagai
“illat dibolehkannya memaksa seorang anak gadis untuk
dinikahkan tidak dapat dibenarkan. Tetapi ‘illat yang dapat
diterima adalah karena "masih kecil". Adapun gadis dewasa
tentu tidak dapat dipaksa untuk menikah, karena terdapat
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu
Hurairah yang berbunyi:
y}‘uﬁh_uu‘;t;)&ﬂ\é.uy» d\ﬁselu}dcan\é‘a@.\.“uc‘o}ﬁ@\
o\_,_))«L\KS_u\J\» du"\_yq\a_q_ﬁc‘m\ Jswy s d_\ss«)nt_..u‘r\;n_\_d\
459 5 il
"Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak
boleh  seorang gadis dinikahkan  sehingga  dimintai
persetujuannya terlebih dahulu, dan tidak boleh menikahkan
seorang janda sampai ia diajak berunding". Lalu seorang
sahabat berkata, "Seungguhnya gadis itu punya sifat pemalu”.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Persetujuannya adalah dengan
diamnya". (HR Bukharfi).

Menurut YGsuf al-Qaradhawi, menjadikan kondisi
"masih kecil" sebagai ‘illat ijbar wali untuk membatasi
kebebasan anak perempuan secara umum memang didukung
oleh nash dan [jma" ulama. Adapun menjadikan "keperawanan"
sebagai ‘illat untuk membatasi dan mengekang perempuan
dewasa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, karena al-
Syari' tidak menjadikan alasan "keperawanan" untuk
membatasi hak-hak seorang perempuan dalam setiap
persoalan yang telah disepakati. Menjadikan = sifat
"keperawanan" sebagai ‘illat untuk memaksa (ijbar wali) tidak
mempunyai dasar yang jelas dalam syara'.#60 Dengan demikian,
wali hanya mempunyai kekuasaan yang lebih terhadap anak
kecil dalam segala hal; baik urusan dirinya ataupun hartanya,
bukan terhadap perempuan dewasa.

Lebih lanjut Yasuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa

458Y{isuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-2, h. 339
459A1-Bukhari, al-Jami' al-Musnad..., loc.cit
460Y{suf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-2, h. 339



menikahkan seorang anak perempuan dengan laki-laki yang
tidak disukainya bertentangan dengan prinsip Islam dan logika
sehat. Untuk persoalan-persoalan harta misalnya, seorang wali
tidak boleh  sewenang-wenang dengan harta anak
perempuannya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu, suatu
hal yang tidak mungkin bagi wali untuk memaksa anaknya
melakukan hubungan suami istri dengan orang yang tidak
disukainya.461

Berdasarkan fatwa Yasuf al-Qaradhawi ini dan alasan-
alasan yang dipergunakannya, penulis akan menganalisisnya
dari dua sisi; pertama dari sisi ‘illat hukum yang terdapat
dalam hadis-hadis Nabi SAW; dan kedua dari sisi tujuan yang
hendak diwujudkan dalam sebuah pernikahan.

Pertama, apabila diteliti beberapa buah hadis Nabi
sebelumnya, maka ada dua sifat yang mungkin dapat dijadikan
alasan untuk meminta persetujuan seorang gadis, yaitu;
pertama, karena masih kecil (shaghirah); dan kedua, karena
kedewasaan (bikr wa tsaib). Dari dua alternatif sifat itu, penulis
setuju dengan Yisuf al-Qaradhawi bahwa yang menjadi dasar
meminta persetujuan seorang perempuan untuk dinikahkan
adalah karena kedewasaannnya (bikr wa tsaib). Hal ini karena
dua sifat kedewasaan itu disebutkan dalam hadis secara
tekstual. Di samping itu kedua sifat kedewasaan tersebut lebih
logis karena mereka adalah orang yang sudah bisa diajak bicara
soal pernikahan dan mengetahui hakikat sebuah pernikahan.
Apabila sifat pertama yang dipilih (al-shaghirah), maka
tentunya anak kecil tidak mungkin diajak berbicara tentang
pernikahan mereka, karena mereka belum mengerti tentang
hakikat pernikahan itu, termasuk hal-hal penting lainnya yang
berhubungan dengan dirinya.

Di samping itu, jika dihubungkan dengan persyaratan
Illat, maka sifat dewasa (perawan dan janda) diduga kuat
(mazhinnah) memenuhi sifat-sifat washfan zhdhiran (jelas),
washfan ~mundhabithan (terukur dan dapat dipastikan
keberadaannya, washfan mundsiban (sesuai dengan tujuan
pensyariatan untuk menghasilkan kemaslahatan), dan tidak

461]bid, h. 339



bertentangan dengan nash dan Ijma'. Oleh karena itu
menetapkannya sebagai ‘illat hukum dalam hadis-hadis Nabi di
atas sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan 'illat yang
disepakati oleh ulama.

Kedua, dilihat dari sisi tujuan hukum Islam, yaitu untuk

mewujudkan kemaslahatan, maka terlebih dahulu diperhatikan
tujuan dari pernikahan itu. Pernikahan adalah sesuatu yang
disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Di dalam QS al-
Rum ayat 31 Allah SWT berfirman:
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir".

Menurut al-Syathibi (w. 790 H), hukum-hukum yang
disyariatkan Allah SWT, baik dalam hal-hal yang berhubungan
dengan kehidupan dunia (al-‘ddiyah) maupun dalam ibadah
mempunyai tujuan utama (maqdshid al-asliyah) dan tujuan
tambahan (magqdshid al-tabi’ah).#62 Dua bentuk tujuan hukum
ini menurut ibn Taimiyah (w. 728 H) mempunyai hubungan
yang saling mendukung. Menurutnya, magqdshid al-ashliyah
akan melahirkan dan menetapkan magqdshid al-tabi’ah, dan
magqdshid al-tabi’ah itu akan memperkuat dan memelihara
terwujudnya magqdshid al-ashliyah.#63 Dalam ayat di atas salah
satu tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenteraman,
ketenangan, dan kasih sayang antara pasangan suami istri.
Namun perlu dijelaskan kedudukan tujuan tersebut dalam
mdqdshid al-syari'ah.

Menurut al-Syathibi (w.790 H), magqdshid al-ashliyah
(tujuan primer/utama) menikah adalah untuk memperoleh
keturunan. Tujuan ini diikuti oleh tujuan-tujuan sekunder
lainnya  (magqdshid al-tabi'‘ah)  seperti mendapatkan

462ZAbi Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfagqat..., op.cit., juz ke-2, h.
396; juga ibn Mukhtar al-Khadimiy , ‘1lm Maqdshid..., op.cit, h. 69; juga
Muhammad al-Badawi, Maqdshid ..., op.cit,, h. 225; juga Ibn ‘Asyur, Maqdshid
..., op.cit, h. 197

463Muhammad al-Badawi, Maqdshid ..., loc.cit, h. 225



ketenangan, mendapatkan teman hidup, saling tolong
menolong dalam mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat,
bersenang-senang dengan cara yang halal, leluasa memandang
keindahan ciptaan Allah SWT pada diri seorang perempuan,
dapat menjaga diri dari syahwat yang terlarang, dan lain-lain
sebagainya.#64

Selanjutnya ia mengatakan bahwa tujuan-tujuan
sekunder itu berfungsi untuk mengukuhkan tujuan utama,
menguatkannya, memotivasi seseorang untuk melakukannya,
agar seseorang bertekad melanggengkan pernikahannya, dan
dapat mewujudkan kasih sayang dalam pernikahannya.
Tujuan-tujuan sekunder itu memperkuat tercapainya tujuan
primer/utama pernikahan, yaitu memperoleh keturunan.*6>

Sebaliknya, ketika tujuan-tujuan di atas tidak dapat
direalisasikan, maka hal itu bertentangan dengan tujuan Allah
SWT (qashd al-Syari’). Menurut ibn Taimiyah (w. 728 H) tujuan
primer/utama sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan
keturunan, sedangkan tujuan-tujuan sekunder lainnya
berfungsi untuk menyempurnakan tujuan primer/utama.
Untuk tercapainya tujuan utama itu mengharuskan seseorang
untuk merealisasikan tujuan-tujuan sekunder tersebut, dan hal
itu merupakan bagian dari tujuan Allah SWT.#¢6 Oleh karena itu
ketika suatu perkawinan tidak dilandasi oleh perasaan saling
menyukai, tentu tujuan Allah SWT untuk mewujudkan
ketenangan, ketenteraman, dan kasih sayang tidak tidak akan
terealisasi.

Di samping itu, ibn Taimiyah (w. 728 H) dan al-Syathibi
(w. 790 H) menambahkan, bahwa selain tujuan utama
perkawinan itu untuk mendapatkan keturunan, perkawinan
juga bertujuan untuk melanggengkan perkawinan itu (al-
dawam wal al-baqd’ fi al-nikdh).*¢7 Oleh karena itu semua hal
yang dapat melanggengkan perkawinan juga merupakan tujuan
Allah SWT. Sebaliknya suatu perbuatan yang terindikasi secara

464Abii Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwdfagqat..., op.cit, h. 397
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kuat tidak akan dapat mewujudkan tujuan tersebut harus
dihindarkan. Hal ini sesuai dengan kaidah figh:
468 saliall Sa il
"Hukum pada wasilah itu sama dengan hukum yang dituju".

Dengan demikian fatwa Yiasuf al-Qaradhawi tentang
kewajiban wali meminta persetujuan kepada anak
perempuannya yang masih perawan atau yang sudah janda
untuk dinikahkan dengan seseorang, menurut penulis, sudah
sesuai dengan mdqdshid al-syari'ah.
5. Fatwa tentang hukum merokok

Fatwa ini diawali dari pertanyaan seseorang yang
merasa bingung dengan banyaknya fatwa tentang merokok,
mulai dari fatwa yang mengharamkan, memakruhkan, dan
membolehkan. Bahkan ia melihat banyaknya ulama yang
merokok. Di samping itu dunia kedokteran menemukan bahwa
rokok merupakan sumber dari berbagai penyakit dan salah
satu penyebab kematian. Oleh karena itu dibutuhkan
penjelasan yang lebih rinci tentang hukum merokok agar tidak
terjadi lagi perbedaan di kalangan ulama.469

Menanggapi pertanyaan ini Ylsuf al-Qaradhawi kembali
mengemukakan tiga pendapat ulama dalam masalah ini dan
dalil-dalilnya, dan ia lebih cenderung untuk memilih pendapat
yang pertama, yaitu haramnya merokok. Walaupun hukum
merokok tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, namun
secara implisit, dan didukung oleh penelitian-penelitian dalam
dunia kedokteran, membuktikan bahwa rokok adalah benda
yang berbahaya bagi tubuh manusia. Perbedaan pendapat
ulama dalam masalah ini bukan terletak pada dalil-dalil yang
dipergunakan, tetapi dalam hal penerapan dalil-dalil itu kepada
rokok. Ulama sepakat bahwa apa saja yang menimbulkan
bahaya pada badan atau akal hukumnya haram.470

Menurut Yiasuf al-Qaradhawi, untuk menetapkan atau
meniadakan bahaya rokok terhadap tubuh manusia bukanlah

468Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawd’id al-
Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), cet.ke-2, h. 36

469Y{isuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-1, h. 654-
655

470]bid., h. 661



tugas ulama figh, tetapi tugas para dokter dan ahli kimia. Para
dokter telah menjelaskan bahaya yang diakibatkan oleh rokok
terhadap tubuh manusia secara umum, dan secara khusus
berbahaya untuk kesehatan paru-paru dan saluran pernafasan.
Bahkan rokok dapat pula menyebabkan penyakit kanker dan
dan radang paru-paru. Hal ini menyebabkan sepakatnya para
dokter di seluruh dunia untuk melarang merokok.#’1 Oleh
karena itu Ylsuf al-Qaradhawi menegaskan, bahwa perbedaan
ulama dalam masalah hukum merokok didasarkan kepada ada
atau tidak adanya bahaya rokok menurut mereka,4’2 bukan
pada  ketentuan-ketentuan  umum  (dalil-dalil)  yang
dikemukakan.

Mengutip pendapat ibn Hazm (w. 438 H), Yasuf al-
Qaradhawi mengatakan bahwa ibn Hazm (w. 438 H) sendiri,
yang merupakan tokoh yang sangat tekstual, menetapkan
haramnya mengkonsumsi sesuatu yang menimbulkan bahaya
berdasarkan ketentuan nash yang bersifat umum. Ibn Hazm (w.
438 H) mengatakan bahwa segala sesuatu yang membahayakan
adalah haram, sesuai dengan sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya
Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu”. Oleh
karena itu siapa saja yang perbuatannya menimbulkan bahaya
pada dirinya dan kepada orang lain berarti ia tidak berbuat
baik dan menentang perintah Allah SWT.473 Pendapat ini juga
didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, "La dharara wa la
dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh
mendatangkan bahaya untuk orang lain)".

Selain  hadis-hadis di atas, larangan untuk
membahayakan diri sendiri juga disebutkan oleh Allah SWT
dalam QS al-Nisa" ayat 29:
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"dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah
Maha Penyayang kepadamu”.

Menurut Yasuf al-Qaradhdawi, rokok mengandung

dharar (bahaya) yang tidak diragukan lagi. Dharar yang

471]bid., h. 662
472]bid
473]bid., h. 663



ditimbulkan oleh rokok, selain membahayakan jiwa manusia,
juga menimbulkan dharar pada harta, di mana dengan membeli
rokok berarti menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu
yang tidak bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun
akhirat. Walaupun ada sebagian orang yang merasakan
manfaat rokok, hal itu tidak bisa diartikan bahwa rokok
mengandung sesuatu yang bermanfaat. Orang yang merokok
ini hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa memikirkan
bahaya yang mengancam dirinya.474
Mengutip pendapat ibn Hazm (w. 438 H), Yasuf al-
Qaradhawi mengatakan bahwa perbuatan berlebih-lebihan
(israf) itu diharamkan dalam Islam. Adapun yang tercakup ke
dalam israf itu adalah:
a. Menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang
diharamkan Allah SWT sedikit ataupun banyak.
b. Berbuat boros pada sesuatu yang tidak diperlukan sehingga
menghabiskan hartanya.
c. Menghambur-hamburkan harta secara sia-sia meskipun
tidak banyak.475
Selain menimbulkan bahaya pada jiwa dan harta,
merokok juga akan menimbulkan bahaya pada psikologis
seseorang. Kebiasaan merokok dapat mengikat diri seseorang
dan menjadikan dirinya tertawan oleh rokok, sehingga ia tidak
mampu melepaskan diri dengan mudah dari kecanduan
merokok. Di samping itu bahaya lainnya adalah lalainya
seseorang memperhatikan pendidikan anak-anak dan nafkah
mereka.476
Bahaya lain yang ditimbulkan oleh merokok, dan
rasanya ini alasan yang kurang logis, adalah jika rokok tersebut
diimpor dari negara-negara yang memusuhi Islam, maka
pembelian rokok itu hanya akan memperkuat perekonomian
mereka dalam menghadapi umat Islam. Alasan terakhir ini
terkesan berlebihan karena pada hari ini rokok lebih banyak
diproduksi di dalam negeri, misalnya di Indonesia. Akan tetapi,

474]bid., h. 664
4751bid
476]bid., h. 665



setidaknya dengan berpegang kepada alasan di luar yang
terakhir ini, menurut Yasuf al-Qaradhawi, ketika ada ulama
yang membolehkan merokok, maka pendapat mereka tidak
beralasan bahkan sebuah kekeliruan. Apabila pendapat mereka
didasarkan kepada keadaan masa lalu, di mana belum
diketahui bahaya rokok, maka dengan kemajuan dunia
kedokteran hari ini alasan tersebut tidak sesuai lagi.#”7

Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan hukum
makruh untuk merokok, tentu saja yang dimaksud makruh di
sini adalah makruh tahrim. Hal ini didasarkan kepada alasan-
alasan dan dalil-dalil yang mengarah ke tingkat haram. Oleh
karena itu walaupun ada yang menetapkan hukum merokok itu
di bawah tingkat haram, pastilah mereka tidak akan
menurunkannya di bawah kategori makruh tahrim.478

Menyikapi perbedaan pendapat ulama dalam masalah
hukum merokok ini, YGsuf al-Qaradhawi mengajukan tiga
pandangan. Pertama, apabila ada seserang perokok yang
berkeinginan melepaskan diri dari kebiasaan merokok tetapi
tidak berhasil melakukannya, bahkan dengan meninggalkannya
justru akan menimbulkan dampak yang lebih buruk, maka
orang seperti ini dapat dimaafkan sesuai dengan usaha yang
dilakukannya. Kedua, keharaman rokok tidak berarti sama
dengan keharaman minum khamar, berzina, mencuri, dan
sebagainya. Hal ini karena status haram itu juga bertingkat-
tingkat. Ketiga, sesuatu yang keharamannya masih
diperselisihkan tidak sama tingkatannya dengan keharaman
yang sudah disepakati. Oleh karena itu sulit memberikan
predikat kepada si pelaku sebagai orang-orang yang fasik atau
sudah gugur syahadatnya.47?

Dari fatwanya itu dapat disimpulkan bahwa Yasuf al-
Qaradhawi berada pada posisi ulama yang mengharamkan
merokok, walaupun keharamannya tidak sama dengan
keharaman sesuatu yang disebutkan dalam nash dan disepakati
oleh ulama. Agaknya yang dimaksud oleh Yasuf al-Qaradhawi

4771bid
478]bid,, h. 666
479]bid., h. 667



dengan haram di sini adalah makruh tahrim, karena tidak ada
ketegasan darinya untuk menetapkan hukum haram tersebut.
Di dalam kitabnya, al-Halal wa al-Haram, ia mengatakan:
S Ul slall ol e lge 3ile a jaill s Julall el ) ddalid) s 3L ¢
Al Jad ey e (ol Ga (e ledaas Gl iy 5 1 a8 agia 0
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"Sesungguhnya ajaran Islam telah memberikan batasan tertentu
untuk menentukan halal dan haram. Betapapun tingginya
kedudukan manusia dalam bidang agama dan dunia, namun hak
(untuk menetapkan halal dan haramnya sesuatu) semata-mata
di tangan Allah SWT. Siapa saja yang melanggar batasan itu
berarti telah melanggar kewenangan Allah SWT".

Dengan demikian, dari pernyataan Y{suf al-Qaradhawi
ini dapat dipahami bahwa kewenangan menetapkan hukum
yang menghalalkan sesuatu atau yang mengharamkan sesuatu
merupakan kewenangan Allah SWT, dan manusia tidak boleh
melampaui kewenangan Allah tersebut.

Dilihat dari kajian mdgqdshid al-syart’ah, ada beberapa
hal yang perlu dianalisis, yaitu berkenaan dengan alasan-alasan
yang dikemukakan oleh Yisuf al-Qaradhawi dan tujuan yang
hendak dicapai dengan ketetapan hukum tersebut. Berkenaan
dengan alasan-alasan hukum haramnya merokok, dapat
disimpulkan kepada tiga macam:

a. Merokok akan membahayakan tubuh manusia.
b. Merokok akan membahayakan harta manusia.
c. Merokok akan membahayakan psikologis manusia.

Pertama, apabila  dilihat alasan-alasan  yang
dikemukakannya, maka beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi
SAW secara umum memang memberikan aturan untuk tidak
memberikan mudharat bagi diri dan orang lain. Hal ini sangat
erat kaitannya dengan salah satu dharuriyyat yang mesti
dipelihara dalam Islam, yaitu hifzh al-nafs. Ketentuan-
ketentuan yang bersifat umum ini tentu saja sulit untuk
menerapkannya, apalagi berkenaan dengan mengharamkan
sesuatu yang mudharatnya masih diperkirakan oleh pemikiran
manusia, baik mudharat pada tubuh ataupun psikologis

480Y{suf al-Qaradhawi, al-Halal wa al-Haram..., op.cit, h. 23



seseorang. Menurut penulis, ketidaktegasan Ysuf al-
Qaradhawi dalam menetapkan keharaman hukum merokok,
karena tidak ada bukti yang jelas bahwa dengan merokok
seseorang akan mati seketika. Ketika Allah melarang
membunuh dan disepakati keharamannya oleh ulama, karena
terbukti dengan perbuatan membunuh itu akan membuat
seseorang mati pada saat itu. Namun untuk kasus merokok,
tidak ada bukti yang menunjukkan orang akan mati sesaat
setelah merokok.

Dengan demikian, YGsuf al-Qaradhawi tidak
menempatkan keharaman merokok ini pada tingkat al-
dharuriyyah, tapi hanya sampai tingkat al-hajiyyah. Walaupun
dalam ulasan-ulasannya ia sangat membenci perbuatan
merokok, dan mengemukakan bukti-bukti ilmiah dari dunia
kedokteran, tapi hukum yang ditetapkannya dalam memelihara
jiwa (hifzh al-nafs) tidak sampai kepada tingkatan al-
dharuriyyah. Pandangan ini menurut penulis karena Y{suf al-
Qaradhaw1 cukup memahami hZiIdIS Nabi SAW yang berbunyi:
e&u}dsﬁ\‘;mdh\d}u)w:d}uc)mwuw\uw d\ﬂ ‘)ALCUQ
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"Dari 'Amir berkata, "Aku mendengar al-Nu'man ibn Basyir
berkata, aku (kata al-Nu'man) mendengar Rasulullah SAW
bersabda: "Sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu juga
jelas, adapun sesuatu yang berada di antara keduanya
merupakan perkara yang mutasyabihat (diragukan) yang tidak
diketahui oleh manusia pada umumnya." (HR Bukhari).
Di samping itu, juga terdapat tuntunan dari Nabi SAW tentang
perkara yang meragukan ini, di mana Nabi SAW bersabda:
&\‘;den\dy)wulahu ‘_Acu.auu;“g_ﬂs d\ﬁ ctg.\xu:\\ ;\)};‘\‘51\
yu‘;\d.u)uti elu)&dﬂ\é@&‘dy)&t_\h; d\ﬁ"elu)

el (XY INPP) -‘-u)4
"Dari Abi al-Haura' al-Sa'adi berkata: "Aku bertanya kepada
Hasan ibn 'Ali, apa pesan Rasulullah SAW yang engkau pelihara”,

481A]-Bukhari, al-Jami' al-Shahih..., op.cit, jilid ke-1, h. 20

482]bn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi [ditahqiq oleh Ahmad
Muhammad Syakir], Sunan al-Tirmidzi, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi,
1975), cet.ke-2, jilid ke-4, h. 249



Hasan menjawab, "Aku memelihara salah satu pesan Rasul SAW,
yaitu tinggalkan yang diragukan dan lakukan apa yang tidak
meragukan". (HR al-Tirmidzi).

Dengan demikian, dihubungkan dengan mdgqdshid al-syari’ah,
fatwa YGsuf al-Qaradhawi ini sudah mengarahkan seseorang
untuk memelihara jiwanya dan jiwa orang lain, walaupun
pemeliharaan yang dimaksud hanya berada pada posisi al-
hajiyyah.

Kedua, dihubungkan dengan pemeliharaan harta (hifzh
al-mal), agaknya tidak terlalu meyakinkan bahwa perbuatan
merokok akan menghabiskan harta seseorang, atau tidak dapat
dikategorikan perbuatan-perbuatan menghamburkan harta
secara sia-sia. Memang untuk orang yang tidak merokok,
perbuatan itu sepertinya menghambur-hamburkan harta,
tetapi bagi seseorang yang terbiasa merokok, perbuatannya itu
mendatangkan manfaat bagi dirinya yang mungkin tidak
dirasakan oleh orang yang tidak merokok. Hal ini terbukti
ketika Ylsuf al-Qaradhawi tidak memaksakan fatwanya kepada
si perokok yang tidak bisa lagi berhenti dari perbuatannya itu,
karena menurut Yisuf al-Qaradhawi bagi mereka justru akan
mengalami mudharat ketika mereka dilarang merokok. Dilihat
dari kajian mdqdshid al-syari'ah, Yasuf al-Qaradhawi juga tidak
menempatkan hukum merokok, dalam hubungannya dengan
pemeliharaan harta, pada tingkat al-dharuriyyah.

Sama dengan komentar sebelumnya, tersia-sianya harta
untuk sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dapat dipastikan
keberadaannya. Sesuatu yang tidak dapat dipastikan
keberadaannya juga tidak dapat diberikan ketentuan yang
tegas, dalam hal ini haram. Dengan demikian, mencari alasan
untuk keharaman merokok ini hanya dapat diperkirakan, tetapi
tidak dapat dipastikan bahwa alasan itulah yang dikehendaki
oleh al-Syari'. Oleh karena itu fatwa YGsuf al-Qaradhawi
tentang hukum merokok ini sepertinya sudah berada pada
jalur yang seharusnya ditempuh oleh seorang ulama dalam
mengaplikasikan mdqdshid al-syari’ah. Demikian juga fatwanya
tentang ketidaksamaan keharaman merokok dengan
keharaman lainnya dapat mengindikasikan kuatnya
pemahamannya terhadap mdqdshid al-syari’ah dalam masalah



ini.

Apabila fatwanya tentang hukum merokok ini dilihat
dari sisi tujuan hukum yang hendak diwujudkan, maka dapat
dipahami bahwa dengan fatwanya itu ditujukan untuk
memelihara dua hal dalam al-dhariiriyydt, yaitu pemeliharaan
jiwa dan harta. Namun satu hal yang dapat penulis simpulkan
dari fatwanya ini, di mana YGsuf al-Qaradhawi tidak tegas
memasukkan hukum keharaman merokok kepada tingkatan
yang al-dharuriyah. Penyebabnya adalah karena keraguannya
dalam hal itu yang dimungkinkan tidak seperti yang
dikehendaki oleh al-Syari’ (qasd al-Syari'). Oleh karena itu
ketetapan hukum yang diambilnya hanya sebatas makruh
tahrim, dan sepertinya kesimpulan ini lebih sesuai dengan apa
yang dikehendaki oleh al-Syari’".

6. Fatwa tentang Hukum Penyalahgunaan Narkoba (al-
Mukhaddirat)
Narkoba atau sejenisnya merupakan benda-benda yang
tidak disebutkan di dalam nash al-Quran dan Hadis. Akan
tetapi akibat yang ditimbulkan oleh narkoba sama dengan
akibat yang ditimbulkan oleh khamar, yaitu memabukkan bagi
orang yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu Yasuf al-
Qaradhawi mengatakan bahwa mengkonsumsi narkoba, baik
dalam bentuk ganja, heroin, dan sebagainya, diharamkan oleh
syara' tanpa diperselisihkan lagi di kalangan ulama.483
Menurut YdGsuf al-Qaradhawi, setidaknya ada empat
alasan untuk menunjukkan keharamannya:#84
a. la termasuk kategori khamar, berdasarkan pernyataan dari
Umar ibn al-Khatab, bahwa "khamar adalah segala sesuatu
yang dapat menutup akal”. Hal ini dapat dibuktikan dengan
berbagai peristiwa kecelakaan lalulintas sebagai akibat dan
pengaruh dari mengkonsumsi benda-benda memabukkan
ini.

b. Apabila ia tidak dapat disamakan dengan khamar dari sisi
memabukkan, maka ia tetap merupakan benda berbahaya

483Y{isuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah, jilid ke-2, h. 557; juga Y@suf
Ytsuf al-Qaradhawi, al-Haldl wa al-Hardm..., op.cit, h. 71
484Y{isuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah, op.cit,, jilid ke-2, h. 557-558



yang berpotensi untuk diharamkan dilihat dari segi
pengaruh negatifnya, yaitu akan membuat seseorang lemah
dan loyo. Nabi SAW telah melarang mengkonsumsi segala
sesuatu yang menyebabkan seseorang mabuk dan lemah,
sebagalmana hadis Nabi SAW:

ols) L ahy S (K (e dllg adle 40 e 1 Oy iy lE A d e

485(45\4 5l
"Dari Ummu Salamah berkata, "bahwa Nabi SAW melarang
segala sesuatu yang memabukkan dan menjadikan
(seseorang) lemah". (HR Abu Dawud).

c. Apabila benda-benda itu tidak dapat dikategorikan benda-
benda yang memabukkan dan melemahkan, tetapi ia tetap
dapat dimasukkan ke dalam Kkategori al-khaba'its (benda-
benda kotor, buruk, dan menjijikkan) dan berbahaya. Allah
SWT telah mengharamkan benda-benda tersebut dalam QS
al-A'raf ayat 157:

PP
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"...dan Dia menghalalkan bagi mereka semua yang baik-baik dan

mengharamkan bagi mereka semua yang buruk-buruk".

Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW:

o) 5)) Ol oma V5 5ok Wy ol adle 40 e ) I8 06 106 (e il g2

486(4alu

"Dari ibn 'Abbas berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Tidak

boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh

membahayakan orang lain". (HR ibn Majah)

d. Kenyataan hari ini, mayoritas negara-negara di dunia
menyatakan perang terhadap kejahatan penyalahgunaan
narkoba ini dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat,
termasuk negara-negara yang tidak melarang minuman
keras. Dengan demikian kejahatan narkoba lebih besar dari
kejahatan meminum khamar dan minuman keras lainnya.

Berdasarkan sifat-sifat narkoba yang disebutkan di atas,
ternyata Y@suf al-Qaradhawi tidak hanya menunjukkan satu

485Abli Dawid Sulaiman, Sunan Abi Daw1d, op.cit,, jilid ke-3, h. 329
486]bn Majah, Sunan Ibn Mdjah, op.cit, jilid ke-2, h. 784



sifat saja sebagai alasan pengharaman penyalahgunaan
narkoba, tetapi setidaknya ada tiga sifat negatif apabila
narkoba disalahgunakan, yaitu; dapat memabukkan, dapat
membuat lemah, dan sejenis benda yang mengandung bahaya.
Dengan mengajukan alternatif sifat memabukkan dan
melemahkan dapat dipahami bahwa Ylsuf al-Qaradhawi
mencoba mengqiyaskannya kepada khamar; dan dengan
mengatakan narkoba termasuk dalam kategori benda yang
mengandung bahaya, ia memahaminya dari segi keumuman
lafazh. Tetapi metode apapun yang dipakainya, yang jelas ia
menyimpulkan bahwa hukum menyalahgunakan, termasuk
mengkonsumsinya tanpa alasan yang dibenarkan, adalah
haram.

Apabila dihubungkan dengan teori al-Qiyas, tentu saja
tentu saja dalil utama yang dipergunakan adalah QS al-Maidah
ayat 90-91 yang berbunyi

JE 35 r‘w SNl 2eadh AT e Ll Gl
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PV ("“\
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu
lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi
kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu
(dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Berdasarkan ayat ini ulama telah sepakat bahwa
penyebab keharaman khamar adalah karena memabukkan.
Dilihat dari kajian "illat hukum, maka salah satu kegunaan
menemukan "illat hukum adalah untuk direntangkan kepada
kasus-kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.



Dengan demikian nash tidak hanya menjawab persoalan yang
tertulis saja, tetapi lebih jauh dapat menjangkau persoalan
yang tidak tertulis dalam nash. Langkah selanjutnya yang akan
dilakukan adalah membuktikan dengan penelitian yang
mendalam apakah narkoba, baik dalam bentuk ganja, heroin,
ekstasi, shabu-shabu, dan lain sebagainya memiliki sifat yang
sama dengan khamar, yaitu memabukkan.

Dari penelitiannya terhadap narkoba , Yasuf al-
Qaradhawi menyimpulkan bahwa sifat memabukkan juga
dimiliki oleh narkoba ini. Oleh karena terdapatnya kesamaan
"illat, maka hukum yang ditetapkan juga sama, yaitu haramnya
mengkonsumsi narkoba. Menurut penulis, dari tiga alternatif
sifat yang dikemukakan oleh Yisuf al-Qaradhawi, sepertinya
sifat memabukkan lebih sesuai dan tepat untuk digunakan.
Adapun dua sifat lainnya agaknya masih interpretatif, karena
dengan mengkonsumsi narkoba kadang-kadang ditujukan
untuk memunculkan sifat berani. Begitu juga dengan
mengkategorikannya  sebagai  al-khaba'its juga akan
menimbulkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu memilih
sifat memabukkan sebagai penyebab utama keharaman
narkoba sudah mengikuti prosedur-prosedur memberlakukan
al-Qiyas. Adapun dua sifat lainnya dapat dikategorikan sebagai
sifat tambahan yang memperkuat sifat memabukkan tersebut.

Dilihat dari segi tujuan hukum yang hendak dicapai, di
dalam ayat di atas, Allah SWT menyebutkan bahwa larangan
meminum khamar dan berjudi adalah agar manusia tidak
bermusuh-musuhan (bertengkar) dan dipenuhi oleh perasaan
marah terhadap sesamanya, dan agar mereka tidak lupa
kepada Allah. Inilah tujuan utama diharamkannya khamar dan
berjudi. Adapun ketika seseorang mengkonsumsi narkoba, lalu
ia mengalami mabuk yang berakibat hilangnya akal dan
kesadarannya, maka tentu saja akan mengakibatkan lalainya
dirinya dari mengingat Allah SWT. Dengan demikian dilihat
dari segi tujuan hukum ditetapkannya keharaman narkoba,
penulis melihat bahwa Y{suf al-Qaradhawi sudah
mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan tujuan yang
dikehendaki oleh al-Syari'.

Kesuaian fatwa Y{suf al-Qaradhawi dengan tujuan yang



dikendaki oleh al-Syari' didasarkan kepada salah satu tujuan
penetapan hukum yang disepakati oleh ulama, yaitu dalam
rangka memelihara akal manusia (hifzh al-'aql). Apalagi
Rasulullah SAW bersabda:
S s ek g B8 06 g a0 ia 0 0l et ol e
(s o1 5)) H15
"Dari ibn 'Umar Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:
"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar
itu diharamkan"”. (HR Muslim).

Lebih lanjut Nabi SAW juga mengatakan:
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"Rasulullah SAW melaknat sepuluh aktifitas berkenaan dengan
khamar ini, yaitu; orang yang memerasnya, yang minta
diperaskan, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta
dibawakan, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang
memakan harganya, yang membelinya, dan yang minta
dibelikan”. (HR Tirmidzi dan ibn Majah).

Apabila dihubungkan dengan metode al-Qiyas, maka
hukum yang disebutkan dalam hadis di atas juga berlaku untuk
narkoba. Oleh karena itu keharamannya tidak hanya untuk
orang yang mengkonsumsinya, tetapi juga untuk orang yang
membuatnya (pabrik), orang yang memesannya, kurir narkoba,
pengedar narkoba, penjual narkoba, dan sebagainya yang
terkait dengan aktifitas ini. Oleh karena itu, sebagai sebuah
bentuk kejahatan besar di dunia hari ini, wajar apabila Yasuf al-
Qaradhawi menetapkan hukum haram untuk narkoba.
Penetapan hukum ini adalah untuk melindungi salah satu
kebutuhan dharuriy manusia, yaitu akal. Oleh karena itu dari
segi pencapaian tujuan syara', agaknya Yasuf al-Qaradhawi
sudah mengaplikasikan mdqdashid al-syari’ah dalam fatwanya
ini.

7. Fatwa tentang pemanfaatan uang haram

487Muslim ibn Hajjaj, al-Musnad al-Shahfih..., op.cit, jilid ke-3, h. 1587
488Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, op.cit, h. 581; juga ibn Majah, Sunan
ibn Majah, op.cit, jilid ke-2, h. 1122



Fatwa ini didasari oleh pertanyaan seseorang yang
memiliki sejumlah tabungan di bank dan bunganya yang cukup
banyak. Ia tidak ingin mempergunakan bunga uangnya
tersebut karena meyakini keharamannya. Apakah yang harus
dilakukannya dengan bunga uangnya itu? Haruskah tetap
dimanfaatkannya untuk kebutuhannya atau diberikannya
kepada orang lain yang membutuhkan, atau dibiarkannya saja?
Dalam hal ini Y{isuf al-Qaradhdwi menjawab bahwa sebenarnya
persoalan ini tidak hanya berkenaan dengan bunga bank, tetapi
mencakup semua harta yang diperoleh dengan jalan haram.
Dalam fatwanya Yisuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa bagi
orang yang mengusahakannya tidak boleh memanfaatkan harta
itu karena sama artinya dengan memakan harta haram.48°
Perlu ditekankan di sini, bahwa fatwa Ylsuf al-Qaradhawi ini
tidak berhubungan atau berbeda dengan money loundring
(pencucian uang) yang terjadi dewasa ini. Pemanfaatan uang
haram yang dimaksud dalam fatwanya ini adalah ketika
pelakunya sudah sadar dan bertaubat dari kesalahannya dan ia
tidak mau memanfaatkan harta haram tersebut bahkan berniat
membuangnya, sedangkan pencucian uang adalah tindakan
kejahatan yang dilakukan untuk selalu menumpuk harta haram
dengan mengelabui orang lain seolah-olah harta itu bukan
hartanya.

Lebih lanjut Ydsuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa
pemanfaatan harta yang diperoleh secara tidak halal pada
prinsipnya tidak boleh dipergunakan oleh orang yang
mengusahakannya. Namun di sisi lain ia juga tidak boleh
membiarkan harta itu begitu saja tanpa termanfaatkan untuk
kepentingan yang lebih baik. Dalam hal ini Y@suf al-Qaradhawi
mencontohkan dengan bunga bank yang tidak boleh dibiarkan
saja berada di bank. Membiarkannya tetap berada di bank
justru akan memperkokoh kedudukan bank ribawi tersebut
dan termasuk dalam kategori membantu kemaksiatan.
Perbuatan itu sama saja dengan membantu melakukan sesuatu
yang haram, dan hukum untuk perbuatan itu juga haram.420

489Y(suf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., jilid ke-2, h. 409-410
490]pid, h. 410



Untuk menyelesaikan persoalan ini Y{suf al-Qaradhawi
menfatwakan:
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"Adapun yang disyariatkan dalam masalah ini, berkenaan
dengan bunga bank dan termasuk harta-harta lainnya yang
diperoleh dengan cara haram, agar diberikan untuk sesuatu
kebaikan. Misalnya, dengan memberikannya kepada fakir
miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil, fi sabilillah, disumbangkan
untuk menyiarkan dakwah Islam, membangun masjid dan pusat
kegiatan Islam, membiayai para muballigh, menerbitkan buku-
buku keislaman, dan berbagai bentuk kebaikan lainnya.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Yasuf al-
Qaradhawi menawarkan jalan keluar yang sesuai menurut
ajaran Islam, berkenaan dengan harta yang didapatkan dengan
cara yang haram, yaitu dengan menyumbangkannya kepada
orang lain yang  membutuhkan  bantuan, atau
memanfaatkannya untuk membuat sarana-sarana ibadah dan
sarana-sarana keagamaan lainnya yang dibutuhkan oleh umat
[slam.

Ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan ketetapan
ini karena memberikan sesuatu yang tidak baik kepada orang
lain. Namun Y{suf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa harta itu
dipandang tidak baik ketika dinisbatkan kepada orang yang
mengusahakannya. Adapun jika diberikan untuk kebaikan bagi
orang lain (pihak lain) maka harta itu dipandang baik. Dengan
demikian, harta itu haram bagi orang yang mengusahakannya
tetapi halal untuk sumbangan kebaikan.#92

Yhsuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa pemberian
harta haram itu kepada pihak lain bukan dalam arti
bersedekah, tetapi yang bersangkutan hanya sebagai perantara
untuk menyampaikan harta itu ke jalan kebaikan.#?3 Walaupun

91bid, h. 410-411
492]bid,, h. 411
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tidak dikategorikan sedekah, tetapi perbuatan itu tetap
diberikan pahala oleh Allah SWT karena dua alasan; pertama,
karena ia sudah menjaga dirinya dari memakan harta haram;
dan kedua, karena ia sudah menjadi perantara untuk
menyampaikan harta itu kepada jalan kebaikan.4%4

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Ysuf al-
Qaradhawi berkenaan dengan kebolehan memberikan harta
haram ini kepada pihak lain. Di antaranya adalah sebuah
riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak
bersedia memakan daging kambing yang disuguhkan
kepadanya karena diberitahu bahwa daging itu diperoleh
dengan cara yang haram. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh
agar daging tersebut diberikan kepada para tawanan untuk
dimakan.*> Begitu juga dengan riwayat lainnya berkenaan
dengan kemenangan Abu Bakar dalam taruhan terkait dengan
kemenangan Romawi atas Persia. Menurut Yasuf al-Qaradhawi,
ketika hasil taruhan itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ia
mengatakan bahwa itu harta haram, lalu ia memberikannya
kepada orang lain.4°¢ Taruhan yang dilakukan oleh Abu Bakar
ini terjadi sebelum adanya larangan melakukan taruhan dalam
[slam.497

494]bid., h. 414

495]pid., h. 412; Lihat juga Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imdm Ahmad,
op.cit., jilid ke-37, h. 185; juga al-Daruquthni, Sunan al-Ddruquthni, op.cit,
jilid ke-5, h. 514

496YGsuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., jilid ke-2, op.cit., h. 412.
Menurut Ibrahim al-'Iraqi, hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam
kitab Dala'il al-Nubuwwah dari ibn 'Abbas, dan dipandang hasan oleh al-
Tirmidzi serta dishahihkan oleh al-Hakim, tetapi tanpa ada kata-kata "ini
haram atau terlarang, lalu ia menyedekahkannya kepada orang lain". Lihat
'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr ibn Ibrahim al-'Iraqi, al-Mughni 'an al-Asfar fi
al-Asfar fi Takhrij ma fi al-Thya” min al-Akhbar, (Beirut: Dar ibn Hazm, 2005),
cet. Ke-1, h. 581; sedangkan hadis-hadis tentang taruhan yang dilakukan
oleh Abu Bakar dapat dilihat antara lain pada Ahmad ibn Hanbal, Musnad
Imam Ahmad, op.cit.,, jilid ke-3, h. 135 dan dalam al-Tirmidzi, Sunan al-
Tirmidzi, op.cit, jilid ke-5, h. 343

497Mahmud Muhammad Khalil (pentahqiq), al-Musnad al-Jami’, (Beirut:
Dar al-Jail, 1993), jilid ke-15, h. 620; juga Muhammad ibn Muhammad ibn
Sulaiman ibn al-Fasiy ibn Thahir, ditahqiq oleh Abu Sulaiman ibn Durai’,
Jam'u al-Fawa'id min Jami' al-Ushul wa Mujma’ al-Rawd'id, (Kuweit:



Di samping alasan di atas, Y@suf al-Qaradhawi, yang
mengutip dari al-Ghazali (w. 505 H), juga beralasan dengan
atsar sahabat. Di antaranya kisah ibn Mas'ud (w. 32 H) yang
pernah membeli seorang budak perempuan, ketika mau
membayarnya ia tidak menemui si pemilik budak tersebut
walaupun ia sudah mencarinya. Akhirnya ia memberikan uang
pembayaran tersebut kepada orang lain dengan niat sedekah
dari orang itu.#°8

Alasan lain yang melandasi fatwanya adalah al-Qiyas.
Argumetasi yang dikemukakan adalah bahwa harta seperti itu
diragukan, apakah akan dibuang begitu saja atau dimanfaatkan
untuk kebaikan? Dengan membuangnya tentu saja akan
bertentangan dengan konsep pemeliharaan harta yang tidak
boleh disia-siakan. Adapun jika diberikan kepada orang fakir,
maka harta itu akan dapat mencukupi kebutuhannya, di
samping si pemberi akan mendapatkan doa dan berkah dari
doa yang dipanjatkan oleh si fakir.499

Berdasarkan fatwanya ini penulis melihat bahwa pada
dasarnya Yasuf al-Qaradhawi beranjak dari salah satu al-
dhaririyyat yang mesti dipelihara dalam Islam, yaitu hifzh al-
mal (memelihara harta). Dilihat dari alasan-alasan yang
dikemukakan, baik dalam bentuk khabar ataupun atsar
sahabat, dapat dipahami bahwa harta itu tidak boleh tersia-sia
begitu saja. Fatwa ini menurut penulis sangat berguna bagi
orang-orang yang melakukan kesalahan dalam mencari harta,
kemudian sadar dengan kesalahannya. Di satu sisi ia tidak
boleh memanfaatkan harta itu karena bukan miliknya secara
sempurna, tetapi di sisi lain ia dihadapkan kepada pertanyaan
mau dikemanakan harta haram itu.

Ajaran Islam secara umum (al-Qiyas) mengajarkan
bahwa seseorang tidak boleh memusnahkan harta. Hal ini
tentunya harus dibedakan dengan tindakan pemerintah yang
memusnahkan barang haram yang terkadang bernilai miliaran
rupiah. Sepintas terlihat tindakan pemerintah itu menyia-

Maktabah ibn Katsir, 1998), cet. Ke-1, jilid ke-3, h. 182
498Y(isuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., jilid ke-2, op.cit., h. 412
499]pid., h. 413



nyiakan harta dan mubazir, karena bisa saja barang haram itu
dijual ke negara lain yang tidak melarang pemakaian barang
tersebut, lalu hasil penjualannya dipergunakan untuk
pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
Tetapi pandangan sepintas ini bila dilihat dari sisi tujuan yang
hendak dicapai oleh pemerintah akan dapat dipahami. Ada
tujuan yang lebih besar yang ingin diwujudkan oleh
pemerintah dengan memusnahkan barang-barang haram itu,
yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
Tujuan ini lebih mempunyai dampak positif yang lebih besar
dari sekedar menjualnya ke negara lain untuk mendapatkan
keuntungan sesaat. Tindakan pemerintah seperti ini diakui dan
sesuai dengan salah satu kaidah figh, yaitu "tasharruf al-imam
'ala ra'iyyatihi manuthun lil maslahah” (tindakan yang diambil
oleh seorang pemimpin dalam mengurus rakyatnya harus
dikaitkan dengan kemaslahatan).

Hal ini sama dengan tindakan Rasulullah SAW yang
menyuruh  menumpahkan khamar yang dihadapkan
kepadanya, padahal pada saat itu bisa saja Rasul SAW
menjualnya kepada orang Yahudi dan hasilnya dipergunakan
untuk membantu perjuangan Islam atau masyarakat Islam.
Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Rasul SAW karena ada
kemungkinan beliau menginginkan tercapainya tujuan yang
lebih besar dari itu, yaitu agar umat Islam betul-betul menjauhi
khamar tersebut.

Keberadaan beberapa nash (al-Qur'an dan hadis-hadis
Nabi SAW) telah memalingkan ketentuan umum dalam
pemanfaatan harta ini kepada ketentuan-ketentuan khusus. Di
sinilah pendapat Yisuf al-Qaradhawi mengambil peran yang
lebih signifikan dan diduga kuat lebih dapat mewujudkan
kemaslahatan dalam pemeliharaan harta. Oleh karena itu dari
segi ini penulis melihat bahwa fatwa Y{suf al-Qaradhawi dalam
hal pemanfaatan harta haram, dalam pengertian di atas,
setidaknya sudah memikirkan alternatif agar harta tidak tersia-
sia begitu saja. Sepertinya fatwanya ini sudah mendekati tujuan
yang hendak dicapai oleh al-Syari’.

Di samping itu, ketika harta disia-siakan begitu saja
akan menimbulkan dharar pada harta itu dan pribadi



seseorang. Menghilangkan dharar pada harta dan pribadi
seseorang merupakan sesuatu yang mesti dilakukan untuk
terealisasinya kemaslahatan. Dalam kasus ini sepertinya terjadi
pertentangan antara menjaga kepentingan (kemaslahatan)
pribadi dengan kemaslahatan orang banyak. Secara pribadi
seseorang terlarang menyia-nyiakan harta, sedangkan
kemaslahatan orang banyak menghendaki agar harta itu
bermanfaat bagi mereka. Pada dasarnya, seseorang yang ingin
menyelamatkan diri dari penggunaan harta haram itu bisa saja
menyimpannya, tidak mempedulikan, atau membiarkannya
begitu saja. Akan tetapi dalam konteks ini, mendahulukan
kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi
merupakan sesuatu yang sudah menjadi aturan dalam ajaran
[slam. Oleh karena itu ketika sesorang sudah taubat dari
kejahatannya sementara di tangannya masih terdapat harta
hasil kejahatannya dulu, maka sudah semestinya ia
memberikannya untuk kepentingan lain yang lebih umum, baik
untuk memberi makan fakir miskin, membangun sarana-sarana
ibadah, menyumbang untuk kemanusiaan, dan sebagainya.
Dengan demikian, dalam pemikiran penulis apa yang
difatwakan oleh Ylsuf al-Qaradhawi diduga kuat sudah sesuai
dengan ketentuan hukum yang dikehendaki oleh al-Syari'.

8. Fatwa tentang ‘amaliyah al-istisyhdd (bom bunuh diri)

Fatwa ini dikeluarkan oleh a-Qaradhawi karena
banyaknya orang yang bertanya terhadap tindakan bom bunuh
diri yang terjadi di al-Quds Palestina, Tel Aviv, dan Asqalan
yang menyebabkan banyaknya orang-orang Israel yang
terbunuh. Apakah tindakan para pemuda yang mengorbankan
nyawa mereka dengan cara ini dianggap sebagai syuhada’
(mati syahid) atau tindakan bunuh diri (al-intihdr) karena
mereka mati di tangan mereka sendiri? Apakah tindakan
mereka termasuk kategori menceburkan diri ke dalam
kebinasaan yang dilarang oleh Allah SWT dalam al-Qur*an?500

Dalam fatwanya Yisuf al-Qaradhdwi menegaskan
sebagai berikut:
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60: Jasy),,. Jasadd b ol a4l il s
"Sesungguhnya tindakan (bom bunuh diri) itu dipandang
sebagai salah satu cara berjihad di jalan Allah yang paling
agung, yaitu dengan melakukan terror terhadap musuh yang
disyari'atkan dalam QS surat al-Anfal ayat 60",

Berdasarkan pernyataan ini dapat dipahami bahwa
tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh para pemuda
Palestina dalam menghadapi tentara Israel merupakan salah
satu bentuk jihad, bahkan jihad semacam itu dipandang oleh
Yhsuf al-Qaradhawi sebagai cara yang paling mulia dan
dikategorikan kepada tindakan mencari syahid (‘amaliyah al-
istisyhdd). Dengan cara itu akan dapat menggentarkan musuh
dan membuat mereka takut berhadapan dengan umat Islam.
Oleh karena itu tindakan ‘amaliyah al-istisyhdd (mencari
syahid) ini tidak tepat disebut sebagai al-intihdr (bunuh diri)
karena keduanya berbeda.501

Lebih lanjut YGsuf al-Qaradhawi menjelaskan perbedaan
antara al-intihar dengan al-mujahid (‘amaliyah al-istisyhdd)
sebagai berikut: ; ;
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"Sesungguhnya seseorang yang melakukan al-intihdr hanya
untuk kepentingan dirinya sendiri yang mendahulukan
berkorban untuk kepentingannya daripada kepentingan agama
dan umat Islam, di samping itu orang yang melakukan al-intihdr
adalah orang yang putus asa terhadap dirinya dan pertolongan
Allah. Sedangkan al-mujahid (‘amaliyah al-istisyhdd) adalah
orang yang dengan sepenuh hati mengharapkan pertolongan
dan kasih sayang Allah. Tindakan al-intihdar adalah tindakan
yang dilakukan untuk lari dari kenyataan yang menimpanya
dengan cara membunuh dirinya, sedangkan al-mujahid
(‘amaliyah al-istisyhdd) adalah orang-orang yang berperang

501Y{suf al-Qaradhawi, Fatawa al-Mu'ashirah, loc.cit
502]pid



dalam rangka memerangi musuh Allah dengan menggunakan
persenjataan/teori terbaru (bom bunuh diri). Cara seperti itu
ditakdirkan untuk digunakan oleh orang-orang yang lemah
untuk menghadapi musuh yang kuat”.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa Yasuf al-
Qaradhawi mengkategorikan tindakan bom bunuh diri yang
dilakukan oleh pemuda-pemuda Paestina sebagai tindakan
mencari kesyahidan, karena cara itulah yang dipandang dapat
menggentarkan dan mengalahkan tentara Israel yang
mempunyai kekuatan melebihi kekuatan dan persenjataan
yang dimiliki oleh warga Palestina. Melakukan tindakan bom
bunuh diri sepertinya sudah merupakan takdir yang harus
mereka lewati dengan kondisi kekuatan mereka yang tidak
sebenading dengan tentara Israel.

Menurut penulis, tidak ada yang aneh dari definisi yang
dikemukakan oleh YGsuf al-Qaradhawi. Artinya seseorang
dilarang melakukan al-intihar (bunuh diri) dan dianjurkan
melakukan ‘amaliyah al-istisyhad (mencari Kkesyahidan).
Permasalahan yang muncul dan perlu dikaji secara serius
adalah menyamakan tindakan bom bunuh diri yang dilakukan
oleh pemuda-pemuda Palestina dengan ‘amaliyah al-istisyhad
(tindakan mencari kesyahidan).

Untuk melandasi fatwanya ini YGsuf al-Qaradhawi
mengutip beberapa pendapat ulama dari mazhab yang
berbeda, di antaranya pendapat al-Thabari (w.310 H), al-Jashas
(w. 370 H), al-Qurthubi (w.671 H), ibn Taimiyah (w. 728 H), ibn
Katsir (w.774 H), al-Syaukani (w.1250 H), dan Muhammad
Rasyid Ridha (w.1935M). Pendapat-pendapat ini dikutip
berkenaan dengan makna menjatuhkan diri ke dalam
kebinasaan dalam QS al-Baqarah ayat 195, "infakkanlah olehmu
hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan
dirimu ke dalam kebinasaan".

Dalam menafsirkan kalimat "dan janganlah kamu
menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan”, al-Jashas (w.370 H),
yang mengutip pendapat dari Muhammad ibn Hasan,
mengatakan bahwa seseorang dibolehkan menyerang seribu
pasukan musuh sendirian jika ia berharap akan selamat atau
ingin mengalahkan musuh. Jika ia tidak berharap hidup, maka



hal itu tidak boleh dilakukan, karena ia telah menyerahkan
nyawanya kepada kematian yang tidak bermanfaat bagi orang-
orang Muslim.503 Demikian juga yang dikatakan sebelumnya
oleh al-Qurthubi (w.671 H), ibn Katsir (w.774 H), 5%¢ dan lain-
lain. YGsuf al-Qaradhawi juga mengutip pendapat ibn Taimiyah
(w. 728 H), tokoh yang sangat dikaguminya, yang mengatakan
bahwa pada dasarnya keempat Imam mazhab membolehkan
seorang muslim menyerang tentara kafir sendirian, walaupun
ada kemungkinan ia akan terbunuh dalam peperangan itu.
Kebolehan ini jika di dalamnya terdapat maslahat bagi orang-
orang Islam.505

Pendapat-pendapat ulama itu disimpulkan oleh Yisuf
al-Qaradhawi sebagai dukungan dan pembenaran terhadap
tindakan ‘amaliyah al-istisyhdd yang dilakukan oleh pejuang
Palestina, walaupun dilihat dari siyaqul kalam (redaksi kalimat)
dalam ayat itu diawali dengan perintah menafkahkan harta.
Artinya kebinasaan yang dimaksud secara langsung ada
hubungannya dengan aktifitas berinfak yang dilakukan oleh
orang-orang Muslim. Hal ini sebagaimana salah satu tafsir ayat
yang dikemukakan oleh al-Jashas (w.370 H), bahwa salah satu
makna yang dimaksud dengan menjerumuskan diri ke dalam
kebinasaan itu adalah berlebih-lebihan dalam berinfak yang
mengakibatkan seseorang tidak menjumpai lagi sesuatu yang
bisa ia makan dan minum. 5%¢ Oleh karena itu menjadikan ayat
ini sebagai dalil kebolehan bom bunuh diri agaknya kurang
tepat, karena secara khusus ayat al-Qur’an tidak dimaksudkan

503Ahmad ibn 'Ali Ab( Bakr al-Razi al-Jashas al-Hanafi [ditahqiq oleh
'Abd al-Salam Muhammad 'Ali Syahin], Ahkdm al-Qur'dn, (Beirut: Dar al-
Kutub al-'Ilmiah, 1994), cet. Ke-1, juz ke-1, h. 318

504Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Bakr ibn Farh al-Anshari
Syams al-Din al-Qurthubi [ditahqiq oleh Ahmad al-Badiini], al-Jami’ al-
Ahkam al-Qur'an, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), cet. Ke-2, jilid
ke-2, h. 361; Abti al-Fida® Isma’il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimisyqi, Tafsir al-
Qur'an al-‘Azhim, (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Sytiraka'uh, [t.th]), juz ke-
1, h. 529; Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib Abi Ja'far al-
Thabari [ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir], Jdmi' al-Baydn fi Ta 'wil
al-Qur'dn, (Mesir: Muassasah al-Risalah, 2000), cet. Ke-1, jilid ke-3, h. 588

505Yt{suf al-Qaradhawi, Fatdwa al-Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-3, h. 505

506]bid., h. 505



untuk tindakan tersebut. Ayat tersebut juga dimaknai dengan
perintah menginfakkan harta dalam hubungannya dengan
peperangan.

Yisuf al-Qaradhawi mengomentari pendapat ini dengan
mengatakan bahwa, yang ditekankan oleh al-Jashas (w.370 H)
dan lainnya adalah kematian yang tidak membawa manfaat
bagi orang Islam. Tetapi di sini ada manfaat yang dihasilkan
dengan tindakan itu, yaitu membuat musuh takut dan gentar.
Oleh karena itu tindakan ini dibolehkan karena merupakan
cara terbaik dan dapat memberikan manfaat bagi orang
[slam.5%7 Dengan demikian dapat dipahami bahwa manfaat
yang dilihat oleh Yisuf al-Qaradhawi di sini adalah untuk
menakut-nakuti dan membuat musuh gentar.

Yhsuf al-Qaradhawi, dengan mengutip pendapat al-
Jashas (w.370 H), menggunakan beberapa ayat al-Qur an untuk
melandasai fatwanya di antaranya QS al Taubah ayat 111:

Mduﬂ&g—\r@&br@jy\) \MJJ\UALQJAM\AJJ\Q\
gj\ o5 \}?J\) J&Y’""}ﬂ\g\.uul.c\ﬁjg,.@”’ ,l...w“”"«l\\
r.su\)j.n.”‘}b LzU‘Jju&: r.a.:\.: LQJ\Hr&anQ\) bw\uﬁaca\.@x}

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin
diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.
Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh
atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di
dalam Taurat, Injil dan al-Qur’an. Siapakah yang lebih menepati
janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan
jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan
yang besar".

Juga QS Ali Imran ayat 169:

855k 55 e TG B A o G Ll 501 5225
"langanlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di
jalan Allah itu mati; justru mereka tetap hidup di sisi Tuhannya

dengan mendapat rezki”.
Begitu juga QS al-Baqarah ayat 207:

507]bid
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"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya
karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun
kepada hamba-hamba-Nya".

Ayat-ayat ini dipergunakan oleh Yasuf al-Qaradhawi
untuk meyakinkan orang-orang yang melakukan tindakan bom
bunuh diri untuk tetap melakukan tindakan mereka. Dengan
tindakannya itu diyakini bahwa mereka sudah menjual dirinya
kepada Allah dan itulah yang diridhai oleh Allah. Dengan
keridhaan Allah itu, mereka akan diberikan hadiah surga yang
tiada tandingannya. Dengan ayat-ayat ini juga YGsuf al-
Qaradhawi menyemangati para pemuda Palestina untuk tidak
ragu-ragu melakukan bom bunuh diri, karena hanya itulah
yang dapat dilakukan untuk menghadapi serangan pasukan
Israel. Fatwa ini memang secara khusus ditujukan untuk
pejuang Palestina, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan
kepadanya. Akan tetapi tentu saja tidak tertutup kemungkinan
dilaksanakan juga oleh pejuang-pejuang Muslim lainnya
apabila mereka melihat ada alasan yang sama dengan yang
dialami oleh pejuang Palestina.

Tindakan ‘amaliyah al-istisyhad merupakan sarana
jihad yang diwajibkan bahkan harus dicita-citakan oleh setiap
Muslim. Seorang Muslim harus melibatkan diri dalam kegiatan
perang membela agama dengan memperhatikan sekurang-
kurangnya tiga syarat.

Pertama, mengetahui bahwa perang yang diikutinya
adalah perang yang disyariatkan dalam agama (masyru'iyah).
Oleh karena itu setiap pasukan harus mengerti dengan aturan-
aturan perang karena hal itu merupakan ilmu yang wajib
diketahui oleh setiap Muslim yang terlibat dalam perang
tersebut. Menurut Muhammad Syatha al-Dimyathi (w.1302 H),
memerangi orang kafir bukan merupakan tujuan jihad, tetapi
jihad ditujukan untuk membela dan meninggikan agama Allah,
serta menyampaikan hidayah kepada orang kafir. Nabi SAW
bersabda, “Barangsiapa berperang agar kalimat Allah itu tinggi
maka ia berperang di jalan Allah”. Jika ada cara lain yang dapat
dilakukan tanpa peperangan, maka cara itu lebih utama



dilakukan. Dengan demikian, kewajiban jihad itu hanya sebatas
wasilah saja untuk menyampaikan hidayah Allah kepada
mereka. 508

Kedua, jihad dilakukan dengan perintah pemimpin
(imam). Menurut ibn Muhammad al-Sughdi, orang Islam boleh
melakukan jihad apabila dipimpin langsung oleh pemimpin
kaum muslimin (imam), atau di bawah kepemimpinan
panglima perang yang ditunjuk oleh imam, atau di bawah
kepemipinan seseorang yang diangkat secara bersama-sama
oleh kaum muslimin. Jihad ini baru boleh dilakukan apabila
kaum muslimin memiliki kekuatan militer (amr al-askar) dan
bersedia mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh
pimpinannya.>%® Oleh karena itu, perjuangan secara individu
tanpa dikomandoi oleh pimpinan umat Islam, panglima yang
ditunjuk oleh imam, atau pimpinan yang diangkat oleh kaum
muslimin, maka perjuangan tersebut tentu saja tidak dapat
dikategorikan jihad.

Ketiga, mempertimbangkan setiap tindakan agar bisa
selamat (tidak tewas). Hal ini dapat dilakukan dengan
menguatkan penjagaan, menggunakan strategi-strategi perang,
mengambil tindakan-tindakan yang Dberkaitan dengan
keselamatan pribadi, misalnya dengan memakai baju besi, topi
baja, atau seperti menggali parit sebagaimana yang telah
dilakukan oleh Nabi SAW dalam perang Khandaq. Oleh karena
itu tidak ada kata menyerah atau tunduk untuk dibunuh secara
mudah oleh orang kafir. Sebab, bila tidak berprinsip demikian
tentu seseorang akan menyerahkan diri kepada musuh yang
kafir atau melakukan tindakan brutal seperti bom bunuh diri.

Berkenaan dengan pendapat-pendapat ulama di atas,
penulis memahami bahwa penekanan jihad adalah
memenangkan Islam dan selalu berupaya menyelamatkan diri
dari kematian. Menyerang musuh sendirian itu boleh saja, atas
perintah imam, apabila seseorang mempunyai harapan selamat

508Abu Bakr ibn Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin 'ala
Hall al-Alfazh Fath al-Mu'in, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-1, jilid ke-4,
h. 205

509Abu al-Husein 'Ali ibn al-Husein ibn Muhammad al-Sughdi, al-Natf fi
al-Fatwa, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), cet. Ke-2, jilid ke-2, h. 704



dengan tindakannya itu. Namun satu hal yang perlu ditekankan
di sini, tidak satu pun dari ulama tersebut yang menyebutkan
bahwa dengan tindakan itu sudah dipastikan nyawanya
melayang. Beberapa riwayat dan pendapat ulama yang
dikemukakan oleh Yasuf al-Qaradhawi tidak ada yang
membolehkan al-intihdr, tetapi hanya menganjurkan
melakukan ‘amaliyah al-istisyhdd. Tindakan al-intihdr sudah
pasti membawa kematian, sedangkan ‘amaliyah al-istisyhdad
belum tentu membawa kematian. Hadis Nabi SAW memang
memberikan motivasi untuk berjihad dan mencita-citakan
untuk mati syahid, tetapi tidak terlepas dari substansi jihad
yang bertujuan untuk memenangkan Islam, bukan untuk
kematian.>10 Oleh karena itu tindakan istisyhad yang dilakukan
harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan mendapat
persetujuan dari imam (pimpinan Islam).

Hal ini dapat dicontohkan dengan keberanian beberapa
tentara Islam yang menyerbu ke tengah-tengah kerumuman
musuh dan diperkirakan mereka tewas dengan tindakannya
itu. Misalnya Khalid ibn Walid (w.21 H), panglima perang Islam
yang ditunjuk oleh Abu Bakar al-Shiddiq (w.13 H). Ia selalu
berada pada garis depan dalam menyerang musuh, tetapi
walaupun kematiannya akan berbuah syahid dalam
peperangan itu, namun Allah SWT ternyata tidak menghendaki
ia mati dalam peperangan. Begitu juga dengan Abu Ubaidah
(w.18 H), panglima perang pengganti Khalid ibn Walid (w.21 H)
yang ditunjuk oleh Umar ibn al-Khatab (w.23 H). Kematiannya
bukan karena pedang musuh-musuh Islam, tetapi karena sakit
yang dideritanya. Inilah amaliyah al-istisyhdd yang dituntut

510Salah satu hadis Nabi SAW yang memberikan motivasi untuk
bercita-cita mati syahid dalam arti di atas adalah:
d\ﬁelm}‘ulc d\é&a@.ﬂ\ u\ ‘ohus: M.u\u:: a8a “Jﬂéwd@ﬂw‘*ﬁu‘@\wd@-ﬂu\
((’LM a\_j‘)) «aail @ LA&: |- '\j c;\A@.uJ\ d)\_m Al A.al: ‘dm ad\.@...d\ Al J\...u BN
"Bahwa sesunggunya Sahal ibn Abi Umamah ibn Sahal ibn Hunaif telah
memberitakan dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda:
"Barangsiapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan cara
yang benar, niscaya Allah akan menyampaikan maksudnya menjadi syuhada
sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya”. HR Muslim. Lihat Muslim ibn
Hajjaj, al-Musnad al-Shahih..., op.cit, jilid ke-3, h. 1517



dalam Islam. Semangat mereka dikobarkan dengan adanya
janji-janji Allah kepada mereka. Tetapi Allah SWT bukan
menyuruh mereka mati dan kalah dalam peperangan, namun
dengan semangat dan keberaniannya, diharapkan peperangan
itu dimenangkan oleh umat Islam. Walaupun terpaksa harus
mati, setelah berusaha mempertahankan diri, mereka tidak
perlu kecewa, karena Allah SWT telah menjanjikan surga
sebagai balasan bagi mereka.

Perjuangan umat Islam di berbagai negara dan daerah
dalam rangka mempertahankan diri dari penjajahan negara
asing [baca; kafir] tidak hanya dilakukan dengan jalur politik
tetapi juga melalui perang bersenjata. Ketika kekuatan
kelompok Islam tidak sanggup menandingi kekuatan
bersenjata pasukan Kkafir, timbul model baru dalam
menghancurkan pasukan musuh, yaitu melalui bom bunuh diri.
Apabila dilihat realita yang terjadi, sepertinya tindakan bom
bunuh diri bukan merupakan cara yang dipandang mumpuni
untuk menghancurkan musuh.

Pada dasarnya ketika agama Islam menimbulkan
ketidaksenangan  orang lain dan  mereka  ingin
menghancurkannya dengan cara-cara kekerasan, maka dalam
konteks inilah ajaran Islam membolehkan umatnya membela
diri dan agamanya dengan cara berjihad, sebagaimana firman
Allah dalam surat al- Baqarah ayat 190:
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“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi
kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas.(190).

Ayat di atas memperkuat landasan hukum bagi orang-
orang mukmin dalam mempertahankan agamanya, tetapi ada
syarat yang tidak boleh dilanggar, yaitu jangan melampaui
batas,*!! dan harus mempunyai pertimbangan yang matang

51iTbn Katsir al-Qurasyi al-Dimisyqi, Tafsir...op.cit, h. 524; juga Ab{ al-
Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmiid al-Alisi al-Bagdadi, Rith al-Ma’anf fi
Tafsir al-Qur'dn al-Karim wa al-Sab’u al-Matsdni, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994),
juz ke-2, h. 147



untuk melakukan peperangan itu. Kebolehan dan konsekwensi
dari tindakan bom bunuh diri, sebagaimana pendapat Y{suf al-
Qaradhawi, tidak bisa digiyaskan kepada peperangan yang
pernah dihadapi Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Walaupun
dengan kekuatan seadanya, mereka tetap menghadapi musuh
Allah tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat
memastikan pelakunya terbunuh di medan perang. Oleh karena
itu ditinjau dari sisi dalil dan argument yang dikemukakan
Yhsuf al-Qaradhawi, tindakan pelaku bom bunuh diri tidak
mempunyai dasar sama sekali, dan sepantasnya perbuatan itu
tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Alasan lainnya, tidak ada
gambaran dari kisah-kisah peperangan Rasul SAW dan sahabat
yang membolehkan tindakan istisyhad tanpa
mempertimbangkan keselamatan pasukan. Oleh karena itu
dilihat dari sisi ini tidak ada satu alasan pun untuk
membenarkan tindakan bom bunuh diri yang efeknya
melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh
Nabi SAW.

Dilihat dari sisi kemaslahatan yang ingin diwujudkan
oleh Islam sebagai agama rahmat, bom bunuh diri yang
dilakukan oleh sebagian kelompok Islam, walaupun dianggap
mendatangkan kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang ingin
diwujudkan itu bertentangan dengan nash, dan kemaslahatan
inilah yang dikategorikan maslahah al-mulghah dan tidak
dilegalkan oleh mayoritas ulama. Tidak ditemukan adanya
data-data yang menunjukkan banyaknya orang masuk Islam
pasca terjadinya tindakan al-intihdr ini, dan efek yang
ditimbulkan oleh tindakan itu tidak secara pasti membuat
musuh ketakutan, tetapi justru membuat mereka bertambah
marah. Misalnya kebrutalan yang dilakukan oleh pasukan Israel
terhadap orang Islam Palestina setelah kelompok perlawanan
Islam melakukan aksi al-intihdr. Reaksi mereka tidak hanya
menimbulkan korban dari pihak tentara Islam, tetapi juga
membunuh siapa saja yang ada di hadapan mereka. Kelompok-
kelompok radikal Islam ini begitu mendidih melihat
pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap
satu nyawa Muslim, tetapi ketika mereka melakukan al-intihdr,
mereka telah membunuh orang-orang yang tidak terlibat



langsung dalam peperangan itu, termasuk di antaranya orang-
orang Muslim yang tidak berdosa. Logika mereka agaknya
kurang begitu logis, karena menghalalkan darah orang Muslim
tanpa alasan yang dibenarkan syara’.

Oleh karena itu ditinjau dari sudut hukum Islam, ada
beberapa poin yang perlu dianalisa. Pertama, tindakan mereka
jelas-jelas bertentangan dengan Kketentuan al-Quran dan
Sunnah, walaupun untuk tindakan itu, menurut Ydsuf al-
Qaradhawi, ditujukan untuk sebuah kemaslahatan, yaitu untuk
menakut-nakuti dan membuat gentar musuh Islam. Inilah yang
dalam hukum Islam dikenal dengan maslahah al-mulghah.51?
Kemaslahatan yang diakui dan mendapat legalitas formal dari
syara’ adalah apabila maslahah itu ditunjukkan oleh nash atau
tidak bertentangan dengan nash. Inilah yang dikenal dalam
ushul figh dengan istilah maslahah al-mu’tabarah.

Sehubungan dengan tindakan bom bunuh diri yang
dilakukan oleh sebagian Muslim pada hari ini, khususnya
Muslim Palestina dalam menghadapi Israel, penulis melihat
bahwa hal itu bukan termasuk kepada amaliyah al-istisyhdd,
tetapi merupakan al-intihdr (tindakan bunuh diri) yang
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan nash al-Qur'an dan
hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun Yusuf al-Qaradhawi melihat
terdapat salah satu manfaat (maslahat) yang dapat dihasilkan
dengan tindakan itu, tetapi manfaat yang diharapkan tidak
sebanding dengan mafsadah yang ditimbulkannya.

Di samping itu dalam kajian hukum Islam ada tiga
tingkatan kemaslahatan yang harus dipelihara oleh manusia,
yaitu kemaslahatan al-al-dhartiriyah, kemaslahatan al-hdjiyah
dan kemaslahatan al-tahsiniyah. Tiga tingkatan maslahah ini
harus dipelihara oleh manusia untuk mewujudkan
kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Dalam bentuk ini ada
lima jenis kebutuhan yang mesti dipelihara oleh manusia, yaitu,
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan lima
bentuk kebutuhan manusia itu disesuaikan dengan tingkatan-

S12Maslahah al-mulghah adalah sebuah kemaslahatan ditemukan oleh
mujtahid tetapi bertentangan dengan ketentuan nash. Mayoritas ulama
ushul figh menolak berdalil dengan maslahah dalam bentuk ini.



tingkatannya. Ketika agama terancam, maka perlu dilihat
terlebih dahulu pada tingkatan apa terganggunya agama. Jika
gangguan atau ancaman terhadap agama berada pada tingkat
al-hdjiyah apalagi al-tahsiniyah, maka tidak dibolehkan
mengorbankan nyawa yang merupakan kebutuhan al-
dhartiriyah, karena bagaimana pun kondisinya, kebutuhan al-
dhaririyah mesti didahulukan dari kebutuhan-kebutuhan di
bawahnya. Akan tetapi ketika bertemu dua kebutuhan al-
dhartiriyah, satu sisi terancamnya agama secara al-dhartriyah,
dan di sisi lain terancamnya jiwa, maka prioritas yang
diutamakan adalah pemeliharaan al-dhariiriyah agama. Akan
tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah situasi dharurah
agama itu sudah ada sehingga membolehkan mengorbankan
nyawa yang juga sebuah kebutuhan al-dhariiriyah?

Menurut analisa penulis, situasi dharurah agama itu
belum terwujud, karena posisi agama Islam belum sampai pada
tingkat yang mengancam eksistensinya di muka bumi ini,
termasuk di bumi Palestina. Kalaupun ada gangguan dan
ancaman terhadap agama, hal itu agaknya baru pada tingkatan
al-hdjiyah, dengan indikasi terjadinya Kkesulitan dalam
menjalankan aktifitas agama dan sebagainya dan tidak sampai
melenyapkannya dari muka bumi. Di samping karena alasan
sudah melampaui batas, tindakan ini juga tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip yang dikedepankan dalam teori mdgqdshid al-
syari’ah. Analisa ini diperkuat oleh beberapa peperangan yang
dilakukan oleh Rasul SAW dalam menghadapi pasukan kafir
guna mempertahankan dharurah agama yang betul-betul sudah
terwujud. Seandainya Rasul SAW dan sahabat-sahabatnya
tidak angkat senjata dan tidak siap mengorbankan nyawa pada
saat itu, maka agama Islam akan lenyap dari permukaan bumi
ini. Itulah bentuk suasana yang dihadapi Rasul SAW dalam
mempertahankan dharurah agama, tetapi tidak tercatat dalam
sejarah perang Rasul adanya tindakan al-intihdr di kalangan
sahabat ketika jihad dikumandangkan. Kematian berbuah
syahid memang sering terjadi, namun dalam bentuk kematian
secara ksatria di medan laga.

Kedua, membolehkan bom bunuh diri, di mana tindakan
mereka  untuk  menghilangkan = kemudharatan telah



mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari itu. Hal ini
tentu saja bertentangan kaidah figh yang berbunyi:>13
O Lagial IS 1y puin Lagalael o 55 linuda (y las 13)
"Apabila bertentangan dua mafsadat [bahaya], maka yang
diperhatikan mana yang besar bahayanya dan dilaksanakan
yang lebih kecil bahayanya".
1 Aladll s (e (sl anlaa) ¢
"Menghilangkan mafsadah itu harus diutamakan daripada
mewujudkan kemaslahatan”.
P10 ey ¥ 3 Yl
"Kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan
kemudharatan yang lain",

Mengingat bahayanya lebih besar dari manfaat yang
dihasilkan, maka bom bunuh diri dilarang pelaksanaannya dan
secara taklifi hukumnya haram. Di samping itu pelaksanaannya
telah membuat hilangnya hak orang lain untuk hidup dan
mengalami ketenangan. Lebih jauh lagi, tindakan yang
ditujukan  untuk = menghilangkan =~ mudharat  justru
mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Oleh karena itu
tidak salah kiranya apabila tindakan ini dicegah dengan
menetapkan hukum haram untuknya. Dengan demikian fatwa
Yisuf al-Qaradhawi yang membolehkan bom bunuh diri dalam
perjuangan rakyat Palestina khususnya, dan perjuangan-
perjuangan orang Islam di berbagai belahan dunia ini pada
umumnya, telah mengutamakan kemaslahatan yang tidak
sebanding dengan mafsadah besar yang ditimbulkan.
Kemaslahatan yang dibungkus atas nama pemeliharaan agama
belum sampai kepada tahap dibolehkannya mengorbankan
jiwa, apalagi dasar hukum yang dipakainya tidak tepat
dimaknai dengan bolehnya melakukan bunuh diri. Oleh karena
ity, selain bertentangan dengan nash, fatwanya ini belum dapat

513Penjelasan lebih lengkap tentang kaidah-kaidah ini dapat dilihat Jalal
al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthiy, al-Asybah wa al-Nazha'ir fi
al-Furu’', (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1987), h. 113-122; juga Ali Ahmad
al-Nadwiy, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), h. 350
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merealisasikan kemaslahatan sesuai dengan tujuan yang
dikehendaki oleh Allah.
9. Fatwa tentang Badal Haji

Fatwa ini didasarkan kepada pertanyaan seseorang
yang ingin menunaikan ibadah haji untuk kedua orang tuanya
yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan seperti ini
sebelumnya juga sudah pernah ditanyakan oleh seorang
perempuan kepada Nabi SAW, dan Nabi pun menyuruh
perempuan tersebut untuk menunaikan haji untuk ibunya.
Dalam jawabannya Ylsuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa
pada dasarnya ibadah harus dikerjakan oleh masing-masing
orang, namun apabila ia tidak mampu atau tidak
berkesempatan mengerjakannya sendiri, maka anak-anaknya
boleh melaksanakan ibadah haji untuk orang tuanya
tersebut.>17

Dasar hukum yang dipergunakan oleh Yasuf al-
Qaradhawi untuk fatwanya itu adalah beberapa hadis Nabi
SAW, antara lain:
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"Dari  'Amr ibn Syu'ib dari ayahnya dari kakeknya
(menceritakan), bahwa seorang laki-laki datang menghadap
Nabi SAW dan bertanya; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku
memiliki harta dan anak, sedangkan ayahku juga menginginkan
harta dariku. Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau dan
hartamu milik ayahmu, dan sesungguhnya anak-anakmu
merupakan bagian dari usahamu, maka makanlah olehmu hasil
usaha anak-anakmu". (HR Abu Dawud).
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"Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW

517Y{isuf al-Qaradhawi, Fatdwa al-Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-1, h. 374
518Ab(i Dawd Sulaiman, Sunan Abi Dawiid, op.cit, jilid ke-3, h. 289
519Muslim ibn al-Hajjaj, al-Jdmi' al-Musnad..., op.cit, jilid ke-3, h. 1225



bersabda: "Apabila manusia meninggal dunia terputuslah
amalnya kecuali dalam tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang
bermanfaat, atau anak yang shaleh yang selalu berdoa
untuknya". (HR Muslim)
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"Dari ibn 'Abbas ra, sesungguhnya ada seorang perempuan dari
suku Juhainah menghadap Rasulullah SAW dan berkata; "Ibuku
pernah bernazar untuk menunaikan haji, tetapi tidak sempat
melaksanakan nazarnya karena meninggal dunia. Apakah saya
boleh menghajikannya?”. Rasul SAW menjawab: "Boleh,
hajikanlah ibumu. Bagaimana jika ibumu memiliki hutang,
apakah engkau akan membayarnya? Bayarlah hutang kepada
Allah, karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar".
(HR al-Bukhari).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Ydsuf al-Qaradhawi
membolehkan seorang anak untuk menghajikan orang tuanya,
dan hal itu tidak keluar dari ketentuan nash secara tekstual. Isi
fatwanya mengacu kepada salah satu kebutuhan pokok yang
mesti dipelihara oleh manusia, yaitu hifzh al-din. Dalam
fatwanya ini juga tidak tergambar adanya perluasan pemikiran
untuk menghajikan orang lain selain orang tua, karena sesuai
dengan prinsip dasar ajaran Islam ibadah mestinya dilakukan
oleh mukallaf secara perorangan. Namun, berkenaan dengan
orang tua, sepertinya Rasul SAW mengecualikan ketentuan
tersebut. Walaupun terkesan ada pengecualian dari Rasul SAW
berkenaan dengan orang tua, tetapi hal ini sudah menjadi
Sunnah yang menjadi aturan dalam Islam. Dengan demikian
apa yang difatwakan oleh Ylsuf al-Qaradhawi, selain sesuai
dengan ketentuan Sunnah Rasulullah SAW, lebih jauh tentunya
secara otomatis sesuai dengan tujuan al-Syari’ dalam
menetapkan hukum.

10. Fatwa Bolehnya Menjama' Shalat karena Ada Kepentingan

520A]-Bukhari, al-Jami' al-Musnad..., op.cit, jilid ke-3, h. 18



Fatwa ini berawal dari pertanyaan seseorang yang tidak
bisa melaksanakan shalat zhuhur atau Ashar pada waktunya
karena menghadiri sebuah upacara resmi yang dilaksanakan
sejak waktu Zhuhur sampai Ashar. Berdasarkan pertanyaan ini
Yisuf al-Qaradhawi mengutip pendapat ulama Hanabilah yang
pada dasarnya membolehkan orang Islam menjama' shalat
Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya karena ada uzur.521
Dasar hukum dari pendapat ini adalah hadis riwayat ibn 'Abbas
(w.68 H) yang menceritakan bahwa Nabi SAW pernah
menjama' shalat dalam keadaan tidak melakukan perjalanan.
Menurut ibn 'Abbas, perbuatan ini dilakukan oleh Rasul SAW
agar shalat tersebut tidak memberatkan bagi umatnya.522 Tapi
tentunya hadis ini tidak berlaku secara mutlak, dipastikan ada
alasan-alasan tertentu yang membuat Nabi SAW menjama’
shalatnya walaupun tidak dalam perjalanan.

Walaupun demikian, Yasuf al-Qaradhawi berpendapat
bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dijadikan kebiasaan,
karena tujuannya hanya untuk menghilangkan kesulitan bagi
manusia dalam menjalankan ibadahnya. Misalnya, seorang
dokter yang melaksanakan operasi terhadap pasiennya yang
tidak bisa ditinggalkannya, atau seorang polisi lalu lintas yang
mendapat giliran tugas di jalan pada waktu menjelang Maghrib
sampai setelah shalat Isya (yang tentunya juga tidak bisa
ditinggalkan). Dalam keadaan seperti ini, baik dokter ataupun
polisi  tersebut, boleh  menjama' shalatnya untuk
menghilangkan kesulitan yang mereka hadapi.>23

521 Yiisuf al-Qaradhawi, Fatdwd al-Mu'dshirah..., op.cit,, jilid ke-1, h. 245

522 Muslim ibn al-Hajjaj, al-Jdmi’ al-Musnad..., op.cit, jilid ke-1, h. 490.
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"Dari ibn 'Abbas berkata, "Rasulullah SAW pernah menjamak shalat
Zhuhur dan 'Ashar di Madinah dalam kondisi tidak dalam keadaan takut dan
tidak pula melakukan perjalanan”. Abu Zubeir berkata, "Aku pernah bertanya
kepada Abu Sa'id, "Kenapa Nabi melakukan itu?". la menjawab, "Pertanyaan
itu sudah pernah aku tanyakan kepada ibn 'Abbas, lalu ia menjawab, "Rasul
menginginkan agar umatnya tidak mengalami kesulitan". HR Muslim

523 Ibid



Menurut YGsuf al-Qaradhawi, yang harus diperhatikan
dalam masalah menjama' shalat ini adalah adanya uzur yang
menyulitkan bagi manusia untuk melaksanakan shalat. Oleh
karena itu, sehubungan dengan pertanyaan di atas, YGsuf al-
Qaradhawi tidak memandang kondisi tersebut sebagai sebuah
dharurat yang dapat dijadikan alasan untuk menjama' shalat.
Hal ini karena ia tentunya bisa melaksanakan shalat di sela-sela
acara tersebut, dan tidak harus malu untuk itu. Suatu hal yang
tercela melaksanakan upacara-upacara resmi di sebuah negara
[slam dengan mengabaikan waktu-waktu shalat dan tidak
menghiraukan hak Allah SWT dan perasaan orang-orang
mukmin yang ingin shalat pada waktunya.524

Berdasarkan hal itu, penulis melihat bahwa kebolehan
menjama' shalat menurut YGsuf al-Qaradhawi harus
memperhatikan  masyaqqah  (kesulitan) atau tingkat
kepentingan yang dihadapi oleh mukallaf. Sayangnya ia tidak
memberikan rincian yang jelas kondisi yang bagaimana yang
dapat dikategorikan masyaqqah tersebut. Akan tetapi dari
contoh yang dikemukakannya, agaknya masyaqqah yang
dimaksud harus betul-betul dipertimbangkan. Tindakan dokter
untuk melanjutkan operasi pasiennya merupakan sebuah
kebutuhan al-hdjiyah untuk menyelamatkan nyawa seseorang.
Ada dua hal yang bertentangan di sini; pertama, timbulnya
mafsadah akibat menangguhkan pelaksanaan shalat pada
waktunya yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan al-
hdjiyah; kedua, timbulnya mafsadah ketika menghentikan
tindakan operasi yang sedang berlangsung yang dikategorikan
juga sebagai  kebutuhan al-hdjiyah. Dalam menghadapi
pertentangan ini YGsuf al-Qaradhawi lebih memilih untuk
menghilangkan mafsadah yang lebih besar daripada mafsadah
yang lebih kecil, yang dalam hal ini ditujukan untuk
memelihara salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu
memelihara jiwa. Hal ini sesuai dengan kaidah figh yang
populer di kalangan ulama, "apabila bertemu dua mafsadah
maka diutamakanlah mempertimbangkan mafsadah yang lebih
besar”.

524 Ipid,, h. 245-246



Dalam contoh pertama ini YGsuf al-Qaradhawi lebih
mempertimbangkan mafsadah yang membahayakan jiwa
manusia, yaitu dengan melanjutkan tindakan operasi dengan
menangguhkan  pelaksanaan shalat pada  waktunya.
Pertimbangan ini diambil agaknya karena agama tidak bisa
ditegakkan apabila jiwa tidak dipelihara terlebih dahulu. Di
samping itu keputusan yang diambil oleh dokter untuk
melanjutkan operasi bukan dalam arti meninggalkan shalat
sebagai kebutuhan al-dhartiriyah, hanya menangguhkan
pelaksanaannya untuk menghilangkan kesulitan yang juga
berada pada tingkat al-hdjiyah.

Adapun pada contoh selanjutnya yang dikemukakan
oleh Yusuf al-Qaradhawi tentang polisi lalu lintas yang
mendapat giliran tugas menjelang shalat Maghrib sampai Isya.
Waktu yang disebutkan di atas merupakan waktu sibuk dan
ramainya kendaraan berlalu lalang karena semua orang sudah
selesai dengan pekerjaannya masing-masing dan sama-sama
menuju ke rumahnya masing-masing. Apabila si polisi
meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan shalat Maghrib
pada waktunya, diduga akan menimbulkan kacaunya lalulintas
dan dikhawatirkan menimbulkan kecelakaan karena tidak ada
yang mengatur padatnya jalan oleh kendaraan. Akan tetapi
dalam contoh kedua ini, penulis melihat fatwa YGsuf al-
Qaradhawi terkesan mempermudah-mudah dasar hukum
kebolehan menjamak shalat. Hal ini karena tidak bisa
dipastikan timbulnya kecelakaan lalu lintas apabila polisi tidak
mengatur jalanan yang padat itu. Apalagi di kota-kota besar,
peran polisi sudah banyak digantikan oleh rambu-rambu dan
traffic ligh (lampu lalu lintas). Oleh karena itu tidak beralasan
ketika Yasuf al-Qaradhawi memasukkan contoh Kkedua ini
sebagai alasan untuk membolehkan menjamak shalat.

Berdasarkan fatwanya ini, terlihat Yasuf al-Qaradhawi
secara prinsip tidak mempermudah-mudah alasan untuk
membolehkan shalat jama', walaupun ia tidak membuat
kriteria-kriteria tertentu yang dapat dikategorikan sebagai
sebuah al-hdjah. Setidaknya kriteria dimaksud harus
mempertimbangkan  beberapa hal. Pertama, apakah
kepentingan yang dihadapi sejajar dengan menangguhkan



pelaksanaan shalat. Kedua, apakah kepentingan yang dihadapi
sudah mempertimbangkan terpeliharanya salah satu dari lima
hal pokok yang mesti dipelihara (al-dharitiriyydt al-khams).
Misalnya menangguhkan pelaksanaan shalat ketika
memadamkan api pada rumah yang terbakar, karena dalam hal
ini ada kebutuhan pokok lain yang mesti dipelihara, yaitu
harta; atau menangguhkan pelaksanaan shalat karena
menolong seseorang yang hanyut di sungai, karena dalam hal
ini terdapat kebutuhan pokok lainnya yang mesti dijaga, yaitu
nyawa. Ketika ia tidak merinci kriteria dimaksud,
mengakibatkan contoh kedua yang dikemukakannya tidak
dapat dibuktikan sebagai sebuah al-hdjah yang boleh dijadikan
alasan menjamak shalat, karena tidak dapat dipastikan akan
tewasnya seseorang akibat jalur lalu lintas yang ramai. Oleh
karena itu satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa
menempatkannya sebagai sebuah al-hdjah harus
mempertimbangkan terpeliharanya salah satu dari lima
kebutuhan pokok manusia (al-dhaririyyat al-khams). Dengan
demikian, secara prinsip fatwanya dalam Kkasus ini dinilai
sudah mengaplikasikan terwujudnya tujuan al-Sydri’ dalam
menetapkan hukum walaupun ada hal-hal tertentu yang mesti
diperjelas oleh Ylsuf al-Qaradhawi berkenaan dengan Kkriteria-
kriteria menjadikan suatu perbuatan sebagai sebuah al-hdjah.
Jawabannya tentang kasus yang ditanyakan kepadanya
sepertinya sudah menggambarkan bahwa sebenarnya ia tidak
mempermudah-mudah hal itu.
11. Fatwa tentang Kebolehan Nikah Misyar

Fatwa ini dikeluarkan oleh Yasuf al-Qaradhawi
menjawab komentar ulama dan masyarakat di Timur Tengah
yang tidak respon dan geger dengan pendapatnya yang
membolehkan nikah misyar. Menurut Ylsuf al-Qaradhawi
nikah misyar memang tidak dapat didefinisikan secara jelas,
tetapi sudah dipraktekkan oleh banyak orang dari dulu sampai
sekarang. Pendapatnya yang membolehkan nikah misyar juga
bukan bermaksud untuk menganjurkan pernikahan seperti itu
terjadi, tetapi hanya sekedar memberikan jawaban terhadap



kondisi yang sudah sering terjadi.>2>

Menurut Ylsuf al-Qaradhawi, nikah misyar adalah nikah
yang dilakukan dengan mengikuti aturan agama secara penuh
dalam masalah pernikahan, yaitu memenuhi syarat dan rukun
nikah. Bedanya dengan nikah yang biasa dilakukan adalah
adanya tanazul (kerelaan) dari istri terhadap sebagian hak
yang mesti diterimanya, seperti hak mendapatkan tempat
tinggal, hak nafkah, dan hak untuk selalu bersama suaminya,
baik disebutkan dalam akad ataupun tidak disebutkan.
Pernikahan seperti ini biasa dilakukan oleh seorang laki-laki
dengan istri kedua, ketiga, atau istri keempatnya.52¢6 Pada
prinsipnya, dengan pernikahan ini masing-masing pihak tetap
hidup sendiri-sendiri dan melakukan hubungan suami istri
ketika mereka menginginkannya.

Dengan demikian, dalam nikah misyar ada syarat-syarat
tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak terutama
dalam bentuk membatasi hak dan kewajiban masing-masing,
terutama membatasi hak istri. Tetapi ada satu hal yang tidak
dijadikan syarat, yaitu berhubungan suami istri (watha),
karena mempersyaratkan yang demikian mengakibatkan
pernikahan yang dilakukan menjadi batal.>27

YGsuf al-Qaradhdwi mengakui, bahwa nikah yang
semacam ini bukanlah nikah yang dianjurkan dalam Islam,
tetapi bukan berarti tidak boleh dilakukan. Menurutnya, orang-
orang yang menentang dilangsungkannya nikah misyar ini
beralasan bahwa nikah semacam ini tidak dapat memenuhi
tujuan dilaksanakannya perkawinan secara syara', karena
hanya bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu dan mencari
kesenangan semata. Sedangkan dalam Islam, tujuan nikah
adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia,
sebagai sarana untuk mendapatkan ketenangan dan kasih
sayang. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad, bahwa
pernikahan yang hanya berlangsung selama beberapa hari saja
bukanlah termasuk nikah yang dimaksud dalam ajaran

525Y{isuf al-Qaradhawi, Fatdwa al-Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-3, h. 287
526 Jpid,, h. 291
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[slam.>28

Ulama yang membantah bahkan mengharamkan nikah
misyar ini, di antaranya Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya nikah
misyar adalah pernikahan yang kehilangan fungsi pendidikan
(tarbiyah), pemeliharaan (ri'dyah), kemuliaan (isyrdf), dan
kemanusiaan  (inds). Laki-laki tidak lagi memiliki
tanggungjawab satu sama lain sebagaimana diajarkan dalam
Islam. Lebih lanjut Wahbah mengemukakan bahwa sebuah
perkawinan tidak tidak semata memenuhi syarat legal formal
saja, atau pemenuhan syahwat sesuai dengan tuntunan syara’,
tetapi perkawinan merupakan ikatan yang agung (mitsdqan
galizhan). Oleh karena itu sesuai dengan metode sadd al-
dzari'ah, perkawinan semacam ini harus dilarang demi
terpeliharanya nasab kemuliaan keturunan.>?° Dengan
demikian Wahbah sepertinya lebih mempertimbang resiko
yang bakal muncul, dan untuk itu ia memutuskan untuk
mengambil resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan resiko
yang ditimbulkan oleh nikah misyar ini (al-akhdz bi akhaff al-
dhardrain)

Adapun Yisuf al-Qaradhawi, ia mengatakan bahwa
kebolehan nikah misyar ini disebabkan oleh desakan
kebutuhan, akibat perkembangan sosiologis masyarakat, dan
karena berubahnya kondisi zaman yang dihadapi.>3° Walaupun
nikah seperti ini dibolehkan, Ytsuf al-Qaradhawi menyarankan
supaya nikah seperti ini tercatat agar hak-hak berumah tangga
lebih terjamin dan lebih bertanggungjawab untuk masa depan
yang lebih baik. Pencatatan nikah ini juga berguna dalam
menetapkan nasab anak [jika dalam pernikahan tersebut
melahirkan anak] dan dalam masalah kewarisan. Hubungan
nasab, yang berimplikasi kepada kewarisan, menurut Yasuf al-
Qaradhawi tidak bisa di-tandzul-kan.>3!

Menurut Yisuf al-Qaradhawi, suatu pernikahan yang
dilangsungkan tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan
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keturunan, sebab ketika ada seorang laki-laki yang menikah
dengan perempuan yang sudah tua, atau menikah dengan
perempuan yang diketahui mandul, tentu saja tujuan
pernikahan itu bukan untuk mendapatkan keturunan. Begitu
juga dengan banyaknya orang yang menikah tetapi tidak
mendapatkan keturunan, walaupun mereka sudah berusaha
untuk itu, tetapi terkadang mereka tidak mendapatkan
keinginannya. Lalu, apakah dengan tidak tercapainya
mendapatkan keturunan pernikahan itu dikatakan tidak dapat
mewujudkan tujuan pernikahan?>32 Lebih lanjut ia mengatakan
bahwa pernikahan dengan tujuan mencari kenikmatan dan
kepuasan bukanlah tujuan yang jelek dan hina, bahkan hal itu
termasuk salah satu tujuan nikah. Itulah sebabnya dalam nikah
misyar tidak boleh mempersyaratkan terhalangnya hubungan
suami istri.>33

Berdasarkan fatwa Yasuf al-Qaradhawi di atas, maka
ada beberapa hal yang perlu dianalisis, yaitu; pertama dari sisi
tujuan nikah; dan kedua dari sisi dampak negatif yang
ditimbulkan oleh kebolehan nikah misyar ini.

Pertama, dilihat dari sisi tujuan nikah, para ulama telah
sepakat bahwa tujuan primer sebuah pernikahan adalah untuk
mendapatkan keturunan, sedangkan tujuan-tujuan lainnya
hanyalah sebagai tujuan sekunder. Agak sulit untuk mengakui
kebolehan nikah misyar ini, karena tujuan primernya bukan
untuk memperoleh keturunan, tetapi lebih ditujukan untuk
mendapatkan kenikmatan seksual dan kepuasan. Walaupun
Yiasuf al-Qaradhawi mengatakan banyaknya pernikahan yang
tidak menghasilkan tujuan primer tersebut, tetapi yang jelas
niat menikah haruslah untuk mencapai tujuan primer itu. Hal
ini sama saja dengan tujuan-tujuan primer lainnya dalam
berbagai bidang hukum Islam yang terkadang juga tidak
terwujud secara sempurna, namun hal itu bukan untuk
menafikan atau mengabaikan tujuan primer tersebut. Oleh
karena itu dilihat dari sisi ini agaknya YGsuf al-Qaradhawi
kurang memperhatikan tujuan primer yang dikehendaki oleh
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al-Syari' dalam mensyariatkan pernikahan.

Kedua, dilihat dari sisi dampak yang ditimbulkan oleh
fatwa ini tentu saja akan menimbulkan pengaruh negatif
terhadap ketentuan pernikahan dalam Islam. Seorang suami
tentu akan senang dengan terbebasnya dirinya dari
tanggungjawab nafkah terhadap istrinya. Pernikahan yang
seperti ini memang terkesan hanya untuk melampiaskan hawa
nafsu saja, dan jika ini dibolehkan akan berakibat banyaknya
terjadi pernikahan tanpa ada rasa tanggungjawab. Apalagi
Yisuf al-Qaradhawi tidak membuat Kriteria tertentu berkenaan
dengan orang yang dibolehkan menikah dengan cara seperti
ini, seperti persyaratan umur, kondisi si pelaku, kondisi
masyarakat, kondisi tempat, dan sebagainya. Artinya,
sepertinya semua orang dengan usia dan kondisi apapun
dibolehkan melakukannya. Apabila fatwa ini diterima, maka
aturan-aturan Islam, sebagai akibat dari sebuah pernikahan,
tidak akan berguna sama sekali.

Ketidaksesuainnya dengan tujuan al-Sydri’ dalam
mensyariatkan nikah dan terabaikannya aturan-aturan
pernikahan secara umum, tentu harus diantisipasi dengan
melarang pernikahan misyar ini. Suatu perbuatan yang pada
dasarnya dibolehkan, tetapi mengandung akibat-akibat negatif
bila dilakukan, menurut teori sadd al-dzari'ah, harus dicegah.
Pencegahan ini akan menghasilkan berjalannya aturan
pernikahan secara normal dan lebih jauh akan menghasilkan
kemaslahatan dalam pernikahan itu. Oleh karena itu, walaupun
menurut Yasuf al-Qaradhawi nikah misyar ini sering terjadi di
Timur Tengah, namun mencegah terulangnya perbuatan itu
lebih baik daripada melegalformalkannya.

12. Fatwa tentang Menikahi Mantan Ibu Mertua yang Anaknya
belum Digauli

Fatwa ini berawal dari pertanyaan seseorang tentang
seorang laki-laki yang berniat menikahi mantan ibu mertuanya
ketika istrinya meninggal dunia sebelum keduanya sempat
melakukan hubungan suami istri. Menanggapi hal ini, Y{suf al-
Qaradhawi secara tegas mengatakan bahwa menikahi mantan
ibu mertua tidak dibolehkan secara mutlak, baik setelah



anaknya digauli ataupun sebelumnya.>3* Alasan yang
dikemukakannya adalah kemutlakan firman Allah SWT dalam
QS al-Nisa™ ayat 23'

Sy nemtha g 1eadey ne sl ;_r=u o il : ’;>
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"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu
yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan,
saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara
ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu,
saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua)...

Menurut mayoritas ulama figh, penyebab keharaman
menikahi ibu-ibu dari istri (mertua) ini hanya semata-mata
telah terjadinya akad nikah.535 Berbeda halnya dengan Ali ibn
Abi Thalib (w.40 H), Zaid ibn Tsabit (w.45 H), dan Mujahid
(w.104 H), mereka mensyaratkan harus adanya dukhul
(persetubuhan) terlebih dahulu,53¢ namun dalil-dalil untuk
pendapat ini tidak ditemukan dengan jelas, dan bertentangan
dengan zhahir QS al-Baqarah ayat 237 tentang mahar. Agaknya
pemahaman mereka tentang lafazh nikah sama halnya dengan
pemikiran Abu Hanifah yang mengartikan nikah itu dengan
watha' (bersetubuh), bukan akad seperti yang disepakati oleh
jumhur ulama figh. Namun demikian, penulis cenderung
kepada pendapat Jumhur Ulama, di mana ada atau tidaknya
dukhul (persetubuhan), dengan adanya akad yang shahih maka
sudah terjadi hubungan mushaharah yang mengharamkan
menikah satu sama lainnya. Keharaman menikah dengan ibu
mertua ini berlaku selama-lamanya (mu'abbad).

534Y{isuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-2, h. 356

>%Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami...,op.cit, juz ke-7, h. 133; 'Abd
al-Wahhab ibn Ahmad al-Anshari al-Sya'rani, al-Mizdn al-Kubrd, (Beirut: Dar
al-Fikr, 1995), juz ke-2, h. 237

536A1-Sya'réni, ibid



Kemutlakan ayat tentang keharaman ibu mertua, di
samping tidak ditemukan dalil-dalil yang me-muqayyad-
kannya, juga dipahami dari lanjutan ayat yang sama tentang
keharaman menikahi anak tiri yang mana ibunya sudah digauli
dan kebolehan menikahinya ketika ibunya belum digauli (ada
aturan yang me- muqayyad kannya)

r.c::\éé\;;wu@rgs

"..ibu-ibu isterimu (mertua), dan anak-anak isterimu yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,
tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah
kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya...”

Di samping itu, apabila terjadi sebuah pernikahan, maka
laki-laki disebut suami dan yang perempuan disebut istri.
Tetapi apakah dasar menyebutnya sebagai suami istri ketika
mereka tidak pernah berhubungan (watha’)? Dan apakah ibu
dari istrinya juga dapat disebut sebagai mertua (ummahdt
nisd‘ikum)? Dalam hal ini perlu dilihat dengan melihat kepada
ketentuan mahar dalam perkawinan. Ketika perkawinan sudah
dilangsungkan, maka timbul kewajiban bagi suami terhadap
istrinya, yaitu membayar mahar secara keseluruhan sesuai
dengan yang disebutkan pada waktu akad (mahar musamma).
Kewajiban itu tetap harus dibayarnya walaupun ia tidak pernah
bergaul dengan istrinya tersebut, yaitu setengah dari mahar
yang disebutkan. Hal ini sesuai dengan zhahir ayat QS al-
Baqarah ayat 237:
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"lika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu
bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah
menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar
yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu
mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan



nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan
janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu
kerjakan",

Inilah yang membuktikan bahwa dengan semata-mata
akad saja, perkawinan sudah terwujud dan menimbulkan
kewajiban bagi suami terhadap istrinya dan konsekwensi
lainnya dalam hubungan mushaharah. Dengan demikian, ibu
dari istri merupakan perempuan yang haram dinikahi oleh
mantan suami, walaupun mereka tidak pernah bergaul
sebelumnya.

Dengan demikian terlihat bahwa fatwa Yasuf al-
Qaradhawi tentang masalah ini berpegang kepada zhahir nash
(tekstual), dan dalam pembagian maslahah, cara seperti ini
disebut maslahah al-mu'tabarah. Artinya, suatu ketentuan
hukum yang ditetapkan dapat menghasilkan maslahah, dan
maslahah yang dihasilkan itu diakui oleh syara' (nash) secara
tegas. Sejalan dengan pendapat al-Ghazall sebelumnya, yang
mengatakan bahwa salah satu keqath'ian magdshid al-syari’ah
terletak pada sisi wadha’ al-syara’ (penetapan hukum untuk
pertama kalinya), dan maslahah yang dikategorikan kepada
maslahah al-mu'tabarah tidak memerlukan kajian-kajian ushul
yang mendalam.537 Al-Syathibi (w.790 H) juga mengatakan
bahwa dengan berhentinya seseorang dari melakukan hal-hal
yang dilarang menjadi tujuan inti yang dikehendaki oleh al-
Syari’(Allah SWT).538 Oleh karena itu fatwa Y{suf al-Qaradhawi
dalam masalah ini tidak diragukan lagi sudah sesuai dengan
tujuan al-Sydri’ dalam menetapkan hukum.

13. Fatwa tentang Demokrasi dalam Islam

Persoalan demokrasi yang hari ini berkembang di dunia
[slam disikapi oleh ulama dengan berbeda, di mana ada yang
menganggapnya sebagai konsep pemerintahan yang sesuai
bahkan diharuskan dalam Islam dan sebagian menganggapnya

537A1-Ghazali, al-Mustashfa..., op.cit, juz ke-1, h. 311; Muhammad al-
Badawi, Magqdshid..., op.cit., h. 241-242

538Ab1 Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), al-Muwadfaqdt..., op.cit., juz ke-2, h.
393



sebagai produk negara-negara Barat yang Kkafir. Berkenaan
dengan ini seseorang dari al-Jazair mempertanyakan kepada
Yisuf al-Qaradhawi tentang konsep Islam dalam demokrasi ini
karena Ylsuf al-Qaradhawi dipandangnya sebagai ulama yang
moderat yang diyakini mampu menjawab permasalahan ini.>3°
Berdasarkan pertanyaan ini, YGsuf al-Qaradhawi menjelaskan
bahwa memberikan prediket kafir terhadap konsep demokrasi
ini atau menganggap hal itu sebuah kemungkaran tidaklah
tepat. Orang yang berpendapat seperti itu sebenarnya tidak
mengerti dengan apa yang dikatakannya.>40

Demokrasi secara umum salah satunya dipahami
sebagai suatu bentuk pemerintahan yang terbatas
kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-
wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan
kekuasaan pemerintah tersebut tercantum dalam Kkonstitusi
sebuah negara.>*! Dari berbagai macam istilah demokrasi,
mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer,
demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat,
demokrasi nasional, dan sebagainya, pada intinya mempunyai
makna yang sama, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat
atau government by the people,>*2 walaupun dengan bentuk
pemerintahan yang berbeda-beda.

Menurut YGsuf al-Qaradhawi demokrasi yang
berkembang di dunia hari ini, khususnya dunia Islam,
dipandang sebagai cara untuk membatasi tindakan penguasa
yang otoriter dalam mengurus masyarakat Muslim. Terlepas
dari definisi akademisnya, demokrasi secara praktisnya adalah
di mana masyarakat memilih seorang pemimpin untuk
mengatur urusan mereka. Mereka memilih pemimpin yang
mereka kehendaki, mereka berhak meminta
pertanggungjawaban  terhadap  pemimpinnya, berhak
memberhentikannya jika bersalah, dan berhak menentukan

539Y{isuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-3, h. 636

540]pid., h. 637; juga Yasuf al-Qaradhawi, Min Figh al-Daulah fi al-Islam,
(Kairo: Dar al-Syurugq, 1997), cet. Ke-1, h. 131

541Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2010), edisi revisi, cet, ke-2, h. 107

542]pid., h. 105



arah hidup ekonomi, sosial, budaya, dan sistim politik mereka.
Penyimpangan terhadap keinginan masyarakat akan
mendapatkan hukuman. Inilah esensi demokrasi yang
sebenarnya, walaupun dipraktekkan dengan sistim dan bentuk
yang berbeda, seperti dengan pemilihan umum, referendum,
voting (suara terbayak), sistim multi partai, kebebasan pers,
peradilan yang independen, dan sebagainya.543

Apabila demikian yang dimaksudkan dengan demokrasi,
maka Yasuf al-Qaradhawi tidak melihat pertentangannya
dengan Islam. Persoalan ini sama halnya dengan sebuah hadis
yang menyebutkan bahwa orang yang menjadi imam shalat
tapi shalatnya tidak diterima oleh Allah SWT karena ia tidak
disukai oleh jamaah.>** Berdasarkan hadis ini Ydsuf al-
Qaradhawi mengatakan, bahwa bila dalam shalat saja sudah
demikian, tentu dalam persoalan kehidupan dan politik akan
lebih berpengaruh lagi. Di samping hadis di atas,
pemahamannya juga didukung oleh hadis lain yang
dlrlwayatkan oleh Muslim dari Auf ibn Malik:
rf;SSA.:\ )L\;» d\aelu}‘\_ﬁsan\ujm&s\ d).u)u& ‘dluu.ag_q)r. u;
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"Dari 'Auf ibn Malik dari Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik
kamu, yakni pemerintah, ialah orang yang kamu cintai dan
mencintai kamu, selalu berdoa untuk kebaikanmu dan kamu
berdoa untuk kebaikan mereka. Dan  seburuk-buruk
pemimpinmu ialah yang kamu benci dan membencimu, yang
kamu sumpahi dan menyumpahimu". (HR Muslim).

Berdasarkan hadis ini Yasuf al-Qaradhawi melihat bahwa
seorang pemimpin haruslah orang yang disukai oleh rakyatnya,
bukan sebaliknya. Dengan konsep demokrasi dimungkinkan
menghasilkan pemimpin yang seperti itu, yakni disukai oleh
rakyat, diperkirakan mampu mengurus dan melayani

543Y{isuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-3, h. 638;
juga Ylsuf al-Qaradhawi, Min Figh al-Daulah..., op.cit, h. 132

544Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibn 'Abbas. Lihat Ibn
Majah, Sunan ibn Majah, op.cit, jilid ke-1, h. 311

545Muslim ibn al-Hajjaj, al-Jdmi' al-Musnad..., op.cit, jilid ke-3, h. 1481



rakyatnya dengan baik, tidak bertindak semena-mena, dan
selalu memberikan rasa aman kepada rakyat. Menurut Ydsuf
al-Qaradhawi, demokrasi ini akan menghapuskan kekuasaan
diktator, yang hanya menguntungkan tiga kelompok saja, yaitu
penguasa itu sendiri, politikus yang berpihak kepada penguasa,
dan pengusaha-pengusaha yang mampu memanfaatkan
penguasa tersebut.>46

Lebih lanjut Yasuf al-Qaradhawi mengatakan, bahwa
penguasa dalam Islam merupakan wakil umat, dan merupakan
hak bagi umat untuk mengawasi dan mengoreksi apabila
terjadi kesalahan dan menarik kembali mandatnya apabila
pemimpin tersebut melakukan penyelewengan. Hal ini karena
pemimpin merupakan manusia biasa yang tidak luput dari
kesalahan. Inilah yang dipraktekkan oleh Khulafa® al-Rasyidin
sepeninggal Nabi SAW, seperti Abu Bakar (w.13 H), 'Umar ibn
al-Khatab (w.23 H), dan 'Ali ibn Abi Thalib (w.40 H). Mereka
bersedia menerima koreksian dari umat Islam dan bersedia
diluruskan apabila melakukan kesalahan dalam mengurus
umat Islam. Oleh karena itu dengan prinsip syird yang
dimilikinya, ajaran Islam pada dasarnya telah mendahului
demokrasi yang dikenal dewasa ini.>*7 Dengan demikian Y{suf
al-Qaradhawi menterjemahkan syird yang ada dalam sistim
pemerintahan Khulafa® al-Rasyidin dengan demokrasi.

Pendapat Ylsuf al-Qaradhdwi ini, yang menyamakan
antara syiird dengan demokrasi mendapat bantahan, salah
satunya dari ulama Yaman yang bernama ibn al-Manshir al-
Udaini al-Yamani. Menurutnya, syiird berbeda dengan
demokrasi, dan demokrasi yang salah satunya mengakibatkan
adanya hukum dari rakyat untuk rakyat sangat bertentangan
dengan al-Qur'an karena dalam syariat Islam hukum hanya
milik Allah SWT, sedangkan rakyat tidak mempunyai hukum
sendiri dan tidak mewakili Allah dalam membuat hukum.
Untuk itu ia mengemukakan beberapa dalil dari ayat al-Qur-an,
antara lain QS surat Yusuf ayat 40 dan QS al-Maidah ayat 49.

546Y{isuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-3, h. 639;
Ytsuf al-Qaradhawi, Min Figh al-Daulah..., op.cit, h. 133
547Y{suf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-3, h. 642



Pada intinya dua ayat ini menyebutkan bahwa hukum itu hanya
milik Allah SWT dan rakyat tidak berhak untuk membuat
hukum sendiri di samping hukum Allah SWT. Oleh karena itu,
demokrasi, yang disebut Yisuf al-Qaradhawi dengan siyasah al-
syar'iyah, pada dasarnya bertentangan dengan syariat Islam.>48

Menurutnya, perbedaan antara keduanya cukup jelas, yaitu:

a. Sytrd adalah aturan Allah SWT sedangkan demokrasi
merupakan aturan yang dibuat oleh manusia yang kafir.

b. Syiird adalah bagian dari agama, sedangkan demokrasi
terlepas dari agama.

c. Di dalam syidrd terdapat orang-orang yang berakal dari
kalangan ulama, ahli figh, orang-orang yang mempunyai
keahlian dan ilmu pengetahuan, dan mereka memiliki
kapabelitas dalam menentukan hukum dalam syariat Islam.
Sedangkan dalam aturan demokrasi meliputi seluruh rakyat
sampai yang bodoh sekalipun.

d. Dalam aturan demokrasi semua orang sama posisinya,
misalnya seorang ulama sama posisinya dengan dengan
seorang pelacur, orang saleh sama posisinya dengan orang
jahat, dan sebagainya. Sedangkan dalam syird hal itu tidak
akan terjadi.

Menanggapi hal itu, YGsuf al-Qaradhawi mengatakan
bahwa yang sedang dibicarakan adalah demokrasi dalam
masyarakat Muslim, yang mayoritas mereka adalah orang-
orang yang mengerti dan mengetahui, beriman, dan bersyukur.
Bukan demokrasi dalam masyarakat atheis atau masyarakat
yang sudah tersesat dari jalan Allah. Pemungutan suara rakyat
(demokrasi) tidak dilakukan dalam hal-hal yang sudah qath'i
atau hal-hal yang menjadi dasar dalam agama. Pemungutan
suara hanya dilakukan berkenaan dengan persoalan ijtihadiyah
yang memungkinkan timbulnya banyak pendapat dan
pemikiran, seperti dalam memilih salah seorang calon untuk
menduduki jabatan kepala negara, menetapkan masa jabatan
kepala negara, boleh tidaknya dipilih kembali, menetapkan

548Ahmad ibn Muhammad ibn Manshur al-'Udaini al-Yamani,
Membongkar Kedok Yisuf al-Qaradhdwi Bukti-bukti Penyimpangan Yisuf al-
Qaradhawi dari Syariat Islam, (Jakarta: Masyarakat Belajar, [tth]), h. 55



pajak, dan sebagainya.549

Menurut penulis, sytird merupakan prinsip dasar ajaran
Islam dalam membicarakan setiap urusan umat Islam,
termasuk pemerintahan. Tidak ditemukan penjelasan dalam al-
Qur'an bagaimana cara menjalankan sydrd dalam memilih
pemimpin, begitu juga dalam hadis Nabi SAW. Pengangkatan
empat Khulafa® al-Rasyidin setelah wafatnya Nabi SAW,
menurut Harun Nasution (w.1998 M), secara jelas tidak
berbentuk kerajaan, tetapi lebih mendekati republik dan sesuai
dengan sistim pengangkatan kepala negara dalam
pemerintahan demokrasi.>>® Artinya pada periode itu syira
dimaknai dengan permusyawaratan beberapa orang tokoh
umat Islam untuk memilih salah satu calon yang disepakati
sebelumnya. Selanjutnya calon terpilih dibai'ah oleh umat
[slam secara umum. Pada periode selanjutnya, yakni Bani
Umayyah, Bani Abbassiyah, sampai ke Turki Usmani, pemilihan
kepala negara berdasarkan sistim turun temurun yang biasa
berlaku dalam negara kerajaan. Walaupun berbeda sistim
pemerintahan, menurut Harun Nasution, sistim pemerintahan
khulafa® al-Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbassiyah
merupakan sistim ketatanegaraan yang dianut dan diakui oleh
Ahlu Sunnah.>>! Dengan demikian, agaknya yang dimaksudkan
demokrasi oleh Harun Nasution (w.1998 M) tidak seperti
demokrasi yang berkembang pada saat ini, tetapi mengarah
kepada sistim syiird.

Berbedanya pendapat ulama dan golongan umat Islam
tentang sistim pemerintahan menunjukkan bahwa tidak ada
ketegasan Islam tentang aturan ini. Namun dari sejarah
pemerintahan yang dilakukan umat Islam, bentuk
pemerintahan bisa saja berbeda, tetapi di dalamnya
dilaksanakan syidrd. Menurut penulis, mendirikan sebuah
negara merupakan sebuah keharusan, sesuai dengan
pemahaman terhadap salah satu hadis Nabi SAW, artinya,

549Y{isuf al-Qaradhawi, Fatdwa Mu'dshirah..., op.cit, jilid ke-3, h. 647

550Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: Ul-
Press, 1985), cet. Ke-5, jilid ke-1, h. 95-96

551]pid., h. 96



"Apabila ada tiga orang yang melakukan perjalanan di bumi ini,
maka angkatlah satu orang sebagai pemimpin.">52

Pada dasarnya tujuan pendirian negara adalah untuk
terjaminnya urusan rakyat secara umum yang meliputi; urusan
keagamaan mereka, keselamatan jiwa mereka, terjaganya
keturunan mereka, terjaganya akal dan harta mereka. Jika
dihubungkan dengan kajian magqdshid al-syari'ah, maka
mendirikan negara adalah dalam rangka melaksanakan tujuan
al-Sydri' untuk memelihara al-dhartiriyydt al-khams. Adapun
sistim yang dipakai dalam bernegara merupakan wasilah (cara)
yang dapat mewujudkan tercapainya tujuan dimaksud dengan
menekankan prinsip syidrd di dalamnya. Oleh karena itu
mendirikan sebuah negara mempunyai hubungan yang jelas
dengan keinginan Allah SWT, yaitu agar terlaksananya hukum
Allah di muka bumi ini.

Apabila dilihat sistim demokrasi yang dijalankan hari
ini, di mana rakyat menentukan segala-galanya, termasuk
persoalan hukum, maka dikhawatirkan hukum yang diinginkan
oleh Allah SWT tidak akan terwujud. Hal ini dapat dilihat
dengan sulitnya meloloskan berbagai aturan di parlemen
berkenaan dengan aturan yang sudah digariskan dalam Islam
walaupun mayoritas anggota parlemen adalah Muslim.
Penyebabnya antara lain tidak samanya tingkat keimanan,
pengetahuan, visi dan tujuannya sebagai seorang Muslim, dan
lain-lainnya. Walaupun Yasuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa
dalam demokrasi Islam tidak dibolehkan membicarakan hal-hal
yang sudah menjadi ketetapan gath'i, hanya berkenaan dengan
sesuatu yang bersifat ijtihadiyah, namun pernyataannya itu
tidak merupakan jaminan bahwa demokrasi yang dimaksudnya
akan dapat menciptakan sistim hukum yang diinginkan oleh
Allah SWT. Bahkan sebaliknya, sistim hukum yang berlaku
adalah sistim yang dibuat oleh manusia dengan mengabaikan
ketentuan-ketentuan Allah SWT.

Sebagai contoh, di Indonesia, yang menganut sistim
demokrasi pancasila, sejak awal berdirinya negara Indonesia

552Hadis oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id al-Khudriy. Lihat Abu Dawud
Sulaiman, Sunan..., op.cit, jilid ke-3, h. 36



tidak dapat menyepakati berlakunya syariat Islam (hukum
Allah) di bumi Indonesia ini walaupun mayoritas parlemen dan
warga negaranya adalah Muslim. Walaupun sudah dibicarakan
dalam parlemen untuk mengganti sistim hukum Barat
(Belanda) untuk diganti dengan sistim hukum yang hidup
dalam masyarakat Indonesia, namun hal itu tidak pernah
disepakati sampai hari ini, baik dalam masalah perdata
maupun pidananya. Di samping itu, akibat demokrasi yang
dijalankan di berbagai negara Islam, sering menimbulkan
gejolak dan kekacauan di negara bersangkutan. Inilah
sebenarnya yang dikhawatirkan dengan sistim demokrasi yang
dimaksud oleh Yisuf al-Qaradhawi, yang cenderung
mengadopsi sistim demokrasi Barat walaupun diberi embel-
embel Islam di belakangnya.

Apa yang disampaikan oleh YGsuf al-Qaradhawi dan
dalil-dalil yang dikemukakannya tidak bisa disalahkan, tetapi
bukan dalam konteks demokrasi yang diperkenalkan oleh
Barat ke dunia Islam. Islam tidak mengenal sistim hukum yang
dibuat oleh rakyat, tetapi hukum yang dijalankan haruslah
mengikuti ketentuan Allah SWT, sebagaimana firman Allah
dalam QS Yusuf ayat 40:
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"Hukum itu  hanyalah  kepunyaan Allah. Dia telah
memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah
agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui."

Juga dalam QS al- Maidah ayat 49:
2 S‘\- ~
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"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu
terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari
sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika
mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah),
maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan
menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian
dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah
orang-orang yang fasik".

Berdasarkan ayat di atas, tidak diperoleh celah untuk
memberlakukan ketentuan hukum selain yang ditentukan oleh
Allah SWT, dan adanya larangan mengikuti keinginan-
keinginan manusia yang bermaksud menjauhkan seseorang
dari mengikuti ketentuan Allah tersebut. Bahkan jika terjadi
perselisihan dalam menetapkan sesuatu, Allah SWT juga
memberikan arahan dalam QS al-Nisa™ ayat 59 agar persoalan
itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya (al-Qur'an dan
Sunnah). Dalam ayat ini juga tidak dimungkinkan untuk
membuat aturan di luar yang sudah ditetapkan oleh Allah dan
Rasul-Nya. Oleh karena itu, membahas demokrasi yang
diperkenalkan oleh Barat ke dunia Islam boleh-boleh saja,
tetapi tidak harus menghilangkan esensi bernegara dalam
[slam, yaitu tegaknya aturan Allah SWT dalam negara itu. Hal
itu tidak lain adalah dalam rangka memelihara lima kebutuhan
pokok manusia yang dapat disimpulkan dalam magqdshid al-
syart'ah. Di samping itu, seorang penguasa dalam Islam bukan
merupakan wakil rakyat, sebagaimana pernyataan Yasuf al-
Qaradhawi. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan
'Utman ibn 'Affan (w.35 H) ketika dituntut untuk mundur dari
jabatannya. Ibn 'Umar (w.74 H) menasehati 'Utsman agar tidak
mundur dari kekhalifahannya, karena "jubah" kekuasaan yang
dipakainya adalah "jubah Allah", bukan "jubah rakyat". Apabila
rakyat tidak suka dengan pimpinannya, maka sudah menjadi
kebiasaan mereka untuk menyuruhnya mundur atau



membunuh pemimpinnya itu.>>3 Artinya penguasa merupakan
wakil Allah di muka bumi ini yang diharapkan mampu
mengatur rakyatnya sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Oleh
karena itu penulis melihat bahwa konsep demokrasi yang
dijelaskan oleh Yasuf al-Qaradhawi dengan memberikan
peluang kepada seluruh rakyat untuk mengatur jalannya
pemerintahan sepertinya tidak akan dapat mewujudkan
sebuah negara yang dapat mengikuti aturan Allah SWT, dan
tentunya hal ini tidak sesuai dengan tujuan Allah SWT.

Dari beberapa fatwanya di atas, Y@suf al-Qaradhawi
sudah menetapkan hukum berkenaan dengan beberapa hal
penting yang harus dipelihara sesuai dengan pembagian
maqdshid al-syari’‘ah yang dikemukakan oleh ulama
sebelumnya. Berdasarkan fatwa-fatwanya itu, menurut analisis
penulis, sebagian fatwanya sudah dapat mengaplikasikan teori-
teori maqdshid al-syari’ah, sedangkan sebagian lainnya belum
mengaplikasikan teori tersebut. Dengan demikian walaupun
mayoritas ulama sepakat bahwa tujuan hukum Islam itu adalah
dalam rangka memelihara, menjaga, dan melindungi lima
kebutuhan dasar manusia, yaitu hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh
al-nasl, hifzh al-'aql, dan hifzh al-mdl, tetapi dalam menetapkan
hukum berkenaan dengan itu tidaklah mudah. Mungkin
penemuan mujtahid terhadap kewajiban memelihara al-
dharuriyyat al-khams itu merupakan sesuatu yang qath'i, tetapi
secara aplikatif akan sulit diterjemahkan ke dalam penetapan
hukum, apalagi ketika suatu kepentingan yang ada dalam al-
dharuriyyat al-khams itu saling bertentangan satu sama lain.
Oleh karena itu al-dharuriyydt al-khams bisa saja disepakati
sebagai sesuatu kesimpulan yang qath'i, tetapi hukum yang
ditetapkan untuk memelihara salah satunya tetap saja dalam
posisi zhanni.

553 Abu 'Umar Khalifah ibn Khiyath ibn Khalifah al-Syaibani al-'Ashfari
al-Bashri, Tarikh Khalifah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1397 H), cet. Ke-2, h. 170;
juga Akram ibn Dhiya" al-'Umari, 'Ashr al-Khildfah al-Rdsyidah, (Maktabah
al-'Abikan, [tth]), h. 426



BAGIAN KEENAM

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan persoalan pokok yang dimunculkan dalam
disertasi ini, maka pada bagian akhir ini penulis akan
menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari segi pemikiran hukum Y{suf al-Qaradhawi tentang
mdqdashid al-syari’ah ada tiga hal yang dapat disampaikan,
yaitu:

a. Pada umumnya pemikiran hukum Yisuf al-Qardadhawi
tentang mdqdshid al-syari’ah tidak berbeda dengan
pemikiran mayoritas ulama lainnya dan dapat dikatakan
mengulang apa yang sudah ditawarkan oleh al-Syathibi.
Bahkan dari fatwa-fatwanya tersebut tergambar bahwa
apa yang ditulisnya justru berangkat dari teori-teori
mdqdashid al-syari’‘ah yang dimunculkan oleh al-Juwaini,
al-Ghazali, dan al-Syathibi.

b. Adanya perbedaan yang terlihat dari pemikiran hukum
YGsuf al-Qardadhawi tentang mdqdshid al-syarf’ah,
khususnya tentang penambahan beberapa tujuan yang
hendak diwujudkan dalam penetapan hukum, seperti
keadilan, kesejahteraan dan keamanan, pemerataan atau
kesetaraan, agama atau spritualitas, kemanusiaan,
ekonomi, dan orientasi ke masa depan, sebenarnya lebih
diarahkan kepada kajian Islam secara umum. Bila
dikaitkan dengan penetapan hukum Islam, penambahan-
penambahan beberapa tujuan lainnya itu sebenarnya
sudah tercakup dalam kategori memelihara al-
dhartiriyyat al-khams. Artinya, ketika ulama menetapkan
suatu hukum atau melakukan proses fatwa, hal-hal yang
disebutkan oleh Ylsuf al-Qaradhawi tersebut sebenarnya
sudah mengilhami setiap penetapan hukum atau fatwa
yang dikeluarkan oleh ulama.



c. Kalaupun terjadi perbedaan Yisuf al-Qaradhawi dengan
ulama lainnya dalam menetapkan hukum terkait dengan
pemeliharaan al-dhaririyyat al-khamsah, perbedaan itu
tidak terjadi dalam menetapkan al-dhartiriyydt al-khams
sebagai tujuan yang hendak diwujudkan dalam magqashid
al-syari'ah. Namun, yang menjadi penyebab utama
perbedaan adalah dalam menilai dan mengukur besar
kecilnya maslahah atau mafsadah yang ditimbulkan oleh
suatu perbuatan dan suatu persoalan. Di samping itu
perbedaan itu juga terjadi dalam hal menentukan bidang
dhartiriy mana yang lebih dominan untuk diprioritaskan.

2. Dari segi aplikasi fatwa-fatwanya dalam hubungannya
dengan figh mdgqdshid al-syari’‘ah terdapat dua hal yang
dapat disimpulkan, yaitu:

a. Adanya gambaran bahwa tidak semua fatwanya dapat
mengaplikasikan mdgqdshid al-syari’‘ah yang diakui
keshahihannya oleh mayoritas ulama. Sebagian fatwanya
terkesan lebih mengutamakan kepentingan manusia
(qasd al-mukallaf) dengan argumentasi hal itulah yang
membawa kemaslahatan bagi mereka, seperti fatwanya
tentang kebolehan membangun masjid dan pusat
kegiatan Islam dengan uang zakat, nikah misyar, tidak
perlunya mahram bagi jamaah haji wanita, dan
menganjurkan demokrasi yang dianut pada era modern
ini. Di sisi lain sebagian fatwanya juga terkesan
mengabaikan hal yang esensial dari mdqdshid al-syari’ah,
yaitu menjaga kepentingan Allah SWT (qasd al-Sydri"),
seperti membolehkan tindakan bom bunuh diri.

b. Fatwa-fatwa yang terkesan lebih mengutamakan
kepentingan manusia (qasd al-mukallaf) antara lain
disebabkan oleh adanya keinginan para pihak yang
bertanya kepadanya untuk merestui apa yang mereka
lakukan. Hal ini tergambar dari pertanyaan yang
diajukan dan dan terkadang Yasuf al-Qaradhawi
menjawab sesuai dengan harapan-harapan mereka
kepadanya setelah menanyakan sesuatu. Dalam bentuk
pertanyaan seperti ini, ia terlihat mencarikan jalan
keluar terbaik bagi si penanya dan jawaban yang



disampaikan diduga kuat disukai oleh orang yang
bertanya. Jawaban-jawaban inilah yang menggambarkan
bahwa tanpa disadari olehnya, sebagian fatwanya
tersebut tidak sepenuhnya cocok dengan tujuan yang
dikehendaki oleh Allah SWT (mdqdshid al-syart’ah),
seperti fatwanya dalam memposisikan ilmu falak
modern sebagai pengganti ru'yah al-hilal.

c. Fatwa-fatwa YGsuf al-Qaradhawi juga menggambarkan
bahwa perhatiannya terhadap ‘illat hukum, dalam hal ini
illat tasyri'i, cukup tinggi, yaitu menghubungkan antara
kondisi yang ada pada Nabi SAW dengan kondisi yang
terjadi pada hari ini. Ketika kondisi antara dua masa itu
tidak sama 'illatnya, maka di antara fatwa-fatwanya juga
akan sejalan dengan ketidaksamaan ‘illat itu, seperti
fatwanya tentang tidak perlunya mahram bagi jamaah
haji wanita.

d. Dari fatwa-fatwa Yiasuf al-Qaradhawi juga dapat
dipahami bahwa ia tidak menjadikan maqashid al-
syari'‘ah sebagai ilmu yang berdiri sendiri (mustagqil)
yang terlepas dari induknya, ushul figh. Walaupun ia
sangat mengagumi ibn 'Asy(r, yang disebutnya sebagai
tokoh magqashid kedua setelah al-Syathibi, namun untuk
menjadikan mdqdshid al-syari’ah sebagai ilmu yang
berdiri sendiri untuk menetapkan hukum sepertinya ia
tidak sependapat.

e. Dari sisi penggunaan akal, YGsuf al-Qaradhawi tidak
dapat dikategorikan kepada penganut akal bebas dalam
mengistinbathkan hukum, tetapi secara umum istinbath
hukumnya masih tetap berada dalam koridor nash.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan pentingnya ilmu madgqdshid al-
syari‘ah dalam menetapkan hukum Islam, khususnya dalam
melahirkan sebuah fatwa, penulis menyarankan hal-hal sebagai
berikut:

a. Kepada praktisi-praktisi hukum Islam yang bergerak dalam
proses istinbath hukum dan melahirkan fatwa untuk selalu
mendalami ilmu mdgqdshid al-syari’ah ini agar fatwa dan



penetapan hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi
kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia (qasd al-
mukallaf), tetapi juga memperhatikan dan mengutamakan
tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT (qasd al-
Syari").

. Kepada pemerhati hukum Islam lainnya, diharapkan
mengkaji pemikiran-pemikiran ulama dalam
mengaplikasikan magqdshid al-syari’‘ah ini, karena dengan
begitu akan dapat dijadikan bahan masukan dan
perbandingan untuk menerapkan teori madqdshid al-syari’ah
ini terhadap persoalan-persoalan hukum Islam yang
dihadapi.

. Kepada perguruan-perguruan tinggi Islam yang bergerak
dalam hukum Islam, khususnya pascasarjana hukum Islam,
agar menjadikan ilmu mdqdshid al-syari’ah ini sebagai satu
mata kuliah tersendiri, sehingga mempelajari maqdshid al-
syart’ah tidak hanya merupakan bagian kecil dari mata
kuliah ushul figh. Dengan adanya mata kuliah tersendiri
tentang mdqdshid al-syari’ah tentunya akan membawa
pengaruh yang sangat baik bagi pendalaman dan
pengembangan ilmu mdqdshid al-syari’ah itu sendiri.

. Khusus untuk Yasuf al-Qaradhawi, penulis mengharapkan ia
membuat sebuah tulisan utuh tentang mdgqdshid al-syari’ah
sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya,
seperti al-Syathibi, dan ulama-ulama kontemporer lainnya,
seperti ibn 'Asylrr. Ketokohannya dalam hukum Islam
menjadikan karya-karyanya diminati oleh pemerhati-
pemerhati hukum Islam. Tulisan-tulisannya tentang
mdqdshid al-syari’ah yang berada di berbagai bukunya agak
sulit untuk dijadikan sebagai rujukan yang memadai dalam
mengkaji teori ini secara lebih dalam.
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